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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan 

dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahunan yang berisi 

penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada 

RPJPD Kabupaten serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi. 

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah wajib 

menyusun RPJMD sebagai dokumen rencana daerah yang digunakan untuk pedoman 

pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam masa jabatan Kepala Daerah kurun 

waktu 5 (lima) tahun. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2), bahwa yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ialah penjabaran dari visi, misi, dan program 

Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi 

pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat 

Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai 

dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan 

yang bersifat indikatif.  

RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 disusun pada tahun 2017, 

yang merupakan Tahap ke 3 dari RPJPD Kabupaten Kulon Progo 2005-2025, sebagai 

tahun dasar ditetapkan tahun 2016 dan hal tersebut  sesuai dengan Permendagri 

Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2018 yang tertuang dalam lampiran bb. 1) Pemerintah daerah yang akan 

melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah agar melakukan evaluasi hasil RPJMD dan 

Renstra perangkat daerah periode yang lalu untuk dijadikan sebagai bahan 

penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah periode berikutnya. Dan sebagai 

tahun Pertama RPJMD 2017 - 2022 adalah tahun 2018, hal tersebut sudah sesuai 

dengan yang diamanatkan dalam Permendagri 32 Tahun 2017 yang tertuang pada 

BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1 angka 7. Rencana Pembangunan Jangka 
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Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 

daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya 

masa jabatan kepala daerah. 

Sesuai dengan amanat Permendagri bahwa sebagai bahan penyusunan 

RPJMD adalah hasil evaluasi RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah piriode yang lalu 

dengan adanya ketentuan tersebut Kabupaten Kulon Progo juga melakukan evaluasi 

terhadap RPJMD 2011-2016.  

Pada tahap ke-2 periode RPJMD 2011-2016 ditetapkan Visi Terwujudnya 

Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan 

sejahtera berdasarkan iman dan taqwa, sedangkan misinya   

1. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui 

peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, 

tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan. 

2. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan 

yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance. 

3. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam 

arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu 

pada pemberdayaan masyarakat. 

4. Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah. 

5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan 

berkelanjutan. 

6. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan 

penegakan hokum. 

Pembangunan pada periode RPJMD 2011-2016 diprioritaskan pada peningkatan 

kualitas pendidikan dan kesehatan, penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat 

pengangguran,  peningkatan kapasitas kelembagaan aparatur pemerintah daerah, 

peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengembangan dan pelestarian budaya serta 

kualitas peningkatan kualitas infrastruktur. Prioritas tersebut diwujudkan dalam 

sasaran-sasaran daerah dengan tingkat capaian sebagai berikut :  

1. Sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dengan capaian indikator 

sebagai berikut :  

a. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2016 tercapai 8,50 tahun atau sebesar 

101,19% dari yang ditargetkan sebesar 8,40 tahun.  

b. Angka melek huruf tercapai 95,70% atau sebesar 103,80% dari target 92,20 %.  

c. Persentase akses dan mutu pendidikan tercapai 91,19% atau sebesar 99,63% 

dari target 91,53%. Indikator ini dihitung berdasarkan capaian jumlah sekolah 
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berakreditasi A dan jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang bersekolah. Data 

Dinas Pendidikan menunjukkan jumlah sekolah berakreditasi A sebanyak 382 

sekolah dari 500 sekolah sementara target yang ditetapkan sebanyak 395 

sekolah dari 503 sekolah. Dari sisi jumlah siswa diperoleh data sebanyak 

70.839 orang penduduk usia 17-18 th yang bersekolah dibanding jumlah 

penduduk usia tersebut sebanyak 72.892. 

2. Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan capaian indikator 

sebagai berikut : 

a. Angka Harapan Hidup, sebesar 75,03 tahun dari target 74,98 tahun atau tingkat 

capaian sebesar 100,07% 

b. Angka Kematian Ibu, sebesar 136,80 per 100.000 KH dari target 53,21 per 

100.000 KH, atau tingkat capaian -57,09%. 

c. Angka Kematian Bayi, sebesar 9,59 per 1.000 KH dari target 7,96 per 1.000 

KH, atau tingkat capaian 79,48%.. 

3. Sasaran Meningkatnya keberdayaan masyarakat dengan indikator angka 

kemiskinan sebesar 20,30% dari target 19,27%, atau tingkat capaian 94,65%. 

4. Sasaran Meningkatnya keterserapan tenaga kerja dengan indikator angka 

pengangguran sebesar 2,37% dari target 1,93%, atau tingkat capaian 77,20%. 

5. Sasaran Meningkatnya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya dengan 

indikator persentase partisipasi masyarakat dalam pengembangan pelestarian 

budaya sebesar 90,38%. Indikator ini dihitung dari jumlah desa budaya kategori 

maju yang tercapai sebanyak 15 desa dari target 20 desa yang ditetapkan. 

6. Sasaran Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan 

dengan indikator sebagai berikut : 

a. Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebesar 3,1206 

dari target 3,300 atau tingkat capaian sebesar 94,56% 

b. Nilai akuntabilitas kinerja tercapai dengan predikat BB (71,57) lebih tinggi dari 

yang ditargetkan yaitu predikat B 

c. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tercapai opini BPK predikat Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP) 

7. Sasaran Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat dengan 

indikator sebagai berikut : 

a. Pertumbuhan Ekonomi berdasar ADHK 2010 sebesar 4,76%  

b. Pendapatan perkapita penduduk berdasar ADHK 2010 sebesar Rp. 

15.836.900,-  

c. Rasio Gini sebesar 0,37 . 
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Untuk indikator-indikator dalam sasaran ini tidak bisa diperbandingkan dengan 

target, karena target ditetapkan dengan tahun dasar 2000. 

8. Sasaran Meningkatnya daya saing investasi daerah, dengan indikator Nilai 

realisasi investasi PMA/PMDN sebesar Rp.1.131.936.000.000,- atau tercapai 

228,92% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.494.471.000.000,- 

9. Sasaran Meningkatnya kunjungan wisatawan, dengan indikator persentase 

peningkatan kunjungan wisata sebesar 37,84% atau tercapai 374,32% dari target 

yang ditetapkan sebesar 10,11%. 

10. Sasaran Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendudkung pengembangan 

wilayah, dengan indikator persentase peningkatan pelayanan infrastruktur daerah 

sebesar 85,45% dari target 82,28% atau tercapai 103.86%. Indikator ini dihitung 

dengan  jumlah panjang jalan, jumlah layanan air irigasi, jumlah rumah tangga 

terlayani air bersih dan listrik. 

11. Sasaran Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dengan 

indikator capaian sebagai berikut : 

a. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang, sebesar 82,56% atau tercapai 

101,83% dari target yang ditetapkan sebesar 81,07%. 

b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 65,78 atau sebesar 91,55% dari 

target yang ditetapkan sebesar 71,85 

12. Sasaran Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarakan 

kesadaran atas hukum dengan indikator Persentase penurunan pelanggaran 

hukum daerah, sebesar -10,91% dari target 4,55% atau sebesar -240%.Indikator 

ini dihitung dengan penurunan jumlah pelanggaran hukum yang terjadi dalam satu 

tahun. 

Indikator-indikator daerah yang belum tercapai pada periode 2011-2016 

meliputi persentase akses dan mutu pendidikan, angka kematian ibu, angka kematian 

bayi, anga kemiskinan, angka penangguran, persentase pelestarian budaya, indeks 

kualitas lingkungan hidup dan persentase pelanggaran hukum. Sasaran-sasaran 

daerah yang belum tercapai ini akan dilanjutkan pada periode RPJMD 2017-2022 atau 

tahap ke-3 dari RPJPD 2005-2025.  

RKPD tahun 2018 merupakan tahun pertama RPJMD. Proses penyusunan 

RPJMD bermula dari perumusan Visi, Misi dan Arah Kebijakan pasangan Bupati/Wakil 

Bupati terpilih. Selanjutnya rencana program diuraikan dalam dokumen dari hasil 

kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan daerah dengan mekanisme 

Konsultasi Publik dan Musrenbang serta secara politik dilakukan penetapan dengan 

persetujuan bersama Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan kondisi internal dan eksternal 
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wilayah yang terangkum dalam isu-isu strategis, yang memuat strategi, arah kebijakan, 

dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah, peluang 

dan tantangan bagi pengembangan wilayah Kabupaten Kulon Progo dengan tetap 

memperhatikan kebijakan dan program strategis Nasional dan DIY. Selain itu dalam 

rangka akuntabilitas kinerja, RPJMD ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja 

yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian dan  secara lebih detail 

akan dibahas pada bab selanjutnya. 

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 

Landasan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-

2022  adalah sebagai sebagai berikut: 

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan 

Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 

59 tahun 2007; 



RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017 - 2022 

                                                                                        

I - 6 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis 

Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 

14. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 050/4936/SJ, 

Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara 

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah; 

17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032. 

 

1.3 Hubungan Antar Dokumen  

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan, Rancangan RPJMD 

Kulon Progo Tahun 2017-2022 mempunyai hubungan dan konsisten dengan dokumen 

perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan pasal 5 Udang-undang Nomor 25 

Tahun 2004. Penyusunan Rancangan RPJMD Kulon Progo Tahun 2017-2022 harus 

mengacu pada RPJM Nasional Tahun 2015-2019 yang disesuaikan dengan kondisi 

dan kebutuhan di Kabupaten Kulon Progo. Untuk menjaga kesinambungan 

pelaksanaan pembangunan daerah, Rancangan RPJMD Kulon Progo Tahun 2017-

2022 berpedoman pada  RPJPD Kulon Progo 2005-2025.   
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Dokumen RPJMD Kulon Progo Tahun 2017-2022 ini, juga mempedomani 

dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo sesuai 

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 terkait kebijakan 

rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan indikasi program pemanfaatan ruang. 

Selain itu juga memperhatikan RTRW Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota 

sekitar agar tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah 

antar kabupaten dan dalam kesatuan wilayah pembangunan provinsi yang 

berkelanjutan (sustainable development). 

1.3.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang DIY 

a. RPJM Nasional  

Penyusunan RPJMD Kulon Progo Tahun 2017-2022 memperhatikan 

RPJMN artinya dalam perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, 

kebijakan dan program diselaraskan dengan prioritas pembangunan RPJMN 

2015-2019 yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.  

Visi Pembangunan Nasional adalah: 

Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong-Royong 

Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi 

yaitu: 

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan 

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber 

daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara 

kepulauan.  

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis 

berlandaskan negara hukum.  

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri 

sebagai negara maritim.  

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan 

sejahtera.  

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.  

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, 

dan berbasiskan kepentingan nasional.  

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.  
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Strategi Pembangunan Nasional dalam rangka mewujudkan visi misi 

dirumuskan menjadi beberapa hal-hal berikut ini: 

1) Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah 

sebagai berikut:  

a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan 

masyarakat.  

b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, 

produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin 

melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. 

Perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan 

menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan 

dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus 

menjadi agen pertum-buhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.  

c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya 

dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.  

2) Tiga Dimensi Pembangunan terdiri dari: 

a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, yaitu untuk 

meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat melalui pendidikan, 

kesehatan, pembangunan mental dan karakter. 

b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas kedaulatan 

pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan 

kelautan, pariwisata dan industri. 

c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan melalui pembangunan yang 

dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik 

kesenjangan   antarkelompok  pendapatan,    maupun    kesenjangan 

antarwilayah wilayah desa, wilayah pinggiran, luar Jawa dan  

kawasan timur.  

3) Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlu-kan sebagai 

prasyarat pembangunan yang berkualitas. Kondisi perlu tersebut antara lain:  

a. Kepastian dan penegakan hukum;  

b. Keamanan dan ketertiban;  

c. Politik dan demokrasi; dan  

d. Tatakelola dan reformasi birokrasi.  

4) Quickwins (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya). 

Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan 

waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan 
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contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang 

berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat. 

 

 

b. RPJPD DIY 2005-2025 

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017-202 juga memperhatikan 

RPJMD DIY. Pada tahun 2017 ini RPJMD DIY 2012-2017 telah habis masa 

berlakunya, sehingga untuk penyelarasan visi misi menggunakan RPJP DIY Tahun 

2005-2025 dan disesuaikan dengan kondisi, potensi strategis dan kebutuhan 

daerah. 

Visi pembangunan jangka panjang DIY adalah “Daerah Istimewa Yogyakarta 

pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata 

Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju,Mandiri dan 

Sejahtera”. 

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui empat misi 

pembangunan daerah sebagai berikut: 

1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, danakuntabel yang 

didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal. 

2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan 

budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya 

secara berkesinambungan. 

3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif. 

4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada 

kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, 

kemandirian, dan kesejahteraan rakyat. 

 

RPJMD DIY Tahun 2017-2022 sedang dalam proses penyusunan, namun 

demikian telah terdapat gambaran visi misi Gubernur DIY yang dapat 

dimasukan dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022. Visi 

Gubernur DIY yaitu: 

“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” 

Visi gubernur tersebut tersebut dijabarkan ke dalam beberapa misi yaitu: 

1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat 

Yang Berkeadilan dan Berkeadaban; 

2. Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi; 

3. Mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis; 
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1.3.2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo 

Tahun 2005-2025 

RPJMD 2017-2022 merupakan penjabaran dari tahapan ketiga 

pelaksanaan RPJPD Kulon Progo 2005-2025. Dalam Rencana  Pembangunan 

Jangka Panjang  Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2005-2025 sudah 

dirumuskan visi Kulon Progo sampai dengan tahun 2025, adapun Visi 

Pembangunan Kulon Progo adalah “Masyarakat Kabupaten Kulon Progo 

Yang Maju, Mandiri, Sejahtera Lahir dan Batin“. Untuk mewujudkan visi 

tersebut ditetapkan 8 misi pembangunan Kulon Progo 2005 -2025 yakni : 

1. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berakhlak mulia, bermoral, beretika, 

berbudaya dan beradab berdasarkan Pancasila 

2. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berdaya saing 

3. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang demokratis berlandaskan hukum 

4. Mewujudkan Kulon Progo yang aman, damai dan bersatu 

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan 

6. Mewujudkan Kulon Progo asri dan lestari 

7. Mewujudkan wilayah pantai dan laut Kulon Progo yang maju dan mandiri 

8. Mewujudkan Kulon Progo berperan penting dalam lingkup regional maupun 

nasional 

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut sudah ditetapkan tujuan dan 

sasaran pokok  pembangunan, adapun tujuannya adalah “Mewujudkan 

masyarakat Kulon Progo yang maju, mandiri, sejahtera lahir dan batin 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

Undang undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945”  sedangkan 

sasaran-sasaran pokok RPJP : 

 

1. Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang berakhlak mulia, bermoral, 

beretika,   berbudaya, dan beradab ditandai oleh hal-hal berikut:  

a. Terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, berakhlak 

mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan 

watak dan perilaku manusia dan masyarakat Kulon Progo yang beriman, 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, 

bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan 

berorientasi iptek.  
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b. Makin mantapnya budaya daerah yang tercermin dalam meningkatnya 

peradaban, harkat, dan martabat masyarakat Kulon Progo, serta 

menguatnya jati diri dan kepribadiannya.  

2. Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang berdaya saing untuk 

mencapai masyarakat yang sejahtera lahir dan batin ditunjukkan oleh 

hal-hal berikut: 

a. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan 

berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 

mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan daerah-daerah lain yang 

maju, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 

persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.  

b. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran 

perempuan dalam pembangunan yang diupayakan dengan peningkatan 

pendidikan, kesehatan dan lain-lain, ditunjang dengan sarana dan 

prasarana yang memadai. Secara umum peningkatan kualitas sumber 

daya manusia ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta 

tercapainya penduduk tumbuh seimbang.  

c. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan 

keunggulan kompetitif di semua wilayah. Sektor pertanian, dalam arti 

luas dan pariwisata yang didukung oleh sarana dan prasarana yang 

andal menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien 

sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang 

berdaya saing global sebagai motor penggerak perekonomian, jasa 

serta pertambangan yang perannya meningkat dengan kualitas 

pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.  

d. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan 

terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang 

andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya 

elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. 

Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga 

keberlanjutan fungsi sumber daya air.  

e. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah Kabupaten Kulon 

Progo untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, 

berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu 

mendukung pembangunan daerah .  
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3. Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang demokratis, berlandaskan 

hukum ditunjukkan oleh hal-hal berikut:  

a. Terciptanya supremasi hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia 

yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Terciptanya penegakan hukum tanpa 

memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi 

supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi 

manusia.  

b. Menciptakan peraturan perundang-undangan untuk memperkuat 

kelembagaan demokrasi di Kulon Progo.  

c. Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan 

politik.  

d. Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan 

pada prinsip-prinsip toleransi, non-diskriminasi, dan kemitraan.  

e. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan 

politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan 

hukum, birokrasi yang professional dan netral, masyarakat sipil, 

masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta adanya 

kemandirian daerah. 

4. Terwujudnya Kulon Progo yang aman, damai dan bersatu ditandai oleh 

hal-hal berikut:  

a. Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang menjamin terlaksananya 

pelaksanaan pembangunan daerah.  

b. Terwujudnya koordinasi dan kerja sama yang mantap antar elemen 

pemerintahan dan masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam 

menciptakan keamanan dan ketertiban.  

5. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, ditandai 

oleh hal-hal berikut:  

a. Tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah 

diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan 

masyarakat; Terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; kawasan 

Industri; Agropolitan; Jalur Jalan Lintas Selatan; Pembangunan 

Pelabuhan penangkapan Ikan Samodra; kemungkinan pembangunan 

Bandara, Pangkalan Angakatan Laut Nasional, Penambangan pasir besi 

dan pabrik baja; Meningkatnya aktifitas dan pertumbuhan ekonomi di 

kota dan pedesaan, termasuk berkurangnya kesenjangan antar wilayah.  
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b. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman, sehat dan 

dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya jaminan pangan 

sepanjang tahun untuk tingkat rumah tangga.  

c. Terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan 

prasarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh 

sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, 

efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman 

kumuh.  

d. Sebaran permukiman terdorong dan terkendali secara alami menempati 

lahan yang aman dari bencana alam dan lebih terkonsentrasi pada 

pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sehingga kebutuhan infrastruktur 

jalan, listrik, air minum dan pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien.  

e. Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan 

kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai 

tambah bagi masyarakat.  

6. Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo asri dan lestari, ditandai hal-hal 

sebagai berikut:  

a. Terciptanya kondisi perkotaan dan pedesaan yang tertata rapi, indah, 

sehat dan nyaman. 

b. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan 

pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap 

terjaganya sesuai dengan fungsi, daya dukung, dan kemampuan 

pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi 

secara seimbang, dan lestari. Kawasan yang berfungsi Lindung 

diutamakan di kawasan hutan dan sepanjang kawasan bukit Menoreh.  

c. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya 

alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing masyarakat, serta 

modal pembangunan.  

d. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam 

pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup 

untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.  

7. Terwujudnya wilayah pantai dan laut Kulon Progo yang maju dan 

mandiri, ditandai hal-hal sebagai berikut :  

a. Teroptimalkannya potensi pesisir dan sumber kekayaan laut dalam 

rangka membangun ekonomi, keamanan baik di tingkat regional dan 

Nasional secara berkelanjutan, didukung dengan sarana dan prasarana 

yang memadai.  



RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017 - 2022 

                                                                                        

I - 14 

b. Meningkatnya dan menguatnya sumber daya manusia dibidang kelautan 

yang didukung oleh pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi.  

c. Terkendalinya dampak bencana pesisir dan pencemaran laut.  

8. Terwujudnya Kulon Progo berperan penting dalam lingkup regional 

maupun nasional, ditandai hal-hal sebagai berikut :  

a. Mewujudkan Kabupaten Kulon Progo dan mempromosikan identitas 

daerah sebagai Kabupaten demokratis dalam tatanan masyarakat 

regional maupun nasional.  

b. Meningkatnya keamanan dan ketertiban untuk mendukung kerjasama 

daerah, regional, nasional dan Internasional dalam rangka peningkatan 

pembangunan daerah.  

c. Terwujudnya kemandirian daerah dalam konstelasi regional, Nasional 

maupun global 

d. Meningkatnya investasi perusahaan-perusahaan tingkat nasional 

maupun Luar Negeri di Kabupaten Kulon Progo.  

 

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan 

RPJMD ke-1 Kabupaten Kulon Progo, RPJMD ke-2 Kabupaten Kulon Progo maka 

RPJMD ke-3 Kabupaten Kulon Progo ditujukan  untuk lebih memantapkan 

pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan 

pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan 

sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan 

ilmu dan teknologi yang terus meningkat.  

Misi pembangunan jangka panjang tersebut, dijabarkan dalam empat 

tahapan perencanaan pembangunan berdasarkan skala prioritas yang 

mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan, dengan tahapan 

pembangunan yang mempunyai keterkaitan dengan tahapan pembangunan 

berikutnya. Tahapan ketiga pembangunan jangka panjang dijabarkan dalam 

RPJMD Kulon Progo Tahun 2017-2022 merupakan keberlanjutan dari RPJMD 

Tahun 2011-2016.  

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM 

ke-2, RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara 

menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing 

kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber 

daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus 

meningkat.  
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Sejalan dengan kondisi aman dan damai yang makin mantap di seluruh 

wilayah Kulon Progo, kehidupan demokrasi makin mengakar dalam kehidupan 

masyarakat. Sejalan dengan makin mantapnya pelembagaan nilai-nilai demokrasi 

dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, non diskriminasi dan kemitraan 

dan semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Kondisi 

itu mendorong tercapainya penguatan kepemimpinan dan kontribusi Kulon Progo 

dalam berbagai kerja sama antar daerah, regional, nasional, dan internasional. 

Bersamaan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek 

kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur pemerintah 

daerah makin mampu mendukung pembangunan.  

Kesejahteraan masyarakat Kulon Progo terus membaik, meningkat 

sebanding dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah lain yang 

berpenghasilan menengah, dan merata yang didorong oleh meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga 

jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh 

meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis 

keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayananan pendidikan yang 

efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; 

meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal serta 

kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh 

seimbang; serta mantapnya budaya dan karakter masyarakat.  

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap 

dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan 

untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, 

seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan 

sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan 

hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku 

masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan 

ruang di seluruh wilayah Kulon Progo.  

Daya saing perekonomian Kulon Progo semakin kuat dan kompetitif 

dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan dan 

sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan 

infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia 

usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk 

mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan 

teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.  



RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017 - 2022 

                                                                                        

I - 16 

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai 

oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan 

tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi 

rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai; terselenggaranya 

pelayanan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat 

informasi Kulon Progo; terwujudnya infrastruktur pariwisata; terwujudnya 

konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber 

daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air 

minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pengembangan 

infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung 

pembangunan pertanian. Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang 

dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat 

terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka 

panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi itu semakin mendorong 

terwujudnya kota dan desa tanpa permukiman kumuh. 

Bersamaan dengan itu dilaksanakan peningkatan pembangunan kawasan 

industri, kawasan agropolitan, kawasan pariwisata, pembangunan Jalan jalur 

Lintas Selatan, pembangunan pelabuhan penangkapan Ikan dan Samudra, 

tambang pasir besi dan pembangunan pabrik Baja serta pembangunan Pangkalan 

Utama Angkatan Laut (Lantamal), pembangunan Bandar Udara, dan diikuti 

dengan pengembangan investasi dan infrastruktur yang lain. 

 

1.3.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 

2012, penataan ruang wilayah bertujuan mewujudkan Kabupaten Kulon Progo 

sebagai basis komoditas pertanian didukung pariwisata, pertambangan, serta 

industri bahari dengan mensinergikan wilayah.  

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, terdiri dari: sistem pusat 

kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Sistem pusat kegiatan terdiri atas 

sistem perkotaan dan sistem perdesaan. Rencana fungsi pusat pelayanan sistem 

perkotaan meliputi : 

1) Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) Perkotaan Wates dengan fungsi 

pelayanan pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan, olahraga, 

perdagangan, dan jasa; 

2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perkotaan Temon dengan fungsi pelayanan 

sebagai kawasan pertanian, pariwisata, industri, perkebunan, dan agropolitan; 
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3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perkotaan Brosot dengan fungsi pelayanan 

sebagai kawasan pariwisata, industri, dan pertambangan; 

4) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perkotaan Sentolo dengan fungsi pelayanan 

sebagai kawasan industri, perkebunan, dan peternakan; 

5) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perkotaan Nanggulan dengan fungsi pelayanan 

sebagai kawasan perikanan, pertanian, dan agropolitan; dan 

6) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perkotaan Dekso dengan fungsi pelayanan 

sebagai kawasan pertanian, perkebunan, dan agropolitan. 

Selanjutnya rencana fungsi pusat pelayanan sistem perdesaan meliputi : 

kawasan dengan fungsi permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, 

pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi; dan kawasan agropolitan dengan fungsi 

meningkatkan keterkaitan kawasan perkotaan - perdesaan. 

Sistem pusat permukiman perdesaan dilakukan dengan membentuk pusat 

pelayanan perdesaan secara hierarkhi meliputi: 

1) Desa Pusat Pertumbuhan (DPP), berada di Desa Banjararum Kecamatan 

Kalibawang; dan Desa Jangkaran Kecamatan Temon. 

2) Kota Tani, berada di Desa Kembang Kecamatan Nanggulan, Desa 

Pendoworejo Kecamatan Girimulyo, Desa Purwoharjo Kecamatan Samigaluh, 

Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh, Desa Sidoharjo Kecamatan 

Samigaluh, Desa Banjarasri Kecamatan Kalibawang, Desa Banjarharjo 

Kecamatan Kalibawang, dan Desa Banjaroyo Kecamatan Kalibawang; dan 

Desa Sogan Kecamatan Wates, Desa Karangwuni Kecamatan Wates, Desa 

Hargomulyo Kecamatan Kokap, dan Desa Hargorejo Kecamatan Kokap. 

Untuk sistem jaringan prasarana wilayah meliputi : 

1) Sistem jaringan transportasi, terdiri atas transportasi darat, perkeretaapian 

dan udara. Jaringan transportasi darat dilakukan peningkatan peran dan 

fungsi jalan kabupaten, pengurangan perlintasan sebidang dengan jalan 

kereta api, pengembangan jalan provinsi, pengembangan jaringan prasarana 

angkutan jalan (terminal). Jaringan transportasi udara dengan rencana 

pembangunan baru di Kecamatan Temon. 

2) Sistem jaringan energi, terdiri atas jaringan pipa minyak, jaringan transmisi 

tenaga listrik, jaringan tenaga listrik dan pengembangan energi alternatif. 

3) Sistem jaringan sumber daya air, terdiri atas wilayah sungai (Daerah Aliran 

Sungai dan Waduk), sistem jaringan irigasi, sistem jaringan air baku air bersih 

dan sistem pengendalian banjir. 
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4) Sistem jaringan telekomunikasi, terdiri atas pengembangan jaringan kabel 

telepo tersebar di seluruh kecamatan dan jaringan nir kabel melalui 

penyediaan infrastruktur pengadaan dan pengelolaan menara Based 

Transciever Station (BTS) Bersama di seluruh kecamatan. 

5) Sistem jaringan prasarana lainnya, berupa sistem jaringan prasarana 

lingkungan meliputi sistem jaringan persampahan, air minum, pengelolaan 

limbah, drainase dan jalur/ruang evakuasi bencana. 

 

Untuk Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo dibagi menjadi kawasan lindung 

dan kawasan budidaya. Rencana pola ruang wilayah untuk kawasan lindung di 

Kabupaten Kulon Progo dalam hal ini meliputi kawasan hutan lindung, kawasan 

yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan 

perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar 

budaya, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung geologi. 

1) Kawasan hutan lindung berada di seluruh kawasan hutan negara dengan luas 

254,9 (dua ratus lima puluh empat koma sembilan) hektar, meliputi Desa 

Hargowilis Kecamatan Kokap dan Desa Karangsari dan Desa Sendangsari 

berada di Kecamatan Pengasih 

2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, 

meliputi : tempat cekungan air tanah pada daerah tubuh Pegunungan 

Menoreh; hutan konservasi di Desa Hargowilis Kecamatan Kokap; dan Waduk 

Sermo di Kecamatan Kokap dan Bendung Sapon di Kecamatan Lendah 

3) Kawasan perlindungan setempat terdiri atas : kawasan sempadan pantai; 

kawasan sempadan sungai; kawasan sekitar waduk; dan RTH kawasan 

perkotaan 

4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, terdiri atas : 

kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya dan 

ilmu pengetahuan 

5) Kawasan  rawan  bencana  alam, terdiri atas : kawasan rawan banjir, kawasan 

rawan bahaya kekeringan dan kawasan rawan bencana angin topan 

6) Kawasan lindung geologi, terdiri atas : kawasan sekitar mata air; kawasan 

rawan bencana alam geologi (letusan gunung berapi, gempa bumi, gerakan 

tanah dan tsunami); dan cekungan air tanah 

 

Sedangkan untuk kawasan budidaya meliputi kawasan peruntukan hutan 

produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, 

kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan 
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peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan 

permukiman dan kawasan peruntukan lainnya. 

1) Kawasan peruntukan hutan produksi berupa hutan produksi terbatas di Desa 

Hargomulyo dan Desa Hargorejo Kecamatan Kokap dengan luas 601,6 (enam 

ratus satu koma enam) hektar dan ditetapkan sebagai kawasan penyangga 

2) Kawasan  peruntukan hutan rakyat, Hutan rakyat merupakan hutan yang 

dikelola masyarakat dan bertempat di lahan milik masyarakat yang tersebar di 

semua kecamatan 

3) Kawasan peruntukan pertanian, terdiri atas : kawasan peruntukan pertanian 

tanaman pangan, kawasan peruntukan pertanian hortikultura, kawasan 

peruntukan perkebunan dan kawasan peruntukan peternakan 

4) Kawasan peruntukan perikanan, terdiri atas : kawasan peruntukan perikanan 

tangkap, kawasan peruntukan perikanan budidaya dan kawasan peruntukan 

pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 

5) Kawasan peruntukan pertambangan, terdiri atas : kawasan peruntukan 

pertambangan mineral dan batubara dan kawasan peruntukan pertambangan 

panas bumi, minyak dan gas bumi 

6) kawasan peruntukan industri terdiri atas : 

a. industri besar meliputi Kawasan Industri Sentolo dengan luas kurang lebih 

4.796 ha di Kecamatan Sentolo dan Lendah, Kawasan Industri Temon di 

Kecamatan Temon dengan luas kurang lebih 500 ha, Kawasan 

peruntukan industri berada di Kecamatan Nanggulan 

b. industri kecil dan mikro, tersebar di seluruh kecamatan 

7) kawasan peruntukan pariwisata, terdiri atas kawasan peruntukan pariwisata 

alam, kawasan peruntukan pariwisata budaya dan kawasan peruntukan 

pariwisata buatan 

8) kawasan peruntukan permukiman, terdiri atas peruntukan permukiman 

perkotaan dan pedesaan 

9) kawasan peruntukan lainnya, terdiri atas kawasan peruntukan perdagangan 

dan jasa dan kawasan pertahanan dan keamanan 

 

Berdasarkan RTRW Kabupaten Kulon Progo ditetapkan kawasan strategis 

Kabupaten meliputi bidang pertumbuhan ekonomi, bidang pendayagunaan sumber 

daya alam dan teknologi tinggi, bidang fungsi dan daya dukung lingkungan, bidang 

pengembangan pesisir dan pengelolaan hasil laut; dan bidang pelestarian sosial 

budaya 
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1) Bidang pertumbuhan ekonomi, terdiri atas :  

a. kawasan strategis koridor  yang menghubungkan Temon – Wates – 

Yogyakarta 

b. kawasan strategis ekonomi berada di Kecamatan Galur, Lendah, dan 

Sentolo 

c. Kawasan Industri Sentolo 

d. Kawasan Agropolitan (Kecamatan Kalibawang dan Temon) 

e. Kawasan Minapolitan (Kecamatan Wates dan Nanggulan) 

2) Bidang pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, terdiri atas 

a. kawasan strategis pertambangan pasir besi di wilayah pantai 

b. kawasan pembangkit listrik tenaga angin dan gelombang laut di pantai 

selatan 

3) Bidang fungsi dan daya dukung lingkungan, terdiri atas  

a. penyelamatan Penyu di Pantai Bugel Kecamatan Panjatan sampai 

dengan Pantai Trisik Kecamatan Galur 

b. gumuk pasir di sepanjang Pantai Trisik Kecamatan Galur 

4) Bidang pengembangan pesisir dan pengelolaan hasil laut 

5) bidang pelestarian sosial budaya 

Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten merupakan indikasi program 

utama yang memuat uraian program atau kegiatan, sumber pendanaan, instansi 

pelaksana, dan tahapan pelaksanaan. Indikasi waktu pelaksanaan RTRWK terbagi 

dalam 4 (empat) tahapan, meliputi : 

1) Tahap I (tahun 2012-2017); 

2) Tahap II (tahun 2018-2022); 

3) Tahap III (tahun 2023-2027); dan 

4) Tahap IV (tahun 2028-2032). 

Prioritas pembangunan, meliputi : 

1) Pengembangan Perkotaan Wates sebagai pusat Pemerintahan Daerah dan 

pusat pengembangan utama Kabupaten; 

2) Membuka dan mengembangkan potensi kawasan strategis yang dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi pengembangan kawasan 

strategis pariwisata, ekonomi, dan kawasan industri sentolo; 

3) Pengembangan agropolitan dan minapolitan serta pertanian tanaman pangan; 

4) Membuka dan mengembangkan kawasan perbatasan dan tertinggal dengan 

pengembangan sistem jaringan jalan yang dapat menghubungkan antar pusat-

pusat kegiatan wilayah, perkotaan dan pedesaan; 
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5) Pengembangan dan peningkatan sistem transportasi yang terintegrasi dengan 

wilayah pusat-pusat pertumbuhan regional nasional; 

6) Pembangun prasarana dan sarana pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, 

pendidikan, kesehatan di masing-masing pusat pertumbuhan wilayah dimana 

pembangunan sesuai fungsi dan peranannya baik wilayah perkotaan maupun 

perdesaan; 

7) Dukungan pembangunan sarana dasar wilayah seperti jaringan listrik, telepon 

dan air bersih, promosi yang dapat menunjang perkembangan pusat-pusat 

pelayanan wilayah, industri, pertanian dan pariwisata; 

8) Penanganan dan pengelolaan kawasan DAS, sumber mata air, pembangunan 

dan pengembangan sumber daya alam berlandaskan kelestarian 

lingkungan;dan 

9) Peningkatan sumber daya manusia dengan penguasaan ilmu dan teknologi, 

ketrampilan dan kewirausahaan dalam mempersiapkan penduduk pada semua 

sektor, menghadapi tantangan globalisasi dan pasar bebas. 

1.3.4 Rencana Tata Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten sekitar 

Secara garis besar tinjauan tata ruang makro sebagai payung dan acuan dalam 

penyusunan RTRW Kabupaten Kulon Progo sesuai produk Rencana Tata Ruang yang 

hirarkinya berada pada tingkat di atasnya, dan produk Rencana Tata Ruang kabupaten 

sekitar,  diantaranya Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang 

Jawa Bali, Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Sekitarnya. 

a. Rencana Penataan Ruang Wilayah Nasional 

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Nasional berdasarkan Lampiran X 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  26 Tahun 2008/Tanggal  10 

Maret 2008 Penetapan Kawasan Strategis Nasional, Kawasan strategis dari sudut 

kepentingan sosial dan budaya, antara lain kawasan konservasi warisan budaya, 

termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia, seperti Kompleks 

Candi Borobudur dan Kompleks Candi Prambanan. 

Candi Borobudur termasuk kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan 

sosial dan budaya. Dengan semakin meningkatnya kualitas asesibilitas di 

Kabupaten Kulon Progo yang menghubungkan antara Kota Magelang dan Kota 

Yogyakarta, dapat memicu pertumbuhan kegiatan ekonomi dijalur tersebut. 

Kecamatan Kalibawang dan Samigaluh yang berbatasan langsung dengan Kota 
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Magelang merupakan kawasan yang sebagian besar berfungsi lindung. Untuk itu 

dalam rangka pengembangan kawasan untuk menjaring wisatawan tujuan 

Borobudur, dilakukan pengembangan desa budaya dan desa wisata yang tetap 

mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan. 

b. Kebijakan Tata Ruang Jawa – Bali  

1) Strategi Pengembangan Sistem Pusat Permukiman 

Kabupaten Kulon progo dalam sistem pusat permukiman ini, berkedudukan 

sebagai kota Pusat Kegiatan Lokal (PKL).  

2) Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah 

Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang ditetapkan 

dalam RTRWP Jawa – Bali, yang berpengaruh bagi tata ruang di Kabupaten 

Kulon Progo, diantaranya berupa: 

- Strategi pengembangan sistem jaringan jalan : meningkatkan aksesibilitas 

kawasan tertinggal di Pesisir Selatan Pulau Jawa dengan senantiasa 

memperhatikan fungsi kawasan lindung, berupa peningkatan jaringan jalan 

Lintas Selatan Pulau Jawa dengan prioritas sedang. 

- Strategi pengembangan sistem pengelolaan Sumber Daya Air berupa 

Indikasi program pengembangan sistem pengelolaan Sumber Daya Air pada 

Sungai/ Wilayah Sungai Progo – Opak – Oyo dengan prioritas tinggi; 

3) Strategi Pengelolaan Ruang Kawasan Budidaya 

Strategi pengelolaan ruang kawasan budidaya dalam RTRWP Jawa – Bali, 

dalam bentuk indikasi program,  yang berpengaruh bagi tata ruang di 

Kabupaten Kulon Progo, diantaranya berupa indikasi program pengelolaan 

ruang pada kawasan budidaya kelautan dan perikanan menangani kawasan 

dengan ekosistem spesifik. 

c. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah DIY 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 – 

2029 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 sebagai berikut: 

1) Rencana Struktur Ruang 

Strategi pengembangan sistem perkotaan di DIY adalah memantapkan fungsi 

setiap kota di Daerah, memberikan insentif bagi desentralisasi fungsi dan 

mengembangkan sistem prasarana wilayah. Arahan pengembangan sistem 
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perkotaan dalam satu kesatuan wilayah secara spasial dan fungsionla 

direncanakan sebagai berikut: 

a. Hirarki I : Kota Yogyakarta 

b. Hirarki II : Ibu Kota Kabupaten (IKB) Sleman, Ibu Kota Kecamatan (IKK) 

Godean, IKK Gamping, IKK Depok, IKK Pakem, IKK Prambanan, IKB 

Bantul, IKK Piyungan, IKK Imogiri, IKK Srandakan, IKK Kasihan, IKK 

Sewon, IKK Banguntapan, IKB Wonosari, IKB Wates. 

c. Hirarki III : IKK Temon, IKK Nanggulan, IKK Sentolo, Satuan Permukiman 

(SP) Dekso, IKK Galur, IKK Kretek, IKK Sedayu, IKK Minggir, IKK 

Moyudan, IKK Tempel, IKK Kalasan, IKK Berbah, IKK Playen, IKK 

Semanu, IKK Karangmojo,IKK Nglipar, IKK Semin, IKK Rongkop, IKK Mlati, 

IKK Ngaglik. 

d. Hirarki IV : IKK Kokap, IKK Girimulyo, IKK Samigaluh, IKK Kalibawang, 

IKK Panjatan, IKK Lendah, IKK Pajangan, IKK Pandak, IKK 

Bambanglipuro, IKK Sanden, IKK Pundong, IKK Jetis, IKK Pleret, IKK 

Dlingo, IKK Sayegan, IKK Turi, IKK Cangkringan, IKK Ngemplak, IKK 

Patuk, SP Sambipitu, IKK Panggang, IKK Paliyan, IKK Ngawen, IKK 

Tepus, IKK Ponjong, SP Jepitu, IKK Girisubo, IKK Gedangsari, IKK 

Tanjungsari, IKK Saptosari, IKK Purwosari 

 

d. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah  (RTRW) Kabupaten Sekitar 

1) Tinjauan RTRW Kabupaten Bantul 

RTRW Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bantul Nomor 04 Tahun 2011. Kecamatan di wilayah Kabupaten Bantul yang 

berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Sedayu, 

Srandakan, dan Pajangan. 

1. Struktur Ruang 

 Secara hierarki sistem perkotaan Kabupaten dalam kesatuan wilayah 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara spasial dan fungsional 

meliputi : Kecamatan Sedayu sebagai heirarki II, Kecamatan Srandakan 

sebagai heirarki II, dan Kecamatan Pajangan sebagai heirarki III. 

 Sedangkan Sistem perkotaan ditinjau dalam sistem pelayanan 

Kabupaten: Kecamatan Sedayu, Kecamatan Srandakan sebagai Pusat 
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Kegiatan Lokal (PKL), dan Kecamatan Pajangan sebagai Pusat 

Pelayanan Kawasan (PPK) 

 Pengembangan kawasaan perdesaan untuk kesesuaian fungsi, daya 

dukung, dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten 

direncanakan di Kecamatan Sedayu. 

 Sistem transportasi darat didukung oleh pengembangan fasilitas 

angkutan darat, meliputi pembangunan terminal angkutan barang dan 

stasiun penumpang dan stasiun barang serta pergudangan di 

Kecamatan Sedayu  

 Sistem jaringan jalan, meliputi : 

a) Jaringan jalan arteri primer antara lain meliputi sebagian ruas jalan 

lingkar (ring road), jalan Batas Kota – Pelem Gurih (Gamping-

Yogyakarta), jalan Yogyakarta – Batas Kulon Progo  

b) Jaringan jalan kolektor primer antara lain : Ruas Jalan Pantai Selatan 

(JJLS) 

 Sistem Jaringan Kereta Api, meliputi : 

a) jaringan jalan kereta api berupa jalan kereta api poros utama timur – 

barat yang melintasi wilayah Kabupaten Bantul yaitu Desa 

Argomulyo, Desa Argosari Kecamatan Sedayu 

b) stasiun penumpang dan stasiun barang serta pergudangan di Stasiun 

Sedayu 

 Sistem jaringan transportasi laut dikembangkan dengan 

mengoptimalkan Kawasan Pandansimo di Desa Poncosari Kecamatan 

Srandakan sebagai pelabuhan perikanan dan pendukung wisata pantai 

 

2. Pola Ruang 

 Kawasan Lindung 

 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan 

Bawahannya, kawasan resapan air salah satunya meliputi sebagian 

wilayah Desa Argorejo, Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu 

 Kawasan perlindungan setempat, terdiri dari: 

1. sempadan sungai meliputi di kanan kiri aliran sungai progo. 

Sedangkan sempadan pantai dengan lebar paling rendah 100 

(seratus) meter dari pasang paling tinggi ke arah daratan 

sepanjang pantai, termasuk juga di Kecamatan Srandakan 
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2. Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

45 yaitu di wilayah pesisir/bagian selatan Kabupaten Bantul yang 

mencakup areal sepanjang garis pantai dengan lebar paling 

rendah 100 (seratus) meter dari pasang paling tinggi ke arah 

daratan tersebar antara lain di Kecamatan Srandakan 

 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya, meliputi 

Kawasan pantai berhutan bakau antara lain berada di Desa 

Poncosari  

 Kawasan rawan bencana meliputi : 

1. Kawasan rawan gempa bumi di Kabupaten terdapat di seluruh 

wilayah Kabupaten Bantul 

2. Kawasan rawan banjir dan rawan gelombang pasang, salah 

satunya berada di Kecamatan Srandakan 

3. Kawasan kekeringan, antara lain berada di sebagian Kecamatan 

Sedayu dan Pajangan 

 Kawasan Budidaya 

 Kawasan peruntukan kehutanan (hutan rakyat) direncanakan 

penyebarannya difokuskan antara lain di Kecamatan Pajangan, 

Sedayu dan Srandakan 

 Kawasan pertanian lahan basah tersebar di seluruh kecamatan 

 Kawasan peternakan di Kabupaten direncanakan meliputi : 

Kecamatan Sedayu (sapi perah, sapi potong, kambing), Kecamatan 

Srandakan (babi, sapi perah dan sapi potong) 

 Kawasan peruntukan perikanan tangkap di Kabupaten direncanakan 

salah satunya di wilayah Kecamatan Srandakan. Sedangkan untuk 

budidaya perikanan berada antara lain di Kecamatan Sedayu 

 Kawasan peruntukan pertambangan antara lain : 

1. Kecamatan Pajangan (Batu Gamping Berlapis, Pasir, Kerikil 

berpasir (sirtu), dan Tanah Urug) 

2. Kecamatan Sedayu (Batu Pasir, Batu Gamping, dan Tanah Urug) 

3. Kecamatan Srandakan (Pasir, Kerikil berpasir (Sirtu), Pasir Besi, 

dan Tanah urug)  

 Kawasan peruntukan industri direncanakan meliputi industri 

menengah dan besar di Desa Argosari, Desa Argorejo, Desa 

Argodadi, Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu industri kecil, dan 

menengah tersebar di seluruh Kecamatan 
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 Kawasan peruntukan pariwisata antara lain : 

a. Wisata Budaya 

1. Kecamatan Pajangan (Padepokan Ki Ageng Mangir, Gua 

Selarong) 

2. Kecamatan Srandakan (Desa Budaya) 

b. Wisata Alam, antara lain Kecamatan Srandakan (Pantai Pandan 

Simo) 

c. Wisata Buatan, antara lain Kecamatan Pajangan (Desa Kerajinan 

Krebet) 

 

3. Kawasan Strategis 

 Kawasan Strategis Ekonomi Kabupaten meliputi 

 Kawasan Strategis Pantai Selatan,Pengembangan Pesisir dan 

Pengelolaan Hasil Laut Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, 

dan Pantai Pandansimo 

 Kawasan Strategis Industri Sedayu 

 

2) Tinjauan RTRW Kabupaten Sleman 

RTRW Kabupaten Sleman ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Sleman Nomor 12 Tahun 2012.  

1. Struktur Ruang 

 Sistem perkotaan, Kecamatan Minggir dan Kecamatan Moyudan 

sebagai sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) 

 Sistem Jaringan, meliputi : 

 Jalan arteri primer salah satunya jalan Yogyakarta - Cilacap mulai 

dari perbatasan Kabupaten Bantul - Kabupaten sampai dengan 

perbatasan Kabupaten - Kabupaten Bantul 

 jalan kolektor primer  salah satunya meliputi : jalan Yogyakarta - 

Nanggulan mulai dari simpang empat Demakijo sampai dengan 

perbatasan Kabupaten - Kabupaten Kulonprogo dan jalan 

Balangan - Kalibawang mulai dari simpang empat Balangan 

sampai dengan jembatan Kebonagung 

 Sistem jaringan perkeretaapian Jalur perkeretaapian, jalur kereta api 

Jakarta - Yogyakarta – Surabaya 

 Sistem Jaringan energi, Pengembangan energi alternatif antara lain  
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 Kecamatan Minggir (pembangkit listrik tenaga Mikro Hidro dan 

bioenergi) 

 Kecamatan Moyudan (bioenergi) 

 

2. Pola Ruang 

 Kawasan Lindung 

 Kawasan rawan bencana gempa bumi tersebar di seluruh 

kecamatan  

 Kawasan Budidaya  

 Kawasan peruntukan hutan rakyat antara lain berada di 

Kecamatan Moyudan dan Minggir 

 Kawasan peruntukan pertanian antara lain : 

1. Kecamatan Moyudan (padi, durian, rambutan, kelapa, tebu 

2. Kecamatan Minggir (padi, durian, nangka, rambutan, kelapa, 

tebu, mendong 

 Kawasan peruntukan peternakan antara lain 

1. Kecamatan Moyudan (sapi potong, kerbau, itik) 

2. Kecamatan Minggir (sapi potong, kerbau, kambing pe, domba, 

itik) 

 Kawasan perikanan, untuk budidaya perikanan darat tersebar di 

seluruh kecamatan. 

 Kawasan peruntukan pertambangan, pasir, kerikil, dan batu kali 

tersebar di seluruh kecamatan 

 Kawasan Peruntukan Industri, untuk Industri kecil dan mikro 

antara lain berada di Kecamatan Minggir dan Kecamatan 

Moyudan 

 Kawasan peruntukan pariwisata, untuk Wisata perdesaan berupa 

wisata pertanian dan kehidupan tersebar di seluruh kecamatan 

 

3. Kawasan Startegis 

 kawasan strategis provinsi, antara lain Kawasan startegis ekonomi 

meliputi : kawasan koridor Temon - Wates - Yogyakarta – Prambanan 

 kawasan strategis kabupaten berupa kawasan fungsi keamanan dan 

ketahanan pangan wilayah seluas kurang lebih 4.886 (empat ribu 

delapan ratus delapan puluh enam) hektar berupa kawasan pertanian 
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tanaman pangan beririgasi di Selatan Selokan Mataram meliputi : 

Kecamatan Minggir dan Kecamatan Moyudan 

 

3) Tinjauan RTRW Kabupaten Purworejo 

- Wilayah Kecamatan di wilayah Kabupaten Purworejo yang berbatasan 

langsung dengan Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Bagelen, 

Kaligesing, Loano, Purwodadi dan sebagian kecil Kecamatan Bener, dengan 

batas fisik berupa Pegunungan Menoreh. 

- Jalur jalan utama penghubung Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten 

Kulon Progo adalah jalan arteri Purworejo - Wates di wilayah Kecamatan 

Bagelen. Jalur jalan lain adalah jalan lingkungan di wilayah Kecamatan 

Kaligesing, Purworejo dan Loano, menghubungkan dengan Kecamatan 

Girimulyo dan Samigaluh, dengan kondisi dan lebar jalan yang belum 

memadai. 

- Mata air yang berada di Kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten 

Kulon Progo berada di Kecamatan Kaligesing (2 sumber mata air), 

Kecamatan Purworejo (3 sumber mata air), Kecamatan Loano (2 sumber 

mata air), dan Kecamatan Bener (1 sumber mata air). 

 

1. Struktur Ruang 

 Sistem Perkotaan, Kecamatan Bagelan, Loano, Kaligesing dan Bener 

sebagai PPK. Sedangkan Kecamatan Kecamatan Purwodadi sebagai 

PKLp. 

 Sistem Perdesaan, berupa : 

 Pengembangan PPL di Desa Geparang di Kecamatan Purwodadi, 

Desa Soko di Kecamatan Bagelen, Desa Pandanrejo di 

Kecamatan Kaligesing, Desa Maron di Kecamatan Loano, dan 

Desa Kedungpucang di Kecamatan Bener 

 Pengembangan kota tani kawasan agropolitan terdiri atas: 

Pengembangan kawasan kota tani agropolitan Bagelen 

 Sistem jaringan jalan antara lain 

 Jaringan jalan nasional bukan jalan tol dengan fungsi jalan arteri 

primer meliputi : peningkatan jalan ruas batas kota Purworejo-

Karangnongko (batas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) 

sepanjang kurang lebih 17 (tujuh belas) kilometer melalui 
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Kecamatan Banyuurip- Kecamatan Purwodadi – Kecamatan 

Bagelen 

 Jaringan jalan nasional jalan tol berupa pembangunan jalan bebas 

hambatan ruas Cilacap – Yogyakarta melalui Kecamatan Grabag 

– Kecamatan Ngombol – Kecamatan Purwodadi; 

 Jaringan jalan provinsi pada wilayah Kabupaten berupa jaringan 

jalan kolektor 2 primer antara lain pengembangan jalan ruas 

Purworejo – batas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

sepanjang kurang lebih 18 (delapan belas) kilometer yang melalui 

Kecamatan Purworejo – Kecamatan Kaligesing 

 Jaringan jalan strategis nasional berupa pengembangan ruas jalan 

di sisi pantai Selatan sepanjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) 

kilometer yang melalui Kecamatan Grabag – Kecamatan Ngombol 

– Kecamatan Purwodadi 

 Sistem jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan terdiri atas :  

 pengembangan terminal penumpang tipe C meliputi : Kecamatan 

Purwodadi 

 pengembangan terminal angkutan barang meliputi : Kecamatan 

Bagelen dan Purwodadi 

 Jembatan timbang meliputi : pembangunan Jembatan timbang 

pada ruas jalan lintas Selatan di Kecamatan Purwodadi 

 Sistem jaringan perkeretaapian, meliputi 

 Prasarana kereta api meliputi : pengembangan jalur rel ganda 

yang menghubungkan Kutoarjo-Yogyakarta-Solo dan Kutoarjo – 

Kroya dan pengembangan sistem kereta api komuter Jalur Palur – 

Solo–Klaten- Yogyakarta – Jenar – Kutoarjo 

 Sarana kereta api meliputi pengembangan stasiun Jenar di 

Kecamatan Purwodadi, dan revitalisasi stasiun Wojo di Kecamatan 

Bagelen 

 Sistem jaringan energi antara lain  

 Pembangkit tenaga listrik berupa pembangunan Pembangkit 

Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Bener 

 Jaringan transmisi tenaga listrik, pemeliharaan jaringan transmisi 

tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 

dengan kapasitas 500 kVA melewati antara lain Kecamatan 

Purwodadi 
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 Jaringan pipa minyak dan gas bumi terdiri atas, pengembangan 

jaringan pipa minyak meliputi pipa minyak Cilacap-Yogyakarta I 

dan pipa minyak Cilacap-Yogyakarta II 

 Pengembangan energi alternatif terdiri atas: pengembangan 

pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (Kecamatan Kaligesing), 

pengembangan pembangkit Listrik Tenaga Surya (Kecamatan 

Bagelan), pengembangan pembangkit Listrik Tenaga Angin 

(Kecamatan Purwodadi) dan pengembangan sumber energi 

biogas tersebar di seluruh kecamatan 

 Sistem jaringan telekomunikasi, pembangunan serat optik 

menghubungkan Kabupaten dengan kota-kota di pantai Selatan Jawa 

 Sistem jaringan sumber daya air antara lain meliputi 

 wilayah sungai strategis nasional berupa peningkatan dan 

pengelolaan wilayah sungai Serayu-Bogowonto 

 wilayah sungai lintas kabupaten di Wilayah Sungai Serayu-

Bogowonto 

 Wilayah sungai di wilayah Kabupaten, antara lain pengembangan 

Bendungan Bener 

 Jaringan persampahan antara lain revitalisasi TPA di Gunung 

Tumpeng Desa Jetis Kecamatan Loano 

 

2. Pola Ruang 

 Kawasan Lindung 

 Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya, 

meliputi : 

1. Kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat meliputi 

antara lain : Kecamatan Kaligesing dan Loano 

2. Kawasan resapan air meliputi antara lain: Kecamatan Bener, 

Kecamatan Loano, Kecamatan Kaligesing; dan Kecamatan 

Bagelen 

 Kawasan perlindungan setempat, meliputi : 

1. Kawasan sempadan pantai terletak di sepanjang pesisir 

pantai Selatan Kabupaten berupa daratan sepanjang tepian 

laut dengan jarak  100 (seratus) meter dari titik pasang air laut 

tertinggi ke arah darat meliputi Kecamatan Purwodadi 
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2. Sempadan sungai terdiri atas: sempadan Sungai Bogowonto 

beserta anak sungainya meliputi: Kecamatan Bener; 

Kecamatan Loano; Kecamatan Kaligesing; Kecamatan 

Bagelen; dan Kecamatan Purwodadi 

3. Kawasan sekitar waduk, meliputi Kecamatan Bener. 

 Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, yaitu Kawasan 

pantai berhutan bakau meliputi : Kecamatan Purwodadi 

  Kawasan Rawan Bencana Alam, terdiri dari 

1. Kawasan bencana longsor meliputi : Kecamatan Loano, 

Bener, dan Kaligesing 

2. Kawasan rawan bencana banjir meliputi : Kecamatan 

Bagelen, Purwodadi 

3. Kawasan rawan bencana gelombang pasang meliputi 

Kecamatan Purwodadi 

4. Kawasan rawan bencana kekeringan meliputi Kecamatan 

Loano, Bagelan, Kaligesing, Purwodadi 

 Kawasan Lindung Geologi antara lain 

1. Kawasan cagar alam geologi berupa kawasan goa karst 

seluas kurang leb ih 1.050 (seribu lima puluh) hektar meliputi 

Goa Seplawan, Goa Sendangsari, Goa Anjani, Goa Semar 

(Kecamatan Kaligesing). 

2. Kawasan rawan bencana tsunami (Kecamatan Purwodadi) 

3. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah 

berupa kawasan resapan air tanah pada CAT Kebumen – 

Purworejo seluas kurang lebih 48.480 (empat puluh delapan 

ribu empat ratus delapan puluh) hektar antara lain meliputi 

Kecamatan Purwodadi, Bagelan) 

 Kawasan Lindung Lainnya, kawasan pelestarian plasma nutfah 

Kambing Kaligesing di Kecamatan Kaligesing 

 Kawasan Budidaya 

 Hutan Produksi Tetap meliputi Kecamatan Kaligesing, Loano, 

Bener 

 Hutan Produksi Terbatas meliputi Kecamatan Kaligesing, Bener, 

Purwodadi 

 Kawasan Hutan Rakyat antara lain tersebar di Kecamatan Loano, 

Kaligesing, Bagelen, Bener. 

 Kawasan Pertanian 
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1. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah antara lain 

meliputi Kecamatan Purwodadi seluas kurang lebih 2.644 

hektar, Kecamatan Bagelen seluas kurang lebih 494 hektar, 

Kecamatan Kaligesing seluas kurang lebih 187 hektar, 

Kecamatan Loano seluas kurang lebih 1.029 hektar, 

Kecamatan Bener seluas kurang lebih 1.632 hektar 

2. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering tersebar di 

seluruh kecamatan antara lain meliputi Kecamatan Purwodadi 

seluas kurang lebih 219 hektar, Kecamatan Bagelen seluas 

kurang lebih 456 hektar, Kecamatan Kaligesing seluas kurang 

lebih 309 hektar, Kecamatan Loano seluas kurang lebih 211 

hektar, Kecamatan Bener seluas kurang lebih 232 hektar 

 Kawasan peruntukan perkebunan antara lain 

1. Kecamatan Loano (cengkeh, nilam, aren, kakao) 

2. Kecamatan Kaligesing (cengkeh, kopi, aren, kakao) 

3. Kecamatan Bagelen (cengkeh, tembakau) 

4. Kecamatan Bener (cengkeh, kopi, aren, kakao) 

5. Kevamatan Purwodadi (tebu, tembakau) 

 Kawasan peruntukan peternakan antara lain 

1. Kecamatan Kaligesing (komoditas kambing, kambing 

Kaligesing, domba, dan babi ) 

2. Kecamatan Bener (komoditas kambing, kambing Kaligesing, 

domba, dan babi ) 

3. Kecamatan Purwodadi (sapi perah, sapi potong, kerbau, dan 

kuda) 

 Kawasan peruntukan perikanan antara lain 

1. Perikanan tangkap di laut di laut Selatan meliputi Kecamatan 

Purwodadi 

2. Perikanan tangkap di perairan umum tersebar di seluruh 

kecamatan 

3. Perikanan budidaya air payau budidaya tambak yang terdapat 

di kawasan pesisir meliputi Kecamatan Purwodadi 

4. Perikanan budidaya air tawar tersebar di seluruh wilayah 

kecamatan terutama meliputi Kecamatan Bener, Loano. 

5. Kawasan pengolahan ikan di kawasan pesisir pantai Selatan 

Kabupaten meliputi Kecamatan Purwodadi 
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6. Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) antara lain  

meliputi Kecamatan Purwodadi 

 Kawasan Peruntukan Pertambangan 

1. Kecamatan Loano (lempung, andesit ) 

2. Kecamatan Kaligesing (phospat, batu gamping, oker, trass, 

batu gamping, kalsit, andesit. pasir dan batu, basalt ) 

3. Kecamatan Bagelen (mangaan, emas, barit, lempung, batu 

gamping, andesit, pasir dan batu ) 

4. Kecamatan Bener (batu gamping, lempung, oker, trass, pasir 

dan batu   ) 

5. Kecamatan Purwodadi (pasir besi, batu apung) 

 Kawasan peruntukan industri  

1. Kawasan peruntukan industri menengah  meliputi: Kecamatan 

Loano dan Bener 

2. Kawasan industri antara lain meliputi Kecamatan Purwodadi 

 Kawasan Peruntukan Pariwisata 

1. Kawasan pariwisata budaya berupa situs, makam, bangunan, 

dan kawasan cagar budaya meliputi (Kecamatan Bagelen, 

Bener, Loano, Purwodadi) 

2. Kawasan pariwisata alam berupa goa, air terjun, pantai, dan 

pemandangan alam lainnya meliputi (Kecamatan Kaligesing, 

Purwodadi) 

3. Kawasan pariwisata buatan meliputi (Kecamatan Loano, 

Kaligesing, Purwodadi, Bener) 

 

3. Kawasan Startegis 

 KSP pada wilayah Kabupaten berupa KSP dari sudut kepentingan 

pertumbuhan ekonomi meliputi : Kawasan koridor perbatasan 

Purworejo-Kulonprogo (Purwokulon). Kawasan koridor perbatasan 

Purwokulon dikembangkan berbasis pertanian, pariwisata, jasa, dan 

perdagangan di Kecamatan Kaligesing 

 KSK antara lain 

 KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi  meliputi : 

1. Kawasan Perkotaan Purwodadi  

2. Kawasan Bahari Terpadu (KBT) dikembangkan pada kawasan 

pesisir selatan Kabupaten, termasuk wilayah laut sejauh 4 
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(empat) mil dari garis pantai yang pengelolaannya menjadi 

kewenangan daerah antara lain : Kecamatan Purwodadi 

3. Kawasan agropolitan terdiri atas pengembangan kawasan 

agropolitan Bagelen meliputi : Kecamatan Bagelan, 

Purwodadi, Kaligesing 

4. Kawasan Perbatasan antara lain Kecamatan Loano, Bagelen, 

Purwodadi, Bener. 

 KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya  meliputi : 

Kawasan Petilasan WR. Supratman di Desa Somongari 

Kecamatan Kaligesing 

 KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan 

hidup meliputi :  

1. kawasan pegunungan Menoreh meliputi Kecamatan Loano, 

Kaligesing, Bener, Bagelen. 

2. kawasan pantai berhutan bakau meliputi Kecamatan 

Purwodadi 

 kawasan TPA Sampah Gunung Tumpeng di Desa Jetis 

Kecamatan Loano. 

 

4) Tinjauan RTRW Kabupaten Magelang 

RTRW Kabupaten Magelang ditetapkan degan Peraturan Daerah Kabupaten 

Magelang Nomor 5 Tahun 2011. Wilayah Kecamatan di wilayah Kabupaten 

Magelang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kulon Progo meliputi 

Kecamatan Salaman, Borobudur, Ngluwar. 

1. Struktur Ruang 

 Sistem perkotaan, Kecamatan Salaman sebagai PPK, Kecamatan 

Borobudur sebagai PKL, Kecamatan Ngluwar sebagai PPL 

 Berdasarkan potensi pertanian dan pariwisata, terdapat pusat pusat 

pertumbuhan sebagai berikut: 

 Pusat pertumbuhan Kota Mungkid, yang didukung oleh wilayah 

Kecamatan Borobudur, Mungkid, Mertoyudan, Salaman dan 

Tempuran diprioritaskan sebagai: 

1. pusat pengembangan wisata budaya; dan 

2. pusat pengembangan desa wisata dengan mengarahkan pada 

upaya pembibitan tanaman dan upaya konservasi lingkungan 
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Pusat pertumbuhan Salam, yang didukung oleh wilayah Kecamatan 

Salam, Muntilan, dan Ngluwar diprioritaskan sebagai: 

1. pusat pemasaran hasil pertanian skala regional (antarkabupaten), 

nasional (antarprovinsi); dan 

2. pusat rest area daerah wisata 

 Sistem perdesaan, Desa pusat pertumbuhan meliputi : Desa 

Candirejo, Kecamatan Borobudur, Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar, 

dan Desa Kalisalak dan Krasak, Kecamatan Salaman 

 

2. Pola Ruang 

 Kawasan Lindung 

 Kawasan sempadan sungai, sempadan sungai besar, yaitu Sungai 

Progo 

 Kawasan rawan bencana alam 

1. Kawasan rawan gempa bumi terletak di seluruh kecamatan 

2. Kawasan rawan gerakan tanah antara lain Kecamatan 

Borobudur, Salaman, Ngluwar 

 Kawasan Budidaya 

 Hutan produksi tetap, Kecamatan Salaman, seluas kurang lebih 78 

(tujuh puluh delapan) hektar 

 Kawasan hutan rakyat antara lain Kecamatan Borobudur 341 ha 

 Kawasan peruntukan pertanian antara lain 

1. Kawasan pertanian lahan basah antara lain Kecamatan 

Borobudur 585 Ha, Kecamatan Ngluwar 1335 Ha, Kecamatan 

Salaman 1895 Ha 

2. Kawasan pertanian lahan kering antara lain Kecamatan 

Borobudur 3631 Ha, Kecamatan Ngluwar 321 Ha, Kecamatan 

Salaman 3220 Ha 

 Kawasan perkebunan, Perkebunan kopi (perkebunan rakyat) 

memiliki luas kurang lebih 1.278 (seribu dua ratus tujuh puluh 

delapan) hektar terletak di Kecamatan Grabag, Kajoran, Dukun, 

Borobudur dan Salaman 

 Kawasan peruntukan perikanan antara lain Kecamatan Ngluwar 

(pembesaran perikanan seluas 127 Ha) 

 Kawasan peruntukan pertambangan 

1. Kecamatan Borobudur (pasir batu, tanah liat, gamping, 

marmer, trass, kaolin, oker,andesit, mangaan) 
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2. Kecamatan Salaman (tanah liat, gamping, marmer, mangaan) 

3. Kecamatan Ngluwar (pasir batu) 

 Kawasan peruntukan industri  

1. Kawasan peruntukan industri mikro, kecil, menengah tersebar 

di masing-masing kecamatan 

2. Kawasan peruntukan industri yang menggunakan bahan baku 

dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus 

tersebar di masing-masing kecamatan Kawasan Startegis 

3. Kawasan peruntukan industri besar ditetapkan di Kecamatan 

Tempuran dan Salaman 

 

3. Kawasan Strategis  

 Kawasan strategis nasional di Kabupaten meliputi Kawasan Borobudur 

dan sekitarnya. 

 Kawasan strategis provinsi di Kabupaten meliputi Kawasan Daerah 

Aliran Sungai Kritis Lintas Kabupaten/Kota Serayu Opak Progo 

sebagai kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan 

daya dukung lingkungan hidup 

 Kawasan strategis wilayah Kabupaten meliputi  

 Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, antara lain : Kawasan 

Agropolitan Borobudur 

 Kawasan strategis sosial dan budaya adalah Kawasan Borobudur 

sebagai pengembangan sosial budaya dengan dominasi budaya 

 

Keterkaitan antar dokumen RPJMD Kulon Progo 2017-2022 dengan RPJP 

Nasional, RPJM Nasional, RPJP Pemda DIY, RPJM Pemda DIY dan RPJP Kabupaten 

Kulon Progo, serta dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Kulon Progo sebagaimana Gambar 1.1. 
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Gambar 1.1 

Diagram Keterkaitan antara RPJMD  Kulon Progo Tahun 2017-2022 dengan Rangkaian Dokumen Perencanaan Lainnya 
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DIY, RTRW Kab. 

Sekitar 
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1.4 Sistematika Penulisan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini disusun dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut:  

BAB  I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD yang 

berisikan pengertian ringkas RPJMD, kedudukan RPJMD tahun 

rencana dalam RPJPD, gambaran capaian kinerja RPJMD periode 

sebelumnya, dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan, 

hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan 

lainnya dan sistematika penulisan serta maksud dan tujuan 

penyusunan. 

BAB  II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah saat 

ini dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang 

dan seluruh aspek kehidupan daerah yang akan diintervensi melalui 

berbagai kebijakan dan program daerah dalam jangka waktu lima 

tahun. 

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH  

Bab ini menguraikan aspek kinerja keuangan dimasa lalu dan 

melakukan proyeksi kerangka pendanaan di masa depan . 

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH 

Bab ini permasalahan dan alisis isu strategsis internal eksternal 

wilayah untuk mendukung penyusunan visi dan misi pembangunan 

Kabupaten Kulon Progo. 

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 

Bab ini menguraikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kulon 

Progo tahun 2017-2022. Visi dan misi tersebut dijabarkan secara lebih 

terperinci ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan. 

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN 

DAERAH 

Bab ini memuat strategi dan kebijakan yang dilaksanakan untuk 

melaksanakan visi misi pembangunan daerah dalam rangka 

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 
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BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM 

PERANGKAT DAERAH 

Bab ini berisi program prioritas yang disertai dengan kebutuhan 

pendanaan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi 

seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah 

beserta indikator kinerja, pagu indikatif dan target. 

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja utama 

daerah, indikator kinerja perangkat daerah dan indikator kinerja 

program perangkat daerah. 

BAB IX PENUTUP 

Bab ini memuat penjelasan tentang pedoman transisi dan metode 

pelaksanaan tahunan atas RPJMD. 

 

1.5 Maksud dan Tujuan 

1.5.1 Maksud 

RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 disusun dengan 

maksud memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di 

Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017-2022 yang dilaksanakan secara 

terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. RPJMD dilaksanakan 

dengan penajaman sasaran, strategi dan program dan penetapan prioritas dalam 

upaya percepatan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dengan kondisi 

dan permasalahan yang dihadapi daerah. 

1.5.2 Tujuan 

Selanjutnya tujuan penyusunan RPJM Daerah sebagai berikut: 

a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, 

sasaran pembangunan tahun 2017-2022, dengan berpedoman pada dokumen 

perencanaan jangka panjang dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten 

Kulon Progo; 

b. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam 

konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang 

ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah; 
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c. Merumuskan rencana pengelolaan keuangan daerah dan kerangka 

pendanaan daerah; 

d. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan target kinerja 

dan pagu anggaran indikatif yang akan dilaksanakan tahun 2017-2022. 

RPJMD ini digunakan sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran 

Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan 

kegiatan tahunan dengan tolok ukur evaluasi kinerja dan keuangan tahunan 

setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).  

Dokumen ini menjadi pedoman dalam menyusun RKPD, Renstra OPD, 

Renja OPD sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program 

kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian Forum 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. Di samping 

itu RPJMD juga merupakan acuan bagi semua pihak, baik pemerintah, DPRD, 

masyarakat maupun dunia usaha. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

 

 

2.1 Aspek Geografi dan Demografi 

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah 

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi  

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang terletak di bagian barat provinsi tersebut, dengan ibukota Kabupaten di 

Kota Wates. Terdiri dari 12 kecamatan, 87 desa, 1 kelurahan, 918 pedukuhan, 1.825 Rukun 

Warga dan 4.469 Rukun Tetangga. Luas wilayah sebesar 58.623,512 ha. Secara rinci nama 

kecamatan dan luas wilayahnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel  2.1   

Luas Wilayah dan Persentase menurut Kecamatan 

Kabupaten Kulon Progo  

No Kecamatan Luas Wilayah (ha) Persentase (%) 

1. Temon 3.629,890 6,19 

2. Wates 3.200,239 5,46 

3. Panjatan 4.459,230 7,61 

4. Galur 3.291,232 5,61 

5. Lendah 3.559,192 6,07 

6. Sentolo 5.265,340 8,98 

7. Pengasih 6.166,468 10,52 

8. Kokap 7.379,950 12,59 

9. Girimulyo 5.490,424 9,36 

10. Nanggulan 3.960,670 6,76 

11. Kalibawang 5.296,368 9,03 

12. Samigaluh 6.929,308 11,82 

Kabupaten Kulon Progo 58.623,512 100,00 

Sumber data : Badan Pusat Statistik, Kulon Progo ,2017 
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Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut : 

- Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah di bagian utara  

- Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman di bagian timur. 

- Samudera Hindia di bagian selatan 

- Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah di bagian barat  

Untuk lebih jelasnya batas administrasi Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada Gambar 

2.1 berikut ini: 

 

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Gambar 2.1   

Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo 
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2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis 

Secara astronomis Kabupaten Kulon Progo terletak di antara 7o38‟30” – 7o58‟3” LS 

dan 110o1‟37” – 110o16‟26” BT. Lokasi Kabupaten Kulon Progo dilihat secara posisi 

geostrategic mempunyai posisi yang menguntungkan. Kabupaten Kulon Progo yang terletak 

di bagian barat DI Yogyakarta dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, 

merupakan „pintu gerbang‟ Provinsi DI Yogyakarta yang menghubungkan DI Yogyakarta 

dengan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan yang terletak dengan bagian barat Pulau 

Jawa dan utara Pulau Jawa. Selain itu posisi Kabupaten Kulon Progo yang berbatasan 

langsung dengan Samudera Indonesia juga dapat menghubungkan Provinsi DI Yogyakarta 

dengan negara tetangga yang terletak di bagian selatan Indonesia seperti Australia. Posisi 

geostrategic dari Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada Gambar berikut: 

 

 
 

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Gambar 2.2   

Posisi Geostrategic Kabupaten Kulon Progo 

 



RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017 - 2022 

 

II - 4 

  

Dengan adanya pembangunan bandara baru yang akan di bangun di Kecamatan 

Temon dan telah ditetapkannya KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) Borobudur, 

tentunya akan banyak wisatawan yang akan menggunakan bandara baru tersebut. Jalur 

wisata dari bandara baru menuju Borobudur akan menjadi suatu koridor pertumbuhan 

ekonomi baru di Kulon Progo. Adanya Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di sepanjang pantai 

Kulon Progo juga membuka akses atau jalur baru bagi distribusi barang maupun jasa 

khususnya untuk Jawa bagian selatan. Posisi geostrategic tersebut dapat memberikan 

keuntungan bagi perkembangan wilayah kabupaten maupun perkembangan wilayah DI 

Yogyakarta. 

Berdasarkan kondisi fisik wilayahnya, wilayah Kabupaten Kulon Progo dapat dibagi 

menjadi tiga kawasan yaitu : 

a. Kawasan pesisir  

Merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0–100 meter dari permukaan air laut, 

meliputi Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, Kecamatan 

Galur, dan sebagian Kecamatan Lendah. Berdasarkan kemiringan lahan, memiliki 

lereng 0–2%, merupakan wilayah pantai dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 

24,8 km. 

b. Kawasan dataran  

Merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100 – 500 meter dari 

permukaan air laut, meliputi Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Sentolo, Kecamatan 

Pengasih dan sebagian Kecamatan Lendah. Berdasarkan kemiringan lahan, memiliki 

lereng antara 2–15%, tergolong berombak dan bergelombang merupakan peralihan 

dataran rendah dan perbukitan. 

c. Kawasan pegunungan 

Merupakan dataran tinggi/ perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500 – 1000 

meter dari permukaan air laut, meliputi wilayah Kecamatan Girimulyo, Kecamatan 

Kokap, Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Kalibawang. 

 

 

2.1.1.3 Topografis 

a. Kemiringan Lahan 

Sebagian besar wilayah Kabupaten Kulon Progo masuk dalam wilayah dengan 

kemiringan lereng <20 (40,11%) dan 18,73% wilayah dengan kemiringan >40%. Untuk lebih 

jelasnya, wilayah Kabupaten Kulon Progo menurut kemiringan lerengnya dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel  2.2   

Luas Wilayah berdasarkan Kemiringan Lereng 

Kabupaten Kulon Progo  

No Kemiringan Lereng Persentase (%) 

1. < 2
0
 40,11 

2. 3
0
-15

0
 18,70 

3. 16
0
-40

0
 22,46 

4. >40
0
 18,73 

Kabupaten Kulon Progo 100,00 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kulon Progo, 2017, diolah 

Dilihat dalam skala kecamatan, kecamatan yang mempunyai wilayah dengan 

kemiringan lereng >400 (daerah pegunungan) terluas adalah Kecamatan Kokap yaitu seluas 

3.634,63 Ha (33,11%). Sedangkan kecamatan yang tidak mempunyai wilayah dengan 

kemiringan lereng >400 adalah Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Galur, 

Kecamatan Lendah, dan Kecamatan Sentolo. Kelima kecamatan tersebut terletak di daerah 

dataran rendah sehingga tidak mempunyai wilayah dengan karakteristik fisiografi 

pegunungan.  

 Kecamatan yang mempunyai wilayah dengan kemiringan lereng <20 terluas adalah 

Kecamatan Panjatan yaitu seluas 3.781,75 Ha (16,08%). Sedangkan Kecamatan Samigaluh 

merupakan kecamatan yang hampir tidak mempunyai wilayah dengan karakteristik fisiografi 

dataran, wilayah yang mempunyai kemiringan lereng <20 hanya seluas 113,08 Ha (0,48%). 

Secara rinci wilayah kabupaten berdasarkan kemiringan lereng menurut kecamatan dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel  2.3   

Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lereng Menurut Kecamatan 

Kabupaten Kulon Progo  

No Kecamatan 
<2

0
 2

0
-15

0
 16

0
-40

0
 40

0
 

Luas % Luas % Luas % Luas % 

1. Temon 3.469,80 14,76 92,10 0,84 62,05 0,47 5,05 0,05 

2. Wates 2.956,50 12,57 243,50 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Panjatan 3.781,75 16,08 677,25 6,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Galur 3.291,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Lendah 2.066,50 8,79 1.492,50 13,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Sentolo 2.451,10 10,42 2.757,80 25,15 56,10 0,43 0,00 0,00 

7. Pengasih 1.996,80 8,49 1.563,07 14,26 2.122,15 16,11 485,05 4,42 
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No Kecamatan 
<2

0
 2

0
-15

0
 16

0
-40

0
 40

0
 

Luas % Luas % Luas % Luas % 

8. Kokap 284,18 1,21 858,07 7,83 2.603,15 19,76 3.634,63 33,11 

9. Girimulyo 129,12 0,55 606,08 5,53 1.827,10 13,87 2.928,70 26,68 

10. Nanggulan 2.328,71 9,90 1.416,15 12,92 193,09 1,47 23,05 0,21 

11. Kalibawang 646,18 2,75 1.233,85 11,25 2.914,77 22,13 501,20 4,57 

12. Samigaluh 113,08 0,48 23,05 0,21 3.392,12 25,76 3.400,75 30,98 

Luas total 23.514,72 100,00 10.963,42 100,00 13.170,53 100,00 10.978,43 100,00 

 Sumber : Badan Pusat Statistik Kulon Progo, 2017 

b.  Ketinggian Lahan 

Berdasarkan ketinggian lahan, persentase luas tanah di Kabupaten Kulon Progo 

menurut ketinggiannya dari permukaan air laut, meliputi: 17,58% berada pada ketinggian <7 

meter diatas permukaan laut (dpal), 15,20% berada pada ketinggian 8-25 meter dpal, 

22,84% berada pada ketinggian 26-100 meter dpal, 33,0% berada pada ketinggian 101-500 

meter dpal, dan 11,37% berada pada ketinggian >500 meter dpal. Kabupaten Kulon Progo 

dapat dibagi menjadi 3 wilayah menurut ketinggian lahan sebagaimana dapat dilihat pada 

tabel dan gambar berikut. 

Tabel  2.4  

Pembagian Wilayah Berdasar Ketinggian Lahan Kabupaten Kulon Progo 

No Ketinggian Lahan Cakupan Kecamatan 

1. 500-1000 m dpal 
Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan 
Samigaluh, Kecamatan Kalibawang 

2. 100-500 m dpal 
Kecamatan Sentolo, Kecamatan Pengasih dan Kecamatan 
Kokap 

3. 0-100 m dpal 
Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, 
Kecamatan Galur, dan Kecamatan Lendah 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kulon Progo, 2017, diolah 
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Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Gambar 2.3   

Ketinggian Lahan Kabupaten Kulon Progo 

 

2.1.1.4 Geologi 

a. Struktur dan Karakteristik 

1. Karakteristik dan Struktur 

Karakteristik Kabupaten Kulon Progo secara umum berupa kubah atau 

menyerupai kubah (Dome), dengan struktur geologi daerah terdiri atas :  

a. Struktur Geologi berupa Perlipatan Batuan (Fold), perlipatan batuan di formasi 

Sentolo. Perlipatan ini terdapat di bagian perbukitan Formasi Sentolo di daerah 

Pengasih, Sentolo, Panjatan, Lendah dan Galur. 
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b. Struktur Geologi Patahan/Sesar (Fault), merupakan bagian dari batuan yang 

saling bergerak antara bagian blok batuan satu dengan blok batuan yang lain 

yang dipisahkan oleh zona patahan atau dapat diistilahkan pecahan batuan yang 

disertai gerakan massa batuan. Patahan di wilayah Kulon Progo dapat 

dipisahkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu : 

- Patahan Regional, merupakan satu kesatuan patahan Yogyakarta. Patahan 

ini merupakan Patahan Graben Yogyakarta. Patahan Graben Yogyakarta 

adalah Patahan Opak dan Patahan Progo yang menyebabkan wilayah Kulon 

Progo dan Wonosari menjadi daerah dataran Tinggi dan di Kota yogyakarta 

menjadi dataran rendah. Patahan Opak berarah barat daya - Timur Laut, 

sedangkan patahan Progo berarah Utara Selatan. Patahan ini terletak di 

bagian timur Kulon Progo meliputi wilayah Kalibawang bagian timur, 

Nanggulan bagian Timur, Sentolo, Panjatan, Galur dan Lendah.  

- Patahan Lokal, merupakan patahan yang hanya terjadi di Kulon Progo. 

Patahan ini banyak terjadi di bagian pegunungan atau kubah di Kulon Progo 

utara bagian barat, dimana patahan berbentuk relatif radial yaitu berarah barat 

laut – tenggara, barat – timur dan barat daya – timur laut. Patahan ini terdapat 

di wilayah Kecamatan Kokap, Temon bagian utara, Pengasih, Nanggulan 

bagian barat. 

c. Struktur Kekar (joint) yaitu pecahan batuan yang tidak mengalami pergerakan. 

Struktur kekar ini sangat intensif terdapat di formasi batuan andesit dan formasi 

andesit tua. 

 

2. Formasi Batuan 

Formasi batuan dan sebarannya dibedakan menjadi endapan gunung api 

(40,37%), batuan sedimen (47,81%), batuan gunung api (7,48%) dan batuan 

terobosan (4,43%). Lebih detail dapat dilihat pada tabel sebagai berikut 

Tabel  2.5  

Pengelompokan Batuan Berdasarkan Jenis Batuan Kabupaten Kulon Progo 

No Kecamatan 

Luas Satuan Batuan (Ha) 

Endapan 
Gunung Api 

Batuan 
Sedimen 

Batuan 
Gunung Api 

Batuan 
Instrusi 

Jumlah 

1. Temon 3.688 - - - 3.688 

2. Wates 3.063 138 - - 3.197 

3. Panjatan 3.872 588 - - 4.454 

4. Galur 2.229 - 1.063 - 3.288 
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No Kecamatan 

Luas Satuan Batuan (Ha) 

Endapan 
Gunung Api 

Batuan 
Sedimen 

Batuan 
Gunung Api 

Batuan 
Instrusi 

Jumlah 

5. Lendah 2.009 1.075 475 - 3.555 

6. Sentolo 3.165 1.175 925 - 5.259 

7. Pengasih 4.342 1.825 - - 6.161 

8. Kokap 550 4.230 - 2.600 7.372 

9. Girimulyo 125 5.366 - - 5.485 

10. Nanggulan 250 2.736 975 - 3.957 

11. Kalibawang 375 3.971 950 - 5.290 

12. Samigaluh - 6.929 - - 6.922 

TOTAL 23.667 28.032 4.388 2.600 58.628 

Persentase 40,37% 47,81% 7,48% 4,43% 100% 

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2007 

 

Kabupaten Kulon Progo secara stratigrafis termasuk ke dalam stratigrafis 

Pegunungan Kulon Progo. Unit stratigrafis yang paling tua di daerah Pegunungan Kulon 

Progo dikenal dengan Formasi Nanggulan, kemudian secara tidak selaras diatasnya 

diendapkan batuan-batuan dari Formasi Jonggaran dan Formasi Sentolo, yang menurut 

Van Bemmelen (1949) kedua formasi terakhir ini mempunyai umur yang sama, keduanya 

hanya berbeda faises. 

a. Formasi Nanggulan 

Formasi Nanggulan merupakan formasi yang paling tua di daerah pegunungan Kulon 

Progo. Singkapan batuan batuan penyusun dari Formasi Nanggulan dijumpai di 

sekitar desa Nanggulan, yang merupakan kaki sebelah timur dari Pegunungan Kulon 

Progo. Penyusun batuan dari formasi ini terdiri dari batupasir dengan sisipan lignit, 

Napal pasiran, batulempung dengan konkresi limonit, sisipan napal dan batugamping, 

batupasir dan tuff serta kaya akan fosil foraminifera dan moluska. Diperkirakan 

ketebalan formasi ini adalah 30 meter. 

b. Formasi Andesit Tua 

Batuan penyusun dari formasi ini terdiri atas breksi andesit, tuff, tufflapili, aglomerat 

dan sisipan aliran lava andesit. Lava, terutama terdiri dari andesit hiperstein dan 

andesit augit hornblende. Formasi Andesit Tua ini mempunyai ketebalan mencapai 

500 meter mempunyai kedudukan yang tidak selaras di atas formasi Nanggulan. 

Batuan penyusun formasi ini berasal dari kegiatan vulkanisme di daerah tersebut, 

yaitu dari beberapa gunung api tua di daerah Pegunungan Kulon Progo yang oleh 

Van Bemmelen (1949) disebut sebagai Gunung Api Andesit Tua. Gunung api yang 

dimaksud adalah Gunung Gajah, di bagian tengah pegunungan, Gunung Ijo di bagian 
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selatan, serta Gunung Menoreh di bagian utara Pegunungan Kulon Progo.Formasi 

Andesit Tua diperkirakan berumur Oligosen Atas sampai Meiosen Bawah.  

c. Formasi Kaligesing 

Formasi Kaligesing tersusun oleh litologi breksi laharik dengan sisipan lava andesit, 

batupasir tufaan. Formasi ini berdasarkan radiometroi berumur Oligosen dan 

menumpang tidak selaras di atas Formasi Nanggulan. Formasi ini terdapat di bagian 

Tengah sisi selatan barat dan barat laut dari kubah Kulon Progo. 

d. Formasi Dukuh 

Formasi Dukuh tersusun oleh perselangselingan antara breksi, batupasir kerikilan, 

batugamping dan batu lempung. Litologi satuan ini menunjukkan perlapisan baik dan 

silang – siur, sejajar pada batulempung dan batupasir. Formasi ini tidak selaras ditas 

Formasi Nanggulan. Formasi ini berumur Oligo-Miosen dan pelamparan di daerah 

Dukuh Kecamatan Samigaluh. 

e. Formasi Jonggrangan 

Litologi dari Formasi Jonggrangan ini tersingkap baik di sekitar desa Jonggrangan, 

suatu desa yang ketinggiannya di atas 700 meter dari muka air laut dan disebut 

sebagai Plato Jonggrangan. Bagian bawah dari formasi ini terdiri dari Konglomerat 

yang ditumpangi oleh Napal tufan dan Batupasir gampingan dengan sisipan Lignit. 

Formasi Jonggrangan ini terletak secara tidak selaras di atas Formasi Andesit Tua. 

Ketebalan dari Formasi Jonggrangan ini mencapai sekitar 250 meter (Van 

Bemmelen, (1949). Formasi Jonggrangan dan Formasi Sentolo keduanya merupakan 

Formasi Kulon Progo (“Westopo Beds”) diduga berumur Miosen Tengah. 

f. Formasi Sentolo  

Litologi penyusun Formasi Sentolo ini di bagian bawah, terdiri dari Aglomerat dan 

Napal, semakin ke atas berubah menjadi Batugamping berlapis dengan fasies neritik. 

Batu gamping koral dijumpai secara lokal, menunjukkan umur yang sama dengan 

formasi Jonggrangan, tetapi di beberapa tempat umur Formasi Sentolo adalah lebih 

muda Formasi Sentolo ini mempunyai ketebalan sekitar 950 meter.Satuan Endapan 

Vulkanik Kuarter merupakan endapan Gunung Merapi yang tersusun oleh breksi 

sisipan laca dan endapan lahar. Satuan ini berumur Pliosen-Pleistosen. Satuan ini 

terdapat di atas semua formasi di bagian timur. Satuan Endapan Aluvial tersusun 

oleh endapan kerikil, pasir, lanau dan lempung dan bongkah sepanjang sungai dan 

dataran pantai. 

Untuk lebih jelasnya stratigrafi formasi geologi Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat 

pada tabel berikut. 
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Tabel  2.6  

Stratigrafi Formasi Geologi Kabupaten Kulon Progo 

Umur Formasi Deskripsi Litologi Ketebalan (m) 

Kuarter Aluvium Kerikil, pasir, lanau dan lempung sepanjang sungai 

dan dataran pantai. 100 

Pliosen-

Pleistosen  

Endapan Vulkanik 

Kuarter 

breksi sisipan lava dan endapan lahar 
20 

Miosen 

Bawah 

 Sentolo Bagian atas batu gamping berlapis baik kaya 

foraminifera 

Bagian bawah konglomerat alas diatasnya napal 

tufaan bersalangan dengan vitriks tuf 

950 

Miosen 

Bawah 

Jonggrangan Bagian atas batugamping berlapis ke arah atas 

menjadi batugamping koral 

Bagian bawah konglomerat diatasnya napal tufaan 

dan bapsir gampingan berselang-seling dengan lignit 

250 

Oligo–

Miosen  

Dukuh Perselangselingan antara breksi, batupasir kerikilan, 

batugamping dan batulempung 660 

Oligosen Kaligesing breksi laharik dengan sisipan lava andesit, batupasir 

tufaan 
600 

Oligo-

Miosen 

Andesit Tua Breksi andesit, tuf, lapilli tuf, aglomerat dan 

berselingan dengan lava andesit. Terdapat fragmen 

batua lebih tua. 

660 

Eosen Atas 

–Oligosen 

Nanggulan  Batupasir seling-seling dengan lignit, napal pasiran, 

batulempung gampingan struktur konkresi, selang-

seling napal dan batugamping, batupasir dan tuf, 

kaya foraminifera dan moluska foraminifera dan 

moluska 

300 

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2012 

 

b. Potensi 

1. Potensi Air Tanah 

Kabupaten Kulon Progo mempunyai potensi air tanah yaitu Cekungan Air Tanah 

(CAT) tersendiri yang tidak melampar kewilayah kabupaten lain yaitu Cekungan Wates 

dengan potensi air tanah bebas sejumlah 38.000.000 m3/tahun. Selain Cekungan Air 

Tanah (Cekungan Wates), sumber mata air yang ada di Kabupaten Kulon Progo 

lainnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. 

Tabel  2.7   

Sumber Mata Air di Kabupaten Kulon Progo dan Cekungan Air Tanah Wates 

No Sumber Lokasi (Kecamatan) Debit (Liter/Detik) Pemanfaatan 

1. Mata air Clereng Pengasih 100 - 300 Sudah/PDAM 
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No Sumber Lokasi (Kecamatan) Debit (Liter/Detik) Pemanfaatan 

2. Tuk Mudal Girimulyo 5 - 15 Sudah 

3. Tuk Gua Kiskendo Girimulyo 24 - 60 Sudah 

4. Tuk Grembul Kalibawang 5 - 10 Sudah/PDAM 

5. Tuk Gua Upas Samigaluh 1,5 - 3,5 Sudah/PDAM 

6. Mata air Sekepyar dan Kayangan Samigaluh - Belum 

7. Tuk  Mudal Anjir Pengasih 3 - 11 MCK 

8. Cekungan Air Tanah Wates 
*)
 Pengasih, Girimulyo, 

Kalibawang, Samigaluh, 
Nanggulan 

38.000.000 Belum 

Sumber :- Bappeda , DPU, Disperindag ESDM, PDAM Kab. Kulon Progo, 2014 

- 
*)
 Departemen ESDM, 2010 

 

2. Potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) 

Selain potensi geologi serta potensi air tanah, Kabupaten Kulon Progo juga 

mempunyai potensi Energi Baru dan Terbarukan yang tersebar di beberapa 

kecamatan. Untuk lebih lengkapnya sebaran potensi energi alternatif di Kabupaten 

Kulon Progo diperlihatkan di tabel sebagai berikut. 

Tabel  2.8   

Potensi Energi Baru dan Terbarukan Kabupaten Kulon Progo 

No Kluster Bahan Lokasi 

1. 
Biofuel, Biokerosene, 

Bioethanol 

Ketela rambat, jarak 

pagar, nyamplung 
Seluruh kecamatan 

2. Biogas 
Limbah tahu,limbah 

ternak 

141 sentra industri tahu, 51.405 populasi 

ternak bisa dikembangkan biogas 15 ribu 

3. Briket Limbah kayu Seluruh kecamatan 

4. Energi Tenaga Surya Sinar matahari Seluruh kecamatan 

5. Mikrohidro Air 
Semawung, Kedungrong, Kalisangga, 

Sermo 

6. Energi Tenaga Angin Angin Sepanjang pantai dan pegunungan 

7. Energi Limbah Sampah Limbah sampah TPA Sampah 70-75 m
3
 

Sumber : Dinas Perindag ESDM Kab. Kulon Progo, 2014 

2.1.1.5 Hidrologi 

a. Daerah Aliran Sungai 

Menurut data dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo, 

sebagian besar wilayah Kabupaten Kulon Progo masuk dalam DAS Progo, DAS 

Serang dan sebagian kecil yang masuk dalam DAS Bogowonto. Sedangkan menurut 
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Direktorat Bina Penatagunaan Sumberdaya Air, Kabupaten Kulon Progo masuk dalam 

Wilayah Sungai Serang-Bogowonto, dan Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang. 

Adapun nama DAS dan sub DAS tersebut beserta luasannya dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel  2.9  

Nama DAS, Sub DAS dan Luasan Kabupaten Kulon Progo 

No. DAS Luas DAS (ha) Sub DAS 

1 Bogowonto 2509.931 Dekso 

      Gesing 

      Keduren 

      Kodil 

      Ngasinan 

      Plamping 

      Semanggung 

2 Serang 23532.85 Nagung 

      Ngrancah 

      Serang Hilir 

      Serang Sekiyep 

      Sidatan 

      Sumitro 

3 Progo 30141.92 Batang 

      Bedog 

      Blongkeng 

      Diro 

      Gandri 

      Jenes 

      Kedung-Gong 

      Konteng 

      Krasak 

      Krawang 

      Mlinting Putih 

      Penter 

      Progo Hilir 

      Sileng 

      Sindon Salak 

      Sudu 

      Tangsi 

      Tinalah 

Sumber data : Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo, 2017 
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Daerah Aliran Sungai Progo dengan sungai utama Kali Progo memiliki daerah 

pengaliran seluas 8.894 hektare, dengan debit maksimum 381,90 m³/detik dan debit 

minimum 13,00 m³/detik. Daerah Aliran Sungai Serang dengan sungai utama Kali 

Serang dengan anak–anak sungainya, memiliki daerah pengaliran seluas 3.635,75 

hektare, dengan debit maksimum 153,6 m³/detik dan debit minimum 0,03 m³/detik. 

Kedua sungai tersebut telah dimanfaatkan untuk irigasi persawahan seluas 9.351 ha.  

Kabupaten Kulon Progo terdapat danau buatan yaitu Waduk Sermo yang 

terletak di Kecamatan Kokap dengan luas genangan waduk sebesar 157 Ha. Waduk 

ini dibuat dengan membendung Kali Menguri dan anak-anak cabangnya, Kali 

Pantaran, Kali Kembang, Kali Papon dan sungai-sungai kecil yang bermuara di Kali 

Ngrancah. Waduk Sermo berfungsi sebagai suplisi irigasi sawah yang berada di 

Kecamatan Temon, Wates dan Pengasih dan sebagian suplisi kebutuhan air minum. 

 

b. Sungai 

Beberapa sungai yang melintas di wilayah Kulon Progo memberikan pengaruh 

yang cukup besar terhadap pengembangan wilayah antara lain karena memiliki 

pontensi ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan domestik, perkotaan, 

industri maupun untuk irigasi pertanian. Berikut tabel yang menyajikan data 

inventarisasi sungai di Kabupaten Kulon Progo beserta debitnya. 

Tabel  2.10  

Inventarisasi Sungai di Kabupaten Kulon Progo 

No. Nama Sungai 
Panjang Lebar (m) Kedalaman Debit (m3/dtk) 

(km) Permukaan Dasar (m) Maks Min 

1 Progo 56,70 650 0 6 1500 0 

2 Serang 23,16 60 0 8 650 0 

3 Ngrancah 9,12 50 0 10 0 0 

4 Gede 11,17 50 0 10 0 0 

5 Nagung 10,97 20 0 8 180 0 

6 Seling 7,75 15 0 4 30 0 

7 Pening 7,63 15 0 6 0 0 

8 Sidatan 3,86 8 0 2 0 0 

9 Sari 3,31 6 0 3 0 0 

10 Bogem 2,60 6 0 3 0 0 

11 Kopat 1,69 8 0 3 0 0 

12 Papah 21,94 30 0 5 160 0 

13 Tinalah 6,70 50 0 15 0 0 

14 Kamal/Sudu 11,60 20 0 12 0 0 

15 Salak 5,64 10 0 6 0 0 
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Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2013 

 

2.1.1.6 Klimatologi  

a. Iklim 

Kabupaten Kulon Progo yang merupakan bagian dari Daerah Istimewa 

Yogyakarta terletak pada wilayah yang dipengaruhi oleh tiga jenis iklim, yaitu iklim 

musim, iklim tropika, dan iklim laut. Iklim musim sangat dipengaruhi oleh angin 

musiman yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Biasanya satu periode 

perubahan angin adalah 6 bulan. Iklim musim terdiri dari 2 jenis, yaitu angin musim 

barat daya (Muson Barat) dan angin musim timur laut (Muson Timur). Angin muson 

barat bertiup sekitar bulan Oktober hingga April yang basah sehingga menyebabkan 

hujan. Angin muson timur bertiup sekitar bulan April hingga bulan Oktober yang 

sifatnya kering yang mengakibatkan wilayah mengalami musim kering/kemarau. 

Sebagai daerah yang berada pada iklim tropis, kondisi iklim di Kabupaten Kulon 

Progo juga dipengaruhi oleh iklim tropis yang bersifat panas sehingga menyebabkan 

curah hujan tinggi. Di samping itu, karena letaknya yang sangat dekat dengan 

Samudera Indonesia maka terjadi penguapan air laut menjadi udara lembab dan 

mengakibatkan curah hujan tinggi. 

Sedangkan klasifikasi iklim dengan menggunakan deskripsi tipe iklim menurut F. 

H. Schmidt dan J. H. A Ferguson yang didasarkan atas nisbah antara jumlah bulan 

kering dengan jumlah bulan basah, dimana bulan basah adalah bulan dengan total 

curah hujan kumulatif >100 mm, bulan kering adalah bulan dengan total curah hujan 

kumulatif <60 mm dan bulan lembab adalah bulan dengan curah hujan rata-rata antara 

60-100 mm. Terdapat delapan kelompok iklim yang didasarkan  pada nisbah bulan 

kering ke bulan basah yang disimbolkan dengan Q (dalam persen), yaitu ikilm A, 

Q<14,3, daerah sangat basah, hutan hujan tropis; iklim B, 14,3=<Q<33,3, daerah 

basah, hutan hujan tropis; iklim C, 33,3=<Q<60,0, daerah agak basah, hutan rimba 

peluruh (daun gugur pada musim kemarau); ikilm D, 60,0=<Q<100,0, daerah sedang, 

hutan peluruh; ikilm E, 100,0=<Q<167,0, daerah agak kering, padang sabana; ikilm F, 

167,0=<Q<300,0, daerah kering, padang sabana; iklim G, 300,0=<Q<700,0, daerah 

16 Dunggong 5,45 10 0 7 0 0 

17 Klegung 6,48 15 0 6 25 0 

18 
Rowo 

Jembangan 
8,30 12 0 3 20 0 

19 Banyu Meneng 5,03 8 0 5 10 0 
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sangat kering, padang ilalang; dan iklim H, Q>=700,0 daerah ekstrim kering, padang 

ilalang. 

Berdasarkan data curah hujan yang diperoleh selama 6 tahun (2008-2013) dalam 

Buku Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka yang diterbitkan BPS Tahun 2014, maka 

Kabupaten Kulon Progo mempunyai rata-rata bulan kering sebanyak 3,83 dan rata-rata 

bulan basah sebanyak 7,17, sehingga akan didapatkan nilai Q sebesar 53,49%. 

Dengan demikian menurut klasifikasi Schmidt-Ferguson Kulon Progo termasuk dalam 

tipe iklim C kategori daerah agak basah. 

b. Curah Hujan 

Curah hujan dan hari hujan diukur menurut 5 stasiun hujan (Gejagan, Singkung, 

Gembongan, Beji, Brosot) di Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Kuloprogo termasuk 

dalam sub DAS Progo Hilir dengan tipe iklim Am, Aw, dengan curah hujan tahun 2011-

2015 sebesar 148 mm/hari sampai 271 mm/tahun dengan rata-rata hari hujan berkisar 

dari 8-14 hari dalam sebulan. 

Secara umum curah hujan dan hari hujan mengalami fluktuasi dari tahun 

ketahun, dengan kecenderungan mengalami naik turun dalam tiap tahun. Curah Hujan 

dan Hari Hujan tinggi terjadi pada bulan Januari - April dan November - Desember tiap 

tahunnya.  Hal ini terjadi karena bulan-bulan tersebut merupakan musim penghujan. 

Berikut secara rinci Curah Hujan dan Hari Hujan menurut bulan dan rata-rata 

Curah Hujan dan Hari Hujan Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel dan gambar 

berikut  ini. 

Tabel  2.11  

Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Stasiun Hujan  

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2015 

No Bulan 
2011 2012 2013 2014 2015 

CH HH CH HH CH HH CH HH CH HH 

1 Januari 300 20 306 15 409 22 301 19 372 18 

2 Pebruari 343 18 209 12 245 14 251 16 178 13 

3 Maret 262 20 229 13 222 11 174 10 345 17 

4 April 228 15 112 9 142 10 195 13 362 16 

5 Mei 195 10 70 5 183 10 55 7 47 4 

6 Juni 2 1 0 1 138 10 57 5 2 1 

7 Juli 1 1 0 0 490 22 301 19 0 0 

8 Agustus 0 0 0 0 245 14 251 16 0 0 

9 September 0 0 0 0 222 11 174 10 0 0 
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No Bulan 
2011 2012 2013 2014 2015 

CH HH CH HH CH HH CH HH CH HH 

10 Oktober 12 2 60 4 490 22 301 19 0 0 

11 Nopember 278 14 291 14 245 14 251 16 134 7 

12 Desember 310 17 493 18 222 11 174 10 394 17 

Jumlah 1.931 118 1.770 91 3.253 171 2.485 160 1.834 93 

Rata-rata 161 10 148 8 271 14 207 13 153 8 

Sumber :  Badan Pusat Statistik Kulon Progo, 2016, diolah 

 

 

Sumber :  Badan Pusat Statistik Kulon Progo, 2016, diolah 

Gambar 2.4   

Grafik Rata-Rata Curah Hujan dan Hari Hujan 

Pengukuran Tahun 2011-2015 Kabupaten Kulon Progo 

 

 

2.1.1.7 Penggunaan Lahan 

a. Kawasan budidaya 

Berdasarkan hasil analisis peta penggunaan lahan dengan peta kawasan 

budidaya dari RTRW Kabupaten Kulon Progo, sebagian besar jenis penggunaan di 

kawasan budidaya adalah kebun tegalan yaitu seluas 16.991,44 Ha atau sebesar 

45,09%. Untuk lebih jelasnya jenis penggunaan lahan dan luas penggunaan lahan 

pada kawasan budidaya dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel  2.12  

Penggunaan Lahan di Kawasan Budidaya Kabupaten Kulon Progo 

No Penggunaan Lahan Luas (Ha) % 

1. Kebun Campuran 16.991,44 45,09 

2. Lahan Pasir 59,74 0,16 

3. Lahan Terbuka 7,47 0,02 

4. Padang Rumput 352,06 0,93 

5. Perairan Darat 574,44 1,52 

6. Permukiman 4.014,50 10,65 

7. Sawah Irigasi 8.935,45 23,71 

8. Sawah Tadah Hujan 233,91 0,62 

9. Tegalan 6.516,22 17,29 

 
Total 37.685,23 100,00 

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2013 
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Tabel  2.13  

Luas Penggunaan Lahan di Kawasan Budidaya Per Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo 

No 
 

Penggunaan Lahan 
 

Temon Wates Panjatan Galur Lendah Sentolo 

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % 

1. Kebun Campuran 965,15 29,08 899,91 30,22 2.143,43 50,84 1.015,92 34,69 2.583,15 70,14 2.804,07 53,10 

2. Lahan Pasir 21,96 0,66 8,93 0,30 
  

28,85 0,99 
    

3. Padang Rumput 37,34 1,13 140,34 4,71 59,11 1,40 11,55 0,39 25,24 0,69 30,06 0,57 

4. Perairan Darat 25,55 0,77 37,13 1,25 3,13 0,07 114,17 3,90 158,52 4,30 14,96 0,28 

5. Permukiman 372,40 11,22 572,77 19,24 123,95 2,94 143,61 4,90 80,29 2,18 448,85 8,50 

6. Sawah Irigasi 1.390,41 41,90 971,62 32,63 857,77 20,34 1.290,11 44,06 798,58 21,69 1.053,21 19,95 

7. Sawah Tadah Hujan 
          

1,39 0,03 

8. Tegalan 505,76 15,24 346,84 11,65 1.029,04 24,41 324,00 11,06 36,82 1,00 928,04 17,57 

Luas total 3.318,58 100,00 2.977,53 100,00 4.216,44 100,00 2.928,21 100,00 3.682,60 100,00 5.280,57 100,00 

 
 
 

No 
 

Penggunaan Lahan 
 

Pengasih Kokap Girimulyo Nanggulan Kalibawang Samigaluh 

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % 

1. Kebun Campuran 2.917,64 63,12 2.321,23 75,86 109,27 9,91 562,48 15,25 668,25 24,75 0,92 0,85 

2. Lahan Terbuka 
        

7,47 0,28 
  

3. Padang Rumput 25,64 0,55 13,57 0,44 4,45 0,40 1,32 0,04 3,44 0,13 
  

4. Perairan Darat 26,35 0,57 123,88 4,05 6,32 0,57 33,89 0,92 22,44 0,83 8,09 7,44 

5. Permukiman 511,34 11,06 32,63 1,07 238,86 21,66 831,69 22,55 644,60 23,88 13,50 12,42 

6. Sawah Irigasi 563,79 12,20 90,19 2,95 213,34 19,34 979,35 26,56 679,36 25,17 47,72 43,90 

7. Sawah Tadah Hujan 17,44 0,38 
  

81,76 7,41 17,42 0,47 112,96 4,18 2,95 2,71 

8. Tegalan 560,12 12,12 478,58 15,64 449,03 40,71 1.261,52 34,21 560,97 20,78 35,52 32,68 

Luas total 4.622,32 100,00 3.060,08 100,00 1.103,04 100,00 3.687,67 100,00 2.699,50 100,00 108,70 100,00 

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2013 
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b. Kawasan lindung  

Kondisi kawasan lindung pada saat ini, apabila dilihat dari jenis penggunaan 

lahan, penggunaan yang paling besar luasannya dalam kawasan lindung adalah 

kebun yaitu seluas 9.558,65Ha atau 45,64% dari luas wilayah Kabupaten Kulon 

Progo. Sedangkan jenis penggunaan lahan dengan luasan terkecil di dalam kawasan 

lindung adalah lahan terbuka yaitu seluas 6,08 Ha atau 0,03%. Untuk lebih jelasnya 

luas tiap jenis penggunaan lahan dalam kawasan lindung dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel  2.14  

Penggunaan Lahan di Kawasan Lindung Kabupaten Kulon Progo 

No. Penggunaan Lahan Luas (Ha) % 

1. Kebun Campuran 9.558,65 45,64 

2. Lahan Pasir 301,77 1,44 

3. Lahan Terbuka 6,08 0,03 

4. Padang Rumput 271,78 1,30 

5. Perairan Darat 902,03 4,31 

6. Permukiman 1.900,81 9,08 

7. Sawah Irigasi 378,78 1,81 

8. Sawah Tadah Hujan 890,18 4,25 

9. Tegalan 6.733,01 32,15 

 
Total 20.943,08 100,00 

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2013

II-13 
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Tabel  2.15  

Luas Penggunaan Lahan Budidaya di Kawasan Lindung Kabupaten Kulon Progo 

 

No. Penggunaan Lahan 
Temon Wates Panjatan Galur Lendah Sentolo 

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % 

1. Kebun Campuran 16,02 4,59 61,93 22,80 17,99 6,99 29,20 7,20 41,20 22,92 59,81 29,43 

2. Lahan Pasir 138,74 39,74 42,08 15,49 69,29 26,92 51,66 12,75 
    

3. Padang Rumput 80,54 23,07 69,04 25,42 96,50 37,49 4,55 1,12 1,29 0,72 6,52 3,21 

4. Perairan Darat 51,34 14,71 48,98 18,04 4,42 1,72 158,67 39,15 119,95 66,73 92,58 45,56 

5. Permukiman 9,12 2,61 34,47 12,69 
  

7,62 1,88 3,58 1,99 15,56 7,66 

6. Sawah Irigasi 5,13 1,47 2,01 0,74 0,90 0,35 92,79 22,90 3,12 1,74 15,07 7,42 

7. Tegalan 48,22 13,81 13,07 4,81 68,30 26,54 60,76 14,99 10,62 5,91 13,65 6,72 

Luas total 349,11 100,00 271,58 100,00 257,39 100,00 405,25 100,00 179,75 100,00 203,19 100,00 

 

No. Penggunaan Lahan 
Pengasih Kokap Girimulyo Nanggulan Kalibawang Samigaluh 

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % 

1. Kebun Campuran 505,43 31,47 2.975,93 75,35 2.208,49 50,53 71,65 20,27 692,56 29,20 2.878,47 43,44 

2. Lahan Terbuka 
        

6,08 0,26 
  

3. Padang Rumput 0,63 0,04 2,05 0,05 2,93 0,07 6,22 1,76 0,43 0,02 1,08 0,02 

4. Perairan Darat 57,54 3,58 144,69 3,66 8,61 0,20 86,69 24,53 104,38 4,40 24,19 0,37 

5. Permukiman 125,53 7,82 200,21 5,07 483,56 11,06 36,44 10,31 185,13 7,81 799,57 12,07 

6. Sawah Irigasi 24,39 1,52 
  

23,76 0,54 48,30 13,67 77,75 3,28 85,56 1,29 

7. Sawah Tadah Hujan 17,56 1,09 18,64 0,47 73,03 1,67 17,70 5,01 58,27 2,46 704,98 10,64 

8. Tegalan 874,76 54,47 607,71 15,39 1.569,87 35,92 86,39 24,45 1.247,24 52,59 2.132,42 32,18 

Luas total 1.605,84 100,00 3.949,22 100,00 4.370,24 100,00 353,39 100,00 2.371,85 100,00 6.626,27 100,00 

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2013 
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c. Wilayah Rawan Bencana 

Sebagai implikasi topografi dan geografi, menyebabkan Kabupaten Kulon Progo 

memiliki 10 ancaman bencana dengan tingkat ancaman bencana yang bervariasi. 

Jenis bencana yang ada di Kulon Progo meliputi: ancaman tanah longsor; Ancaman 

Banjir & Banjir bandang; Ancaman Tsunami; Ancaman cuaca ekstrim (angin kencang, 

Abrasi, Perubahan iklim); Ancaman kekeringan; Ancaman gempa bumi; Ancaman 

epidemi / wabah penyakit; Ancaman kebakaran pemukiman, hutan, dan lahan; 

Ancaman letusan gunung berapi; Ancaman kegaagalan teknologi. 

Topografi kawasan pegunungan menoreh yang terdiri dari Kecamatan Kokap; 

Girimulyo; Samigaluh; Kalibawang; dan sebagian Kecamatan Pengasih dengan 

topografi berlereng dan berbukit mengakibatkan munculnya ancaman tanah longsor 

dan banjir bandang di musim penghujan; kekeringan di musim kemarau; di musim 

pancaroba seringkali terjadi bencana cuaca ekstrim. Untuk ancaman tanah longsor 

dapat dilihat di peta berikut. 

 

Sumber BPBD Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Gambar 2.5  

Peta ancaman Tanah Longsor Kabupaten Kulon Progo 
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Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2012 

Gambar 2.6  

Peta Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Kulon Progo 

 

Topografi dataran rendah dengan ketinggian antara 100 – 500 meter dari 

permukaan air laut yang meliputi Kecamatan Nanggulan; Sentolo; sebagian Pengasih; 

Lendah; sebagian besar Wates dengan ketinggian 2–15%, yang merupakan peralihan 

dataran rendah dan perbukitan memiliki ancaman bencana yang relatif kecil. Ancaman 

bencana yang mengancam adalah kebakaran pemukiman; banjir; cuaca ekstrim; 

kekeringan; gempa bumi dengan ancaman yang kecil 

Wilayah Pesisir yang berbatasan dengan Samudera Hindia merupakan dataran 

rendah dengan ketinggian 0–100 meter dari permukaan air laut, meliputi Kecamatan 

Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Galur, dan sebagian 

Kecamatan Lendah. Berdasarkan kemiringan lahan, memiliki lereng 0–2%, merupakan 

wilayah pantai dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 24,8 km. kawasan ini 

memiliki ancaman bencana banjir; tsunami; cuaca ekstrim. 
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Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2012 

Gambar 2.7  

Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Kulon Progo 

 

Selain ancaman bencana kawasan; ada ancaman bencana yang bisa terjadi 

tanpa mengenal kawasan seperti kebakaran pemukiman, hutan dan lahan; gempa 

bumi; wabah penyakit; cuaca ekstrim; dan Letusan Gunung berapi. Walaupun 

Kabupaten Kulon Progo tidak memiliki Gunung Berapi, tetapi apabila Gunung Merapi 

meletus menyebabkan gangguan penghidupan dan kehidupan masyarakat. 

Dengan kondisi topografi dan geografi, hampir dipastikan tidak ada daerah yang 

benar-benar aman dari ancaman bencana. Sehingga kejadian bencana di Kulon Progo 

hampir dipastikan selalu terjadi tiap tahun. Hal itu disebabkan banyaknya penduduk 

Kulon Progo yang tinggal di daerah rawan bencana. Ada kawasan  yang memiliki satu 

ancaman bencana, namun lebih banyak daerah yang memiliki multi ancaman bencana. 

Untuk informasi lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel  2.16  

Jumlah Penduduk Yang Tinggal Di Daerah Rawan Bencana Tahun 2017 

No Kecamatan 
Jumlah 

Penduduk 

Penduduk Yang Tinggal Di Wilayah Ancaman Bencana 

Longsor Banjir Kekeringan Gempa Tsunami 
Cuaca 

Ekstrim 

1 GALUR 32,971 989 23,360 1,649 23,080 20,549 21,431 

2 GIRIMULYO 25,206 19,862 6,558 14,647 6,302 0 12,603 

3 KALIBAWANG 31,041 20,860 7,754 18,282 9,312 0 17,073 

4 KOKAP 36,581 25,048 9,590 13,498 9,145 0 14,632 

5 NANGGULAN 30,739 8,745 19,652 7,149 18,443 0 21,517 

6 LENDAH 40,339 12,191 5,915 5,082 16,522 0 22,718 

7 PANJATAN 37,421 3,618 21,945 3,333 19,485 12,331 23,382 

8 PENGASIH 51,496 17,147 18,009 13,027 20,598 0 20,598 

9 SAMIGALUH 28,814 23,336 3,419 17,179 7,204 0 8,644 

10 SENTOLO 50,217 12,942 8,262 7,689 28,201 0 22,598 

11 TEMON 15,411 1,573 21,104 2,037 15,315 7,189 14,551 

12 WATES 49,214 6,844 30,294 4,726 14,764 1,867 19,686 

  TOTAL 429,450 153,155 175,863 108,298 188,371 41,935 219,433 

Sumber data : BPBD Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Bencana yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2016 lebih banyak 

didominasi oleh bencana hidrometreologi daripada bencana geologi. Bencana 

hidrometrologi seperti Tanah longsor sebanyak 340 kali disusul banjir sebanyak 150 

kali; cuaca ekstrim; gelombang ekstrim; kebakaran hutan dan lahan; kekeringan. 

Sedangkan kelompok bencana geologi adalah gempa bumi; letusan gunung berapi 

terjadi dengan probabilitas yang rendah. Untuk informasi kejadian bencana di 

kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel  2.17  

Kejadian Bencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 

Sumber : BPBD Kabupaten Kulon Progo 2017 

 

Kabupaten Kulon Progo adalah daerah rawan bencana. Longsor adalah bencana 

yang intensitasnya paling tinggi. Ancaman longsor ada di kawasan perbukitan menoreh 

yang meliputi Kecamatan Samigaluh, Girimulyo, Kokap, Kalibawang dan sebagian 

Kecamatan Pengasih. Untuk meminimalkan resiko Bencana Longsor Pemerintah 

daerah Kulon Progo telah melakukan upaya mitigasi struktural dan mitigasi non 

struktural. Mitigasi struktural  untuk penanganan longsor berupa intervensi 

Pengurangan resiko bencana di bidang pembangunan Infrastruktur yang berorientasi 

Pengurangan Resiko bencana; Pemasangan EWS; dll,  mitigasi non struktural 

dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dengan peningkatan 

pengetahuan dan pemahaman; kajian-kajian; regulasi di level desa; pembuatan   SOP, 

dan simulasi/gladi. Upaya mitigasi non struktural terangkum dalam satu kegiatan yang 

bernama “Desa Tangguh Bencana”.  

Selain ancaman longsor, perbukitan Menoreh di musim kemarau juga memiliki 

ancaman kekeringan. Jumlah kejadian kekeringan dari tahun ke tahun mengalami 

penurunan karena sudah ada beberapa tindakan pengurangan resiko bencana yang 

cukup komprehensif dari berbagai pihak. Mulai dari upaya (edukasi) pelestarian 

sumber mata air yang digagas masyarakat; PAMSIMAS; PAM DESA; PAM Mandiri 

Masyarakat;  penambahan jaringan Air bersih oleh PDAM Tirta Binangun Kulon Progo; 
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1 Galur 
  

1 
  

3 1 
       

1 6 

2 Girimulyo 
   

128 
  

11 
        

139 

3 Kalibawang 
   

15 
  

18 
       

3 36 

4 Kokap 
   

57 
  

7 
       

1 65 

5 Lendah 
  

31 3 
  

7 
        

41 

6 Nanggulan 
   

9 
  

21 
       

1 31 

7 Panjatan 
  

21 0 
 

4 3 
       

1 29 

8 Pengasih 
  

6 22 
  

9 
       

2 39 

9 Samigaluh 
   

93 
  

5 
       

4 102 

10 Sentolo 
  

30 2 
  

5 
       

1 38 

11 Temon 
  

27 3 
 

5 2 
       

1 38 

12  Wates  
  

38 8 
  

2 
    

1 2 
 

2 53 

  TOTAL  
  

154 340 
 

12 91 
    

1 2 
 

17 617 
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namun untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, dilakukan droping air bersih untuk 

warga yang membutuhkan air bersih dan belum terjangkau pelayanan air bersih. 

Daerah dataran rendah- pantai yang terdiri dari kecamatan Galur; Panjatan; 

Wates; dan Kecamatan Temon adalah daerah yang memiliki ancaman banjir dan 

potensi tsunami. Banjir hampir terjadi di musim penghujan mengakibatkan kerugian di 

semua sektor, terutama sektor jasa, pertanian, dan perikanan. Banjir terjadi karena 

limpasan air hujan yang berada di bentang topografi yang relatif rendah terhambat 

mengalir ke pantai akibat drainase/sungai tidak berfungsi optimal. Upaya pengurangan 

resiko bencana adalah normalisasi drainase/sungai; peningkatan pengetahuan dan 

pemahaman masyarakat untuk hidup harmoni dengan alam.  

Tsunami adalah ancaman dengan probabilitas relatif rendah tetapi berdampak 

sangat tinggi terhadap penghidupan dan kehidupan masayarakat. Tsunami di Kulon 

Progo oleh BMKG (2017) diproyeksikan tinggi 8 meter dengan prakiraan waktu 

kedatangan 35 menit setelah gempa. Daerah yang terlanda tsunami adalah daerah 

pantai sepanjang Banaran – Jangkaran dimana kedepannya dilaksanakan 

pembangunan project-project strategis yang akan meningkatkan resiko. Untuk 

meminimalkan resiko Tsunami. Di wilayah selatan sudah menginisiasi pembentukan 

desa tangguh bencana yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bekerjasama dengan 

berbagai pihak juga telah menyediakan layanan peringatan dini tsunami sejumlah 8 

unit yang selalu diujicoba setiap jam 10.00 WIB pada tanggal 26 setiap bulannya dan 

berupaya ditambah jumlahnya. Pemerintah juga sudah menyusun dan 

mensosialisasikan SOP dan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi tingkat kabupaten 

untuk kemudian di breakdown di level desa; pemerintah juga sudah menyusun rencana 

kontigensi yang diuji dengan simulasi tsunami yang melibatkan berbagai pihak.  

Melihat Kulon Progo dengan berbagai pembangunan project strategisnya apabila 

tidak dikelola dengan baik akan meningkatkan resiko bencana di kemudian hari. Masih 

ada ancaman bencana kebakaran; cuaca ekstrim; epidemi; kegagalan tekhnologi; 

banjir bandang; dan dampak letusan gunung berapi yang harus dikurangi resikonya 

dengan mengintegrasikan pengurangan resiko bencana dalam perencanaan 

pembangunan agar hasil pembangunan tangguh terhadap bencana. 

 

 

 

 



RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017-2022 

 

II - 28 

 

Tabel  2.18  

Desa Tangguh Bencana per Kecamatan 

  Sumber : BPBD Kabupaten Kulon Progo 2017 

 

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah 

Berdasarkan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten 

Kulon Progo dibagi menjadi 2 fungsi kawasan yaitu kawasan lindung dan kawasan 

budidaya (lihat Gambar 2.5). Dalam kawasan budidaya dapat dikembangkan dan 

dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan. Kesesuaian kawasan untuk kegiatan 

budidaya, selain berdasar atas perhitungan skor kesesuaian lahan, secara lebih rinci 

juga dilakukan identifikasi faktor-faktor fisik kawasan untuk kesesuaian fungsi 

kegiatan tertentu. Bentang alam Kabupaten Kulon Progo merupakan areal pedataran, 

perbukitan, dan pegunungan dengan lerengan beragam mulai 0-70%. Kelerengan 

lahan wilayah ini diklasifikasikan menjadi 5 kelas, seperti pada tabel berikut ini. 

 

Tabel  2.19  

Kelerengan Lahan Wilayah 

Kelas 
Lereng 

Sudut 
Lereng 

Klasifikasi Kesesuaian Penggunaan 

1 0 – 5% Datar Tanaman/ Pertanian Lahan Basah 

2 5 – 15% Landai Pertanian Lahan Kering 

3 15 – 25% Agak Curam 
Tanaman Keras Tahunan, Baik Sebagai Tanaman 
Produksi Maupun Sebagai Buffer 

4 25 – 40% Curam Tanaman Keras Tahunan Terutama Sebagai Buffer 

5 >40% Sangat Curam Kawasan Lindung 

Sumber: SK Menteri Pertanian No. 837/KPTS/UM/11/1980, Kementerian Pertanian RI, 1980 

NO KECAMATAN 
JUMLAH 

DESA/ 
KELURAHAN 

JUMLAH 
DESA 

TANGGUH 

RINCIAN DESA TANGGUH 

UTAMA MADYA PRATAMA 

1 GALUR 7 2 
  

2 

2 GIRIMULYO 4 4 
 

2 2 

3 KALIBAWANG 4 4 
 

1 3 

4 KOKAP 5 5 
 

1 4 

5 NANGGULAN 6 0 
   

6 LENDAH 6 0 
   

7 PANJATAN 11 1 
  

1 

8 PENGASIH 7 2 
 

1 1 

9 SAMIGALUH 7 7 
  

7 

10 SENTOLO 8 2 
  

2 

11 TEMON 15 2 1 
 

1 

12 WATES 8 1 1 
  

  TOTAL 88 30 2 5 23 
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1) Kawasan peruntukan hutan produksi; 

Kawasan peruntukan hutan produksi di Kabupaten Kulon Progo berupa hutan 

produksi terbatas. Kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan yang 

digunakan untuk kegiatan budidaya hasil-hasil hutan secara terbatas dengan tetap 

memperhatikan fungsinya sebagai hutan untuk melindungi kawasan di bawahnya. 

2) Kawasan peruntukan hutan rakyat; 

Hutan rakyat merupakan hutan yang dikelola masyarakat dan bertempat di lahan 

milik masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka wilayah ditetapkan 

menjadi sentra bagi pengembangan hutan rakyat yang dapat dikonversi adalah di 

Kecamatan Temon seluas 794,25 ha, Kecamatan Wates seluas 184 ha, Kecamatan 

Panjatan seluas 651 ha, Kecamatan Galur seluas 291 ha, Kecamatan Lendah seluas 

572 ha, Kecamatan Sentolo seluas 937 ha, Kecamatan Pengasih seluas 1.389 ha, 

Kecamatan Kokap seluas 4.247 ha, Kecamatan Nanggulan seluas 435 ha, 

Kecamatan Girimulyo seluas 3.095,50 ha, Kecamatan Samigaluh seluas 3.675 ha, 

dan Kecamatan Kalibawang seluas 1.855,37 ha. 

3) Kawasan peruntukan pertanian; 

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas kawasan peruntukan pertanian 

tanaman pangan, kawasan peruntukan pertanian hortikultura, kawasan perkebunan, 

dan kawasan peternakan.  

a. Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan 

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan terdiri atas pertanian lahan 

basah dan pertanian lahan kering. Kawasan pertanian lahan basah merupakan 

kawasan pertanian yang tersedia air secara terus menerus sepanjang tahun dan 

cocok untuk komoditas tanaman padi dengan ciri pengolahan tanah sawah.  

Persebaran pertanian lahan basah meliputi sebagian wilayah Kecamatan 

Temon, Wates, Panjatan, Galur, Lendah, Sentolo, Pengasih, Girimulyo, 

Nanggulan, Kalibawang, dan Samigaluh seluas kurang lebih 10.622 Ha. Kawasan 

peruntukan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 29.328 (dua puluh 

sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan) hektare tersebar di seluruh 

kecamatan 

b. Kawasan Peruntukan Pertanian Hortikultura 

Kawasan peruntukan pertanian hortikultura ditetapkan pengelolaannya untuk 

kegiatan pertanian lahan kering dalam meningkatkan produksi pangan dengan 

tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Lokasi kawasan peruntukan 

pertanian hortikultura tersebar di seluruh kecamatan 



RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017-2022 

 

II - 30 

 

c. Kawasan Peruntukan Perkebunan 

Kawasan perkebunan adalah kawasan pertanian yang sesuai untuk 

komoditas tanaman tahunan dengan memperhatikan asas-asas konservasi 

dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan 

perkebunan dalam meningkatkan produksi perkebunan dengan tetap 

memperhatikan kelestarian lingkungan.  

Kawasan atau lokasi perkebunan tersebar di seluruh wilayah di Kabupaten 

Kulon Progo dan tidak diatur berdasarkan komoditi tertentu namun disesuaikan 

dengan potensi/kesesuaian lahan, terdiri atas komoditas kakao, kopi, kelapa, 

cengkeh, tembakau, nilam, lada, teh, gebang, jambu meter. 

Selain itu juga ditetapkan kawasan agropolitan yang meliputi pengembangan 

kawasan agropolitan Kalibawang, dengan DPP di Desa Banjararum dan 

pengembangan kawasan agropolitan Temon, dengan DPP di Desa Jangkaran. 

d. Kawasan Peternakan 

Kawasan peternakan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi peternakan 

besar kecil dan unggas. Kawasan ini merupakan kawasan padang rumput atau 

semak belukar cukup luas (minimum dua hektare) yang diperuntukkan bagi 

melepaskan dan sekaligus memelihara ternak. Lokasi untuk kawasan peternakan 

diutamakan pada tanah yang tidak produktif dan terpisah dari lahan pertanian 

penduduk sekitarnya.  

Lokasi kawasan peternakan baik ternak besar (komoditas sapi, kuda, dan 

kerbau), ternak kecil (komoditas kambing, domba, babi, dan kelinci) dan unggas 

(komoditas ayam, itik, dan puyuh) tersebar di seluruh kecamatan 

4) Kawasan peruntukan perikanan; 

Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang difungsikan untuk 

kegiatan perikanan baik darat maupun laut dan segala kegiatan penunjangnya 

dengan tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan potensi lahan untuk perikanan 

dalam meningkatkan produksi perikanan dengan tetap memperhatikan kelestarian 

lingkungan.  

Lokasi pengembangan kawasan perikanan: 

1) Kawasan peruntukan perikanan tangkap 

      Kawasan peruntukan perikanan tangkap (laut) di Kecamatan Temon, Kecamatan 

Wates, Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Galur  (sepanjang 24,9 kilometer 

pantai Selatan hingga 4 mil ke Samudera Hindia). 
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2) Kawasan peruntukan perikanan budidaya 

 Budidaya perikanan darat yang tersebar di seluruh kecamatan. 

 Budidaya perikanan air payau (tambak) di Kecamatan Galur, Wates, dan 

Temon. 

3) Kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. 

 Industri pengolahan tepung ikan di Desa Glagah Kecamatan Temon; 

 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) meliputi: 

- TPI di pelabuhan pendaratan ikan Tanjung Adikarta Desa Karangwuni 

Kecamatan Wates;  

- TPI Congot di Desa Jangkaran Kecamatan Temon; 

- TPI Bugel di Kecamatan Panjatan; dan 

- TPI Trisik di Kecamatan Galur. 

 Pasar induk perikanan di sekitar Kompleks Perdagangan Gawok Kecamatan 

Wates. 

 Dermaga pelabuhan ikan di Desa Karangwuni Kecamatan Wates dan 

sebagian Desa Glagah Kecamatan Temon dengan luas 83 Ha 

Berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 

Nomor: 32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan maka Kabupaten 

Kulon Progo ditetapkan sebagai salah satu kabupaten sebagai Kawasan Minapolitan 

seluas kurang lebih 7.160 hektare, dengan lokasi di Kecamatan Wates dan 

Kecamatan Nanggulan. 

5) Kawasan peruntukan pertambangan; 

Kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Kulon Progo termasuk 

dalam pertambangan mineral dan batubara, yang terdiri atas kawasan peruntukan 

pertambangan mineral (logam dan non logam) dan batubara, serta kawasan 

peruntukan pertambangan panas bumi, minyak dan gas bumi. Arahan 

pengembangan kawasan peruntukan pertambangan terutama bahan galian pasir 

besi di sepanjang pantai Kabupaten Kulon Progo.  

Pembagian (deliniasi) lokasi kawasan potensi tambang (Kawasan Peruntukan 

Pertambangan) atau Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) secara fungsional dan 

spasial dapat dilihat dalam Peta Kawasan Peruntukan Pertambangan 

6) Kawasan peruntukan industri; 

Kawasan ini merupakan kawasan yang diutamakan untuk menampung kegiatan 

industri yang pematangan tanah dan penyediaan sarana sepenuhnya dilakukan oleh 

pengusaha kawasan industri. 
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a. Industri Besar 

 Kawasan peruntukan Industri besar di Kabupaten Kulon Progo direncanakan 

dengan lokasi meliputi: 

1) Kawasan Industri Sentolo dengan luas kurang lebih 4.796 Ha di Kecamatan 

Sentolo dan Kecamatan Lendah. 

2) Kawasan Industri Temon di Kecamatan Temon berupa industri bahari dengan 

luas kurang lebih 500 Ha. 

3) Kawasan peruntukan industri yang berada di Kecamatan Nanggulan dengan 

luas 700 Ha 

b. Industri Kecil dan Mikro, tersebar diseluruh kecamatan 

7) Kawasan peruntukan pariwisata 

Pengembangan kawasan peruntukan wisata meliputi : 

a. Pariwisata Alam 

Pengembangan Kawasan meliputi: 

a) Puncak Suroloyo berada di Kecamatan Samigaluh; 

b) Goa Kiskendo berada di Kecamatan Girimulyo; 

c) Gunung Kuncir berada di Kecamatan Nanggulan; 

d) Gunung Kelir berada di Kecamatan Girimulyo; 

e) Goa Sumitro berada di Kecamatan Girimulyo; 

f) Goa Sriti berada di Kecamatan Samigaluh;  

g) Goa Lanang Wedok berada di Kecamatan Pengasih; 

h) Goa Kebon berada di Kecamatan Panjatan; 

i) Gunung Lanang berada di Kecamatan Temon; 

j) Goa Banyu Sumurup di Kecamatan Samigaluh; dan 

k) Arung Jeram di Sungai Progo 

b. Peruntukan Pariwisata Budaya 

Pengembangan pariwisata budaya meliputi : 

a) Makam Nyi Ageng Serang berada di Kecamatan Kalibawang; 

b) Goa Maria Sendangsono berada di Kecamatan Kalibawang; 

c) Monumen Nyi Ageng Serang berada di Kecamatan Wates; 

d) Makam Keluarga Pakualaman Girigondo berada di Kecamatan Temon; 

e) Petilasan Linggo Manik berada di Kecamatan Samigaluh; 

f) Petilasan Ki Jaragil berada di Kecamatan Samigaluh 

g) Makam Pangeran Aris Langu berada di Kecamatan Kalibawang; 

h) Makam Kyai Krapyak berada di Kecamatan Kalibawang; 

i) Petilasan Demang Abang berada di Kecamatan Kalibawang; dan 
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j) Makam Kyai Paku Jati berada di Kecamatan Pengasih 

c. Kawasan Peruntukan Pariwisata Buatan 

Kawasan peruntukan pariwisata buatan meliputi: 

a) Waduk Sermo berada di Kecamatan Kokap; 

b) Pemandian Clereng berada di Kecamatan Pengasih; 

c) Taman Wisata Ancol berada di Kecamatan Kalibawang;  

d) Jembatan Bantar berada di Kecamatan Sentolo; 

e) Jembatan Duwet berada di Kecamatan Kalibawang; 

f) Wisata agro meliputi: Kecamatan Temon; Kecamatan Galur; Kecamatan 

Panjatan; Kecamatan Kokap; Kecamatan Kalibawang; dan Kecamatan 

Samigaluh. 

g) Wisata desa kerajinan  

Kawasan pengembangan pariwisata desa kerajinan dan budaya adalah kawasan 

yang diperuntukkan bagi pengembangan pariwisata desa kerajinan dan budaya dengan 

mendayagunakan kerajinan dan budaya berdasarkan sosio kultural masyarakat. Lokasi 

kawasan tersebut meliputi: Kecamatan Galur; Kecamatan Lendah; Kecamatan Nanggulan; 

Kecamatan Kalibawang; dan Kecamatan Sentolo. 

               

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2012 

Gambar 2.8  

Peta Kawasan Budidaya Kabupaten Kulon Progo 
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2.1.3 Demografi 

2.1.3.1 Komposisi dan Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 berjumlah 437.441 jiwa terdiri 

dari laki-laki 216.902 jiwa dan perempuan 220.539 jiwa dengan jumlah rumah tangga 

146.414 rumah tangga. Adapun pertumbuhan penduduk mengalami fluktuasi pada kurun 

empat tahun terakhir yaitu naik sebesar 1,18% pada tahun 2012, tahun 2013 mengalami 

penurunan sebesar 13,14%, tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 0,30%, tahun 2015 

mengalami kenaikan sebesar 4,44% dan tahun 2016 mengalami kenaikan 0.30%. Demikian 

juga jumlah keluarga mengalami kenaikan dari sebanyak 144.578 pada tahun 2012 pada 

tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 135.155 pada tahun 2014 mengalami kenaikan 

menjadi 138,984, pada tahun 2015 sebesar 145.152. dan pada tahun 2016 mengalami 

kenaikan menjadi 146.414.. Pertumbuhan penduduk mengalami fluktuasi  disebabkan 

karena adanya kelahiran, kematian dan pindah datang penduduk. 

Peningkatan jumlah penduduk dan jumlah keluarga merupakan hasil validasi 

kependudukan yang memperhitungkan penghapusan penduduk yang sudah tidak berdomisili 

di Kulon Progo, maupun pemisahan keluarga bagi anggota keluarga yang sudah 

berkeluarga. Secara rinci perkembangan penduduk disajikan pada tabel berikut ini. 

 

Tabel  2.20  

Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan 

Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Kulon Progo 

No. Tahun 
Penduduk Jumlah 

Kepala 
Keluarga Laki-laki Perempuan Jumlah Pertumbuhan 

1. 2012 236.064 243.125 479.189 1,18% 144,578 

2. 2013 206.546 209.663 416.209 -13,14% 135,155 

3. 2014 206.494 210.979 417.473 0,30% 138.984 

4. 2015 216.651 219.472 436.123 4,44% 145.152 

5. 2016 216.902 220.539 437.441 0,30% 146.414 

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Menurut komposisi umur diketahui pada tahun 2016 jumlah penduduk berusia 0-4 

tahun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 dari sejumlah 28.073 menjadi 25.908. 

Jumlah penduduk usia produktif (15-59 tahun) mengalami kenaikan pada tahun 2011 

sebesar 325.545 pada tahun 2012 sebesar 329.123 dan pada tahun 2013 jumlah penduduk 

usia produktif mengalami penurunan menjadi 276.990, pada tahun 2014 mengalami 

kenaikan menjadi 278.843, tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 271.140. Sedangkan 

pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 271.255. Terjadinya kenaikan dan penurunan 
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disebabkan karena adanya kelahiran, kematian dan pindah datang penduduk. Secara rinci 

jumlah penduduk menurut batasan umur disajikan pada tabel berikut. 

 

Tabel  2.21  

Jumlah Penduduk Menurut Batasan Umur di Kabupaten Kulon Progo 

No. Kelompok Umur 

Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

1. 0 – 4 30.89 29.245 27.039 28.073 25.908 

2. 5 – 9 31.49 30.208 29.480 32.165 30.965 

3. 10 – 14 32.509 30.866 29.481 31.048 29.489 

4. 15 – 19 33.769 29.751 28.952 32.468 31.273 

5. 20 – 24 32.045 27.850 29.097 30.263 31.137 

6. 25 – 29 36.021 26.998 26.659 27.282 27.358 

7. 30 – 34 41.204 30.330 30.069 31.465 30.725 

8. 35 – 39 38.670 29.637 30.203 31.354 31.216 

9. 40 – 44 38.378 30.378 29.018 30.573 30.454 

10. 45 – 49 35.165 31.401 32.024 32.182 32.071 

11. 50 – 54 30.758 28.671 28.424 29.164 29.873 

12. 55 – 59 24.105 23.758 24.967 26.389 27.148 

13. 60 – 64 19.008 18.216 19.430 20.212 21.275 

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, pada tahun 2016 jumlah 

penduduk perempuan Kulon Progo sebesar 50,4% lebih banyak dibandingkan jumlah 

penduduk laki-laki yaitu sebesar 49,6%. Kondisi ini tidak banyak mengalami perubahan 

dibandingkan tahun 2015. Hal ini terlihat dari besarnya sex ratio di Kabupaten Kulon Progo 

sebesar 98,71%. Sex ratio pada tahun 2016 sebesar 98,35% yang berarti terdapat sekitar 98 

penduduk laki-laki dalam setiap 100 penduduk perempuan. Secara rinci jumlah penduduk 

menurut sex ratio disajikan pada tabel berikut. 

 

Tabel  2.22  

Data Sex Ratio Kabupaten Kulon Progo Keadaan per 31 Desember 2016 

Tahun Laki-Laki (orang) Perempuan (orang) Jumlah (orang) Sex Ratio 

2012 236,064 243,125 479,189 97.10% 

2013 206,546 209,663 416,209 98.51% 

2014 206,494 210,979 417,473 97.87% 

2015 216.651 219.472 436.123 98,71% 

2016 216.902 220.539 437.441 98,35% 

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2017 
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2.1.3.2 Distribusi dan kepadatan penduduk 

Apabila dilihat dari distribusi penduduk, jumlah penduduk tertinggi berada di 

Kecamatan Pengasih, Sentolo, dan Wates. Selanjutnya untuk kepadatan penduduk 

kabupaten pada Tahun 2016 dengan rata-rata kepadatan penduduk 759.55 jiwa/km2. 

Kecamatan Wates merupakan kecamatan dengan kepadatan tertinggi sebesar 1,537 

jiwa/km2, 3,71 kali lebih padat dibanding Kecamatan Samigaluh yang memiliki kepadatan 

terendah 414.79 jiwa/km2. Hal ini disebabkan karena Kecamatan Wates merupakan pusat 

kegiatan dan pelayanan, namun memiliki luas wilayah terkecil di Kabupaten Kulon Progo. 

Kecamatan Lendah dan Galur meskipun dari sisi jumlah penduduknya tidak sebanyak 

Kecamatan Sentolo dan Pengasih, namun kepadatan penduduknya lebih tinggi. Kecamatan 

dengan kepadatan penduduk tinggi di Kabupaten Kulon Progo sejak Tahun 2012 sampai 

dengan 2016  yaitu: Kecamatan Wates, Lendah dan Galur. 

 

Tabel  2.23  

Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2012 - 2016 

NO Kecamatan 2012 2013 2014 2015 2016 Pertumbuhan 

1 TEMON 33,203 26,779 26,358 28,511 29,033 -1.97 

2 WATES  53,504 45,441 45,637 47,620 49,184 -1.12 

3 PANJATAN 42,588 36,223 35,983 38,110 39,003 -1.15 

4 GALUR 35,087 31,333 31,533 32,457 32,930 -0.90 

5 LENDAH 42,299 38,587 39,324 40,461 41,180 -0.16 

6 SENTOLO 51,661 46,761 46,981 48,856 50,224 -0.09 

7 PENGASIH 54,422 48,003 48,227 50,252 51,460 -0.66 

8 KOKAP 39,640 34,089 34,226 35,916 36,539 -1.27 

9 GIRIMULYO 27,288 23,618 23,835 24,726 25,216 -1.18 

10 NANGGULAN 32,116 29,066 29,332 30,190 30,706 -0.70 

11 SAMIGALUH 31,815 27,171 27,127 28,449 28,741 -1.60 

12 KALIBAWANG 35,566 29,138 28,910 30,575 31,077 -2.15 

Jumlah 479,189 416,209 417,473 436,123 445,293 -1.02 

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Tabel  2.24  

Kepadatan Penduduk Dirinci Per Kecamatan Tahun 2012 - 2016 

NO KECAMATAN 
Luas 

Wilayah 
(Km²) 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 TEMON 36.30 914.68 737.71 726.12 785.43 799.81 

2 WATES  32.00 1,672.00 1,420.03 1,426.16 1,488.13 1,537.00 

3 PANJATAN 44.59 955.10 812.36 806.97 854.68 874.70 

4 GALUR 32.91 1,066.15 952.08 958.16 986.24 1,000.61 

5 LENDAH 35.59 1,188.51 1,084.21 1,104.92 1,136.86 1,157.07 
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NO KECAMATAN 
Luas 

Wilayah 
(Km²) 

2012 2013 2014 2015 2016 

6 SENTOLO 52.65 981.22 888.15 892.33 927.94 953.92 

7 PENGASIH 61.66 882.61 778.51 782.14 814.99 834.58 

8 KOKAP 73.80 537.13 461.91 463.77 486.67 495.11 

9 GIRIMULYO 54.90 497.05 430.20 434.15 450.38 459.31 

10 NANGGULAN 39.61 810.81 733.80 740.52 762.18 775.21 

11 SAMIGALUH 69.29 459.16 392.13 391.50 410.58 414.79 

12 KALIBAWANG 52.96 671.56 550.19 545.88 577.32 586.80 

Jumlah 586.26 817.37 709.94 712.10 743.91 759.55 

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

 

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

2.2.1 Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi 

1. Pertumbuhan PDRB 

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo senantiasa memerlukan 

data-data dan informasi untuk mengambil kebijakan ekonomi daerah. Hal tersebut diperlukan 

untuk menentukan strategi dan kebijakan pembangunan, agar prioritas dan sasaran 

pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Oleh karena itu maka diperlukan data-data dan 

informasi di masa yang telah lalu untuk mendapatkan gambaran pada masa lalu dan masa 

kini, serta untuk menentukan sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa mendatang.  

Disamping diperlukan data-data dan informasi yang akurat, saat ini tranformasi terus 

terjadi di segala bidang dan hal tersebut berpengaruh pada ranah birokrasi. Berkaitan 

dengan hal tersebut, salah satu tantangan yang harus dihadapi di masa yang akan datang 

adalah VUCA world. 

VUCA atau Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity merupakan gambaran 

situasi pada saat ini. Volatility merupakan gambaran perubahan yang sangat cepat, 

Uncertainty adalah kesulitan bagi kita untuk memprediksi kejadian atau peristiwa yang akan 

terjadi di masa depan, Complexity menyiratkan bauran antara isu 

dengan ketidakpastian yang terjadi semakin beraneka ragam, sementara Ambiguity adalah 

kaburnya antara realitas dengan makna-makna bauran dari berbagai kondisi yang ada. 

Pada akhirnya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus siap menghadapi VUCA 

World tersebut. Karena hanya institusi yang siap dan kuat saja yang bisa bertahan dan 

mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk bersaing menghadapi era global. Dan perlu 

disadari bahwa sejak 2010, ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) sudah dimulai. 

Sedangkan pada tahun 2015, Indonesia mulai bersaing dalam AEC (ASEAN Economy 
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Community) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dengan AEC, ASEAN akan menjadi pasar 

tunggal dan basis produksi internasional. Baik barang, jasa, investasi dan tenaga kerja bisa 

bebas masuk ke seluruh negara-negara ASEAN. Dengan demikian Kabupaten Kulon Progo, 

dengan telah dimulainya pembangunan New Yogyakarta International Airport harus siap 

mengambil peranan yang lebih besar untuk menjadi basis pembangunan ekonomi 

khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Indonesia pada umumnya untuk mensikapi 

pasar bebas ASEAN. Oleh karena itu Kabupaten Kulon Progo harus siap untuk menjalin 

kerjasama Internasional. 

Seiring dengan isu strategis diatas, perlu dilihat perkembangan kinerja ekonomi 

Kabupaten Kulon Progo. Apabila dilihat dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) 

selama kurun waktu 5 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan (lihat Tabel 2.25), pada 

tahun 2016 mencapai 8,3 triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2015 7.6 triliun,  tahun 2014 

mencapai 7.03 triliun rupiah, tahun 2013 mencapai 6.49 triliun rupiah, tahun 2012 sebesar 

5.92 triliun rupiah.  

Nilai PDRB yang selalu mengalami kenaikan tersebut mengindikasikan selalu terjadi 

pertumbuhan positif PDRB Kabupaten Kulon Progo.  Hal tersebut sejalan dengan 

keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo yang banyak dirasakan 

kemanfaatannya oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. 

  

Tabel  2.25  

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku 
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 (dalam Milyar Rupiah) 

Kategori Uraian 2012 2013 2014 2015* 2016** 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A 
Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 

1,255.68 1,373.62 1,442.66 1,566.77 1,658.81 

  
1 Pertanian, Peternakan, 

Perburuan dan Jasa 
Pertanian 

997.97 1,101.14 1,150.87 1,244.93 1,322.99 

    a. Tanaman Pangan 292.98 295.97 299.78 346.21 368.83 

    b. Tanaman Holtikultura 279.26 339.15 335.24 353.09 368.52 

    c. Tanaman Perkebunan 128.76 142.45 156.70 154.20 172.02 

    d. Peternakan 275.01 300.35 332.45 363.69 384.30 

  
  e. Jasa Pertanian dan 

Perburuan 
21.96 23.22 26.70 27.74 29.32 

  
2 Kehutanan dan Penebangan 

Kayu 
196.04 202.14 212.59 233.68 243.72 

  3 Perikanan  61.67 70.34 79.20 88.16 92.10 

B Pertambangan dan Penggalian  93.04 98.94 101.82 109.89 115.60 

  
1 Pertambangan minyak, Gas, 

dan Panas Bumi 
- - - - - 
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Kategori Uraian 2012 2013 2014 2015* 2016** 

  
2 Pertambangan Batubara 

dan Lignit 
- - - - - 

  3 Pertambangan Bijih Logam - - - - - 

  
4 Pertambangan dan 

Penggalian Lainnya 
93.04 98.94 101.82 109.89 115.60 

C Industri Pengolahan 692.14 780.59 871.87 925.81 1,014.20 

  
1 Industri Batubara dan 

Pengilangan Migas 
- - - - - 

  
2 Industri Makanan dan 

Minuman  
528.26 601.20 689.09 733.11 805.17 

  3 Pengolahan Tembakau 54.51 61.38 57.29 57.17 60.02 

  
4 Industri Tekstil dan Pakaian 

Jadi 
26.24 29.84 32.85 35.45 38.36 

  
5 Industri Kulit, Barang dari 

Kulit dan Alas Kaki  
0.56 0.63 0.64 0.68 0.73 

  

6 Industri Kayu, Barang dari 
Kayu dan Gabus dan 
Barang Anyaman dari 
Bambu, Rotan dan 
Sejenisnya  

9.24 9.75 9.93 10.16 10.19 

  
7 Industri Kertas dan Barang 

dari Kertas, Percetakan dan 
Reproduksi Media Rekaman  

0.32 0.34 0.36 0.37 0.40 

  
8 Industri Kimia, Farmasi dan 

Obat Tradisional 
22.90 22.94 24.90 27.28 29.47 

  
9 Industri Karet, Barang dari 

Karet dan Plastik 
0.47 0.51 0.52 0.50 0.52 

  
10 Industri Barang Galian 

bukan Logam 
12.99 15.13 15.99 15.95 16.73 

  11 Industri Logam Dasar  - - - -   

  

12 Industri Barang dari Logam, 
Komputer, Barang 
Elektronik, Optik dan 
Peralatan Listrik 

0.53 0.55 0.59 0.59 0.63 

  
13 Industri Mesin dan 

Perlengkapan YTDL 
4.15 4.17 5.27 7.53 13.00 

  14 Industri Alat Angkutan - - - - - 

  15 Industri Furnitur 7.91 8.15 8.24 8.58 9.13 

  

16 Industri pengolahan lainnya, 
jasa reparasi dan 
pemasangan mesin dan 
peralatan 

24.06 26.00 - -   

D Pengadaan Listrik dan Gas 4.40 4.20 4.86 5.66 6.82 

  1 Ketenagalistrikan  4.36 4.16 4.82 5.62 6.78 

  
2  Pengadaan Gas dan 

Produksi Es 
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

E 
Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah, Limbah dan Daur 
Ulang 

8.34 9.01 10.01 10.52 11.20 

F Konstruksi 509.53 561.70 602.70 649.78 710.84 

G 
Perdagangan Besar dan 
Eceran; Reparasi Mobil dan 
Sepeda Motor 

788.52 843.41 928.41 1,008.69 1,131.57 

  
1 Perdagangan Mobil, Sepeda 

Motor dan Reparasinya 
33.15 37.42 42.42 46.42 50.70 

  
2 Perdagangan Besar dan 

Eceran, Bukan Mobil dan 
755.37 805.99 885.99 962.27 1,080.86 
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Kategori Uraian 2012 2013 2014 2015* 2016** 

Sepeda Motor 

H Transportasi dan Pergudangan  510.23 547.29 593.00 636.39 669.41 

  1 Angkutan Rel  2.49 2.72 3.52 4.23 4.69 

  2 Angkutan Darat 412.75 442.09 479.00 510.91 531.81 

  3 Angkutan Laut  - - - - - 

  
4 Angkutan Sungai Danau 

dan Penyeberangan 
- - - - - 

  5 Angkutan Udara - - - - - 

  
6 Pergudangan dan Jasa 

Penunjang Angkutan, Pos 
dan Kurir 

94.99 102.48 110.48 121.25 132.91 

I 
Penyediaan Akomodasi dan 
Makan Minum 

214.34 242.86 267.89 296.72 324.99 

  1 Penyediaan Akomodasi  0.24 0.28 0.31 0.36 0.40 

  2 Penyediaan Makan Minum 214.10 242.58 267.58 296.36 324.59 

J Informasi dan Komunikasi 323.84 342.99 364.48 382.52 413.77 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 161.62 205.58 229.41 255.82 271.63 

  1 Jasa Perantara Keuangan  144.30 186.78 208.46 233.28 247.38 

  2 Asuransi dan Dana Pensiun 5.89 6.12 6.93 7.41 7.91 

  3 Jasa Keuangan Lainnya 11.26 12.51 13.83 14.93 16.13 

  4 Jasa Penunjang Keuangan 0.17 0.17 0.19 0.20 0.21 

L Real Estate 199.34 213.83 233.58 256.04 281.44 

M,N Jasa Perusahaan 17.73 18.11 20.30 22.11 23.42 

O 
Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial 
Wajib 

483.95 548.40 615.52 684.13 760.65 

P Jasa Pendidikan 344.81 369.07 409.07 461.61 491.52 

Q 
Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial 

86.28 92.25 100.50 112.61 119.45 

R,S,T,U Jasa lainnya 222.82 237.74 260.50 286.47 307.11 

   PDRB 5,916.61 6,489.59 7,056.58 7,671.54 8,312.45 

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2017 
*angka sementara 
**angka sangat sementara 
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Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2017 (diolah) 

Gambar 2.9  

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku 
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 

 

Sementara itu PDRB berdasarkan harga konstan (penghitungan menggunakan tahun 

dasar 2010),  pada tahun tahun 2016 nilai PDRB mencapai sebesar 6,5 triliun rupiah, tahun 

2015 sebesar 6,28 triliun rupiah,  tahun 2014  sebesar 6,0 triliun rupiah, tahun 2013 sebesar 

5,74 triliun rupiah, dan tahun 2012 sebesar 5,47 triliun rupiah, seperti tersajikan dalam tabel 

sebagai berikut: 

Tabel  2.26  

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 (dalam Milyar Rupiah) 

Kategori Uraian 2012 2013 2014 2015* 2016** 

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 
1,104.31 1,131.37 1,120.16 1,138.92 1,158.71 

  
1 Pertanian, Peternakan, 

Perburuan dan Jasa 
Pertanian 

867.22 890.45 873.91 885.58 901.92 

    a. Tanaman Pangan 254.68 256.06 257.61 263.89 271.40 

    b. Tanaman Holtikultura 241.04 256.33 226.65 227.59 227.99 

    c. Tanaman Perkebunan 108.03 113.51 114.27 109.85 111.15 

    d. Peternakan 243.66 244.47 253.61 261.91 268.56 

  
  e. Jasa Pertanian dan 

Perburuan 
19.81 20.08 21.77 22.33 22.82 

  
2 Kehutanan dan 

Penebangan Kayu 
185.15 185.73 188.68 193.14 195.20 

  3 Perikanan  51.94 55.19 57.57 60.20 61.60 
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B Pertambangan dan Penggalian  86.18 90.14 91.49 91.99 93.58 

  
1 Pertambangan minyak, 

Gas, dan Panas Bumi 
- - - -   

  
2 Pertambangan Batubara 

dan Lignit 
- - - -   

  
3 Pertambangan Bijih 

Logam 
- - - -   

  
4 Pertambangan dan 

Penggalian Lainnya 
86.18 90.14 91.49 91.99 93.58 

C Industri Pengolahan 648.53 696.31 755.84 782.47 823.77 

  
1 Industri Batubara dan 

Pengilangan Migas 
- - - - - 

  
2 Industri Makanan dan 

Minuman  
499.63 543.29 608.87 631.88 664.97 

  3 Pengolahan Tembakau 44.50 44.28 35.34 34.42 34.92 

  
4 Industri Tekstil dan 

Pakaian Jadi 
22.81 23.84 25.52 26.81 28.04 

  
5 Industri Kulit, Barang dari 

Kulit dan Alas Kaki  
0.50 0.52 0.51 0.54 0.55 

  

6 Industri Kayu, Barang 
dari Kayu dan Gabus 
dan Barang Anyaman 
dari Bambu, Rotan dan 
Sejenisnya  

9.21 9.62 9.59 9.50 9.42 

  

7 Industri Kertas dan 
Barang dari Kertas, 
Percetakan dan 
Reproduksi Media 
Rekaman  

0.31 0.31 0.32 0.32 0.34 

  
8 Industri Kimia, Farmasi 

dan Obat Tradisional 
23.84 24.15 25.88 27.51 29.41 

  
9 Industri Karet, Barang 

dari Karet dan Plastik 
0.41 0.42 0.41 0.40 0.39 

  
10 Industri Barang Galian 

bukan Logam 
12.23 13.41 13.67 12.93 13.04 

 11 Industri Logam Dasar  - - - - - 

 

12 Industri Barang dari 
Logam, Komputer, 
Barang Elektronik, Optik 
dan Peralatan Listrik 

0.49 0.52 0.53 0.53 0.54 

 
13 Industri Mesin dan 

Perlengkapan YTDL 
3.78 3.64 4.52 6.41 10.60 

 14 Industri Alat Angkutan - - - - - 

 15 Industri Furnitur 7.78 7.81 7.71 7.64 8.12 

 

16 Industri pengolahan 
lainnya, jasa reparasi 
dan pemasangan mesin 
dan  
Peralatan 
 

23.04 24.50 22.97 23.59 23.43 

D Pengadaan Listrik dan Gas 5.37 5.71 6.03 6.21 7.10 

 1 Ketenagalistrikan  5.34 5.68 5.99 6.17 7.07 

 
2 Pengadaan Gas dan 

Produksi Es 
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

E 
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 

8.15 8.24 8.34 8.52 8.74 

F Konstruksi  464.30 483.86 508.86 530.76 565.13 
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Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2017 

*angka sementara 
**angka sangat sementara 

 

G 
Perdagangan Besar dan 
Eceran; Reparasi Mobil dan 
Sepeda Motor 

718.88 757.22 796.72 848.66 901.27 

  
1 Perdagangan Mobil, Sepeda 

Motor dan Reparasinya 
30.56 32.49 34.99 36.09 38.56 

  
2 Perdagangan Besar dan 

Eceran, Bukan Mobil dan 
Sepeda Motor 

688.32 724.73 761.73 812.57 862.71 

H Transportasi dan Pergudangan  486.87 502.39 512.69 531.19 545.33 

  1 Angkutan Rel  2.26 2.25 2.55 2.75 2.87 

  2 Angkutan Darat 401.53 411.84 416.84 430.05 438.14 

  3 Angkutan Laut  - - - - - 

  
4 Angkutan Sungai Danau 

dan Penyeberangan 
- - - - - 

  5 Angkutan Udara - - - - - 

  
6 Pergudangan dan Jasa 

Penunjang Angkutan, Pos 
dan Kurir 

83.08 88.30 93.30 98.40 104.32 

I 
Penyediaan Akomodasi dan 
Makan Minum 

194.96 209.35 219.37 231.15 244.86 

  1 Penyediaan Akomodasi  0.21 0.22 0.24 0.25 0.27 

  2 Penyediaan Makan Minum 194.75 209.13 219.13 230.90 244.59 

J Informasi dan Komunikasi 331.73 352.12 378.09 398.65 430.22 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 139.06 157.99 175.75 189.97 198.34 

  1 Jasa Perantara Keuangan  123.04 141.36 157.89 171.02 178.63 

  2 Asuransi dan Dana Pensiun 5.56 5.61 6.01 6.24 6.37 

  3 Jasa Keuangan Lainnya 10.31 10.87 11.69 12.55 13.17 

  4 Jasa Penunjang Keuangan 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 

L Real Estate 194.17 202.87 213.56 226.91 239.46 

M,N Jasa Perusahaan 17.62 18.33 19.56 20.89 21.61 

O 
Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial 
Wajib 

438.67 461.08 488.81 513.34 544.98 

P Jasa Pendidikan 339.60 353.04 378.04 405.42 421.21 

Q 
Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial 

79.98 84.99 91.00 97.50 103.02 

R,S,T,U Jasa lainnya 216.79 226.65 240.00 259.24 273.44 

   PDRB 
5,475.17 5,741.66 6,004.32 6,281.80 6,580.78 
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Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2017 (diolah) 

 

Gambar 2.10  

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 (Milyar Rupiah) 

 

 

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2017 (diolah) 

 

Gambar 2.11  

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kulon Progo 

Tahun 2012 – 2016 (Milyar Rupiah) 
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2. Laju Pertumbuhan Ekonomi 

Nilai PDRB Kabupaten Kulon Progo atas dasar harga konstan 2010, pada tahun 2013 

mencapai 5,74 triliun rupiah, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 yang 

mencapai 5.47 triliun rupiah. Hal ini memperlihatkan bahwa selama tahun 2013 terjadi 

pertumbuhan ekonomi sebesar 4,87 persen, lebih cepat dibandingkan dengan tahun 2012 

yang hanya mampu tumbuh sebesar 4,37 persen. Sedangkan pada tahun 2014 terjadi 

perlambatan  laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,57 persen, dan terjadi percepatan 

kembali pada tahun 2015 menjadi sebesar 4,62 persen. Laju pertumbuhan ekonomi di tahun 

2016 kembali mengalami pertumbuhan menjadi 4,76 persen. Laju pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Kulon Progo diharapkan terus meningkat seiring dengan berbagai jenis kegiatan 

yang terdapat di Kabupaten Kulon Progo, dimulainya pembangunan bandara New 

Yogyakarta International Airport, pembangunan kawasan penyangga Kawasan Strategis 

Pariwisata Nasional Borobudur. 

Pada tahun 2016 kategori lapangan usaha yang tercatat mengalami pertumbuhan 

positif dan sangat berpengaruh besar adalah di antaranya adalah lapangan usaha 

Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 14,42 persen, lapangan usaha Informasi dan 

Komunikasi sebesar 7,92 persen, lapangan usaha konstruksi sebesar 6,48 persen, lapangan 

usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,20 

persen. Dari ke empat sektor tersebut diharapkan pada tahun berikutnya akan senantiasa 

mengalami percepatan pertumbuhan sehingga akan berpengaruh pada kontribusi PDRB 

pada tahun berikutnya. 

Tabel  2.27  

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo 

Tahun 2012-2016 (persen) 

Kategori Uraian 2012 2013 2014 2015* 2016** 

A 
Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 

5.41 2.45 -0.99 1.67 1.74 

B Pertambangan dan Penggalian  3.70 4.60 1.49 0.55 1.72 

C Industri Pengolahan -4.09 7.37 8.55 3.52 5.28 

D Pengadaan Listrik dan Gas 10.10 6.50 5.47 2.96 14.42 

E 
Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah, Limbah dan Daur 
Ulang 

4.14 1.06 1.21 2.18 2.54 

F Konstruksi 5.73 4.21 5.17 4.30 6.48 

G 
Perdagangan Besar dan 
Eceran; Reparasi Mobil dan 
Sepeda Motor 

8.77 5.33 5.22 6.52 6.20 

H Transportasi dan Pergudangan  1.00 3.19 2.05 3.61 2.66 

I 
Penyediaan Akomodasi dan 
Makan Minum 

5.20 7.39 4.78 5.37 5.93 
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Kategori Uraian 2012 2013 2014 2015* 2016** 

J Informasi dan Komunikasi 7.88 6.15 7.37 5.44 7.92 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 4.56 13.62 11.24 8.09 4.41 

L Real Estate 6.39 4.48 5.27 6.25 5.53 

M,N Jasa Perusahaan 3.90 4.03 6.72 6.79 3.46 

O 
Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial 
Wajib 

7.68 5.11 6.02 5.02 6.16 

P Jasa Pendidikan 6.46 3.96 7.08 7.24 3.90 

Q 
Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial 

8.51 6.27 7.08 7.14 5.66 

R,S,T,U Jasa lainnya -1.02 4.55 5.89 8.02 5.48 

   LPE 
4.37 4.87 4.57 4.62 4.76 

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2017 
* angka sementara 
**angka sangat sementara 

 

Apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Kulon Progo dengan laju 

pertumbuhan ekonomi rata-rata di DIY, dapat dilihat pada gambar di bawah bahwa laju 

pertumbuhan ekonomi Kulon Progo selalu dibawah laju pertumbuhan ekonomi rata-rata di 

DIY. Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang 

berlangsung dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus 

membandingkan pendapatan yang dihitung berdasarkan nilai riil. Jadi perubahan 

pendapatan daerah hanya semata-mata disebabkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan 

ekonomi atau dengan kata lain pertumbuhan baru tercapai apabila jumlah barang dan jasa 

yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya. Untuk mengetahui apakah 

perekonomian mengalami pertumbuhan, harus dibedakan PDRB riil suatu tahun dengan 

PDRB riil tahun sebelumnya. Meskipun demikian apabila dilihat perkembangan dari tahun 

2012 sampai dengan tahun 2016 terlihat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo 

mengalami pertumbuhan yang semakin baik. Pada tahun 2012 LPE Kabupaten Kulon Progo 

pada angka 4,37 Persen terdapat kesenjangan sebesar 1,0 persen dibandingkan dengan 

LPE DIY. Pada tahun 2016 Kabupaten Kulon Progo berhasil memperkecil perbedaan LPE 

dengan DIY pada angka 4,76 persen dibandingkan DIY pada angka 5,05 persen, dengan 

demikian hanya terdapat selisih 0,29 persen.  

Untuk mengejar ketertinggalan laju pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan 

peningkatan capaian-capaian kinerja pembangunan ekonomi. Diperlukan strategi yang tepat 

agar dapat mengejar ketertinggalan LPE tersebut. Sesuai dengan kontribusi PDRB maka 

sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi PDRB rata-rata sebesar  

20,64 persen selama tahun 2012-2016 perlu diprioritaskan dengan meningkatkan volume 

produk  dengan juga meningktakan kualitas produk. Sedangkan sektor berikutnya yang perlu 
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mendapatkan perhatian untuk diperbesar nilai tambah produksi barang dan jasanya adalah 

sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki 

kontribusi rata-rata dari tahun 2012 sampai 2016 sebesar 13,25 persen.  Sektor ketiga yang 

diharapkan mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo 

apabila diperbesar capaian kinerja ekonominya adalah sektor industri pengolahan yang 

selama tahun 2012-2017 berkontribusi sebesar 12,07 persen. 

 

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2017 (diolah) 

 

Gambar 2.12  

LPE Kulon Progo dan DIY 

 

3. Distribusi Persentase PDRB 

Sektor PDRB yang  memiliki distribusi persentase tinggi akan sangat berpengaruh 

terhadap laju pertumbuhan ekonomi apabila terjadi sedikit saja perubahan. Sektor pertanian, 

kehutanan dan perikanan sebagai tulang punggung struktur ekonomi Kabupaten Kulon 

Progo merupakan sektor yang berkontribusi sangat tinggi terhadap struktur perekonomian. 

Karena dari tahun ke tahun senantiasa memiliki  persentase tertinggi dibanding sektor 

lainnya. Meskipun terjadi kecenderungan penurunan peran mulai dari tahun 2012 sebesar 

21,22 persen, tahun 2013 sebesar 21,17 persen, tahun 2014 sebesar 20,44 persen, tahun 

2015 sebesar 20,42 persen dan pada tahun 2016 terus menurun menjadi 19,96 persen. 

Perlambatan pertumbuhan di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2014 

dipengaruhi oleh penurunan sub sektor tanaman bahan makanan. Dimana sub sektor 

tanaman bahan makanan merupakan penyumbang terbesar dalam sektor primer di Kulon 

Progo terutama produksi padi. Faktor musim kemarau yang sangat panjang (el nino) yang 
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terjadi pada  tahun 2014 yang menyebabkan kekeringan mempunyai andil yang sangat 

besar terhadap terganggunya panen padi di wilayah sebagian besar Kabupaten Kulon 

Progo. Namun demikian, situasi tersebut masih tertolong dengan sistem irigasi yang berjalan 

dengan baik dan lancar, meskipun tidak dapat memenuhi seratus persen kebutuhan air pada 

sistem pertanian. 

Sub sektor tanaman pangan sebagai bahan makanan mempunyai share yang besar 

pada sektor pertanian sebesar 4,95 pada tahun 2012 dan masih bertahan hingga tahun 2016 

sebesar 4,44 persen (lihat Tabel 2.25), sehingga besaran pertumbuhan sub sektor tanaman 

pangan sangat berpengaruh pada pertumbuhan sektor pertanian. Peran sektor ini baik 

secara berlaku maupun konstan cukup tinggi, sehingga sangat mempengaruhi laju 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan.  

Sektor kedua yang memiliki kontribusi besar dalam menyusun struktur ekonomi 

Kabupaten Kulon Progo adalah sektor perdagangan besar, dan eceran, reparasi mobil dan 

sepeda motor.  Sektor ini dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 

2012 pempunyai kontribusi sebesar 13,33 persen meningkat sampai dengan tahun 2016 

sebesar 13, 61 persen. Hal tersebut disebabkan karena terjadinya pertumbuhan yang cukup 

signifikan pada sub sektor perdagangan besar bukan mobil yang berperan sebasar  12,77  

persen pada tahun 2012 dan meningkat sampai sebesar 13,00 persen pada tahun 2016.  

Sektor terakhir yang berkontribusi terbesar ketiga adalah sektor Industri Pengolahan. 

Dan dari sektor tersebut, sub sektor Industri Makanan dan Minuman memiliki kontribusi yang 

terbesar.  Hal tersebut disebabkan pada tahun 2012 sub sektor ini berkontribusi sebesar 

8,93 persen dan meningkat cukup signifikan sebesar 9,69 persen pada tahun 2016. Seiring 

dengan dicanangkannya Kawasan Industri Sentolo (KIS) maka sektor industri pengolahan ini 

diharapkan akan tumbuh signifikan, dan akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di 

Kulon Progo. 

Pada sektor kontruksi, meskipun pada tahun 2012 hanya mempunyai kontribusi 

sebesar   8,61 persen dan stabil sampai dengan tahun 2016, akan tetapi adanya proyek 

penyelesaian Pelabuhan Adhikarto di Glagah, pembangunan dan pelebaran jalan nasional, 

perbaikan infrastruktur, dan pembangunan prasarana dan sarana fisik lain diharapkan 

mendorong pertumbuhan yang cukup stabil pada sektor konstruksi. Sektor ini mampu 

tumbuh secara stabil pada kisaran empat persen sampai dengan lima persen (lihat table 2.4) 

Kenaikkan sektor konstruksi diharapkan akan berpengaruh besar ketika sudah mulainya 

pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport, pembangunan JJLS atau 

pembangunan jalan baru dari ruas Bugel – Girijati Samas – Kretek Parangtritis, 

pembangunan kawasan peruntukan industri, kawasan KSPN, pembangunan embung dan 

pembangunan lainnya yang berkaitan dengan layanan dasar masyarakat. 
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Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial kemasyarakatan seperti rumah sakit dan 

lembaga pendidikan swasta mengalami kecenderungan naik (lihat tabel 2.25). Dengan 

semakin naiknya jasa rumah sakit dari sisi positifnya bisa diperkirakan bahwa pelayanan 

kesehatan masyarakat semakin membaik. Beberapa kebijakan yang mendukung 

peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat antara lain: pada pertengahan bulan Oktober 

2011 dikeluarkan kebijakan Bupati bahwa semua masyarakat Kulon Progo gratis berobat di 

Puskesmas dan RSUD berlaku mulai November 2011 hendaknya dipertahankannya 

kebijakan tersebut sampai dengan masa masa yang akan datang. Kebijakan Bupati Kulon 

Progo yang sangat populer di tengah-tengah masyarakat Kulon Progo tersebut, ditambah 

dengan semangat “Bela Beli Kulon Progo” dan “Gentong Rembes” bahkan sampai menjadi 

isu nasional dan mengantarkan Bupati Kulon Progo meraih penghargaan di tingkat nasional.  

 

Tabel  2.28  

Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kulon Progo 

Tahun 2012-2016 (persen) 

Kategori Uraian 2012 2013 2014 2015* 2016** 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A 
Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 

21.22 21.17 20.44 20.42 19.96 

  
1 Pertanian, Peternakan, 

Perburuan dan Jasa 
Pertanian 

16.87 16.98 16.31 16.23 15.92 

    a. Tanaman Pangan 4.95 4.56 4.25 4.51 4.44 

    b. Tanaman Holtikultura 4.72 5.23 4.75 4.60 4.43 

    c. Tanaman Perkebunan 2.18 2.20 2.22 2.01 2.07 

    d. Peternakan 4.65 4.63 4.71 4.74 4.62 

  
  e. Jasa Pertanian dan 

Perburuan 
0.37 0.36 0.38 0.36 0.35 

  
2 Kehutanan dan Penebangan 

Kayu 
3.31 3.11 3.01 3.05 2.93 

  3 Perikanan  1.04 1.08 1.12 1.15 1.11 

B Pertambangan dan Penggalian  1.57 1.52 1.44 1.43 1.39 

  
1 Pertambangan minyak, Gas, 

dan Panas Bumi 
- - - - - 

  
2 Pertambangan Batubara 

dan Lignit 
- - - - - 

  3 Pertambangan Bijih Logam - - - - - 

  
4 Pertambangan dan 

Penggalian Lainnya 
1.57 1.52 1.44 1.43 1.39 

C Industri Pengolahan 11.71 12.03 12.36 12.07 12.20 

  
1 Industri Batubara dan 

Pengilangan Migas 
- - - -   

  
2 Industri Makanan dan 

Minuman  
8.93 9.26 9.77 9.56 9.69 

  3 Pengolahan Tembakau 0.92 0.95 0.81 0.75 0.72 

  4 Industri Tekstil dan Pakaian 0.44 0.46 0.47 0.46 0.46 
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Kategori Uraian 2012 2013 2014 2015* 2016** 

Jadi 

  
5 Industri Kulit, Barang dari 

Kulit dan Alas Kaki  
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

  

6 Industri Kayu, Barang dari 
Kayu dan Gabus dan 
Barang Anyaman dari 
Bambu, Rotan dan 
Sejenisnya  

0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 

  
7 Industri Kertas dan Barang 

dari Kertas, Percetakan dan 
Reproduksi Media Rekaman  

0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 

  
8 Industri Kimia, Farmasi dan 

Obat Tradisional 
0.39 0.35 0.35 0.36 0.35 

  
9 Industri Karet, Barang dari 

Karet dan Plastik 
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

  
10 Industri Barang Galian 

bukan Logam 
0.22 0.23 0.23 0.21 0.20 

  11 Industri Logam Dasar  - - - - - 

  

12 Industri Barang dari Logam, 
Komputer, Barang 
Elektronik, Optik dan 
Peralatan Listrik 

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

  
13 Industri Mesin dan 

Perlengkapan YTDL 
0.07 0.06 0.07 0.10 0.16 

  14 Industri Alat Angkutan - - - - - 

  15 Industri Furnitur 0.13 0.13 0.12 0.11 0.11 

  

16 Industri pengolahan lainnya, 
jasa reparasi dan 
pemasangan mesin dan 
peralatan 

0.41 0.40 0.37 0.37 0.36 

D Pengadaan Listrik dan Gas 0.07 0.06 0.07 0.07 0.08 

  1 Ketenagalistrikan  0.07 0.06 0.07 0.07 0.08 

  
2  Pengadaan Gas dan 

Produksi Es 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

E 
Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah, Limbah dan Daur 
Ulang 

0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 

F Konstruksi 8.61 8.66 8.54 8.47 8.55 

G 
Perdagangan Besar dan 
Eceran; Reparasi Mobil dan 
Sepeda Motor 

13.33 13.00 13.16 13.15 13.61 

  
1 Perdagangan Mobil, Sepeda 

Motor dan Reparasinya 
0.56 0.58 0.60 0.61 0.61 

  
2 Perdagangan Besar dan 

Eceran, Bukan Mobil dan 
Sepeda Motor 

12.77 12.42 12.56 12.54 13.00 

H Transportasi dan Pergudangan  8.63 8.43 8.40 8.30 8.05 

  1 Angkutan Rel  0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 

  2 Angkutan Darat 6.98 6.81 6.79 6.66 6.40 

  3 Angkutan Laut  - - - - - 

  
4 Angkutan Sungai Danau 

dan Penyeberangan 
- - - - - 

  5 Angkutan Udara - - - - - 

  
6 Pergudangan dan Jasa 

Penunjang Angkutan, Pos 
dan Kurir 

1.61 1.58 1.57 1.58 1.60 

I 
Penyediaan Akomodasi dan 
Makan Minum 

3.62 3.74 3.79 3.86 3.91 

  1 Penyediaan Akomodasi  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Kategori Uraian 2012 2013 2014 2015* 2016** 

  2 Penyediaan Makan Minum 3.62 3.74 3.79 3.86 3.90 

J Informasi dan Komunikasi 5.47 5.29 5.17 4.99 4.98 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 2.73 3.16 3.25 3.33 3.27 

  1 Jasa Perantara Keuangan  2.44 2.88 2.95 3.04 2.98 

  2 Asuransi dan Dana Pensiun 0.10 0.09 0.10 0.10 0.10 

  3 Jasa Keuangan Lainnya 0.19 0.19 0.20 0.19 0.19 

  4 Jasa Penunjang Keuangan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

L Real Estate 3.37 3.29 3.31 3.34 3.39 

M,N Jasa Perusahaan 0.30 0.28 0.29 0.29 0.28 

O 
Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial 
Wajib 

8.18 8.45 8.72 8.92 9.15 

P Jasa Pendidikan 5.83 5.69 5.80 6.02 5.91 

Q 
Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial 

1.46 1.42 1.42 1.47 1.44 

R,S,T,U Jasa lainnya 3.77 3.66 3.69 3.73 3.69 

   PDRB 100.01 100.00 100.00 100.00 100.00 

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2017 
* angka sementara 
**angka sangat sementara 

 
 

4. PDRB Per Kapita 

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah ialah  

dengan mengukur nilai PDRB per kapita. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara 

nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh 

karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, 

sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam 

dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar 

harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. 

Selama kurun waktu 2012-2016, nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo atas 

dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan (lihat Gambar 2.12). Pada tahun 2012, 

nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo tercatat sebesar 14,88 juta rupiah dan terus 

mengalami peningkatan hingga pada tahun 2016 mencapai 20,145 juta rupiah. Peningkatan 

PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi, oleh 

karena itu untuk melihat peningkatan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari angka 

PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2010. Selama periode 2012-2016, PDRB per 

kapita atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari 14,88 juta rupiah pada tahun 

2012 menjadi 20,145 juta rupiah pada tahun 2016. Hal ini memperlihatkan bahwa PDRB per 

kapita Kabupaten Kulon Progo selama periode 2012-2016 mengalami pertumbuhan rata-rata 

per tahun sebesar 7,87 persen. 
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PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo yang terus meningkat akan berimplikasi 

pada meningkatnya perputaran distribusi ekonomi di masyarakat. Faktor pembebasan lahan 

pada beberapa kegiatan pertambangan pasir besi mulai dirasakan oleh masyarakat Kulon 

Progo. Terlebih sejak akhir tahun 2016 pembebasan lahan bandara di Temon sangat 

berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, dan diharapkan pada rencana 

pembangunan bandara akan berpengaruh pada PDRB per kapita Kulon Progo pada tahun-

tahun yang akan datang. Bahkan diperkirakan pada tahun 2018 ke atas PDRB per kapita 

Kabupaten Kulon Progo akan mengalami lonjakan yang secara signifikan yang diperkirakan 

berhubungan dengan rencana pembangunan bandara baru.  

Dengan adanya trend kenaikan PDRB per Kapita seharusnya secara positif akan 

meningkatkan daya beli pasar Kulon Progo. Kondisi ini memberikan peluang terhadap 

peningkatan permintaan pasar sehingga apabila dapat direspon dengan kebijakan yang 

tepat akan dapat mendorong pertumbuhan sektor hulu maupun sektor hilir. Sektor hilir akan 

memainkan peranan yang sangat penting dalam menyediakan variasi produk jadi lokal 

dengan harga yang lebih kompetitif. Pemenuhan arus barang yang variatif dan harga yang 

kompetitif diharapkan mampu mendorong pembentukan karakter pasar Kulon Progo yang 

berorientasi pada produk lokal. Oleh karena itu sub sektor industri pengolahan harus 

mendapat perhatian dalam kebijakan sehingga dapat mendorong pembangunan embrio 

industri hilir yang kuat dan kompetitif. Pemenuhan pasar pada skala lokal pada tahun 2018 

ke atas diprediksikan akan mengalami perubahan yang mendasar dengan adanya 

pembangunan bandara baru di kabupaten Kulon Progo. Pasar lokal Kabupaten Kulon Progo 

diharapkan akan berkembang menjadi lebih besar. 

Disisi lain untuk mengantisipasi permintaan pasar terhadap suplai bahan mentah perlu 

penguatan pada sektor industri hulu, dalam hal ini tidak dapat diabaikan bahwa struktur 

perekonomian Kabupaten Kulon Progo paling besar disumbang oleh sub sektor pertanian 

khususnya tanaman bahan makanan dan peternakan. Industri hilir akan berperan penting 

dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi pada sub sektor pertanian. 

Sejalan dengan integrasi ekonomi ASEAN dibawah payung ASEAN Economic 

Community (AEC), kebijakan single market and single production unit harus disikapi dengan 

formulasi kebijakan yang tepat dalam memberikan peluang pasar domestik dan industri lokal 

untuk berkembang, salah satunya mendorong pembentukan struktur pasar berbasis karakter 

budaya lokal. 
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Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2017 (diolah) 

 

Gambar 2.13  

PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Kulon Progo 

Tahun 2012 – 2016 (juta rupiah) 

 

PDRB per kapita apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain dilingkup Daerah 

Istimewa Yogyakarta diperoleh gambaran kesenjangan angka PDRB per kapita di DIY. 

Sampai dengan tahun 2016 Kota Yogyakarta masih menjadi daerah dengan nilai PDRB per 

kapita tertinggi yaitu 69,22 juta rupiah. Tingginya angka PDRB per kapita Kota Yogyakarta 

disebabkan karena nilai total PDRBnya relatif tinggi sedangkan jumlah penduduknya relatif 

sedikit. Sementara itu Kabupaten Sleman yang mempunyai nilai total PDRB tertinggi, angka 

PDRB per kapita Sleman jauh dibawah Kota Yogyakarta karena penduduk Sleman cukup 

besar yaitu hampir tiga lipat penduduk Kulon Progo. Nilai PDRB per kapita Kulon Progo 

menjadi yang terendah dilingkup DIY dengan nilainya yaitu 20,145 juta rupiah. Nilai PDRB 

per kapita Kulon Progo tersebut bisa menggambarkan tingkat kemakmuran penduduk Kulon 

Progo dibandingkan kabupaten/kota lain dilingkup DIY.  

 

Tabel  2.29  

Nilai PDRB Per Kapita menurut Kabupaten/ Kota di D.I. Yogyakarta 

Atas Dasar Harga Berlaku, 2012 - 2016 ( rupiah) 

Kabupaten/ 
Kota/DIY 

2012 2013 2014 2015* 2016** 

Kulon Progo 14,879,260 16,165,385 17,414,089 18,759,272 20,145,984 

Bantul 15,525,020 17,040,684 18,430,369 19,891,904 21,275,441 

Gunung Kidul 15,226,212 16,467,422 17,741,562 19,291,212 20,737,011 

Sleman 22,793,222 24,782,819 26,775,411 29,005,756 31,377,250 

Yogyakarta 51,652,831 55,969,623 60,501,060 64,919,752 69,218,903 
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Kabupaten/ 
Kota/DIY 

2012 2013 2014 2015* 2016** 

DIY 21,744,880 23,623,920 25,526,402 27,573,470 29,589,170 

 

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, dan Bappeda DIY, 2017 
* angka sementara 
**angka sangat sementara 

 

5. Laju Inflasi  

Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa 

secara umum. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di suatu wilayah juga 

mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai 

mata uang. Keberadaan inflasi ini terkait erat dengan harga barang dan jasa yang 

dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah dan mampu memengaruhi kemampuan daya beli 

masyarakat. Kenaikan atau penurunan inflasi tersebut dimaknai sebagai laju inflasi.  

Inflasi Kabupaten Kulon Progo sampai saat ini masih mengacu  pada Inflasi Kota 

Yogyakarta, hal tersebut karena kota Wates belum dipilih oleh BPS RI sebagai acuan 

penghitungan inflasi pada kota-kota di Indonesia. Pada periode tahun 2012-2016, laju inflasi 

di Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -14,62% 

per tahun dan kecenderungannya menurun. Nilai inflasi tertinggi Kota Yogyakarta adalah 

pada tahun 2013, yaitu sebesar 7,32% dan nilai inflasi pada tahun 2016 adalah yang 

terendah, yaitu 2,29%. Fluktuasi inflasi Kota Yogyakarta ini sejalan dengan fluktuasi inflasi di 

tingkat nasional, dimana pada tingkat nasional, inflasi tertinggi adalah pada tahun 2013 dan 

terendah pada tahun 2016. Meski demikian, nilai inflasi Kota Yogyakarta lebih rendah 

dibandingkan dengan inflasi nasional.  

 

Tabel  2.30  

Inflasi Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) Tahun 2012-2016 
 

No Kelompok Pengeluaran Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 

Pertumbuh
an Rata-

Rata 
(%/tahun) 

1 Bahan Makanan % 8,10 12,31 7,70 4,64 4,77 -12,40 

2 
Makanan Jadi, Minuman dan 
Rokok 

% 6,90 8,15 2,95 5,04 3,84 
-13,63 

3 
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan 
Bahan Bakar 

% 2,99 5,18 8,92 4,41 1,64 
-13,94 

4 Sandang % 3,56 0,00 3,61 5,87 3,04 -3,87 

5 Kesehatan % 1,93 3,08 5,49 4,21 4,17 21,24 

6 
Pendidikan, Rekreasi dan 
Olahraga 

% 1,43 3,17 2,37 1,36 2,40 
13,82 

7 
Transport, Komunikasi dan Jasa 
Keuangan 

% 1,30 10,45 9,36 2,51 -2,06 
12,00 

Inflasi Kota Yogyakarta % 4,31 7,32 6,59 3,09 2,29 -14,62 
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No Kelompok Pengeluaran Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 

Pertumbuh
an Rata-

Rata 
(%/tahun) 

Inflasi Nasional % 4,30 8,38 8,36 3,35 3,02 -8,46 

Sumber data : Bank Indonesia, 2016 

 

Melihat perkembangan nilai inflasi pada rentang tahun 2012-2016, penyumbang nilai 

inflasi tertinggi pada setiap tahun berbeda-beda. Kelompok pengeluaran bahan makanan 

menyumbang nilai inflasi terbesar pada tahun 2012, 2013, dan 2016. Pada tahun 2014, 

penyumbang nilai inflasi terbesar adalah kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi, 

dan jasa keuangan. Selanjutnya, kelompok pengeluaran sandang adalah penyumbang 

terbesar nilai inflasi Kota Yogyakarta di tahun 2015. 

 

6. Kemiskinan 

Penduduk dikategorikan menjadi penduduk miskin jika pendapatannya tidak cukup 

untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal. Kemiskinan akan semakin meluas jika 

perbedaan pendapatan antara kelompok penduduk kaya dan miskin semakin melebar. 

Orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Pengukuran 

kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum (makanan 

dan non makanan) yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Nilai 

standar kebutuhan minimum tersebut dinamakan sebagai garis kemiskinan. 

Kemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan kunci yang dihitung melalui 

konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kemisikinan dipandang sebagai 

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. Badan 

Pusat Statistik (BPS) menggunakan dua komponen dalam menghitung garis kemiskinan, 

yaitu garis kemiskinan makanan, dan garis kemiskinan non makanan. Sehingga pendataan 

penduduk miskin dilakukan terhadap penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per 

kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. 

Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan garis 

kemiskinan tahun 2012 sebesar Rp. 250,854,-, artinya bahwa setiap penduduk Kabupaten 

Kulon Progo dengan nilai pengeluaran di bawah Rp. 250,854,- selama sebulan termasuk 

dalam kategori penduduk miskin. Selanjutya garis kemiskinan meningkat pada tahun 2016 di 

Kabupaten Kulon Progo menjadi Rp. 297,353,-, artinya setiap penduduk Kabupaten Kulon 

Progo dengan nilai pengeluaran di bawah Rp. 297,353,- selama sebulan termasuk dalam 

kategori penduduk miskin.  

Pada tahun 2016 terjadi sedikit penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten 

Kulon Progo, namun secara persentase penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo masih 
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menduduki posisi tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang ditunjukkan dengan tabel berikut. 

 

Tabel  2.31  

Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks 

Keparahan Kemiskinan (P2), Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 
 

 

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2017 
 
 
 

 

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2017 (diolah) 

 

Gambar 2.14  

Garis Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo 
Tahun 2012-2016 
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Tahun 
Garis 

Kemiskinan 

Penduduk Miskin Indek Kedalaman 
Kemiskinan (P1) 

Indek Keparahan 
Kemiskinan (P2) Jumlah (000) Persen 

2012 250,854 93.21 23.31 3,89 1,00 

2013 259,945 86.50 21.39 2,69 0,51 

2014 265,575 84.67 20.64 3,22 0,69 

2015 273,436 88.13 21.40 4,16 1,24 

2016 297,353 84.34 20.30 3,55 1,00 



RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017-2022 

 

II - 57 

 

 
Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2017 (diolah) 

 
Gambar 2.15  

Prosentase Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo 

Tahun 2012-2016 
 
 
 

 
Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2017 (diolah) 

 

Gambar 2.16  

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 
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Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2017 (diolah) 

 

Gambar 2.17  

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 

 
 

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2012 sampai 

dengan 2016 secara umum semakin kecil tetapi pada tahun 2015 kemiskinannya 

meningkat menjadi 21,40 persen setelah sebelumnya pada tahun 2014 sebesar 

20,64 persen, namun turun kembali menjadi 20,30 persen di tahun 2016. 

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo 2012-2016 selalu berada di 

atas DIY, dan masih menjadi kantong kemiskinan di wilayah DIY. Selain karena 

kondisi alam yang tidak begitu mendukung, kegiatan investasi di kedua wilayah ini 

juga masih relatif rendah dibanding Kabupaten/Kota lainnya. Namun dalam jangka 

panjang kegiatan investasi akan terus ditingkatkan, terlebih di Kabupaten Kulon 

Progo dengan masuknya beberapa mega proyek seperti pembangunan bandara baru 

Internasional, pelabuhan Tanjung Adikarta dan pabrik pengolahan pasir besi yang 

masuk dalam agenda pembangunan nasional dan kini sudah mulai berjalan.  

Jika dilihat dari penyebabnya, kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo 

bervariasi dapat berupa pendapatan rendah karena keterbatasan skill (ketrampilan), 

pendidikan yang tidak memenuhi kualifikasi pasar kerja, dan minimnya lapangan 

pekerjaan. Selain itu, evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan juga 

dibutuhkan untuk melihat efektivitas program yang ada selama ini telah tepat 

sasaran. Penanggulangan kemiskinan yang tidak tepat sasaran akan justru 

memperparah kemiskinan dengan meningkatnya disparitas pendapatan. 

Untuk mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing 

penduduk miskin terhadap garis kemiskinan digunakan Indeks Kedalaman 

Kemiskinan (P1). Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran 

penduduk dari garis kemiskinan. 
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Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2012-

2016 mengalami penurunan kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin, 

meskipun pernah meningkat pada tahun 2014. Sedangkan Indeks Keparahan 

Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2012-2016 juga mengalami 

penurunan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, meskipun pernah 

meningkat pada tahun 2014.  

Apabila dibanding kabupaten/lota lain di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta 

maka tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo adalah yang tertinggi, akan tetapi 

jika dilihat dari jumlah penduduk miskinnya, Kabupaten Kulon Progo menempati 

peringkat ke 4 dari seluruh kabupaten/kota di DIY. Prosentase penduduk miskin 

Kabupaten Kulon Progo sebesar 21,4% yang merupakan nilai tertinggi di DIY untuk 

jumlah penduduk miskin 88.130 orang adalah jumlah nomor empat di DIY. Indeks 

Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Kulon Progo tahun 2016, sebesar 3,55. 

Perkembangannya menunjukkan tren yang makin menurun bila dibandingkan tahun 

2015 yang mengindikasikan bahwa tingkat pengeluaran rata-rata penduduk makin 

mendekati garis kemiskinan (untuk Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 sebesar Rp. 

297.353). Namun demikian indeks ini masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan 

rata-rata DIY yang sebesar 2,30. Sementara itu Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 

mengukur sejauh mana penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin 

tinggi nilai indeks maka semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran diantara 

penduduk miskin. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kulon Progo 

tahun 2016 adalah 1.00. Perkembangannya menunjukkan tren yang makin menurun 

bila dibandingkan tahun 2015 yaitu 1,24. Namun demikian indeks ini masih relatif 

tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata DIY yang sebesar 0,59. Untuk lebih 

lengkapnya garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, Indeks Kedalaman 

Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) DIY Tahun 2015 dan 2016 

ditampilkan dalam tabel dibawah ini. 

 

Tabel  2.32  

Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan 

(P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) DIY Tahun 2015 dan 2016 

 
Nama 

Kabupaten / 
Kota 

 

 

2015 2016 

Jml 
Penduduk 

miskin 
(Dlm 000) 

 
Penduduk 

Miskin 
(%) 

 
(P1) 

 
 

 
(P2) 

 
 

Garis 
Kemiskinan 
(Rp/Kapita/ 

Bulan 

Jml 
Penduduk 

miskin 
(Dlm 000) 

 
Penduduk 

Miskin 
(%) 

 
(P1) 

 

 
(P2) 

 

Garis 
Kemiskinan 
(Rp/Kapita/ 

Bulan 

Kulon Progo 88.13 21.40 4.16 1.24 273,436 84.34 20.30 3.55 1.00 297,353 

Bantul 160.15 16.33 3.16 0.89 312,514 142.76 14.55 2.02 0.41 332,057 

Gunung Kidul 155.00 21.73 4.55 1.33 250,630 139.15 19.34 4.16 1.30 264,637 
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Nama 

Kabupaten / 
Kota 

 

 

2015 2016 

Jml 
Penduduk 

miskin 
(Dlm 000) 

 
Penduduk 

Miskin 
(%) 

 
(P1) 

 
 

 
(P2) 

 
 

Garis 
Kemiskinan 
(Rp/Kapita/ 

Bulan 

Jml 
Penduduk 

miskin 
(Dlm 000) 

 
Penduduk 

Miskin 
(%) 

 
(P1) 

 

 
(P2) 

 

Garis 
Kemiskinan 
(Rp/Kapita/ 

Bulan 

Sleman 110.96 9.46 1.46 0.37 318,312 96.63 8.21 1.36 0.34 334,406 

Yogyakarta 35.98 8.75 1.06 0.23 383,966 32.06 7.70 1.05 0.19 401,193 

DIY 550.23 14.91 2.93 0.83 335,886 494.94 13.34 2.30 0.59 354,084 

Sumber data : Badan Pusat Statistik DIY, 2017 

 

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 

a. Angka Melek Huruf 

Angka melek huruf (tidak buta aksara) yaitu jumlah penduduk usia 15 tahun 

ke atas yang dapat membaca dan menulis dari tahun 2012 sampai dengan 2016 

mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan meningkatnya derajat pendidikan 

masyarakat Kabupaten Kulon Progo dari tahun ke tahun, yang dipengaruhi 

berkurangnya penduduk usia lanjut yang buta huruf melalui Angka Partisipasi 

Keaksaraan Fungsional dengan indikator penilaian Jumlah peserta didik Keaksaraan 

Fungsional dibandingkan dengan Jumlah penduduk usia >15. Selengkapnya dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel  2.33  

Angka Melek Huruf di Kabupaten Kulon Progo 

No Uraian 
Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

 
Angka melek huruf (%) 92,04 93,13 93,36 94,19 94,3 

Sumber data: Dinas Pendidikan Pemuda Olah Raga Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

b. Rata-Rata Lama Sekolah 

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang 

telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh seluruh 

jenjang pendidikan formal yang dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan 

tingkat pendidikan terakhir. 

Rata-rata lama sekolah menunjukkan trend peningkatan dari tahun 2012 

sampai dengan tahun 2016. Hal ini dapat dimaknai bahwa penduduk Kulon Progo 

semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas 

sumberdaya manusia.  
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Tabel  2.34  

Angka Rata-rata Lama Sekolah 

No Uraian 

Tahun   

2012 2013 2014 2015 2016 

1. 
Angka Rata-rata Lama 
Sekolah (Tahun) 

7,93 8,02 8,20 8,40 8,50 

Sumber data: Indeks Pembangungan Manusia DIY 2016, BPS, 2017 

 

Angka Rata-rata lama sekolah penduduk Kulon Progo meningkat pada tahun 

2016  sebesar 8,50, namun masih dibawah angka rata-rata lama sekolah DIY 

sebesar 11,42. Hal ini disebabkan masih adanya penduduk usia lebih dari 15 tahun 

yang belum menyelesaikan sekolahnya, baik melalui satuan pendidikan formal 

maupun non formal. Angka 8,50 menunjukkan bahwa penduduk usia lebih dari 15 

tahun memiliki rata-rata belum lulus SMP/MTs atau sederajat (9,00 dalam tahun). 

Kecenderungan penduduk di atas antara lain yang tidak sedang menjalankan 

pendidikan di sekolah formal yakni di SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan sederajatnya. 

Penduduk tersebut lebih cenderung bekerja dengan ijazah terendahnya (misalnya 

SD), tidak melanjutkan pendidikan formal pada usianya dan tidak melanjutkan 

pendidikan melalui pendidikan non formal (Paket B, atau C). 

c. Angka Partisipasi  

Angka Partisipasi Sekolah merupakan indikator dasar yang digunakan untuk 

melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia 

sekolah. Angka Partisipasi Sekolah dibedakan menjadi dua yaitu Angka Partisipasi 

Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). APM mengukur proporsi anak usia 

sekolah yang bersekolah tepat waktu  sedangkan APK menunjukkkan partisipasi 

penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang 

pendidikannya. Nilai APK dan APM Kabupaten Kulon Progo selengkapnya tercantum 

pada Tabel berikut. 

Tabel  2.35  

Angka Partisipasi Sekolah 

No Uraian 

Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

Angka Partisipasi Murni (%) 

1) SD/MI 97,89 97,83 99,75 99,76 99,44 

2) SMP/MTs 98,99 99,42 97,88 97,90 98,15 

3) SLTA/MA 97,63 69,2 88,71 98,78 91,87 
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No Uraian 

Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

Angka Partisipasi Kasar (%) 

1) SD/MI 98,17 97,72 103,53 101,59 101,59 

2) SLTP/MTs 100,00 97,09 101,20 97,15 98,72 

3) SLTA/MA 99,12 92,82 96,88 105,53 91,62 

Sumber data: Dinas Pendidikan Pemuda Olah Raga Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Dari data di atas terlihat bahwa capaian APM SMA/SMK/MA menurun 

disebabkan adanya pengaruh kemudahan sekolah ke luar daerah (Kota Yogyakarta, 

Sleman atau bantul )  sehingga menurunkan angka peserta didik usia 16 sampai 

dengan 18 tahun sekolah di Kulon Progo. Di sisi lain masih terdapat usia kurang dari 

16 tahun atau lebih dari 18 tahun sekolah di jenjang SMA/SMK/MA, selain itu adanya 

siswa putus sekolah dengan alasan ekonomi dan sosial.  Terkait dengan capian APK 

SMA/SMK/MA menurun lebih dominan karena adanya peserta didik yang bersekolah 

ke luar daerah. Atas permasalahan tersebut Kabupaten Kulon Progo sudah berusaha 

untuk meningkatkan APM dan APK yaitu dengan cara tersedianya alokasi dana BOS, 

memberikan Beasiswa Miskin dan Beasiswa Retrivel, dan menyediakan program 

Paket C. 

 

d. Angka Kelulusan 

Angka Kelulusan di Kabupaten Kulon Progo mengalami  fluktuasi. Hal ini 

disebabkan oleh capaian prestasi siswa secara akademik sesuai dengan standar 

kelulusan yang telah ditentukan, sistem pendidikan yang diterapkan, kurikulum yang 

diberlakukan dan kualitas pendidik yang baik dalam mengantarkan siswa mengikuti 

ujian. Upaya untuk memperbaiki hal ini adalah adanya pengawasan kepada seluruh 

siswa menjelang, saat dan pasca ujian, dan adanya kerjasama antara sekolah dan 

orang tua dalam proses pendidikan, hingga pelaksanaan ujian kelulusan 

berlangsung. 

 

Tabel  2.36  

Angka Kelulusan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 

No. Indikator Kinerja 
Capaian Kinerja 

2012 2013 2014 2015 2016 

1. Angka Kelulusan (%) 99,51 99,95 98,95  99,99  99,99  

Sumber data: Dinas Pendidikan Pemuda Olah Raga Kabupaten Kulon Progo, 2017 
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e. Angka Harapan Lama Sekolah 

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) diartikan lamanya sekolah (dalam tahun) 

yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. 

Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur 

berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk 

untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk 

penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka HLS dapat digunakan untuk mengetahui 

kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam 

bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap 

anak. 

Tabel  2.37  

Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 

No. Indikator Kinerja 
Capaian Kinerja 

2012 2013 2014 2015 2016 

1. Angka Harapan Lama Sekolan (Tahun) 12,87 13,00 13,27  13,55  13,97  

Sumber data: Dinas Pendidikan Pemuda Olah Raga Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

f. Standar Kompetensi Pendidik 

Kompetensi diakui sebagai faktor yang memegang faktor penting dalam 

keberhasilan seseorang dalam pekerjaannya. Pendidik sebagai salah satu profesi, 

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyatakan 

bahwa Pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, 

sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional. Selanjutnya Mendiknas RI melalui Permen Nomor 16 Tahun 

2007 menetapkan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Identifikasi 

kompetensi guru yang tepat dianggap memiliki nilai prediksi yang valid untuk 

keberhasilan guru dalam pekerjaannya. 

Tabel  2.38  

Presentase Standar Kompetensi Pendidik di Kabupaten Kulon Progo  

Tahun 2012-2016 

No. Indikator Kinerja 
Capaian Kinerja 

2012 2013 2014 2015 2016 

1. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV 61,00% 73,22% 81,27% 81,27% 86,29% 

2. Guru yang telah bersertifikat pendidik 44,01% 60,42% 56,91% 56,91% 65,20% 

Sumber data: Dinas Pendidikan Pemuda Olah Raga Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

 



RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017-2022 

 

II - 64 

 

g. Angka Harapan Hidup 

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu 

daerah yang mencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai oleh seorang bayi 

yang baru lahir. Angka harapan hidup cenderung meningkat dari tahun 2012  sampai 

dengan tahun 2016, tercatat pada tahun 2013 sebesar 74,89 tahun, tahun 2014 

sebesar 74,90  tahun 2015 mencapai 75, dan tahun 2016 mencapai 75,03. 

Peningkatan angka harapan hidup ini menunjukkan peningkatan derajat hidup 

masyarakat. Angka Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 sebesar 

75,03 merupakan angka tertinggi di DIY dan lebih besar dari tingkat DIY sebesar 

74,71. Gambar berikut ini memberikan gambaran kondisi angka harapan hidup 

tingkat Kabupaten Kulon Progo. 

 

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kab. Kulon Progo, 2017 (diolah) 

Gambar 2.18  

Grafik Angka Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo 

h. Indeks Pembangunan Manusia 

Upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk untuk mencapai 

kemakmuran merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi. Pada awalnya, konsep 

pembangunan ekonomi lebih menekankan pada usaha-usaha untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disebabkan ketertinggalan di bidang ekonomi 

dan pendapat bahwa perubahan maupun perbaikan di seluruh dimensi kehidupan 

dapat diwujudkan melalui kemajuan di bidang ekonomi (Subandi, 2011).  

Demikian kentalnya paradigma tersebut sehingga seringkali terminologi 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dianggap sebagai hal yang sama. 

Harus dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi 
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merupakan dua hal yang secara fundamental berbeda. Pertumbuhan ekonomi 

mengacu pada peningkatan pendapatan per kapita dan pertambahan produk secara 

kuantitas. Adapun pembangunan ekonomi memiliki makna yang lebih luas, terutama 

peningkatan di bidang kesehatan, pendidikan dan aspek-aspek lain yang berkaitan 

dengan kesejahteraan manusia (Perkins, Radelet dan Lindauer, 2006). Lebih lanjut, 

Perkins, Radelet dan Lindauer (2006) menjelaskan bahwa suatu wilayah yang 

berhasil meningkatkan pendapatannya namun gagal dalam meningkatkan usia 

harapan hidup dan taraf kesehatan penduduk, tidak berhasil mengurangi angka 

kematian bayi serta tidak mampu meningkatkan pendidikan warganya dapat 

dianggap telah gagal dalam melakukan pembangunan. 

Selain itu, pengalaman selama lebih dari empat dekade terakhir menunjukkan 

bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi diperlukan, namun belum mencukupi 

persyaratan untuk dapat meningkatkan taraf hidup sebagian besar penduduk di 

berbagai negara. Terkait dengan hal tersebut, Perkins, Radelet dan Lindauer (2006) 

memaparkan bahwa terdapat paling sedikit tiga alasan utama yang menyebabkan 

pertumbuhan ekonomi belum dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan 

penduduk. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat dinikmati oleh 

semua penduduk secara merata. Kedua, hasil dari pertumbuhan ekonomi tidak 

ditransfer untuk peningkatan standar hidup masyarakat. Ketiga, pertumbuhan 

ekonomi meningkatkan pendapatan dan konsumsi, akan tetapi penduduk yang telah 

sejahtera menjadi semakin sejahtera dan penduduk yang sebelumnya kurang 

sejahtera hanya mengalami sedikit peningkatan (dalam hal ini berlaku pandangan 

bahwa penduduk kaya semakin kaya dan penduduk miskin semakin miskin). 

 

Sumber data : Badan Pusat Statistik DIY, 2017 (diolah) 

Gambar 2.19  

Perkembangan Indek Pembangunan Manusia 

Kabupaten Kulon Progo, DIY dan Nasional Tahun 2012-2016 
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Gambar di atas menunjukkan perbandingan perkembangan IPM Kulon Progo, 

DIY dan Nasional kurun waktu 2012-2016. Dalam grafik tersebut terlihat IPM Kulon 

Progo mempunyai pola yang searah dengan IPM DIY maupun IPM Nasional.  Bahkan 

angka IPM Kulon Progo mampu berada di atas level IPM Nasional.  

Secara umum perkembangan IPM Kulon Progo dari tahun 2012 sampai dengan 

tahun 2016 senantiasa mengalami pembentukan pola yang semakin meningkat atau 

semakin baik, dengan nilai yang cukup tinggi 72.38 pada tahun 2016 dibandingkan 

angka IPM pada tahun 2012 hanya sebesar 69.74. 

Angka IPM Kulon Progo telah mencapai angka tertinggi pada tahun 2016 

sebesar 72.38 ini menunjukkan keberhasilan pembangunan manusia secara umum, 

bukan hanya pembangunan perekonomian semata. Tingginya angka IPM Kulon 

Progo sangat dipengaruhi oleh tingginya keempat indikator penyusunnya. Terutama 

angka harapan hidup yang mencapai nilai tertinggi di DIY sebesar 75.03 tahun dan 

harapan lama sekolah pada angka 13,97 tahun. Berikut disajikan indikator penyusun 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Tabel  2.39  

Indeks Pembangunan Manusia  

Kabupaten Kulon Progo Menurut Komponen Tahun 2012- 2016 

Komponen IPM 
Metode Baru 

Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

Angka Harapan Hidup 
(Tahun) 

74.87 74.89 74.90 75.00 75.03 

Pengeluaran Per 
Kapita  ( Ribu Rupiah 
/Orang/Tahun) 

8.342 8.468 8.480 8.688 8.938 

Harapan Lama 
Sekolah ( Tahun) 

12.87 13.00 13.27 13.55 13.97 

Rata-rata Lama 
Sekolah (Tahun) 

7.93 8.02 8.20 8.40 8.50 

Indeks Pembangunan 
Manusia 

69.74 70.14 70.68 71.52 72.38 

 Sumber data : Badan Pusat Statistik DIY, 2017 

 

i. Gini Rasio 

Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat untuk mengakselerasikan 

pembangunan ekonomi keseluruhan. Intinya, kunci sukses pembangunan adalah 

terjadinya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan dinamisnya stabilitas sosial 

maka perlunya peningkatan dari sisi investasi yang akan menunjang pertumbuhan 

ekonomi. Akumulasi dari itu semua tentu akan berdampak terhadap ekonomi secara 

makro. Investasi merupakan salah satu komponen penyusun PDB, maka dengan 

meningkatnya investasi tentu akan meningkatkan nilai PDB. Investasi juga 
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berbanding lurus dengan kemampuan masyarakat melakukan pengeluaran. Investasi 

meningkat maka jumlah akumulasi produksi juga meningkat. Sebagai upaya dalam 

meningkatkan produksi dibutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak sehingga 

pengangguran menurun dan pendapatan masyarakat meningkat. 

Berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi juga harus diikuti dengan pemerataan pembangunan. 

Pembangunan yang hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan 

menimbulkan dua masalah krusial yakni kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. 

Kesenjangan ekonomi yang dimaksud adalah adanya ketimpangan dalam distribusi 

pendapatan. Berawal dari distribusi pendapatan yang tidak merata yang kemudian 

memicu terjadinya ketimpangan pendapatan sebagai dampak dari perubahan tingkat 

kesejahteraan yang berbeda antar kelompok masyarakat.  

Ketimpangan akan semakin parah jika tingkat kesejahteraan masyarakat 

kelompok berpendapatan bawah tumbuh dengan lambat atau bahkan turun, 

sedangkan tingkat kesejahteraan kelompok berpendapatan atas tumbuh dengan 

cepat. Hal ini akan menjadi sangat serius apabila kedua masalah tersebut berlarut-

larut dan dibiarkan semakin parah, yang pada akhirnya akan menimbulkan 

konsekuensi gejolak politik dan sosial yang dampaknya cukup negatif. 

Pada hakekatnya, kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat 

berpendapatan tinggi dengan kelompok berpendapatan rendah dan tingkat 

kemiskinan merupakan dua masalah besar di  negara-negara berkembang, tidak 

terkecuali di Indonesia. Walaupun demikian, kesenjangan ekonomi juga tidak 

menutup kemungkinan terjadi pada negara-negara maju. Tidak mengherankan bila 

ketimpangan itu akan selalu ada, baik itu di negara miskin, negara berkembang, 

maupun negara maju. Hanya saja yang membedakan dari semua itu adalah 

seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi pada masing-masing negara 

tersebut. 

Ketimpangan akan selalu ada dalam proses pembangunan, khususnya pada 

tahap-tahap awal pembangunan, namun ketimpangan yang semakin melebar harus 

dikendalikan. Ketimpangan yang semakin lebar akan melahirkan berbagai 

ketidakpuasan, yang jika terus terakumulasi dapat menimbulkan keresahan yang 

berujung pada berbagai macam konflik. Sedangkan perkembangan indikator 

pemerataan distribusi pendapatan selanjutnya yang sering dipakai adalah Rasio Gini. 

Di Kabupaten Kulon Progo perkembangan Rasio Gini dari tahun ke tahun 

mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Sedangkan dibandingkan 

dengan Rasio Gini DIY maupun Nasional, Gini Rasio Kabupaten Kulon Progo masih 

dibawahnya. Hal tersebut menggambarkan kondisi ketimpangan antar penduduk di 
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Kabupaten Kulon Progo masih relatif lebih baik dibandingkan dengan DIY dan 

Nasional, seperti terlihat dalam Tabel 2.40 dan Gambar 2.20. 

 

Tabel  2.40  

Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo  

Menurut Komponen Tahun 2012- 2016 

 

 

 

 

S

Sumber BPS RI, DIY dan Kulon Progo, 2017 

 

 

Sumber data : BPS RI, DIY dan Kulon Progo, 2017 

 

Gambar 2.20  

Perkembangan Gini Rasio 

Kabupaten Kulon Progo, DIY dan Nasional Tahun 2012-2016 

 

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga 

a. Jumlah grup kesenian 

Pembangunan bidang seni budaya sangat  terkait erat dengan kualitas hidup 

manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang 

berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Jumlah group kesenian 

Kabupaten Kulon Progo disajikan sesuai pada Tabel berikut: 
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Tabel  2.41  

Perkembangan Seni dan Budaya 

No 
Kondisi Perkembangan 

Kebudayaan 

Tahun 
Satuan 

2012 2013 2014 2015 2016 

1. Jenis Seni              

 1. Seni Tari       

  a. Tradisional 102 102 102 102 201 Buah 

  b. Kreasi baru 26 26 26 26 26 Buah 

 2. Seni Musik             

  a. Diatonis 94 94 94 94 101 Buah 

  b. Pentatonis 125 125 125 125 144 Buah 

 3. Seni Rupa             

  a. Lukis 111   - -   Buah 

  b. Pahat 25   - -   Buah 

 4. Seni Theater             

  a. Tradisional 127 127 127 127 155 Buah 

  b. Modern 6 6 6 6 6 Buah 

 Jumlah  480 480 480 480 633 Buah 

2. Jumlah Group Kesenian 1,030  1,030   1,130   1,211  1,269  Grup 

 3. Penyelenggaraan Lomba 
Unit 

      

 a. Banyaknya 
Lomba/Festival 

4 10 10 10 6 Kali 

 b. Jenis Lomba /Festival 4 4 4 4 3 Jenis 

4. Upacara Adat 33 33 35 35 35 Kel 

5. Himpunan Penghayat 
Kepercayaan terhadap 
Tuhan YME 

20 18 15 17 18 Kel 

6. Jumlah gedung kesenian 1 1 1 1 1 Unit 

7. Kesenian khas Kab. Kulon 
Progo 

13 13 13 13 13 Buah 

8. Desa Budaya  13 13 10 10 15 Desa 

Sumber data: Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Kelompok / grup kesenian yang ada di masyarakat memiliki peran penting dalam 

mewadahi pelaku pelaku seni untuk melaksanakan kegiatan pelestarian budaya agar 

tetap terpelihara sehingga tercipta masyarakat yang berbudaya serta mendukung 

berkembangnya desa budaya. Berdasarkan data di atas terlihat bahwa Kabupaten 

Kulon Progo memiliki Grup kesenian yang jumlahnya cukup banyak. Hal ini ditunjukkan 

di tahun 2012 dan tahun 2013 jumlah grup kesenian yang ada sebanyak 1.030 grup, 

tahun 2014 sebanyak 1.130 grup, tahun 2015 sebanyak 1.211 grup dan tahun 2016 

sebanyak 1.269 Group, namun jika dibandingkan dengan jumlah grup yang aktif dengan 

jumlah grup yang ada jumlahnya masih relatif sedikit. Dari tahun 2012 sampai dengan 

tahun 2015 jumlah grup yang aktif sebanyak 480 grup dan tahun 2016 meningkat 

menjadi 633 grup. Di Kabupaten kulon progo, ada tiga belas ragam seni yang telah 
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dikembangkan dan menjadi seni unggulan seperti Seni Angguk Putri yang menjadi salah 

satu jenis seni unggulan di Kabupaten Kulon Progo. Aadapun seni unggulan lainnya 

meliputi Ketoprak, Jathilan, Incling, Keroncong, Reog, Oglek, Hadrah/Sholawatan, 

Langger Tapeng, Wayang Tapeng, Panjidor, Kumpyung, Jabur. Selain itu budaya tradisi 

berupa upacara adat juga sudah dikemas dengan cukup baik sehingga mempunyai 

daya tarik wisata daerah. Pemerintah daerah terus meningkatkan pengembangan seni 

lainnya seperti sendratari dengan mengangkat tema lokal dan seni musik krumpyung. 

Jumlah desa budaya sampai dengan tahun 2016 baru ada 15 desa budaya dari 87 desa 

se-kabupaten Kulon Progo.Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah masih ada 

grup-grup kesenian yang belum melaksanakan kegiatan secara rutin dan memiliki 

kelengkapan administratif.  

Melihat data jumlah festival yang dilaksanakan dari anggaran APBD masih cukup 

rendah namun jumlah festifal yang dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo tidak hanya 

di dukung oleh anggaran dari APBD tapi juga dari Dana Keistimewaan yang bersumber 

dari APBN. Semakin banyak kegiatan atau festival seni budaya yang diselenggarakan 

pemerintah maka akan mendukung peningkatan pelestarian nilai budaya.  

Kinerja kesenian diukur berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan 

Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) Bidang Kesenian dimana pada tahun 2016 telah dicapai seperti dalam Tabel 

berikut ini. 

Tabel  2.42  

Profil SPM Bidang Kesenian Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 

No 
Jenis Pelayanan 

Dasar 
Indikator 

Tahun  

2012 2013 2014 2015 2016 

1. Perlindungan, 

Pengembangan, 

dan Pemanfaatan 

Bidang Kesenian 

1. Cakupan Kajian Seni (50%) 33,3 33,3 40 153,3 153,3 

2. Cakupan Fasilitasi Seni (30%) 71 71 86 129 129 

3. Cakupan Gelar Seni (75%) 100 100 150 275 275 

4. Misi Kesenian (100%) 100 100 200 300 300 

2. Sarana dan 

Prasarana 

5. Cakupan Sumberdaya 
Manusia Kesenian (25%) 

63 75 125 788 788 

6. Cakupan Tempat (100%) 100 100 200 300 300 

7. Cakupan Organisasi 66,67 66,67 66,67 100 100 

Sumber data: Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Capaian kinerja SPM bidang kesenian Kabupaten Kulon Progo telah melampaui 

nilai persentase yang telah ditetapkan. Namun demikian, masih perlu untuk peningkatan 

kualitas dan pengembangan inovasi.  
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Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi budaya yang tangible dan intangible 

berupa benda-benda cagar budaya yang tetap terjaga baik kondisi maupun 

keamanannya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel  2.43  

Perkembangan Peninggalan Sejarah Purbakala dan Permuseuman 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 

Sumber data: Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Tabel  2.44  

Benda Warisan Budaya yang dikelola Pemerintah Daerah 

No Jenis Jumlah Satuan 

1. Benda tidak bergerak 11 Buah 

2.  Benda bergerak 137 Buah 

 Jumlah 148 Buah 

  Sumber data : Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya permasalahannya adalah masih 

lemahnya perlindungan hukum untuk semua aset kebudayaan baik yang fisik maupun 

non fisik dalam bentuk Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Dari jumlah peninggalan 

sejarah purbakala dan permuseuman yang bernilai historis tinggi hanya sebagian yang 

sudah berhasil dikumpulkan dan diidentifikasi. Sampai dengan tahun 2016 jumlah 

kekayaan budaya mencapai 304 buah tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kulon 

Progo namun hanya 148 buah yang di terbitkan SK Bupati untuk benda tidak bergerak 

dan yang telah diregistrasi untuk benda bergerak.  Selain itu daerah belum memiliki 

museum seni budaya sebagai sarana yang melaksanakan fungsinya untuk menyimpan, 

merawat, mengamankan dan memanfaatkan koleksi museum sebagai sumber informasi 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini hanya ada  Museum (rintisan) / Balai Agung 

dengan kapasitas ruang penyimpanan terbatas.  

No. 
Peninggalan Sejarah Purbakala dan 

Permuseuman 

Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

1. Peninggalan Sejarah dan Purbakala 202 202 202 202 304 

 
a. Massa Prasejarah 2 2 2 2 4 

 
b. Massa Hindu-Budha 154 154 154 154 119 

 
c. Massa Islam 23 23 23 23 50 

 
d. Massa Kolonial/Perjuangan 18 18/ 18 18 121 

 
e. Tradisional 5 5 5 5 10 

2. Museum (rintisan)/Balai Agung 1 1 1 1 1 
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b. Olah Raga 

 Jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 

sebanyak 34 organisasi dengan jumlah klub olahraga di tahun 2012-2013 sebanyak 244 

klub kemudian mengalami peningkatan di tahun 2014-2016 namun sangat kecil yaitu  

meningkat menjadi 250 klub, data ini menunjukkan bahwa bertambahnya minat 

masyarakat terhadap olah raga serta di dukung komitmen pemerintah untuk 

peningkatan kesehatan dan prestasi olah raga masyarakat melalui pembinaan dan 

pengembangan klub olah raga yang ada masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel  2.45  

Jumlah Klub Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 

No Uraian 
Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

1. Jumlah Organisasi Olahraga 34 34 34 34 34 

2. Jumlah Klub Olahraga 244 244 250 250 250 

Sumber: Dnas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Terwujudnya Peningkatan Prestasi Olah raga selain melalui pembinaan klub dan 

atlit olahraga juga harus didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana olahraga 

yang baik. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia saat ini sudah cukup memadai 

dan memenuhi kebutuhan masyarakat namun perlu peningkatan dari segi kualitasnya. 

Sampai dengan tahun 2016 telah tersedia gedung olahraga sebanyak 90 unit, dan 

lapangan olahraga sebanyak 1.171 unit dari 14 cabang olahraga berprestasi yang 

diminati masyarakat dan tersebar di semua kecamatan kabupaten Kulon Progo. Data 

dapat dilihat sesuai pada tabel berikut: 

 

Tabel  2.46    

Jumlah Sarana Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 

No Kecamatan 

Cabang Olah Raga 

 sepak 
bola 

bulu 
tangkis 

 volley 
tenis 
meja 

Tenis 
Lapangan 

Renang Tinju 
Panjat 
Tebing 

Sepak 
takraw 

Voly 
Pantai 

Dayung Basket Futsal Jumlah 

1 Temon 8 33 28 34 0 2 0 0 0 2 1 2 1 111 

2 Wates 10 50 31 47 4 1 0 1 11 0 1 3 2 161 

3 Panjatan 10 34 24 33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 102 

4 Galur  6 16 10 10 2 0 0 0 2 0 0 0 0 46 

5 Lendah 7 20 12 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 

6 Sentolo 12 44 48 41 1 2 0 0 0 0 0 2 1 151 
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No Kecamatan 

Cabang Olah Raga 

 sepak 
bola 

bulu 
tangkis 

 volley 
tenis 
meja 

Tenis 
Lapangan 

Renang Tinju 
Panjat 
Tebing 

Sepak 
takraw 

Voly 
Pantai 

Dayung Basket Futsal Jumlah 

7 Pengasih 15 32 28 17 2 0 1 0 2 0 0 4 1 102 

8 Kokap 3 17 23 43 0 0 0 0 0 0 1 2 0 89 

9 Girimulyo  2 34 14 36 0 0 0 0 0 0 0 4 0 90 

10 Nanggulan 4 10 22 9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 48 

11 Samigaluh  6 21 45 38 0 3 0 1 0 0 0 6 0 120 

12 Kalibawang 4 20 26 27 1 0 1 0 1 0 0 0 0 80 

  Jumlah 87 331 311 367 10 8 2 2 16 2 3 27 5 1171 

Sumber: Dnas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Tabel  2.47  

Jumlah Gedung Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 

Uraian 
Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

Gedung Olahraga  90 90 90 90 90 

Sumber: Dnas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

 

2.3 Aspek Pelayanan Umum 

Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan 

pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari OPD Kabupaten Kulon Progo. Sebagai tolok 

ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik telah ditetapkan Peraturan Bupati 55 Tahun 

2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan. Pada tahun 2016 dilakukan 

evaluasi atas kebijakan tersebut yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Pelayanan Publik Evaluasi. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 96 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan ketentuan ini seluruh unit pelayanan publik 

diwajibkan menyusun Standar Pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan untuk 

pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan 

sebagai komitmen/kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka 

pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. 

Sebagai instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja 

pelayanan, telah dilakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada seluruh unit 

pelayanan publik yaitu sejumlah 41 unit pelayanan yang terdiri atas Dinas Penanaman 

Modal dan Perizinan Terpadu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, UPTD Pengujian 

Kendaraan Bermotor, 21 UPTD Puskesmas, 12 kecamatan, Kelurahan Wates, DPPKA 
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(Pelayanan Pendaerahan PBB), RSUD Wates, RSUD NAS serta Kantor Perpustakaan dan 

Arsip. Hasil survei menunjukkan bahwa secara umum pelayanan kepada masyarakat yang 

diberikan oleh pemerintah telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

survei dimana nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 81,35 dengan predikat ”Baik”. Nilai 

IKM tersebut masih dapat ditingkatkan. 

Secara umum hasil survei kepuasan masyarakat terus mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun hal ini dapat dilihat pada gambar  di bawah: 

 

Sumber : Bagian Organisasi Tahun 2017 

Gambar 2.21  

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 

 

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 

dilakukan oleh tim yang terdiri dari ASN unit pelayanan publik. Hasil survei menunjukkan 

adanya kecenderungan peningkatan nilai IKM. Secara umum peningkatan nilai IKM 

disebabkan karena adanya perubahan indikator terutama di tahun 2016 serta adanya 

kemungkinan subyektifitas dalam penilaian yang disebabkan oleh Tim Survei yang tidak 

independen. Hal ini ditunjukkan dengan hasil survey semester I Tahun 2017 yang dilakukan 

oleh Tim Non ASN dimana Nilai IKM menjadi 74,82 (turun 8,23%) dari 81,53 Tahun 2016. 

 

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

2.3.1.1 Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas 

manusia. Pembangunan bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan dan 

perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing output pendidikan 
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serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra pendidikan. Pemerintah Kabupaten Kulon 

Progo telah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan pendidikan dengan mengelola 

potensi yang ada pada urusan pendidikan mulai dari Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) dan Pendididkan Non Formal (PNF), Pembinaan Sekolah Dasar (SD), Pembinaan 

Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pembinaan Ketenagaan, Pengembangan Budaya Baca 

dan Peningkatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.  

Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting 

untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah 

dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan sebagai berikut: 

 

Tabel  2.48  

Kondisi Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 

No. Indikator Kinerja 
Capaian Kinerja 

2012 2013 2014 2015 2016 

1. Angka Melek Huruf  92,04 93,13 93,36 94,19 94,30 

2. Rata-rata Lama Sekolah 7,93 8,02 8,20 8,40 8,50 

3. Angka Partisipasi       

 -APM SD 97,89   97,83 99,75 99,76 99,44 

 -APM SMP 98,99 99,42 97,88 97,90 98,15 

4. Angka Kelulusan  99,51 99,95 98,95  99,99  99,99  

5. Angka Harapan Lama Sekolah  12,8 13,00 13,27 13,55 13,97 

  6. Standar Kompetensi Pendidik      

 
-Guru yang memenuhi 
Kualifikasi S1/D4 

61,00 73,22 81,27 81,27 86,29 

 
-Guru yang telah bersetifikat 
pendidik 

44,01 60,42 56,91 56,91 65,20 

Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Kemampuan membaca menulis merupakan ketrampilan minimum yang dibutuhkan 

oleh penduduk untuk dapat hidup sejahtera. Kemampuan membaca dan menulis ini 

tercermin dari angka melek huruf yang didefinisikan sebagai persentase penduduk usia 15 

tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Angka melek 

huruf menunjukkan trend peningkatan dari 92,04% pada tahun 2012, tahun 2013 sebesar 

93,13%, tahun 2014 sebesar 93,36% meningkat menjadi 94,19% pada tahun 2015 dan 

tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 94,30%. 

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang telah 

dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh seluruh jenjang 

pendidikan formal yang dijalani. Rata-rata lama sekolah menunjukkan trend peningkatan dari 

tahun 2012 sebesar 7,93 tahun meningkat menjadi 8,02 tahun pada tahun 2013 dan menjadi 

8,20 tahun di tahun 2014, tahun 2015 sebesar 8,40 dan tahun 2016 sebesar 8,50.  
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Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan dasar lebih menggambarkan 

kondisi keterserapan siswa pada usia jenjang sekolah SD/MI dan SMP/MTs. APM jenjang 

SD/MI pada tahun 2015 sebesar 99,76% dan pada tahun 2016 sebesar 99,44%. APM 

jenjang SD/MI di bawah 100% artinya keterjangkauan pendidikan dasar belum merata 

diseluruh wilayah. Hal ini disebabkan masih terdapat siswa SD/MI yang usianya dibawah 

tujuh tahun atau diatas 12 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SMP/MTs pada tahun 

2014 sebesar 97,88%, tahun 2015 sebesar 97,90% dan tahun 2016 sebesar 98,15%. APM 

SMP/MTs meningkat namun belum 100% dimungkinkan ada siswa SMP/MTs yang usianya 

di bawah 13 tahun atau di atas 15 tahun dan ada siswa SMP/MTs dari luar daerah yang 

sekolah di kabupaten Kulon Progo khususnya di wilayah perbatasan. Capaian-capaian 

kinerja urusan pendidikan ini menunjukkan peningkatan dukungan penyelenggaraan 

pendidikan berupa Program Wajar Dikdas 9 Tahun, Rintisan Wajar 12 Tahun disertai 

kenaikan dukungan pendanaan operasional dari BOS Pusat, Penyediaan Biaya Pendidikan 

SD, SMP, SMA/SMK, penyediaan sarana dan prasarana dari dana DAK SD, SMK, SMP, 

SMK, blockgrand, dan sumber lain yang sah. 

Angka kelulusan cenderung stabil dimana naik turunnya tidak lebih dari 1% atau 

berkisar diangka 98-99%, yakni pada tahun 2012 sebesar 99,51%, tahun 2013 99,95%, 

tahun 2014 98,95%, sedangkan tahun 2015 sebesar 99,99% sama dengan tahun 2016 

sebesar 99,99%. Kondisi ini dipengaruhi adanya perubahan kurikulum yakni kurikulum 2006 

dan kurikulum 2013 selain adanya kriterium kelulusan yang setiap tahunnya berbeda bobot 

dan penentuannya. 

Capaian Angka Harapan Sekolah juga mengalami peningkatan yang lebih baik, 

dimana pada tahun 2012 sebesar 12,80, tahun 2013 sebesar 13,00, tahun 2014 sebesar 

13,27 sedangkan pada tahun 2015 sebesar 13,55 dan tahun 2016 sebesar 13,97. 

Peningkatan tersebut atas dukungan semua pihak, baik melalui penyelenggaraan pendidikan 

formal, maupun non formal. 

Pelaksanaan urusan pendidikan dilihat dari kondisi tenaga pendidik sebagai meliputi 

guru yang memenuhi standar kompetensi pendidik di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 -

2016 meliputi guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 dengan capaian pada tahun 2012 

sebesar 61 ,00%, tahun 2013 sebesar 73,22%, tahun 2014 sebesar 81,27%, sedangkan 

tahun 2015 sebesar 81,27% dan tahun 2016 sebesar 86,29%. Sedangkan guru telah 

memiliki sertifikat pendidik pada tahun 2012 sebesar 44,01%, tahun 2013 sebesar 60,42%, 

tahun 2014 sebesar 56,91%, sedangkan pada tahun 2015 sebesar 56,91 dan tahun 2016 

sebesar 65,20%. Selain itu, pada tahun 2017 ini masih terdapat permasalahan distribusi 

guru yang tidak merata, bahwa pada Jenjang SD terdapat kekurangan guru sebanyak 77 

orang dari total kebutuhan sebanyak 2180 orang (terdiri dari Kepala Sekolah, Guru Kelas, 

Guru Agama, Guru Penjasorkes), sedangkan pada Jenjang SMP terdapat kelebihan guru 
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sebanyak 89 orang dari total kebutuhan sebanyak 836 orang (terdiri dari Kepala Sekolah dan 

Guru Mata Pelajaran). Namun bukan berarti penataannya dapat dilakukan secara langsung, 

mengingat ada perbedaan jenjang dan jenis mata pelajaran (ada yang berlebih dan ada 

yang kurang. 

Kinerja pendidikan berdasarkan indikator Milenium Development Goals (MDG‟s) 

disajikan dalam tabel berikut ini. 

Tabel  2.49  

Milenium Development Goals Bidang Pendidikan 

 Indikator Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 

A. Tujuan 2. Mencapai pendidikan untuk semua 

1. 
Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah 
Dasar 

98,75% 99,76% 99,44% 

2. 
Proporsi murid kelas 1 yang berhasil 
menamatkan Sekolah Dasar 

100% 100% 100% 

3. 
Angka melek huruf penduduk usia 15-24 
tahun, perempuan dan laki-laki 

93,36% 94,19% 94,30% 

4. 
Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah 
Menengah Pertama 

97,88% 97,90% 98,15% 

B. Tujuan 3. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 

5. 
Rasio perempuan terhadap laki-laki di 
tingkat pendidikan dasar, menengah dan 
tinggi 

98,15 98,29 97,14 

a. Rasio APM perempuan/laki-laki di SD 99,75% 99,75% 90,33% 

b. Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP 97,86% 98,64% 92,94% 

c. Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA 98,76% 98,54% 72,75% 

d. 
Rasio APM perempuan/laki-laki di 
Perguruan Tinggi 

96,21% 96,22% 97,21% 

6. 
Rasio melek huruf perempuan terhadap 
laki-laki pada kelompok usia 15-24 

96,15% 98,29% 98,11% 

Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten  Kulon Progo, 2017 

 

Berdasar data capaian MDG‟s tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sampai 

dengan tahun 2016 belum ada yang tercapai 100% kecuali proporsi murid kelas 1 yang 

berhasil menamatkan Sekolah Dasar. APM SD dan APM SMP capaian 100%. Hal tersebut 

dibebabkan oleh masih terdapatnya peserta didik SD yang berusia kurang dari 7 tahun atau 

diatas 12 tahun, maupun peserta didik SMP yang berusia kurang dari 13 tahun atau siswa 

yang usianya diatas 15 tahun Kebijakan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru masih 

memberikan kesempatan peserta didik kurang dari 7 tahun dapat sekolah di SD, tentu hal 

ini menyebabkan APM SD tidak dapat tercapai 100%. 

Sedangkan pada capaian rasio APM kesetaraan gender, terdapat penurunan 

dimana hal ini disebabkan oleh lebih banyaknya jumlah laki-laki dari pada jumlah 
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perempuan yang berusia 7-12 tahun (jenjang SD), 13–15 tahun (jenjang SMP), walaupun 

disisi kebijakan tidak ada diskriminasi penerimaan peserta didik baru, tentu hal ini 

berhubungan dengan pertumbuhan penduduk secara umum. 

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar yang dilaksanakan 

urusan Pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 

2010 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah yang telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 dan 

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten Kulon Progo. Capaian Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) pendidikan dasar pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 selengkapnya terlihat 

di tabel berikut ini. 

Tabel  2.50  

SPM Pendidikan Dasar Tingkat Kabupaten (14 Indikator Pencapaian) 

IP Indikator Pencapaian Sub IP Sub Indikator 
Capaian (%) 

2015 2016 

IP-1. Tersedia satuan pendidikan 
dalam jarak yang terjangkau 
dengan berjalan kaki yaitu 
maksimal 3 km untuk SD/MI dan 
6 km untuk SMP/MTs dari 
kelompok permukiman permanen 
di daerah terpencil. 

IP-1.1. Persentase kelompok permukiman 
permanen di daerah terpencil yang 
sudah dilayani SD/MI dalam jarak < 
3 km 

100 100 

IP-1.2. Persentase kelompok permukiman 
permanen di daerah terpencil yang 
sudah dilayani SMP/MTs dalam 
jarak < 6 km 

100 100 

IP-2. Jumlah peserta didik dalam 
setiap rombongan belajar untuk 
SD/MI tidak melebihi 32 orang, 
dan untuk SMP/MTs tidak 
melebih 36 orang. Untuk setiap 
rombongan belajar tersedia 1 
(satu) ruang kelas yang 
dilengkapi dengan meja dan kursi 
yang cukup untuk peserta didik 
dan guru serta papan tulis. 

IP-2.1. Persentase SD/MI yang semua 
rombongan belajarnya tidak 
melebihi 32 orang 

96.44 96.15 

IP-2.2. Persentase SD/MI yang telah 
memenuhi kebutuhan meja, kursi, 
dan papan tulis untuk setiap rombel 

77.26 80.76 

IP-2.3. Jumlah SMP/MTs yang semua 
rombongan belajarnya tidak 
melebihi 36 orang 

100 100 

IP-2.4. Persentase SMP/MTs yang telah 
memenuhi kebutuhan meja, kursi, 
dan papan tulis untuk setiap rombel 

89.87 83.54 

IP-3. Di setiap SMP dan MTs tersedia 
ruang laboratorium IPA yang 
dilengkapi dengan meja dan kursi 
yang cukup untuk 36 peserta 
didik dan minimal satu set 
peralatan praktek IPA untuk 
demonstrasi dan eksperimen 
peserta didik 

IP-3.1. Persentase SMP/MTs yang memiliki 
ruang laboratorium IPA yang 
dilengkapi dengan meja dan kursi 
untuk 36 peserta didik 

26.58 74.76 

IP-3.2. Persentase SMP/MTs yang memiliki 
satu set peralatan praktek IPA untuk 
demonstrasi dan eksperimen 
peserta didik 

6.33 15.18 

IP-4. Di setiap SD/MI dan SMP/MTs 
tersedia satu ruang guru yang 
dilengkapi dengan meja dan kursi 
untuk setiap orang guru, kepala 
sekolah dan staf kependidikan 
lainnya; dan di setiap SMP/MTs 
tersedia ruang kepala sekolah 
yang terpisah dari ruang guru. 

IP-4.1. Persentase SD/MI yang memiliki 
satu ruang guru dan dilengkapi meja 
dan kursi untuk setiap orang guru, 
kepala sekolah/madrasah, dan staf 
kependidikan lainnya 

61.09 81.45 

IP-4.2. Persentase SMP/MTs yang memiliki 
satu ruang guru dan dilengkapi meja 
dan kursi untuk setiap orang guru 
dan staf 

69.62 79.37 

IP-4.3. Persentase SMP/MTs yang memiliki 
ruang kepala sekolah/madrasah 
terpisah dari ruang guru dan 
dilengkapi meja dan kursi 

88.61 92.37 

IP-5. Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) 
orang guru untuk setiap 32 
peserta didik dan 6 (enam) orang 

IP-5.1. Persentase SD/MI yang memiliki 
satu orang guru untuk setiap 32 
peserta didik 

100 100 
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IP Indikator Pencapaian Sub IP Sub Indikator 
Capaian (%) 

2015 2016 

guru untuk setiap satuan 
pendidikan, dan untuk daerah 
khusus 4 (empat) orang guru 
setiap satuan pendidikan 

IP-5.2. Persentase SD/MI yang memiliki 6 
(enam) orang guru atau 4 (empat) 
orang guru untuk daerah khusus 

99.73 99.17 

IP-6. Persentase SMP/MTs yang 
memiliki satu orang guru untuk 
setiap mata pelajaran, dan untuk 
daerah khusus tersedia satu 
orang guru untuk setiap rumpun 
mata pelajaran 

IP-6. Jumlah SMP/MTs yang memiliki 
satu orang guru untuk setiap mata 
pelajaran, dan untuk daerah khusus 
tersedia satu orang guru untuk 
setiap rumpun mata pelajaran 

40.51 36.70 

IP-7. Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) 
orang guru yang memenuhi 
kualifikasi akademik S-1/D-IV dan 
2 (dua) orang guru yang telah 
memiliki sertifikat pendidik 

IP-7.1. Persentase SD/MI yang memiliki 2 
orang guru yang memenuhi 
kualifikasi akademik S-1/D-IV 

99.73 99.72 

IP-7.2. Persentase SD/MI yang memiliki 2 
orang guru yang telah memiliki 
sertifikat pendidik 

93.15 89.56 

IP-8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru 
dengan kualifikasi akademik S-
1/D-IV sebanyak 70% dan 
separuh diantaranya (35% dari 
keseluruhan guru) telah memiliki 
sertifikat pendidik, untuk daerah 
khusus masing-masing sebanyak 
40% dan 20%. 

IP-8.1. Persentase SMP/MTs yang memiliki 
guru dengan kualifikasi S-1/D-IV ≥ 
70% (untuk daerah khusus ≥ 40%) 

89.87 97.47 

IP-8.2. Persentase SMP/MTs yang memiliki 
guru dengan kualifikasi S-1/D-IV 
dan telah memiliki sertifikat pendidik 
≥ 35% (untuk daerah khusus ≥ 20%) 

81.01 62.20 

IP-9. Persentase SMP/MTs memiliki 
guru dengan kualifikasi akademik 
S-1/D-IV dan telah memiliki 
sertifikat pendidik, masing-
masing 1 (satu) orang untuk mata 
pelajaran Matematika, IPA, 
Bahasa Indonesia, Bahasa 
Inggris, dan PKn. 

IP-9. Jumlah SMP/MTs yang memiliki 
guru dengan kualifikasi akademik 
S1 atau D-IV dan telah memiliki 
sertifikat pendidik, masingmasing 
1 (satu) orang untuk mapel 
Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, 
Bahasa Inggris dan PKn 

44.30 56.96 

IP-10. Persentase Kepala SD/MI 
berkualifikasi akademik S-1/D-IV 
dan telah memiliki sertifikat 
pendidik. 

IP-10. Jumlah Kepala SD/MI yang 
berkualifikasi akademik S-1 
atau D-IV dan telah 
bersertifikat pendidik 

91.51 92.52 

IP-11. Persentase Kepala SMP/MTs 
berkualifikasi akademik S-1/D-IV 
dan telah memiliki sertifikat 
pendidik. 

IP-11. Jumlah Kepala SMP/MTs 
yang berkualifikasi akademik 
S-1 atau D-IV dan telah 
bersertifikat pendidik 

83.54 86.31 

IP-12. Persentase Pengawas 
Sekolah/Madrasah berkualifikasi 
akademik S-1/D-IV dan memiliki 
sertifikat pendidik. 

IP-12. Jumlah pengawas 
sekolah/madrasah yang 
berkualifikasi akademik S-1 
atau D-IV dan telah 
bersertifikat pendidik 

100 100 

IP-13. Skor Pemerintah Kabupaten/Kota 
dalam kepemilikan rencana dan 
pelaksanaan kegiatan untuk 
membantu satuan pendidikan 
dalam mengembangkan 
kurikulum dan proses 
pembelajaran yang efektif. 

IP-13. Pemerintah kabupaten/kota 
memiliki rencana dan 
melaksanakan kegiatan 
untuk membantu satuan 
pendidikan dalam 
mengembangkan kurikulum 
dan proses pembelajaran 
yang efektif 

100 100 

IP-14. Kunjungan pengawas ke satuan 
pendidikan dilakukan satu kali 
setiap bulan dan setiap 
kunjungan dilakukan selama 3 
jam untuk melakukan supervisi 
dan pembinaan. 

IP-14.1. Persentase SD/MI yang mendapat 
kunjungan oleh pengawas satu kali 
setiap bulan dan setiap kunjungan 
selama ≥ 3 jam untuk melakukan 
supervisi dan pembinaan 

13.42 66.48 

IP-14.2. Persentase SMP/MTs yang 
mendapat kunjungan oleh 
pengawas satu kali setiap bulan dan 
setiap kunjungan selama ≥ 3 jam 
untuk melakukan supervisi dan 
pembinaan 

84.81 87.34 

Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten  Kulon Progo, 2017 
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Tabel  2.51  

SPM Pendidikan Dasar Tingkat Satuan Pendidikan (13 Indikator Pencapaian) 

IP Indikator Pencapaian Sub IP Sub Indikator 
Capaian (%) 

2015 2016 

IP-15. Setiap SD/MI menyediakan buku 
teks yang ditetapkan kelayakannya 
oleh Pemerintah mencakup mata 
pelajaran Bahasa Indonesia, 
Matematika, IPA, IPS, dan PKn 
dengan perbandingan satu set 
untuk setiap peserta didik 

IP-15.1. Jumlah set buku teks mata pelajaran 
(Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, 
IPS, dan PKn) yang sudah ditetapkan 
kelayakannya oleh Pemerintah yang 
disediakan oleh sekolah 

78.00 89.79 

IP-15.2. Persentase SD/MI yang telah 
memenuhi IP-15.1. 

26.58 48.50 

IP-16. Setiap SMP/MTs menyediakan 
buku teks yang sudah ditetapkan 
kelayakannya oleh Pemerintah 
mencakup semua mata pelajaran 
dengan perbandingan satu set 
untuk setiap peserta didik 

IP-16.1. Jumlah set buku teks mata pelajaran 
yang sudah ditetapkan kelayakannya 
oleh Pemerintah yang disediakan oleh 
sekolah 

53.39 91.90 

IP-16.2. Persentase SMP/MTs yang telah 
memenuhi IP-16.1 Sekolah 

11.39 17.50 

IP-17. Persentase SD/MI yang memiliki 
satu set peraga IPA dan bahan 
yang terdiri dari model kerangka 
manusia, model tubuh manusia, 
bola dunia (globe), contoh 
peralatan optik, kit IPA untuk 
eksperimen dasar, dan poster/carta 
IPA. 

IP-17  
 

Jumlah SD/MI yang memiliki 
set peraga dan bahan IPA 
secara lengkap 

41.37 57.14 

IP-18. Setiap SD/MI memiliki 100 judul 
buku pengayaan dan 10 judul buku 
referensi, dan setiap SMP/MTs 
memiliki 200 judul buku pengayaan 
dan 20 judul buku referensi 

IP-18.1. Persentase SD/MI yang telah 
memenuhi jumlah buku pengayaan dan 
referensi 

73.97 93.40 

IP-18.2. Persentase SMP/MTs yang telah 
memenuhi jumlah buku pengayaan dan 
referensi 

64.56 74.68 

IP-19. 
. 

Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam 
per minggu di satuan pendidikan, 
termasuk merencanakan 
pembelajaran, melaksanakan 
pembelajaran, menilai hasil 
pembelajaran, membimbing atau 
melatih peserta didik, dan 
melaksanakan tugas tambahan. 

IP-19.1. Persentase guru tetap yang rata-rata 
jam kerja per minggu ≥ 37,5 jam 

87.00 98.60 

IP-19.2. Persentase SD/MI yang telah 
memenuhi IP-19.1 

78.90 96.42 

IP-19.3 Persentase SMP/MTs yang telah 
memenuhi IP-19.1 

62.02 78.48 

IP-20. Satuan pendidikan 
menyelenggarakan proses 
pembelajaran selama 34 minggu 
per tahun dengan pembelajaran 
per minggu sebagai berikut: Kelas 
I-II 18 jam, Kelas III 24 jam, Kelas 
IV-VI 27 jam, dan Kelas VII-IX 27 
jam. 

IP-20.1. Persentase rombongan belajar yang 
memenuhi standar 

100 100 

IP-20.2. Persentase SD/MI yang telah 
memenuhi IP-20.1 

100 100 

IP-20.3. Persentase SMP/MTs yang telah 
memenuhi IP-20.1 

100 100 

IP-21. Setiap satuan pendidikan 
menerapkan kurikulum - sesuai 
ketentuan yang berlaku. 

IP-21.1. Persentase SD/MI yang menerapkan 
kurikulum sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku 

100 100 

IP-21.2. Persentase SMP/MTs yang 
menerapkan kurikulum sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku 

100 100 

IP-22. Setiap guru menerapkan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
yang disusun berdasarkan silabus 
untuk setiap mata pelajaran yang 
diampunya. 

IP-22.1. Persentase guru yang menerapkan 
RPP berdasarkan silabus untuk mata 
pelajaran yang diampunya 

99.00 99.54 

IP-22.2. Persentase SD/MI yang telah 
memenuhi IP-22.1 

95.89 99.45 

IP-22.3. Persentase SMP/MTs yang telah 
memenuhi IP-22.1 

86.08 89.87 

IP-23. Setiap guru mengembangkan dan 
menerapkan program penilaian 
untuk membantu meningkatkan 
kemampuan belajar peserta didik. 

IP-23.1. Persentase guru yang 
mengembangkan dan menerapkan 
program penilaian untuk membantu 
meningkatkan kemampuan belajar 
peserta didik 

100 99.59 

IP-23.2. Persentase SD/MI yang telah 
memenuhi IP-23.1 

100 99.17 

IP-23.3. Persentase SMP/MTs yang telah 
memenuhi IP-23.1 

100 100 
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IP Indikator Pencapaian Sub IP Sub Indikator 
Capaian (%) 

2015 2016 

IP-24. Kepala sekolah melakukan 
supervisi kelas dan memberikan 
umpan balik kepada guru dua kali 
dalam setiap semester. 

IP-24.1. Persentase SD/MI yang kepala 
sekolahnya melakukan supervisi kelas 
dan memberikan umpan balik kepada 
guru dua kali dalam setiap semester 

92.60 98.35 

IP-24.2. Persentase SMP/MTs yang kepala 
sekolahnya melakukan supervisi kelas 
dan memberikan umpan balik kepada 
guru dua kali dalam setiap semester 

68.35 83.54 

IP-25. Setiap guru menyampaikan 
laporan hasil evaluasi mata 
pelajaran serta hasil penilaian 
setiap peserta didik kepada Kepala 
Sekolah pada akhir semester 
dalam bentuk laporan hasil prestasi 
belajar peserta didik. 

IP-25.1. Persentase guru yang menyampaikan 
laporan hasil evaluasi mata pelajaran 
serta hasil penilaian setiap peserta 
didik kepada Kepala Sekolah pada 
akhir semester 

100 100 

IP-25.2. Persentase SD/MI yang telah 
memenuhi IP-25.1 

100 100 

IP-25.3. Persentase SMP/MTs yang telah 
memenuhi IP-25.1 

100 100 

IP-26. Kepala sekolah/madrasah 
menyampaikan laporan hasil 
Ulangan Akhir Semester (UAS) 
dan Ulangan Kenaikan Kelas 
(UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) 
kepada orang tua peserta didik dan 
menyampaikan rekapitulasinya 
kepada Dinas Pendidikan 
kabupaten/kota atau Kantor 
Kemenag kabupaten/kota pada 
setiap akhir semester 

IP-26.1. Persentase satuan pendidikan yang 
menyampaikan laporan hasil Ulangan 
Akhir Semester (UAS) dan Ulangan 
Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir 
(US/UN) kepada orang tua peserta 
didik 

100 100 

IP-26.2. Persentase SD/MI yang 
menyampaikan yang menyampaikan 
laporan hasil Ulangan Akhir Semester 
(UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas 
(UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) 
kepada kepada Dinas Pendidikan atau 
Kantor Kemenag kabupaten/kota pada 
setiap akhir semester 

98.36 100 

IP-26.3. Persentase SMP/MTs yang yang 
menyampaikan laporan hasil Ulangan 
Akhir Semester (UAS) dan Ulangan 
Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir 
(US/UN) kepada Dinas Pendidikan 
atau Kantor Kemenag kabupaten/kota 
pada setiap akhir semester 

84.81 100 

IP-27. Setiap satuan pendidikan 
menerapkan prinsip-prinsip 
Manajemen Berbasis Sekolah 
(MBS). 

IP-27.1. Persentase satuan pendidikan yang 
memiliki rencana kerja tahunan 

100 100 

IP-27.2. Persentase satuan pendidikan yang 
memiliki laporan tahunan 

98.20 100 

IP-27.3. Persentase satuan pendidikan yang 
memiliki komite sekolah yang berfungsi 
baik 

94.14 100 

Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten  Kulon Progo, 2017 

 

Memperhatikan capaian SPM Pendidikan tersebut berbagai upaya yang dilakukan 

diantaranya dengan peningkatan penyediaan sarana-prasarana pendidikan, peningkatan 

kualitas tenaga kependidikan maupun penyediaan biaya penyelenggaran pendidikan baik 

tingkat SD maupun SMP. Sedangkan pendidikan SMA/K menjadi kewenangan pemerintah 

provinsi. 

 

2.3.1.2 Kesehatan 

Dasar hukum penetapan SPM bidang kesehatan yaitu Keputusan Menteri Kesehatan 

Nomor 741/Menkes/PER/VII/2008, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, 

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal 
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Bidang Kesehatan dan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Nomor 

188/025A tentang Tahapan Pencapaian SPM Bidang Kesehatan. 

 

Tabel  2.52  

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan  

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 

No. Indikator –SPM 

CAPAIAN 

2012 2013 2014 2015 2016 

(%) (%) (%) (%) (%) 

1 Kunjungan Bumil K4 94,29 91,47 89,35 90,25 92,9 

2 Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 106,98 100 100 100 100 

3 
Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga 
Kesehatan yang Memiliki Kompetensi 
Kebidanan 

95,1 99,94 99,14 99,94 99,94 

4 Pelayanan Nifas 94,09 97,7 97,23 99,96 96,46 

5 Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani 111,36 114,64 100 100 100 

6 Kunjungan Bayi 91,39 97,11 96,98 92,7 94,85 

7 
Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization 

(UCI) 
100 100 100 100 100 

8 Pelayanan Anak Balita 86,41 92,3 89,92 95,01 92,43 

9 
Pemberian Makanan Pendamping ASI pada 
Anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 

100 100 100 100 100 

10 Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100 100 100 100 100 

11 
Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan 
Setingkat 

100 99,78 100 100 100 

12 Peserta KB Aktif 76,85 79,18 80,34 79,06 78,3 

13 
Penemuan Dan Penanganan Penderita 
Penyakit – Acute Flacid Paralysis (AFP) rate 
per 100.000 penduduk < 15 tahun 

3,14 30,34 100 100 50 

14 
Penemuan Dan Penanganan Penderita 
Penyakit - Penemuan Penderita Pneumonia 
Balita 

19,63 37,7 33,84 27,26 12,72 

15 
Penemuan Dan Penanganan Penderita 
Penyakit - Penemuan pasien baru TB BTA 
Positif 

55,14 100 48,03 41,22 80,53 

16 
Penemuan Dan Penanganan Penderita 
Penyakit – Penderita DBD yang ditangani 

100 118,84 100 100 100 

17 
Penemuan Dan Penanganan Penderita 
Penyakit - Penemuan penderita diare 

52,86 100 96,22 100 78,9 

18 
Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien 
Masyarakat Miskin 

100 100 100 100 100 

19 
Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien 
Masyarakat Miskin 

100 75 100 100 100 

20 
Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus 
diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/ Kota 

50 100 100 100 100 

21 
Desa/kelurahan mengalami KLB yang 
dilakukan penyelidikan epidemiologi <s24 jam 

100 100 100 100 100 

22 Desa Siaga Aktif 100 100 100 100 100 

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2017 
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Kunjungan Bumil K4 tercapai 92,90% dari target 95%. Hal ini disebabkan adanya 

kasus keguguran (abortus), kelahiran immature dan Bumil pindah keluar daerah sehingga 

tidak sampai kunjungan ke 4 (K4).  

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi 

kebidanan tercapai 99,94% dari target 100%. Hal ini disebabkan karena masih terdapat 3 

ibu bersalin di rumah (mbrojol), dimana 2 ibu bersalin terpaksa ditolong oleh dukun bayi 

dan 1 ibu pemotongan tali pusar ditolong oleh kader kesehatan.  

Kunjungan bayi  tercapai 94,85% dari target 95,00% Hal ini disebabkan kunjungan 

bayi sesuai  pedoman SDIDTK (Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang) 

setiap bayi harus dilakukan pemeriksaan 4 kali. Beberapa bayi baru di akhir tahun 2016  

belum lengkap diperiksa 4 kali yang menurut usia harus dilaksanakan pada tahun 

berikutnya (2017). 

Pelayanan anak balita tercapai 92,43% dari target 95,00%. Hal ini disebabkan 

selain teknis SDIDTK sebagaimana kunjungan bayi, juga akibat kurang  lengkapnya data 

kohort pemeriksaan pelayanan anak balita yang melibatkan petugas gizi, bidan dan 

petugas imunisasi. Ketidak tercapaian ini disebabkan kurangnya koordinasi petugas 

Daerah binaan di wilayah. 

Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit – Acute Flacid Paralysis (AFP) 

rate per 100.000 penduduk <15 tahun tercapai 50% dari target absolut 2. Namun demikian 

kegiatan surveilans telah dilakukan dengan baik dan lumpuh layuh yang ditemukan bukan 

disebabkan oleh virus polio. Permasalahan di sini adalah belum optimalnya kegiatan 

surveylans epidemiologi.  

Penemuan penderita pneumonia balita baru tercapai 12,72% dari target 100%. Hal 

ini disebabkan belum terinventarisirnya data-data kasus dari layanan kesehatan di luar 

Puskesmas terutama layanan kesehatan swasta dan adanya perbedaan persepsi antara 

petugas kesehatan tentang diagnosis pneumonia (MTBS).  

Penemuan dan Penanganan penderita diare baru tercapai 78,90% dari target 

100,00%. Dalam buku pedoman penanganan diare, dinyatakan bahwa yang dimaksud 

kasus diare adalah terjadinya defekasi lebih dari 2x dengan konsistensi cair pada satu 

hari. Prevalensi  penderita diare dihitung dari prosentase sebagaimana definisi operasional 

tersebut. Dimungkinkan target yang tidak tercapai disebabkan masyarakat belum mau 

mengakses pelayanan  kesehatan jika frekuensi baru 3-4 kali yang sudah dapat diatasi 

dengan melakukan pengobatan sendiri di rumah menggunakan oralit, obat bebas atau 

tanaman herbal (swamedikasi). 

Penemuan dan penanganan penyakit masih di bawah target SPM nasional. 

Kesadaran masyarakat untuk berobat ke tempat pelayanan kesehatan masih belum 

sesuai harapan. Kegiatan surveylans harus ditingkatkan. Strategi untuk menangani 

permasalahan di atas adalah dengan peningkatan penemuan penderita penyakit menular 
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dengan peningkatan kegiatan surveylans. Kebijakan yang diambil untuk menunjang 

strategi tersebut adalah dengan meningkatkan kegiatan surveilans untuk meningkatkan 

penemuan penderita penyakit menular. 

Adapun kesehatan tahun 2012-2016 disajikan dalam tabel berikut ini: 

 

Tabel  2.53  

Derajat Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 

Tahun 2012- 2016 

No. Indikator Sasaran Satuan 
Capaian Kinerja 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 Angka Harapan Hidup Tahun 74,87 74,89 74,9 75 75,03 

2 Angka Kematian Ibu per 100.000 KH 52,6 131,5 94,25 38,22 137 

3 Angka Kematian Bayi per 1.000 KH 12,1 18,23 11,5 9,17 9,58 

Sumber data : Badan Pusat Statistik DIY dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2017 
diolah 

 

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu 

daerah yang mencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai oleh seorang bayi yang 

baru lahir. Angka harapan hidup cenderung meningkat dari tahun ke tahun.  Tahun 2015 

mencapai 75,00 tahun, dan pada tahun 2016 menunjukkan angka 75,03. Peningkatan angka 

harapan hidup ini menunjukkan peningkatan derajat hidup masyarakat. Capaian angka 

harapan hidup Kulon Progo dari tahun 2012 hingga tahun 2016 tertinggi di DIY dan 

Indonesia (Nasional), dimana capaian angka harapan hidup tahun 2016 di DIY mencapai 

angka 74,71 dan berdasarkan buku Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa 

Yogyakarta 2016 bahwa 4 komponen indikator penyusun IPM di DIY memiliki angka di atas 

rata rata Nasional dengan pernyataan tersebut bisa diartikan bahwa angka harapan hidup di 

Kulon Progo tertinggi di Indonesia.  Kondisi angka harapan hidup tersebut diatas tidak lepas 

dari upaya pemerintah dalam menjamin dan meningkatkan upaya pelayanan kesehatan 

dasar melalui penyediaan sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan, 

meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Selain hal tersebut diatas juga disebabkan gaya 

hidup sebagian masyarakat yang dikenal low profile, nrimo ing pandum dan didukung oleh 

stabilitas sosial politik dan keamanan. 

Angka Kematian Ibu sebesar  136,98 per 100.000 kelahiran hidup  tidak dapat 

mencapai target yang ditetapkan, bahkan mengalami kenaikan dibanding capaian tahun 

2015. Target Angka Kematian Ibu sebesar 56,26 per 100.000 KH namun realisasi masih 

sebesar 136,98 per 100.000 KH. Angka kematian ibu meningkat dibanding tahun 2015, jika 

tahun 2015 jumlah kematian ibu ada 2, namun di tahun 2016  jumlah  kematian ibu sebanyak 

7 (tujuh) orang. Berdasar hasil Audit Maternal Perinatal (tribusi PDRBAMP) oleh Tim AMP 



RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017-2022 

 

II - 85 

 

RS. Sardjito 3 (tiga) kematian ibu dapat dicegah (avoidable), 3 (tiga) kematian ibu tidak 

dapat dicegah (unavoidable) dan 1 (satu) kematian ibu yang tidak bisa disimpulkan dapat 

atau tidaknya untuk bisa dicegah karena kejadian singkat, mendadak, tidak didukung data 

dalam proses ke rumah sakit dan selama kehamilan tidak didapatkan penyakit penyerta. 

Tiga kematian ibu yang dapat dicegah perlu mendapat perhatian serius dan tindak lanjut 

perbaikan dalam pelayanan kesehatan.  

Angka kematian bayi sebesar 9,20 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2016, 

berada diatas target  8,86 per 1000 kelahiran hidup. Secara absolute jumlah kematian bayi 

sebanyak 49 bayi, lebih tinggi dari jumlah kematian bayi tahun 2015 yang berjumlah 36. 

Penyebab kematian bayi ini antara lain disebabkan kelainan bawaan sebanyak 15 bayi, 

berat badan bayi lahir rendah yaitu kurang dari 2500 gram sebanyak 13 bayi,  asfiksia 

sebanyak 13 bayi, penyakit infeksi sebanyak 9 dan leukemia 1 bayi.  Prosedur penanganan 

persalinan telah dilaksanakan sesuai dengan manual rujukan, karena tidak ada kejadian 

kematian bayi di fasilitas kesehatan tingkat pertama.  

Untuk meningkatkan SPM tersebut, selain dengan meningkatkan kapasitas dan 

pelayanan di fasilitas kesehatan rujukan, akan dilaksanakan peningkatan kualitas Upaya 

Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Ibu hamil harus diberikan informasi tentang 

kesehatan kehamilan, dan harus ada peningkatan kesadaran ibu hamil untuk selalu 

memonitor sendiri kesehatan dirinya maupun kandungan. 

Pencapaian derajat masyarakat dari capaian MDG‟s dapat dilihat dari Tabel berikut. 

 

Tabel  2.54  

Capaian MDG’s Tahun 2012-2016 

No. Indikator 
Capaian 

2012 2013 2014 2015 2016 

Tujuan 1: Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan 

Target 1 C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun 
waktu 1990-2016 

1.8 
Prevalensi balita dengan 
berat badan rendah/kurang 
gizi (KEP). 

10,73% 10,92% 11,33% 10,63% 12,15% 

1.8a Prevalensi balita gizi buruk 0,81% 0,13% 0,93% 0,69%  0,99% 

1.8b Prevalensi balita gizi kurang 9,92% 10,13% 11,90% 9,94%  11,16% 

Tujuan 1: Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan 

Target 4.A: Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) sebesar dua pertiganya, antara 1990 dan 2016 

4.1 
Angka kematian balita per 
1000 kelahiran hidup 

14,73 21,04 14,13 11,85 10,53  

4.2 
Angka kematian bayi per 
1000 kelahiran hidup 

12,1 18,22 11,49 9,17 8,89  
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No. Indikator 
Capaian 

2012 2013 2014 2015 2016 

4.2a 
Angka Kematian Neonatal 
per 1000 kelahiran hidup 

7,19 14,84 6,21 6,31  na 

4.3 
Persentase anak di bawah 
satu .tahun yang diimunisasi 
campak 

97 99,63 99,78 99,85 99,44  

Tujuan 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu 

Target 5.A: Menurunkan angka kematian ibu hingga tiga per empatnya antara 1990 – 2016 

5.1 
Angka kematian ibu per 
100.000 kelahiran hidup 

52,6 131,5 94,25 38,23 136,99 

5.2 
Proporsi Pertolongan 
persalinan oleh 
tenagakesehatan terlatih 

99,80% 99,94% 99,94% 99,94% 88,87 

5.4 

Angka kelahiran remaja 
(perempuan usia 15-19 
tahun) per 1000 perempuan 
usia 15-19 tahun 

93 84 127  107  84 

5.5 

Cakupan pelayanan 
antenatal (sedikitnya satu 
kali kunjungan dan empat 
kali kunjungan) 

          

  - 1 kali kunjungan 99,60% 100% 100% 99,90% 100  

  - 4 kali kunjungan  93,20% 91,47% 89,35% 90,16% 92,9 

Tujuan 6: Memerangi HIV dan AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya 

Target 6.A: Mengendalikan penyebaran HIV dan AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada 
2016 

6.1 
Prevalesi HIV (persen) dari 
total populasi yang berusia 
15-24 tahun 

0,01 0,02 0,03 0,04 0.04 %  

6.2 
Penggunaan Kondom pada 
hubungan seks beresiko 
tinggi 

na 129 orang 66 orang na  
182 

orang  

6.3 

Proporsi jumlah penduduk 
usia 15-24 tahun yang 
mempunyai pengetahuan 
komprehensif tentang HIV 
dan AIDS 

na 16% 70% 70%  na 

Target 6.B: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV dan AIDS bagi semua yang membutuhkan 
sampai dengan tahun 2010 

6.5 

Proporsi penduduk terinfeksi 
HIV lanjut yang memiliki 
akses pada obat-obatan anti 
retroviral 

100% 100% 100% 100%  100% 

Target 6.C: Mengedalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah kasus malaria dan penyakit 
lainnya pada 2015 

6.6 
Prevalensi/angka kejadian 
malaria dan angka 
kematiannya 

230 90 90 107/8  98/ 1 

6.6a 
Angka kejadian malaria per 
1000 penduduk 

0,5 0,02 0,02 0,26  0,028 
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No. Indikator 
Capaian 

2012 2013 2014 2015 2016 

6.7 
Proporsi anak balita yang 
tidur dengan kelambu 
berinsektisida 

na 100% 100% 100%  100% 

6.8 
Proporsi anak balita dengan 
demam yang diobati dengan 
obat 

100 100% 100% 100%  100% 

6.9 
Angka kejadian, prevalensi 
dan tingkat kematian akibat 
Tuberkolosis 

          

6.9a 
Angka kejadian Tuberkulosis 
(semua kasus/100.000 
penduduk) 

24,76% 41,30% 48% 41,05%  38% 

6.9b 
Tingkat prevalensi 
Tuberkolusis (semua 
kasus/100.000 penduduk) 

55,14% 53,80% 60,50% 54,40%  62,5% 

6.9c 
Tingkat kematian 
Tuberkolusis (semua 
kasus/100.000 penduduk) 

0,60% 5,80% 2,70% 5,20%  5,2% 

6.10 

Proporsi jumlah kasus 
Tuberkulosis yang terdeteksi 
dan diobati dalam program 
DOTS 

          

6.10a 
Proporsi jumlah kasus 
Tuberkolusis yang terdeteksi 
dalam program DOTS 

100% 100% 100% 100%  100% 

6.10b 
Proporsi kasus Tuberkolusis 
yang diobati dan sembuh 
dalam program DOTS 

88,24% 77,35% 75,45% 76,28%  100% 

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Permasalahan pada urusan kesehatan meliputi: angka kematian ibu dan bayi yang 

fluktuatif, pada tahun 2015 telah berhasil ditekan penurunannya namun di tahun 2016 

kembali meningkat, hal ini disebabkan oleh masih kurangnya promosi kesehatan dan 

pemberdayaan masyarakat; meningkatnya angka penyakit tidak menular seperti penyakit 

jantung koroner, stroke, diabetes, hipertensi, dan penyakit degeneratif lainnya, belum 

tercapainya Bebas Malaria di Kabupaten Kulon Progo, masih terdapat 4 wilayah Kecamatan 

yang merupakan Daerah Endemis malaria, yaitu Kecamatan Kalibawang, Samigaluh, 

Girimulyo dan Kokap, hal ini disebabkan karena pencegahan dan pengendalian penyakit 

yang belum maksimal;  sementara itu dari sisi sarana prasarana kesehatan belum semua 

Puskesmas terakreditasi; antrian pasien rawat inap kelas 2, kelas 1 dan VIP di RSUD Wates 

tidak dapat semuanya terlayani dikarenakan keterbatasan jumlah tempat tidur; dan 

keterbatasan sarana, prasarana dan sumber daya manusia di RSUD Nyi Ageng Serang 

mengakibatkan pelayanan kesehatan belum optimal, hal ini disebabkan belum optimalnya 
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kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas, kuantitas dan penyebaran sumberdaya 

kesehatan belum optimal. 

Pencapaian indikator SPM, MDGs dan Kinerja OPD yang masih di bawah target, 

selain masalah teknis diatas, hal ini disebabkan pula antara lain adanya kendala  

masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan yang memiliki kompetensi terutama di 

wilayah pedesaan dan warga miskin. Dari permasalahan di atas, strategi yang dapat 

digunakan untuk mengantisipasinya adalah peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif 

dan rehabilitatif kesehatan masyarakat. Untuk menunjang strategi tersebut, perlu diambil 

arah kebijakan untuk meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif 

kesehatan masyarakat. 

Target yang akan dicapai pada akhir periode RPJMD adalah menyediakan dan 

menjamin seluruh masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan yang 

bermutu/berkualitas sehingga semua Ibu hamil, bersalin, bayi baru lahir, balita dapat 

menerima pelayanan sesuai standar, anak sekolah, remaja, usia produktif dan usila 

mendapat skrining kesehatan sesuai standar, para penderita penyakit menular maupun 

tidak menular juga mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. Akses pelayanan 

kesehatan di sini termasuk jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat, sehingga tidak 

ada lagi rasa takut bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin, untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan. Pada akhir periode RPJMD nanti, seluruh warga Kulon Progo 

ditargetkan memiliki jaminan kesehatan. 

Pendekatan keluarga merupakan pilihan untuk mencapai Indonesia Sehat yang 

akan tercermin dalam capaian Indeks Keluarga sehat dengan indikator: Keikut sertaan 

program Keluarga Berencana, Persalinan pada fasilitas kesehatan, pemberian ASI 

eksklusif, semua bayi mendapat imunisasi lengkap, Balita mendapat pemantauan tumbuh 

kembang, penderita penyakit menular berobat secara teratur, penderita penyakit tidak 

menular secara rutin periksa, tidak adanya penderita gangguan jiwa yang ditelantarkan, 

tidak merokok, mempnyunyai akses/menggunakan air bersih dan jamban sehat, serta 

adanya kesiapan pembiayaan kesehatan dengan mengikuti program Jaminan Kesehatan 

Pada tahun 2016, indeks keluarga sehat belum digunakan sebagai indikator, yang 

digunakan pada tahun 2016 adalah capaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 

Capaian PHBS pada tahun 2016 adalah 43%, permasalahan rendahnya capaian ini 

adalah perilaku merokok masyarakat. 

Program-program kegiatan yang perlu disiapkan menyangkut upaya peningkatan 

kesehatan masyarakat baik menyangkut kesehatan keluarga, gizi masyarakat, sanitasi 

dan kesehatan olahraga, ditunjang dengan upaya promosi dan pemberdayaan masyarakat 

yang kuat. Sisi lain upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit baik menular  

maupun tidak menular harus lebih ditingkatkan mengingat masih cukup banyak penyakit 

endemis yang potensi membawa kedaruratan (Re-emerging diseases)  dan kemungkinan 



RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017-2022 

 

II - 89 

 

potensi munculnya penyakit baru (New Emerging disease) dan prevalensi penyakit tidak 

menular yang cukup tinggi di Kulon Progo (Riskesdas, 2013) apalagi ditunjang 

perkembangan kemajuan sebagai konsekuensi adanya pengembangan kawasan  bandara 

Internasional. Terkait dengan pembangunan bandara internasional tersebut, diperlukan 

pelayanan kesehatan yang mampu memberikan pelayanan yang lebih baik untuk 

mengantisipasi lonjakan kebutuhan layanan. Salah satu langkah untuk mengantisipasi 

lonjakan kebutuhan layanan tersebut maka akan dilakukan peningkatan akses dan 

kualitas pelayanan kesehatan rujukan. Situasi pada tahun  2016 terdeteksi antrian layanan 

rujukan di RSUD Wates untuk kelas 1 , 2, dan VIP  hanya seputar 24% - 46% saja yang 

dapat dilayani.  Lebih lanjut terkait keterbatasan ruang VIP, kelas 1 dan kelas 2 tersebut 

RSUD Wates akan mengembangkan gedung perawatan baru.  Hal ini juga untuk 

mengantisipasi kebutuhan rumah sakit dengan pelayanan berstandar internasional  

berkaitan dengan bandara baru. Dengan meningkatnya aktivitas di bandara dan 

sekitarnya, dikhawatirkan kondisi RSUD Wates yang sekarang tidak mampu memenuhi 

kebutuhan pelayanan kesehatan reguler maupun kegawatdaruratan, sehingga 

peningkatan pelayanan RSUD baik sarana prasarana maupun sumber daya kesehatan 

harus ditingkatkan.  

 Standarisasi kualitas dan mutu pelayanan menjadi hal yang penting untuk 

selaluditingkatkan dengan penyiapan Sumberdaya Kesehatan yang memadai dan 

pengakuan kualitas pelayanan kesehatan  dengan penerapan Akreditasi pelayanan 

kesehatan rumah sakit, klinik, puskesmas bahkan praktek mandiri. 

Sumber daya kesehatan yang terdiri dari dokter spesialis, dokter, dokter gigi, 

perawat, bidan sampai tenaga administrasi, epidemiolog, kesehatan lingkungan dan 

tenaga penyuluh kesehatan belum mencukupi dalam hal jumlah maupun kompetensinya 

sebagai contoh untuk dokter  baru tersedia sejumlah 31 orang dokter untuk melayani setiap 

100.000 penduduk sedangkan secara standar Indonesia Sehat semestinya 40/100.000 

penduduk. Bidan sebagai tenaga paramedis jumlahnya hanya setengah dari rasio ideal 

yaitu hanya  51/100.000 penduduk dari yang semestinya 100 tenaga /100.000 penduduk. 

 

 

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

1. Pekerjaan Umum 

a. Jalan dan Jembatan 

Kewenangan penyelenggaraan jalan oleh pemerintah diamanatkan melalui UU 

Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Kewenangan pemerintah kabupaten dalam 

penyelenggaraan jalan berdasarkan Undang-Undang tersebut yaitu penyelenggaraan jalan 

kabupaten. Dalam rangka menindaklanjuti kewenangan penyelenggaraan jalan kabupaten 

tersebut, pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati 
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Nomor : 331/A/2015 Tentang Ruas Jalan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten. Ruas 

jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten adalah ruas jalan yang berfungsi sebagai 

Jalan Lokal Primer, dimana Jalan Lokal Primer tersebut terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu 

Jalan Lokal Primer I  dan Jalan Lokal Primer II. Jalan Lokal Primer I merupakan jalan yang 

menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten 

dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, dan ibukota kecamatan dengan desa, 

sedangkan Jalan Lokal Primer II merupakan jalan yang menghubungkan antar desa.  

Berdasarkan SK Nomor : 331/A/2015 Tentang Ruas Jalan yang Menjadi 

Kewenangan Kabupaten, panjang total jalan Lokal Primer I di Kabupaten Kulon Progo 

adalah 647,800 km, sedangkan panjang total Jalan Lokal Primer II adalah 1.354,979 km.  

 Realisasi penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada 

tahun 2014 - 2016 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel  2.55  

Kondisi Jalan Lokal Primer di Kabupaten Kulon Progo 

No. Status Jalan 

Kondisi 

Total 
Baik 

Rusak 
Sedang 

Rusak 
Ringan 

Rusak 
Berat 

1 Tahun 2015 

LK I 
Km 495.67 70.91 67.23 13.99 647.80 

% 76.52 10.95 10.37 2.16 100.00 

LK II 
Km 895.5 357.6 68.42 33.46 1354.98 

% 66.09 26.39 5.05 2.47 100.00 

Total LK I dan 
LK II 

Km 1391.17 428.51 135.65 47.45 2002.78 

% 71.305 18.67 7.71 2.315 100.00 

2 Tahun 2016 

LK I 
Km 518.23 63.39 59.71 6.47 647.80 

% 80 9.78 9.22 1 100.00 

LK II 
Km 901.25 360.6 62.67 30.46 1354.98 

% 66.51 26.16 5.07 2.25 99.99 

Total LK I dan 
LK II 

Km 1419.48 423.99 122.38 36.93 2002.78 

% 73.255 17.97 7.145 1.625 100.00 

Sumber data :    Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon 
Progo, 2017 (diolah) 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 s/d tahun 2017 

ada peningkatan kualitas jalan dalam kondisi baik pada jalan Lokal Primer I dan Lokal Primer 

II. Peningkatan kondisi jalan lokal primer I dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar 3,48%, 

sedangkan local primer II sebesar 0,42%. 

Kecilnya peningkatan kualitas jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Kulon Progo 

disebabkan beberapa faktor, antara lain : 
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1. Kondisi geografis wilayah Kulon Progo sebagian merupakan  kawasan perbukitan 

terutama diwilayah tengah dan utara yang cenderung mengakibatkan kondisi tanah 

tidak terlalu stabil sehingga mempengaruhi kondisi kualitas jalan yang ada. 

2. Banyaknya kegiatan mobilisasi kendaraan pengangkut material terutama material 

tambang dan angkutan kayu, yang menggunakan jalur jalan baik lokal primer I 

maupun lokal primer II. Kegiatan mobilisasi ini akan lebih mempercepat penurunan 

kualitas jalan. 

3. Kecilnya anggaran untuk kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jalan baik untuk 

jalan baik lokal primer I maupun jalan lokal primer II. 

 

Melihat faktor-faktor tersebut di atas maka alokasi anggaran untuk kegiatan 

peningkatan dan pemeliharaan jalan baik untuk jalan baik lokal primer I maupun jalan lokal 

primer II tidak sebanding dengan penurunan kualitas jalan akibat faktor geografis dan 

adanya mobilisasi kendaraan pengangkut material terutama material tambang dan angkutan 

kayu, sehingga kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jalan tidak terlalu signifikan 

meningkatkan prosentase kondisi jalan dalam keadaan baik. Melihat kondisi tersebut diatas, 

maka diperlukan strategi yang jitu untuk dapat meningkatkan kualitas jalan dan 

meminimalkan penyusutan kualitas jalan. Beberapa strategi yang dapat ditempuh antara lain 

adalah ; 

1. Mencari alternatif pembiayaan diluar APBD yang dapat dipergunakan untuk 

kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jalan. 

2. Membatasi tonase pengangkutan material baik material tambang dan kayu 

disesuaikan dengan kondisi kelas jalan yang ada. 

3. Membangun atau meningkatkan kualitas jalan sehingga sesuai dengan kelas jalan 

untuk angkutan material tambang dan kayu, baik dengan anggaran APBD maupun 

melalui mekanisme jaminan perbaikan  jalan untuk kegiatan tambang. 

4. Mengintensifkan kegiatan pengawasan angkutan khususnya angkutan tambang dan 

kayu untuk meminimalkan kerusakan jalan. 

 

Selain Jalan Lokal Primer I dan Lokal Primer II, di Kabupaten Kulon Progo juga 

terbentang Jalan Nasional sepanjang 28,57 km dengan kondisi baik 23,92 km (83,75%) dan 

kondisi sedang 4,64 km (16,25%). Jalan Provinsi sepanjang 145,54 km kondisi baik 129,48 

km (88,97%), kondisi sedang 16,07 km (11,03%). Kondisi jalan berdasarkan status jalan 

dapat dilihat di Tabel berikut ini : 
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Tabel  2.56  

Kondisi Jalan Negara dan jalan Provinsi di Kabupaten Kulon Progo 

No. Status Jalan 

Kondisi  

Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat Total 
Jalan km % km % km % km % 

1. Negara 23,92 83,75 4,64 16,25 - - - - 28,57 

2. Provinsi 129,48 88,97 16,07 11,03 - - - - 145,54 

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon 
Progo, 2017 (diolah) 

 

Kondisi jalan negara maupun jalan provinsi yang ada di Kabuparten Kulon Progo 

tidak seperti kondisi jalan lokal primer, dimana kualitasnya cenderung cukup stabil dalam 

kondisi baik. Jumlah jembatan pada tahun 2016 sebanyak 442 buah, meliputi 21 buah 

jembatan Nasional, 64 buah jembatan Provinsi dan jembatan Kabupaten sebanyak 358 

buah. Rincian kondisi jembatan secara detail berdasarkan status jembatan diperlihatkan di 

Tabel berikut. 

Tabel  2.57  

Kondisi Jembatan di Kabupaten Kulon Progo 

No. Status Jembatan 

Kondisi  

Baik 
Rusak 
Ringan 

Rusak 
sedang 

Total 
Jembatan 

unit % unit % unit % 

1. Negara 4  11  6  21 

2. Provinsi 33  20  11  64 

3. Kabupaten 180  162  16  358 

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon 
Progo, 2017 (diolah) 

 

Pengembangan akses jalan dan jembatan merupakan dukungan untuk 

pengembangan wilayah dan mendorong tumbuh kembangnya perekonomian wilayah. 

Kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Kulon Progo diwilayah perkotaan dan penghubung 

antar kecamatan cenderung sudah dalam kondisi baik, akan tetapi di wilayah pegunungan 

dan perbatasan dengan wilayah Jawa Tengah/ Kabupaten Purworejo kondisinya memang 

cenderung masih kurang baik. Salah satu kendala kurang baiknya kondisi jalan dan 

jembatan terutama di wilayah pegunungan adalah kondisi lahan yang rawan longsor dan 

tanah yang labil (bergerak). 

 

b. Sarana Irigasi 

Jaringan irigasi di Kabupaten Kulon Progo terdiri jaringan irigasi dibawah 

kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Sesuai dengan PP No. 20 Tahun 2006 tentang 
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Irigasi, maka kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah Daerah Irigasi yang luas 

oncorannya di bawah 1.000 ha (DI Kecil), yang telah diatur dalam Kepmen PU No. 

293/KPTS/M/2014 Tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi 

Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Kab/Kota dengan kondisi sebagai berikut: 
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Tabel  2.58  

Kondisi Jaringan Irigasi menurut Daerah Irigasi dan Kewenangan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 – 2016 
 

 

 

% meter % meter % meter % meter % meter % meter % meter % meter % meter % meter % meter % meter

I.

D.I. 

KALIBAWANG 

SYSTEM 

7,152 70 130,465 60 44,249 70 51,624 16 30,639 5 3,687 20 14,750   8 14,056 25 18,437 10 7,375    6 11,339 10 7,375 0 0 Pusat

II. D.I. SAPON 1,900 80 52,523 80 52,523 80 52,523 5 3,283 5 3,283 5 3,283 10 6,565 10 6,565 10 6,565 5 3,283 5 3,283 5 3,283  Provinsi

III. D.I. KECIL 

1 Balong V 7 60 802 60 802 60 802 20 267 20 267 20 267 10 134 10 134 10 134 10 134 10 134 10 134 Kabupaten

2 Banaran 3 50 650 50 650 50 650 30 390 30 390 30 390 5 65 5 65 5 65 15 195 15 195 15 195 Kabupaten

3 Banjaran 17 60 1,980 60 1,980 80 2,640 20 660 20 660 10 330 10 330 10 330 5 165 10 330 10 330 5 165 Kabupaten

4 Belik II 4 45 270 45 270 70 420 2 12 2 12 15 90 3 18 3 18 7 42 50 300 50 300 8 48 Kabupaten

5 Bogor 15 60 1,705 60 1,705 70 1,989 25 711 25 711 25 711 10 284 10 284 3 85 5 142 5 142 2 57 Kabupaten

6 Borongaren 8 40 1,054 40 1,054 65 1,712 5 132 5 132 15 395 6 158 6 158 10 263 49 1,291 49 1,291 10 263 Kabupaten

7 Brangkalan 21 79 1,928 79 1,928 79 1,928 3 73 3 73 3 73 3 73 3 73 3 73 15 366 15 366 15 366 Kabupaten

8 Cikli 36 90 3,497 90 3,497 90 3,497 4 155 4 155 4 155 3 117 3 117 3 117 3 117 3 117 3 117 Kabupaten

9 Clangkring 4 60 1,438 60 1,438 55 1,318 20 479 20 479 10 240 8 192 8 192 10 240 12 288 12 288 25 599 Kabupaten

10 Clumprit 5 47 705 47 705 47 705 2 30 2 30 2 30 2 30 2 30 2 30 49 735 49 735 49 735 Kabupaten

11 Dasnganten 30 55 550 55 550 55 550 10 100 10 100 10 100 5 50 5 50 5 50 30 300 30 300 30 300 Kabupaten

12 Dukuh 8 75 1,125 75 1,125 75 1,125 10 150 10 150 10 150 5 75 5 75 5 75 10 150 10 150 10 150 Kabupaten

13 Dungdekem 8 55 963 55 963 65 1,138 25 438 25 438 15 263 10 175 10 175 10 175 10 175 10 175 10 175 Kabupaten

14 Duren/Mudal 26 65 1,387 65 1,387 60 1,280 20 427 20 427 20 427 5 107 5 107 5 107 10 213 10 213 15 320 Kabupaten

15 Gegunung 7 70 1,120 40 640 70 1,120 10 160 20 320 10 160 10 160 20 320 10 160 10 160 20 320 10 160 Kabupaten

16 Gemalang 11 65 869 65 869 65 869 20 267 20 267 20 267 5 67 5 67 5 67 10 134 10 134 10 134 Kabupaten

17 Grembul 6 60 1,249 60 1,249 60 1,249 20 416 20 416 20 416 10 208 10 208 10 208 10 208 10 208 10 208 Kabupaten

18 Jambeaji 30 65 1,014 65 1,014 70 1,092 10 156 10 156 10 156 10 156 10 156 10 156 15 234 15 234 10 156 Kabupaten

19 Jati 6 75 1,688 75 1,688 75 1,688 15 338 15 338 15 338 5 113 5 113 5 113 5 113 5 113 5 113 Kabupaten

20 Jetis 8 75 1,350 75 1,350 75 1,350 10 180 10 180 10 180 5 90 5 90 5 90 10 180 10 180 10 180 Kabupaten

21 Jurug 59 75 4,111 57 3,124 75 4,111 10 548 18 987 10 548 5 274 10 548 5 274 10 548 15 822 10 548 Kabupaten

22 Kanjangan 37 49 3,590 49 3,590 49 3,590 38 2,784 38 2,784 38 2,784 5 366 5 366 5 366 8 586 8 586 8 586 Kabupaten

23 Karang/Togor 12 48 1,104 48 1,104 68 1,564 20 460 20 460 10 230 2 46 2 46 2 46 30 690 30 690 20 460 Kabupaten

24 Kayangan 198 49 2,548 49 2,548 49 2,548 1 52 1 52 1 52 2 104 2 104 2 104 48 2,496 48 2,496 48 2,496 Kabupaten

25 Kebonharjo 24 74 1,441 74 1,441 58 1,129 4 78 4 78 12 234 2 39 2 39 2 39 20 389 20 389 28 545 Kabupaten

26 Kedung Bathang 5 39 546 39 546 39 546 6 84 6 84 6 84 5 70 5 70 5 70 50 700 50 700 50 700 Kabupaten

27 Kedung Bisu 5 68 612 68 612 60 540 4 36 4 36 4 36 3 27 3 27 6 54 25 225 25 225 30 270 Kabupaten

28 Kedung Kobong 5 66 726 66 726 66 726 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 30 330 30 330 30 330 Kabupaten

29 Kedung Mojing 4 45 450 45 450 60 600 3 30 3 30 3 30 7 70 7 70 7 70 45 450 45 450 30 300 Kabupaten
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% meter % meter % meter % meter % meter % meter % meter % meter % meter % meter % meter % meter

30 Kembangmalang 4 60 660 70 770 50 550 15 165 10 110 25 275 10 110 10 110 10 110 15 165 10 110 15 165 Kabupaten

31 Klampok 3 50 1,234 50 1,234 75 1,850 20 493 20 493 10 247 5 123 5 123 5 123 25 617 25 617 10 247 Kabupaten

32 Kluw ihan 8 55 1,013 55 1,013 65 1,197 15 276 15 276 20 368 5 92 5 92 5 92 25 460 25 460 10 184 Kabupaten

33 Mejing 6 60 720 60 720 60 720 20 240 20 240 20 240 10 120 10 120 10 120 10 120 10 120 10 120 Kabupaten

34 Melar 30 77 1,784 77 1,784 77 1,784 4 93 4 93 4 93 4 93 4 93 4 93 15 348 15 348 15 348 Kabupaten

35 Ngobarab (3bd) 30 60 1,603 60 1,603 55 1,469 15 401 15 401 15 401 5 134 5 134 5 134 20 534 20 534 15 401 Kabupaten

36 Niten 125 90 3,792 90 3,792 90 3,792 3 126 3 126 3 126 6 253 6 253 6 253 1 42 1 42 1 42 Kabupaten

37 Nyemani 15 75 2,017 75 2,017 75 2,017 10 269 10 269 10 269 5 134 5 134 5 134 10 269 10 269 10 269 Kabupaten

38 Pandan 7 40 500 40 560 75 938 10 125 10 140 10 125 10 125 10 140 10 125 40 500 40 560 5 63 Kabupaten

39 Penggung 32 60 2,700 71 3,195 65 2,925 5 225 5 225 5 225 5 225 5 225 5 225 30 1,350 19 855 25 1,125 Kabupaten

40 Pengkol 34 80 2,277 80 2,277 55 1,565 10 285 10 285 10 285 5 142 5 142 5 142 5 142 5 142 30 854 Kabupaten

41 Pereng 7 60 2,273 60 2,273 70 2,652 20 758 20 758 10 379 5 189 5 189 5 189 15 568 15 568 15 568 Kabupaten

42 Plelen 74 70 4,922 59 4,149 58 4,079 20 1,406 25 1,758 20 1,406 5 352 8 563 10 703 5 352 8 563 12 844 Kabupaten

43 Promasan 5 42 861 70 1,435 70 1,435 5 103 5 103 5 103 5 103 5 103 5 103 48 984 20 410 20 410 Kabupaten

44 Sarigono 30 47 1,875 47 1,875 65 2,594 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80 49 1,955 49 1,955 31 1,237 Kabupaten

45 Sarimulyo 4 41 974 41 974 41 974 4 95 4 95 4 95 5 119 5 119 5 119 50 1,188 50 1,188 50 1,188 Kabupaten

46 Secang/Ngancar 9 45 713 45 713 45 713 2 32 2 32 2 32 3 48 3 48 3 48 50 792 50 792 50 792 Kabupaten

47 Seprati 6 48 1,200 48 1,200 70 1,750 25 625 25 625 5 125 5 125 5 125 5 125 22 550 22 550 20 500 Kabupaten

48 Siliran 8 100 280 100 280 100 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kabupaten

49 Singo Gow eng 25 65 2,722 59 2,471 65 2,722 10 419 9 377 10 419 10 419 13 544 10 419 15 628 19 796 15 628 Kabupaten

50 Soka 8 60 716 60 716 60 716 20 239 20 239 20 239 10 119 10 119 10 119 10 119 10 119 10 119 Kabupaten

51 Sumitro 98 87 7,031 87 7,031 55 4,445 1 81 1 81 10 808 2 162 2 162 10 808 10 808 10 808 25 2,021 Kabupaten

52 Tulangan 15 40 1,500 40 1,500 40 1,500 5 188 5 188 5 188 6 225 6 225 6 225 49 1,838 49 1,838 49 1,838 Kabupaten

53 Wadas 20 65 1,916 60 1,769 70 2,064 10 295 10 295 10 295 5 147 10 295 5 147 20 590 20 590 15 442 Kabupaten

54 Balong 11 35 560 35 560 35 560 10 160 10 160 10 160 5 80 5 80 5 80 50 800 50 800 50 800 Kabupaten

55 Bancik 6 40 320 40 320 70 560 20 160 20 160 10 80 15 120 15 120 5 40 25 200 25 200 15 120 Kabupaten

56 Belik 7 30 308 30 308 65 666 20 205 20 205 10 103 15 154 15 154 15 154 35 359 35 359 10 103 Kabupaten

57 Besole 6 30 240 30 240 65 520 25 200 25 200 10 80 10 80 10 80 10 80 35 280 35 280 15 120 Kabupaten

58 Bimo 5 45 360 45 360 70 560 15 120 15 120 10 80 5 40 5 40 5 40 35 280 35 280 15 120 Kabupaten

59 Blekok 8 30 360 30 360 30 360 25 300 25 300 25 300 5 60 5 60 5 60 40 480 40 480 40 480 Kabupaten

60 Blimbing 4 45 270 45 270 45 270 15 90 15 90 15 90 10 60 10 60 10 60 30 180 30 180 30 180 Kabupaten

61 Cikal 5 20 160 20 160 65 520 25 200 25 200 15 120 25 200 25 200 5 40 30 240 30 240 15 120 Kabupaten

62 D. Cengkek 4 30 225 30 225 30 225 25 188 25 188 25 188 15 113 15 113 15 113 30 225 30 225 30 225 Kabupaten

63 Dersono 5 50 550 50 550 50 550 15 165 15 165 15 165 10 110 10 110 10 110 25 275 25 275 25 275 Kabupaten

64 Dhung Winong 10 30 390 30 390 65 845 20 260 20 260 10 130 10 130 10 130 10 130 40 520 40 520 15 195 Kabupaten

65 Dlimas 5 50 400 50 400 50 400 5 40 5 40 5 40 10 80 10 80 10 80 35 280 35 280 35 280 Kabupaten
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Sumber data :    Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, 2017 (diolah) 

% meter % meter % meter % meter % meter % meter % meter % meter % meter % meter % meter % meter

66 Dung Biru 10 15 240 15 240 63 1,008 30 480 30 480 10 160 15 240 15 240 10 160 40 640 40 640 17 272 Kabupaten

67 Dung Bulu 8 30 345 30 345 30 345 10 115 10 115 10 115 10 115 10 115 10 115 50 575 50 575 50 575 Kabupaten

68 Dung Cingklok 21 40 1,080 40 1,080 40 1,080 20 540 20 540 20 540 5 135 5 135 5 135 35 945 35 945 35 945 Kabupaten

69 Dung Wutah 7 35 385 35 385 35 385 20 220 20 220 20 220 10 110 10 110 10 110 35 385 35 385 35 385 Kabupaten

70 Dungpucung 10 30 420 30 420 70 980 20 280 20 280 5 70 10 140 10 140 15 210 40 560 40 560 10 140 Kabupaten

71 Dungsalak 5 30 240 30 240 65 520 30 240 30 240 10 80 5 40 5 40 5 40 35 280 35 280 20 160 Kabupaten

72 Dungsono 10 25 375 25 375 25 375 25 375 25 375 25 375 15 225 15 225 15 225 35 525 35 525 35 525 Kabupaten

73 Gimong 8 30 360 30 360 30 360 25 300 25 300 25 300 5 60 5 60 5 60 40 480 40 480 40 480 Kabupaten

74 Jangkang 5 15 143 15 143 67 637 35 333 35 333 13 124 5 48 5 48 5 48 45 428 45 428 15 143 Kabupaten

75 Jarakan 5 30 270 30 270 30 270 15 135 15 135 15 135 5 45 5 45 5 45 50 450 50 450 50 450 Kabupaten

76 Kali Ngiw o 21 30 630 30 630 65 1,365 20 420 20 420 15 315 10 210 10 210 10 210 40 840 40 840 10 210 Kabupaten

77 Kembang 10 40 480 40 480 40 480 15 180 15 180 15 180 5 60 5 60 5 60 40 480 40 480 40 480 Kabupaten

78 Kembang 8 40 360 40 360 40 360 20 180 20 180 20 180 5 45 5 45 5 45 35 315 35 315 35 315 Kabupaten

79 Kleben 6 40 720 40 720 40 720 20 360 20 360 20 360 5 90 5 90 5 90 35 630 35 630 35 630 Kabupaten

80 Ngroto 17 25 475 25 475 25 475 25 475 25 475 25 475 10 190 10 190 10 190 40 760 40 760 40 760 Kabupaten

81 Pengason 12 35 525 35 525 35 525 20 300 20 300 20 300 5 75 5 75 5 75 40 600 40 600 40 600 Kabupaten

82 Sebalong 5 20 150 20 150 20 150 20 150 20 150 20 150 10 75 10 75 10 75 50 375 50 375 50 375 Kabupaten

83 Sendat 5 20 190 20 190 60 570 20 190 20 190 10 95 25 238 25 238 15 143 35 333 35 333 15 143 Kabupaten

84 Separang 15 40 720 40 720 40 720 15 270 15 270 15 270 10 180 10 180 10 180 35 630 35 630 35 630 Kabupaten

85 Sinogo 25 40 520 67 871 68 884 10 130 7 91 12 156 10 130 8 104 10 130 40 520 18 234 10 130 Kabupaten

86 Sriten 5 35 245 35 245 35 245 15 105 15 105 15 105 10 70 10 70 10 70 40 280 40 280 40 280 Kabupaten

87 Tlogo 5 30 210 30 210 30 210 20 140 20 140 20 140 10 70 10 70 10 70 40 280 40 280 40 280 Kabupaten

88 Wareng 7 40 440 40 440 40 440 20 220 20 220 20 220 5 55 5 55 5 55 35 385 35 385 35 385 Kabupaten

89 Watu Payung 11 35 525 35 525 35 525 20 300 20 300 20 300 5 75 5 75 5 75 40 600 40 600 40 600 Kabupaten

90 Wiyu 4 15 135 15 135 70 630 30 270 30 270 10 90 5 45 5 45 10 90 50 450 50 450 10 90 Kabupaten

Jumlah 1,533 49 100,077 55 99,028 57 107,499 15      25,446 14 26276 13 22,967 7  11,248 7 12155 7 11,787 29 43,960 24 43423 23 38,212 
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Kondisi saluran irigasi dibawah kewenangan Pusat kurun waktu 2014 -2016 sebagian 

besar dalam kondisinya baik dan sebagian kecil dalam kondisi rusak sedang, rusak ringan 

dan rusak berat, hanya tahun tahun 2015 mengalami sedikit penurunan kondisi tersebut 

dikarenakan adanya bencana alam yang menyebabkan kerusakan pada saluran irigasi 

tersebut. Sedangkan untuk saluran irigasi yang ada dibawah kewenangan pemerintah 

propinsi dari tahun 2014 - 2016 kondisinya stabil dan sebagian besar kondinya baik (80% 

kondisi baik) dan sebagian kecil dalam kondisi rusak sedang, rusak ringan dan rusak berat. 

Kondisi saluran irigasi dibawah kewenangan pemerintah kabupaten kondisinya masih 

memprihatinkan  dimana kondisi tahun 2014 -2016 sebagian kondisinya baik dan sebagian 

lagi kondisinya rusak berat  hampir 30 persen rusak berat dan sebagian kecil rusak sedang 

dan rusak ringan. Kondisi tersebut disebabkan karena kurangnya koordinasi lintas sektor, 

masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan petugas dan petani tentang fisik bangunan 

jaringan irigasi, adanya kompetisi pemanfaatan air antar sektor, penurunan ketahanan fisik 

dari prasarana pengendali banjir serta penurunan keberlanjutan dari prasarana jaringan 

irigasi.  

Dengan melihat permasalahan tersebut diatas dan mengingat Kabupaten Kulon 

Progo sebagian besar masyarakatnya masih bertumpu pada sektor pertanian maka kedepan 

berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi baik sekunder maupun 

tersier.  

Selain infrastruktur irigasi yang banyak mengalami kerusakan di kabupaten Kulon 

Progo masih banyak potensi air baku yang belum dimanfaatkan secara optimal. Selain 

Waduk Sermo tercatat sebanyak 17 embung yang dibangun di Kabupaten Kulon Progo yang 

dimanfaatkan untuk air baku, irigasi dan konservasi. 

 

Tabel  2.59  

Data embung di Kabupaten Kulon Progo 

No Nama Embung Lokasi Kapasitas (m
3
) 

1 Embung Blubuk Dusun Girinyono, Desa Sendangsari, 
Kec Pengasih 

18.655 

2 Embung Bogor Dusun Girinyono, Desa Sendangsari, 
Kec Pengasih 

6.000 

3 Embung Batur Dusun Batur, Desa Sendangsari, Kec 
Pengasih 

8.900 

4 Embung Kalibuko I  Desa Kalirejo, Kec. Kokap 6.170 

5 Embung Kayangan Dusun Paingan, Desa Sendangsari, 
Kec Pengasih 

6.000 

6 Embung Kedungromo Desa Giripurwo, Kec. Girimulyo 3.500 

7 Embung Ngroto Desa Kebonharjo, Kec. Samigaluh 6.000 

8 Embung Penggung Desa Hargorejo, Kec. Kokap 4.000 

9 Embung Tangkisan I Desa Hargomulyo, Kec. Kokap 35.000 

10 Embung Tangkisan II Desa Hargomulyo, Kec. Kokap 7.500 

11 Embung Weden Desa Sentolo, Kec. Sentolo 3.500 
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No Nama Embung Lokasi Kapasitas (m
3
) 

12 Embung Dawetan Desa Giripurwo, Kec. Girimulyo 4.000 

13 Embung Cikli Desa Giripurwo, Kec. Girimulyo 3.000 

14 Embung Sambeng Dusun Anjir, Desa Hargowilis, Kec 
Kokap 

12.000 

15 Embung Bibis Dusun Klepu, Desa Hargowilis, Kec 
Kokap 

40.000 

16 Embung Jurug Desa. Sidorejo, Kec. Lendah 9.000 

17 Embung Samigaluh Kec. Samigaluh 6.523 

Sumber data : Dinas PUP-KP Kab Kulon Progo Tahun 2017 
 

Dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, secara bertahap 

juga masih terus dilakukan pembangunan infrastruktur irigasi baru untuk mendukung cetak 

sawah sebagai langkah untuk mempertahankan ketahanan pangan. 

Dari sisi pemberdayaan masyarakat terkait dengan kelembagaan pengelola air 

irigasi, di Kabupaten Kulon Progo memliliki  16 Gabungan P3A  yang  membawahi 297 P3A. 

Dari jumlah tersebut masih banyak yang memerlukan peningkatan kapasitas baik di tingkat 

GP3A maupun P3A sampai kelembagaan pengelola air tersebut mampu dan mandiri. 

 

c. Sarana Air Bersih 

Kebutuhan air bersih masyarakat perkotaan terutama dilayani oleh Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Binangun, dengan sumber air dari Waduk Sermo, Clereng, 

Tuk Mudal, dan Sungai Progo. Jumlah pelanggan pada tahun 2016 mencapai 22.670 SR. 

Kinerja Sistem Jaringan Penyediaan Air Baku adalah kemampuan sistem jaringan 

untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke Instalasi Pengolah Air sesuai waktu dan 

tempat berdasarkan rencana pencapaian akses terhadap air bersih yang ditetapkan dalam 

target MDGs bidang Air Minum, dari data ketersediaan air baku didapatkan data debit dari 

instalasi pengolah air sebesar: 5.682.776 m3/tahun.  

Dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum dan air bersih dalam rumah tangga, 

masyarakat mengunakan berbagai sumber air. Sumber air baku tersebut antara lain 

bersumber dari: sumur gali, mata air, waduk dan sungai. Perhitungan  jumlah kebutuhan air 

baku (standar kebutuhan air baku adalah 60lt/hari/orang) yang digunakan dari sumber-

sumber air tersebut. Berdasarkan perhitungan maka  didapatkan angka total kebutuhan air 

sebesar 10.499.276 m3/tahun. Jumlah penduduk tahun 2016 adalah 479.419 jiwa sehingga 

pelayanan air bersih sebesar 54,13% pada tahun 2016. 

Berdasarkan jumlah KK yang mempunyai akses terhadap air minum maka dapat 

diuraikan sebagai berikut: 
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Tabel  2.60  

Sumber Kebutuhan Air Baku 

No. Akses Air Baku Jumlah KK 

 Perpipaan  

1. Jumlah KK yang terkoneksi dengan PDAM  22.670 

2. Jumlah KK yang terkoneksi dengan non PDAM  7.635 

 Non Perpipaan Terlindungi  

3. Jumlah KK dengan akses air minum ke Sumur Gali Layak  79.193 

4. Jumlah KK dengn akses air minum Isi Ulang 985 

 Non Perpipaan Tidak Terlindungi  

5. Jumlah KK dengan akses air minum ke Sumur Gali Tidak 
Terlindungi 

21.166 

6. Jumlah KK dengn akses air minum ke Lainnya:sungai, danau, 
saluran irigasi, dll  

78 

 Jumlah  131.649 

Sumber data : Dinas PUP-KP Kab Kulon Progo Tahun 2017 

 

Melihat kondisi di atas, maka masih banyak keluarga yang belum mendapatkan 

akses air minum yang baik. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan jaringan distribusi air 

minum melalui PDAM maupun Non PDAM (SPAMdes) sehingga kebutuhan air baku air 

bersih dapat diakses oleh masyarakat yang lebih luas. 

Program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon dalam 

rangka memenuhi kebutuhan air baku bagi masyarakat adalah mengembangkan jaringan 

perpipaan distribusi air minum baik jaringan PDAM maupun non PDAM (SPAMdes), selain 

itu memberikan sambungan rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang 

mulai direncanakan di tahun 2017 dengan SR bagi BMR gratis sebanyak 1.000 sambungan. 

Dengan adanya program tersebut diharapkan akan lebih meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat dengan peningkatan akses air minum yang layak. 

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan air bersih sampai saat ini meliputi 

topografi yang berbukit/gunung, infrastruktur air bersih yang belum memadai, rendahnya 

kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan masih rendahnya dana dari pemerintah 

untuk air bersih 

Dengan melihat kondisi dan permasalahan yang ada maka kedepan harus 

meningkatkan kualitas dan kuantitas  pelayanan air bersih dan sanitasi, meningkatkan 

kesadaran masyarakat terhadap lingkungan di sekitarnya, meningkatkan fasilitas masyarakat 

untuk mengakses air bersih serta sanitasi yang layak dan pengarusutamaan pembangunan 

air minum yang memenuhi kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkuan oleh 

masyarakat, menjaga ketersediaan air dengan melakukan konservasi. 
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d. Gedung Kantor  

Adanya prasarana gedung kantor yang memadai dapat meningkatkan kinerja 

aparatur pemerintah sehingga untuk mencukupi kebutuhan akan prasarana gedung kantor 

yang memadai maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan Program 

Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang bertujuan memfasilitasi kebutuhan 

aparatur pemerintah kabupaten Kulon Progo akan bangunan rumah negara, bangunan 

gedung dan bangunan umum. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor ditujukan 

untuk tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor pemerintah dalam kondisi baik. 

Jumlah gedung kantor kondisi baik sampai dengan tahun 2016 sejumlah 35 unit, Jumlah 

gedung kantor kondisi rusak ringan sampai dengan tahun 2016 sejumlah 53 unit, Jumlah 

gedung kantor kondisi rusak sedang sampai dengan tahun 2016 sejumlah 15 unit dan 

Jumlah gedung kantor kondisi rusak berat sampai dengan tahun 2016 ada satu unit. 

 

Tabel  2.61  

Data Kondisi Gedung Kantor  

No NAMA GEDUNG NAMA INSTANSI 
LUAS 

LANTAI 
DASAR 

JUMLAH 
LANTAI 

LUAS 
LANTAI 

KONDISI 

1 
BINANGUN I + 
Bupati 

Sekda 756 2 1512 Baik 

2 BINANGUN II DPPKA 324 2 648 Baik 

3 BINANGUN III 
Bagian Adm 
Pemerintahan, Bagian 
Hukum, Bagian Organisasi 

384 2 768 Baik 

4 BINANGUN IV Bagian Umum, 252 2 504 Baik 

5 BAPPEDA BAPEDA 300 2 600 Baik 

6 BKD BKD 328 1 328 Baik 

7 GEDUNG KACA 
R Pertemuan, Bag Kas 
Daerah 

594 1 594 Baik 

8 Bale AGUNG Sekda 224 1 224 Baik 

9 
Gedung Administrasi 
Pengujian Kendaraan 

Gedung Administrasi 
Pengujian Kendaraan 

696 1 696 Baik 

10 KPU KPU 405 1 405 Baik 

11 BIPP/BPP BIPP/BPP 240 1 240 Baik 

12 
Rumah Dinas Wakil 
Bupati 

Rumah Dinas Wakil Bupati 216 1 216 Baik 

13 Rumah Dinas Sekda Rumah Dinas Sekda 120 1 120 Baik 

14 Kantor Arsip Daerah Kantor Arsip Daerah 200 1 200 Baik 

15 
Kantor Kecamatan 
Sentolo 

Kantor Kecamatan 
Sentolo 

369 1 369 Baik 

16 Irda Irda 222 1 222 Baik 

17 
Dinas Pariwisata 
PORA  

Dinas Pariwisata PORA  243 1 243 Baik 

18 Kesbanglinmas Kesbanglinmas 180 1 180 Baik 

19 
Dinas Koperasi & 
UMKM 

Dinas Koperasi & UMKM 
  

160 Baik 

20 
Kantor Lingkungan 
Hidup 

Kantor Lingkungan Hidup 
  

210 Baik 

21 
Ruang Rapat 
BPMPPKB & Arsip 
Dis Dukcapil 

Ruang Rapat BPMPPKB 
& Arsip Dis Dukcapil 

180 2 360 Baik 

22 Gedung Bursa Kerja Gedung Bursa Kerja 56 1 56 Baik 
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No NAMA GEDUNG NAMA INSTANSI 
LUAS 

LANTAI 
DASAR 

JUMLAH 
LANTAI 

LUAS 
LANTAI 

KONDISI 

23 
Dinas Pertanian & 
Kehutanan Unit II 

Dinas Pertanian & 
Kehutanan Unit II 

120 1 120 Baik 

24 Gudang Logistik Gudang Logistik 120 1 120 Baik 

25 
Kantor Kecamatan 
Kokap 

Kantor Kecamatan Kokap 400 1 400 Baik 

26 
Kantor Kecamatan 
Samigaluh 

Kantor Kecamatan 
Samigaluh 

400 1 400 Baik 

27 
Kantor Dinas 
Kesehatan Unit II 

Kantor Dinas Kesehatan 
Unit II   

  Baik 

28 Dishubkominfo baru Dishubkominfo baru 
  

  Baik 

29 Perpustakaan Baru Perpustakaan Baru 
  

  Baik 

30 Satpol PP Baru Satpol PP Baru 
  

  Baik 

31 Kec Wates Baru Kec Wates Baru 
  

  Baik 

32 
UPTD Paud Dikdas 
Kec Wates Baru 

UPTD Paud Dikdas Kec 
Wates Baru   

  Baik 

33 BPBD BPBD 
  

  Baik 

34 Aula BKD/ Bappeda Aula BKD/ Bappeda 
  

  Baik 

35 
Garasi Pemadam 
Kebakaran 

Garasi Pemadam 
Kebakaran   

  Baik 

36 
eks Gedung 
Pengamat Pengairan 
Kecamatan Galur 

eks Gedung Pengamat 
Pengairan Kecamatan 
Galur 

96 1 96 
Rusak 
Berat 

37 Musholla Istiqomah Sekda 144 1 144 
Rusak 
Ringan 

38 Dinas Pendidikan I Dinas Pendidikan I 0 1 0 
Rusak 
Ringan 

39 
Dinas Perindag & 
ESDM 

Dinas Perindag & ESDM 0 1 0 
Rusak 
Ringan 

40 Kantor Sat Polisi PP Kantor Sat Polisi PP 341 1 341 
Rusak 
Ringan 

41 Kantor BKPMD Kantor BKPMD 234 1 234 
Rusak 
Ringan 

42 Gedung Kesenian Gedung Kesenian 600 1 600 
Rusak 
Ringan 

43 SKB SKB 360 1 360 
Rusak 
Ringan 

44 Gedung PKK Gedung PKK 0 1 0 
Rusak 
Ringan 

45 Media Centre Media Centre 120 1 120 
Rusak 
Ringan 

46 
Kantor Perijinan 
Terpadu 

Kantor Perijinan Terpadu 210 1 210 
Rusak 
Ringan 

47 
Kantor Kecamatan 
Wates Lama 

Kantor Kecamatan Wates 
Lama 

531 1 531 
Rusak 
Ringan 

48 
Rumah Dinas Ketua 
DPRD II 

Rumah Dinas Ketua 
DPRD II 

210 1 210 
Rusak 
Ringan 

49 BLK BLK 336 1 336 
Rusak 
Ringan 

50 Kantor KONI Kantor KONI 80 1 80 
Rusak 
Ringan 

51 
Kantor Kecamatan 
Temon 

Kantor Kecamatan Temon 460 1 460 
Rusak 
Ringan 

52 

Cabang Dinas 
Pertanian dan 
Kelautan Kecamatan 
Temon 

Cabang Dinas Pertanian 
dan Kelautan Kecamatan 
Temon 

120 1 120 
Rusak 
Ringan 

53 
eks Cabang Dinas 
Pendidikan 
Kecamatan Temon 

eks Cabang Dinas 
Pendidikan Kecamatan 
Temon 

168 1 168 
Rusak 
Ringan 

54 
Kantor Kecamatan 
Panjatan 

Kantor Kecamatan 
Panjatan 

450 1 450 
Rusak 
Ringan 

55 Cabang Dinas Cabang Dinas Pertanian 168 1 168 Rusak 
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No NAMA GEDUNG NAMA INSTANSI 
LUAS 

LANTAI 
DASAR 

JUMLAH 
LANTAI 

LUAS 
LANTAI 

KONDISI 

Pertanian dan 
Kelautan Kecamatan 
Panjatan 

dan Kelautan Kecamatan 
Panjatan 

Ringan 

56 
Cabang Dinas 
Pendidikan 
Kecamatan Panjatan 

Cabang Dinas Pendidikan 
Kecamatan Panjatan 

168 1 168 
Rusak 
Ringan 

57 
Kantor Kecamatan 
Galur 

Kantor Kecamatan Galur 420 1 420 
Rusak 
Ringan 

58 

Cabang Dinas 
Pertanian dan 
Kelautan Kecamatan 
Galur 

Cabang Dinas Pertanian 
dan Kelautan Kecamatan 
Galur 

120 1 120 
Rusak 
Ringan 

59 
Cabang Dinas 
Pendidikan 
Kecamatan Galur 

Cabang Dinas Pendidikan 
Kecamatan Galur 

120 1 120 
Rusak 
Ringan 

60 
Exs Kantor Pembantu 
Bupati 

Exs Kantor Pembantu 
Bupati 

180 1 180 
Rusak 
Ringan 

61 

Cabang Dinas 
Pertanian dan 
Kelautan Kecamatan 
Sentolo 

Cabang Dinas Pertanian 
dan Kelautan Kecamatan 
Sentolo 

105 1 105 
Rusak 
Ringan 

62 
Cabang Dinas 
Pendidikan 
Kecamatan Sentolo 

Cabang Dinas Pendidikan 
Kecamatan Sentolo 

147 1 147 
Rusak 
Ringan 

63 Sekretariat DPRD II Sekretariat DPRD II 864 2 1728 
Rusak 
Ringan 

64 
Dinas Pertanian dan 
Kehutanan 

Dinas Pertanian dan 
Kehutanan 

246 1 246 
Rusak 
Ringan 

65 
Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi 

Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi 

720 1 720 
Rusak 
Ringan 

66 

Badan 
Pemberdayaan Masy 
Pem Des Perempuan 
dan KB 

Badan Pemberdayaan 
Masy Pem Des 
Perempuan dan KB 

360 1 360 
Rusak 
Ringan 

67 
Dinas Pekerjaan 
Umum 

Dinas Pekerjaan Umum 
  

0 
Rusak 
Ringan 

68 

Cabang Dinas 
Pertanian dan 
Kelautan Kecamatan 
Pengasih 

Cabang Dinas Pertanian 
dan Kelautan Kecamatan 
Pengasih 

98 1 98 
Rusak 
Ringan 

69 
Cabang Dinas 
Pendidikan 
Kecamatan Pengasih 

Cabang Dinas Pendidikan 
Kecamatan Pengasih 

105 1 105 
Rusak 
Ringan 

70 
Sub Dinas Keluarga 
Berencana 

Sub Dinas Keluarga 
Berencana 

150 1 150 
Rusak 
Ringan 

71 Rumah Dinas Pemda Rumah Dinas Pemda 550 1 550 
Rusak 
Ringan 

72 Dinas Kepenak Dinas Kepenak 550 1 550 
Rusak 
Ringan 

73 
Kantor Kecamatan 
Lendah 

Kantor Kecamatan Lendah 350 1 350 
Rusak 
Ringan 

74 

Cabang Dinas 
Pertanian dan 
Kelautan Kecamatan 
Lendah 

Cabang Dinas Pertanian 
dan Kelautan Kecamatan 
Lendah 

98 1 98 
Rusak 
Ringan 

75 
Cabang Dinas 
Pendidikan 
Kecamatan Lendah 

Cabang Dinas Pendidikan 
Kecamatan Lendah 

105 1 105 
Rusak 
Ringan 

76 

Cabang Dinas 
Pertanian dan 
Kelautan Kecamatan 
Kokap 

Cabang Dinas Pertanian 
dan Kelautan Kecamatan 
Kokap 

105 1 105 
Rusak 
Ringan 
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No NAMA GEDUNG NAMA INSTANSI 
LUAS 

LANTAI 
DASAR 

JUMLAH 
LANTAI 

LUAS 
LANTAI 

KONDISI 

77 
Cabang Dinas 
Pendidikan 
Kecamatan Kokap 

Cabang Dinas Pendidikan 
Kecamatan Kokap 

105 1 105 
Rusak 
Ringan 

78 
Kantor Kecamatan 
Nanggulan 

Kantor Kecamatan 
Nanggulan 

350 1 350 
Rusak 
Ringan 

79 

Cabang Dinas 
Pertanian dan 
Kelautan Kecamatan 
Nanggulan 

Cabang Dinas Pertanian 
dan Kelautan Kecamatan 
Nanggulan 

98 1 98 
Rusak 
Ringan 

80 

Cabang Dinas 
Pendidikan 
Kecamatan 
Nanggulan 

Cabang Dinas Pendidikan 
Kecamatan Nanggulan 

120 1 120 
Rusak 
Ringan 

81 
Eks Kantor 
PEMBANTU BUPATI 
wilayah Utara 

Eks Kantor PEMBANTU 
BUPATI wilayah Utara 

202 1 202 
Rusak 
Ringan 

82 
Kantor Kecamatan 
Kalibawang 

Kantor Kecamatan 
Kalibawang 

400 1 400 
Rusak 
Ringan 

83 

Cabang Dinas 
Pertanian dan 
Kelautan Kecamatan 
Kalibawang 

Cabang Dinas Pertanian 
dan Kelautan Kecamatan 
Kalibawang 

105 1 105 
Rusak 
Ringan 

84 

Cabang Dinas 
Pendidikan 
Kecamatan 
Kalibawang 

Cabang Dinas Pendidikan 
Kecamatan Kalibawang 

120 1 120 
Rusak 
Ringan 

85 UPTD BENIH BIT UPTD BENIH BIT 210 1 210 
Rusak 
Ringan 

86 

Cabang Dinas 
Pertanian dan 
Kelautan Kecamatan 
Samigaluh 

Cabang Dinas Pertanian 
dan Kelautan Kecamatan 
Samigaluh 

98 1 98 
Rusak 
Ringan 

87 

Cabang Dinas 
Pendidikan 
Kecamatan 
Samigaluh 

Cabang Dinas Pendidikan 
Kecamatan Samigaluh 

180 1 180 
Rusak 
Ringan 

88 
Kantor Kecamatan 
Girimulyo 

Kantor Kecamatan 
Girimulyo 

360 1 360 
Rusak 
Ringan 

89 

Cabang Dinas 
Pertanian dan 
Kelautan Kecamatan 
Girimulyo 

Cabang Dinas Pertanian 
dan Kelautan Kecamatan 
Girimulyo 

105 1 105 
Rusak 
Ringan 

90 
Cabang Dinas 
Pendidikan 
Kecamatan Girimulyo 

Cabang Dinas Pendidikan 
Kecamatan Girimulyo 

198 1 198 
Rusak 
Ringan 

91 
GEDUNG 
KESRA/ULP 

Bagian Adm 
Pembangunan, Bagian 
Kesra, Komunikasi & 
Informasi 

372 2 744 
Rusak 

Sedang 

92 
Kantor Staf Ahli 
Bupati 

Kantor Staf Ahli Bupati 144 1 144 
Rusak 

Sedang 

93 Dinas Pehubungan Dinas Pehubungan 168 1 168 
Rusak 

Sedang 

94 Dinas Kesehatan I Dinas Kesehatan I 0 1 0 
Rusak 

Sedang 

95 
Dinas Pendidikan 
Unit II 

Dinas Pendidikan Unit II 192 1 192 
Rusak 

Sedang 

96 
Pepustakaan 
lama/Dis bud 

Pepustakaan lama/Dis 
bud 

192 1 192 
Rusak 

Sedang 

97 
UPTD Balai Lab & 
Peralatan DPU 

UPTD Balai Lab & 
Peralatan DPU 

936 1 936 
Rusak 

Sedang 

98 UPTD Balai UPTD Balai Kebersihan 144 1 144 Rusak 
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No NAMA GEDUNG NAMA INSTANSI 
LUAS 

LANTAI 
DASAR 

JUMLAH 
LANTAI 

LUAS 
LANTAI 

KONDISI 

Kebersihan DPU DPU Sedang 

99 

Kantor Cabang Dinas 
Pertanian dan 
Kelautan Kecamatan 
Wates 

Kantor Cabang Dinas 
Pertanian dan Kelautan 
Kecamatan Wates 

120 1 120 
Rusak 

Sedang 

100 
Kantor Cabang Dinas 
Pendidikan 
Kecamatan Wates 

Kantor Cabang Dinas 
Pendidikan Kecamatan 
Wates 

120 1 120 
Rusak 

Sedang 

101 Rumah Dinas Bupati Rumah Dinas Bupati 285 1 285 
Rusak 

Sedang 

102 
Dinas Kependudukan 
Catatan Sipil  

Dinas Kependudukan 
Catatan Sipil  

285 1 285 
Rusak 

Sedang 

103 Kantor Kec. Pengasih Kantor Kec. Pengasih 891 1 891 
Rusak 

Sedang 

104 
Bidang Pengairan & 
UPTD Kebersihan 
DPU 

Bidang Pengairan & UPTD 
Kebersihan DPU 

168 1 168 
Rusak 

Sedang 

Sumber data : Dinas PUP-KP Kab Kulon Progo Tahun 2017 

 

2. Penataan Ruang 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang, Aspek-aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi pengaturan tata 

ruang, pembinaan tata ruang, pelaksanaan tata ruang dan pengawasan tata ruang. Dari 

keempat aspek penyelenggaraan penataan ruang ini keluarannya dapat dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu terkait dengan dokumen perencanaan (pengaturan) dan terkait dengan 

perwujudan rencana tata ruang atau pemanfaatan ruang. Dokumen perencanaan tata ruang, 

meliputi: rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR) atau 

rencana teknis ruang (RTR), dan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL). Berapa 

banyak dokumen perencanaan tata ruang yang harus diwujudkan (RTRW, RDTR/RTR, dan 

RTBL) perlu dilakukan identifikasi berdasarkan karakteristik wilayah kabupaten/kota yang 

bersangkutan. Sedangkan perwujudan rencana tata ruang atau pemanfaatan ruang berupa 

program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha, dan/atau 

masyarakat. Program-program ini sesuai dengan rencana tata ruang atau tidak, perlu ada 

sebuah ukuran tertentu.  

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun, dan 

dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Selanjutnya rencana detail tata ruang  (RDTR) 

atau rencana teknis ruang (RTR) yang harus disusun tergantung pada rencana struktur 

ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis yang ada dalam RTRW yang 

telah ditetapkan. Kemudian banyaknya rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) yang 

perlu disusun diidentifikasi berdasarkan RDTR/RTR yang telah disusun dengan 

mempertimbangkan karakteristik kawasan di dalam RDTR/RTR, khususnya kawasan-
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kawasan yang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang cukup cepat sehingga 

kawasan tersebut pertumbuhannya dapat terarah dan terkendali. Identifikasi dokumen 

rencana tata ruang (RTRW, RDTR/RTR, dan RTBL) untuk jangka waktu tahun 2017-2022 

dapat dilihat dalam tabel berikut: 

 
Tabel  2.62  

Daftar Dokumen Rencana Tata Ruang Yang Perlu Disusun Tahun 2017-2022 

 

No Jenis dokumen rencana Banyaknya Keterangan 

1 RTRW 1 Revisi RTRW yang sudah ada 

2 RDTR perkotaan 12 1. RDTR perkotaan Temon 
2. RDTR perkotaan Wates 
3. RDTR perkotaan Sentolo 
4. RDTR perkotaan Nanggulan 
5. RDTR perkotaan Dekso 
6. RDTR perkotaan Lendah 
7. RDTR perkotaan Brosot 
8. RDTR perkotaan Panjatan 
9. RDTR perkotaan Samigaluh 
10. RDTR perkotaan Kalibawang 
11. RDTR perkotaan Girimulyo 
12. RDTR perkotaan Kokap 

3 RDTR tematik 1 RDTR Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 

4 RTR kawasan strategis 7 1. RTR kawasan strategis bandara 
2. RTR kawasan peruntukan industry sentolo 
3. RTR kawasan minapolitan nanggulan 
4. RTR kawasan minapolitan wates 
5. RTR kawasan agropolitan kalibawang 
6. RTR koridor temon-sentolo 
7. RTR kawasan ekonomi sentolo-galur-lendah 

5 RTBL 23 1. Perkotaan Wates 3 kawasan 
2. Perkotaan Temon 3 kawasan 
3. Perkotaan Sentolo 1 kawasan 
4. Perkotaan nanggulan 3 kawasan 
5. Perkotaan Dekso 1 kawasan 
6. Perkotaan Lendah 2 kawasan 
7. Perkotaan Brosot 2 kawasan 
8. Perkotaan Panjatan 2 kawasan 
9. Perkotaan Samigaluh 1 kawasan 
10. Perkotaan Kalibawang 2 kawasan 
11. Perkotaan Girimulyo 1 kawasan 
12. Perkotaan Kokap 2 kawasan 

  Jumlah 44  

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Keterwujudan rencana tata ruang atau pemanfaatan ruang dihitung dengan cara 

mengevaluasi struktur ruang dan pola ruang. Seberapa besar (prosentase) program-program 

yang telah dilakukan dalam mewujudkan rencana struktur ruang dan mengevaluasi pola 

ruang eksisting dengan bantuan interpretasi foto citra dibandingkan dengan rencana pola 

ruang. Hasil evaluasi dari struktur ruang dan pola ruang ini kemudian dirata-rata 

menghasilkan capaian keterwujudan rencana tata ruang atau kesesuaian pemanfaatan 

ruang. Tabel berikut menunjukkan capaian keterwujudan rencana tata ruang atau 

kesesuaian pemanfaatan ruang. 
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Tabel  2.63  

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2015-2016 

No Jenis rencana tata ruang 
Kesesuaian tata ruang (%) 

Tahun 2015 Tahun 2016 

1 Struktur ruang 68.73 68.73 

2 Pola ruang 82.35 82.56 

3 Rata-rata struktur ruang dan pola ruang 75.54 75.65 

Sumber data : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Selain dilakukan melalui evaluasi struktur ruang dan pola ruang, keterwujudan 

rencana tata ruang atau pemanfaatan ruang dapat juga diukur melalui perubahan 

penggunaan lahan. Dengan adanya aktivitas pembangunan, maka akan terjadi perubahan 

penggunaan lahan dari lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun. Untuk mengetahui 

perubahan penggunaan lahan ini dapat dilakukan dengan bantuan interpretasi foto citra. 

Tabel berikut menunjukkan perubahan penggunaan lahan dari tahun 2015 dan 2016. 

 
Tabel  2.64  

Penggunaan Lahan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 

No Penggunaan lahan Luas (ha) % 

1 Danau/waduk 134,00 0,23 

2 Kebun/perkebunan (campuran) 24.193,00 41,27 

3 Permukiman 9.951,00 16,97 

4 Padang rumput 1.203,00 2,05 

5 Sawah irigasi 9.407,00 16,06 

6 Sawah tadah hujan 1.500,00 2,56 

7 Semak/belukar 976,00 1,67 

8 Sungai 580,00 0,99 

9 Tambak 130,00 0,22 

10 Tegalan/lading 10.515,00 17,94 

11 Pasir darat (gosong sungai) 37,00 0,06 

 Total 58.627,00 100,00 

 Sumber data : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Tabel  2.65  

Penggunaan Lahan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 

No Penggunaan lahan Luas (ha) % 

1 Danau/waduk      153,77    0,26 

2 Hutan   1.057,53    1,80 

4 Kebun 17.185,48  29,31 

5 Permukiman 18.664,04  31,83 

7 Rumput/tanah kosong      265,93    0,45 

8 Sawah irigasi 11.070,52  18,88 

9 Sawah tadah hujan   1.108,73    1,89 

10 Semak/belukar      796,99    1,36 
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No Penggunaan lahan Luas (ha) % 

11 Sungai      675,94    1,15 

12 Tambak      185,18    0,32 

13 Tegalan/lading   7.463,40   12,73 

 Total 58.627,51 100,00 

 Sumber data : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Berdasarkan rencana pola ruang (pola ruang dalam RTRW), dibagi menjadi kawasan 

budidaya dan kawasan lindung. Kawasan lindung sebagian besar berada di daerah 

pegunungan menoreh, sebagian lainnya berada di sempadan sungai maupun sempadan 

pantai. Untuk kawasan budidaya banyak terdapat di dataran maupun pesisir. Hasil analisis 

peta kawasan budidaya dari RTRW Kabupaten Kulon Progo, sebagian besar jenis 

peruntukannya di kawasan budidaya adalah pertanian lahan kering yaitu seluas 12.542,38 

ha atau sebesar 33,28%. Untuk lebih jelasnya jenis peruntukannya pada kawasan budidaya 

dapat dilihat pada Tabel berikut ini. 

 
Tabel  2.66  

Kawasan Budidaya Kabupaten Kulon Progo 

 

No Jenis Peruntukan Luas (ha) % 

1 Hutan Produksi 683,62 1,81 

2 Hutan Rakyat 1.882,97 5,00 

3 Industri 3.565,81 9,46 

4 Perdagangan 346,13 0,92 

5 Perikanan Darat 831,27 2,21 

6 Permukiman Perdesaan 7.560,92 20,06 

7 Permukiman Perkotaan 1.778,96 4,72 

8 Pertanian Lahan Basah 8.493,17 22,54 

9 Pertanian Lahan Kering 12.542,38 33,28 

 
Total 37.685,23 100,00 

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kulon Progo, 2012 
 

Kondisi kawasan lindung, apabila dilihat dari jenis peruntukannya, peruntukan yang 

paling besar luasannya dalam kawasan lindung adalah resapan air yaitu seluas 16.770,32 

ha atau 79,35% dari luas wilayah Kawasan Lindung. Sedangkan jenis peruntukan dengan 

luasan terkecil di dalam kawasan lindung adalah suaka alam yaitu seluas 109,13 ha atau 

0,52%. Untuk lebih jelasnya luas tiap jenis penggunaan lahan dalam kawasan lindung dapat 

dilihat pada Tabel berikut. 
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Tabel  2.67  

Kawasan Lindung Kabupaten Kulon Progo 

No Jenis Peruntukan Luas (Ha) % 

1 Hutan Lindung 278,58 1,32 

2 Kawasan Sempadan Waduk 341,84 1,62 

3 Pelestarian Alam 919,42 4,35 

4 Resapan Air 16.770,32 79,35 

5 Sempadan Pantai 579,54 2,74 

6 Sempadan Sungai 2.136,51 10,11 

7 Suaka Alam 109,13 0,52 

 
Total 21.135,34 100,00 

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kulon Progo, 2012 

 

Berdasarkan pada kondisi yang ada dalam rangka untuk mendukung optimalisasi 

pelayanan infrastruktur, maka permasalahan di Bidang Penataan Ruang di Kabupaten Kulon 

Progo adalah sebagai berikut. 

a. RTRW yang ada (perda no 1 tahun 2012) belum mampu mengakomodasi dinamika 

pembangunan yang ada, baik dinamika pembangunan internal di daerah maupun 

mengakomodasi kebijakan-kebijakan nasional/provinsi. 

b. Beberapa RDTR yang diamanatkan dalam RTRW sebagian sudah dilakukan 

penyusunan kajian namun belum ada yang ditetapkan (belum memiliki kekuatan hukum) 

dan sebagian lagi belum ada kajiannya. 

c. RTBL sebagai dokumen rencana tata ruang yang berskala mikro (untuk luas kawasan 

yang terbatas) masih banyak yang belum disusun dan ditetapkan, sehingga ancaman 

timbulnya kawasan kumuh sangat besar karena tidak ada regulasi yang 

mengatur/mengendalikan pertumbuhan kawasan. 

Berikut ini rencana tindak lanjut ke depan terkait dengan beberapa permasalahan di atas.  

1. Perlu adanya revisi RTRW yang mampu mengakomodasi dinamika pembangunan, baik 

dinamika pembangunan yang sifatnya internal wilayah kabupaten maupun yang mampu 

mengakomodasi kebijakan-kebijakan nasional/provinsi.  

2. Perlu segera menetapkan RDTR sebagai intrumen pengendalian pemanfaatan ruang 

yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi (skala peta yang besar, yaitu 1:5.000) dan 

interpretasi dalam pemberian perijinan yang lebih mantap karena RDTR sudah 

dilengkapi dengan peraturan zonasi (ketentuan pemberian ijin yang diperbolehkan, 

pemberian ijin dengan syarat,pemberian ijin yang sifatnya terbatas, dan pemberian ijin 

yang tidak diperbolehkan). 
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3. Perlu segera dilakukan penyusunan dan penetapan RTBL, sehingga kemungkinan 

timbulnya kawasan kumuh menjadi rendah karena adanya instrument yang dapat 

digunakan untuk mengarahkan/mengendalikan pertumbuhan kawasan. 

4. Perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang, yaitu pengendalian melalui pemberian 

rekomendasi kesesuaian ruang dalam rangka pengendalian pemberian ijin 

lokasi/penetapan lokasi, dan pemberian advice planning dalam rangka pengendalin 

pemberian ijin mendirikan bangunan. 

5. Perlu dilakukan pengendalian alih fungsi lahan, khususnya alih fungsi lahan tidak 

terbangun (lahan pertanian) menjadi lahan terbangun (permukiman, dan bangunan 

gedung lainnya). 

 

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Kriteria rumah tidak layak huni adalah rumah tempat tinggal yang memenuhi kriteria 

indikator sebagai berikut: 1) jenis lantai bangunan tempat tinggal terluas (60% lebih) terbuat 

dari tanah/bambu/kayu kualitas rendah, 2) jenis dinding bangunan tempat tinggal terluas 

(60% lebih) terbuat dari bambu/kayu kualitas rendah. Jumlah rumah tidak layak huni 

sebanyak 14.891 unit, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut. 

 

Tabel  2.68  

Rumah Tidak Layak Huni Menurut Kecamatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 

No. Kecamatan 

Kondisi Rumah Dengan Dinding dan 
Lantai Tidak Layak 

Total 
Sangat 
Miskin 

Miskin 
Hampir 
Miskin 

1 Galur 149 262 90 501 

2 Girimulyo 346 597 525 1468 

3 Kalibawang 369 384 231 984 

4 Kokap 617 1108 1023 2748 

5 Lendah 318 455 389 1162 

6 Nanggulan 164 334 350 848 

7 Panjatan 164 342 373 879 

8 Pengasih 495 637 609 1741 

9 Samigaluh 258 549 706 1513 

10 Sentolo 673 650 600 1923 

11 Wates 118 278 260 656 

12 Temon 124 223 121 468 

TOTAL 14.891 

Sumber data : Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2017 
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Dalam rangka peningkatan kualitas tempat hunian bagi masyarakat kurang mampu 

(MBR) maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengadakan  bedah rumah melalui  

melalui program “Bedah Rumah”. Program bedah rumah  merupakan program sosial dan 

pemberdayaan masyarakat dimana sumber dana yang digunakan sama sekali bukan 

berasal dari APBD tetapi merupakan sumbangan yang tidak mengikat dari berbagai pihak 

dan juga yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN. Pihak-

pihak yang memberikan sumbangan dalam rangka program bedah rumah ini antara lain 

berasal dari: CSR perusahaan yang berlokasi di Kulon Progo maupun di luar Kulon Progo, 

alokasi dari BAZDA maupun dari Paguyuban Pegawai Kristiani dan lain-lain.  

Permasalahan yang dihadapi dalam hal perumahan masih tingginya angka defisit 

rumah (backlog) dan rumah kosong (housing stock), kawasan kumuh dengan rumah tidak 

layak huni (RTLH) yang belum teratasi tuntas, dari sisi kemitraan peran serta dan 

keswadayaan masyarakat masih rendah, terbatasnya akses masyarakat terhadap 

sumberdaya kunci termasuk didalamnya informasi mengenai pembiayaan perumahan.  

Selain hal tersebut juga disebabkan daya beli masyarakat, khususnya yang berpenghasilan 

rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) masih lemah. Sedangkan 

permasalahan di lingkungan perumahan umum yaitu: genangan air atau banjir disebabkan 

penanganan sistem drainase yang tidak terpadu dalam satu  daerah  tangkapan  air, rumah 

sudah terbangun namun prasarana pendukung lingkungannya belum  optimal, pelaksanaan  

pembangunan  atau  pengembang  lebih mementingkan cluster (persil) sehingga PSU tidak 

terpadu antar sistem. 

Dengan melihat kondisi dan permasalahan yang ada maka kedepan harus 

meningkatkan kualitas  pelayanan perumahan,mendorong peran masyarakat dan dunia 

usaha dalam penyediaan rumah layak huni, penguatan peran kelembagaan perumahan, 

penyediaan  perumahan yang terintegrasi dengan air bersih dan sanitasi dan peningkatan 

koordinasi dengan propinsi maupun pemerintah pusat dalam penyelesaian perumahan. 

 

 

2.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 

Ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar 

dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi 

terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Upaya 

untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dilakukan dengan meningkatkan keamanan 

dan kenyamanan lingkungan, peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat. 

Penegakan Perda dan Perbup dilaksanakan dalam rangka menciptakan kesadaran 

masyarakat untuk mentaati undang-undang serta untuk memberikan perlindungan terhadap 
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masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan adalah operasi yang bersifat pembinaan (non 

yustisi) dan Operasi Yustisi (diselesaikan secara hukum). Penegakan Perda dan Perbub 

untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib dan sadar hukum di masyarakat sehingga hal 

ini akan mendukung pelaksanaan pembangunan. Adapun kondisi pelanggaran Perda, 

Linmas dan patrol dapat dilihat di bawah ini 

Tabel  2.69  

Capaian Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Tahun 2012-2016 

No. Uraian 
Capaian Kinerja 

2012 2013 2014 2015 2016 

1. 
Jumlah pelanggaran yang 
ditegakkan 

175 156 222 220 244 

2. Jumlah pelanggaran 211 238 222 220 244 

3. Jumlah Linmas yg pernah dibina 1.800 2.780 3.020 3.220 3.326 

4. Jumlah Anggota Sat Linmas 3.326 3.326 3.326 3.326 3.326 

5. Jumlah Patroli 350 350 350 350 350 

 Sumber data: Sat Pol PP Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2012 dan tahun 2013 

pelanggaran yang ditegakkan terhadap terjadinya pelanggaran masih lebih sedikit daripada 

jumlah pelanggarannya. Dimulai tahun 2014, 2015 dan tahun 2016 jumlah pelanggaran yang 

ditegakkan sama dengan jumlah  terjadinya pelanggaran. Pada tahun 2012, 2013, 2014 dan 

2015  jumlah Linmas yang pernah dibina jumlahnya masih lebih sedikit dibandingkan dengan 

jumlah anggota Linmas yang ada namun pada tahun 2016 jumlah linmas yang pernah dibina 

sudah sama dengan jumlah linmas yang ada. Khusus untuk patroli intensitas 

pelaksanaannya setiap tahunnya sudah sesuai dengan yang direncanakan. Keberadaan 

Organisasi Sosial, Organisasi Masyarakat, LSM dan Partai Politik diperlukan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat dan keterlibatan lembaga swadaya 

masyarakat/organisasi masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan.  

 

Tabel  2.70  

Jumlah Kegiatan politik, jumlah Partai Politik, Ormas, LSM dan OKP Tahun 2012-2016 

No. Uraian 
Satuan Capaian Kinerja 

 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Jumlah kegiatan pembinaan 

politik daerah yang 

dilaksanakan  

Kegiatan 28 28 11 11 11 

2 Jumlah Partai Politik, 

Ormas, LSM dan OKP yang 

telah mendapat pembinaan  

Lembaga  214 217 232 232 232 
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No. Uraian 
Satuan Capaian Kinerja 

 2012 2013 2014 2015 2016 

4 Jumlah Partai Politik, 

Ormas, LSM dan OKP  

Lembaga  214 217 232 232 232 

Sumber data : Kantor Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

 

2.3.1.6 Sosial 

 Masalah sosial merupakan suatu fenomena yang mempunyai berbagai dimensi (multi 

kompleks) sehingga penanganannya membutuhkan pendekatan secara menyeluruh 

(holistik), terpadu dan berkelanjutan. Masalah sosial bersifat relatif, namun di masyarakat 

sering muncul berbagai kejadian dan kemudian disebut masalah sosial. Oleh karena itu 

untuk memudahkan penanganannya, pemerintah mengklasifikasikan masalah sosial 

menjadi: kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial, kemiskinan dan korban bencana 

(bencana alam maupun bencana sosial).  

  Terdapat 25 jenis PMKS yaitu: Anak Balita Terlantar (ABT), Anak Terlantar (AT), Anak 

Berhadapan Dengan Hukum (ABH), Anak Jalanan (AJ), Anak Dengan Kedisabilitasan 

(ADK), Anak Korban Tindak Kekerasan (AKTK), Anak Yang Memerlukan Perlindungan 

Khusus (AMPK), Lanjut Usia Terlantar (LUT), Penyandang Disabilitas (PD), Tuna Susila 

(TS), Gelandangan (GEL), Pengemis (PENG), Pemulung (PEM), Kelompok Minoritas (KM), 

Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBP), Orang Dengan HIV/AIDS 

(ODHA), NAPZA Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat-Zat Addiktif 

(KPN), Korban Trafficking (KT), Korban Tindak Kekerasan (KTK), Pekerja Migran 

Bermasalah Sosial (PMBS), Korban Bencana Alam (KBA), Korban Bencana Sosial (KBS), 

Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis  

(KBSP), Fakir Miskin (FM). Data PMKS di DIY pada kurun waktu 5 tahun terakhir disajikan 

pada tabel berikut : 

Tabel  2.71  

Jumlah PMKS Kabupaten/Kota Tahun 2012 – 2016 

Kabupaten/Kota 
Jumlah PMKS 

2012 2013 2014 2015 2016 

Kota Yogyakarta 31,171 29,452 29,400 28,241 26,928 

Sleman 107,415 105,723 103,895 101,617 100,213 

Bantul 141,965 138,820 138,099 137,274 78,487 

Kulon Progo 75,914 74,830 75,662 74,220 74.737 

Gunungkidul 142,790 140,566 141,015 137,161 150,173 

Jumlah 499,255 489,391 488,071 478,513 476,920 

Sumber data :  Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 
Kulon Progo, 2017 
 



RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017-2022 

 

II - 113 

 

 Berdasarkan tabel di atas, angka PMKS di DIY selalu mengalami penurunan dari tahun 

ke tahun, demikian juga dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Bantul. Hal 

tersebut berbeda dengan Kulon Progo dan Gunungkidul yang mengalami fluktuasi dan 

cenderung mengalami kenaikan pada dua tahun terakhir. Dari sisi jumlah, pada tahun 2016 

PMKS di Kulon Progo mengalami peningkatan yang cukup besar dan menjadi nomor dua 

terendah setelah Kota Yogyakarta. Sedangkan data rinci  PMKS di Kulon Progo pada 5 

tahun terakhir adalah sebagai berikut : 

 

Tabel  2.72  

Data PMKS Per Jenis PMKS Tahun 2012-2016 

No Jenis PMKS 
Jumlah PMKS 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 Anak Berkebutuhan Khusus 
(ABT) 

897 780 735 534 496 

2 Anak Terlantar (AT) 7,255 6,194 5,963 4,443 3,884 

3 Anak Yang Berhadapan Dengan 
Hukum (ABH) 

10 0 0 9 24 

4 Anak Jalanan (AJ) 24 17 21 44 18 

5 Anak Dengan Kedisabilitasan 
(ADK) 

687 677 665 503 503 

6 Anak Korban Tindak Kekerasan 
(KTK) 

224 177 130 88 4 

7 Anak Yang Memerlukan 
Perlindungan Khusus (AMPK) 

44 0 17 1 0 

8 Lanjut Usia Terlantar (LUT) 5,432 5,551 6,449 5,961 8,793 

9 Penyandang Disabilitas (PD) 4,591 4,546 4,515 4,399 4,862 

10 Tuna Susila (TS) 1 11 9 6 46 

11 Gelandangan (GEL) 60 21 12 10 18 

12 Pengemis (PENG) 33 41 23 17 25 

13 Pemulung (PEM) 0 10 13 20 42 

14 Kelompok Minoritas (KM) 0 0 0 0 0 

15 Bekas Warga Binaan Lembaga 
Pemasyarakatan (BWBP) 

403 543 619 675 41 

16 Orang Dengan HIV/AIDS 
(ODHA) 

94 108 120 214 165 

17 Korban Penyalahgunaan 
Narkotika (NAPZA) 

140 85 58 441 28 

18 Korban Trafficking (KT) 0 0 0 0 0 

19 Korban Tindak Kekerasan (KTK) 684 461 340 285 110 

20 Pekerja Migran Bermasalah 
(PMBS) 

94 93 174 514 66 

21 Korban Bencana Alam (KBA) 237 444 444 444 0 
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No Jenis PMKS 
Jumlah PMKS 

2012 2013 2014 2015 2016 

22 Korban Bencana Sosial (KBS) 3 6 6 20 0 

23 Perempuan Rawan Sosial 
Ekonomi (PRSE) 

1,602 1,636 1,919 1,947 1,999 

24 Keluarga Bermasalah Sosial 
Psikologis (KBSP) 

494 534 535 750 718 

25 Fakir Miskin (FM) 52,895 52,895 52,895 52,895 52.895 

  JUMLAH   75,904  74,830  75,662  74,220    74,737  

Sumber data :  Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon 
Progo, 2017 
 
 

 Berdasarkan data rinci di atas, terjadi peningkatan pada beberapa jenis PMKS dengan 

peningkatan yang cukup besar pada Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia Terlantar, Tuna 

Susila dan Fakir Miskin.  

 Dalam upaya penanganan permasalahan PMKS telah dilaksanakan berbagai program 

yang bersumber dari APBN, APBD DIY maupun APBD Kabupaten serta sumber-sumber 

lain, dengan rincian sebagai berikut: 

  

Tabel  2.73  

Rincian Penerima Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan  

Pemberdayaan Sosial Tahun 2014-2016 

No 
Sumber 

Dana 
Jenis Bantuan 

Tahun 

2014 2015 2016 

Penerima Satuan Penerima Satuan Penerima Satuan 

a. Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar 

1 
APBD 
Kab. 

RTLH APBD 173 KK 148 KK 229 KK 

    RTLH Mensos 50 KK 400 KK 90 KK 

    RTLH BAZDA 79 KK 40 KK 35 KK 

    
RTLH 
CSR/PNPM/dll 

38 KK 24 KK 67 KK 

    Bansos LUT 423 orang 456 Orang 436 Orang 

    Bansos Balita 80 orang 97 Orang 96 Orang 

    
Bansos Yatim 
(kesra) 

405 anak 397 Anak 183 Anak 

    
Bansos RTS 
(BPMPD) 

2873 KK 3861 KK - KK 

    Bansos CB/CS   orang 169 Orang 166 Orang 

    Bansos Psikotik   orang 2 Orang 2 Orang 

    
Bansos Kursi 
Roda 

  orang 25 Orang - Orang 

    
Bansos 
Sankem 

292 orang 189 Orang 150 Orang 

    
Bansos Panti 
(23) 

826 orang 926 Orang 436 Orang 
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No 
Sumber 

Dana 
Jenis Bantuan 

Tahun 

2014 2015 2016 

Penerima Satuan Penerima Satuan Penerima Satuan 

    
Permakanan 
Bencana APBD 

204 orang 1016 Orang 835 Orang 

    
Pemakaman 
Bencana CBP 

        8.002   

2 DIY JSLU 503 orang 194 Orang 340 Orang 

    Permakanan   orang 40 Orang 40 Orang 

    Home care 100 orang 100 Orang 40 Orang 

3 APBN ASLUT 240 Orang 240 Orang 240 Orang 

    ASODK 67 Orang 69 Orang 69 Orang 

    
ASKESOS (10 
orsos) 

  Orang 391 Orang 43.021 Orang 

    
RASKIN/PSKS 
(42.489) 

43.021 KK 43.021 KK 43.021 KK 

    PKH 2.783 KK 2.446 KK 2428 KK 

                  

b. Pemberdayaan Sosial         

1 
APBD 
Kab. 

Bansos KUBE 49 kelompok 55 Kelompok 120 kelompok 

2 DIY 
UEP Graduasi 
PKH 

  Orang 30 Orang     

    UEP KTK PM   orang 40 Orang 20 Orang 

    
KUBE DIY 
Pengembangan 

790 orang 380 Orang 200 Orang 

3 APBN UEP LUT 20 Orang 40 Orang     

    Kube PKH   orang 1950 Orang     

    
KUBE APBN L 
/ DSM 

  orang 550 Orang     

    
KUBE QUICK 
WINS 

        350 KK 

    
KUBE FM 
PERDESAAN 

        400 KK 

Sumber data :  Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon 
Progo, 2017 

Permasalahan sosial yang sulit diperkirakan secara tepat seperti bencana alam 

memerlukan perhatian yang serius. Kejadian bencana sulit diprediksi baik waktu maupun 

lokasinya, untuk itu diperlukan suatu manajemen penanggulangan bencana yang baik, 

komunikasi yang cepat, reaksi yang terukur dan terarah, serta sinergi semua pihak yang 

terlibat dalam upaya mengatasi dampak bencana. Tahun 2016 di wilayah Kabupaten Kulon 

Progo telah terjadi bencana sebanyak 156 kejadian, terbanyak adalah tanah longsor di 101 

kejadian, angin ribut atau puting beliung di 18 Kejadian, banjir sebanyak 13 kejadian pohon 

tumbang sebanyak 8 kejadian, kebakaran 12 kejadian, serta bencana lain seperti Rumah 

roboh 3 kejadian, tanah ambles 1 kejadian. Kejadian bencana terbanyak pada pertengahan 

dan akhir tahun 2016, bencana yang berdampak paling luas adalah bencana banjir. Karena 
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luasnya dampak banjir pada bulan Juni 2016 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo selain 

menyalurkan permakanan APBD sebanyak 835 jiwa, juga telah menyalurkan cadangan 

beras pemerintah (CBP) kepada warga terdampak banjir sebanyak 44.811.200 kilogram 

untuk membantu 8.002 jiwa.  

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah semua hal yang berharga 

yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha 

kesejahteraan sosial. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial dapat berasal atau bersifat 

manusiawi, sosial dan alam. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dilakukan 

melalui peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial Masyarakat oleh berbagai pelaku 

usaha kesejahteraan sosial baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. 

Penanganan dan pelayanan kesejahteraan sosial bukan hanya merupakan tanggung jawab 

pemerintah, namun juga dunia usaha dan masyarakat sekitar, sehingga dengan program ini 

diharapkan mampu mendorong partisipasi dan rasa kesetiakawanan sosial di masyarakat. 

Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Karang Taruna, Pekerja Sosial 

Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial, dan forum-forum sosial lainnya perlu terus 

dikembangkan, sehingga mampu menjadi mitra dalam upaya pembangunan kesejahteraan 

sosial. Dari berbagai PSKS dapat diukur tingkat keaktifan pada tabel berikut: 

 

Tabel  2.74  

Tingkat Keaktifan PSKS di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2016 

No PSKS 
JUMLAH 

2015 2016 

1 IPSM  35 35 

2 Komda Lansia - 25 

3 TAGANA 172 162 

4 KPK/TKSK 88 88 

5 Pendamping dan Operator PKH 19 19 

6 Fasilitator / Supervisor SLRT - 92 

7 Pendamping ASLUT/ASODK 34 34 

8 Tenaga Pelopor Perdamaian 10 10 

9 Satgas Kesetiakawanan Sosial 20 20 

10 Forum Panti 23 23 

11 Forum WKSBM 22 22 

12 Forum Orsos 12 12 

13 Karang Taruna 31 65 

14 LK3 Lestari 17 1 

15 Pendamping KUBE 28 28 
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No PSKS 
JUMLAH 

2015 2016 

16 Dunia Usaha 55 59 

  JUMLAH 578 695 

Sumber data:  Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Tujuan pemberdayaan PSKS ini adalah untuk mengembangkan kesadaran, 

kemampuan, tanggung jawab, dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan 

sosial di lingkungannya, serta memperbaiki kualitas hidup, dan kesejahteraan penyandang 

masalah kesejahteraan sosial. Pada tahun 2016 tingkat keaktifan PSKS ada kenaikan 

tetapi tidak signifikan, dikarenakan berbagai keterbatasan terutama keterbatasan anggaran 

pembinaan, ketentuan tentang hibah yang membatasi, serta dicabutnya beberapa alokasi 

anggaran APBN melalui Kemensos RI dalam pembinaan PSKS, terutama Orsos 

penyelenggara ASKESOS. 

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial tahun 2012-2016 di 

Kabupaten Kulon Progo disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

 

Tabel  2.75  

Realisasi capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2012-2016 

No Jenis Pelayanan Dasar 
Realisasi 

Tahun 
2012 

Realisasi 
Tahun 
2013 

Realisasi 
Tahun 
2014 

Capaian Daerah 
Tahun 2015 

Capaian Daerah 
Tahun 2016 

Target Realisasi Target Realisasi 

1 
Pelaksanaan 
Program Kegiatan 
bidang sosial : 

              

  a. Pemberian 
bantuan sosial bagi 
PMKS 

              

  
Persentase PMKS 
yang memperoleh 
bantuan sosial untuk 
pemenuhan 
kebutuhan dasar 

66,66% 49,19% 70,43% 80% 73,19% 80% 77,67% 

  b. Pelaksanaan 
kegiatan 
pemberdayaan sosial 

              

  Persentase (%) yang 
menerima program 
pemberdayaan sosial 
melalui kelomkok 
usaha bersama 
(KUBE) atau 
kelompok ekonomi 
sosial sejenis lainnya 

2,23% 2,23% 41,22% 80% 54,91% 80% 85.66% 

2 Penyediaan sarana prasarana sosial : 
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No Jenis Pelayanan Dasar 
Realisasi 

Tahun 
2012 

Realisasi 
Tahun 
2013 

Realisasi 
Tahun 
2014 

Capaian Daerah 
Tahun 2015 

Capaian Daerah 
Tahun 2016 

Target Realisasi Target Realisasi 

  a. Penyediaan sarana 
dan prasarana panti 
social 

              

  
Persentase (%) panti 
sosial yang 
menyediakan sarana 
prasarana pelayanan 
kesejahteraan social 

100% 100% 100% 80% 100% 80% 100% 

  b.  Penyediaan 
sarana dan prasarana 
pelayanan luar panti 

              

  
Persentase Wahana 
Kesejahteraan Sosial 
Berbasis Masyarakat 
(WKSBM) yang 
menyediakan sarana 
prasarana pelayanan 
kesejahteraan social 

100% 100% 100% 80% 100% 80% 100% 

3 Penanggulangan Korban Bencana : 

  a.  Bantuan sosial bagi korban bencana 

  
Persentase (%) 
korban bencana yang 
menerima bantuan 
sosial selama 
tanggap darurat 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  b.  Evakuasi korban 
bencana skala 
Kabupaten/ Kota 

            

  
Persentase (%) 
korban bencana yang 
dievakuasi dengan 
menggunakan sarana 
prasarana tanggap 
darurat 

0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 

4 

Pelaksanaan dan 
pengembangan 
jaminan sosial bagi 
penyandang cacat 
fisik dan mental serta 
lanjut usia (lansia) 
tidak potensial 

              

  a   Penyelenggaraan Jaminan Sosial skala Kabupaten/ Kota 

  Persentase (%) 
penyandang cacat 
fisik dan mental serta 
lanjut usia tidak 
potensial yang telah 
menerima jaminan 
social 

63,06% 63,06% 63,06% 40% 63,06% 40% 83,33% 

Sumber data:  Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon 
Progo, 2017 diolah 
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Angka PMKS yang digunakan sebagai dasar penghitungan SPM sebanyak 73.735 

diperoleh dari hasil updating data PMKS Dinsos DIY Tahun 2016, dari berbagai jenis PMKS 

(ABH, ABT, ADK, AJ, AKTK, AT, BWBLP, GEL, KBSP, KPN, KTK, LUT, PD, PEM, PENG, 

PMBS, PRSE, dan TS) sebanyak 21.677 satuan, ditambah warga Sangat Miskin sebanyak 

15.525 KK dan Miskin sebanyak 36.533 KK. 

PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, baru 

terealisasi 77,67% dari target Tahun 2016 sebesar 80,00%. PMKS yang menerima bantuan 

sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar tersebut berjumlah 57.269 penyandang dari 

73.735 total PMKS di Kabupaten Kulon Progo. Bantuan sosial tersebut antara lain Bansos 

Lanjut Usia Terlantar, Bansos Yatim Piatu, Bansos Panti, Bansos Permakanan Bencana, 

ASKESOS, Raskin, PKH, Bansos Kube, RTLH. Hal ini disebabkan karena beberapa 

permasalahan, yaitu masih tingginya jumlah PMKS di Kabupaten Kulon Progo, yang 

disebabkan oleh pertumbuhan penduduk cukup tinggi dibanding dengan jumlah Lapangan 

Kerja yang tersedia, kurang validnya data PMKS, rendahnya SDM Penyuluh baik dari segi 

kualitas maupun kuantitas, keberlanjutan program terkait dengan PMKS rendah. 

Permasalahan yang lain adalah bantuan untuk PMKS di Kulon Progo masih banyak yang 

tumpang tindih, duplikasi sasaran dan tidak tepat sasaran. 

Persentase penerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya, melalui KUBE pada tahun 

2016 yang mencapai 85,66% sangat meningkat jika dibandingkan Tahun 2015 yang baru 

mencapai 54,91%. Berhasil melampaui target RPJMD sebesar 80,00%. Hal ini disebabkan 

semakin meningkatnya pendanaan untuk program pemberdayaan fakir miskin. Secara rinci 

dapat dilihat di Tabel 2.54. 

Sampai dengan tahun 2015 jumlah KUBE yang pernah dibantu baik dengan sumber 

APBD maupun APBN adalah berjumlah  12.210 KK. Apabila ditambah dengan program pada 

tahun 2016 sebanyak 1.090 KK dari berbagai porgram pemberdayaan sosial (KUBE FM 

Perdesaan, KUBE Dekon, KUBE Quick Wins, UEP KTK) maka telah menjadi 13.300 KK 

dibandingkan dengan jumlah Fakir Miskin yang seharusnya mendapatkan program 

pemberdayaan sosial sejumlah 15.525 KK (Klaster I berdasar PBDT 2015 dan Album 

Kemiskinan 2016) maka baru mencapai sekitar 85,66%. 

Permasalahan inti yang dihadapi pada program pemberdayaan sosial seperti KUBE 

atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya yaitu belum maksimalnya keterampilan para 

pengurus KUBE tersebut, sehingga terdapat kasus di mana kelompok yang dibentuk tidak 

dapat bertahan lebih dari 1 tahun dan bubar. 

Persentase panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana 

pelayanan kesejahteraan sosial. Jumlah panti asuhan dan panti jompo yang ada di 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 dan telah dibantu dengan APBD telah sesuai Target 
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RPJMD, yaitu 23 panti. 22 panti merupakan panti asuhan dan 1 panti merupakan panti 

jompo. Dari 23 panti yang ada di Kulon Progo sudah 100% mendapatkan pembinaan baik 

melalui kegiatan yang bersumber dari APBD, APBD Propinsi maupun APBN. Sampai saat ini 

pemda belum memiliki Panti Sosial yang merupakan sarana vital bagi upaya rehabilitasi 

sosial bagi PMKS, khususnya gelandangan, psikotik, dan anak jalanan. 

Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang 

menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Jumlah Wahana 

Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang turut aktif dalam pelayanan 

kesejahteraan sosial di Kulon Progo berjumlah 22 lembaga, dan pada tahun 2016 telah 

dilaksanakan pelatihan atau workshop WKSBM Kabupaten Kulon Progo yang 

diselenggarakan oleh Dinsos DIY. Seluruh WKSBM tersebut turut aktif dalam upaya 

pelayanan sosial kesejahteraan sosial bagi anggota dan masyarakat di lingkungannya. 

Selama tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah beberapa kali 

menetapkan Status Siaga Darurat terhadap bencana yang disebabkan oleh cuaca ekstrim. 

Banjir pada bulan Juni merupakan salah satu bencana yang memiliki dampak luas, yaitu 

sebanyak 8.002 jiwa terdampak. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten 

Kulon Progo telah menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) 44.811.200 kilogram 

kepada warga terdampak. 

Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana 

prasarana tanggap darurat lengkap. Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo 

pada tahun 2016 intensitasnya cukup tinggi, namun masih dalam skala kecil sehingga tidak 

memerlukan evakuasi dengan menggunakan prasarana tanggap darurat yang lengkap. 

Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang telah 

menerima jaminan sosial. Pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Kulon 

Progo Tahun 2016 mengalami kenaikan yang sangan besar, selain pemberian Bansos Cacat 

Berat dan Cacat Sedang sebanyak 166 orang, juga telah ditetapkan Perda Kabupaten Kulon 

Progo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang 

Disabilitas. Pelayanan sosial penyandang disabilitas juga dengan diselenggarakannya 

Jamkesus Terpadu Tahun 2016 bekerja sama dengan BAPEL JAMKESOS DIY, Pusat 

Rehabilitas YAKKUM, UCP Roda Untuk Kemanusiaan, APOC, dan lain-lain. 

Dalam upaya pemberdayaan penyandnag disabilitas diselenggarakan pameran bursa 

kerja khusus penyandang disabilitas, hasil kerja sama antara Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo dengan Pusat Rehabilitasi YAKKUM yang 

diselenggarakan di Gedung Yayasan Dharmais, target 100 orang penyandang disabilitas 

telah tercapai 72 orang yang aktif mendaftar dalam pasar kerja. 

Jumlah Lanjut Usia terlantar maupun penyandang cacat berat yang diusulkan 

mendapatkan program jaminan sosial dihitung berdasarkan program jaminan sosial yang 
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bersumber APBN dan APBD DIY, karena untuk APBD Kabupaten menggunakan skema 

bantuan sosial. Untuk Program ASODKB (Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat) 

dari 100 orang yang diusulkan yang telah mendapatkan Jaminan Sosial berjumlah 69 

orang.Jumlah Lanjut Usia Miskin yang diusulkan sebanyak 300 orang telah mendapatkan 

Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) berjumlah 240 orang. Program JSLU 

(Jaminan Sosial Lanjut Usia) yang bersumber dari APBD DIY yang diusulkan sebanyak 200 

orang terealisasi sebanyak 194 orang. Dengan demikian perhitungan target dibanding 

realisasi adalah ASODKB target 100 orang terealisasi 69 orang, ASLUT target 300 orang 

terealisasi 240 orang JSLU target 200 terealisasi 194 orang sehingga dari target 600 orang 

terealisasi 503 orang atau sekitar 83,34%. Dari target SPM Tahun 2016 sebesar 40% sudah 

terealisasi sebesar 83,34%. 

Meskipun pencapaian pembangunan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial 

semakin membaik, berbagai permasalahan yang menjadi beban sosial masih harus diatasi, 

terutama permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan. Angka kemiskinan, penyandang 

disabilitas dan rumah tidak layak huni di Kabupaten Kulon Progo masih tergolong tinggi. 

Dalam hal ini, yang dimaksud kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar 

manusia seperti pangan, sandang, perumahan, dan interaksi sosial, serta mereka yang 

memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan sosial 

dasar. Pemasalahan yang lain meliputi terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dan 

rehabilitasi sosial, termasuk Panti Pelayanan Sosial yang memadai, mayoritas Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum dapat mengakses jaminan sosial dan 

pemberdayaan sosial. Dari sisi pelaku kesejahteraan social,  PSKS dan pekerja sosial masih 

terbatas kuantitas maupun kualitasnya, adanya keterbatasan akses informasi dan jejaring 

kerjasama bagi pelayanan penanganan PMKS, adanya kebijakan satu data bagi 

penanggulangan kemiskinan, dan minimnya kapasitas kesiapsiagaan terhadap bencana 

alam/sosial sementara frekuensi/ variasi bencana sangat kompleks. 

Target yang ingin dicapai adalah peningkatan perlindungan dan pemberdayaan  

sosial. Target tersebuat akan dicapai dengan meningkatkan perlindungan dan peningkatan 

fasilitasi serta bantuan perlindungan sosial 

 

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

2.3.2.1 Tenaga Kerja 

Masalah pokok ketenagakerjaan adalah produktivitas tenaga kerja yang masih 

rendah dan pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan kesempatan 

kerja sehingga berdampak terjadinya pengangguran.  
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Tabel  2.76  

Produktivitas Tenaga Kerja se DIY 

Produktivitas 2013 2014 2015 

Kab. Kulon Progo 28,39 29,83 33,04 

Kab. Bantul 34,13 36,78 39,35 

Kab. Gunung Kidul 27,42 25,05 28,86 

Kab. Sleman 50,67 52,22 59,50 

Kota Yogyakarta 115,10 114,23 128,01 

DIY 45,03 47,46 53,61 

Sumber : Sakernas, BPS DIY, 2016 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Kulon 

Progo masih rendah, angka produktivitas dihitung dengan rumus : 

 

PDRB menurut Sektor atas dasar harga berlaku 

Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut sektor 

 

 

Angka tersebut menunjukkan bahwa pendapatan tenaga kerja di suatu daerah dalam satu 

tahun (dalam juta rupiah). 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan perbandingan jumlah 

penduduk usia kerja yang menganggur dengan banyaknya angkatan kerja. Hasil Survei 

Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dilakukan BPS DIY sebagaimana tercantum pada tabel 

di bawah ini: 

 

Tabel  2.77  

Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY Tahun 2012-2016 

No Kab/Kota 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Kab. Kulon Progo 3,91 2,85 2,88 3,72 2,37 

2 Kab. Bantul 3,60 3,36 2,57 3,00 1,95 

3 Kab. Gunung Kidul 1,92 1,69 1,61 2,90 1,95 

4 Kab. Sleman 5,42 3,28 4,21 5,37 3,64 

5 Kota Yogyakarta 5,03 6,45 6,35 5,52 3,66 

 DIY 3,97 3,24 3,33 4,07 2,72 

Sumber : Sakernas, BPS DIY, 2016 

 

Pada pelaksanaan Sakernas tahun 2016 kabupaten/kota tidak tersentuh sehingga 

angka TPT menurut kabupaten/kota tersebut merupakan hasil olahan Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi DIY. TPT Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2015 menuju tahun 2016 
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mengalami penurunan yang cukup besar, namun lebih kecil dibandingkan dengan DIY. Dari 

angka 2,37 tersebut mengandung arti bahwa dari 100 orang hampir ada sekitar 3 orang 

masuk kategori pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka Kulon Progo selalu berada 

pada posisi ketiga tertinggi setelah kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Data 

prosentase penduduk bekerja di kabupaten/kota di DIY disajikan pada tabel berikut. 

Tabel  2.78  

Prosentase penduduk bekerja kabupaten / kota di  DIY Tahun 2012-2016 

 

No Kab/Kota 2012 2013 2014 2015 

1 Kab. Kulon Progo 11,67 12,12 12,09 12,28 

2 Kab. Bantul 26,17 25,07 24,99 26,19 

3 Kab. Gunung Kidul 22,21 22,29 21,71 20,43 

4 Kab. Sleman 29,15 30,14 30,17 30,00 

5 Kota Yogyakarta 10,80 10,38 11,04 11,11 

Sumber : Sakernas, BPS DIY, 2016 
 

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 

prosentase penduduk bekerja di Kabupaten Kulon Progo selalu mengalami kenaikan kecuali 

tahun 2014. Dari angka tersebut dapat dilihat bahwa prosentase penduduk Kabupaten Kulon 

Progo yang bekerja jauh lebih kecil dibandingkan dengan Kabupaten Bantul, Gunung Kidul 

dan terutama Kabupaten Sleman. Dari hal tersebut perlu peningkatan ketrampilan kepada 

angkatan kerja agar dapat memasuki dunia kerja dan dapat bersaing di pasar kerja baik 

lokal, daerah maupun luar negeri. Data angkatan kerja disajikan pada tabel berikut : 

Tabel  2.79  

Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Kulon Progo  

Tahun 2013 – 2015 

 

No Tingkat Pendidikan 
Tahun 

2013 2014 2015 

1 Maksimum SD 95.711 103.521 90.680 

2 SLTP 48.122 50.401 44.457 

3 SLTA Umum 31.982 38.843 28.592 

4 SLTA Kejuruan 40.047 34.798 54.783 

5 Diploma 6.426 5.633 7.240 

6 Universitas  12.982 10.345 15.404 

 Jumlah  235.270 243.541 241.156 

Sumber : Sakernas BPS DIY,2017 
 

Dari tahun 2013–2015 walaupun fluktuatif tetap didominasi oleh angkatan kerja 

dengan tingkat pendidikan tingkat terendah yaitu SD (40,68% tahun 2013, 42,51% tahun 

2014 dan 37,60% tahun 2015) diikuti pendidikan SLTP, kecuali pada tahun 2015 SLTA 
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kejuruan menduduki posisi kedua terbesar. Untuk tingkat pendidikan SLTA Umum dan 

Kejuruan saling bergantian, untuk SLTA umum tahun 2014 mengalami kenaikan dari 13,59% 

menjadi 15,95%, tetapi pada tahun 2015 mengalami penurunan 11,86%. Angkatan kerja 

terkecil berasal dari tingkat pendidikan Diploma yaitu 2,73% pada tahun 2013, turun menjadi 

2,31% pada tahun 2014 dan naik menjadi 3% pada tahun 2015. 

 
Tabel  2.80  

Angkatan kerja menurut golongan umur Kabupaten Kulon Progo tahun 2013 – 2015 

No Golongan Umur 
Tahun  

2013 2014 2015 

1 15 – 19 8.860 8.426 7.308 

2 20 – 24 13.252 14.542 16.474 

3 25 – 29 21.316 24.354 24.444 

4 30 – 34 24.423 24.529 23.397 

5 35 – 39 22.563 25.806 26.054 

6 40 – 44 28.722 26.367 28.855 

7 45 – 49 28.200 29.756 28.773 

8 50 – 54 26.144 26.426 23.859 

9 55 – 59 19.404 19.664 21.359 

10 60 – 64 16.028 16.440 17.066 

11     65 + 26.358 27.231 23.567 

 Jumlah 235.270 243.541 241.156 

Sumber : Sakernas BPS DIY, 2017 

 

Mayoritas angkatan kerja masih berada pada usia produktif yaitu 25 – 54 tahun yaitu 

sebesar 64,34%. Pada tahun 2013 sedikit naik pada tahun 2014 menjadi 64,56% dan turun 

lagi pada tahun 2015 menjadi 64,43%. Untuk usia 15 – 19 tahun paling rendah karena masih 

usia sekolah, sedangkan usia 60 tahun keatas mengalami penurunan dari tahun 2013 

sebesar 18,02%, tahun 2014 sebesar 17,93% dan akhirnya menjadi 16,85% pada tahun 

2015. Tingginya jumlah angkatan kerja usia ini disebabkan angka harapan hidup yang 

meningkat. Namun demikian bagi sebagian penduduk untuk tetap bekerja di usia ini 

merupakan pilihan untuk bisa tetap mencukupi kebutuhan sehari–hari. 

Tabel  2.81  

Prosentase angkatan kerja kabupaten / kota di  DIY Tahun 2012-2016 

No Kab/Kota 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Kab. Kulon Progo 11,67 12,07 12,04 12,23 12,33 
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No Kab/Kota 2012 2013 2014 2015 2016 

2 Kab. Bantul 26,07 25,10 24,79 25,90 25,16 

3 Kab. Gunung Kidul 21,75 21,94 21,33 20,19 20,36 

4 Kab. Sleman 29,60 30,15 30,44 30,41 30,73 

5 Kota Yogyakarta 10,92 10,74 11,40 11,28 11,42 

Sumber : Sakernas, BPS DIY, 2016 

 

Prosentase angkatan kerja Kabupaten Kulon Progo terhadap angkatan kerja DIY 

menunjukkan angka yang relatif kecil berkisar antar 11 – 12%. Angka tersebut  fluktuatif dari 

tahun ke tahun, dan selalu berada pada posisi nomor dua terendah setelah Kota Yogyakarta. 

 

Tabel  2.82  

Penempatan Tenaga Kerja dan Lowongan Pekerjaan 

Tahun 
Penempatan Lowongan 

% 
AKL AKAD AKAN PTKP AKL AKAD AKAN PTKP 

2012 5.552 302 275 11 6.379 1.178 775 110 0,73 

2013 4.396 225 119 1 5.054 259 136 - 0,87 

2014 728 187 130 0 1.132 1.196 252 - 0,41 

2015 650 1.088 281 0 650 1.088 281 - 1.00 

2016 752 1.200 147 1 1.745 1.552 616 - 0,54 

Sumber data :  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo, 2017 
 

Dari tabel di atas prosentase penempatan terhadap lowongan fluktuatif tetapi pada 

tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebesar 0,46%. Belum 

terpenuhinya kesempatan kerja yang ada tersebut disebabkan karena belum adanya 

kesesuaian antara kompetensi dan kualitas tenaga kerja yang ada dengan kesempatan kerja 

yang tersedia. Untuk itu angkatan kerja harus mengembangkan kualitasnya agar 

mendapatkan ilmu dan keterampilan sebagai modal memasuki pasar kerja.  

Hubungan industrial diperlukan agar komunikasi antara pemilik perusahaan dengan 

tenaga kerja dapat terjalin dengan baik. Bagi tenaga kerja yang sudah memasuki dunia 

usaha harus mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Salah satu perlindungan 

tenaga kerja dalam dunia usaha adalah hubungan industrial karena masih banyak 

perusahaan yang belum melaksanakan norma ketenagakerjaan dengan konsekuen. Hal 

tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah : 

Tabel  2.83  

Jumlah Perusahaan Menurut Besar Kecilnya Jumlah Tenaga Kerja 

Tahun 
Besar Sedang Menengah Kecil 

Jumlah 
TK>100 TK 50-99 TK 25-49 <25 <10 

2012 5 6 22 66 181 280 
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Tahun 
Besar Sedang Menengah Kecil 

Jumlah 
TK>100 TK 50-99 TK 25-49 <25 <10 

2013 10 11 24 68 194 307 

2014 8 6 24 71 178 287 

2015 11 9 38 72 163 293 

2016 11 12 36 77 160 296 

Sumber data :  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo, 2017 
 

 

Tabel  2.84  

Jumlah Perusahaan Yang Memiliki PP/PKB, LKS BIPARTIT,  

Permasalahan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja 

Tahun PP PKB SP/SB 
LKS. 

BIPARTIT 
PHI/PHK 

TK Korban 
PHK 

2012 27 14 30 28 - - 

2013 44 14 29 26 1 1 

2014 27 15 29 26 - - 

2015 29 15 16 10 - - 

2016 29 15 17 10 - - 

 Sumber data :  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo, 2017 
 

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa dari 59 perusahaan menengah, 

sedang, dan besar hanya 29 perusahaan yang mempunyai Peraturan Perusahaan (PP), 15 

perusahaan yang memiliki PKB, 17 perusahaan yang memiliki Serikat Pekerja (SP)/Serikat 

Buruh (SB), 10 perusahaan memiliki LKS/Bipartit. Pada tahun 2016 perusahaan yang telah 

mengikutsertakan pekerjanya dalam Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berjumlah 105 

perusahaan dengan 5.234 pekerja, dibandingkan tahun 2015 sebanyak 97 perusahaan 

dengan jumlah 4.419 pekerja.  

Capaian SPM Urusan Tenaga Kerja tahun 2012-2016 bisa dilihat di Tabel berikut: 

 

Tabel  2.85  

Realisasi Capaian SPM Urusan Tenaga Kerja Tahun 2012-2016 

No Jenis Pelayanan Dasar 
Realisasi 

2012 
Realisasi 

2013 
Realisasi 

2014 

Tahun 2015 Tahun 2016 

Target Realisasi Target Realisasi 

1 Pelayanan pelatihan kerja                 

  A 

Besaran tenaga kerja 
yang mendapatkan 
pelatihan berbasis 
kompetensi 

73,20% 57,68% 65,42% 70% 66,04% 75% 80,84% 

  B 

Besaran tenaga kerja 
yang mendapatkan 
pelatihan berbasis 
masyarakat 

10% 42,00% 69,52% 46% 61,00% 60% 80,95% 
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No Jenis Pelayanan Dasar 
Realisasi 

2012 
Realisasi 

2013 
Realisasi 

2014 

Tahun 2015 Tahun 2016 

Target Realisasi Target Realisasi 

  C 
Besaran tenaga kerja 
yang mendapatkan 
pelatihan kewirausahaan 

60% 68,57% 68,00% 80% 66,67% 60% 76,92% 

2 
Pelayanan penempatan 
tenaga kerja     

          

  
Besaran pencari kerja 
terdaftar yang ditempatkan 

51% 72,98% 101,49% 69% 72,78% 70% 72,71% 

3 
Pelayanan penyelesaian 
perselisihan hubungan 
industrial  

  
          

  
Besaran kasus yang 
diselesaikan dengan 
Perjanjian Bersama (PB) 

100% 0% 0% 0% 100% 50% 100% 

4 
Pelayanan Kepesertaan 
Jamsostek    

          

  
Besaran Pekerja/Buruh yang 
menjadi peserta Jamsostek 
Aktif 

41,65% 42,75% 43,31% 50% 53,10% 50% 62,41% 

5 
Pelayanan pengawasan 
ketenagakerjaan    

          

  A 
Besaran pemeriksaan 
Perusahaan 

70% 37,14% 61,32% 57,97% 61,43% 45% 60,40% 

  B 
Besaran pengujian 
peralatan di perusahaan 

13% 14,7% 19,06% 55% 28,59% 50% 28,59% 

Sumber data :  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo, 2017 
 

Dari delapan pelayanan dasar dan delapan indikator SPM, terdapat satu indikator 

SPM yang belum tercapai, yaitu besaran pengujian peralatan di perusahaan, dari target 50% 

tercapai 28%. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan personil yang memiliki keahlian 

dalam pengujian dan sarana prasarana pengujian yang dimiliki.  

Jumlah peserta pelatihan tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan 

tahun 2015 yang berjumlah 708 peserta, yakni dengan didukung paket pelatihan yang 

bersumber dari APBN yang berjumlah 68 paket dana APBD 4 paket dengan masing-masing 

paket berjumlah 16 peserta. Dari jumlah target peserta pelatihan tahun 2016 sebesar 640 

peserta telah terealisasi sejumlah 1.152 peserta dengan jumlah peserta yang lulus sejumlah 

1.012 peserta. Jumlah pendaftar yang ada di BLK untuk mengikuti pelatihan untuk semua 

kejuruan berjumlah 1.425 orang, sehingga persentase pendaftar yang mendapatkan 

pelatihan berbasis kompetensi adalah 80,84%. Capaian ini telah meningkat jika 

dibandingkan dengan capaian Tahun 2015 sebesar 66,04%. Pelatihan berbasis kompetensi  

merupakan upaya yang dilakukan untuk menyiapkan tenaga kerja di Kulon Progo agar dapat 

bersaing dalam memperoleh lapangan pekerjaan. Upaya tersebut dilakukan terutama untuk 

menyambut dibangunnya bandara baru dan proyeksi pertumbuhan lapangan pekerjaan 

sebagai akibat dari pembangunan bandara baru tersebut.  
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Permasalahan dalam urusan kenaga kerja adalah: perlunya penyiapan SDM yang 

berkualitas guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja bandara baru dan sektor 

pendukungnya, rendahnya ketrampilan dan keahlian pencari kerja sehingga sulit bersaing di 

pasar kerja baik di tingkat lokal, daerah maupun luar negeri, terbatasnya sarana dan 

prasarana pelatihan ketenagakerjaan yang sesuai stándar kebutuhan peralatan berbasis 

kompetensi dan perkembangan teknologi, minat penduduk usia kerja agar mampu bekerja 

secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru melalui pengembangan 

kewirausahaan masih sangat perlu ditingkatkan, masih banyak perusahaan yang belum 

melaksanakan norma ketenagakerjaan secara konsekuen, dan kurang terpadunya lembaga 

penempatan tenaga kerja serta dunia kerja/industri selaku pengguna tenaga kerja, antara 

lain dengan  belum dapat memberikan informasi kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan. 

Target yang akan dicapai pada akhir tahun RPJMD adalah pengurangan angka 

pengangguran, peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kompetensi (sertifikasi) 

tenaga kerja, dan  peningkatan perlindungan ketenagakerjaan. Strategi yang akan ditempuh 

untuk mencapai target  adalah meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja 

dengan kebijakan peningkatan pelatihan dan penempatan tenaga kerja 

 

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

 
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak dapat dilihat dari keberhasilan penanganan kasus kekerasan terhadap 

perempuan dan anak. Sepanjang tahun 2016 terdapat kasus 129 kasus kekerasan yang 

ditangani. Jumlah tersebut diperoleh dari laporan korban melalui Pusat Pelayanan Terpadu 

Perlindungan Anak (P2TP2A), maupun melalui Jejaring Penanganan Korban Kekerasan 

terhadap Perempuan dan Anak (PK2PA). Terlayaninya kasus kekerasan tersebut didukung 

adanya P2TP2A dan komitmen dari jejaring PK2PA untuk meningkatkan pelayanan terhadap 

perempuan dan anak korban kekerasan serta kerjasama yang baik dengan Forum 

penanganan Korban Kekerasan (FPKK) di tingkat DIY. Jumlah perempuan dan anak 

menurut jenis layanan yang diberikan melalui jejaring Penanganan Korban Kekerasan 

terhadap Perempuan dan Anak (PK2PA) selama tahun 2016 seperti tertera di Tabel berikut. 
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Tabel  2.86  

Jumlah Korban Kekerasan Menurut Jenis Layanan dari Jejaring Penanganan 

Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PK2PA) Tahun 2015-2016 

Jejaring 
PK2PA 

2015 2016 

Jumlah Korban 
berdasarkan jenis 

layanan dari Jejaring 
PK2PA khusus untuk 

kasus baru 

Jumlah korban 
berdasarkan 
jenis layanan 
dari Jejaring 
PK2PA baik 
kasus baru 

maupun 
rujukan atau 

berulang 

Jumlah Korban 
berdasarkan jenis 

layanan dari Jejaring 
PK2PA khusus untuk 

kasus baru 

Jumlah korban 
berdasarkan 
jenis layanan 
dari Jejaring 
PK2PA baik 
kasus baru 

maupun 
rujukan atau 

berulang 

P
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POLRES 8 15 23 7 31 20 25 45 11 31 

RSUD 7 3 10 9 15 8 1 9 8 15 

Dinas 
Kesehatan 

4 4 8 - 8 9 4 13 6 8 

P2TP2A 14 17 31 14 53 15 29 44 10 53 

Dinsosnaker
trans 

0 6 6 2 6 0 0 0 0 6 

Kemenag 0 0 0 12 12 2 0 2 2 12 

FPK2PA 3 7 10 - 10 10 6 16 10 10 

Jumlah 36 52 88 44 135 64 65 129 47 135 

Sumber Data: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon 
Progo, 2017 
 

Dari tabel data di atas dapat dilihat bahwa jumlah kasus KDRT mencapai 36% dari 

seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dibandingkan tahun lalu 

prosentase korban KDRT mengalami penurunan dari 50% tahun 2015 menjadi 36% di tahun 

2016, hal ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak lebih 

banyak terjadi di luar rumah. Sedangkan dilihat dari trend kenaikan kasus kekerasan 

terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2012-2016 dapat 

dilihat tabel di bawah ini. 

Tabel  2.87  

Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2012-2016 

No Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Jumlah Korban 53 85 177 108 129 

2 Korban Kekerasan terhadap Perempuan 26 46 54 49 64 

3 Korban Kekerasan terhadap Anak 27 39 38 59 65 

4 Jumlah Kasus KDRT 24 36 46 47 47 

Sumber  Data: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 
Kulon Progo, 2017 
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 Dari tabel di atas maka secara umum angka kasus kekerasan terhadap anak dan 

perempuan cenderung semakin meningkat dan kasus kekerasan di dalam rumah tangga  

tetap. Kondisi ini disebabkan kurangnya  pemahaman orang tua mengenai pola asuh anak 

yang baik dan benar. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh peran dan fungsi keluarga yang 

semakin menurun dan komunikasi di dalam keluarga kurang baik. 

Pada periode ini ditargetkan untuk meningkatkan penemuan terhadap kasus 

kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penemuan kasus akan ditindaklanjuti dengan 

konseling. Di samping itu akan dilaksanakan upaya untuk menurunkan kasus kekerasan 

terhadap perempuan dan anak dengan meningkatkan kualitas keluarga.  

 

Tabel  2.88  

Partisipasi Kerja Perempuan 

Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2016 

Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 

Angka Partisipasi Kerja Perempuan 72,7 66,43 88,7 94,7 96,33 

Sumber Data: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon 
Progo, 2017 

 

Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2015-2016, peran 

perempuan di bidang ketenagakerjaan secara berurutan yang paling diminati dibandingkan 

laki-laki dapat dilihat pada Tabel berikut ini. 

 

Tabel  2.89  

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Terbanyak Diminati dan 

Jenis Kelamin Tahun 2015-2016 

No Sektor 
2015 2016 

Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan 

1 Petani/pekebun 51.668 56.679 54.651 58.859 

2 Wiraswasta 26.75 18.157 28.104 18.723 

3 Karyawan swasta 20.212 14.519 22.616 16.045 

4 Pedagang 2.076 5.156 2.202 5.354 

5 Buruh harian lepas 8.681 3.784 9.384 3.939 

6 
Pegawai Negeri 
Sipil 

4.938 3.441 5.050 3.557 

7 Guru 1.504 2.704 1.531 2.752 

8 Perdagangan 988 1.374 948 1.396 

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Kulon Progo, 2017 (Data 
diolah) 
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Menurut data tersebut, maka lapangan kerja yang banyak diminati oleh perempuan 

dibandingkan dengan laki-laki adalah di sektor pertanian/perkebunan, perdagangan, dan 

guru. Dengan demikian, maka pemberdayaan perempuan sangat relevan diarahkan pada 

sektor pertanian, perkebunan dan perdagangan dengan mempertimbangkan kebutuhan 

dan potensi lokal, seperti melalui program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga 

Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), Desa Prima (Desa Perempuan Maju Mandiri Indonesia), 

dan program serupa lainnya. 

Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak disajikan di dalam Tabel berikut. 

 

Tabel  2.90  

Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak 

No 
Jenis 

Pelayanan 
Dasar 

Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Capaian Kinerja 

2012 2013 2014 2015 
2016 

Target Realisasi 

1 Penanganan 
pengaduan/ 
laporan 
korban 
kekerasan 
terhadap 
perempuan 
dan anak 

Cakupan 
perempuan 
dan anak 
korban 
kekerasan 
yang 
mendapatkan 
pengasuan 
oleh petugas 
terlatih di 
dalam Unit 
Pelayanan 
terpadu 

% 100 100 100 100 100 100 

2 Pelayanan 
kesehatan 
bagi 
perempuan 
dan anak 
korban 
kekerasan 

Cakupan 
perempuan 
dan anak 
korban 
kekerasan 
yang 
mendapatkan 
layanan 
kesehatan oleh 
tenaga 
kesehatan 
terlatih di 
puskesmas 
maupun 
tatalaksana 
kekerasan 
terhadap 
perempuan 
atau anak dan 
pusat 
pelayanan 
terpadu/pusat 
krisis terpadu 
di rumah sakit 

% 100 100 100 100 100 100 
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No 
Jenis 

Pelayanan 
Dasar 

Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Capaian Kinerja 

2012 2013 2014 2015 
2016 

Target Realisasi 

3.a Pelayanan 
Kesehatan 
bagi 
perempuan 
dan anak 
korban 
kekerasan 

Cakupan 
layanan 
rehabilitasi 
sosial yang 
diberikan oleh 
petugas 
rehabilitasi 
sosial terlatih 
bagi 
perempuan 
dan anak 
korban 
kekerasan di 
UPT 

% 100 100 100 100 75 100 

3.b   Cakupan 
layanan 
bimbingan 
rohani yang 
diberikan oleh 
petugas  
bimbingan 
rohani terlatih 
bagi 
perempuan 
dan anak 
korban 
kekerasan di 
UPT 

% 100 100 100 100 75 100 

4.a Penegakan 
dan Bantuan 
hukum bagi 
perempuan 
dan anak 
korban 
kekerasan 

Cakupan 
penegakan 
hukum dan 
tingkat 
penyidikan 
sampai dengan 
putusan 
pengadilan 
atas kasus-
kasus 
kekerasan 
terhadap 
perempuan 
dan anak 

% 94 100 100 100 80 100 

4.b   Cakupan 
perempuan 
dan anak 
korban 
kekerasan 
yang 
mendapatkan 
layanan 
bantuan hukum 

% 24 44 100 100 50 100 

5.a Pemulangan 
dan reintegrasi 
sosial bagi 
perempuan 
dan anak 
korban 
kekerasan 

Cakupan 
layanan 
pemulangan 
bagi 
perempuan 
dan anak 
korban 
kekerasan 

% 0 100 100 0 50 0 
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No 
Jenis 

Pelayanan 
Dasar 

Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Capaian Kinerja 

2012 2013 2014 2015 
2016 

Target Realisasi 

5.b   Cakupan 
layanan 
reintegrasi 
sosial bagi 
perempuan 
dan anak 
korban 
kekerasan 

% 100 100 50 100 100 100 

Sumber Data: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon 
Progo, 2017 

 

Dari indikator SPM tersebut di atas, ada indikator yang belum mencapai target 

SPM yaitu Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan 

dengan capaian sebesar 0% seharusnya minimal 50%. Kondisi ini dikarenakan korban 

kekerasan yang membutuhkan pelayanan pemulangan dari  luar negeri ke  Kulon Progo 

pada tahun 2016 tidak ada sehingga tidak ada pelayanan. Pemulangan yang dimaksudkan 

dalam SPM ini adalah pemulangan korban kekerasan contohnya TKW dari luar negeri yang 

dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dengan BP2TKI yang berada di tingkat provinsi, 

sedangkan di tingkat Kabupaten tidak ada BP2TKI. 

Permasalahan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah 

kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban kekerasan terhadap 

perempuan dan anak masih rendah, semakin meningkatnya jumlah kekerasan terhadap 

anak serta kekerasan dalam rumah tangga, dan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak 

masih perlu partisipasi dan dukungan dari masyarakat. 

Target yang ingin dicapai Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak. Upaya 

untuk mencapai target tersebut dilakukan dengan strategi meningkatkan perlindungan sosial 

dengan kebijakan peningkatan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan 

perempuan dan anak. 

 

2.3.2.3 Pangan 

Program dan kegiatan dalam urusan pangan dilaksanakan dalam rangka penguatan 

cadangan pangan, aksesibilitas pangan dan ketersediaan informasi dan peningkatan mutu 

konsumsi pangan. Kinerja urusan pangan diukur dengan Peraturan Menteri Pertanian RI 

Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan capaian pada tahun 2012-2016 

terlihat pada Tabel berikut.  
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Tabel  2.91  

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pangan 

No 
Jenis 

Pelayanan 
Dasar 

Indikator 
Capaian 

2012 
Capaian 

2013 
Capaian 

2014 

Tahun 2015 Tahun 2016 

Target Realisasi % Target Realisasi % 

1. 

 

Ketersediaan 

dan cadangan 

pangan  

  

Ketersediaan 

Energi Per 

kapita 

(kkal/kap/hr))  

3.418  3.215 3.300 3.306 100,18 3.418 3.494 102,22 

Ketersediaan 

Protein Per 

Kapita 

(gr/kap/hr)  

155,04  85,38 147 120,98 82,29 148 120,26 81,26 

Cadangan 

pangan 

pemerintah 

(ton) 

4,5  4,5 60 4,5 7,5 60 4,5 7,5 

Penguatan 

Cadangan 

Pangan 

masyarakat 

(ton)  

414  1.068 1.360 1.390 102,2 1.720 1.719,5 99,97 

2. Distribusi dan 

Akses 

Pangan  

Ketersediaan 

Informasi 

Pasokan, Harga 

dan Akses 

Pangan di 

Daerah (%)  

91,17  91,45 90 91,45 101,61 90 91,45 101,61 

Stabilitas Harga 

dan Pasokan 

Pangan(%)  

91,86  98,23 90 98,55 109,5 90 98,55 109,5 

3. Penganekara

gaman dan 

Keamanan 

Pangan 

Pencapaian 

Skor Pola 

Pangan 

Harapan (PPH)  

89  93,9 91 93,1 102,31 91 93 102,20 

Pengawasan 

dan Pembinaan 

Keamanan 

Pangan (%)  

96.55  95,83 90 95,92 106,58 82 96,23 117,35 

4. Penanganan 

Kerawanan 

Pangan  

Penanganan 

Daerah Rawan 

Pangan (desa)  

14  14 25 29 116,0 25 32 128 

Sumber data: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Dari perhitungan tersebut, capaian ketersediaan energi Tahun 2016 sebesar 

3.494.kkal/kapita/hari mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 yang ketersediaannya 

sebesar 3.306 kkal/kapita/hari. Angka ketersediaan energi tersebut berada di atas angka 

minimal ketersediaan energi 2.200 kkal/kapita/hari sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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ketersediaan energi di Kabupaten Kulon Progo relatif aman dan kecukupan.Tahun 2016 

capaian ketersediaan energi sebesar 3.494 kkal/kap/hari (102,22%) dari target sebesar 

3.418 kkal/kapita/hari. 

Capaian ketersediaan protein tahun 2015 sebesar 120,98gr/kapita/hari dan pada 

tahun 2016 sebesar 120,26gr/kapita/hari. Capaian tersebut di atas angka batas minimal 

ketersediaan protein (56 gr/kapita/hari). Dari hasil perhitungan Skor Pola Pangan Harapan 

(PPH) tahun 2015 mencapai 93,1 atau 102,31% dari target sebesar 91. Tahun 2016 

mencapai 93 atau 102,20% dari target sebesar 91. 

Dari enami ndikator SPM ada satu indikator yang belum tercapai yaitu cadangan 

pangan, dari target sebesar 60% baru tercapai 4,5%. Hal ini disebabkan karena belum 

tersedianya petunjuk teknis mengenai pengelolaan cadangan pangan tersebut, sehingga 

target cadangan pangan belum bisa terpenuhi. Capaian Desa Rawan Pangan, pada tahun 

2012 masih terdapat 34 desa rawan pangan, pada tahun 2013 menurun menjadi 27 desa 

rawan pangan. Pada tahun 2014 menjadi 12 desa rawan pangan dan tahun 2015 berkurang 

lagi menjadi sembilan desa rawan pangan, kemudian pada tahun 2016 berkurang lagi 

menjadi enam desa rawan pangan. Dari tiga indikator desa rawan pangan: ketersediaan 

pangan, angka kemiskinan dan angka kecukupan gizi, dari enam desa rawan pangan di 

Kulon Progo disebabkan oleh angka kemiskinan dan ketersediaan pangan sebagai akibat 

kondisi geografis. Perkembangan desa rawan pangan seperti tercantum pada tabel di bawah  

ini. 

Tabel  2.92  

Perkembangan Jumlah Desa Rawan Pangan Kabupaten Kulon Progo 

Tahun 2012 – 2016 

No. Kecamatan 2012 2013 2014 2015 2016 Keterangan 

1. Temon 2 2 0 0 0  

2. Wates 3 3 3 2 1 2016 :  Giripeni 

3. Panjatan 2 2 0 0 0  

4. Galur 0 0 0 0 0  

5. Lendah 5 3 0 0 0  

6. Sentolo 2 3 1 1 1 2016 : Tuksono 

7. Pengasih 1 0 0 0 0  

8. Kokap 5 5 4 2 1 2016 : Hargotirto, 

9. Girimulyo 3 3 1 1 1 2016 : Giripurwo 

10. Nanggulan 1 1 0 0 0  

11. Kalibawang 4 2 0 0 0  

12. Samigaluh 6 3 3 3 2 
2016 : Purwoharjo, 

Sidoharjo 

 
Jumlah 34 27 12 9 6  

Sumber data: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2017 
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Penyuluhan merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka meningkatkan 

pemberdayaan masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan dan menurunkan angka 

kemiskinan. Capaian kinerja penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan tahun 2012 

s/d 2016 disajikan dalam Tabel berikut ini. 

 

Tabel  2.93  

Jumlah Kelompok Tani, Petani dan Keanggotaan Kelompok Tani 

No. Kondisi 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Jumlah kelompok tani 1.658 1.702 1.743 1.765 1.968 

a. Kelas pemula 381 348 353 327 533 

b. Kelas Lanjut 551 517 503 505 502 

c. Kelas Madya 655 742 778 812 811 

d. Kelas Utama 71 95 109 121 121 

2.a. Jumlah petani/buruh tani 136.067 142.086 138.871 139.000 139.149 

b. 
Jumlah keanggotaan  dlm 

kelompok tani 
77.012 83.926 70.271 79.728 88.041 

c. 

Rasio jumlah anggota kelompok 

tani dibanding jumlah 

petani/buruh tani (%) 

56,00 61,68 56,55 57,35 63,27 

Sumber data: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa terjadi fluktuasi jumlah kelompok tani pada tiap 

kelasnya. Hal tersebut terjadi karena adanya penumbuhan kelompok baru dan kenaikan 

kelas kelompok. Sementara itu rasio jumlah kelompok tani dibandingkan petani/buruh tani 

selalu mengalami peningkatan dari tahun 2014  sampai dengan tahun 2016. 

Permasalahan yang dihadapi urusan pangan adalah konsumsi pangan masyarakat 

masih kurang beragam, bergizi, berimbang, masih rendahnya kesadaran sebagian 

masyarakat terhadap keamanan pangan, masih terbatasnya akses sebagian masyarakat 

terhadap bahan pangan karena rendahnya kemampuan daya beli/kemiskinan khususnya di 

desa rawan pangan. Sementara itu dari sisi sumberdaya manusia petani dan penyuluh, 

belum terpenuhinya 1 desa 1 penyuluh, sinergi lintas sektor pelaku penyuluhan masih 

kurang optimal dan peran petani dan kelembagaannya dalam pembangunan pertanian 

belum optimal  

Target yang akan dicapai adalah diversifikasi pangan, pengurangan desa rawan 

pangan serta peningkatan pemberdayaan kelompok tani. Untuk mencapai upaya diversifikasi 

pangan dilakukan melalui strategi meningkatkan daya saing komoditas unggulan pertanian 

dan perikanan dengan kebijakan meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan dan 

diversifikasi pangan. 
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2.3.2.4 Pertanahan  

Capaian Kinerja layanan pertanahan selama periode 2012-2016 telah menunjukkan 

adanya peningkatan yang cukup signifikan, tahun 2012 sebesar 58,93% meningkat menjadi 

77,49 pada tahun 2015 atau meningkat sebesar 18,56%.  

Persentase lahan yang bersertifikat pada tahun 2012 sebesar 60,81% menjadi 

71,79% pada tahun 2015. Sedangkan persentase jumlah aset pemerintah daerah yang 

bersertifikat sebesar 15,98% pada tahun 2012 meningkat menjadi 93,42% pada tahun 2015. 

 

Tabel  2.94  

Kondisi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2012-2016 

No Uraian Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Jumlah lahan bersertifikat ha 35.652 35.927 40.796 42.088 43.208 

2 
Jumlah lahan yang seharusnya 

bersertifikat 

ha  
58.628 58.628 58.628 58.628 58.628 

3 Jumlah asset Pemda bersertifikat bidang 27 59 136 166 202 

4 
Jumlah asset Pemda yang 

seharusnya bersertifikat 

bidang 
169 174 190 199 213 

5 
Jumlah permasalahan pertanahan 

yang diselesaikan 

Kasus 
1 11 22 17 29 

6 Jumlah permasalahan pertanahan Kasus 1 11 28 22 42 

7 Capaian indikator kinerja program  %  58,93 65,06 73,24 77,49 79,18 

Sumber data: Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

2.3.2.5 Lingkungan Hidup 

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan 

makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, 

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.  

Seiring dengan adanya berbagai pembangunan mega proyek di Kabupaten Kulon 

Progo, dimana kegiatan pembangunan tersebut membutuhkan sumber daya alam yang 

semakin meningkat, juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan 

lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas 

lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, 

lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik.  

Pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, 

sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, 

desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan lingkungan. 

Demikian juga setiap usaha dan atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di 
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Kabupaten Kulon Progo akan menimbulkan masalah lingkungan. Menyadari potensi dampak 

negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan 

upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak (amdal) adalah salah 

satu perangkat preventif pengelolaan lingkungan hidup dan menjadi salah satu persyaratan 

utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha. 

Untuk meminimalisir dampak yang dimungkinkan terjadi dari suatu usaha/kegiatan tersebut 

maka diperlukan suatu instrumen untuk menilai kelayakan suatu kegiatan. Instrumen 

tersebut dapat berupa izin lingkungan yang meliputi dokumen AMDAL (Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan), UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan 

Lingkungan), serta SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) untuk kegiatan usaha 

skala kecil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan instrumen tersebut 

diharapkan akan tercipta pembangunan yang berwawasan lingkungan dan mencegah 

terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sesuai dengan PP No. 27 Tahun 2012 

tentang Izin Lingkungan, Kabupaten Kulon Progo tidak lagi memiliki Komisi Penilai Amdal, 

sehingga apabila ada kegiatan dan atau usaha yang wajib Amdal, kewenangan penilaian 

pada Komisi Penilai Amdal DIY.  

Kegiatan pengawasan pelaksanaan UKL/UPL juga dilaksanakan oleh Pemerintah 

Kabupaten Kulon Progo untuk mengetahui sejauh mana ketaatan dari pemilik usaha dan 

atau kegiatan/pemrakarsa dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan seperti yang tercantum 

dalam dokumen lingkungannya. 

Untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah digunakan indeks kualitas 

lingkungan hidup (IKLH) dengan tiga indikator/parameter yaitu pencemaran air, pencemaran 

udara dan luas tutupan hutan. Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon 

Progo Tahun 2014 – 2016 sebagaimana tabel berikut : 

 

Tabel  2.95  

IKLH Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 

No. Tahun IKLH 

1. 2014 66,21 

2. 2015 68,56 

3. 2016 65,75 

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2016 angka indeks kualitas 

lingkungan hidup menunjukkan angka terendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Perubahan angka indeks pada tahun 2016 disebabkan oleh perubahan kualitas air untuk 

parameter TSS, DO, dan COD. Ada beberapa kemungkinan penyebab terjadinya perubahan 

kualitas air, yaitu karena adanya kecenderungan meningkatnya beban pencemaran di 
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badan-badan air, sedangkan kemampuan daya tampung dan daya dukung terbatas. Dari 

hasil uji kualitas udara, menunjukkan capaian indeks di Kabupaten Kulon Progo masih dalam 

kategori baik. Demikian juga kualitas tutupan lahan masih dalam kategori baik. Berikut nilai 

indek dari ketiga indikator/parameter IKLH yaitu kualitas udara, kualitas air dan tutupan 

hutan di Kabupaten Kulon Progo : 

 

Tabel  2.96  

Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Hutan Kabupaten Kulon Progo 

Tahun 2014 – 2016 

No. Indikator 2014 2015 2016 

1 Indeks Kualitas Air 63,33 70 62 

2 Indeks Kualitas Udara 98,74 98,76 98,07 

3 Indeks Tutupan Hutan/ 
Lahan 

36,56 36,93 37,27 

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Meningkatnya pertumbuhan penduduk suatu wilayah beserta aktivitas kegiatan 

penduduknya akan berimplikasi pada meningkatnya pertumbuhan produk sampah, baik 

sampah domestik maupun sampah non domestik. Upaya pengelolaan sampah dapat 

dilakukan dengan upaya reduksi sampah di sumber penghasil sampah, yaitu di lingkungan 

rumah tangga. Salah satu cara melakukan reduksi sampah di lingkungan rumah tangga 

adalah dengan membentuk kelompok masyarakat pengolah sampah. Kabupaten Kulon 

Progo terus berupaya mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. 

Berikut ini merupakan kelompok masyarakat di Kabupaten Kulon Progo yang melakukan 

pengelolaan sampah. 

Tabel  2.97  

Kelompok Masyarakat Pengolah Sampah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 

No Nama Dusun Desa Kecamatan 

1 Ngudi resik Mejing Banjararum Kalibawang 

2 Bumi Arum Lestari Sayangan Banjararum Kalibawang 

3 Arum Berseri Kagongan Banjararum Kalibawang 

4 Kuncup Asri Kepiton Banjarasri Kalibawang 

5 Banjar Lestari Banjaran Banjaroya Kalibawang 

6 Uwuh Harjo Ngrajun Banjarharjo Kalibawang 

7 Resik manfaat Tulangan 34/14 Ngargosari Samigaluh 

8 Pulung sari Tegalsari Ngargosari Samigaluh 

9 Lestari Pucung Ngargosari Samigaluh 

10 Rejeki Nguntukuntuk Ngargosari Samigaluh 

11 sumber rejeki Ngaran III Banjarsari Samigaluh 

12 Sido Asri Pengos Gerbosari Samigaluh 
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No Nama Dusun Desa Kecamatan 

13 Legowo Dukuh  Gerbosari Samigaluh 

14 Tinalah Asri Pagutan Purwoharjo Samigaluh 

15 Ngudi resik Kalirejo Lor Pagerharjo Samigaluh 

16 Sulur Permai Sulur  Sidoharjo Samigaluh 

17 Pulung Rejeki Pundak Lor Kembang Nanggulan 

18 Rizki Mulia Ngrojo Kembang Nanggulan 

19 Sekar Sekawan Pundak Tegal Kembang Nanggulan 

20 Sapu Jagad Plugon RT. 03/RW. 01 Donomulyo Nanggulan 

21 Pelopor Kebersihan Cepitan Wijimulyo Nanggulan 

22 Tanjung berkah Tanjunggunung Tanjungharjo Nanggulan 

23 Sadidu 29 Wonosidi Lor RW 29 Wates Wates 

24 Maju Sehati Wonosidi Lor RW 30, 31 Wates Wates 

25 Mawar Mekar Durungan RT 45 RW 21 Wates Wates 

26 Flamboyan Sebokarang RT 86 RW 38 Wates Wates 

27 Migunani Kedungdowo RW 24 Wates Wates 

28 42 Sehat Gadingan Wates Wates 

29 Berkah kuncen RT 05 RW 03 Bendungan Wates 

30 Sehat Sideman Giripeni Wates 

31 Berkah Conegaran Triharjo Wates 

32 Teratai Putih Graulan RT 03 RW 02  Giripeni Wates 

33 Melati Kembang Margosari Pengasih 

34 Skansa SMKN 1 Pengasih Pengasih Pengasih 

35 Karya Muda Kepek  Pengasih Pengasih 

36 Barokah RT 24/11 Sidomulyo Pengasih 

37 Gemah Ripah RT 23/11 Sidomulyo Pengasih 

38 Widodaren Parakan Sidomulyo Pengasih 

39 Kompak Kutogiri Sidomulyo Pengasih 

40 Obika Karangasem Sidomulyo Pengasih 

41 Bakung Asri Cemetuk Kedungsari Pengasih 

42 Hijau Daun Klegen Sendangsari Pengasih 

43 Mugi Makmur Garang Tawangsari Pengasih 

44 Ngudi Resik Kopok Kulon  Tawangsari Pengasih 

45 Uwuh Mulyo Segajih Hargotirto Kokap 

46 Berkah Tirto Hargotirto Kokap 

47 Sido Mulyo Sambeng Hargorejo Kokap 

48 Sarwo Guno Selo timur  Hargorejo Kokap 

49 Alam Lestari Ngaseman Hargorejo Kokap 

50 Ngudi Rejeki Tegalrejo Hargowilis Kokap 

51 Ngudi Makmur Bibis Hargowilis Kokap 

52 Giri Uwuh Klepu Hargowilis Kokap 

53 Bina Sejahtera Depok XI Depok  Panjatan 

54 Mekar Mandiri Depok VIII Depok  Panjatan 

55 Guyub Rukun Depok IV Depok  Panjatan 



RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017-2022 

 

II - 141 

 

No Nama Dusun Desa Kecamatan 

56 Mbangun Lestari Kanoman III Kanoman Panjatan 

57 Suka Maju Tayuban I Tayuban Panjatan 

58 Migunani Bangeran 35/16 Bumirejo Lendah 

59 Mapan Bonosoro 40/18 Bumirejo Lendah 

60 Ngugemi Kepek Jatirejo Lendah 

61 Resik Geden RT 40 Sidorejo Lendah 

62 uwuh Berkah Tubin RT 36  Sidorejo Lendah 

63 Wijaya Kusuma Karangwuluh Kidul Karangwuluh Temon 

64 Sekar Mandiri Plumbon Plumbon Temon 

65 Asri Lestari Salam 3 Plumbon Temon 

66 QT.A Panginan Sindutan Temon 

67 Mestiti Nagung Kedundang Temon 

68 Melati 2 Kledekan Jangkaran Temon 

69 Bunda Mandiri Banyunganti Kidul Kaliagung Sentolo 

70 Limbah Mulya Ngrandu Kaliagung Sentolo 

71 Harapan Makmur Banyunganti Lor Kaliagung Sentolo 

72 Tambah Rejeki Gedangan Sentolo Sentolo 

73 Dadi Migunani Gedangan  Sentolo Sentolo 

74 Berokah Wora-wari Sukoreno Sentolo 

75 Rahayu Banggan Sukoreno Sentolo 

76 Utama Jonggrangan Jatimulyo Girimulyo 

77 Pemuda Jonggrangan RT 95 Jatimulyo Girimulyo 

78 Wanita Jonggrangan RT 96 Jatimulyo Girimulyo 

79 Menoreh Sukomoyo Rt 12 Jatimulyo Girimulyo 

80 Mekar Asri Sukomoyo Rt 10 Jatimulyo Girimulyo 

81 Sekar Arum Kujon Lor Kranggan Galur 

82 KSM Sampurna Asih Tobanan Pengasih Galur 

83 KSM Melati Beji Wates Wates 

84 KSM Asri Mulyo Bendungan Bendungan  Wates 

85 KSM Amrih Resik 
 

Ngestiharjo Wates 

86 KSM Sampah Rejo Mulyo 
 

Triharjo Wates 

87 KSM Giri Sehat 
 

Giripeni 
 

88 KSM Asri Sentolo Sentolo Sentolo 

89 KSM Kranggan Sehat 
 

Kranggan Galur 

90 KPSM Sapu Jagad Kriyanan Wates Wates 

91 KPSM Kreatif Mandiri Driyan Wates Wates 

92 KPSM Sumber Waras Beji RT 08/04  Wates Wates 

93 KPSM Ngudi Makmur Beji, RT 07/04  Wates Wates 

94 KPSM Berhias Wetan Pasar Wates Wates 

95 KPSM Jembatan Putih Wonosidi Kidul Wates Wates 

96 KPSM Beringin Ringinardi Karangsari Pengasih 

97 KPSM Menara Jogahan Temon Wetan Temon 

98 KPSM Ngrojo Ngrojo Kembang Nanggulan 
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No Nama Dusun Desa Kecamatan 

99 KPSM Perintis Ped. I Panjatan Panjatan Panjatan 

100 KPSM Ijo Resik Ped III. Panjatan Panjatan Panjatan 

101 KPSM Galuh Asri Jetis Gerbosari Samigaluh 

102 KPSM Makmur I   Wahyuharjo Lendah 

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Kelompok masyarakat pengolah sampah sebagaimana tabel di atas terdiri dari 

bank sampah (81 unit), KSM dan KPSM (21 unit). Dari 81 unit bank sampah yang aktif 

sejumlah 24 unit, sedangkan yang lainnya kurang aktif. Untuk KSM dan KPSM semuanya 

relatif aktif. Kurang aktifnya kelompok masyarakat ditambah dengan perilaku masyarakat 

yang masih kurang dalam pengelolaan sampah dapat terlihat dari hasil kajian tentang jumlah 

timbulan sampah dan jumlah sampah terolah per hari sebagaimana tabel berikut : 

 

Tabel  2.98  

Jumlah Timbulan Sampah Per Hari Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 

No. Sumber Jumlah (Ton) Keterangan 

1. Rumah Tangga 80,16 50% 

2. Kantor 20,04 12,50% 

3. Pasar Tradisional 24,05 15% 

4. Pusat Perniagaan 10,02 6,25% 

5. Fasilitas Publik 16,03 10% 

6. Kawasan Lain 10,02 6,25% 

Jumlah 160,31  

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Berdasarkan data timbulan sampah sebagaimana tabel di atas terlihat bahwa 

jumlah timbulan sampah terbanyak berasal dari rumah tangga sebesar 80,16 ton, pasar 

tradisional 24,05 ton, kantor 20,04 ton dan fasilitas publik sebesar 16,03 ton. Dari jumlah 

timbulan sampah yang ada, dapat terolah sebesar 68 ton (42,42%), dengan jenis olahan 

sampah sebagaimana tabel berikut: 

Tabel  2.99  

Jumlah Sampah Terolah Per Hari Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 

No. Jenis Olahan Sampah Jumlah (Ton) Keterangan 

1. Komposting 20  

2. Daur Ulang 1  

3. Bahan Bakar 6  

4. Dikelola Bank Sampah 1  

5. Daur ulang biogas 40  

 Jumlah 68 42,42 % 

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2017 
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Sedangkan jumlah timbulan sampah yang ditimbun di TPA sebesar 14 ton (8,73%) 

dan tidak terolah sebesar 78,31 ton (48,85%). Banyaknya sampah yang tidak terolah 

menunjukkan bahwa peran serta kelompok pengolah sampah dan perilaku masyarakat 

dalam pengelolaan sampah masih kurang. Untuk itu masih perlu upaya-upaya meningkatkan 

peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah khususnya dan pengelolaan lingkungan 

pada umumnya. 

Dalam upaya pelayanan kepada masyarakat, dilakukan penerapan Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan 

Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup 

Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Program dan kegiatan yang terkait dengan 

penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup diwadahi 

pada Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup melalui 

kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup. 

Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan 

Hidup di Kabupaten Kulon Progo mengacu pada Indikator dan nilai Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Lingkungan Hidup serta Batas Waktu Pencapaian Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Lingkungan Hidup secara nasional bisa dilihat pada Tabel sebagai berikut.   

 

Tabel  2.100  

Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup 

No Jenis Pelayanan Target Realisasi 

1. Pelayanan pencegahan 

pencemaran air 

1. Tahun 2012 : 80% 

2. Tahun 2013 : 100% 

3. Tahun 2014 : 100% 

4. Tahun 2015 : 100% 

5. Tahun 2016 : 100% 

80% 

100% 

100% 

100% 

100% 

2. Pelayanan pencegahan 

pencemaran udara dari 

sumber tidak bergerak 

1. Tahun 2012 : 80% 

2. Tahun 2013 : 100% 

3. Tahun 2014 : 100% 

4. Tahun 2015 : 100% 

5. Tahun 2016 : 100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

3. Pelayanan informasi status 

kerusakan lahan dan/atau 

tanah untuk produksi 

biomasssa 

1. Tahun 2012 : 80% 

2. Tahun 2013 : 100% 

3. Tahun 2014 : 100% 

4. Tahun 2015 : 100% 

5. Tahun 2016 : 100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

4. Pelayanan tindak lanjut 

pengaduan masyarakat 

akibat adanya dugaan 

pencemaran dan/atau 

perusakan lingkungan 

hidup 

1. Tahun 2012 : 80% 

2. Tahun 2013 : 90% 

3. Tahun 2014 : 100% 

 4. Tahun 2015 : 100% 

 5. Tahun 2016 : 100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2017 
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Berdasarkan hasil kajian dan análisis capaian dan penerapan pelaksanaan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 

semuanya telah tercapai sesuai target. Adapun ruang lingkup capaian standar pelayanan 

minimal Bidang Lingkungan Hidup yang telah dilakukan di Kabupaten Kulon Progo pada 

Tahun 2016 meliputi : 

1) Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air. 

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis 

pencegahan pencemaran air sejumlah 5 usaha, jumlah usaha dan/atau kegiatan yang 

diawasi sejumlah 5 usaha, sehingga capaian indikator ini dapat mencapai target yang 

ditetapkan untuk tahun 2016 yaitu 100%.  

2) Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak. 

Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan 

administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara sejumlah empat lokasi usaha, 

jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara 

yang telah diinventarisasi sejumlah empat lokasi usaha. Kegiatan/usaha yang dipantau 

di empat lokasi telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencemaran udara, 

sehingga capaian indikator ini dapat mencapai target 100%. 

3) Pelayanan Penyediaan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk 

Produksi Biomassa. 

Luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/ 

atau tanah untuk produksi biomassa seluas 658 ha, luasan lahan yang diperuntukkan 

sebagai lahan dan/ atau tanah untuk produksi biomassa seluas 658 ha, sehingga 

capaian SPM indikator tiga sesuai target capaian SPM tahun 2016 yaitu 100%. 

4) Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan pencemaran 

dan/atau perusakan lingkungan hidup.  

Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau 

perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti ada tujuh, jumlah pengaduan yang 

diterima instansi lingkungan hidup dalam satu tahun ada tujuh pengaduan, sehingga 

capaian indikator empat telah sesuai target yang ditetapkan untuk tahun 2016 yaitu 

100%. 

  

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan oleh pemerintah kabupaten 

bersama masyarakat dan dunia usaha/swasta, antara lain evaluasi pengelolaan lingkungan 

hidup, penyuluhan lingkungan, pengembangan jejaring pengelola sampah mandiri, 

penghijauan/konservasi pesisir dan lahan kritis. Upaya yang perlu terus dilakukan untuk 

menjaga kelestarian lingkungan antara lain : 
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1. Rehabilitasi lingkungan melalui : 

a) Konservasi mata air, dengan melakukan penanaman pohon disekitar mata air 

untuk melindungi sumber-sumber air yang ada. 

b) Selain perlindungan mata air, upaya konservasi air juga dilakukan melalui 

pembangunan sumur resapan dan lubang resapan biopori . 

c) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penanaman pohon perindang; 

d) Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan. 

e) Perlunya penanaman dan pengembangan tanaman yang potensial untuk lahan 

kritis dan lahan rawan longsor di Kabupaten Kulon Progo. 

f) Rehabilitasi dan konservasi pesisir dan pantai. 

2. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah yang dihasilkan dengan 

sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui TPST 3R maupun Bank 

Sampah. 

3. Dengan berkembangnya industri di Kabupaten Kulon Progo, beberapa peraturan 

perundangan yang perlu segera disusun oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 

antara lain peraturan tentang izin penyimpanan, sementara limbah B3 dan juga izin 

pembuangan limbah cair ke badan air. 

4. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. 

 Dengan adanya peran aktif dan kerjasama antara berbagai pihak pemerintah, 

masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha maupun LSM diharapkan seluruh program dan 

kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di 

Kabupaten Kulon Progo dapat terlaksana dengan baik. 

 Prestasi yang telah diperoleh dalam penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup 

pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 

1. Kalpataru 

Kategori-kategori : 

a. Perintis Lingkungan: Saparbe (Dusun Kayugedhe, Gerbosari, Samigaluh) meraih 

Peringkat I tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta 

b. Penyelamat Lingkungan: Kelompok Tani Wana Tirta (Pasir Mendit, Jangkaran, 

Temon) meraih Peringkat II tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta 

c. Pembina Lingkungan: Ir. Saptono Tanjung (Ngestiharjo, Wates) meraih Peringkat I 

Daerah Istimewa Yogyakarta  

2. Kehati Award 

Kategori:  

a. Citra Lestari Kehati: Anom Sucondro (Beteng, Jatimulyo, Girimulyo) meraih Peringkat 

I tingkat DIY 
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3. Adiwiyata 

a. MAN 2 Wates meraih Peringkat II Sekolah Adiwiyata Tingkat DIY 

b. SDN  Temon meraih Adiwiyata Nasional 

4. Kampung Hijau 

Dusun Banyunganti, Jatimulyo, Girimulyo meraih peringkat 4 tingkat DIY 

5. Evaluasi Bank Sampah tingkat DIY   

a. Kategori Pemula: Bank Sampah Flamboyan (Sebokarang, Triharjo, Wates) 

b. Kategori Lanjut: Bank Sampah Uwuh Harjo (Ngrajun, Banjarharjo, Kalibawang) 

 

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Setiap penduduk yang berusia diatas 17 tahun atau telah menikah wajib memiliki 

KTP hal ini untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Untuk meningkatkan 

akurasi data,  pada tahun 2013 dilakukan perekaman data kependudukan dengan program 

eKTP. Hal ini untuk mencegah terjadinya kepemilikan KTP ganda dan pengadministrasian 

yang lebih akurat penduduk yag telah meninggal dunia. 

 

Tabel  2.101  

Jumlah Penduduk Ber-KTP Kabupaten Kulon Progo Tahun  2012 - 2016 

 

No Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Rasio penduduk ber KTP per satuan 
wajib KTP 

0.8 0.75 0.97 95.24 95.92% 

2. a. Jumlah penduduk usia>17 tahun 
atau telah menikah ber KTP 

295.064 310.751 317.386 316096 328.054 

3 b. Jumlah penduduk usia > 17 tahun 
atau telah menikah 

371.056 313.749 325.888 331908 342.018 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Layanan catatan sipil adalah layanan yang berkaitan dengan .kelahiran, kematian, 

perkawinan, perceraian, dan pengangkatan, pengesahan pengakuan anak. Layanan ini 

merupakan upaya melakukan tertib administrasi untuk pengakuan kewarganegaraan.   

 

Tabel  2.102  

Layanan Catatan Sipil Tahun 2012 – 2016 

PELAYANAN AKTA CATATAN 
SIPIL 

2012 2013 2014 2015 2016 Satuan 

Rasio bayi berakte 
      

a. Jml bayi lahir yang mempunyai 
akte kelahiran 

5.099 4.713 5.382 4719 5.286 orang 

b. Jml keseluruhan bayi lahir 5.269 5.221 5.461 5417 5.368 orang 

Rasio perkawinan berakte nikah 
     

persen 
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PELAYANAN AKTA CATATAN 
SIPIL 

2012 2013 2014 2015 2016 Satuan 

a. Jumlah pasangan nikah 
berakte nikah 

154 89 225 103 139 pasangan 

b. Jumlah pasangan nikah 
bersurat nikah 

3027 1.794 6161 3521 2.722 pasangan 

c. Jumlah keseluruhan pasangan 
nikah 

3181 1.883 6386 3624 2.861 pasangan 

d. Akta Perceraian 11 155 844 15 13 pasangan 

e. Akta Kematian 842 4830 6360 6650 7.69 orang 

f. Pengakuan dan pengesahan 
anak 

1 0 0 4 4 orang 

g. Pengangkatan Anak 0 0 0 0 13 orang 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Dari Standar Pelayanan Minimal yang menjadi ketugasan Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil, pencapaiannya disajikan dalam Tabel berikut ini. 

 

Tabel  2.103  

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 

Jenis Pelayanan 
Dasar 

Nasional 
Capaian Daerah 

Tahun 2016 

Indikator 
Nilai 
(%) 

Batas waktu 
pencapaian 

Target 
(%) 

Realisasi 
(%) 

Pelayanan 

Dokumen 

Kependudukan 

Cakupan penerbitan Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) 
100 2015 100 96.25 

Cakupan penerbitan Akta 

Kelahiran 
100 2020 90 94.69 

Cakupan penerbitan KK 100 2015 100 100 

Cakupan penerbitan Akta 

Kematian 
70 2020 60 96.55 

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

1. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebesar 96,25% dari target nasional 

100% (tahun 2016) 

2. Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran sebesar 94,69% dari target nasional sebesar 

90% (tahun 2016) 

3. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga sebesar 100% dari target nasional 100% (tahun 

2016) 

4. Cakupan penerbitan kutipan akta kematian sebesar mencapai 96,55% dari target 

nasional sebesar 60% (tahun 2016) 

Tidak tercapainya Standar Pelayanan Minimal pada indikator cakupan penerbitan 

Kartu Tanda Penduduk  disebabkan karena  adanya penduduk yang belum melakukan 
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perekaman e-KTP dan keterbatasan blangko KTP elektronik yang pengadaannya dari 

pemerintah pusat. 

Permasalahan dan tantangan  yang dihadapi antara lain masih ada penduduk yang 

belum melakukan  penghapusan data penduduk yang sudah tidak berdomisili di Kulon Progo 

maupun pemisahan keluarga bagi anggota keluarga yang sudah berkeluarga, masih adanya  

penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP, dan penduduk yang sudah meninggal 

tidak dilaporkan kematiannya.. 

 

 

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Dengan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang salah 

satunya dilakukan melalui penyaluran Dana Desa oleh pemerintah pusat kepada Desa telah 

mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan desa. 

Pemerintah desa dituntut lebih profesional dalam melaksanakan pembangunan karena 

pemerintah desa sendiri yang merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan 

mempertanggungjawabkannya. Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan 

kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur 

dan diurus oleh Desa. Selain dana desa sumber pendapatan desa yang diperoleh dari pos 

bantuan keuangan kepada Desa menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan seperti 

terlihat pada Tabel berikut ini. 

 

Tabel  2.104  

Jumlah Bantuan Keuangan Desa Dari Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 

Jenis 
Bantuan 

2012 2013 2014 2015 2016 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

Alokasi 
Dana Desa 

10.788.726.188 13.124.074.640 18.149.448.853 68.359.870.881 74.525.723.231 

Bagi hasil 
pajak 

1.081.770.002 737.537.470 2.044.738.896 2.285.913.751 2.641.253.659 

Bagi hasil 
retribusi 

1.130.660.045 410.931.558 569.335.701 558.701.089 559.858.853 

TPAPD 11.962.620.000 14.813.520.000 14.181.432.000 - - 

SiLTAP - - - 23.433.840.000 24.274.080.000 

Jumlah 24.963.776.235 29.086.063.668 34.944.955.450 94.638.325.721 102.000.915.743 

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, 2017 
 

Dari tabel di atas menunjukkan bantuan keuangan kepada desa berupa alokasi 

dana desa selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Bagi hasil pajak mengalami fluktuasi 

hal ini disebabkan karena realisasi penyalurannya ke desa berdasarkan realisasi 
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penerimaan pajak daerah. Bagi hasil Retribusi mengalami fluktuasi hal ini disebabkan karena 

karena realisasi penyalurannya ke desa berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi daerah. 

Tunjangan Penghasilan Aparatur Desa (TPAPD) mengalami fluktuasi sampai dengan tahun 

2014 disebabkan karena tergantung jumlah Aparatur Desa yang ada. Dimulai tahun 2015  

TPAPD bagi desa sudah tidak ada tetapi sudah diganti dengan Penghasilan Tetap (SILTAP) 

dengan perhitungan yang berbeda dengan TPAPD. 

Sarana prasarana perkantoran desa sangat mendukung dalam kelancaran 

menjalankan pemerintahan dan pembangunan serta menunjang pelayanan masyarakat. 

Belum semua kondisi kantor desa dalam kondisi baik.  Kondisi kantor desa dapat diketahui 

dalam tabel berikut 

Tabel  2.105  

Kondisi Kantor Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 

No. Kecamatan Baik Sedang 
Rusak 
Ringan 

1 Temon 5 7 3 

2 Wates 2 5 - 

3 Panjatan 7 3 1 

4 Galur 5 2 - 

5 Lendah 4 2 - 

6 Sentolo 5 2 1 

7 Pengasih 3 3 1 

8 Kokap 3 2 - 

9 Girimulyo 3 1 - 

10 Nanggulan 3 3 - 

11 Samigaluh 2 5 - 

12 Kalibawang 2 2 - 

 Jumlah 44 37 6 

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi kantor desa pada tahun 2016 yang 

baik ada 44, kondisi kantor desa sedang 37 dan  kondisi kantor desa rusak ringan ada 6 

desa. Telah ditetapkannya Perda, Perbup sebagai dasar menjalankan pemerintahan desa 

namun kinerja pemerintahan desa  masih belum optimal. 

Belum optimalnya kinerja pemerintah desa terlihat dari hasil pemeriksaan 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan oleh aparat pengawasan Kabupaten. 

Hasil pelaksanaan fungsi pengawasan tahun 2012 - 2016 disajikan dalam tabel berikut ini. 
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Tabel  2.106  

Realisasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa 

Tahun 2012 – 2016 

No. 
Jenis Obyek 
Pemeriksaan 

2012 2013 2014 2015 2016 

Hasil 
(LHP, 
LHE, 
LHR) 

Jml. 
Tem
uan 

Jml. 
Rekom
endasi 

Hasil 
(LHP, 
LHE, 
LHR) 

Jml. 
Tem
uan 

Jml. 
Reko
mend

asi 

Hasil 
(LHP, 
LHE, 
LHR) 

Jml. 
Tem
uan 

Jml. 
Reko
men
dasi 

Hasil 
(LHP, 
LHE, 
LHR) 

Jml. 
Temu

an 

Jml. 
Reko
mend

asi 

Hasil 
(LHP, 
LHE, 
LHR) 

Jml. 
Tem
uan 

Jml. 
Reko

menda
si 

1 Pemeriksaan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa 

22 75 80 30 124 157 45 187 217 13 71 91 24 89 105 

Sumber data : Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan 

Hasil Evaluasi (LHE) dan Laporan Hasil Review (LHR) Masih banyak temuan dan 

rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah desa. 

Salah satu upaya dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah 

dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan, yang dalam ini ditunjukkan dengan swadaya masyarakat pada 

program RTS dan TMMD tampilkan  dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel  2.107  

Swadaya Masyarakat Pembangunan Desa Tahun 2013 – 2015 

No. Uraian 
Dana (Rp.) 

2013 2014 2015 2016 

1 Dana Program 6,709,000,000 3,273,000,000 4,311,000,000 732,000,000 

 
- RTS 6,709,000,000 2,873,000,000 3,861,000,000 

 

 
-TMMD + Karya bakti 

 
400,000,000 450,000,000 732,000,000 

2 Swadaya 1,677,250,000 803,250,000 922,200,000 200,796,000 

 
- RTS 1,677,250,000 718,250,000 772,200,000 

 

 
-TMMD 

 
85,000,000 150,000,000 200,796,000 

3 
Persentase swadaya 
masyarakat 

25.00% 24.54% 21.39% 27.43% 

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Kulon Progo, 2017 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa swadaya masyarakat masih berada 

pada kisaran dibawah 30% dari dana program yang alokasikan oleh pemerintah. Swadaya 

masyarakat tersebut mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai dengan 2015 dan 

mengalami kenaikan pada tahun 2016.  

Upaya lain dalam pemberdayaan masyarakat adalah menumbuhkan ekonomi desa 

melalui pembentukan lembaga ekonomi masyarakat desa. Kelembagaan ekonomi 

masyarakat desa yang mempunyai peran dalam menggiatkan perekonomian desa yaitu 
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Usaha Ekonomi Desa-Sosial Produktif (UED-SP). Hasil pendataan tahun 2014 terdapat 60 

UED-SP namun tinggal nama dan sebagian pengurusnya sudah tidak ada Lembaga 

ekonomi UED-SP yang masih melaporkan kegiatannya ada 7 UED-SP. Berikut adalah data 

Lembaga Ekonomi UED SP tahun 2015 dan 2016. 

 

Tabel  2.108  

Usaha Ekonomi Desa-Sosial Produktif Kabupaten Kulon Progo Aktif  

Tahun 2015-2016 

Nama Ued-Sp Alamat 

2015 2016 

Permodalan 
(Rp) 

Jumlah 
Nasabah 

Permodalan 
(Rp) 

Jumlah 
Nasabah 

Ngudi Mulyo Sogan 7.242.000,- 84  7.242.000,- 84 

- Kel.Wates 8.250.000,- 44  8.250.000,- 44  

Hemat Pengasih 
 

49    49 

Makmur Sari Sendangsari 19.500.000,- 214  19.500.000,-  214 

Sidodadi Temon Kulon 5.675.000,- 59  5.675.000,-  59 

Hidup Baru Kalirejo 21.294.000,- 37  21.294.000,-  37 

Sekar Utami Kembang 8.175.000,- 62  8.175.000,-  62 

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 
 

Berdasar tabel di atas terlihat bahwa perkembangan UED-SP tidak cukup baik. 

Pada ke tujuh UED-SP tersebut, terlihat tidak ada perkembangan baik itu permodalan 

maupun jumlah nasabah. 

Permasalahan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah tingkat partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan masih perlu ditingkatkan dan belum optimalnya kualitas 

dan peran lembaga ekonomi desa. Sementara target yang akan dicapai Penguatan 

Kelembagaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat yang akan dicapai dengan strategi 

meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kebijakan 

peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan masyarakat. 

Menurut Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, rata rata desa di 

Kabupaten Kulon Progo masih masuk dalam desa berkembang dengan nilai Indeks Desa 

Membangun yaitu 0,6429. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit 

yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan ekologi. Ketiga dimensi terdiri dari variabel, 

dan setiap variabel diturunkan menjadi indikator operasional. Indikator dari dimensi sosial 

yaitu dari kesehatan, pendidikan, modal sosial dan permukiman. Dari dimensi ketahanan 

ekonomi yaitu keragaman produksi masyarakat desa, ketersediaan pusat perdagangan, 

akses distribusi/ logistik, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga ekonomi 

dan keterbukaan wilayah. Sedangkan dari dimensi ekologi yaitu kualitas lingkungan dan 

potensi/ kerawanan bencana alam. 



RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017-2022 

 

II - 152 

 

Indeks Desa Membangun tingkat kabupaten merupakan rata rata Indeks Desa 

Membangun tiap desa di Kabupaten Kulon Progo. Di Kabupaten Kulon Progo sendiri masih 

terdapat 21 desa tertinggal, 50 desa berkembang dan baru 16 desa maju. 

Indeks Desa Membangun lebih menyatakan fokus pada upaya penguatan otonomi 

Desa. Indeks ini mengikuti semangat nasional dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan 

Desa seperti yang dinyatakan sangat jelas dalam dokumen perencanaan pembangunan 

nasional melalui optimalisasi pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), 

serta komitmen politik membangun Indonesia dari Desa melalui pembentukan kementerian 

Desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) dalam 

kepemimpinan pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi – Jusuf Kalla. 

 

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kebijakan Penyelenggaraan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan 

Pembangunan Keluarga (KKBPK) sebagai upaya pengendalian penduduk dan Keluarga 

berencana yang berdampak juga kepada berbagai persoalan yang berkaitan dengan 

kualitas sumber daya manusia dan kesehatan. Fokus program KKBPK adalah 

meningkatkan kualitas manusia dan mengendalikan kuantitasnya. Konsentrasi program 

KKB pada peningkatan kulaitas SDM dan  pelayanan KB. Program Pembangunan Keluarga 

pada peningkatan ketahanan keluarga melalui kegiatan Tribina Keluarga (Bina Keluarga 

Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia), Pusat Informasi dan Komunikasi 

(PIK) remaja serta Pemberdayaan ekonomi keluarga. 

Jumlah peserta KB aktif tahun 2016 sebanyak 53.820 PUS dari jumlah PUS 

sebanyak 67.849 atau sebesar 79,32%, jumlah ini meningkat dibanding tahun 2015 

sebanyak 53.559 PUS, sebagaimana terlihat dari tabel berikut: 

 
 

Tabel  2.109  

Persentase Peserta KB Aktif  Tahun 2012-2016 

No Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 

1 PUS peserta KB Aktif 53.182 54.170 54.934 53.559 53.820 

2 Pasangan usia subur (PUS) 68.230 68.415 68.374 67.741 67.849 

 
Persentase peserta KB Aktif (%) 77,73 79,39 80,34 79,06 79,32 

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Persentase KB aktif mengalami fluktuasi dari tahun 2014-2016. Fluktuasi tersebut 

terjadi antara lain karena penurunan peserta KB aktif atau drop out peserta KB antara lain 

karena  disebabkan peserta KB ingin anak kedua, meningkatnya bukan peserta KB (unmet 

need). Sementara itu peningkatan jumlah peserta KB Aktif tersebut juga dipengaruhi oleh 
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penurunan jumlah pasangan usia subur dan penurunan bukan peserta KB (unmet need), 

sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel berikut ini. 

 

Tabel  2.110  

PUS Bukan Peserta KB (Unmeet Need) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2016 

No Uraian Satuan 2014 2015 2016 

1 Pasangan usia subur (PUS) PUS 68.374 67.741 67.849 

2 PUS bukan peserta KB (Unmeet Need) Orang 4.412 4.853 4.642 

 
- Ingin anak tunda (IAT) Orang 2.276 2.202 2.374 

 
- Tidak ingin anak lagi (TIAL) Orang 2.136 2.651 2.268 

3 Presentase Persen 6,45 7,16 6,84 

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan 
     Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, 2017 
  

 

Target unmet need untuk 2018 adalah 7% sedangkan target nasional adalah 9%. 

Menurunnya jumlah PUS dikarenakan banyak yang sudah memasuki masa menopause. 

Permasalahan terkait hal ini adalah jumlah PUS yang ingin memiliki anak tunda meningkat, 

namun belum menjadi peserta KB.  

Data tahun 2014, tahun 2105 dan tahun 2016, menunjukkan adanya penurunan 

angka pernikahan usia dini pada laki laki, dan peningkatan pada perempuan. Hal ini 

menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran para remaja pria tentang pendewasaan 

usia perkawinan, sedangkan untuk remaja perempuan perlu ditingkatkan kembali program 

KKBPK jalur sekolah maupun non sekolah. Angka pernikahan usia dini tersebut dapat 

dilihat pada Tabel berikut ini. 

Tabel  2.111  

Kasus Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2016 

Tahun/Kasus 

2014 2015 2016 

Laki-laki 
(<19 Th) 

Perempuan 
(<16 Th) 

Laki-laki 
(<19 Th) 

Perempuan 
(<16 Th) 

Laki-laki 
(<19 Th) 

Perempuan 
(<16 Th) 

Pernikahan Usia 
Dini 

29 25 27 17  26 20 

Sumber data :  Kantor Kementerian Agama  Kabupaten Kulon Progo, 2017 
 

Jumlah kehamilan pranikah pada pasangan calon pengantin dari catatan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Kulon Progo menunjukkan angka yang tinggi. Angka kehamilan 

pranikah ini merupakan jumlah wanita hamil sebelum nikah yang akan menikah 

dibandingkan dengan jumlah pernikahan yang ada. 
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Tabel  2.112  

Angka kehamilan pra nikah di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010-2014 

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 

Angka Kehamilan Pra nikah 11,66% 11,78 % 8,18% 9,37 % 12,25 % 

Sumber Dinas Kesehatan Kulon Progo Tahun 2015 
 

Tinggginya angka kehamilan pranikah menunjukkan maraknya perilaku seks 

bebas di masyarakat baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh remaja. Hal itu 

dikuatkan oleh data dari Dinas Kesehatan Kulon Progo yang mencatat jumlah persalinan 

remaja sebagai berikut: 

Tabel  2.113  

Jumlah Persalinan Remaja di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2016 

Tahun 2013 2014 2015 2016 

Jumlah Persalinan Remaja 84 127 107 84 

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 

 

Melihat kondisi tersebut maka perlu peningkatan layanan advokasi dan KIE 

tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) baik melalui jalur sekolah melalui PIK 

Remaja dan non sekolah dengan dukungan berbagai pihak terkait. Permasalahan keluarga 

juga semakin kompleks dan mengancam ketahanan keluarga. Hal ini ditandai dengan 

tingginya jumlah perceraian yang terjadi. Dalam kurun waktu 2012-2016  jumlah perceraian 

yang terjadi sebagai berikut. 

 

Tabel  2.114  

Jumlah perceraian di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 

Kasus 2012 2013 2014 2015 2016 

Talak 190 217 181 177 154 

Cerai 358 373 430 405 360 

Jumlah 548 590 611 582 514 

Sumber data: BPS kulon Progo, 2016. 
 

Untuk mengatasi berbagai masalah di atas perlu dilakukan upaya peningkatan 

ketahanan keluarga melalui berbagai program kegiatan pada kelompok kelompok kegiatan 

di masyarakat pada umumnya dan secara khusus di kampung KB. Di Kabupaten Kulon 

Progo telah terbentuk 12 Kampung KB di tahun 2017 dan merupakan salah satu program 

nasional Pemerintah. 

Kampung KB dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat di tingkat kampung atau yang setingkat melalui program KKBPK serta 

pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. 
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Secara khusus, kampung KB dibentuk selain untuk meningkatkan peran serta pemerintah, 

lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina 

masyarakat untuk menyelenggarakan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait, 

dan juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan 

kependuduk. 

Peningkatan ketahanan keluarga yang dilakukan melalui kader Bina Keluarga 

Sejahtera (BKS) seperti  Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina 

Keluarga Lansia (BKL) terus ditingkatkan agar semakin banyak peran serta dalam 

mensukseskan program KKBPK. Kondisi kelompok kegiatan KB Kabupaten Kulon progo 

disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel  2.115  

Kelompok Kegiatan KB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 

 

No Uraian Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Kelompok UPPKS Kelompok n.a n.a 946 946  936 

2 Jumlah Anggota UPPKS Orang n.a n.a 17.246 16.549  16.667 

3 Kelompok BKB Kelompok 387 402 403 403  407 

4 Kelompok BKR Kelompok 92 128 128 128  130 

5 Kelompok BKL Kelompok 92 100 101 102  105 

6 PIK KRR Kelompok 40 47 50 55  55 

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Dari Tabel di atas dapat diketahui adanya peningkatan jumlah anggota yang 

tergabung dalam kelompok UPPKS. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah anggota yang 

aktif dalam kelompok. 

Capaian Standar Pelayanan Minimal urusan Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana disajikan dalam Tabel berikut ini. 

 

Tabel  2.116  

Capaian SPM urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 

 

No 
Jenis Pelayanan 

Dasar 
Indikator Kinerja Satuan 

Capaian Kinerja 

2012 2013 2014 2015 
2016 

Target Realisasi 

a. 

Komunikasi 
Informasi dan 
Edukasi Keluarga 
Berencana dan 
Keluarga 
Sejahtera (KIE KB 
dan KS) 

Cakupan Pasangan 
Usia Subur (PUS) 
yang istrinya di bawah 
usia 20 tahun 

% 0,61 0,56 0,59 0,52  1 0,32 
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No 
Jenis Pelayanan 

Dasar 
Indikator Kinerja Satuan 

Capaian Kinerja 

2012 2013 2014 2015 
2016 

Target Realisasi 

    
Cakupan sasaran 
PUS menjadi peserta 
KB aktif (%) 

% 77,9 79,2 80,3 79,06  77 79,32 

    
Cakupan PUS yang 
ingin ber-KB belum 
terlayani (%) 

% 8,74 7,43 6,45 7,16  9 6,84 

    
Cakupan anggota 
Bina Keluarga Balita 
ber-KB (%) 

% 84,1 81,2 88,75 85,59  66 86,84  

    

Cakupan PUS peserta 
KB anggota UPPKS 
yang ber-KB mandiri 
(%) 

% 84,4 85,9 87,56 87,91  67 87,31  

    

Ratio Petugas 
Lapangan KB/ 
Penyuluh KB 1 
petugas di setiap dua 
desa/ kelurahan 

% 98 95 88,6 94  107 95,45  

    

Ratio Pembantu 
Pembina Keluarga 
Berencana (PPKBD 1 
(satu petugas di setiap 
Desa/Kelurahan) 

% 100 100 100 100  100 100 

b. 
Penyediaan Alat 
dan Obat 
Kontrasepsi 

Cakupan Penyediaan 
Alat dan Obat 
Kontrasepsi untuk 
Memenuhi Permintaan 
Masyarakat 30% 
setiap tahun 

% 100 100 100 100  30 100  

c. 
Penyediaan 
Informasi Data 
Mikro 

Cakupan penyediaan 
informasi data mikro 
keluarga di setiap 
desa 

% 100 100 100 100  100 100 

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pasangan usia subur yang usia istri di bawah 

20 tahun masih ditemukan. Permasalahan urusan KB antara lain adalah semakin 

kompleksnya permasalahan remaja, peran dan fungsi keluarga makin menurun sehingga 

ketahanan keluarga makin melemah, dan peran laki laki dalam keikutsertaan KB masih 

merupakan isu kesenjangan gender, sehingga upaya untuk meningkatkan jumlah peserta 

KB pria masih perlu dioptimalkan. 

Target yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah adalah peningkatan  

ketahanan keluarga.  

 

 

2.3.2.9 Perhubungan  

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan 

pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat dan 

perkembangan wilayah baik itu daerah perdesaan maupun daerah yang lainnya. 
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Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kulon Progo seiring tumbuhnya 

perekonomian masyarakat terus mengalami kenaikan dengan pertambahan terbesar terjadi 

pada kendaraan roda dua. Adapun  perkembangan kendaraan dari tahun 2012 – 2016 dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel  2.117  

Data Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kulon Progo 

No Jenis kendaraan satuan 
Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 Sepeda Motor unit 112.851 123.413 151.388 152.704 176.603 

2 
Mobil Penumpang Bukan 
Umum 

unit 6.454 7.326 9.300 11.055 12.727 

3 Minibus Umum unit 60 59 79 308 316 

4 Bus Umum unit 232 227 362 56 56 

5 Bus Bukan Umum unit 53 57 81 7 0 

6 Pick up Umum unit 3 5 8 17 16 

7 Pick up Bukan Umum unit 2.004 2.222 3.078 3.532 3.949 

8 Truck Umum unit 279 368 515 545 551 

9 Truck Bukan Umum unit 988 954 1.283 1.453 1.460 

 
Jumlah unit 122.924 134.631 166.094 169.677 195.678 

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Tingginya kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh pertumbuhan jumlah 

kendaraan bermotor namun perkembangan sarana dan prasarana jalan lebih lambat dari 

pertumbuhan lalu lintas, berdampak pada meningkatnya kejadian kecelakaan lalu lintas dari 

waktu ke waktu. Angka kecelakaan di wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 sampai 

dengan 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah. 

Tabel  2.118  

Data Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Kulon Progo 

No Uraian satuan 
Kejadian Kecelakaan Lalu lintas 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 Jumah Kecelakaan kejadian 324 345 421 433 509 

2 Kerugian Materiil rupiah 198.330.000 207.520.000 187.250.000 115.350.000 113.808.000 

3 Jumlah Korban orang 717 693 857 904 1049 

 
- Meninggal orang 53 43 44 43 51 

 - Luka Berat orang 11 6 9 15 5 

 - Luka Ringan orang 653 644 804 846 993 

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo dan POLRES Kulon Progo, 2017 

 

Kondisi geografis Kabupaten Kulon Progo yang terdiri kawasan pesisir, dataran dan 

pegunungan, maka untuk menghubungkan antar wilayah tentunya diperlukan prasarana 

berupa jaringan jalan beserta perlengkapannya. Untuk mengoptimalkan penggunaan 

jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, 
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ketertiban dan kelancaran lalu lintas perlu dilakukan pemenuhan terhadap kebutuhan akan 

perlengkapan jalan sebagai bagian dari prasarana jalan. Kondisi fasilitas kelengkapan jalan 

secara keseluruhan baik posisi di jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan  Kabupaten dari 

tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel  2.119  

Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Kabupaten 
Kulon Progo Tahun 2012-2016 

 

No 
Prasarana Perhubungan dan 
Fasilitas Perlengkapan Jalan 

Jumlah pada tahun 
Satuan 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 Rambu-rambu lalu lintas 1.035 1.175 1.296 924 1.001 buah 

2 RPPJ (Rambu Pendahulu Petunjuk 
Jalan) 

53 53 53 48 48 buah 

3 Cermin tikungan 0  0 5 13 13  buah 

4 Marka jalan 31.108 32.568 34.223 26.617 26.617 m² 

5 Traffic light (APILL) 3 3 4 4 6 unit 

6 Warning Light  0 0 0 1 1 unit 

7 Guard rail (pagar pengaman) 963 1.171 1.379 1.679 2.636 meter 

8 Halte  1 6  6  7  13   unit 

9 Lampu Penerangan Jalan Umum  1.407 1.582 1.679 1.523 1.807 titik 

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Pembangunan LPJU yang dilaksanakan selama ini masih mengacu pada 

kewenangan jalan yang ada, dimana LPJU hanya bisa dipasang di jalur jalan yang menjadi 

kewenangan Kabupaten dan kewenangan Provinsi sedangkan jalan desa yang menjadi 

kewenangan Desa belum bisa diakses dengan kegiatan Pembangunan LPJU yang ada di 

Dinas Perhubungan.  Kebutuhan penerangan jalan untuk jalur jalan kewenangan Desa juga 

sangat diperlukan, oleh karena itu, ke depan diharapkan penerangan Jalan Desa bisa 

dilaksanakan dengan pembiayaannya berkolaborasi antara pemerintah Kabupaten, PLN dan 

masrayakat pengguna penerangan jalan.  

Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Kulon Progo masih belum 

optimal. Hal ini ditunjukkan capaian pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan yang masih jauh 

di bawah target nasional yang ditetapkan Pemerintah Pusat melalui Standar Pelayanan 

Minimal bidang Perhubungan sebesar minimal 60% menunjukkan penyediaan fasilitas 

perlengkapan jalan masih belum optimal. Capaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal 

bidang Perhubungan khususnya Perlengkapan jalan selama tahun 2012-2016 dapat dilihat 

pada gambar.  
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Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Gambar 2.22  

Capaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang Perhubungan khususnya 
Perlengkapan jalan selama tahun 2012-2016 

 

Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk melayani mobilitas penduduk dan 

sumberdaya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi. Interaksi 

antar wilayah tercermin pada keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang, barang, 

maupun jasa. Kondisi pelayanan transportasi belum optimal, disebabkan masyarakat lebih 

memilih menggunakan kendaraan pribadi, menurunnya jumlah penumpang angkutan umum 

dan kinerja angkutan umum yang rendah. 

Jumlah penumpang angkutan umum terus mengalami penurunan dari tahun 2012 

sampai tahun 2016. Adapun jumlah penumpang angkutan umum dari tahun 2012 -2016 

dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Tabel  2.120  

Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kulon Progo Tahun 2012-2016 

No Moda Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Penumpang AKDP orang/th    690.215       682.283    856.395    535.313  
    

515.757  

2 Penumpang AKAP orang/th 1.121.322       793.457    751.355    680.509  
    

485.709  

3 
Penumpang 
Angkutan Pedesaan 

orang/th    200.584       142.000   223.234    256.176  
    

135.474  

Jumlah orang/th 2.012.121 1.617.740 1.830.984 1.471.998 1.136.940 

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2017, diolah 

 

Kondisi rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum berdampak 

pada lesunya usaha angkutan umum. Pelayanan angkutan umum di Kabupaten Kulon Progo 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel  2.121  

Trayek dan jumlah kendaraan umum yang beroperasi 

No Kode Trayek - Nama Koperasi 
Jumlah 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 A  1 Term.Wates-Karangnongko-Nagung-Bendungan-Toyan-
Temon-Mlangsen- Pangkalan/Congot-Jangkaran-PP 
(Koperasi Manunggal, Koperasi Harapan) 

70 70 40 40 40 40 32 

2 2 Term.Wates-Karangnongko-Nagung-BendunganPleret-
Karangwuni-Glagah-PP (Koperasi Adhikarta) 

3 - - - - - - 

3 3 Term.Wates-Dikbud-Kulur-Jombokan-Kaligintung-Demen-
Glagah-PP (Koperasi Menoreh)  

4 4 3 3 3 3 1 

4 4 Term.Wates-Karangnongko-Nagung-Bendungan-
Kulwaru-Jetis-PP  

- - - - - - - 

5 B  1 Term.Wates-Karangnongko-Nagung-Bugel-Siliran-Brosot-
PP (Koperasi Adhikarta)  

6 6 2 2 1 1 1 

6 2 Term.Wates-Giripeni-Kedung Pring-Bendungan-Nagung-
Cangakan-Trayu- Karangsewu-Tegal Buret-Brosot-Trisik-
PP 

- - - - - - -  

7 3 Term.Wates-Karangnongko-Gadingan-Dayakan-Milir-
Kenteng-Nganggrung- Degolan-Lendah-PP 

- - - - - - -  

8 4 Term.Wates-Karangnongko-Gadingan-Dayakan-Milir-
Kenteng-Nganggrung- Srikayangan-Gulurejo-
Ngentakrejo-PP (Koperasi Adhikarta) 

- - - - - - -  

9 C  1 Term.Wates-Karangnongko-SGO-Pengasih-Clereng-
Kutogiri-Plelen PP (KoperasiAdhikarta,) √ 

6 6 4 4 - - - 

10 2 Term.Wates-Karangnongko-SGO-Pengasih-Clereng-
Kalibiru/Kalingiwo-PP (Koperasi Adhikarta) √ 

4 3 3 3 - - - 

11 3 Term.Wates-Karangnongko-Pengasih-Clereng-
Kedungrejo-PP (Koperasi Adhikarta, Koperasi 
Menoreh) 

3 3 3 3 3 3 2 

12 D  1 Term.Wates-Tambak-Toyan-Siluwok-Temon-Mlangsen-
Pripih-Sangon-PP (Koperasi Adhikarta, Koperasi 
Menoreh) 

5 5 4 4 - - - 

13 2 Term.Wates-Tambak-Jombokan-Kulur-Girigondo-
Kebonrejo-PP (Koperasi Menoreh, Koperasi Adhikarta) 

5 5 4 4 3 3 2 

14 3 Term.Wates-Dalangan-Jombokan-Kokap-PP  - - - - - - -  

15 4 Term.Wates-SGO-Teteg Barat-Beji-Gemulung-Klepu-
Kokap-PP (Koperasi Mandiri) √ 

10 5 4 4 4 4 2 

16 5 Term.Wates-Beji-Gemulung-Sungapan-Hargotirto-PP 
(Koperasi Yosawa) √ 

10 - - 3 3 3 - 

17 6 Term.Wates-Tunjungan-Ringinardi-Gemulung-Sermo-
Sidowayah-PP (Koperasi Menoreh) 

5 5 4 4 2 2 2 

18 7 Term.Wates-Sendang-Anjir-Kliripan-Hargorejo-PP 
(Koperasi Menoreh) 

3 3 3 3 2 2 - 

19 E  1 Term.Wates-Karangnongko-SGO-Pengasih-Kepek-
Tanjungharjo-Ngringin- Sribit-Girimulyo-PP (Koperasi 
Adhikarta) 

5 5 3 3 - - - 

20 2 Term.Wates-SGO-Pengasih-Kepek-Sentolo-PP 
(Koperasi Menoreh) 

4 4 4 4 4 4 2 

21 3 Term.Wates-Karangnongko-SGO-Pengasih-Kepek-
Sentolo-Girimulyo-Gua Kiskendo-PP (Perorangan) 

- - - - - - -  

22 4 Term.Wates-Sentolo-Nanggulan-Dekso-Samigaluh-PP 
(Koperasi Yosawa) 

3 - - - - - - 

23 F  1 Sentolo-Ngelo-Tuksono-Ngentakrejo-Brosot-PP 
(Koperasi Menoreh) 

 -  - - - - - - 

24 2 Sentolo-Kenteng Nanggulan-Dekso-Jagalan-PP 
(Koperasi Adhikarta)  

10 10 6 6 6 6 6 

25 3 Donomulyo-Sentolo-Sudu-Tanjungharjo-Ngringin-Sribit 
Girimulyo-Kenteng Nanggulan-PP (Koperasi Asri) 

11 7 3 3 - - - 

26 4 Sentolo-Kenteng Nanggulan-Dekso-Keji-Sidoharjo-
Gorolangu-PP 

 -  - - - - - - 

27 5 Sentolo-Kenteng Nanggulan-Dekso-Piton-Boro-
Gorolangu-PP (Koperasi Menoreh) 

2 2 2 2 2 2 2 

28 6 Kenteng Nanggulan-Pendoworejo-Banjarsari-Plono- 2 - 3 - - - - 
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No Kode Trayek - Nama Koperasi 
Jumlah 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PP/Perintis (Koperasi Adhikarta) 

29 7 Sentolo-Dudukan-Nyonyol-PP  -  - - - - - - 

30 8 Term.Wates-Ksatrian-Panjatan-Kanoman-PP   3 3 - - - - - 

31 9 Term.Wates-Dayakan-Milir-Krembangan-Cerme-
Bendungan-PP (Koperasi Adhikarta) √ 

1 1 - - - - - 

32 10 Term.wates-Nagung-Bendungan-Toyan-Temon-
Mlangsen-Pripih-Tangkisan-PP(Koperasi Manunggal) 

3 3 2 3 3 3 3 

33  Sentolo-Brosot-PP (Koperasi Tugu Potlot) 2 1 - - - - - 

    Jumlah 180 151 97 98 76 76 55 

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Tabel  2.122  

Data Terminal di Kabupaten Kulon Progo 

No Terminal Fungsi Luas Kondisi 

1 Wates Tipe B 7.910 Telah menjadi kewenangan DIY 

2 Brosot Tipe C 700 
Kondisi fisik kurang memadai, 
Angkutan umum enggan masuk 

3 Sentolo Tipe C 1.000 Cukup baik 

4 Kenteng Tipe C 1.664 Cukup baik 

5 Jagalan Tipe C 1.000 Berdekatan dengan pasar 

6 Jangkaran Tipe C 1.000 Lokasi kurang strategis 

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika 

Semakin meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penggunaan dan 

penguasaan teknologi komunikasi dan informatika, maka pemerintah sebagai regulator 

maupun aktor dalam pembangunan perlu mengatur dan mengendalikan khususnya 

tersedianyan infrastruktur menara telekomunikasi sebagai pendukung yang utama dalam 

penyelenggaraan telekomunikasi. Cakupan layanan menara telekomunikasi pada tahun 

2012 - 2016 belum memenuhi zona cell plan. Hal tersebut diperlihatkan pada Tabel berikut 

ini.  

Tabel  2.123  

Cakupan Layanan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kulon Progo  

Tahun 2012-2016 

Uraian 
Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

Jumlah zona terisi dalam cell plan menara 

telekomunikasi 
43 43 43 44 59 

Jumlah zona seharusnya dalam cell plan 
menara telekomunikasi 

90 90 90 90 120 

Prosentase 47,8 47,8 47,8 48,4 49,2 

Sumber data: Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 
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Pengendalian pembangunan menara telekomunikasi dilaksanakan melalui 

pemberian fasilitasi perijinan berdasarkan verifikasi titik koordinat calon lokasi menara oleh 

Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, monitoring eksisting menara 

telekomunikasi untuk meminimalisir permasalahan di lapangan dan pemungutan Retribusi 

Pengendalian Menara. Monitoring menara telekomunikasi dilaksanakan dengan melakukan 

verifikasi data menara dan memberikan stiker pengawasan yang mencantumkan data 

menara dan informasi kepada pemilik menara terhadap tindak lanjut hasil pengawasan.  

Untuk memperoleh dan mengelola informasi membutuhkan partisipasi aktif dari 

masyarakat. Diperlukan adanya pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan 

paradigma komunikasi dengan masyarakat bukan lagi komunikasi untuk masyarakat. Hal 

tersebut melatarbelakangi pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang 

diharapkan mengatasi hambatan informasi di lingkungan masyarakat terutama masyarakat 

pedesaan. KIM adalah suatu lembaga yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk 

masyarakat yang secara khusus berorientasi pada diseminasi informasi dan pemberdayaan 

masyarakat sesuai kebutuhannya. Pada tahun 2016 terdapat 12 KIM di Kabupaten Kulon 

Progo, yang perlu diberdayakan dan direvitalisasi. 

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika dalam era globalisasi saat ini 

berperan penting dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan adanya akses informasi yang 

cepat, akurat dan mudah dijangkau. Tuntutan tersebut terutama yang berkaitan dengan 

pelayanan publik serta tersalurnya aspirasi masyarakat.  

Kecepatan akses informasi masih terkendala dengan keterbatasan ketersedian 

bandwidth. Data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo pada tahun  

2017 bandwitdh yang tersedia baru berukuran 60 Mbps, pada tahun 2016 sebesar 40 Mbs 

dan tahun 2015 sebesar 29 Mbs. Dengan ukuran sebesar tersebut maka masuk kategori 

lambat, sedangkan kebutuhan layanan sebaiknya berkategori cepat dan stabil. Dibandingkan 

dengan ukuran bandwitdh dengan kabupaten/kota lain di  DIY, Kabupaten Kulon Progo 

mempunyai ukuran bandwitdh terkecil. Data kapasitas bandwitdh kabupaten/kota lain 

dilingkup DIY disajikan pada tabel berikut. 

 

Tabel  2.124  

Kapasitas Bandwith Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017 

Kabupaten/Kota Kapasitas Bandwitdh (Mbps) 

Kulon Progo 60 

Gunungkidul 220 

Bantul 220 

Sleman 415 

Yogyakarta 440 

  Sumber data: Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 
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Dengan kondisi yang ada dan melihat adanya kebutuhan pelayanan inernal maupun 

kepada masyarakat, maka direncanakan untuk secara bertahap akan dipenuhi dengan 

pengadaan jaringan Fiber Optik maupun peningkatan kapasitas Bandwith. 

Tabel  2.125  

Data Sistem Informasi Manajemen Tahun 2016 

No. Nama Penjelasan SIM Pengelola Penggunaan 

1 JDIH Informasi Produk Hukum 
Bagian Hukum Sekretariat 
Daerah 

Publik 

2 GIS Investasi Webgis Peluang Investasi 
Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu 

Publik 

3 RencanaKu 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Publik 

4 MonevKu Monev SKPD 
Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Publik 

5 SakipKu Akuntabilitas Kinerja 
Bagian Organisasi Sekretariat 
Daerah 

Publik 

6 LAPOR 
Layanan Aspirasi dan 
Pengaduan Online Rakyat 

Dinas Kominfo Publik 

7 SPSE 
Sistem Pengadaan Secara 
elektronik 

Dinas Kominfo Publik 

8 SIRUP 
Sistem Informasi Rencana 
Umum Pengadaan 

Dinas Kominfo Publik 

9 SIMUL 
Target dan Realisasi 
Pengadaan Barang/ Jasa, 
Pengelolaan Pengadaan 

Bagian Layanan Pengadaan Publik 

10 
Data Agregat 
Kependudukan 

Data Agregat Kependudukan 
Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

Publik 

11 SIAPDES 
Sistem Informasi Manajemen 
Aparatur Pemerintah Desa 

Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 
Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana 

publik 

12 SIMDA Keuangan Pengelolaan Keuangan 
Badan Keuangan dan Aset 
Daerah 

publik 

13 Semar Sistem Aduan Masyarakat Bagian TI dan Humas publik 

14 Kinerja 
Indikator Kinerja Sekretariat 
Daerah 

Bagian Organisasi Sekretariat 
Daerah 

publik 

15 LPPD 
Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 

Bagian Pemerintahan Umum 
Sekretariat Daerah 

publik 

16 IZINKU SIM Perizinan 
Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu 

publik 

17 Geoportal Data Geospasial 
Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

publik 

18 AspirasiKU 
Aspirasi Online DPRD 
Kabupaten Kulon Progo 

DPRD publik 

19 SIPD Sistem Informasi Pendapatan BKAD publik 

20 Pronangkis 
PENANGGULANGAN 
KEMISKINAN 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

internal 

21 SIGA Pemutakhiran Data Keluarga 

Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 
Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana 

internal 

22 Simasneg Sistem Informasi Kepegawaian 
Badan Kepegawaian 
Pendidikan dan Pelatihan 

internal 

23 Simpel 
Sistem Informasi Manajemen 
Persuratan Elektronik 

Bagian Umum Sekretariat 
Daerah 

internal 

24 LP2P Laporan Pajak-Pajak Pribadi 
Badan Kepegawaian 
Pendidikan dan Pelatihan 

internal 

25 SIMPATEN 
Sistem Informasi Pelayanan 
Terpadu Kecamatan 

Bagian Pemerintahan Umum 
Sekretariat Daerah 

internal 

26 SPIP EVALUASI SISTEM Inspektorat internal 
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No. Nama Penjelasan SIM Pengelola Penggunaan 

PENGENDALIAN INTERN 
SKPD 

27 SIM Penggajian Pengelolaan gaji pegawai 
Badan Keuangan dan Aset 
Daerah 

internal 

28 SIAK 
Sistem Informasi Administrasi 
 
Kependudukan 

Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

internal 

29 SIM LKM SIM Lembaga Keuangan Mikro 
Bagian Perekonomian 
Sekretariat Daerah 

internal 

30 SIMRS SIM RSUD WATES RSUD Wates internal 

31 SIM PUS Sim Puskemas Dinas Kesehatan internal 

32 SIM Perpustakaan 
Informasi pengelolaan buku 
perpustakaan 

Dinas Perpustakaan dan Arsip internal 

33 
SIM Kepegawaian 
(SAPK-BKN) 

Sistem Informasi Kepegawaian BKPP internal 

34 
SIM SMS 
Gateway 

Pengiriman pesan masif Kominfo internal 

35 SIM Asset Daerah Pengelolaan Asset Daerah BKAD internal 

36 SIKS 
Sistem Informasi Kearsipan 
Statis 

Dinas Perpustakaan dan Arsip internal 

37 SIM OBAT 
SIM Pengelolaan Stok Opname 
Obat 

Dinkes – Puskemas internal 

38 SIMPL SIM Pengadaan Langsung Bagian ULP internal 

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PERIM.KOMINFO/12/2010. 

Capaian SPM bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 sebagaimana tabel berikut 

ini. 

Tabel  2.126  

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)  

Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2014-2016 

No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM 
Target 

(%) 

Capaian (%) 

2014 2015 2016 

1. Pelaksanaan Diseminasi 

Informasi Nasional 

Media massa seperti majalah, radio, 

dan televisi; 
100 230 230 230 

Media baru seperti website (media 

online); 
100 100 100 100 

Media tradisionil seperti pertunjukan 

rakyat 
100 750 750 750 

Media interpersonal seperti 

sarasehan, ceramah/ diskusi dan 

lokakarya 

100 66,7 66,7 66,7 

Media luar ruang seperti media 

buletin, leaflet, booklet brosur, 

spanduk, dan baliho 

100 191 275 275 

2. Pengembangan dan 

Pemberdayaan 

Kelompok Informasi 

Masyarakat (KIM) 

Cakupan pengembangan dan 

pemberdayaan Kelompok Informasi 

Masyarakat di Tingkat Kecamatan 
50% 58,3 58,3 66,7 

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, 2017 
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2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 

Perkembangan koperasi di Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2012 sampai dengan 

tahun 2016 mengalami peningkatan sebagai tercantum dalam Tabel  berikut ini. 

 

Tabel  2.127  

Data Perkembangan Koperasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2016 

No Uraian Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Jumlah koperasi Unit 345 353 365 377 392 

2. Jumlah anggota orang 82.305 80.109 81.878 85.870 87.367 

3. Jumlah simpanan Rp.000 59.531.190 76.795.982 58.624.726 95.196.034 107.696.145 

4. 
Jumlah modal 
sendiri 

Rp.000 61.292.026 67.548.123 80.554.773 101.109.658 121.069.997 

5. 
Jumlah modal 
luar 

Rp.000 108.490.589 124.627.195 123.332.448 151.481.245 161.095.165 

6. Volume usaha Rp.000 133.982.067 154.030.027 161.498.330 210.394.544 211.178.283 

7. Jumlah SHU Rp.000 3.177.396 4.363.854 4.672.203 5.092.321 5.841.059 

8. Jumlah asset Rp.000 172.960.012 196.539.173 222.927.291 256.514.690 282.165.162 

Sumber data: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Dari data tersebut menunjukkan jumlah koperasi dari tahun ke tahun semakin 

bertambah. Tahun 2015 bertambah 15 koperasi atau meningkat sebesar 3,28%, Tahun 2016 

bertambah 15 koperasi  atau meningkat sebesar 3,97%. Jumlah aset pada tahun 2014 

mengalami kenaikannya sebesar Rp.26.388.188.000 atau meningkat sebesar 13,43%. Pada 

tahun 2015 aset mengalami pertambahan sebesar Rp. 33.587.399.000 atau mengalami 

kenaikan 15,07%. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp. 25.650.470.000 

dengan prosentase 10.00%. Dari tahun ke tahun menunjukkan  bahwa koperasi mempunyai 

kekayaan yang semakin meningkat yang berarti membuktikan kepercayaan anggota maupun 

pihak luar yang semakin tinggi terhadap koperasi. Pada tahun 2016 penambahan aset 

berkurang dikarenakan modal luar berupa pinjaman pihak ketiga sudah lunas penambahan  

modal luar koperasi juga mengalami penurunan Jumlah volume usaha pada tahun 2014 

meningkat sebesar Rp. 7.468.303.000 atau meningkat 4,85%. Pada tahun 2016 bertambah 

sebesar Rp. 48.896.214.000  dengan prosentase kenaikan 30,28%. Sedangkan volume 

usaha apabila tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami peningkatan 

sebesar Rp. 783.739.000 dengan prosentase kenaikan 0,31%. Adanya penurunan 

prosentase omset koperasi dikarenakan tingginya persaingan lembaga keuangan yang ada 

di masyarakat, sehingga anggota mempunyai banyak pilihan untuk memilih yang lebih 

menguntungkan bagi masyarakat ataupun anggota koperasi. 

Data perkembangan koperasi aktif tahun 2012 – 2016 adalah sebagai berikut : 
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Tabel  2.128  

Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Kabupaten Kulon Progo 

No Kecamatan 
2012 2013 2014 2015 2016 

Aktif 
J

ml 
% Aktif Jml % 

Akti
f 

Jml % 
Akti

f 
Jml % 

Akti
f 

Jml % 

1. Temon 22 22 100 22 23 91,67 25 27 92,59 26 28 92,86 34 36 94,44 

2. Wates 89 96 92,70 92 98 94,85 96 101 95,05 98 103 95,15 101 106 95,28 

3. Panjatan 16 17 94,11 17 18 94,44 17 19 89,47 16 19 84,21 16 19 84,21 

4. Galur 22 24 91,66 22 24 91,67 22 25 88,00 23 25 92,00 25 27 92,59 

5. Lendah 14 16 87,5 14 16 87,50 16 17 94,12 17 18 94,44 16 17 94,11 

6. Sentolo 27 29 93,10 25 27 92,59 24 27 88,89 26 29 89,66 26 29 89,66 

7. Pengasih 43 46 93,47 47 50 94,00 47 49 95,92 50 52 96,15 51 53 96,27 

8. Kokap 23 25 92 24 26 92,31 25 26 96,15 26 27 96,30 26 27 96,30 

9. Girimulyo 10 13 76,92 10 13 76,92 11 14 78,57 12 15 80,00 12 15 80,00 

10. Nanggulan 18 18 100 18 18 100 21 21 100 21 21 100 22 22 100 

11. Kalibawang 17 19 89,47 17 19 89,47 18 21 85,71 18 18 100 18 18 100 

12. Samigaluh 17 20 85 18 21 85,71 18 18 100 19 22 86,36 20 23 86,96 

Jumlah 318 
34
5 

92,17 326 326 92,35 340 365 93,15 352 377 93,37 367 392 93.62 

Sumber data: Dinas Koperasi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Definisi koperasi aktif yang digunakan tahun 2016 adalah sudah melaksanakan RAT 

2 kali berturut-turut, masih ada kegiatan usaha dan administrasi yang dilaksanakan serta 

pengurus dan anggota masih memenuhi kewajibannya sesuai AD/ART. Pada tahun 2015 

jumlah koperasi aktif mengalami peningkatan sebesar 3,5% (12 koperasi) dari tahun 2014. 

Tahun 2016 jumlah koperasi aktif meningkat sebesar 4,26% (15 koperasi) dari tahun 2015. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa pembinaan terhadap koperasi cukup berdampak signifikan 

terhadap kenaikan jumlah dan prosentase koperasi aktif. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas Koperasi dan UMKM khususnya 

menghadapi dinamika perekonomian global serta mengoptimalkan produk unggulan Kulon 

Progo dengan melakukan kerjasama antara koperasi dengan toko modern dengan nama 

TOMIRA (Toko Milik Rakyat), kerjasama tersebut berbentuk take over. Pada periode 2017 – 

2022 direncanakan ada sebanyak 7 (tujuh) toko modern yang menjadi milik koperasi, setelah 

selesai masa take over tersebut toko modern akan sepenuhnya menjadi milik koperasi, dan 

mandiri melalui koperasi sekunder Tomira sistem dan manajemen terintegrasi untuk 

mendukung kemandirian tersebut diperlukan kesiapan koperasi dari sisi SDM maupun 

managemen usaha, agar mampu bersaing. 
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Tabel  2.129  

DaftarToko Modern Kerja sama Take Over dengan Koperasi (TOMIRA) 

 

No Tahun 
NamaToko 

Modern yang 
di take over 

Alamat Keterangan 
Akhir 
take 
over 

1 2014 Alfamart Jl. Raya Bendungan 99, Wates (Dekat 
dengan Pasar Bendungan) 

Mitra dengan Koperasi 
BMT Girimakmur 

2018 
 

2 2014 Alfamart Dekso, Kalibawang (Dekat dengan 
pasar Dekso, Banjararum, 
Kalibawang) 

Mitra dengan Koperasi 
Aneka Usaha 

2018 
 

3 2014 Alfamart Jombokan, Tawangsari, Pengasih Mitra dengan KSU BIMA 
Bank Pasar 

2017 

4 2015 Alfamart Jl. Brigjen Katamso, Wates Mitra dengan KPN 
Sumber Rejeki, Wates 

2020 

5 2015 Alfamart Kaliwangan, Temon (dekat dengan 
pasar Temon) 

KSU Trijata 2020 

6 2015 Alfamart Bangeran, Lendah (Dekat dengan 
pasar Bangeran, Bumirejo, Lendah) 

KSU Legowo 2020 

7 2015 Alfamart Jl. Ki Josuto, Wates (Dekat dengan 
pasar burung, Wates) 

KSU Mitra Prima Daya 2020 

8 2016 Tomira Temon Wetan, Temon KUD Harapan, Temon 2026 

9 2016 Tomira Ponganggan, Sentolo KUD Gangsar, Sentolo 2026 

Sumber data: Dinas Koperasi dan UKM, 2017 

 

Pemberdayaan UMKM mampu menumbuhkan UMKM dengan data perkembangan 

sebagai berikut : 

 

Tabel  2.130  

Data Perkembangan UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 

No Sektor Ekonomi 2012 2013 2014 2015 2016 

1. 
Pertanian, Peternakan 
Kehutanan dan Perikanan 

1.525 1.654 1.691 1.691 1.702 

2. 
Pertambangan dan 
Penggalian 

37 33 53 53 53 

3. Industri Pengolahan 20.325 20.498 20.105 20.105 20.105 

4. Bangunan 211 207 211 211 211 

5. 
Perdagangan, Hotel dan 
Restoran    

  

 
a. Hotel dan Restoran 131 59 59 59 59 

 
b. Pedagang Pasar 1.321 1.321 2.000 2.000 2.000 

 
c. Pedagang di luar     pasar 9.336 9.336 9.366 9.366 9.362 

 
d. Pedaki 113 113 113 113 113 

6. 
Pengangkutan dan 
Komunikasi 

390 95 98 98 98 

7. Jasa-jasa 42 75 77 108 107 

Jumlah 31.906 33.391 33.743 33.784 33.810 

Sumber data: Kompilasi dan olahan berbagai sumber, 2017 
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Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah UMKM pada tahun 2015 sebanyak 

33.784 UMKM meningkat sebanyak 41 UMKM atau 0,12% dari tahun 2014. Tahun 2016 

jumlah UMKM sebanyak 33.810 atau meningkat sebanyak 26 UMKM atau 0,076% dari tahun 

2015. Terjadi penurunan prosentase kenaikan UMKM dari tahun 2015 ke tahun 2016 

dikarenakan adanya persaingan di dunia usaha yang semakin tinggi, pasar bebas ASEAN 

dan masih kurangnya jiwa kewirausahaan dan manajemen KUMKM, terbatasnya akses 

pembiayaan dan juga masih kurangnya perlindungan usaha di dalam memasuki MEA. 

 

Tabel  2.131  

Data Omset dan Aset UMKM Tahun 2012 - 2016 

Tahun 
Jumlah 
UMKM 

Jumlah Omset UMKM 
yang mendapat fasilitasi 

(Rp) 
% 

Jumlah Aset 
(Rp) 

% 
Jumlah Omset 

(Rp) 
% 

2012 n.a n.a  n.a  n.a  

2013 n.a n.a  n.a  n.a  

2014 33,743 22,950,375,000 18 206,629,147,327 0.76 448,898,418,397 0.81 

2015 33,784 24,085,725,000 5 209,775,784,088 1.52 455,734,434,921 1.37 

2016 33,810 28,685,097,040 19 214,056,922,539 2.04 465,035,137,674 1.78 

Keterangan : 
Kolom 4,6,8 adalah prosentase Peningkatan UMKM 
Sumber data: Dinas Koperasi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 
Dari data di atas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan prosentase pertumbuhan 

omset dan aset UMKM baik dari UMKM yang mendapatkan fasilitasi maupun dari total 

UMKM. Pada tahun 2015 peningkatan jumlah omset UMKM secara keseluruhan meningkat 

Rp 6.836.016.524,- (1,37%) dibandingkan tahun 2014. Pada tahun 2016 omset UMKM 

secara keseluruhan mengalami peningkatan  Rp 9.300.702.753,- (1,78%) dibandingkan 

tahun 2015. Asset UMKM pada tahun 2015 Rp 3.146.636.761,- ( 1,52% ) dari tahun 2014. 

Pada tahun 2016 meningkat Rp 4.281.138.451,-  sebesar 2,04% dibandingkan dengan tahun 

2015. Adanya peningkatan aset maupum omset UMKM dipengaruhi oleh adanya daya 

dorong pemerintah daerah, antara lain dengan penerapan kebijakan yang memihak UMKM, 

fasilitasi penguatan modal melalui kemitraan dengan Perbankan dan BUMN, serta 

Pendampingan Kelompok UMKM oleh Perguruan Tinggi.  

Berdasarkan analisis data di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan dalam 

Koperasi dan UMKM adalah belum optimalnya kinerja Koperasi dan UMKM yang dapat 

dilihat dari  volume usaha koperasi dan omset UMKM.  

Target yang hendak dicapai adalah peningkatan volume usaha Koperasi dan 

peningkatan jumlah omset UMKM. Untuk mencapai target tersebut, strategi yang digunakan 

adalah meningkatkan usaha  KUMKM yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi 
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lokal, dan dengan kebijakan peningkatan kelembagaan, permodalan, dan pemberdayaan 

KUMKM. 

 

 

2.3.2.12 Penanaman Modal 

Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN kumulatif sampai dengan  tahun 2016 dari 

target Rp. 494.471.000.000,- dapat direalisasikan  Rp.1.131.936.019.666,- atau tercapai 

sebesar 229%, mengalami peningkatan sebesar  8,79% dari realisasi investasi kumulatif 

sampai dengan tahun 2015 yaitu  Rp. 1.040.440.729.840,-. Pertumbuhan realisasi investasi 

tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan Daerah Istimewa Yogyakarta 

sebesar 17,27% dan nasional sebesar 12,36%. Nilai investasi tersebut disajikan pada tabel 

berikut ini. 

Tabel  2.132  

Nilai Investasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 

N
o 

Uraian Satuan 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

2012 2013 2014 2015 2016 

T
a

rg
e

t 

R
e
a
li

s
a
s
i 

T
a

rg
e

t 

R
e
a
li

s
a
s
i 

T
a

rg
e

t 

R
e
a
li

s
a
s
i 

T
a

rg
e

t 

R
e
a
li

s
a
s
i 

T
a

rg
e
t 

R
e
a
li

s
a
s
i 

1 

Jumlah 
investasi 

yang 
masuk 

PMA dan 
PMDN 

Juta 
Rupiah 

143.654 144.815 363.137 363,137 406.916 619.962 450.694 
1.040.
440 

494.
471 

1.131.936 

Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Jumlah investasi (PMA dan PMDN) sebesar 1.131.936 juta rupiah tersebut terdiri 

dari PMA sebesar 635.621 juta rupiah dan PMDN sebesar 496.315 juta rupiah. Nilai 

investasi terbesar sampai dengan tahun 2016 masih sama dengan tahun 2015 yaitu dari PT. 

JMI (Jogja Magasa Iron) yang merupakan PMA dan bergerak dalam pengolahan bijih besi 

yaitu sebesar Rp. 597.436.939.021,00 sedangkan investasi terbesar PMDN adalah dari CV. 

KHS (Karya Hidup Sentosa) yang merupakan industri alat pertanian yaitu sebesar Rp. 

319.568.155.959,- meningkat  Rp. 57.078.873.409,- dari realisasi tahun 2015 sebesar Rp. 

262.489.282.550,-. Data realisasi investasi selengkapnya ditampilkan dalam Tabel sebagai 

berikut: 
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Tabel  2.133  

Realisasi PMA/PMDN (Sektor Formal) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 

No Perusahaan 
Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 
 

PMA 124.065.150.000 227,761,150,000 272.057.563.019 633.253.727.771 635.620.973.771 

 
a. 

PT. Sung Chang 
Indonesia 

20.919.400.000 20,919,400,000 20.919.400.000 20.919.400.000 20.919.400.000 

 
b. PT. JMI 103.145.750.000 193,145,750,000 236.240.774.269 597.436.939.021 597.436.939.021 

 
c. PT. Epotech Indonesia 

 
13,696,000,000 14.897.388.750 14.897.388.750 14.899.388.750 

 
d. 

PT. Liebe Green 
Standard Technology     

2.365.246.000 

 
e. PT. Khotis Prima Mitra 

     

2 
 

PMDN 20.750.549.984 135,376,815,049 347.905.214.411 407.187.002.069 496.315.045.895 

 
a. PT. Pagilaran 5.825.000.000 5,825,000,000 7.806.300.765 7.806.300.765 7.806.300.765 

 
b. 

PT. Kurnia Bumi 
Pertiwi 

6.200.000.000 7,200,000,000 7.200.000.000 7.200.000.000 7.200.000.000 

 
c. PT. Aneka Sinendo 8.725.549.984 9,725,549,984 9.725.549.984 25.689.426.271 30.333.909.254 

 
d. CV. KHS 

 
77,933,258,715 253.838.576.312 262.489.282.550 319.568.155.959 

 
e. 

PT. Lestari Pelita 
Graha  

11,794,916,485 11.794.916.485 11.794.916.485 11.794.916.485 

 
f. 

PT. Putra Patria 
Adikarsa  

15,398,089,865 15.398.089.865 15.398.089.865 15.398.089.865 

 
g. PT. OSCO 

 
7,500,000,000 7.500.000.000 10.650.000.000 10.650.000.000 

 
h. 

PT. Pramana Putra 
Perkasa   

4.520.000.000 4.520.000.000 4.520.000.000 

 
i. Naturindo Fresh 

  
2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 

 
j. PT. IGP International 

  
5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 

 
k. 

PT. Jaya Makmur 
Prayoga Sentausa   

1.000.000.000 1.120.000.000 1.120.000.000 

 
l. 

PT. Odixa Pharma 
Laboratories   

1.621.781.000 13.000.000.000 14.849.923.500 

 
m. 

Cakra Persada Adi 
Karya   

1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 

 
n. 

PT. Dian Niaga 
Yogyakarta   

1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 

 
o. PT. Energy Puritama 

  
17.000.000.000 17.000.000.000 17.000.000.000 

 
p. 

PT. Hanjaya Mandala 
Sampoerna Tbk   

1.000.000.000 17.297.942.133 17.297.942.133 

 
q. 

CV. Property Plus 
Indonesia    

3.600.000.000 3.600.000.000 

 
r. 

CV. Gunung Batu 
Hidup Abadi    

121.044.000 121.044.000 

 
s. PT. Sae Abadi Santosa 

    
0 

 
t. Sentolo Isti Parama 

    
18.054.763.934 

 
u. 

PT. Parahyangan 
Abadi Land     

7.500.000.000 

  
Total Investasi 

PMA+PMDN 
144.815.699.984 363,137,965,049 619.962.777.430 1.040.440.729.840 1.131.936.019.666 

Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo, 2017 
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Realisasi capaian SPM Penanaman Modal dari tahun 2012 sampai dengan 2016 

adalah sebagai berikut : 

 

Tabel  2.134  

Realisasi SPM Penanaman Modal Tahun 2012 - 2016 

No. Indikator Kinerja 

 
Target 

 Realisasi Capaian Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

A Urusan Penanaman Modal         
 

1 Kebijakan Penanaman Modal       

  Tersedianya informasi peluang 
usaha sektor/bidang unggulan 

1 (satu) 
sektor/ 
bidang 
usaha/ 
tahun 

4 5 5 5 5 

2 Kerjasama Penanaman Modal 
Oleh PDPKM fasilitasi pemerintah 
daerah dalam rangka kerjasama 
kemitraan antara UMKMK tingkat 
Kabupaten/Kota dengan 
pengusaha tingkat 
Provinsi/Nasional 

         

  Jumlah Potensi Pengusaha 
Provinsi / Nasional yang berminat 
melakukan kemitraan dengan 
UMKMK tingkat Kabupaten/Kota 

1 (satu) 
kali/ 
tahun 

1 kali 40 40 40 40 

3 Promosi Penanaman Modal         
 

  Terselenggaranya promosi peluang 
penanaman modal ditingkat 
nasional. 

1 (satu) 
kali/ 
tahun 

4 4 4 4 4 

  Terselenggaranya promosi peluang 
penanaman modal ditingkat 
kabupaten/kota. 

1 (satu) 
kali/ 
tahun 

4 2 1 1 1 

4 Pelayanan Penanaman Modal 
adalah Pemberian segala bentuk 
persetujuan untuk melakukan 
penanaman modal yang diterbitkan 
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 
sesuai kewenangannya 
berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

      

 Terselenggaranya pelayanan 
perizinan dan non perizinan bidang 
penanaman modal melalui 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(PTSP) PDKPM di tingkat 
Kabupaten/kota. 

100 % 100 100 763  763 663 

5 
Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

        
 

  Terselenggaranya bimbingan 
pelaksanaan Kegiatan Penanaman 
Modal kepada masyarakat dunia 
usaha 

1 (satu) 
kali/ 
tahun 

1 2 2 2 2 

6 Pengelolaan Data dan Sistem 
Informasi Penanaman Modal 

         

  Terimplementasikannya Sistem 
Pelayanan Informasi dan Perizinan 
Investasi Secara Elektronik 
(SPIPISE). 

100% 0 100 100 100 100 

7 Penyebarluasan, Pendidikan dan 
Pelatihan Penanaman Modal. 
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No. Indikator Kinerja 

 
Target 

 Realisasi Capaian Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

  Terselenggaranya sosialisasi 
kebijakan penanaman modal 
kepada masyarakat dunia usaha 

1 (satu) 
kali/ 
tahun 

1 1 1 1 1 

Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Pelayanan Penanaman Modal adalah pemberian segala bentuk persetujuan untuk 

melakukan penanaman modal yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai 

kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Kabupaten 

Kulon Progo sendiri terselenggara pelayanan perizinan dan non perizinan bidang 

Penanaman Modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDKPM sebanyak 53 kali 

dengan rumus: (Jumlah Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani PTSP PDKPM) / 9 

X 100% capaian lebih 100%. 

Dalam  hal perijinan, kondisi Pelayanan Perizinan ditampilkan dalam Tabel  berikut 

ini. 

Tabel  2.135  

Pelayanan Perizinan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 

N
o 

Uraian Satuan 

2012 2013 2014 2015 2016 

Targe
t 

Reali
sasi 

Targe
t 

Reali
sasi 

Targe
t 

Reali
sasi 

Targe
t 

Reali
sasi 

Targe
t 

Reali
sasi 

1 

Jumlah 
perijinan 
yang 
diterbitkan 

Perijinan 3.500 4.607 3.500 4.126 4.200 3.750  3.500 3.458 3.000 4.248 

2 
Jumlah 
pengajuan 
perijinan* 

Perijinan n/a 4.676 n/a 4.174 4.200 3.796  3.500 3.514 3.000 4.309 

3 

jumlah 
pengajuan 
perijinan 
yang tidak 
memenuhi 
syarat 

Perijinan 0 69 0 48 0 46 0 56 0 61 

4 

Indeks 
Kepuasan 
Masyaraka
t (IKM) 

 
81,30 n/a 77.82 77.82 78 77,20 79 79,78 80 82,06 

Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa bahwa capaian peningkatan kualitas pelayanan 

publik pada tahun 2016 adalah sebesar 94,62% atau lebih tinggi dari target sebesar 94%. 

Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 

sudah baik yang ditunjukkan dengan angka IKM sebesar 82,06% jauh lebih tinggi dari yang 

ditargetkan yaitu sebesar 80%. Angka itu menunjukkan bahwa masyarakat merasa puas 

dengan pelayanan perizinan yang diberikan. Jumlah perizinan yang diterbitkan sebanyak 
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4.248 izin, melebihi  jumlah yang ditargetkan yaitu sebesar 3.000 izin. Kondisi ini disebabkan 

karena beberapa hal diantaranya adalah dilakukannya sistem perizinan dengan jemput bola 

yaitu petugas melakukan sosialisasi perizinan dan sekaligus melayani dan melakukan 

proses perizinan di tempat. Perizinan dengan jemput bola ini dilakukan di beberapa pasar di 

wilayah Kabupaten Kulon Progo. Faktor lain yang mempengaruhi tinginya angka perizinan 

adalah adanya surat peringatan kepada pemilik izin yang masa izinnya sudah habis agar 

segera memperbaharui izin yang dimilikinya. Hal ini cukup efektif selain meningkatkan 

jumlah izin juga sebagai bentuk pengawasan terhadap perizinan. Faktor eksternal 

meningkatnya jumlah perizinan adalah meningkatnya investasi di bidang perumahan. 

Permasalahan pada urusan penanaman modal adalah: masih perlunya peningkatan 

pemahaman masyarakat terhadap masuknya investasi di Kabupaten Kulon Progo, harga 

lahan yang akan digunakan untuk investasi yang relatif tinggi (pada lahan yang berstatus 

lahan milik masyarakat) sehingga menimbulkan investasi biaya tinggi (high cost invesment), 

sarana dan prasarana pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis ekonomi 

kabupaten dan kawasan peruntukan industri masih relatif minim, belum optimalnya promosi 

investasi, belum optimalnya kesadaran perusahaan pemegang izin prinsip melaksanakan 

kewajibannya, dan sarana dan prasarana pelayanan yang belum memadai dan belum 

memenuhi standar PTSP  

Dengan dimulainya pembangunan bandara, penanaman modal akan memiliki 

peluang pengembangan yang cukup besar. Target yang akan dicapai pada akhir tahun 

RPJMD adalah peningkatan realisasi nilai investasi, peningkatan pemantauan dan 

pengawasan investasi, dan peningkatan pelayanan perijinan terpadu. Upaya mencapai 

target tersebut dilakukan dengan strategi meningkatkan investasi yang mendorong 

perekonomian rakyat dan kesempatan kerja dilakukan dengan peningkatan pelayanan dan 

promosi investasi, pemantauan dan pengawasan investasi, sedangkan dalam hal perijinan 

dilakukan peningkatan kualitas pelayanan untuk meningkatkan indek kepuasan konsumen. 

Kebijakan yang akan ditempuh adalah peningkatan pelayanan dan promosi investasi. 

 

2.3.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 

Pemuda merupakan aset pembangunan terutama di bidang SDM, sebagai 

pemersatu langkah-langkah pendukung dalam pembangunan. Peran organisasi 

kepemudaan dalam pembangunan sangat dibutuhkan. 

Program dan kegiatan kepemudaan serta keolahragaan diupayakan dapat 

meningkatkan dinamika kegiatan kepemudaan dan olah raga yang dilakukan oleh 

masyarakat. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan berbagai kegiatan kepemudaan skala 

regional maupun nasional, diantaranya pengiriman pemuda/pemudi dalam kegiatan Bhakti 
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Pemuda Antar Propinsi dan Pemuda Pelopor yang diselenggarakan oleh Kemenpora RI, 

serta pengiriman pemuda/pemudi dalam lomba kewirausahaan yang diselenggarakan oleh 

Balai Pemuda Dan Olah raga DIY. Demikian juga halnya dengan berbagai kegiatan 

keolahragaan yang telah dilaksanakan baik di tingkat kabupaten ataupun pengiriman atlet di 

tingkat propinsi, regional, maupun nasional. 

Jumlah organisasi pemuda dan olahraga tahun 2012-2016 tidak mengalami 

perubahan namun pada jumlah klub olah raga mengalami peningkatan. Hal ini 

mengindikasikan adanya peningkatan minat masyarakat terhadap olahraga namun masih 

perlu ditingkatkan pembinaannya kearah olahraga berprestasi. Kegiatan kepemudaan pada 

tahun 2012-2016 masih relatif sedikit. Untuk itu pembinaan di perlukan dalam rangka 

meningkatkan prestasi pemuda dan meningkatkan kapasitas kemampuan pemuda di bidang 

kewirausahaan, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, kebudayaan, dan pendidikan.  

 

Tabel  2.136  

Jumlah Organisasi, Klub dan Kegiatan Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 

 

No Uraian 
Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 Organisasi pemuda 38 38 38 38 38 

2 Organisasi Olahraga 34 34 34 34 34 

3 Klub Olahraga 244 235 235 235 266 

4 Kegiatan pemuda 3 3 3 3 3 

5 Kegiatan Olahraga 87 90 90 90 90 

       

Sumber: Dnas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Hingga saat ini jumlah cabang olah raga (cabor) yang dibina di Kabupaten Kulon 

Progo sebanyak 34 cabor jika dibandingkan dengan cabang olah raga yang berprestasi dan 

non prestasi di tahun 2016 jumlahnya masih sangat minim hanya ada empat Cabor 

berprestasi dan lima untuk cabor non prestasi. Jumlah Cabor berprestasi menurun jauh dari 

tahun sebelumnya dengan capian 24 cabor berprestasi. Penyebabnya masih minimnya 

rekruitmen atlit-atlit baru pada olahraga prestasi dan belum sepenuhnya didukung oleh 

sarana dan pra sarana yang berkualitas.  
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Tabel  2.137  

Jumlah Cabang Olahraga Olahraga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 

 

No. Uraian Satuan 
Realisasi 

2015 2016 

1 Jumlah cabang olahraga yang dibina Cabor 34 34 

2 Jumlah cabang olahraga yang berprestasi Cabor 24 4 

3 Jumlah cabang olahraga yang mewakili kabupaten Cabor 34 34 

4 Jumlah kegiatan cabang olahraga non prestasi Cabor 4 5 

Sumber: Dnas Pendidikan  Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Adapun berbagai prestasi yang telah diraih pemuda dan atlet Kulon Progo pada 

beberapa cabang olah raga pada tingkat regional dan nasional pada tahun 2017 cukup 

membanggakan.Tabel berikut ini menyajikan capaian prestasi pemuda dan atlet dalam 

berbagai Kejuaraan Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Nasional. 

Gambaran prestasi olah raga Kabupaten Kulon Progo dalam kancah regional 

ditunjukkan pada tabel di bawah ini. 

Tabel  2.138  

Perolehan Medali Kontingen Kulon Progo Dalam Pekan Olah Raga Tingkat Provinsi 

No. PORDA/PORPROV 
Perolehan Medali 

Emas Perak Perunggu 

1. PORDA 2005 45 39 63 

2. PORDA 2007 18 42 84 

3. PORPROV 2009 26 37 61 

4. PORPROV 2011 22 25 62 

5. PORDA DIY 2013 20 27 66 

6. PORDA DIY 2015 23 39 74 

7. PORDA DIY 2017 32 28 74 

Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Gambaran prestasi pemuda Kabupaten Kulon Progo dalam kancah regional dan 

nasional ditunjukkan pada Tabel di bawah ini 

Tabel  2.139  

Prestasi Pemuda Kulon Progo Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional 

No. Uraian Satuan 
Realisasi 

2015 2016 

1 Jumlah pemuda mengikuti kegiatan kepemudaan skala 
regional dan nasional 

Orang 28 10 
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2 Jumlah prestasi yang diraih kepemudaan  dalam skala 
regional dan nasional 

Orang 5 8 

Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

2.3.2.14 Statistik 

Data statistik merupakan salah satu instrumen dalam perumusan kebijakan serta 

evaluasi pembangunan yang lebih tepat sasaran. Kunci pokok keberhasilan sebuah 

perencanaan terletak pada ketersediaan data dan informasi statistik yang andal dan 

terpercaya. Data dan informasi statistik yang berkualitas menjadi rujukan semua pihak dalam 

merancang kebijakan maupun dalam melakukan pamantauan dan evaluasi agar sasaran 

yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. 

Data statistik sudah menjadi kebutuhan publik dalam arti luas, bukan saja untuk 

kepentingan pemerintah saja tetapi juga menjadi kebutuhan para stakeholders, dunia usaha, 

akademisi, para pengamat serta masyarakat pada umumnya. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyebutkan 

bahwa jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. 

Penyelenggaraan statistik dasar dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, 

statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan 

fungsinya baik secara mandiri maupun bersama dengan BPS. Dalam penyelenggaraan 

kegiatan statistik, khususnya jenis statistik sektoral. 

 
Upaya peningkatan kualitas data Kabupaten Kulon Progo menghadapi beberapa 

permasalahan baik permasalahan internal dan eksternal, diantaranya ialah sebagai berikut. 

 Terbatasnya SDM statistik profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugasnya. 

 Adanya perbedaan persepsi suatu data yang menjadikan beberapa versi data 

menurut masing-masing sumbernya. 

 Rendahnya  kualitas data yang dihasilkan dikarenakan masih kurangnya kesadaran 

responden, baik rumah tangga, perusahaan, maupun institusi/lembaga dalam 

memberikan data maupun informasi secara jujur. 

 Belum terpenuhinya peningkatan kebutuhan ragam data dan informasi statistik 

wilayah kecil, termasuk data mikro. 

Hal tersebut menjadikan terlambatnya penyajian data untuk pembangunan. Data 

yang dibutuhkan dalam proses perencanaan adalah data sampai dengan n+2, sedangkan 

data yang tersedia adalah n-1. Hal ini kemudian diantisipasi dengan memproyeksikan suatu 

data hingga diperoleh proyeksi data untuk acuan perencanaan pembangunan. 
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Upaya kedepan ditempuh melalui capaian Program Pengembangan 

Data/Informasi/Statistik dengan indikator penilaian jumlah data statistik yang tersedia dengan 

perbandingan jumlah data statistik yang seharusnya tersedia diupayakan peningkatan 

kualitas data pembangunan yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dengan cara 

meningkatkan koordinasi dengan BPS, SKPD terkait, Desa, stakeholder lainnya dan 

memperkuat forum satu data pembangunan. 

 

2.3.2.15 Persandian  

Program Persandian diselenggarakan dalam rangka peningkatan pengamanan 

informasi guna mendukung stabilitas kemananan Negara Kesatuan Republik Indonesian. 

Untuk itu diperlukan adanya pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi 

persandian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia persandian, penataan persandian 

dan pemanfaatan tekhnologi persandian. 

Capaian kegiatan yang telah dilakukan untuk program persandian yaitu 

terlaksananya pengelolaan dan pengamanan jaringan komunikasi sandi internal Pemkab 

(JKS), jaringan Telepon dan Radio, sinyal frekuensi pada 21 ruang, dan koordinasi 

persandian dalam  Forum komunikasi petugas sandi satu kali, pengelolaan Komunikasi 

Sandi Daerah seperti tercantum dalam Tabel berikut ini. 

Permasalahan dalam pengelolaan Komunikasi Sandi Daerah yaitu belum 

optimalnya pengamanan jaringan informasi baik jenis informasi maupun konten informasi 

dan pengamanan pada fasilitas vital/ruang publik/instalasi penting di lingkup kabupaten 

Kulon Progo. Upaya kedepan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pengelolaan 

persandian adalah dengan meningkatkan pengamanan jaringan informasi baik jenis 

informasi maupun konten informasi dan peningkatan pengamanan jaringan komunikasi pada 

fasilitas vital/ruang publik/instalasi penting di lingkup Kabupaten Kulon Progo melalui 

tercapainya pengelolaan persandian dengan indikator penilaian Jumlah jenis informasi yang 

diamankan sesuai dengan peraturan dan jumlah ruang yang sudah diamankan. 

 

2.3.2.16   Kebudayaan  

Pelaksanaan urusan kebudayaan di Kulon Progo difokuskan untuk mengangkat 

kesenian tradisonal, upacara-upacara adat yang berkembang di masyarakat. Salah satu 

kesenian yang menjadi ciri khas ialah seni angguk putri. Seni Angguk Putri dapat 

memberikan warna sebagai identitas kebanggaan daerah, bahkan dalam rangka 

memasyarakatkan seni angguk ini telah diciptakan kreasi senam khas Kulon Progo yaitu 

senam angguk. Selain itu juga telah diupayakan mengangkat sendratari lokal Kulon Progo 
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yaitu sendratari Sugriwo Subali, yang dipentaskan di Gua Kiskendo. Atraksi sendratari ini 

telah berhasil meningkatkan kunjungan wisata ke obyek wisata Gua Kiskendo. Kesenian 

yang mulai dikenalkan kembali yaitu seni krumpyung, jabur dan wayang cangkem. 

Berbagai upacara adat juga dilestarikan keberadaannya seperti upacara adat 

saparan rebo pungkasan, saparan kalibuko, tradisi wiwitan, gumbregi, dan sebagainya. 

Selain itu setiap tahun juga dilaksanakan upacara nyadran agung yang dilaksanakan 

menjelang bulan Ramadhan, upacara ini disamping bertujuan untuk melestarikan tradisi juga 

sebagai ajang kembalinya warga Kulon Progo di perantauan. 

Salah satu bentuk budaya yang lain adalah benda peninggalan sejarah. Di wilayah 

Kabupaten Kulon Progo banyak ditemukan benda peninggalan sejarah yang bernilai historis 

tinggi, yang sebagian sudah berhasil dikumpulkan dan diidentifikasi. Benda peninggalan 

sejarah yang ada hingga tahun 2016 sebanyak 304 buah dan saat ini sebagian disimpan di 

Balai Agung Komplek Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, yang difungsikan sebagai embrio 

museum walaupun kondisinya belum layak. Mulai tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Kulon 

Progo dengan bantuan Dana Keistimewaan sedang membangun sebuah Taman Budaya. 

Harapannya pada saatnya nanti dengan Dana Keistimewaan juga dapat dibangun museum 

yang representatif untuk menyimpan dan memelihara benda-benda cagar budaya, agar tetap 

terjaga baik kondisi maupun keamanannya. Selain itu dengan terbangunnya museum 

nantinya masyarakat dapat melihat secara langsung koleksi-koleksi yang ada untuk 

meningkatkan pengetahuan dan apresiasi terhadap benda-benda cagar budaya tersebut. 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan pelestarian dan 

pengembangan budaya selain dengan dana APBD juga mengoptimalkan dana 

keistimewaan. Usulan dana keistimewaan difokuskan pada penyelesaian Taman Budaya 

dan pembangunan geoheritage Kiskendo dan Kliripan. 

 

2.3.2.17   Perpustakaan 

Perpustakaan memiliki peran yang sangat strategis dalam mentransformasikan ilmu 

pengetahuan menuju masyarakat cerdas,kritis dan inovatif, disamping sebagai pelestari nilai 

budaya di masyarakat. Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada 

meningkatnya kegemaran membaca masyarakat (reading habit society) menuju masyarakat 

belajar (learning society) yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. 

Oleh sebab itu, perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap dan mudah serta 

murah.  

Peningkatan minta baca masyarakat dapat dilihat salah satunya dengan 

meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat keperpustakan. Seperti terlihat dalam tabel 

dibawah ini : 
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Tabel  2.140  

Capaian Kinerja Pelayanan Perpustakaan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2016  

No Uraian 

Capaian Kinerja 

2015 
2016 

Target Capaian 

1. Jumlah kunjungan perpustakaan 101.515 84.250 113.316 

2. Jumlah populasi yang harus dilayani 308.404 339.401 333.035 

3. Jumlah buku 37.640 34.891 45.825 

4. Jumlah target buku 37.640 34.891 45.825 

Sumber data : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Jumlah Pengunjung perpustakaan meskipun mengalami peningkatan disetiap 

tahunnya namun masih minim dari target jumlah populasi yang harus dilayani. Hal ini 

menunjukkan bahwa masyarakat belum memanfaatkan layanan perpustakaan yang tersedia. 

Pada tahun 2015 jumlah pengunjung sebanyak 101.515 orang dari populasi yang dilayani 

sebanyak 308.404 orang, sedangkan di tahun 2016 sebanyak 113.316 orang dari populasi 

yang dilayani sebanyak 333.035 orang.  

Faktor pendukung yang berperan penting untuk meningkatkan minat baca yaitu 

tersedianya jumlah buku perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. Jumlah 

setiap tahunnya menunjukkan peningkatan meskipun terjadi penambahan dan pengurangan 

jumlah buku dan koleksi bahan pustaka yang dikarenakan beberapa sebab, meliputi 

pengadaan bahan pustaka, buku rusak dan hibah dari masyarakat Kulon Progo. 

Terjadi peningkatan kunjungan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun dan ini  

menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai memahami bahwa salah satu pintu masuk ke 

peningkatan kualitas SDM diantaranya dengan membaca. 

Hal ini didukung dengan meningkatnya jumlah buku perpustakaan tahun. Secara 

rinci jumlah buku perpustakaan adalah sebagai berikut. 

 

Tabel  2.141  

Jumlah Buku Perpustakaan Tahun 2014-2016 

No Judul/Kelompok 
Jumlah 

2014 2015 2016 

1. Umum 1,245 1.572 2.781 

2 Psikologi 1,566 1.652 2.399 

3. Agama 3,265 3.412 5.177 

4. Ilmu Sosial 3,008 3.742 7.218 

5. Bahasa 756 828 1.608 

6. Ilmu Murni 944 1.183 3.177 

7. Ilmu Terapan 5,955 6.455 9.472 

8. Kesenian dan OR 1,145 1.292 2.267 

9. Sastra 5,078 6.043 9.368 

10. Sejarah dan Geografi 1,324 1.451 2.280 
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No Judul/Kelompok 
Jumlah 

2014 2015 2016 

11. Koleksi Anak 1,631 1.631 1.631 

12. Buku Referensi 1,176 943 943 

13. Koleksi Keliling 2,337 2.337 2.337 

14. Koleksi Rumpin 5,210 5.099 5.099 

Jumlah 34.640 37,640 45.825 

Sumber data : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Hal yang juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan minat baca masyarakat 

adalah keberadaan perpustakaan yang memenuhi standar atau berkategori lanjut. Secara 

rinci jumlah pembinaan pengelolaan perpustakaan se-Kabupaten Kulon Progo adalah 

sebagai berikut. 

 

Tabel  2.142  

Pembinaan pengelolaan Perpustakaan Dinas Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 

No Perpustakaan Jumlah Kategori Lanjut 

1. Perpustakaan Komunitas 20 2 

2. Perpusatakaan desa 93 12 

3. Perpustakaan sekolah 513 - 

4. Perpustakaan Instansi 27 - 

5. Perpustakaan Ponpes 10 - 

Total 663 14 

Sumber data : Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Kulon Progo, 2016 

Jumlah perpustakaan keseluruhan yang dilaksanakan pembinaan sebanyak 663 

perpustakaan dan perpustakaan kategori lanjut pada tahun 2016 terealisasi 14 perpustakaan 

dari target sejumlah 16 perpustakaan Jumlah ini masih sama dengan realisasi tahun 2015. 

Selain itu juga meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan diperhitungkan melalui 

layanan  perpustakaan keliling. 
 

 

2.3.2.18 Kearsipan  

Pengelolaan arsip statis mencakup kegiatan yang dilakukan guna penyelamatan 

dan pelestarian dokumen/arsip dengan cara mengoptimalkan sarana dan prasarana 

kearsipan yang ada didalam pengelolaannya. Capaian pendampingan kepada Unit Kerja dan 

desa untuk menerapkan arsip sesuai kaidah kearsipan mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun. Keberhasilan dalam pengelolaan arsip di SKPD tidak terlepas dari kesadaran Unit 

Kerja dan desa tentang pentingnya pengelolaan kearsipan. Capaian Pengelolaan Kearsipan 

tersebut seperti terlihat dalam tabel berikut: 
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Tabel  2.143  

Capaian Pengelolaan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2016 

No. Uraian 

Capaian Kinerja 

2014 
2016 

2015 2016 

1. 
Jumlah unit kerja yang menerapkan arsip sesuai 
kaidah kearsipan 

19 23 27 

2. Jumlah unit kerja 105 105 106 

3. 
Jumlah desa yang menerapkan arsip sesuai kaidah 
kearsipan 

12 22 23 

4. Jumlah desa 87 87 87 

5. Jumlah arsip statis yang didapatkan 2.500 5.000 5.400 

6. Jumlah rencana arsip statis yang akan didapatkan 3.000 3.000 5.000 

 Capaian indikator kinerja program 38.41 71.29 53.30 

Sumber data : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

 

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan 

2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan 

Peran sektor kelautan dan perikanan dalam pengembangan perekonomian di 

Kabupaten Kulon Progo sangat strategis, karena sektor ini sangat diperlukan dalam upaya 

mendukung pemenuhan kebutuhan pangan (protein hewani), menciptakan lapangan kerja 

dan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan. 

Realisasi pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2012 sampai dengan 

2016 disajikan dalam Tabel berikut. 

Tabel  2.144  

Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan Tahun 2012-2016 

No. Kondisi 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Produksi ikan budidaya (ton) 12.565 13.810 14.324 14.338 13.458 

2. Produksi ikan tangkap (ton) 1.410 1.217 1.482 1.046 1.648 

3. 
Konsumsi makan ikan 
(kg/kap/th) 

19,60 21,25 22,35 23.98 24,22 

Sumber data: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Produksi ikan budidaya pada tahun 2016 bila dibandingkan dengan capaian 

produksi tahun 2015 menurun sebesar 6,53%. Usaha budidaya ikan baik dari kolam maupun 

tambak mengalami penurunan merupakan dampak adanya proyek pembangunan bandara 

yang sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Temon. Produksi ikan tangkap tahun 

2016 bila dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami peningkatan 57,55%. Produksi 
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perikanan tangkap dari tangkap laut meningkat 12,93% dari tahun 2015 sedangkan dari 

tangkap perairan umum (PU) meningkat 9,71%. Beberapa hal yang masih menjadi kendala 

dalam produksi perikanan tangkap yaitu nelayan tidak bisa setiap hari melaut dikarenakan 

nelayan menggunakan perahu motor tempel (PMT) yang sangat tergantung oleh cuaca 

seperti angin, gelombang, posisi bulan, pasang surut dan belum bisa beroperasionalnya 

Pelabuhan Tanjung Adikarta. Capaian konsumsi makan ikan tahun 2016 bila dibandingkan 

dengan capaian konsumsi makan ikan tahun 2015 mengalami kenaikan 1,01% dari 23,98 

kg/kap/th menjadi 24,22 kg/kap/th. Selain dari produksi ikan dalam daerah Kulon Progo 

sendiri, ketersediaan ikan konsumsi tergantung dari banyaknya ikan yang masuk dan keluar 

wilayah Kulon Progo. Ikan yang masuk dan keluar baik berupa ikan segar maupun ikan 

olahan seperti ikan asin, pindang, dan lain-lain.  

Kondisi sumber daya manusia (SDM) bidang kelautan dan perikanan Tahun 2016  

terdiri dari jumlah RTP tangkap laut (nelayan) 636 RTP, jumlah RTP tangkap perairan umum 

(nelayan PU) 1.187 RTP, jumlah pedagang/pemasar ikan 414 orang, jumlah  pengolah ikan 

114 orang, jumlah kelompok pembudidaya ikan 354 kelompok, kelompok nelayan 31 

kelompok, jumlah kelompok pengawas (POKWASMAS) 20 kelompok. SDM Pengelola TPI 

dan Pangkalan Pendaratan Ikan 4 orang. Tingkat pendidikan nelayan di Kabupaten Kulon 

Progo 57,88% berpendidikan sampai dengan SLTP. Hanya 59 orang dari total nelayan di 

Kabupaten Kulon Progo yang memegang sertifikat kompetensi ANKAPIN, ATKAPIN, 

navigasi, perawatan mesin, BST dan sertifikat layak tangkap dan layak simpan. 

Pemberdayaan nelayan menyambut beroperasinya Tanjung Adikarto dengan pembinaan 

dan bantuan fasilitasi kepada nelayan dengan kapal kurang dari 10 gros ton dan pembinaan 

terhadap TPI sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing nelayan.  

Permasalahan yang dihadapi pada perikanan budidaya ketersediaan air pada waktu 

tertentu kurang akibat pengaturan air irigasi untuk mendukung pola tanam, fluktuasi 

ketersediaan benih ikan, tingginya harga pakan pabrikan, belum/kurang berkembangnya 

pengelolaan pasca panen dan pengolahan produk. Pada perikanan tangkap, belum 

selesainya pembangunan fisik pelabuhan perikanan Tanjung Adikarta menyebabkan nelayan 

tidak dapat melaut secara optimal. Sementara itu permasalahan pada kelembagaan dan 

sumberdaya manusia, kelembagaan kelompok belum mantap dan adanya keterbatasan 

kemampuan manajerial dan ketrampilan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar 

produk perikanan 

Target yang akan dicapai adalah peningkatan produksi perikanan budidaya, 

peningkatan produksi perikanan tangkap, peningkatan pelestarian sumber daya perikanan 

dan kelautan,  peningkatan daya saing produk kelautan perikanan. Strategi yang digunakan 

adalah meningkatkan daya saing komoditas unggulan pertanian dan perikanan dengan 

kebijakan peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan dan diversifikasi pangan. 
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2.3.3.2 Pariwisata  

Sebagai daerah tujuan wisata, DIY menempatkan sektor pariwisata sebagai salah 

satu pendukung perekonomian daerah. Semakin tinggi tingkat kunjungan wisata geliat 

perekonomian semakin baik. Berikut perkembangan kunjungan wisatawan di kabupaten se-

DIY (Gunung Kidul, Bantul, Sleman, dan Kulon Progo). 

Tabel  2.145  

Kunjungan  Wisatawan pada Obyek Wisata di Kabupaten se-DIY Tahun 2011-2015 

No Obyek Wisata 
Jumlah Pengunjung (orang) 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Gunung Kidul 616,696 1,175,243 1,771,980 2,030,257 2,642,759 

2 Bantul 1,740,417 2,356,578 2,229,569 2,298,351 2,500,114 

3 Sleman 3,277,728 3,418,254 3,613,577 4,132,933 5,196,816 

4 Kulon Progo 345,879 377,442 416,998 415,132 519,725 

 
Jumlah 5,980,720 7,327,517 8,032,124 8,876,673 10,859,414 

Sumber: Bappeda Kabupaten Gunung Kidul,  
    Bappeda Kabupaten Bantul, 
    Bappeda Kabupaten Sleman,  
    Bappeda Kabupaten Kulon Progo (diolah), 2017 

 

Di empat kabupaten tersebut, kunjungan wisatawan mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun, dengan rata-rata peningkatan kunjungan wisatawan sebesar 2,84% setiap 

tahunnya. Peningkatan kunjungan masing-masing kabupaten cukup berimbang dan tidak 

ada yang mengalami kenaikan secara signifikan. Jika dilihat dari jumlah kunjungan, 

kunjungan wisata ke Kulon Progo paling rendah dibandingkan dengan tiga kabupaten 

lainnya, yaitu rata–rata sebesar 5,11% dari total kunjungan wisata di empat kabupaten pada 

setiap tahunnya.  

Perkembangan kunjungan wisatawan di Kabupaten Kulon Progo di setiap tahun 

mengalami peningkatan yang baik. Pada Tabel di bawah terlihat bahwa kunjungan wisata 

pada tahun 2013 mencapai 416.498 orang bertambah 31.553 orang atau meningkat 5,16% 

dibandingkan tahun 2012. Pendapatan retribusi pariwisata yang disajikan di Tabel berikut 

menunjukkan bahwa tahun 2013 mencapai Rp 1.613.811.00 atau meningkat sebesar 

10,35% dibandingkan tahun 2012. Kunjungan wisatawan pada tahun 2014 adalah 415.136 

orang dan pada tahun 2015 mencapai 519.339 atau meningkat 25,1%. Pendapatan retribusi 

retribusi tahun 2015 mencapai Rp2.318.531.000,00 atau meningkat 22,60%. Sedangkan 

kunjungan wisatawan pada tahun 2016 adalah 716.390  orang meningkat 37,94% 

dibandingkan dengan tahun 2015, dengan pendapatan retribusi mencapai 

Rp2.613.102.000,00. 
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Tabel  2.146  

Perkembangan Wisatawan pada Obyek Wisata Kabupaten Kulon Progo  

Tahun 2012-2016 

No Obyek Wisata 
Jumlah Pengunjung (orang) 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 Pantai Glagah 278.805 293.981 282.639 335.635 314.021 

2 Pantai Congot 37.446 37.821 18.802 37.633 57.605 

3 Pantai Trisik 23.036 22.472 38.657 13.911 11.074 

4 Waduk Sermo 20.554 30.643 37.201 81.460 102.238 

5 Goa Kiskendo 6.698 7.060 10.943 15.710 14.671 

6 Puncak Suroloyo 10.903 24.521 26.814 34.939 23.994 

7 
Kolam Renang 

Tanjungsari 
- - 80 51 - 

8 WA Nglinggo - - - - 192.787 

 
Jumlah 377.442 416.498 415,136 519.339 716.390 

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, 2017 
 
 
 

Tabel  2.147  

Perkembangan PAD Dari Retribusi Pariwisata Kabupaten Kulon Progo 

Tahun 2012-2016 

No 
Obyek Wisata/ 

Retribusi 

Pendapatan Retribusi Per Tahun (Rp.000) 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 Pantai Glagah 992.593 1.157.421 1.317.885 1.543.528 1.499.349 

2 Pantai Trisik 59.633 65.763 68.483 50.047 48.987 

3 Waduk Sermo 55.415 96.315 143.695 307.618 460.814 

4 Pantai Congot 133.918 147.712 171.410 171.783 274.948 

5 Goa Kiskendo 17.422 21.926 29.222 58.120 60.260 

6 Puncak Suroloyo 28.535 71.880 96.789 131.932 106.965 

7 
Kolam Renang 
Tanjungsari  

- 240 153 - 

8 WA Nglinggo - - - - 41.052 

9 Wisma Sermo 28.960 36.020 37.850 33.250 30.330 

10 
Parkir di obyek 
wisata/lain-lain 
yang sah 

2.544 16.774 25.550 22.100 90.397 

 
Jumlah 1.319.020 1.613.811 1.891.124 2.318.531 2.613.102 

Sumber data : Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Selain tujuan wisata yang beretribusi, di Kabupaten Kulon Progo juga berkembang 

wisata non retribusi, satu diantaranya adalah desa wisata. Masing-masing desa wisata 
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memiliki ciri dan keunikan tersendiri. Desa wisata berorientasi pada pemberdayaan 

masyarakat dengan bertumpu pada potensi alam, seni budaya, dan keunikan kehidupan 

desa yang alami. Pada tahun 2016 tercatat 15 desa wisata namun yang aktif ada 10 desa 

wisata. Tabel berikut ini memuat desa wisata aktif yang ada di Kabupaten Kulon Progo. 

 

Tabel  2.148  

Desa Wisata di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 

No Desa Wisata Kecamatan 
Kedekatan 

dengan Obyek 
Wisata 

Keterangan 

1 Sidorejo Lendah Pantai Trisik Bendungan Sapon, budaya, batik, 
blangkon, kerajinan kembang kering, 
outbound di tepi Sungai Progo 

2 Kalibiru Kokap Waduk Sermo Hutan Wisata Kalibiru, alam 
perbukitan Menoreh, outbond 

3 Sermo Hargowilis Kokap Waduk sermo Waduk Sermo, Alam Perbukitan 
Menoreh 

4 Jatimulyo Girimulyo Goa Kiskendo-
Sumitro 

Penelusuran Goa, agro salak 

5 Banjarasri Kalibawang Monumen 
Nasution, 
Monumen Markas 
Besar Komando 
Djawa 

Wisata sejarah, ritual, Makam 
Pangeran Aris Langu, Petilasan 
Demang Abang, Narang Nanggolo. 

6 Banjaroya Kalibawang Lourdess 
Sendangsono, 
Ancol 

Ritual, ziarah, Makam Kyai Krapyak, 
Makam Pengikut P. Diponegoro, 
Kesenian Strek, Embung Banjaroya, 
Durian Trip 

7 Nglinggo – 
Pagerharjo 

Samigaluh Nglinggo, Candi 
Borobodur 

Treking, menyadap nira aren, 
Lengger Tapeng, petilasan Linggo 
Manik, Gagak Roban, Dalem Tunu, 
Buto Sinjang 

8 Sidoharjo Samigaluh Puncak Suroloyo Panorama Menoreh, Grojogan / 
Curug Sidoharjo, Coffee Tour 

9 Purwoharjo Samigaluh Goa Sriti Goa, Latar belakang Sejarah 
Diponegoro, budaya 

10 Purwosari Girimulyo Goa Kiskendo, 
Goa Kidang 
kencana 

Goa kidang kencana, Air terjun, 
Budaya, Agro 

Sumber data : Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, 2017 
 

Tabel  2.149  

Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Tahun 2016 Di Kabupaten Kulon Progo 

NO NAMA POKDARWIS ALAMAT 

1 SERMO HARGOWILIS Sermo, Hargowilis, Kokap 

2 GULUREJO Gulurejo, Lendah 

3 PERMATA Glagah, Temon 

4 KALIBIRU Kalibiru, Hargowilis, Kokap 

5 CONGOT Congot, Jangkaran, Temon 

6 SUROLOYO Suroloyo, Gerbosari, Samigaluh 
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NO NAMA POKDARWIS ALAMAT 

7 GOA KISKENDO Jatimulyo, Girimulyo 

8 TINALAH PURWOHARJO Purwoharjo, Samigaluh 

9 TAMAN TIRTA WIYATA Krembangan, Panjatan 

10 SENDANG PENGILON Banjaran, Hargomulyo, Kokap 

11 BANJAROYA Banjaroya, Kalibawang 

12 PESONA DEPOK ASRI Banjarasri, Kalibawang 

13 KALIREJO Kalirejo, Kokap 

14 PURWOSARI Purwosari, Girimulyo 

15 ADIKARTO MANUNGGAL Karangwuni, Wates 

16 HARGOREJO Hargorejo, Kokap 

17 HARGO MUKTI Hargotirto, Kokap 

Sumber data : Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, 2017 
 

Perkembangan kunjungan yang dikelola masyarakat mengalami peningkatan yang 

signifikan dari tahun ke tahun. Jumlah pengunjung pada tahun 2012 sebanyak 208.332 

orang menjadi 220.273 orang pada tahun 2013. Pada tahun 2014 mencapai 338.641 orang 

dan meningkat sedikit di tahun 2015 sebanyak 356.797 orang. Pada tahun 2016 mengalami 

peningkatan yang luar biasa sebanyak 708.145 orang dibandingkan tahun sebelumnya. 

Seiring dengan peningkatan jumlah kunjungan wisata, pelayanan terhadap 

wisatawan menjadi hal yang sangat penting. Pemandu wisata menjadi salah satu pelayanan 

yang langsung menyentuh kepada kebutuhan wisatawan akan informasi. Pemberdayaan 

masyarakat lokal sebagai pemandu wisata menjadi prioritas di setiap obyek wisata yang 

dikelola masyarakat dengan peningkatan kualitas SDM pemandu melalui sertifikasi pemandu 

wisata. Berikut data pemandu wisata yang ada di Kabupaten Kulon Progo. 

 

Tabel  2.150  

Data Pemandu Wisata Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 

No 
Pemandu 

Wisata 

Tahun (orang) 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 
Pemandu Wisata 
Bersertifikat 

0 2 2 11 16 

2 
Pemandu Wisata 
Non Sertifikat 

0 9 9 5 13 

 
Total 0 11 11 16 29 

Sumber data : Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, 2017 
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Perkembangan pariwisata memberikan multipliyer effect munculnya usaha-usaha 

jasa pariwisata. Usaha-usaha jasa pariwisata berkembang beriringan dengan 

berkembangnya obyek wisata, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola 

oleh masyarakat. Untuk menjamin pelayanan usaha jasa bagi konsumen (wisatawan) 

diperlukan legalitas bagi usaha jasa pariwisata.  Berikut ini tabel usaha jasa pariwisata yang 

bertanda daftar usaha pariwisata (TDUP) di Kabupaten Kulon Progo. 

 

Tabel  2.151  

Perkembangan Usaha Jasa Pariwisata Berijin Kabupaten Kulon Progo 

Tahun 2013-2016 

NO NAMA USAHA TAHUN ALAMAT JENIS USAHA 

1 CV DIYONIS TOUR 2013 Jln. Wates, Purworejo, Toyan BPW 

2 CV TAMA INDO 2014 
Ngemplak, Rt 81, Rw 26 
Kembang, Nanggulan 

Agen Wisata 

3 
ANINDA TOUR N 
TRAVEL 

2014 Dusun 2, Krembangan, Panjatan Agen Wisata 

4 
CV NUR HIDAYAH 
PRATAMA 

2014 Jln. Sanun, Beji, Rt 08, RW 4 Jasa Boga 

5 
CATERING LILIK 
SUSMAN 

2014 Beji, Rt 6 Rw 3, Wates Jasa Boga 

6 TIARA CATERING 2014 Jl Brigjen Katamso, Wates Jasa Boga 

7 
AYAM GORENG BU 
HARTIN 

2014 Kriyanan, Rt 28 Rw 13, Wates Rumah Makan 

8 SARIRASA 2014 Sewugalur Rt 47/23, Karangsewu Rumah Makan 

9 
GUDEG BU 
DJUMINTEN 

2014 
Kompleks ruko Gawok no 1, 
Wates 

Rumah Makan 

10 LCM 2014 
Padukuhan VIII Depok, Rt 29 Rw 
15, Panjatan 

Karaoke 

11 
CV ANDALAN GIGAS 
PRODUCTION 

2014 
Jetis. Rt 35 Rw 16, Pendoworejo, 
Girimulyo 

MICE 

12 CATERING SEHATI 2015 Terbah, Rt 24 Rw 9, Pengasih Jasa Boga 

13 
DIFA BAKERY DAN 
CATERING 

2015 Ngemplak Rt 78 Rw 25, Kembang Jasa Boga 

14 
CV WAROENG 
JOGLO 

2015 Jl. Tentara Pelajar No 8 Wates Jasa Boga 

15 UD BU KUSDIRABA 2015 Dayakan, Rt 14 Rw 5, Pengasih Jasa Boga 

16 
CV. MARGANTA JAYA 
SEJAHTERA 

2015 Jl. Brigjen Katamso 24 Wates Jasa Boga 

17 
CV WAROENG 
JOGLO 

2015 Jl. Tentara Pelajar No 8 Wates Rumah Makan 

18 
WISMA KUSUMA 
HOTEL 

2015 
Jl. Wetan Pasar, Rt 35 Rw 16, 
Wates 

Hotel Non Bintang 

19 
RESTO DAN CAFFE 
PRING PETUNG 

2016 Jl. Perwakilan, Wates Rumah Makan 

20 DAPUR SEMAR 2016 Jl. Tentara Pelajar, Wates Rumah Makan 

21 
TRIMOLT SWIMMING 
POOL 

2016 Panggang Rt 56 Rw 26, Bumirejo Gelanggang Renang 

22 
CV MITA MITA 
MANDIRI 

2016 
Wetan pasar RT/RW.001/007, 
Wates 

MICE 

Sumber data : Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, 2017 
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Usaha jasa pariwisata yang mengajukan ijin usaha dan memenuhi syarat pada 

tahun 2013 baru satu usaha dan mengalami perkembangan yang cukup signifikan di tahun 

2014 sejumlah 10 usaha, tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami penurunan sejumlah tujuh 

usaha dan empat usaha. 

Dengan melihat perkembangan pariwisata Kulon Progo yang didukung dengan 

pariwisata yang berbasis pemberdayaan masyarakat tersebut, kedepan potensi pariwisata di 

Kulon Progo juga akan dikembangkan dengan model pengembangan Community Based 

Tourism (CBT), pengembangan CBT di Kulon Progo akan bermanfaat dalam menciptakan 

kesempatan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, pelestarian lingkungan dan budaya 

setempat, sehingga akan dapat memberdayakan ekonomi masyarakat. Model 

pengembangan CBT sebagai strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat local dirumuskan 

berdasar pertimbangan potensi dan permasalahan yang ada. Model CBT di Kulon Progo 

dikelompokkkan dalam (1) Wisata social – budaya untuk wilayah tengah dan selatan, (2) 

Wisata pertanian untuk wilayah utara, (3) Wisata alam dan lingkungan untuk wilayah 

perbukitan Menoreh. 

Permasalahan urusan pariwisata adalah keterbatasan sarana prasarana dan belum 

adanya fasilitas rekreatif di obyek wisata yang mampu menjadi magnet kunjungan wisata, 

belum adanya regulasi yang jelas dalam pengelolaan desa wisata serta wisata minat khusus, 

untuk menghadapi peningkatan kunjungan wisatawan yang cukup signifikan, kemampuan 

SDM pelaku pariwisata dan kesadaran masyarakat di sekitar obyek wisata tentang Sapta 

Pesona masih sangat terbatas, legalitas usaha dan kompetensi pelaku pariwisata, masih 

belum optimal, peningkatan kinerja  penarikan retribusi masuk obyek wisata, belum cukup 

dikenalnya pariwisata Kulon Progo oleh pasar wisata nusantara maupun mancanegara,  

Penetapan KSPN Borobudur, dengan Kulon Progo menjadi salah satu kawasan 

penyangga memberikan peluang bagi pengembangan kepariwisataan di Kulon Progo, 

sehubungan dengan hal tersebut penyiapan kawasan wisata khususnya di perbukitan 

Menoreh merupakan hal yang perlu untuk mendapat perhatian, baik dalam hal penyiapan 

kawasan wisata maupun ketersediaan aksesibilitas. Target yang akan dicapai pada akhir 

tahun RPJMD meliputi peningkatan promosi berbasis IT dan efektivitas atraksi wisata, 

peningkatan sarana prasarana obyek wisata dalam kondisi baik dan peningkatan 

pengelolaan daya tarik wisata, dan peningkatan pembinaan usaha jasa pariwisata serta 

pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM. Dengan melihat kondisi yang ada, 

permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi maka dalam rangka mencapai target 

yang ditetapkan staregi yang akan ditempuh adalah mengembangkan pariwisata berbasis 

budaya dan kearifan lokal dengan kebijakan  meningkatkan kapasitas pelaku dan sarana 

prasarana pariwisata. 
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2.3.3.3 Pertanian 

Capaian kinerja urusan pertanian tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 disajikan 

dalam Tabel berikut ini. 

 

Tabel  2.152  

Capaian Kinerja Pertanian Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 - 2016 

No. Kondisi 2012 2013 2014 2015 2016 

1. 
Produksi Padi dan 
Palawija (ton) 

216.722 198.769 211.286 197.712 222.926 

2 
Produksi Sayuran dan 
Buah-buahan semusim 
(ton) 

50.820 49.839,5 60.302,7 57.104,50 50.338 

3 
Produksi Buah-buahan 
dan sayuran tahunan 
(ton) 

62.918,70 65.203,7 67.476 71.496,8 67.695,4 

4 
Produksi Biofarmaka  
(ton) 

14.228 15.035,54 15.435,49 17.019,46 15.252,63 

5 
Produksi Perkebunan 
(ton) 

68.220,69 65.417,12 63.366,38 83.308,99 77.892,81 

6. 
Populasi ternak besar 
(ekor) 

56.762 53.634 49.522 49.866 51.176 

7. 
Populasi ternak kecil 
(ekor) 

131.023 153.669 133.047 134.411 136.574 

8. Populasi unggas (ekor) 3.352.828 3.785.678 4.126.843 4.253.792 4.406.981 

9. Produksi daging (kg) 9.530.641 9.866.626 10.070.267 11.730.140 12.293.220 

10. Produksi telur (kg) 7.969.26 8.317.839 8.736.465 9.111.954 10.341.592 

11. 
Konsumsi protein 
hewani (gr/kap/hari) 

12,15 12,59 15,22 16,44 17,104 

Sumber data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2017 
 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Produksi padi dan palawija pada tahun 2015 turun sebesar 11.351 ton (5,43%) 

dibanding tahun 2014. Tahun 2016 produksi padi dan palawija naik sebesar 11.640 ton 

(5,51%) dibandingkan tahun 2014 dan naik sebesar 25.214 ton (12,75%) dibanding tahun 

2015. Produksi sayuran dan buah-buahan semusim turun sebesar 6.766,5 ton (11,85%) 

dibanding tahun 2015. Tahun 2016 produksi buah-buahan dan sayuran tahunan mengalami 

penurunan sebesar 3.801,4 ton (5,32%) dibandingkan produksi tahun 2015. Penurunan 

produksi juga terjadi pada produksi biofarmaka dan produksi tanaman perkebunan. Produksi 

biofarmaka turun sebesar 1.766,83 ton (10,38%) dibanding tahun 2015. Sedangkan produksi 

perkebunan turun sebesar 5.416,18 (6,5%) dibanding tahun 2015.Penurunan tahun 2016 

disebabkan anomali iklim. 
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Produksi padi dan palawija, produksi sayuran dan buah buahan, produksi perkebunan 

fluktuatif. Untuk meningkatkan penghasilan petani perlu dilakukan pengolahan dan 

pemasaran komoditas unggulan. Komoditas unggulan tersebut antara lain beras, kopi, teh, 

kakao, bawang merah.  

Populasi ternak besar mengalami peningkatan sebanyak 1310 ekor (2,63%) 

dibanding tahun 2015. Selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2012 hingga tahun 2016, 

baru pada tahun 2016 terjadi peningkatan populasi ternak besar. Dari tahun 2012 sampai 

dengan tahun 2015 penurunan rata-rata 8,63% per tahun. Peningkatan tersebar terjadi pada 

komoditas sapi potong (2,68%) dari 49.866 ekor pada tahun 2015 menjadi 51.176 ekor 

ditahun 2016. Sedangkan untuk komoditas sapi perah, kerbau dan kuda mengalami 

penurunan masing masing sebesar 18,42%, 13,86% dan 8,33%.  

Populasi ternak kecil meningkat dari 134.411 ekor pada tahun 2015 menjadi 

136.574 ekor pada tahun 2016 atau sebesar 1,61%. Peningkatan populasi terjadi pada 

komoditas kambing sebesar 0,74%, komoditas kambing PE sebesar 1,58%, komoditas 

domba sebesar 0,58%, komoditas babi sebesar 12,38% dan komoditas kelinci sebesar 

4,53%. 

Pada tahun 2016 populasi unggas mengalami peningkatan sebesar 3,6% menjadi 

4.406.981 ekor. Peningkatan populasi terbesar terjadi pada komoditas burung puyuh 

sebesar 8,48% dan komoditas ayam petelur sebesar 7,62%.  

Produksi daging dari tahun 2015 sebesar 11.730.140 kg meningkat sebesar 4,8% 

pada tahun 2016 menjadi 12.293.220 kg, tercapai sebesar 113,15% bila dibandingkan 

dengan target (10.864.595 kg). Produksi telur tahun 2016 sebanyak 10.341.592 kg, 

meningkat 13,49% dari tahun 2015, sebesar 9,111,954 kg, dan tercapai sebesar 118,04% 

bila dibandingkan dengan target (8.760.790 kg). 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat sedangkan alih 

fungsi lahan sawah setiap tahun terjadi secara massif pada areal persawahan yang cukup 

luas maka dilakukan upaya penambahan baku lahan tanaman pangan melalui perluasan 

sawah. Untuk menambah luas baku lahan tanaman pangan dilakukan melalui cetak sawah 

baru (penambahan luas lahan sawah) seluas 350 ha untuk mempertahankan produksi padi.  

Pada Tahun 2015 sudah dilakukan cetak sawah dengan luasan 55 ha dan swadaya dari 

petani 15 ha. Rencana tahun 2018 cetak sawah seluas 5 ha.  

 

Tabel  2.153  

Data Populasi Ternak Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012–2016 

No. 
Jenis 

Ternak 

Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

I Ternak 56.762 53.643 49.522 49.866 51.176 
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No. 
Jenis 

Ternak 

Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

Besar 

1 Sapi 56.491 53.433 49.370 49.715 51.047 

2 Sapi Perah 128 85 51 38 31 

 Kerbau 124 108 89 89 87 

 Kuda 19 17 12 12 11 

II 
Ternak 
Kecil 

131.023 135.669 133.047 134.411 136.574 

3 Kambing 87.441 89.725 90.010 90.942 91.881 

4 Domba 22.295 22.062 21.214 21.247 21.392 

5 Babi 1.476 2.136 1.203 921 1.035 

8 Kelinci 19.811 21.746 20.620 21.301 22.266 

III 
Ternak 
Unggas 

3.352.278 3.605.678 4.176.843 4.253.792 4.406.981 

9 Ayam Buras 781.867 796.593 771.638 775.484 776.957 

10 
Ayam Ras 

Petelur 
762.575 819.618 882.797 949.152 1.021.442 

11 
Ayam 

Pedaging 
1.252.900 1.359.345 1.728.226 1.831.606 1.860.037 

12 Itik 124.493 138.569 132.506 137.849 141.381 

13 
Burung 
Puyuh 

430.443 491.553 661.676 559.701 607.164 

Sumber data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Dari sisi populasi ternak, kondisi populasi ternak Tahun 2016 secara umum semua 

meningkat baik untuk ternak besar, ternak kecil dan unggas. Populasi ternak besar 

mencapai 51.176 ekor, naik 2,63% dibanding populasi Tahun 2015 sebanyak 49.866 ekor. 

Populasi ternak kecil mencapai 136.574 ekor, naik 1,61% bila dibanding populasi Tahun 

2015 sebanyak 134.411 ekor. Populasi ternak unggas mencapai 4.406.981 ekor, naik 3,60% 

bila dibanding populasi Tahun 2015 sebanyak 4.253.792 ekor. 

 Penurunan terjadi pada komoditas ternak sapi perah, kerbau dan kuda. Sapi perah 

menurun sebesar 18,42% (38 ekor menjadi 31 ekor), kerbau menurun sebesar 13,86% (101 

ekor menjadi 87 ekor) dan kuda menurun 8,33% (12 ekor menjadi 11 ekor). Sapi perah, 

kerbau dan kuda bukan merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Kulon Progo 

sehingga populasinya hanya sedikit sekali. 

Tabel  2.154  

Data Sebaran Kasus Penyakit Hewan per Kecamatan 

Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012–2016 

No. Kecamatan 
Jumlah Penyakit per Kecamatan Rerata 

Pertumbuhan 
2011-2016 (%) 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Samigaluh 329 266 515 93 421 104.80 

2 Kalibawang 240 191 439 89 534 102.32 

3 Nanggulan 196 46 249 48 219 121.86 

4 Girimulyo 617 239 450 29 407 270.23 
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No. Kecamatan 
Jumlah Penyakit per Kecamatan Rerata 

Pertumbuhan 
2011-2016 (%) 2012 2013 2014 2015 2016 

5 Sentolo 96 21 312 113 298 270.48 

6 Pengasih 477 262 274 98 413 60.32 

7 Kokap 319 225 356 11 340 605.45 

8 Lendah 329 97 445 173 386 90.92 

9 Wates 270 517 526 73 311 58.34 

10 Temon 182 165 226 1,007 214 45.53 

11 Panjatan 361 460 403 98 339 49.58 

12 Galur 274 236 367 104 413 53.94 

 
Jumlah 3,690 2,725 4,562 1,936 4,295 23.68 

Sumber data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Penyakit hewan di Kabupaten Kulon Progo di tahun 2016 terjadi peningkatan 

dibandingkan dengan tahun 2015. Pada tahun 2015 jumlah penyakit hewan sejumlah 1.936 

sedangkan tahun 2016 sejumlah 4.295. Kenaikan jumlah penyakit terjadi karena faktor 

musim hujan yang berkepanjangan. Musim penghujan membuat kondisi lingkungan menjadi 

lembab. Oleh sebab itu, berbagai macam sumber penyakit seperti bakteri, virus dan parasit 

internal (cacing, parasit darah) berkembang seiring meningkatnya kelembaban lingkungan. 

Penyakit yang mendominasi terjadi peningkatan diantaranya penyakit 

cacingan/helminthiasis, scabies, pink eye, enteritis dan myasis. Sedangkan peningkatan 

penyakit per kecamatan terjadi di kecamatan Kalibawang, Samigaluh, Nanggulan, Girimulyo 

dan Kokap. Kondisi geografis di lima kecamatan tersebut merupakan dataran tinggi, yang 

mana ketika curah hujan tinggi terjadi kondisi lingkungan yang lembab. Dengan kondisi 

demikian, tindakan preventif perlu dilakukan seperti pemberian obat cacing, memelihara 

sanitasi lingkungan dan kandang, penyemprotan desinfektan dan pemberian multivitamin 

pada ternak. 

Permasalahan yang dihadapi urusan pertanian adalah terjadinya alih fungsi lahan 

pertanian menjadi lahan non pertanian, sarana dan prasarana pertanian belum memadai, 

rendahnya adopsi teknologi oleh petani, rendahnya posisi tawar petani menyebabkan harga 

ditingkat petani dikuasai oleh tengkulak, anomali iklim, serangan OPT, bencana alam 

(banjir/kekeringan), menyebabkan gagal panen dan penurunan mutu produk, rata rata petani 

berusia lanjut serta pendidikan rendah, dan peredaran produk peternakan dan perikanan 

(daging, telur, susu, maupun produk olahannya belum sepenuhnya memenuhi syarat aman, 

sehat, utuh dan halal (ASUH). 

Target  yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan  adalah peningkatan 

produktivitas ketersediaan sarpras dan kualitas hasil tanaman pangan, peningkatan 

produktivitas, ketersediaan sarana prasarana dan kualitas hasil hortikultura, peningkatan 

produksi komoditas perkebunan prioritas daerah, peningkatan produksi ternak. Untuk 



RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017-2022 

 

II - 193 

 

mencapai target  di atas akan dilakukan dengan strategi meningkatkan daya saing 

komoditas unggulan pertanian dengan kebijakan meningkatkan produktivitas pertanian dan 

perikanan dan diversifikasi pangan. 

 

2.3.3.4 Perdagangan 

Pembangunan sektor perdagangan pada tahun 2016 mencapai hasil dengan data 

penerbitan perizinan sebagai berikut : 

Tabel  2.155  

Data Pengusaha Memiliki SIUP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 

No. Tahun 
Jumlah Pengusaha 

Jumlah 
Kecil Menengah Besar 

1. 2012 2.426 121 72 2.619 

2. 2013 2.767 161 89 3.017 

3. 2014 3.134 204 100 3.438 

4. 2015 3.559 239 116 3.914 

5. 2016 4.133 280 134 4.547 

Sumber data : Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo,  2017 

 

 

Tabel  2.156  

Data Perusahaan Memiliki TDP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 

No. Tahun 
Jenis Perusahaan 

Jumlah 
PT Koperasi CV Firma Perorangan BUL 

1. 2012 84 107 396 5 2.443 35 3.070 

2. 2013 91 112 434 5 2.917 31 3.590 

3. 2014 100 114 496 5 3.290 31 4.036 

4. 2015 116 120 544 5 3.703 32 4.520 

5. 2016 140 124 591 5 4.280 32 5.172 

Sumber data: Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Penerbitan perizinan usaha, baik SIUP pada tahun 2016 dibanding tahun 2015 

mengalami peningkatan sebesar 633 (16,17%) Pada tahun 2016 dibanding tahun 2015 

mengalami peningkatan  TDP sebesar 652 (14,42%). Pada 2016 penerbitan sektor usaha 

pasar tradisional mengalami penurunan sebesar 371 (8,53%). 

Usaha perdagangan di luar pasar tradisional ke diarahkan kepada ekonomi berbasis 

kerakyatan. Ekspor bersih perdagangan tahun 2016 mencapai 21.687.942,04 USD dengan 

perincian sebagaimana Tabel berikut ini : 
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Tabel  2.157  

Perkembangan Ekspor Komoditi*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 

 

No Mata Dagangan Satuan Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 

Volume Nilai US$ Volume Nilai US$ Volume Nilai US$ Volume Nilai US$ Volume Nilai US$ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

9. 

10. 

 

Arang Briket 

Kerajinan Agel 

Kerajinan Kayu 

Teh Mahkota Dewa 

Gula Kristal 

Synthetic wigs 

Sabut Kelapa 

Kerajinan dekorasi 

rumah 

Traktor Tangan 

Stagen 

Kg 

Pieces 

Pieces 

Kg 

Ton 

Pieces 

Kg 

Box 

 

Unit 

Pieces 

1.959.465 

960.000 

6.135 

60.000 

254.407 

566.794 

 

1.207.285,6

0 

373.894,60 

205.421.00 

49.235,25 

596.114,00 

5.390.088,8

0 

1.391.257 

111.750 

5.135 

135.500 

516.650 

874.180 

600.000 

0 

 

0 

0 

1.974.601 

330.863  

97.528 

69.998 

1.033.300 

8.326.786 

124.999,92 

0 

 

0 

0 

4.838.460,

2 

138.294 

5.025 

30.600 

1.235.864 

829.441 

107.446 

2.240 

 

124 

8.000 

3.532.192,92 

456.370,20 

138.228,00 

21.675,00 

2.278.986,88 

8.283.973,68 

22.504,54 

79.856,99 

 

248.000,00 

16.666,66 

5.933.440 

138.690 

445 

22.000 

1.241.140 

1.005.390 

66.631 

0 

 

107 

15.000 

5.014.655,00 

531.762,19 

9.929,87 

15.583,32 

1.888.479,74 

9.847.071,15 

12.287,26 

0 

 

213.034,00 

28.521,54 

9.795.319 

85.619 

290 

24.000 

979.920 

1.176.308 

67.579 

0 

 

212 

250 

7.394.630,94 

241.755,74 

8.607,27 

270.559,98 

1.556.655,63 

11.777.015,00 

12.719,71 

0 

 

425.530,77 

466,99 

 JUMLAH     11.958.075,92  15.078.454,87  17.561.324,07  21.687.942,04 

Sumber data: Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, 2017 
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Jenis komoditi dan negara tujuan ekspor disajikan di tabel berikut ini. 

 

Tabel  2.158  

Jenis Komoditi dan Negara Tujuan Ekspor Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 

No. Jenis Komoditi Negara Tujuan 

1. Arang Briket 
Turki, Jepang, Korea, Australia, Arab Saudi, UEA, Kanada, 
Lebanon, USA, Kuwait, Jermas, Qatar, Swiss, Brasil, 
Swedia, Oman 

2. Kerajinan Agel Perancis, Singapura, Amerika, Jepang, Australia 

3. Synthetic Wigs Amerika, Eropa, Korea, Inggris 

4. Gula Kristal Amerika, Jepang, Perancis, Australia, Hongkong 

5. Teh Mahkota Dewa Malaysia 

6. Kerajinan Kayu Perancis dan Eropa 

7. Sabut Kelapa China 

8. Traktor Tangan 
Timor Leste, Namibia, Chad, Dominika, Brunai Darussalam, 
Fiji, Vietnam 

9. Stagen Arab Saudi 

Sumber data: Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 jumlah nilai ekspor 

mencapai  21.687.942,04 US$ atau meningkat sebesar 23,50% dibandingkan realisasi pada 

tahun 2015 yang mencapai 17.561.324,07US$. Ekspor tersebut didominasi oleh produk 

arang briket, gula Kristal dan rambut palsu (synthetic wig). Komoditas tersebut meningkat 

volumenya karena adanya promosi dan bertambahnya pasar tujuan ekspor. 

Volume arang briket dari tahun 2015 sebesar  5.933.440 kg meningkat menjadi 

9.795.319 kg pada tahun 2016, mengalami kenaikan sebesar 3.861.879 kg atau mencapai 

165,09% dibanding tahun 2015. Volume gula kristal dari tahun 2015 sebesar 1.241.140 kg 

turun menjadi 979.920 kg pada tahun 2016, mengalami penurunan sebesar 261.220 kg atau 

turun 21,05% dibandingkan tahun 2015. Penurunan disebabkan terjadi daya saing produk 

yang semakin tinggi yang mengakibatkan menurunnya permintaan pasar.   

Volume rambut palsu (syntethic wigs) pada tahun 2015 sebesar 1.005.390 pieces 

meningkat menjadi  1.176.308 pieces pada tahun 2016, mengalami kenaikan sebesar 

170.918 pieces atau meningkat 17% dibanding tahun 2015.  

Kondisi sarana-prasarana perdagangan ditunjukkan dengan jumlah pasar tradisonal 

kondisi baik, dengan peningkatan dari 8 pasar pada tahun 2015 menjadi 13 pasar pada 

tahun 2016 atau mengalami kenaikan sebesar 62,5% dari tahun 2015. 
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Tabel  2.159  

Perkembangan Kondisi Fisik Pasar Negeri Tahun 2012 – 2016 

No. Tahun 
Kondisi Jumlah 

Baik Sedang Kurang 
 

1 2012 7 15 10 32 

2 2013 8 14 10 32 

3 2014 10 12 10 32 

4 2015 8 13 11 32 

5 2016 13 8 11 32 

Sumber data: Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Tabel berikut menunjukkan jumlah pedagang tradisional yang mengurus perijinan 

kios, los, dan bango pada tahun 2016 mencapai 3.980 pedagang. Jumlah ini menurun 

sejumlah 371 pedagang atau menurun sebesar 8,53% dibandingkan tahun 2015. Penurunan 

disebabkan oleh penempatan pedagang  Pasar Percontohan Sentolo yang belum maksimal 

terutama pada los dan kios.  

Tabel  2.160  

Jumlah Pedagang Pasar Negeri Berdasarkan Sarana Perdagangan  

yang dipergunakan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 

No. Tahun 
Pedagang 

Jumlah 
Kios Los Bango 

1. 2012 424 2.044 606 3.074 

2. 2013 556 2.982 363 3.901 

3. 2014 536 2.613 1.149 4.298 

4. 2015 546 2.323 1.482 4.351 

5. 2016 504 2.505 971 3.980 

Sumber data: Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Realisasi pendapatan daerah dari sektor perdagangan tahun 2012 – 2016 adalah 

sebagai berikut : 

Tabel  2.161  

Realisasi Pendapatan Sektor Perdagangan di Pasar Tradisional Tahun 2012-2016 

No. 
Rincian 

Pendapatan 

Realisasi (Rp. 000,-) 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 Pelayanan 
Persampahan / 
Kebersihan 

117,713.30 191,174.00 187,082.90 303,242.10 330,370.40 

2 Retribusi 669,124.40 749,882.80 695,652.40 779,299.00 876,937.52 
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No. 
Rincian 

Pendapatan 

Realisasi (Rp. 000,-) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Pelayanan Pasar 

3 Retribusi Tempat 
Khusus Parkir 

5643.,50 5,990.0 62,030.00 61,977.00 64,818.00 

4 Lain-lain PAD 
yang sah (MCK 
Pasar) 

1304.,50 13,894.50 14.148,00 13.894,50 14,511.00 

 
Jumlah 786,837.70 960,941.30 944,765.30 1,144,518.10 1,286,636.92 

Sumber data: Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Pada tabel di atas menunjukkan realisasi pendapatan sektor perdagangan di pasar 

tradisional pada tahun 2016 sebesar Rp. 1,286,636.92. Jika dibandingkan tahun 2015, 

jumlah ini meningkat sebesar Rp. 142.118.82 atau meningkat sebesar 12,42% dari tahun 

2015. Peningkatan pendapatan terjadi karena disamping ada penambahan los dan kios  

kesadaran para pedagang maupun pengunjung pasar untuk membayar retribusi baik 

retribusi pelayanan persampahan, pelayanan pasar, retribusi tempat khusus parkir maupun 

MCK pasar juga meningkat. 

Tabel  2.162  

Penerbitan Perizinan  dan Omset pedagang Pasar Tradisional Tahun 2012-2016 

Tahun 
Omset 

Pedagang 
(Rp juta ) 

Jenis Penerbitan perizinan Total penerbitan 
perizinan Kios Los Bango 

2012 186.299 424 2.044 606 3.074 

2013 188.181 556 2.982 363 3.901 

2014 190.082 536 2.613 1.149 4.298 

2015 193.002 546 2.323 1.482 4.351 

2016 193.941 504 2.505 971 3.980 

Sumber data: Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Pada 2016 penerbitan sektor usaha pasar tradisional mengalami penurunan sebesar 

371 (8,53%). Ijin pedagang pasar tradisional mengalami penurunan yang disebabkan 

penempatan pedagang pasar percontohan Sentolo yang belum maksimal terutama pada los 

dan kios serta belum adanya kesadaran pedagang untuk memperpanjang ijin tempat 

dagang. Di sisi lain omset pedagang pasar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. 

Permasalahan urusan perdagangan adalah belum semua pelaku usaha dalam 

aktivitasnya berorientasi pada kepuasan pelanggan/konsumen, kurang lengkapnya sarana 

prasarana tera/tera ulang, masih lemahnya produk dalam menembus (penetrasi) pasar yang 

disebabkan lemahnya strategi pemasaran dan kurangnya promosi, dan sarana prasarana 

pasar daerah kurang representatif. 

Target yang akan dicapai adalah pengembangan usaha perdagangan  dan 

peningkatan kualitas pasar tradisional dengan strategi meningkatkan usaha perdagangan 

yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi lokal. Selain itu usaha perdagangan 
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diarahkan kepada ekonomi berbasis kerakyatan. Kebijakan peningkatan kualitas pelaku 

usaha dan sarana prasarana perdagangan.  

. 

 

2.3.3.5 Perindustrian 

Pencapaian perkembangan industri kecil sampai dengan tahun 2016 diperlihatkan 

pada Tabel berikut. 

Tabel  2.163  

Data Perkembangan Industri Kecil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 

No Kriteria 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Sentra 84 70 61 47 47 

2. Unit Usaha 20.305 19.933 20.105 20.140 16.546 

3. 
Tenaga Kerja 
(orang) 

54.400 54.854 55.054 53.064 47.344 

4. 
Nilai Investasi 
(Rp.000) 

65.882.006 66.535.210 72.875.410 87.498.643 79.647.439 

5. 
Nilai Produksi 
(Rp.000) 

425.020.400 444.825.247 500.952.666 513.877.000 705.457.136 

6. 
Nilai Bahan baku/ 
Penolong (Rp.000) 

278.209,193 301.457.529 340.523.799 349.309.146 348.071.556 

7. 
Upah Tenaga 
Kerja (Rp.) 

 - - - 73.798.452 

8. 
Nilai Tambah 
(Rp.000) 

146.811.207 143.451.136 160.370.980 164.567.854 283.587.127 

       

Sumber data: Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Pada tahun 2016 telah terjadi penurunan unit usaha sebesar 3.594 (17.54%), tenaga 

kerja mengalami penurunan sebesar 5.720 (10,78%), nilai investasi mengalami penurunan 

sebesar 7.851.204.000 (8,97%) dan nilai bahan baku/ penolong mengalami penurunan 

sebesar 1.237.590.000 (0,35%). Hal tersebut disebabkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Adanya pencatatan ganda (irisan) pada jenis komoditas tertentu. Contoh: 1 unit usaha 

industri kerajinan serat tumbuhan yang memproduksi kerajinan serat pandan, agel, dan 

enceng gondok. Ketiga produknya dicatat sebagai unit usaha 

2. Adanya pencatatan ganda (irisan) pada jumlah tenaga kerja pada sub sektor industri 

tertentu. Contoh: Tenaga kerja kerajinan serat tumbuhan bekerja pada lebih dari 1 unit 

usaha serat tumbuhan. 

3. Perubahan dampak perekonomian global yang berakibat pada ketatnya persaingan, 

maka seseorang yang tadinya memiliki usaha, memilih menjadi tenaga kerja/sub unit 

pada jenis produk yang sama. 

4. Beberapa unit usaha tidak lagi berusaha/mati karena tidak adanya regenerasi. 

5. Adanya pengrajin yang alih usaha.  
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6. Penyesuaian dengan struktur Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015, 

di mana komoditas-komoditas yang sebelumnya masuk di sektor industri pengolahan, 

bukan lagi termasuk dalam sektor industri.  

Meskipun terjadi penurunan unit usaha, tenaga kerja, nilai investasi dan nilai bahan 

baku/penolong nilai produksi dan nilai tambah meningkat signifikan pada tahun 2016. Untuk 

meningkatkan nilai investasi perlu adanya pengembangan, memfasilitasi, pengawasan dan 

pengendalian kawasan industri. Salah satu rencana lokasi kawasan industri di Kabupaten 

Kulon Progo adalah Kawasan Industri Sentolo. Pada tahun 2016 nilai usaha meningkat dari 

Rp513.877.000.000,00 menjadi Rp705.457.136.000,00 dengan peningkatan nilai usaha 

sebesar Rp191.580.136.000,00 dengan prosentase 37,28%, sedangkan nilai tambah 

meningkat dari Rp164.567.854.000,00 menjadi Rp283.587.127.000,00 dengan peningkatan 

nilai tambah sebesar Rp119.019.273.000,00 dengan prosentase sebesar 72,32%.  

Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi industri cukup banyak. Potensi industri 

unggulan yang ada antara lain gula semut, andesit dan tenun. Pada Tahun 2016 industri 

gula semut menpunyai 130 unit usaha dengan produksi sebanyak 24.000 kg padahal gula 

kelapa yang masih banyak yang belum diolah menjadi gula semut. Gula kelapa mempunyai 

5.940 unit usaha dengan produksi 2.689,9 ton. Andesit mempunyai pengrajin sebanyak 15 

orang dengan produksi  3.500 buah mozaik. Tenun mempunyai 83 unit dengan kapasitas 

produksi 3.575 kodi. Dengan banyaknya unit usaha/pengrajin dari gula semut, andesit, tenun 

maka diperlukan hilirisasi industri dari atas sampai bawah dengan berbagai inovasi. 

Data penerbitan perijinan industri tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel  2.164  

Penerbitan Perijinan Industri Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 

No. Jenis Perijinan 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Ijin Usaha Industri (IUI) 2 4 2 3 1 

2. Tanda Daftar Industri 90 140 83 96 88 

Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Penerbitan perijinan industri baik Ijin Usaha Industri (IUI) maupun Tanda Daftar 

Industri (TDI) pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun 2015. Ijin usaha Industri 

(IUI) pada tahun 2016 sejumlah satu buah menurun dari tahun 2015 sebanyak tiga ijin, 

sedangkan Tanda Daftar Industri mengalami penurunan sejumlah delapan buah dari 96 

menjadi 88 buah atau menurun sebesar 8,33%.  

Secara umum permasalahan yang dihadapi urusan perindustrian adalah mindset 

wirausaha belum dimiliki oleh sebagian besar pelaku usaha industri, industri didominasi oleh 

industri pengolahan pangan dan kerajinan umum yang sangat tergantung ketersediaan hasil 
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pertanian, ketergantungan bahan baku dengan daerah lain, proses produksi masih 

menggunakan teknologi yang sederhana, lemahnya jejaringan usaha, dan belum 

terwujudnya kawasan industri 

Upaya kedepan adalah meningkatkan pertumbuhan Industri yang akan dilakukan 

dengan strategi meningkatkan usaha industri yang kompetitif berbasis kemandirian dan 

potensi lokal dengan kebijakan peningkatan kelembagaan, permodalan dan pemberdayaan 

industri. 

 

2.3.3.6 Transmigrasi  

Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan 

daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Sasaran penyelenggaraan 

transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, 

membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi, sehingga 

ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. 

Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan pada penataan persebaran penduduk yang serasi 

dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dan perwujudan integrasi masyarakat. 

Untuk menyiapkan calon transmigran agar memiliki ketrampilan dan kesiapan 

menjadi transmigran yang handal dan mandiri di daerah tujuan transmigrasi, sebelum 

pemberangkatan diberikan pelatihan berupa antara lain pelatihan Intensifikasi Lahan 

Pertanian (ILP) dan Pertukangan Kayu. Pelatihan kepada calon transmigran dilaksanakan 

oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, selain itu juga dilaksanakan oleh Pemerintah DIY 

dan Balai Besar Latihan Masyarakat (BBLM) Yogyakarta serta daerah lain.  

Adapun pelaksanaan pelatihan tahun 2015 dan 2016 yang dilaksanakan tercantum 

pada tabel berikut. 

Tabel  2.165  

Pelatihan yang diberikan kepada Calon Transmigrasi 

No Pelatihan Jumlah Peserta Penyelenggara 

Tahun 2015   

1. Pelatihan Intensifikasi Lahan 
Pertanian dan Pertukangan Bagi 
Calon Transmigran  

50 orang calon 
transmigran  

Dinas Sosnakertrans 
Kabupaten  Kulon Progo 

2. Pelatihan peningkatan Kapasitas 
Calon Transmigran Motivator  

4  orang calon 
transmigran 

Balai Besar Latihan 
Masyarakat Bandung 

3. Pelatihan Dasar Umum (PDU) 
Transmigrasi 

34 orang calon 
transmigran 

Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi DIY 

4. Pelatihan Budidaya Unggas 20 orang calon Balai Besar Latihan 
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No Pelatihan Jumlah Peserta Penyelenggara 

transmigran Masyarakat Yogyakarta 

Tahun 2016   

1. Pelatihan Intensifikasi Lahan 
Pertanian dan Pertukangan Bagi 
Calon Transmigran  

50 orang calon 
transmigran  

Dinas Sosnakertrans 
Kabupaten  Kulon Progo 

2. Pelatihan peningkatan Kapasitas 
Calon Transmigran Motivator  

1 orang calon 
transmigran 

Balai Besar Latihan 
Masyarakat Jepara 

3. Pelatihan Dasar Umum (PDU) 
Transmigrasi 

46 orang calon 
transmigran 

Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi DIY 

4 Pelatihan berbasis kompetensi  21 orang calon 
transmigran 

Balai Besar Latihan 
Masyarakat Yogyakarta 

5 Pelatihan Sarana Air Bersih 10 orang  calon 
transmigran 

Balai Besar Latihan 
Masyarakat Yogyakarta 

6 Pelatihan Budi daya ikan air tawar 10 orang  calon 
transmigran 

Balai Besar Latihan 
Masyarakat Yogyakarta 

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Melalui beberapa pelatihan tersebut diatas, diharapkan calon transmigran 

mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan, sehingga dapat dimanfaatkan dan diterapkan di 

lokasi transmigrasi, sedangkan untuk menyiapkan calon transmigran sebelum 

pemberangkatan ke lokasi transmigrasi, telah dilaksanakan pembekalan mental calon 

transmigran. 

Pemberangkatan calon transmigran dilaksanakan setelah terbit Surat 

Pemberitahuan Pemberangkatan (SPP) dari Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi DIY. Calon transmigran yang telah lulus seleksi awal, kemudian diadakan 

seleksi akhir di tingkat Kabupaten sesuai dengan jumlah alokasi penempatan transmigrasi 

dari Pemerintah, yang dikelompokan berdasarkan lokasi tujuan penempatan transmigrasi. 

Realisasi penempatan transmigran pada tahun 2012 – 2016 terlihat di tabel sebagai 

berikut. 

Tabel  2.166  

Target dan Realisasi Penempatan Transmigrasi Tahun 2012 – 2016 

Tahun 
Alokasi Realisasi 

KK Lokasi KK Lokasi 

2012 75 na 53 7 

2013 67 9 47 6 

2014 19 6 19 4 

2015 64 10 27 5 

2016 62 12 52 9 

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten. Kulon Progo, 2017 
 

Calon transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi mendapat bantuan 

sosial sebagai modal kerja dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang disalurkan kepada 
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masing-masing Kepala Keluarga. Adapun bantuan sosial untuk modal kerja calon 

transmigran dapat diketahui dalam sebagai berikut : 

Tabel  2.167  

Bantuan Untuk Modal Kerja Calon Transmigran Tahun 2012 – 2016 

Tahun KK Jumlah Bantuan (Rp.) Lokasi 

2012 43 215,000,000 na 

2013 30 175,000,000 4 

2014 19 100,000,000 4 

2015 23 115,000,000 4 

2016 39 195,000,000 8 

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten. Kulon Progo, 2017 

 

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa untuk tahun 2015 bantuan sosial 

untuk modal kerja dapat terealisasi sebanyak 23 KK. Bantuan Sosial semula direncanakan 

untuk 50 KK dengan total sebesar Rp 250.000.000,00. Namun karena ada pembatalan di 5 

(lima) lokasi atau 27 KK dan juga pengunduran diri dari calon transmigran sebelum 

pemberangkatan, maka realisasi Bantuan Sosial untuk Modal Kerja hanya sebesar 

Rp115.000.000,00 atau mencapai 46%. Untuk penempatan transmigran tahun 2015 

sebanyak 27 KK yang tidak mendapat Bantuan Sosial sebanyak 4 KK, karena calon 

transmigran tersebut merupakan pengganti calon transmigran yang mengundurkan diri 

sebelum pemberangkatan dan tidak masuk dalam Keputusan Bupati tentang Penerima 

Hibah dan Bantuan Sosial Tahap Kedua Tahun Anggaran 2015.  

Sedang untuk tahun 2016 Bantuan Sosial  untuk Modal Kerja diberikan kepada 39 

KK (Rp195.000.000,00) dari  50 KK direncanakan dengan total anggaran Rp250.000.000,- 

atau sebesar 78%. Hal tersebut disebabkan adanya pengunduran diri dari calon transmigran 

sebanyak 11 KK sebelum pemberangkatan. 

 Untuk penempatan transmigran tahun 2016 sebanyak 52 KK, yang tidak mendapat 

Bantuan Sosial sebanyak 7 KK, karena calon transmigran tersebut merupakan pendaftar 

baru dan pengganti calon transmigran yang mengundurkan diri sebelum pemberangkatan 

dan tidak masuk dalam Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial 

Tahap Kedua Tahun Anggaran 2016, serta 6 KK calon transmigran berangkat atas biaya 

sendiri. Bantuan Sosial untuk Modal Kerja bagi calon transmigran digunakan untuk 

pembelian alat pertanian, benih tanaman, pupuk dan obat-obatan pertanian. 

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan ini diantaranya adalah 

belum siapnya lokasi penempatan, sebagian calon transmigran menginginkan penempatan 

di Sumatera, kebijakan penempatan transmigran yang tidak tepat waktu dari pusat. 
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Kebijakan pelaksanaan urusan transmigrasi sangat dipengaruhi oleh kebijakan tingkat pusat 

terutama untuk lokasi penempatan transmigran. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

kabupaten dititikberatkan pada penyiapan calon transmigran mulai dari seleksi, sosialisasi, 

pelatihan ketrampilan dan pemberian bantuan modal kerja disamping penyusunan 

kerjasama antar daerah dalam penempatan transmigran. 

Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pelaksanaan urusan transmigrasi sampai 

pada akhir  tahun RPJMD meliputi mengoptimalkan kerja sama antar daerah dan pemerintah 

pusat dalam penyelenggaraan transmigransi, melakukan penyebarluasan informasi 

ketransmigrasian kepada masyarakat melalui penyuluhan dan komunikasi informasi edukasi 

(KIE), melakukan cek lokasi calon penempatan transmigran, memberikan pelatihan kepada 

calon transmigran dan memberikan bantuan modal kepada calon transmigran. 

 

 

2.3.4 Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan 

2.3.4.1 Perumusan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Daerah 

Pengembangan budaya demokrasi di Kabupaten Kulon Progo dapat dikatakan 

tumbuh dengan baik. Perkembangan demokrasi juga dapat dilihat dari proses penggunaan 

hak suara dalam Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Dukuh berjalan dengan baik tidak 

menimbulkan gangguan ketertiban dan kerusuhan. Proses pemilihan Kades dan Kepala 

Dukuh tersebut disajikan dalam tabel berikut ini. 

Tabel  2.168  

Pemilihan Kades dan Pemilihan Kepala Dukuh di Kabupaten Kulon Progo 

No. Jenis 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 

1. Pemilihan Kades 3 2 - 17 32 

2. Pemilihan Ka Dukuh 9 22 30 47 44 

Sumber : BPMPDPKB Kab. Kulon Progo, 2013 
 

Kondisi demokrasi yang kondusif dan suasana yang aman dan tertib diharapkan 

semakin meningkat, sebagai modal untuk menyongsong proses-proses politik dalam 

berkehidupan berbangsa dan bernegara yang membutuhkan peran serta aktif dan partisipasi 

masyarakat agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. 

Dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pelayanan kepada masyarakat, aparat 

Pemerintah Kabupaten telah mengeluarkan sejumlah produk hukum daerah. Berikut ini 

memperlihatkan produk hukum yang telah dikeluarkan sebagai pedoman bagi masyarakat. 
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Tabel  2.169  

Daftar Inventarisasi Produk Hukum Daerah Tahun 2008-2016 

No Produk Hukum 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Peraturan Daerah 17 17 13 16 23 14 12 19 18 

2. Peraturan Bupati 113 64 76 96 89 90 66 76 117 

3. Keputusan Bupati 450 350 409 408 419 561 434 426 410 

4. Instruksi Bupati 2 3 4 4 5 1 7 2 2 

 Jumlah 582 434 500 524 536 666 519 523 547 

Sumber data: Bagian Hukum Setda Kab. Kulon Progo, 2017 

 

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kabupaten 

Kulon Progo berdasarkan pada pedoman OPD sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

bahwa dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah 

adanya urusan pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib 

dan urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan. 

Salah satu dinamisasi lingkungan adalah adanya peraturan baru yang bersifat 

khusus seperti halnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Regulasi ini memberikan amanah lima bidang kewenangan pada 

Pemerintah Daerah DIY yang meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan 

wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, 

kebudayaan, pertanahan dan tata ruang. Dalam implementasinya Pemda DIY mengalirkan 

urusan keistimewaan khususnya bidang kebudayaan kepada Pemerintah kabupaten/kota. 

Bertambahnya kewenangan pada hakikatnya menjadikan penambahan fungsi dan beban 

kerja yang perlu diwadahi dalam sebuah lembaga yang proprosional, tepat fungsi dan tepat 

ukuran (rightsizing). 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah saat ini Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memiliki 42 

Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 

Inspektorat Daerah, 20 Dinas Daerah, 3 Badan Daerah, 12 Kecamatan, 1 Kantor Kesatuan 

Bangsa dan Politik, 2 RSUD dan BPBD. Rincian dari OPD disajikan dalam Tabel berikut ini. 
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Tabel  2.170  

Daftar OPD Tahun 2017 

NO. RUMPUN OPD OPD / UNIT ORGANISASI 

A SEKRETARIAT DAERAH Tipe B 

B SEKRETARIAT DPRD Tipe B 

C INSPEKTORAT DAERAH Tipe B 

D DINAS DAERAH 

1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tipe A 

2. Dinas Kesehatan Tipe A 

3. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Tipe A 

4. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tipe B 

5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C 

6. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Tipe A 

7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A 

8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B 

9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B 

10. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A 

11. Dinas lingkungan Hidup Tipe C 

12. Dinas Perhubungan Tipe C 

13. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C 
14. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe B 
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tipe B 
16. Dinas Kebudayaan Tipe B 
17. Dinas Perpustakaan dan kearsipan tipe C 
18. Dinas Pariwisata Tipe B 
19. Dinas Kelautan dan Perikanan tipe B 
20. Dinas Perdagangan Tipe B 

E BADAN DAERAH 

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A 

2. Badan Keuangan dan Asset Daerah Tipe A 

3. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tipe B 

F KECAMATAN 

1. Kecamatan Temon 

2. Kecamatan Wates 

3. Kecamatan Panjatan 

4. Kecamatan Galur 

5. Kecamatan Lendah 

6. Kecamatan Sentolo 

7. Kecamatan Pengasih 

8. Kecamatan Kokap 

9. Kecamatan Girimulyo 

10. Kecamatan Nanggulan 

11. Kecamatan Samigaluh 

12. Kecamatan Kalibawang 

H 
LEMBAGA YANG MASIH 

DIBERLAKUKAN 

1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
3. Rumah Sakit Umum Daerah Wates 
4. Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang 

JML. OPD 42 

Sumber data: Bagian Organisasi Setda Kab Kulon Progo 2016 
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Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan Kementerian PAN 

dan RB pada tahun 2016 menunjukkan nilai indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah 

Kabupaten Kulon Progo sebesar 64,69 dengan kategori “B””. Nilai indeks RB ini dapat 

diartikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah melakukan berbagai upaya demi 

kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi selama tahun 2016 terlihat dari adanya dukungan 

pimpinan dan komitmen yang tinggi untuk melakukan berbagai perubahan serta program 

untuk memperbaiki kondisi yang ada. Posisi indeks RB Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 

peringkat ke-4 setelah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, dan 

masih lebih tinggi dibandingkan dengan indeks rata-rata kabupaten secara nasional. Secara 

lengkap hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan Kementerian PAN 

dan RB di DIY dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

 

Sumber data : Kementerian PAN dan RB, 2017 

Gambar 2.23  

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi 

Perkembangan lembaga keuangan bank dan non bank serta Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) di Kabupaten Kulon Progo selama kurun 2012 sampai dengan 2016 

menunjukkan peningkatan.  Dari sisi jumlah lembaga, terdapat peningkatan pada jumlah 

bank milik daerah di mana pada tahun 2012 sejumlah 17 unit menjadi 21 unit pada tahun 

2016 yakni dengan dibukanya kantor kas dan atau kantor cabang pembantu Bank Pasar 

maupun BPD di Kabupaten Kulon Progo. Jumlah bank swasta juga mengalami peningkatan 

dengan dibukanya kantor cabang Bank Sama, Bank Bersaudara dan Bank BDE. Selain itu, 

jumlah BPR, BUKP, dan Pegadaian juga menunjukkan peningkatan di akhir tahun 2016. 



RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017-2022 

 

II - 207 

 

Unit usaha daerah di Kabupaten Kulon Progo terdiri dari PD. BPR. Bank Pasar 

Kulon Progo, PT. Selo Adikarto, Perumda Aneka Usaha Kulon Progo, dan PDAM Tirta 

Binangun Kulon Progo. Selain kantor kas, hingga tahun 2016 PD. BPR Bank Pasar Kulon 

Progo telah mempunyai 13 kantor kas pembantu yang tersebar di 12 Kecamatan.     

Tabel  2.171  

Data Perkembangan Lembaga Keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah 2012-2016 

No Keterangan 
Tahun 

Satuan 
2012 2013 2014 2015 2016 

1 
Lembaga keuangan , 
perbankan     

 
 

 
a. Bank Pemerintah 24 - - 24 24 unit 

 
b. Bank Milik Daerah 11 - - 21 21 unit 

 
c. Bank Swasta 3 - - 6 6 unit 

 
d. BPR 7 - - 10 10 unit 

 
e. BUKP (Badan Usaha Kredit 
Pedesaan) 

12 - - 14 14 unit 

 
f. Pegadaian 4 - - 5 5 unit 

2 Jumlah Unit Usaha Daerah 
    

 
 

 
a. Jumlah BUMD 4 - - 4 4 unit 

 
b. Jumlah BPD - - - 1 1 unit 

 
c. Jumlah BPR - - - 1 1 unit 

 
d. Jumlah PDAM 1 - - 1 1 unit 

3 
Hasil Perusahaan Milik Daerah 
dan Pengelolaan Kekayaan 
Daerah (PAD) 

    
 

 

 
a. BPD 3.762,06 4.711,43 5.713,98 

 
 juta Rp. 

 
b. Bank Pasar 2.132,62 2.486,98 2.985,84 3.035.754 

Proses 
audit 

juta Rp. 

 
c. PDAM 0 0 0 0 0 juta Rp. 

 
d. BUKP 65,56 67,42 80,82 54,63 58,23 juta Rp. 

 
e. PT. Selo Adikarto 1.246,36 1.656,57 1.832,59 2.423,48 

Proses 
audit 

juta Rp. 

 
f. Perumda Aneka Usaha KP 96,59 251,95 337,34 0 

Proses 
audit  

 
e. Bank dan non Bank - - - 1.923.482  juta Rp. 

Sumber data : Bagian Admisnistrasi Perekonomian, Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 
Jumlah lembaga keuangan bank dan non bank pada tahun 2015 adalah sebanyak 

361 unit, terdiri dari 24 unit Bank Pemerintah, 6 unit Bank Swasta, 21 unit Bank Milik Daerah,  

11 unit BPR, 14 unit BUKP,  88 unit BUM Desa/LKM Binangun, 5 unit Pegadaian, 18 unit 

Baitul Maal wa Tamwil, dan 18 lembaga keuangan lainnya. Dilihat dari lokasi sebaran per 

wilayah Kecamatan, Wates merupakan wilayah dengan jumlah lembaga keuangan 

terbanyak, yaitu 68 lembaga keuangan. Sedangkan Girimulyo dan Kalibawang merupakan 

dua wilayah Kecamatan dengan jumlah lembaga keuangan paling sedikit, masing-masing 14 

dan 19 lembaga keuangan. 
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Tabel  2.172  

Lembaga Keuangan, Perbankan dan Perkreditan Tahun 2015 

No Kecamatan 
Bank 

Pemeri
ntah 

Bank 
Swasta 

Bank 
Milik 

Daerah 
BPR BUKP 

BUM 
Desa/ 
LKM 

Binangun 

Pegadai
an 

BMT 
Lainnya (UPK, 
Koperasi Unit 

Simpan Pinjam) 

Jum
lah 

1 Temon 5 1 1 1 1 15 1 2 11 38 

2 Wates 11 6 6 3 1 8 2 2 34 73 

3 Panjatan 2 0 1 0 1 11 0 1 5 21 

4 Galur 2 0 1 0 1 7 0 2 7 20 

5 Lendah 2 0 0 0 1 6 0 4 10 23 

6 Sentolo 2 0 2 1 2 8 1 1 18 35 

7 Pengasih 1 0 2 2 2 7 0 1 32 47 

8 Kokap 1 0 2 0 2 5 0 0 16 26 

9 Nanggulan 2 0 2 1 1 6 0 2 9 23 

10 Girimulyo 1 0 0 0 0 4 0 1 8 14 

11 Samigaluh 1 0 2 1 1 7 0 1 18 31 

12 Kalibawang 2 0 2 2 1 4 1 1 6 19 

 
JUMLAH 32 7 21 11 14 88 5 18 174 370 

Sumber data : Bagian Admisnistrasi Perekonomian, Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017 
 

 

Tabel  2.173  

Lembaga Keuangan, Perbankan dan Perkreditan Tahun 2016 

No Kecamatan 
Bank 

Pemeri
ntah 

Bank 
Swasta 

Bank 
Milik 

Daerah 
BPR BUKP 

BUM 
Desa/ 
LKM 

Binangun 

Pegadai
an 

BMT 

Lainnya 
(UPK, 

Koperasi 
Unit 

Simpan 
Pinjam) 

Jumlah 

1 Temon 5 1 1 1 1 15 1 2 11 38 

2 Wates 11 6 6 3 1 8 2 2 34 73 

3 Panjatan 2 0 1 0 1 11 0 1 5 21 

4 Galur 2 0 1 0 1 7 0 2 7 20 

5 Lendah 2 0 0 0 1 6 0 4 10 23 

6 Sentolo 2 0 2 1 2 8 1 1 18 35 

7 Pengasih 1 0 2 2 2 7 0 1 32 47 

8 Kokap 1 0 2 0 2 5 0 0 16 26 

9 Nanggulan 2 0 2 1 1 6 0 2 9 23 

10 Girimulyo 1 0 0 0 0 4 0 1 8 14 

11 Samigaluh 1 0 2 1 1 7 0 1 18 31 

12 Kalibawang 2 0 2 2 1 4 1 1 6 19 

 
JUMLAH 32 7 21 11 14 88 5 18 174 370 

Sumber data : Bagian Admisnistrasi Perekonomian, Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017 
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Tabel  2.174  

Data Perkembangan BUMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2015 

No Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Jumlah BUMD Unit                         4                           4                           4                          4                           4  

2 
Jumlah Unit 
Usaha 

Unit                          4                          4                           7                           7                           7  

3 
Penyertaan 
Modal 
(Akumulasi) 

Rp.  36.490.103.925   40.717.109253   43.776.355.421    48.556.003.908    51.110.104.838  

4 Modal Sendiri Rp.                          -                           -                           -                           -                          -  

5 
Volume Usaha 
(Pendapatan) 

Rp.   75.919.304.662  113.759.688.578  157.246.046.134  177.808.161.745  181.681.737.543  

6 
Laba Bersih 
Tahun Berjalan 
(EAT) 

Rp.   6.047.333.815      7.069.098.658      8.960.088.583    10.074.915.878      9.483.804.458  

7 
Laba yang 
disetor (PAD) 

Rp.     2.943.705.655      3.475.588.362      4.395.521.670      5.155.788.033     5.459.235.600  

8 Aset Rp. 191.248.686.005  266.464.347.734  331.504.672.219  378.991.427.918  394.051.740.443  

Sumber data : Bagian Administrasi Perekonomian, Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

 
Data di atas merupakan data gabungan dari empat BUMD Kabupaten Kulon Progo, 

yaitu PD. BPR. Bank Pasar Kulon Progo yang bergerak di sektor jasa keuangan/perbankan, 

PT. Selo Adikarto yang bergerak dibidang produksi dan penjualan Asphalt Mixing Plant 

(AMP), Perumda  Aneka Usaha Kulon Progo yang bergerak di sektor usaha perdagangan 

(SPBU/BBM), industri dan jasa (perbengkelan), dan PDAM Tirta Binangun yang bergerak 

dibidang penyedia air bersih. 

Jumlah akumulasi penyertaan modal Pemerintah kepada BUMD mengalami 

peningkatan setiap tahunnya, penyertaan modal setiap tahunnya diberikan kepada PD. BPR. 

Bank Pasar Kulon Progo dan PDAM Tirta Binangun. Penyertaan modal pada PD. BPR. Bank 

Pasar dilakukan karena belum mencapai modal dasar sejumlah Rp. 50 Milyar, sedangkan 

pada PT. Selo Adikarto baru disertakan satu kali ketika awal pendirian pada tahun 2003 

sejumlah Rp. 8 Milyar. 

Pendapatan usaha BUMD secara keseluruhan mengalami peningkatan, 

peningkatan di tahun 2015 tidak signifikan dikarenakan terjadi penurunan pendapatan pada 

PT. Selo Adikarto dan Perumda “Aneka Usaha Kulon Progo”. Laba BUMD secara 

keseluruhan mengalami peningkatan setiap tahunnya, perolehan laba terbesar dicapai oleh 

PD. BPR. Bank Pasar yang mencapai di angka Rp. 6 Milyar dan PT. Selo Adikarto mencapai 

Rp. 3 Milyar. PDAM Tirta Binangun memperoleh laba Rp. 626 Juta pada tahun 2015, 

meskipun telah memperoleh laba, PDAM belum menyetorkan PAD karena cakupan 

pelanggan yang belum mencapai 80% layanan, hal ini sesuai amanat Edaran Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia No. 690/477/SJ tentang Percepatan terhadap program 
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penambahan 10 juta sambungan Rumah Air Minum Tahun 2009 s/d 2013). Perkembangan 

aset secara BUMD secara keseluruhan mengalami peningkatan setiap tahunnya, aset pada 

BUMD yang terbesar adalah aset PD. BPR. Bank Pasar yang sebagian besar merupakan 

dana masyarakat. 

 

Tabel  2.175  

Lembaga BUMD Tahun 2015 
 

No BUMD 
Unit 
Usa
ha 

Modal 
Penyertaan 

(Rp.) 

Modal 
Sendi

ri 
(Rp.) 

Omset (Rp.) 

Laba Bersih 
Tahun 

Berjalan 
(Rp.)/EAT 

Laba yang 
disetor (Rp.) 

Aset (Rp.) 

1 
PD. BPR. 
Bank 
Pasar 

1 20.178.778.652 - 47.215.721.776 5.761.519.000 3.035.754.000 392.083.823.000 

2 
PT. Selo 
Adikarto 

1 8.000.000.000 - 51.074.995.967 3.220.038.306 2.423.481.600 5.722.371.599 

3 
PDAM 
Tirta 
Binangun 

1 12.814.047.711 - 15.397.946.442 626.775.697 - 17.552.897.634 

4 

Perumda 
Aneka 
Usaha 
KP 

3 10.000.000.000 - 67.993.073.358 (434.517.545) - 12.125.460.601 

JUMLAH 
 

50.992.826.363 - 181.681.737.543 9.173.815.458 5.459.235.600 447.484.552.834 

Sumber data : Bagian Administrasi Perekonomian, Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang terbanyak adalah pada PD. BPR. Bank 

Pasar, karena sebagai lembaga perbankan yang mengelola dana masyarakat, dengan aset 

lebih dari Rp. 300 juta dan berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, terdapat syarat 

minimum untuk nilai CAR (Capital Adequacy Ratio)/Rasio Kecukupan Modal yang harus 

dipenuhi. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang PD. BPR. Bank 

Pasar, ditetapkan Modal Dasar Pemda pada PD. BPR. Bank Pasar sejumlah Rp. 50 Milyar. 

Penyertaan Modal Pemda pada PDAM terus dilakukan, sebagai amanat Perda 

Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemda pada PDAM Tirta Binangun sebesar 

Rp. 5.150.000.000,- diberikan bertahap mulai dari tahun 2013 sampai dengan  tahun 2016, 

dilanjutkan dengan Perda No. 15 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada 

PDAM Tirta Binangun sebesar Rp. 9 Milyar, penyertaan modal ini dalam rangka menangkap 

dana hibah dari Kementerian PU, dimana setiap penyertaan modal Pemda kepada PDAM 

yang dipergunakan untuk sambungan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), 

mendapat penggantian (reimburse) dari Kementerian. 

Tahun 2015, Perumda Aneka Usaha mengalami kerugian, kerugian bukan 

disebabkan karena kemunduran operasional usaha perusahaan, tetapi lebih pada koreksi 

atas beban-beban masa lalu yang ditanggung di tahun 2015, yang menyebabkan kenaikan 

beban usaha melebihi dari kenaikan laba kotor perusahaan. 
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Tabel  2.176  

Lembaga BUMD Tahun 2016 *) 
 

No BUMD 
Unit 

Usaha 

Modal 
Penyertaan 

(Rp.) 

Modal 
Sendiri 

(Rp.) 
Omset (Rp.) 

Laba Tahun 
Berjalan 

(Rp.) 

Laba 
yang 

disetor 
(Rp.) 

Aset (Rp.) 

1 
PD. BPR. 
Bank Pasar 

1 22.269.474.000 - 49.171.774.000 5.761.519.000 
 

 
392.083.823.000 

2 
PT. Selo 
Adikarto 

1 8.000.000.000 - 58.398.890.675 3.882.377.941 
 

33.940.472.328 

3 
PDAM Tirta 
Binangun 

1 13.839.554.891 - 16.609.442.311 614.162.658 
 

18.390.296.660 

4 
Perumda 
Aneka 
Usaha KP 

3 
 

10.000.000.000 
 

- 61.841.760.477 543.603.645 
 

12.088.266.327 

 
JUMLAH 

       
*) Data Un Audited 
Sumber data : Bagian Administrasi Perekonomian, Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Permasalahan: 

1. Kelembagaan, manajemen dan kualitas SDM Koperasi dan UMKM yang belum memadai 

2. Daya  saing UMKM dan IKM yang masih rendah dan masih sedikit yang berorientasi ekspor. 

3. Masih lemahnya inisiasi dalam pemanfaatan dan pengembangan bahan pangan lokal dari aspek 

budidaya (on farm), pengolahan pasca panen dan pemasaran (off-farm). 

4. Fluktuasi harga kebutuhan pokok strategis dan ketersediaannya yang belum memadai. 

5. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas produk kebijakan bidang perekonomian 

6. Masih kurangnya kapasitas SDM pengelola BUMD, BUMDesa maupun Lembaga Keuangan baik 

dari segi kualitas dan kuantitas, serta masih kurangnya ketaatan dan ketertiban pengelola 

terhadap peraturan yang berlaku. 

 

2.3.4.2 Pengawasan 

Peran pengawasan dalam pembangunan di Kabupaten Kulon Progo sangat 

penting, karena fungsi ini sangat diperlukan dalam upaya menjamin penyelenggaraan 

urusan pemerintahan sesuai dengan kaidah yang ada. Fungsi pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui pemeriksaan, evaluasi dan 

reviu. Realisasi pelaksanaan fungsi pengawasan tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 

disajikan dalam Tabel berikut. 

Tabel  2.177  

Pemeriksaan, Evaluasi dan Reviu Tahun 2012-2016 

No. 
Jenis Obyek 
Pemeriksaan 

2012 2013 2014 2015 2016 

Hasil 
(LHP, 
LHE, 
LHR) 

Jml. 
Tem
uan 

Jml. 
Rekom
endasi 

Hasil 
(LHP, 
LHE, 
LHR) 

Jml. 
Tem
uan 

Jml. 
Reko
mend

asi 

Hasil 
(LHP, 
LHE, 
LHR) 

Jml. 
Tem
uan 

Jml. 
Reko
men
dasi 

Hasil 
(LHP, 
LHE, 
LHR) 

Jml. 
Temu

an 

Jml. 
Reko
mend

asi 

Hasil 
(LHP, 
LHE, 
LHR) 

Jml. 
Tem
uan 

Jml. 
Reko

menda
si 

1 
Pemeriksaan Berkala 

/ Reguler 
20 42 42 20 61 105 10 44 43 41 112 132 44 93 149 
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No. 
Jenis Obyek 
Pemeriksaan 

2012 2013 2014 2015 2016 

Hasil 
(LHP, 
LHE, 
LHR) 

Jml. 
Tem
uan 

Jml. 
Rekom
endasi 

Hasil 
(LHP, 
LHE, 
LHR) 

Jml. 
Tem
uan 

Jml. 
Reko
mend

asi 

Hasil 
(LHP, 
LHE, 
LHR) 

Jml. 
Tem
uan 

Jml. 
Reko
men
dasi 

Hasil 
(LHP, 
LHE, 
LHR) 

Jml. 
Temu

an 

Jml. 
Reko
mend

asi 

Hasil 
(LHP, 
LHE, 
LHR) 

Jml. 
Tem
uan 

Jml. 
Reko

menda
si 

2 
Pemeriksaan Khusus 
/ Tematik Program / 

Kegiatan SKPD 
6 12 12 20 70 111 12 61 59 10 3 6 10 9 16 

3 
Pemeriksaan Khusus 

/ Kasus 
4 9 10 6 14 23 3 13 12 6 0 0 10 6 15 

4 
Pemeriksaan 

Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa 

22 75 80 30 124 157 45 187 217 13 71 91 24 89 105 

5 
Pemeriksaan LKM 

Binangun 
42 82 95 15 40 59 6 15 15 6 24 27 0 0 0 

6 
Reviu Laporan 

Keuangan SKPD 
39 0 0 39 0 0 39 0 0 40 0 0 40 0 0 

7 Evaluasi SPIP 0 0 0 0 0 0 39 0 0 21 0 0 18 0 0 

8 Evaluasi LKjIP 0 0 0 0 0 0 39 0 0 39 0 0 39 0 0 

Sumber data : Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Berdasar data tabel di atas dapat diketahui trend adanya temuan pemeriksaan 

cenderung mengalami fluktuasi baik itu pada pemeriksaan reguler untuk SKPD, tematik, 

kasus, desa maupun LKM. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal 

sebagai bagian dari fungsi pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah belum optimal. 

Untuk rata-rata jumlah temuan pemeriksaan terbanyak ada pada Pemeriksaan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemeriksaan Reguler karena jumlah obyek 

pemeriksaan yang paling banyak yaitu desa dan SKPD.  

 

Tabel  2.178  

Capaian Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 

No. Uraian Satuan 
Capaian Kinerja 

2013 2014 2015 2016 

1 Jumlah LKjIP  yang  nilainya meningkat SKPD - 13 15 22 

2 Jumlah SKPD SKPD 41 39 39 39 

3 
Jumlah obrik yang tidak ada temuan 
keuangan 

Obrik 24 35 17 11 

4 Jumlah obrik Obrik 95 76 100 40 

5 
Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti 
tepat waktu 

Rekom 116 142 127 203 

6 Jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan Rekom 449 284 192 242 

 
Capaian Indikator Kinerja Program % 25,55 43,13 40,54 55,93 

Sumber data : Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Untuk Evaluasi LKjIP pada Tahun 2016 dilaksanakan pada 39 SKPD, yang 

nilainya meningkat sebanyak 22 SKPD atau sebesar 56,41% dari total SKPD. Jika 

dibandingkan dengan evaluasi tahun sebelumnya terdapat kenaikan jumlah SKPD yang 

nilainya meningkat sebesar 46,67%. Hal ini berarti kualitas kinerja pelaporan kinerja SKPD 

semakin meningkat. 



RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017-2022 

 

II - 213 

 

Tabel  2.179  

Hasil Penilaian AKIP Pemda 

No Kabupaten/Kota 
Opini BPK 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 Kota Yogyakarta C CC B B BB 

2 Kab. Bantul CC B B B BB 

3 Kab. Sleman C C B B BB 

4 Kab. Kulon Progo C C B B BB 

5 Kab. Gunungkidul CC CC CC CC B 

Sumber data : BPKP, 2017 

 

Penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang dilakukan oleh 

Kementerian PAN dan RB pada 2016 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memperoleh nilai 

BB (71,57). Penilaian ini menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran 

dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi 

dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil sudah menunjukkan hasil 

yang baik, namun masih memerlukan beberapa perbaikan. Untuk lingkup DIY nilai 

akuntabilitas Kulon Progo berada pada level yang setara dengan Kota Yogyakarta, Bantul 

dan Sleman, serta di atas Gunung Kidul. 

Rasio obrik yang tidak ada temuan keuangan mengalami sedikit peningkatan 

sebesar 0,62%. Untuk tindak lanjut hasil pengawasan internal, 203 rekomendasi telah 

ditindaklanjuti tepat waktu dari 242 rekomendasi yang dihasilkan atau sebesar 83,88%. Jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya juga naik 59,84%. Hal ini menunjukkan tingkat 

ketaatan SKPD terhadap ketentuan pengelolaan keuangan semakin baik. 

Tabel  2.180  

Nilai Maturitas SPIP tahun 2016 

No Kabupaten/Kota Nilai Kategori 

1 Kota Yogyakarta 3,33 Berkembang 

2 Kab. Bantul 1,72 Rintisan 

3 Kab. Sleman 3,28 Berkembang 

4 Kab. Kulon Progo 3,20 Berkembang 

5 Kab. Gunungkidul 1,44 Rintisan 

Sumber data: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2017 

 

Berdasar pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa penilaian BPKP terhadap 

perangkat daerah secara sampling dapat dilihat posisi nilai maturitas SPIP Kabupaten Kulon 

Progo tahun 2016 peringkat ketiga setelah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. 
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Sementara itu hasil penilaian Inspektorat Daerah yang dilakukan terhadap semua Perangkat 

Daerah pada tahun 2016 menunjukkan nilai 2,16. Nilai maturitas ini dapat diartikan bahwa 

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah melakukan praktik pengendalian intern, namun 

tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya tergantung pada individu, belum 

melibatkan semua unit organisasi.  Efektifitas pengendalian ini belum dievaluasi sehingga 

banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. 

 

2.3.4.3 Perencanaan Pembangunan 

Konsistensi dan akurasi perencanaan pembangunan daerah telah dilaksanakan 

mulai tahun 2016 dengan dukungan aplikasi yang berbasis teknologi informasi, yang berupa 

Sistem informasi perencanaan (RencanaKu) dan Sistem informasi monitoring dan evaluasi 

(MonevKu). Selain itu untuk menjamin ketepatan sasaran pembangunan telah digunakan 

data album kemiskinan yang berbasis aplikasi sistem penanggulangan kemiskinan 

(Sinangkis). Aplikasi tersebut diterapkan untuk menentukan proporsi wilayah sasaran dan 

besaran kuota rumah tangga sasaran penerima program secara berkeadilan dan lebih 

akurat. Akurat artinya di buat secara terperinci dan mendetail dan dirumuskan segala aspek 

organisasi, tata kerja, metode kerja, penggunaan tenaga kerja, pembiayaan, jadwal waktu, 

target hasil dari sistem pengawasan. Kualitas perencanaan pembangunan daerah diukur 

dengan kesesuaian perencanaan program yang membandingkan kesesuaian antara 

rencana dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: 

Tabel  2.181  

Capaian Kesesuaian Perencanaan Program Tahun 2012-2016 
 

No. Uraian 
Capaian Kinerja 

2012 2013 2014 2015 2016 

1. Jumlah program RKPD 144 176 175 112 108 

2. Jumlah Program RPJMD 176 176 176 112 112 

3. 
Ratio penjabaran program 
RPJMD dalam RKPD 

81,82 100,00 99,43 100,00 96,43 

Sumber data: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017 
 

Rasio penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD pada kurun waktu 5 tahun 

terakhir semakin meningkat dan pada 2015 seluruh program RPJMD telah dijabarkan dalam 

RKPD. Pada 2016 ratio penjabaran turun menjadi 96,43%, dari 112 program di RPJMD ada 

108 program yang tertuang di RKPD, dan total 517 kegiatan di RKPD sudah tertuang semua 

di APBD. Empat program yang tidak terlaksana adalah 2 program dari urusan Kebudayaan 

dan 2 program  dari Urusan Energi Sumber Daya Mineral. Urusan Kebudayaan telah 

terlaksana dengan menggunakan dana Keistimewaan DIY, sedangkan Urusan ESDM telah 
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dialihkan kewenangannya berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah. 

 

Tabel  2.182  

 Jumlah ASN Perencana di OPD Kabupaten Kulon Progo 

No. OPD 
Jumlah Riil ASN      

per 3 Januari 2017 
Jumlah 

Kebutuhan ASN 

1 Sekretariat Daerah 2 4 

2 Sekretariat DPRD 2 2 

3 Inspektorat Daerah 3 3 

4 
Dinas Pendidikan Pemudan dan Olah 
Raga 

7 8 

5 Dinas Kesehatan 5 6 

6 
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan 
Kawasan Permukiman 

3 4 

7 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 2 2 

8 Satuan Polisi Pamong Praja 2 2 

9 
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Perempuan 

2 4 

10 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana 

2 4 

11 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 4 

12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 3 

13 Dinas Pertanian dan Pangan 19 33 

14 Dinas Lingkungan Hidup 1 3 

15 Dinas Perhubungan 2 3 

16 Dinas Komunikasi dan Informatika 2 3 

17 
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil 
Menengah 

2 3 

18 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu 

1 3 

19 Dinas Kebudayaan 2 3 

20 Dinas Perpustakaan dan Arsip 1 2 

21 Dinas Pariwisata 3 3 

22 Dinas Kelautan dan Perikanan 4 5 

23 Dinas Perdagangan 2 2 

24 
Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

3 26 

25 Badan Keuangan dan Aset Daerah 2 3 

26 
Badan Kepegawaian Pendidikan dan 
Pelatihan 

3 5 

27 RSUD Wates 2 6 

28 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2 2 

29 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4 4 

30 RSUD Nyi Ageng Serang 2 3 

31 Kecamatan Temon 1 2 

32 Kecamatan Wates 1 2 

33 Kecamatan Panjatan 1 2 

34 Kecamatan Galur 2 2 

35 Kecamatan Lendah 1 2 
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No. OPD 
Jumlah Riil ASN      

per 3 Januari 2017 
Jumlah 

Kebutuhan ASN 

36 Kecamatan Sentolo 2 2 

37 Kecamatan Pengasih 1 2 

38 Kecamatan Kokap 2 2 

39 Kecamatan Girimulyo 1 2 

40 Kecamatan Nanggulan 1 2 

41 Kecamatan Samigaluh 2 2 

42 Kecamatan Kalibawang 1 2 

 
JUMLAH 107 182 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data : Bagian Organisasi Setda,  2017 

Gambar 2.24  

Persentase Jumlah OPD Terkait Kebutuhan ASN Perencana 

 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pegawai, jumlah SDM Perencana di 

perangkat daerah sejumlah 107 orang, atau baru terpenuhi 58,79% dari total kebutuhan 

SDM perencana. Terdapat 29% perangkat daerah yang telah memiliki jumlah ASN 

perencana sesuai dengan analisis kebutuhan, sedangkan 71% perangkat daerah masih 

dibawah kebutuhan. Hal ini menunjukkan kurangnya SDM perencana di Kulon Progo yang 

berdampak pada kualitas perencanaan. 

 

2.3.4.4 Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 

Tabel berikut menunjukkan bahwa jumlah PNS dalam kurun waktu 2012-2016 

menunjukkan jumlah PNS semakin menurun. 

Tabel  2.183  

Perkembangan Jumlah PNSD Tahun 2012-2016 

No Tahun Jumlah PNSD Kebutuhan Kurang/Lebih 
Rasio Riil Terhadap 

Kebutuhan 

1 2012 8.428 9.072 -644 92,90 

2 2013 8.150 9.072 -922 89,84 
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No Tahun Jumlah PNSD Kebutuhan Kurang/Lebih 
Rasio Riil Terhadap 

Kebutuhan 

3 2014 8.047 9.494 -1.447 84,76 

4 2015 7.889 9.470 -1.581 83,31 

5 2016 7.624 9.438 -1.814 80,78 

Sumber data : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Rasio kuantitas riil PNS terhadap kebutuhan hasil analisis jabatan dan analisis 

beban kerja pegawai selama 5 tahun terakhir juga menurun. Hal ini disebabkan di satu sisi 

angka kebutuhan yang cenderung meningkat akibat perubahan dan pengembangan struktur 

kelembagaan perangkat daerah, pada sisi yang lain ketersediaan PNS makin berkurang. 

Pengurangan personil terjadi secara kontinyu melalui pensiun, mutasi keluar dan meninggal 

dunia. Sedangkan penambahan personil hanya melalui pengadaan CPNS yang sangat 

dibatasi oleh kuota formasi Pemerintah dan mutasi masuk yang tidak menunjukkan 

penambahan yang signifikan. 

 

Tabel  2.184  

Diklatpim PNS Tahun 2012-2017 

NO
. 

Tahun 

Diklatpim II Diklatpim III Diklatpim IV 

Pejabat 
Struktural 

Belum 
Diklatpim 

Jml Peserta 
Diklatpim 

Pejabat 
Struktural 

Belum 
Diklatpim 

Jml Peserta 
Diklatpim 

Pejabat 
Struktural 

Belum 
Diklatpim 

Jml Peserta 
Diklatpim 

1 2012 - 3 - 30 - 40 

2 2013 - 2 - 5 - 40 

3 2014 - 3 - 20 - 38 

4 2015 7 6 6 2 90 40 

5 2016 4 4 9 2 99 56 

6 2017 - - 31 10 120 43 

Sumber data : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Data di atas menunjukkan masih terdapat kesenjangan kompetensi pejabat 

struktural terutama dalam unsur pemenuhan Diklatpim. Sampai akhir 2017 diperhitungkan 

sejumlah 21 pejabat eselon III dan 77 pejabat eselon IV belum melaksanakan Diklatpim. 

 

 

2.3.4.5 Keuangan  

Realisasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari Opini BPK-RI 

atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pada 2007-2012 Pemerintah Kabupaten Kulon 

Progo memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), namun mulai 2013 sampai 

dengan 2016 telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bahkan pada opini 

tahun terakhir 2016 berhasil memperoleh WTP tanpa paragraf penjelas. Hal ini menunjukkan 
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pengelolaan keuangan telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan melalui tertib 

pengelolaan pendapatan,  tertib pengelolaan belanja dan tertib pengelolaan asset daerah. 

Realisasi kinerja ini telah berimbang jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se-DIY. 

Tabel  2.185  

Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah 

No Kabupaten/Kota 
Opini BPK 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 Kota Yogyakarta WTP WTP WTP WTP WTP 

2 Kab. Bantul WTP WTP WTP WTP WTP 

3 Kab. Sleman WTP WTP WTP WTP WTP 

4 Kab. Kulon Progo WDP WTP WTP WTP WTP 

5 Kab. Gunungkidul WDP WDP WDP WTP WTP 

Sumber data: BPKP, 2017 

 

Realisasi pendapatan selama 5 tahun terakhir selalu mengalami pelampauan 

target sebesar 1,2% dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan belanja terealisasi 

sebesar rata-rata 95,17% dari rencana anggaran yang telah ditetapkan pada APBD. 

 

 

Tabel  2.186  

Capaian Peningkatan Realisasi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset  

Tahun 2012-2016 
 

No. Uraian 
Capaian Kinerja 

2012 2013 2014 2015 2016 

1. Jumlah realisasi pendapatan 882,58 1.003,17 1.120,42 1.227,47 1.358,07 

2. Jumlah target pendapatan (RPJMD) 865,92 981,65 1.088,81 1.221,51 1.378,75 

3. Jumlah realisasi belanja 881,69 964,58 1.060,75 1.243,12 
1.478,93 

 

4. Jumlah anggaran belanja 932,36 1.045,27 1.174,62 1.352,20 1.388,59 

5. 

Jumlah        penerbitan        dokumen 
keuangan daerah (APBD, Perubahan 
APBD     dan     Pertanggungjawaban 
APBD) tepat waktu 

6 6 6 6 6 

6. Jumlah dokumen keuangan daerah 6 6 6 6 6 

7. 
Jumlah    SKPD    tertib    administrasi 
asset 

39 39 39 39 41 

8. Jumlah SKPD 39 39 39 39 41 

Sumber data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017 
 

Meskipun nilai pendapatan daerah naik dari tahun 2012 sampai dengan 2016 

namun bila diukur rasio peningkatan pendapatan daerah cenderung mengalami penurunan. 
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Sedangkan nilai belanja maupun rasio peningkatan belanja keduanya mengalami kenaikan. 

Penerbitan dokumen keuangan daerah sudah sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat 

dilaksanakan tepat waktu. Dokumen tersebut meliputi Raperda APBD, Perda APBD, 

Raperda Perubahan APBD, Perda Perubahan APBD, Raperbup APBD, Perbup APBD, 

Raperbup Perubahan APBD, Perbup Perubahan APBD. Dalam hal pengelolaan aset daerah 

semua SKPD telah memenuhi standar tertib administrasi selama 5 (lima) tahun terakhir. 

 

 

2.4 Aspek Daya Saing Daerah   

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah  

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap 

indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non 

pangan per kapita. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator 

kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut. 

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita) 

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk 

mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat 

pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin 

atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah 

tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, 

yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung 

berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah 

penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, 

minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya 

kesehatan, sekolah, dan sebagainya. 

Berdasarkan Hukum Engel/Engel Law bahwa semakin tinggi 

pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi 

kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan 

proporsinya akan semakin meningkat. 

Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga 

unuk bahan makanan sebesar 46,01 persen, angka tersebut lebih  rendah dari 

pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk bahan non makanan. Hal tersebut sesuai 

dengan Hukum Engel/Engel Law  bahwa tingkat perkembangan kesejahteraan 

masyarakat Kulon Progo semakin meningkat. Adapun komposisi tingkat pengeluaran Per 

Kapita Sebulan menurut Kelompok Kelompok Bukan Makanan.  
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Tabel  2.187  

Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Makanan 

di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012- 2016 

No Kelompok Makanan 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Padi-padian 8,56 10,65 9,27 7,93 6,28 

2 Umbi-umbian 0,41 0,51 0,53 0,39 0,47 

3 Ikan 0,91 1,29 1,1 1,47 1,39 

4 Daging & Hasilnya 1,66 1,99 1,53 1,47 2,03 

5 Telur, Susu & Hasilnya 3,25 3,83 3,74 3,86 3,30 

6 Sayur-sayuran 3,36 4,74 3,58 2,99 3,57 

7 Kacang-kacangan 1,85 2,18 1,91 1,60 1,53 

8 Buah-buahan 2,27 2,68 2,6 2,89 2,13 

9 Minyak dan Lemak 1,82 2,22 1,97 1,64 1,51 

10 Bahan Minuman 2,42 2,89 2,44 2,09 2,20 

11 Bumbu-bumbuan 0,55 0,71 0,6 0,69 0,72 

12 Konsumsi lainnya 1,12 1,3 1,2 1,09 1,00 

13 
Makanan dan Minuman 

Jadi 
14,56 15,81 15,93 

13,45 
14,37 

14 Minuman Alkohol 0 0 0 0,00 0,00 

15 Tembakau dan Sirih 3,71 4,66 4,58 4,45 5,15 

 
Jumlah / Total 46,46 55,46 50,98 46,00 46,01 

Sumber data : Kulon Progo Dalam Angka, BPS, 2017 diolah 

Dari Tabel di atas dapat digambarkan bahwa pengeluaran tertinggi pada 

kelompok makanan dan minuman jadi  diikuti oleh kelompok  padi-padian, kelompok 

tembakau/ dan sirih, kelompok telur dan susu, kelompok sayuran.  Hal tersebut 

menggambarkan bahwa masyarakat Kulon Progo pola konsumsinya menginginkan yang 

lebih praktis dan siap saji dan didukung juga kemudahan akses berbagai jenis makanan 

dan minuman jadi. 

Untuk konsumsi tembakau dan sirih walaupun sudah ada perda masalah rokok 

tingkat konsumsinya masih tergolong tinggi yaitu pada urutan ketiga yakni sebesar 5,15 

persen dan hal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat masih kurang sadar akan 

bahaya nikotin dan belum sadar juga untuk mengalokasikan pendapatannya untuk jenis 

kelompok  yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kabupaten Kulon Progo 

bebas alkohol dimana tingkat konsumsi kelompok ini sebesar nol persen, sedangkan 

untuk konsumsi ikan masih sangat rendah sekali, hanya berkisar 1,39 persen. 

 

b. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (persentase konsumsi RT untuk non 

pangan). 

Pengeluaran Konsumsi per kapita sebulan menurut kelompok bukan makanan di 

Kabupaten Kulon Progo sebesar 53,99 persen. Angka tersebut lebih  tinggi jika 
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dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi bahan makanan. Adapun komposisi tingkat 

pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Kelompok Bukan Makanan dapat 

dilhat pada Tabel di bawah ini. 

Tabel  2.188  

Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Kelompok Bukan 

Makanan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012- 2016 

Sumber data : Kulon Progo Dalam Angka, BPS, 2017 diolah 

 

Tingkat pengeluaran tertinggi pada kelompok perumahan, bahan bakar, 

penerangan dan air sebesar 24,37 persen dan dikuti oleh kelompok keperluan pesta dan 

upacara sebesar 7,49 persen, sedangkan kelompok terendah pada pengeluaran 

kesehatan yaitu 1,67 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran untuk 

kesehatan telah ditanggung oleh pemerintah melalui BPJS Kesehatan dan Program 

Jamkesda. 

Tabel  2.189  

Persentase Konsumsi Non Pangan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012- 

2016 

No Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 

1 
Pengeluaran non pangan rata-rata per 
kapita sebulan 

289.184 213.399 282.855 361.880 388.290 

2 Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan 540.865 480.452 576.964 670.192 719.189 

3 Rasio 0,5347 0,444 0,490 0,540 53,99 

Sumber data : Badan Pusat Statistik, 2017 diolah 

 

 

 

 

 

No Kelompok Bukan Makanan 2012 2013 2014 2015 2016 

1 
Perumahan, Bahan Bakar, 
Penerangan dan Air 

15,07 14,93 14,41 23,75 24,37 

2 Barang dan Jasa 10,25 11,5 11,26 5,86 6,55 

3 Pakaian, Alas Kaki & Tutup Kepala 2,8 2,44 3,09 3,97 3,41 

4 Barang Tahan Lama 14,28 6,04 3,99 3,72 4,25 

5 Pajak Pemakaian dan Premi Asuransi 1,58 1,91 1,7 2,87 2,91 

6 Keperluan Pesta & Upacara 1,01 0,47 1,97 9,07 7,49 

7 Biaya Pendidikan 4,29 4,07 8,17 2,89 3,34 

8 Biaya Kesehatan 4,25 3,18 4,43 1,88 1,67 

 
Jumlah 53,54 44,54 49,02 54,00 53,99 
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2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 

a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Sampai dengan tahun 2015 rasio pemanfaatan ruang adalah sebesar 0,82 

persen. Hal ini menggambarkan bahwa dalam memanfaatkan ruang masih taat pada 

aturan yang berlaku yakni belum melebihi daya tampung dan daya dukung serta juga 

dapat menggambarkan ketaatan warga pada regulasi RTRW serta optimalnya 

pengendalian tata ruang. 

Adapun penggunaan/pemanfaatan lahan di Kabupaten Kulon Progo dalam hal 

ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bisa dilihat di Tabel berikut. 

 

Tabel  2.190  

Rasio Ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 - 2015 

No Uraian 
2012 
(Ha) 

2013 
(Ha) 

2014 
(Ha) 

2015 
(Ha) 

1. Realisasi RTRW n 46.134,37 46638,57 48.278,23 

2. Rencana Peruntukan RTRW 58.628 58.628 58.628 58.628 

3. Rasio (1./2.)  0,78 0,79 0,82 

Sumber data : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

b. Kawasan peruntukan industri. 

Kawasan industri merupakan kawasan yang diutamakan untuk menampung 

kegiatan industri yang pematangan tanah dan penyediaan sarana sepenuhnya 

dilakukan oleh pengusaha kawasan industri. Untuk infrastuktur jalan di kawasan 

peruntukan industri Sentolo yakni ruas jalan Dudukan-Ngentakrejo sudah sebagian 

tertangani dan untuk tahun 2017 rencana dilaksanakan persiapan dan perencanaan 

pengadaan tanah untuk menangani  ruas jalan tersebut. Untuk rencana lima tahun 

mendatang ruas jalan tersebut harus tuntas penanganannya dan fasilitas lainnya pun 

diusahakan selesai. 

 

c. Industri Besar 

Kawasan peruntukan industri besar di Kabupaten Kulon Progo direncanakan 

dengan lokasi meliputi sebagai berikut : 

a) Kawasan Industri Sentolo dengan luas kurang lebih 4.796 Ha di Kecamatan 

Sentolo dan Kecamatan Lendah. 

b) Kawasan Industri Temon di Kecamatan Temon berupa industri bahari dengan 

luas kurang lebih 500 Ha. 
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c) Kawasan peruntukan industri yang berada di Kecamatan Nanggulan dengan 

luas 700 Ha 

d) Industri Kecil dan Mikro, tersebar diseluruh kecamatan 

 

d. Luas wilayah produktif  

Rasio luas luas wilayah produktif di Kabupaten Kulon Progo sebesar 0,527 

persen. Hal tersebut mengambarkan bahwa belum seluruh kawasan budidaya 

digunakan untuk budidaya. Oleh karena itu, ke depan perlu peningkatan budidaya 

tanaman tanaman pangan, hortikultura, empon-empon, kacang-kacangan, peternakan 

dan perikanan. Di samping hal tersebut juga perlu didorong peningkatan pemanfaaatan 

pekarangan, mengurangi tanaman tanaman yang tidak produktif dan menggantikan 

dengan tanaman yang produktif. Adapun luas lahan produktif dapat dilihat pada Tabel 

berikut. 

Tabel  2.191  

Persentase luas Wilayah Produktif Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2015 

NO Uraian 2012 2013 2014 2015 

1. Luas Wilayah produktif (Ha) 20.908,39 20.909,58 20.907,83 20.937,83 

2. Luas Seluruh Wil. Budidaya (Ha) 
37.658,69 

 
37.658,69 37.658,69 37.658,69 

 Rasio (1./2.) 0,555 0,555 0,555 0,556 

Sumber data : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Rasio luas lahan produktif untuk tingkat kecamatan tertinggi di Kecamatan 

Girimulyo sebesar 0,915% dan terendah di Kecamatan Sentolo sebesar 0,354 %,  

disebabkan karena kawasan industri dan kawasan perdagangan belum dimanfaatkan 

secara optimal. Dalam rangka mengentaskan kemiskinan pemerintah mengalokasikan 

anggaran untuk meningkatkan pemanfaatan pekarangan, peningkatan budidaya 

perikanan dan peternakan. Adapun persentase luas wilayah lahan produktif dapat 

dilihat dalam Tabel berikut. 

Tabel  2.192  

Persentase luas Wilayah Produktif Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 

No. Kecamatan*) 
Luas Wilayah 

Produktif 
Luas Seluruh 
Wil. Budidaya 

Rasio 

(1) (2) (3) (4) (5=3/4) 

1 Galur 1.865,25 2.919,55 0,639 

2 Girimulyo 1.002,25 1.095,13 0,915 

3 Kalibawang 2.316,77 2.693,16 0,860 

4 Kokap 1.697,71 3.077,82 0,552 
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No. Kecamatan*) 
Luas Wilayah 

Produktif 
Luas Seluruh 
Wil. Budidaya 

Rasio 

5 Lendah 1.336,41 3.668,34 0,364 

6 Nanggulan 2.501,05 3.679,54 0,680 

7 Panjatan 2.188,73 4.208,51 0,520 

8 Pengasih 2.592,09 4.614,40 0,562 

9 Samigaluh 80,47 100,76 0,798 

10 Sentolo 1.866,85 5.272,80 0,354 

11 Temon 1.909,34 3.359,05 0,568 

12 Wates 1.580,92 2.969,61 0,532 

 Jumlah 20.937,83 37.658,69 0,556 

Sumber data : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

e. Jumlah orang yang terangkut di terminal 

Jumlah kendaraan yang masuk dalam terminal baik itu AKAP maupun AKDP sangat 

fluktuatif, begitu juga dengan jumlah orang yang terangkut dari terminal. Pada tahun 

2013 terjadi penurunan drastis dari tahun 2012 untuk jumlah orang yang terangkut. Hal 

tersebut dipengaruhi banyak penumpang yang beralih ke kendaraan roda dua maupun 

mobil pribadi. Adapun data mengenai jumlah angkutan dan orang yang terangkut di 

terminal dapat dilihat pada Tabel berikut : 

 

Tabel  2.193  

Jumlah Angkutan Umum dan Orang yang Terangkut dari Terminal  

Tahun 2012-2014 

 

TAHUN 
Bus Penumpang Bus 

AKAP AKDP AKAP AKDP 

2012 30.939 21.865 1.138.686 1.030.905 

2013 21.174 26.919 682.294 793.517 

2014 22.121 25.987 751.355 856.395 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015 diolah 

 

f. Jalan dan jembatan  

Kondisi jalan di kabupaten Kulon Progo untuk tahun 2015 untuk kolektor primer I 

kondisi baik 80 persen sedangkan untuk kolektor II kondisi baik 69,14 persen. Kondisi  

jalan baik ini sudah melebihi capaian tingkat Nasional. Pemerintah memang 

berkomitmen untuk penyediaan jalan kondisi baik dalam rangka percepatan 

pertumbuhan pengembangan wilayah maupun pengembangan kawasan strategis, 
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sehingga akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.  Kondisi jalan 

secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini : 

 

Tabel  2.194  

Kondisi Jalan di Kabupaten Kulon Progo 

No. Status Jalan 

Kondisi 
Total 
Jalan 

Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat 

km % km % km % km % 

1. Negara 23,92 83,75 4,64 16,25     28,57 

2. Provinsi 129,48 88,97 16,07 11,03     145,54 

3. Lokal Primer I 518,23 80,00 63,39 9,78 59,71 9,21 6,47 0,99 647,80 

4. Lokal Primer II 938,83 69,14 325,85 24,05 63,725 4,70 28,75 2,11 1.354,97 

Sumber:    Dinas Pekerjaan Umum  Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kulon Progo, 

2017 

 

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan jalan dan jembatan guna 

meningkatkan perekonomian meliputi pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan 

jalan, pemeliharaan berkala jalan dan pemeliharaan  secara rutin jalan dan jembatan. 

Dalam rangka menekan ketimpangan wilayah antara pusat pemerintahan dan wilayah 

pegunungan/terpencil, juga dalam rangka membuka akses menuju potensi wisata serta 

kawasan produk unggulan Kulon Progo, maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 

meng-agendakan pembangunan jalan Bedah Menoreh. Dengan terbangunnya Jalan 

Bedah Menoreh dimaksud, diharapkan potensi-poten)si wisata yang terdapat 

disepanjang jalur bedah menoreh akan mendapatkan layanan akses jalan yang lebih 

baik, yang diharapkan akan meningkatkan angka kunjungan ke lokasi wisata, selain itu, 

produk-produk unggulan yang ada di wilayah Kulon Progo seperti Gula semut, Gula 

Merah dapat lebih mudah pendistribusiannya. 

 

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi 

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi di daerah, hal penting yang harus 

diperhatikan adalah penciptaan iklimm kondusif yang mendukung investasi. Indikator yang 

berkaitan dengan iklim investasi, antara lain angka kriminalitas yang dilihat dari jumlah 

kejadian kejahatan dan jumlah demonstrasi. 
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a. Angka kriminalitas 

Jika dilihat dari kejadian kejahatan dari tahun 2012 hingga 2014 cenderung meningkat 

tiap tahunnya.  Dengan meningkatnya kejahatan tersebut akan dapat mempengaruhi 

iklim investasi, dimana orang akan berpikir ulang untuk menanamkan sahamnya apabila 

tingkat keamanannya kurang. 

Kejadian kejahatan tersebut dapat disebabkan karena  faktor ekonomi dimana tingkat 

kemiskinan terlalu tinggi, faktor lingkungan pergaulan dan belum baiknya disiplin 

masyarakat dalam mematuhi hukum/peraturan perundang-undangan serta dengan 

adanya dampak negatif arus globalisasi yang tidak terbendung menimbulkan adanya 

gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran dan tindakan kekerasan dalam 

masyarakat. Tantangan kedepan yang dihadapi bidang keamanan, ketentraman dan 

ketertiban adalah meningkatnya gangguan ketertiban dan ketentraman dalam 

masyarakat, serta tindakan kriminal, kekerasan secara kualitas maupun kuantitas 

maupun tak terlepas pula munculnya berbagai isu dan teror yang dapat meresahkan 

masyarakat sebagai akibat kemajuan teknologi yang disalahgunakan oleh pihak yang 

tidak bertanggung jawab.  

 

Tabel  2.195  

Jumlah kejadian kejahatan Kabupaten Kulon Progo 

No Jenis Kriminal 2012 2013 2104 2015 2016 

1. Jumlah pencurian biasa 10 19 9 20 7 

2. Jumlah pencurian hewan 3 1 1 4 0 

3. 
Jumlah pencurian dengan 
kekerasan 

12 5 7 
15 17 

4. Jumlah lainnya 265 281 321 403 917 

5. Jumlah kejadian total 290 306 338 442 941 

6. Jumlah kerugian 4.528.807 6.783.078 6.239.178 10.214.642 262.390 

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kulon Progo 2017 

Dengan melihat kenyataan tersebut, kedepan diupayakan untuk meningkatkan patrol 

terpadu, meningkatkan pembinaan mental, dan menggiatkan pengamanan swadaya. 

 

b. Jumlah Demonstrasi 

Demonstrasi ("demo") atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan 

sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan 

pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak 

atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh 

https://id.wikipedia.org/wiki/Protes
https://id.wikipedia.org/wiki/Politik
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kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan 

orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan 

pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun 

unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya. Unjuk 

rasa kadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat 

terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan. 

Demonstrasi di Kabupaten Kulon Progo didominasi oleh demonstrasi ekonomi. Salah 

satu permasalahan diantaranya adalah berkaitan dengan pembangunan bandara di 

Temon. Kejadian demo di kabuapaten Kulon Progo bissa dilihat di tabel berikut ini. 

 

Tabel  2.196  

Jumlah Demo Kabupaten Kulon Progo 

No Uraian 2011 1012 2013 2014 2015 2016 

1 Demonstrasi politik 5 4 6 2 2 2 

2 Demonstrasi ekonomi 15 24 30 11 9 8 

3 Demonstrasi mogok kerja 1 0 2 1 0 0 

 Jumlah 21 28 38 14 11 10 

Sumber Data : Kantor Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi adanya demonstrasi adalah dengan 

meningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk melakukan deteksi dini terjadinya konflik 

dan mengaktifkan tim penanganan konflik sosial. 

 

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia 

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang 

sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sumberdaya 

manusia yang tangguh, mandiri, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal 

bagi suatu wilayah dalam mengolah sumberdaya yang ada, memanfaatkan potensi, dan 

menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Pembangunan SDM di Kulon Progo 

diarahkan untuk menyiapkan SDM yang terampil, inovatif, kompetitif, dan disiplin dalam 

rangka meningkatkan laju pembangunan daerah. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat 

dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk pada suatu wilayah. 

a. Kualitas Tenaga Kerja  

SDM yang berkualitas akan meningkatkan daya saing dan perkembangan investasi 

yang masuk di suatu daerah. Kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan 

kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas, karena mayoritas perusahaan-

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepentingan_kelompok
https://id.wikipedia.org/wiki/Mahasiswa
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
https://id.wikipedia.org/wiki/Buruh
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Majikan&action=edit&redlink=1
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perusahaan atau lapangan kerja lainnya lebih memilih tenaga kerja yang berkualitas 

baik. Selain itu, kualitas tenaga kerja juga ditentukan oleh kondisi internal tenaga kerja 

itu sendiri seperti: motivasi kerja, keahlian/ketrampilan, pengalaman kerja, serta sikap 

dan perilaku. Salah satu ukuran kualitas SDM yang terkait dengan kualitas tenaga kerja 

adalah tingkat pendidikan angkatan kerja. Angkatan kerja yang berkualitas memiliki 

daya saing lebih dalam mengisi kesempatan kerja baik di dalam maupun luar negeri. 

Perkembangan angkatan kerja di DIY berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam 

tabel berikut: 

Tabel  2.197  

Penduduk Usia Kerja Menurut Pendidikan Kabupaten Kulon Progo  

Tingkat 
Pendidikan 

2011 2012 2013 2014 2015 

<SD 122.443 112.020 123.498 131.520 126.470 

SMP 71.785 78.752 72.687 73.108 67.579 

SMA/SMK 91.297 95.861 87.868 92.250 100.227 

Diploma 7.094 7.671 7.504 6.638 8.493 

Universitas 11.840 11.230 14.410 11.397 16.117 

Sumber: Pusdatinaker, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2017 

Dari tabel di atas dapa diketahui bahwa struktur angkatan kerja di Kabupaten Kulon 

Progo didominasi oleh tidak lulus SD dan lulusan SMA/SMK. Sedangkan lulusan 

DI/DII/DIII dan universitas baru mencapai sekitar 15,82% di tahun 2014. Sehingga 

program-program peningkatan kompetensi tenaga kerja seperti pelatihan kerja dan 

kewirausahaan mutlak diperlukan agar angkatan kerja di DIY mampu bersaing di dunia 

kerja. 

Tabel  2.198  

Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Angka Beban Ketergantungan, dan 

Kelompok Umur di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 

Kelompok 
Umur 

Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

0 - 14 tahun 23.01 22.94 22.89 22.74 22.73 

15 - 64 tahun 65.17 65.28 65.35 65.42 65.43 

65 + 11.82 11.78 11.76 11.84 11.84 

Angka Beban 
Ketergantungan 

53.43 53.19 53.03 52.93 52.84 

Sumber:  Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2017 
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Besarnya angka ketergantungan dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan 

menurun, walaupun masih jauh untuk mencapai bonus demografi. Bonus demografi 

merupakan bonus yang dinikmati suatu wilayah sebagai akibat dari besarnya proporsi 

penduduk usia produktif dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Secara angka 

kondisi ini tercapai saat angka ketergantungan sudah berada di bawah 50 persen. 

Kabupaten Kulon Progo untuk mencapai kondisi ini masih dibutuhkan waktu yang relatif 

lama. Pada tahun tahun 2014, angka ketergantungan di Kabupaten Kulon Progo telah 

mencapai 53,03 persen. Angka ini berarti bahwa secara rata-rata setiap 100 penduduk 

usia produktif menanggung sekitar 53 orang penduduk usia tidak produktif. Hal ini dengan 

asumsi bahwa setiap penduduk usia 15-64 tahun benar-benar dapat produktif. Jika usia 

produktif tidak dapat diberdayakan untuk benar-benar produktif secara ekonomi atau 

hanya menjadi pengangguran, maka justru akan menimbulkan permasalahan baru dalam 

kehidupan sosial diantaranya kesenjangan sosial dan kerawanan sosial. Pada tahun 

tahun 2016, angka ketergantungan di Kabupaten Kulon Progo mencapai 52,84 persen. 

Angka ini berarti bahwa secara rata-rata setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 

sekitar 53 orang penduduk usia tidak produktif.  
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BAB III 

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  

DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

 

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk 

menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan 

daerah dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Dengan melakukan 

analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam 

pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen 

keuangan daerah dalam rangka ekononi makro diharapkan dapat memberikan 

dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke 

dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan multiplier effect yang lebih 

besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. 

Untuk mengetahui gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan 

daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah dibutuhkan analisis 

realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya, 

meliputi: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selain itu juga dilakukan analisis 

terhadap perkembangan neraca daerah, meliputi: aset dan hutang daerah serta 

ekuitas dana.  

Kapasitas keuangan daerah harus diketahui, agar daerah mampu 

mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah untuk memahami perilaku atau 

karakteristik penerimaan, sehingga belanja pembangunan dapat dilakukan secara 

optimal, efektif dan efisien. 

Analisis proyeksi pendapatan daerah untuk memperoleh gambaran kapasitas 

pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan 

kerangka pendanaan pembangunan daerah. Analisis kinerja keuangan Kabupaten 

Kulon Progo periode tahun 2011–2016 didasarkan pada data yang diperoleh dari 

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Adapun gambaran keuangan 

daerah dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah dilaksanakan 5 (lima) 

tahun masa lalu, pelaksanaan tahun RPJMD Tahun 2011-2016 dan proyeksi kedepan 

tahun 2017-2022 sebagai berikut: 
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3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu 

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD 

3.1.1.1 Pendapatan Daerah 

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Target pendapatan 

daerah merupakan capaian yang harus diperoleh, sedangkan realisasi 

merupakan capaian pada akhir tahun anggaran. Kapasitas kemampuan 

keuangan daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam 

menjalankan pembangunan dan pembiayaan. 

Berdasarkan data dari Badan Keuangan dan Aset Daerah, secara 

umum pendapatan daerah Kabupaten Kulon Progo selalu mengalami 

peningkatan. Hal ini didukung selalu meningkatnya Dana Perimbangan dan 

Pendapatan Asli Daerah. Untuk pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten 

Kulon Progo Tahun 2012-2016 rata-rata sebesar 11,39%, yang didukung 

dengan rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebesar 27,03%, Dana 

Perimbangan sebesar 12,36% dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

sebesar 5,92%. Selanjutnya peningkatan pendapatan daerah dapat dilihat dari 

tabel dan gambar berikut. 
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Tabel 3.1  
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 
 

 
Sumber: BKAD Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 
 

 

No. Uraian 2012 (Rp) 2013 (Rp) 2014 (Rp) 2015 (Rp) 2016 (Rp.)

Rata-rata 

Pertumbuhan 

(%)

1 PENDAPATAN         882.586.663.589.07     1.003.179.221.523.06          1.120.424.776.127.66      1.227.474.672.766.37      1.358.070.874.847.32 11.39

1.1. Pendapatan Asli Daerah           74.028.663.155.07          95.991.512.851.06             158.623.927.339.19 170.822.326.558.34        180.273.363.594.69        27.03

1.1.1. Pajak daerah            8.448.289.543.50            8.696.477.331.88 21.171.477.417.00             25.526.938.958.50          31.393.835.053.70          47.49

1.1.2. Retribusi daerah           11.655.374.999.00          14.986.509.628.75 6.777.314.436.00               6.965.714.003.25            9.857.662.642.63            4.52

1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan daerah 

yang dipisahkan

           6.765.040.924.72            8.252.584.228.16 10.176.928.233.90             10.534.500.875.11          14.317.819.815.93          21.18

1.1.4. Lain-lain PAD yang sah           47.159.957.687.85          64.055.941.662.27 120.498.207.252.29            127.795.172.721.48        124.704.046.082.43        31.89

1.2. Dana Perimbangan         612.419.550.384.00        681.454.831.975.00             708.270.656.952.00         729.998.680.100.00         957.551.588.907.00 12.36

1.2.1. Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan 

pajak

          35.936.014.384.00          33.581.901.975.00 21.784.145.952.00             18.931.791.100.00          26.387.202.166.00          -3.85

1.2.2. Dana alokasi umum         531.104.016.000.00        594.978.790.000.00 639.409.211.000.00            657.260.489.000.00        718.490.508.000.00        7.90

1.2.3. Dana alokasi khusus           45.379.520.000.00          52.894.140.000.00 47.077.300.000.00             53.806.400.000.00          212.673.878.741.00        78.78

1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang 

Sah

        196.138.450.050.00        225.732.876.697.00             253.530.191.836.47         326.653.666.108.03         220.245.922.345.63 5.92

1.3.1 Hibah               864.433.050.00            1.122.905.524.00 4.164.459.543.00               2.546.089.202.00            16.767.499.548.00          205.12

1.3.2 Dana darurat                                  -                                    -   -                                    

1.3.3 Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan 

Pemerintah Daerah lainnya ***)

          33.871.272.000.00          40.975.094.173.00 52.800.817.293.47             68.912.031.906.03          76.355.539.797.63          22.79

1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi 

khusus****)

        143.945.745.000.00        163.769.077.000.00 172.929.797.000.00            238.789.645.000.00        99.744.600.000.00          -0.19

1.3.5 Bantuan keuangan dari provinsi atau 

Pemerintah Daerah lainnya

          17.457.000.000.00          19.865.800.000.00 23.635.118.000.00             16.405.900.000.00          27.378.283.000.00          17.27
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Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah  Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Gambar 3.1  
Realisasi Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 

 

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan 

daerah sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting 

pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. 

Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan 

daerah. Hal ini disebabkan kemandirian dalam APBD sangat terkait dengan 

pendapatan asli daerah. Semakin besar sumber pendapatan yang berasal dari 

potensi daerah, bukan sumber pendapatan dari bantuan, maka daerah semakin 

leluasa mengakomodasikan kepentingan masyarakatnya tanpa muatan 

kepentingan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat di daerah.  

Pendapatan daerah Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2012-2016 

didominasi Dana Perimbangan dari Pemerintah. Kontribusi Dana Perimbangan 

mengalami penurunan dari sebesar 69,39% pada tahun 2012 menjadi 59,47% 

pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 70,51% pada tahun 2016. Kondisi 

kontribusi pendapatan daerah tersebut digambarkan pada Gambar berikut. 
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Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah  Kabupaten Kulon Progo, 2017 (diolah) 

 
Gambar 3.2 

Kontribusi Pendapatan Daerah Kabupaten Kulon Progo  
Tahun 2012-2016 

 

Dalam hal pengelolaan daerah Rasio kemandirian keuangan daerah 

atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal sangat penting , karena hal 

tersebut menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan 

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah 

membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan 

daerah. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah 

terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat 

ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula 

sebaliknya.  

Dengan melihat gambar di atas, dapat dilihat bahwa Pemerintah 

Kabupaten Kulon Progo tingkat kemandiriannya masih rendah atau tingkat 

ketergantungan terhadap pihak luar/sumber dana eksternal masih sangat 

besar. Kondisi tersebut disebabkan adanya :  

1. Kebijakan pemerintah pusat yang mana kebijakan tersebut akan 

berpengaruh pada penerimaan pendapatan, baik itu dana perimbangan, 

PAD maupun Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun kebijakan-

kebijakannya meliputi : 

a. mengalihkan dana tugas pembantuan ke Dana Alokasi Khusus (DAK), 

baik DAK fisik maupun DAK non fisik; 

b. Alokasi dana desa yang yang disalurkan lewat APBD Kabupaten 
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c. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan 

Pertemuan/Rapat di Luar Kantor bagi kegiatan pemerintah sampai saat 

ini belum dicabut, serta masih rendahnya animo masyarakat 

menggunakan hotel di Kabupaten Kulon Progo untuk kegiatan 

perhelatan maupun pariwisata. Kondisi ini menyebabkan okupansi hotel 

sangat rendah 

d. Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-XII/2014 yang 

mengabulkan permohonan uji materi atas penjelasan pasal 124 UU 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(PDRD) sebagai dasar penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara, 

sehingga sejak saat itu para pengusaha tidak mau membayar Surat 

Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang sudah diterbitkan. 

e. PDAM Tirta Binangun belum ditetapkan targetnya karena sebagaimana 

kebijakan dari Pemerintah untuk PDAM yang belum memenuhi 

ketentuan cakupan layanan belum diwajibkan menyetorkan bagian laba 

untuk Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

 

2. Kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah. 

Dalam memaksimalkan dan mendorong laju pertumbuhan 

pendapatan asli daerah terutama, dari sektor pajak daerah dan retribusi 

daerah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi 

dilakukan dengan menyempurnakan dan mengoptimalkan penerimaan dari 

pajak daerah dan retribusi daerah (intensifikasi) yang telah ada serta 

menerapkan pajak daerah dan retribusi daerah yang baru. Ekstensifikasi 

dilakukan dengan cara menyempurnakan peraturan daerah yang mengatur 

pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ada, serta membuat peraturan 

daerah baru untuk menerapkan pajak daerah dan retribusi daerah yang 

baru pula. Dalam penyusunan perda baru tersebut diupayakan sebagai 

respon terhadap perubahan ketentuan penarikan jenis pajak daerah, 

retribusi daerah, untuk merespon dimungkinkannya penarikan jenis pajak 

daerah maupun retribusi daerah baru yang sebelumnya belum diatur oleh 

peraturan manapun, termasuk oleh pemerintah pusat. Penyempurnaan 

administrasi pendapatan daerah menyangkut melakukan reformasi 

pengaturan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini ditujukan 

agar para wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah dapat secara 
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optimal memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak daerah dan 

retribusi daerah sebagaimana mestinya. Serangkaian cara dapat dilakukan 

untuk mewujudkan hal ini, seperti: melakukan perbaikan metode identifikasi, 

mekanisme registrasi, dan pemungutan; mengembangkan sistem evaluasi; 

merencanakan dengan lebih baik sistem pengawasan, pemungutan, dan 

pelaporan keuangannya. 

Upaya mendongkrak perolehan laba usaha kepada pemerintah 

daerah dilakukan dengan penambahan modal yang diberikan kepada 

BUMD, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, penyusunan Road 

Map BUMD yang terintegrasi kepada RPJMD, menerbitkan pedoman 

tentang Investasi Pemerintah Daerah dan optimalisasi manajemen. 

3. Keterkaitan Antara Kinerja Keuangan Dengan Pertumbuhan Ekonomi, 

Pengangguran, dan Kemiskinan. Kemandirian dan pengelolaan secara 

ekonomis, efektif, dan efisiensi suatu daerah atau wilayah akan dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, karena pemerintah 

daerah akan lebih leluasa menerapkan kebijakan-kebijakan dalam hal 

percepatan pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan 

masyarakatnya dan aparatur daerah dapat secara inisiatif dan kreatif 

mengelola daerah untuk mendorong pertumbuhan daerah. Dengan 

pertumbuhan ekonomi daerah yang baik akan menggerakkan semua sektor 

perekonomian yang ada secara cepat dan ini sekaligus dapat menimbulkan 

lapangan-lapangan usaha, sehingga akan dapat mengurangi tingkat 

pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan 

tingkat kemiskinan. 

 

Perbandingan pendapatan daerah dengan daerah lain perlu dilakukan 

untuk mengetahui seberapa tingkat kemakmuran daerah dibandingkan dengan 

daerah lain, perkembangan tingkat perekonomian dari waktu ke waktu dengan 

daerah lain dan mengetahui seberapa jauh tingkat ketergantungan daerah 

dengan pemerintah bila dibandingkan dengan daerah lain. Dengan melihat 

perbandingan tersebut, maka pemerintah daerah dapat mengindentifikasi 

permasalahan di masa lalu dalam pengelolaan pendapatan daerah maupun 

permasalahan yang ditimbulkan akibat adanya kenaikan atau penurunan 

pendapatan daerah. Adapun perbandingan kondisi pendapatan daerah dengan 

kabupaten lainnya dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 3.2  

Perbandingan Proporsi Pendapatan Daerah 
Kabupaten Kulon Progo, Purworejo, Gunung Kidul dan Sleman 

 

No URAIAN 2012 (Rp) 2013 (Rp) 2014 (Rp) 2015 (Rp) 
pertumbuhan 

(%) 

  PENDAPATAN 

1. Kulon Progo    882,586,663,589.07  1,003,179,221,523.06  1,120,424,776,127.66  1,227,474,672,766.37  11.64 

2. Sleman 1,589,722,970,000.00  1,899,525,640,000.00  2,076,820,140,000.00  2,294,622,770,000.00  13.10 

3. Gunung Kidul 1,076,501,995,407.09 1,242,092,675,330.20 1,372,846,295,853.34 1,599,005,995,104.47 14.13 

4. Bantul 1,337,570,725,383.00 1,520,302,695,802.00 1,813,917,192,696.00 1,951,223,236,705.04 13.46 

5. Purworejo 1,167,943,577,026.00  1,289,037,659,296.00  1,441,117,384,862.00  1,753,211,813,926.00  14.61 

I. PENDAPATAN ASLI DAERAH 

1. Kulon Progo      74,028,663,155.07       95,991,512,851.06     158,623,927,339.19     170,822,326,558.34  34.20 

2. Sleman    301,069,540,000.00     449,270,310,000.00     573,337,600,000.00     643,130,080,000.00  29.67 

3. Gunung Kidul 67,050,781,893.09      83,427,447,822.42  159.304.338.220,22 196.099.244.204,02 46.16 

4. Bantul 166,597,778,029.00 224,197,864,331.00 357,411,062,723.00 390,624,492,073.16 33.13 

5. Purworejo      98,262,003,374.00     127,565,801,410.00     200,258,601,329.00     233,934,134,286.00  34.54 

II. DANA PERIMBANGAN 

1. Kulon Progo    612,419,550,384.00     681,454,831,975.00     708,270,656,952.00     729,998,680,100.00  6.09 

2. Sleman    944,143,040,000.00     989,669,680,000.00  1,034,404,520,000.00  1,080,162,450,000.00  4.59 

3. Gunung Kidul 799.932.048.514,00 877.414.789.454,00 923.974.088.292,00 978.310.012.465,00 6.96 

4. Bantul 885,352,411,354.00 938,492,077,341.00 1,036,632,898,871.00 1,041,842,461,070.00 10.11 

5. Purworejo    828,200,750,834.00     880,733,786,903.00     938,015,385,581.00     986,541,786,903.00  6.01 

III. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 

1. Kulon Progo    196,138,450,050.00     225,732,876,697.00     253,530,191,836.47     326,653,666,108.03  18.75 

2. Sleman    341,510,390,000.00     460,585,650,000.00     469,078,020,000.00     571,330,240,000.00  19.50 

3. Gunung Kidul 209.519.165.000,00 281.250.438.053,78 289.567.869.341,12 424.596.738.435,45 27.94 

4. Bantul 285,620,536,000.00 357,612,754,130.00 419,873,181,102.00 518,756,203,557.00 12.89 

5. Purworejo    241,480,822,818.00     280,738,070,983.00     302,843,397,952.00     532,735,892,737.00  33.35 

Sumber: RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016 -2021, RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021, RPJMD Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2016-2021  
dan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kulon Progo, 2012 -2017 (diolah) 
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Tingkat pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Kulon Progo 

terendah dibandingkan dengan Kabupaten Purworejo, Gunung Kidul dan 

Sleman, sedangkan tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah dan lain lain 

pendapatan asli daerah yang sah juga sangat tertinggal jauh dibandingkan 

dengan Kabupaten Gunung Kidul. Untuk lima tahun kedepan hendaknya 

pengelolaan pendapatan daerah harus benar benar ditingkatkan dalam hal 

peraihan pendapatan khususnya  penggalian potensi-potensi pendapatan baru, 

mengoptimalkan pengelolaan asset daerah yang selama ini kurang optimal, 

menyiapkan regulasi-regulasi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini 

dan memperbaiki data potensi pendapatan daerah. Dengan melakukan hal 

tersebut berharap dapat melakukan pengelolaan pendapatan secara optimal 

sehingga tidak tertinggal dengan daerah lain dan mengurangi ketergantungan 

daerah dengan pemerintah pusat . 

 

3.1.1.2 Belanja Daerah  

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas 

Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban 

daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya 

kembali oleh daerah. Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2012-

2016 mengalami peningkatan. Untuk belanja tidak langsung rata-rata 

peningkatannya sebesar 0,11 persen dan untuk kelompok ini peningkatan 

terbesar pada belanja hibah yang dikarenakan adanya even-even besar yang 

harus dibiayai pada kelompok ini meliputi even Porkab, Porda dan Pelaksanaan 

Pemilu. Untuk belanja pegawai selalu mengalami peningkatan walaupun tiap 

tahunnya ada pengurangan pegawai dikarenakan pensiun. Kenaikan belanja 

pegawai tersebut diakibatkan adanya kenaikan gaji aparatur tiap tahunnya 

sampai dengan tahun 2015 dan untuk tahun 2016 walaupun tidak ada kenaikan 

gaji tetapi ada gaji ke empat belas dan tambahan pendapatan guru yang 

tersertifikasi sehingga ini akan berpengaruh pada kenaikan besaran belanja 

pegawai.  

Belanja Bunga dari tahun 2012–2015 mengalami penurunan dan ini 

digunakan untuk pembayaran bunga pinjaman dari Loan Bank Dunia yang 

berakhir di tahun 2016, sedangkan tahun 2016 pembayaran bunga untuk 

pinjaman dari Loan juga bunga pinjaman RSUD Wates. Untuk bantuan 

keuangan selalu meningkat dan peningkatan tajam terjadi pada tahun 2015 dan 
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tahun 2016, dikarenakan adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk 

adanya alokasi dana desa yang dananya ditransfer melalui rekening Pemda 

yang kemudian disalurkan ke Pemerintah Daerah dan dana desa tersebut 

selalu mengalami kenaikan dan ada kebijakan dari pemerintah provinsi untuk 

menangani kemiskinan dan pembangunan wisata, irigasi dan pembangunan 

wilayah dengan mekanisme bantuan keuangan ke pemerintah kabupaten 

maupun pemerintah desa. Belanja tak terduga rata-rata pertumbuhannya 

sangat tinggi yakni sebesar 2,61 persen dan yang paling tinggi 

pertumbuhannya pada tahun 2016. Hal tersebut disebabkan karena untuk 

penanganan darurat pasar Bendungan akibat kebakaran, penanganan bencana 

tanah longsor dan banjir, penanganan darurat tanah longsor dan pengembalian 

restitusi pajak reklame PT Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) yang telah disetor pada 

tahun 2015. 

Belanja langsung mengalami kenaikan dengan rata rata 0,15 persen. 

Namun demikian, tidak semua kelompok belanja ini mengalami kenaikan. Ada 

yang mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 0,02 persen 

yakni belanja pegawai dimana ini disebabkan karena adanya kebijakan dari 

pemerintah Kulon Progo dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten 

Kulon Progo Tahun 2011-2016 untuk menyederhanakan program dan kegiatan. 

Dengan adanya penggabungan/penyederhanaan program dan kegiatan 

tersebut dapat mengurangi belanja pegawai. Hal tersebut juga menyebabkan 

perpindahan belanja pegawai non PNS yang masuk di belanja pegawai 

dipindah ke belanja barang dan jasa sesuai dengan aturan yang berlaku, 
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Tabel 3.3  
Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 
 

No Uraian 
2012 2013 2014 2015 2016 Rata-rata 

Pertumbuhan 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

A. Belanja Tidak 
Langsung 

591.396.646.809.85  655.320.541.204.94   694.043.199.881.60   787.062.647.121.06   884.391.750.338.20                0.11  

1. Belanja Pegawai 552.597.232.647.00  589.994.605.639.00   628.317.408.793.00  670.441.246.893.20   705.425.036.351.20                 0.06  

2. Belanja Bunga           40.923.733.85           29.917.277.72  19.030.132.79  8.142.987.86             38.583.281.00                 0.63  

3. Belanja Subsidi                               -    -    -    -    -    -  

4. Belanja Hibah     5.807.871.230.00    17.778.917.529.22  16.663.281.350.81  8.395.564.019.00  33.571.120.200.00                 1.13  

5. Belanja Bantuan 
Sosial 

    2.466.526.651.00    14.057.160.250.00  8.720.210.000.00  7.496.390.000.00  4.426.220.000.00  0.94  

6. Belanja Bagi Hasil      2.211.122.047.00      1.141.167.878.00  2.614.074.597.00  3.003.742.744.00  2.795.602.565.00  0.22  

7. Belanja Bantuan 
Keuangan 

  26.903.227.387.00    31.847.314.071.00  37.630.075.008.00  97.520.578.977.00  135.883.735.391.00  0.59  

8. Belanja Tidak 
Terduga 

    1.369.743.114.00         471.458.560.00  79.120.000.00  196.981.500.00  2.251.452.550.00  2.61  

B. Belanja Langsung 290.293.602.520.00  309.267.004.688.00  366.534.148.289.00  456.007.305.778.00  504.208.599.181.80                0.15  

1. Belanja Pegawai   41.258.966.161.00  60.472.106.137.00  43.825.938.127.00  42.308.269.908.00  31.993.661.858.00   (0.02) 

2. Belanja Barang dan 
Jasa 

101.204.056.100.00  125.481.372.434.00  176.131.256.647.00  187.643.321.966.00  230.231.184.125.80  0.23  

3. Belanja Modal 147.830.580.259.00  123.313.526.117.00  146.576.953.515.00  226.055.713.904.00  241.983.753.198.00  0.16  

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah  Kabupaten Kulon Progo, 2017 (diolah) 
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Struktur belanja daerah pada Tahun 2012-2016 kondisinya sangat 

fluktuatif dan masih didominasi oleh belanja tidak langsung, dimana kontribusi 

belanja tidak langsung masih di atas 63%. Belanja Tidak Langsung mulai tahun 

2013 kontribusinya menurun dan sebaliknya Belanja Langsung kontribusinya 

mulai naik. Adapun gambaran peran belanja langsung dan belanja tidak 

langsung pada belanja daerah ditunjukkan pada gambar berikut 

 

 

 

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah  Kabupaten Kulon Progo, 2017 (diolah) 

Gambar 3.3 
Struktur Belanja Daerah 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012–2016 
 

 

Struktur Belanja Tidak langsung didominasi oleh belanja pegawai 

dimana dari tahun 2012 -2016 belanja tidak langsung masih di atas 67% pada 

tahun 2012 dan 63,69% pada tahun 2016. Belanja tidak langsung digunakan 

untuk belanja pegawai sebesar 62,67% pada tahun 2012 dan 50,80% pada 

tahun 2016. Anggaran Belanja pegawai semakin menurun, hal ini dikarenakan 

banyaknya pegawai yang pensiun sementara tidak ada tambahan penangkatan 

pegawai baru.  

Untuk Belanja langsung, struktur belanja barang dan jasa dibanding 

dengan belanja modal hampir imbang. Namun demikian, belanja modal masih 

dibawah dengan yang diamanatkan oleh Undang Undang. Untuk porsi belanja 

pegawai semakin lama semakin menyusut, namun belanja barang dan jasa 

Belanja Tidak 
Langsung; 

2012; 67,08 

Belanja Tidak 
Langsung; 

2013; 67,94 

Belanja Tidak 
Langsung; 

2014; 65,44 

Belanja Tidak 
Langsung; 

2015; 63,32 

Belanja Tidak 
Langsung; 

2016; 63,69 

Belanja 
Langsung; 

2012; 32,92 

Belanja 
Langsung; 

2013; 32,06 

Belanja 
Langsung; 
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Langsung; 

2015; 36,68 

Belanja 
Langsung; 
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Belanja Langsung
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semakin lama semakin naik. Hal ini disebabkan karena adanya perpindahan 

belanja pegawai non PNS yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan 

dipindahkan dari belanja pegawai ke belanja barang dan jasa serta kurangnya 

tenaga PNS. Untuk mengantisipasi kekurangan pegawai tersebut banyak 

kegiatan yang melibatkan tenaga harian lepas dengan menggunakan rekening 

belanja barang dan jasa. Adapun struktur lengkap belanja dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

 

Tabel 3.4  

Struktur Lengkap Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo  
Tahun 2012-2016  

 

No Uraian 
2012 2013 2014 2015 2016 

(%) (%) (%) (%) (%) 

A. Belanja Tidak Langsung     67,08      67,94      65,44      63,32      63,69  

1. Belanja Pegawai     62,67      61,17      59,24      53,93      50,80  

2. Belanja Bunga     0,005  0,003  0,002  0,001  0,003  

3. Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Belanja Hibah       0,66  1,84  1,57  0,68  2,42  

5. Belanja Bantuan Sosial       0,28  1,46  0,82  0,60  0,32  

6. Belanja Bagi Hasil        0,25  0,12  0,25  0,24  0,20  

7. Belanja Bantuan 
Keuangan 

      3,05  3,30  3,55  7,85  9,79  

8. Belanja Tidak Terduga       0,16  0,05  0,01  0,02  0,16  

B. Belanja Langsung     32,92  32,06  34,56  36,68  36,31  

1. Belanja Pegawai       4,68  6,27  4,13  3,40  2,30  

2. Belanja Barang dan Jasa     11,48      13,01  16,61  15,10  16,58  

3. Belanja Modal     16,77      12,78  13,82  18,19  7,43  

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017 (diolah) 

 

Perbandingan belanja daerah dengan daerah lain perlu dilakukan agar 

perencanaan yang sudah dilakukan sudah setara dengan kabupaten lain atau 

belum, sudah baik atau belum dan untuk perbaikan perencanaan yang akan 

datang. Adapun perbandingan kondisi belanja daerah dengan kabupaten 

lainnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

 

 

 



RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017 - 2022 

 

III - 14 

Tabel 3.5  
Perbandingan Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja 

Langsung Kabupaten Kulon Progo, Purworejo, Gunung Kidul dan Sleman 
Tahun 2011–2015 

 

Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

BELANJA TIDAK 
LANGSUNG 

          

 Kulon Progo          67.08          67.94          65.44        63.32        63.69 

 Sleman 69.10 69.30 67.12 57.73 56.00 

 Gunung Kidul 73.18 70.91 72.13 73.32 66.95 

 Purworejo 74.00 72.38 69.51 66.66 69.28 

BELANJA LANGSUNG           

 Kulon Progo 32.92 32.06 34.56 36.68 36.31 

 Sleman 30.90 30.70 32.88 42.27 44.00 

 Gunung Kidul 26.82 29.09 27.88 26.68 33.05 

 Purworejo 26.00 27.62 30.49 33.34 30.72 

Sumber: RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021, RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-

2021, RPJMD Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2016-2021 dan Laporan Realisasi Anggaran  

Kabupaten Kulon Progo, 2012-2016 (diolah) 

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa proporsi alokasi anggaran di 

Kabupaten Kulon Progo sudah cukup baik dibandingkan dengan Kabupaten 

Gunung Kidul dan Purworejo. Namun demikian, jika dibandingkan dengan 

Kabupaten Sleman kondisinya masih lebih baik Kabupaten Sleman. Dengan 

kondisi tersebut belanja tidak langsung harus dijaga dan ditekan, karena 

terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2015. Untuk tahun yang 

akan datang harus berusaha menekan Belanja Tidak Langsung dan berusaha 

menaikkan proporsi belanja langsung guna meningkatkan pelayanan dasar 

masyarakat, pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat  

Potensi dan tantangan perkembangan ke depan Kabupaten Kulon 

Progo ditinjau dari perspektif nasional adalah sebagai berikut : 

1. Pertumbuhan global meningkat dengan kenaikan harga komoditas dan 

pemulihan ekonomi negara maju serta meningkatnya perekonomian di 

negara berkembang. Dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus maka 

akan berpengaruh pada penerimaan Negara dan daya beli masyarakat 

dan ini akan berpengaruh juga pada pendapatan daerah. 

2. Proyek infrastruktur, dengan paket kebijakan pembangunan infrastruktur 

maka ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah maupun 

pertumbuhan ekonomi nasional. Penyediaan infrastruktur di sebuah 

kawasan tentunya dapat menarik orang untuk berpindah ke kawasan 
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tersebut dan perpindahan manusia dengan berbagai keterampilan yang 

dimiliki dari setiap orang tersebut akan menimbulkan aktivitas 

perekonomian. Ditambah pula kebijakan atau himbauan pemerintah 

bahwa dalam pembangunan infrastruktur harus menggunakan besi baja 

nasional sehingga dampak ini berpengaruh positip pada industri 

pengolahan logam dan penyerapan lapangan kerja. 

3. MEA menjadi dua sisi mata uang bagi Indonesia: Pada satu sisi menjadi 

kesempatan yang baik untuk menunjukkan kualitas dan kuantitas produk 

dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia kepada negara-negara lain 

dengan terbuka, tetapi pada sisi yang lain dapat menjadi bumerang 

apabila tidak dapat memanfaatkannya dengan baik. Dengan adanya 

perdagangan bebas, kita harus mampu meningkatkan ekspor, namun kita 

juga harus waspada terhadap resiko kompetisi (competition risk) yang 

muncul dengan banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam 

jumlah banyak ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal dalam 

bersaing dengan produk-produk luar negri yang jauh lebih berkualitas. 

Dari aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi 

para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan 

berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, 

akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi  

lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga 

menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari 

pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Permasalahan 

yang ada sampai saat ini dari sisi tenaga kerja tidak terlepas dari kualitas 

yang rendah, seperti tingkat pendidikan dan keahlian yang belum 

memadai. Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, Pemerintah 

harus mampu mendorong diadakan pelatihan keterampilan karena 

mayoritas tenaga kerja kurang dalam kecerdasan sikap, kemampuan 

berbahasa Inggris dan pengoperasian komputer. 

Potensi dan tantangan perkembangan ke depan Kabupaten Kulon 

Progo ditinjau dari perspektif Regional adalah sebagai berikut : 

1. Kulon Progo merupakan salah satu simpul penting jalur selatan Jawa yang 

memegang peranan dalam distribusi barang dan jasa, sehingga 

diharapkan berkembang jauh lebih pesat dibandingkan kedua wilayah 

tetangganya. 

2. Prosentase penduduk miskin yang tertinggi dibandingkan kabupaten/kota 

lainnya di DIY. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa letak yang cukup 
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strategis dari Kabupaten Kulon Progo, belum mampu mendorong 

perkembangan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, apabila dilihat dari 

indikator non ekonomi, misalnya angka harapan hidup, Kabupaten Kulon 

Progo tertinggi di DIY maupun Nasional dan angka melek hurufnya lebih 

baik daripada Gunung Kidul, sehingga nantinya diharapkan dapat sebagai 

energi untuk menaikan pendapatan yang dampaknya dapat menekan 

angka kemiskinan 

3. Adanya bandara baru yang diharapkan dapat memberikan multiplier effect 

yang lebih besar pada pembangunan daerah dan pembangunan 

masyarakat, khususnya masyarakat Kulon Progo serta dapat menekan 

angka pengangguran. 

4. Kualitas SDM masih rendah. Dengan adanya pembangunan dan 

operasionalnya bandara baru, Pelabuhan Tanjung Adikarto, 

Pembangunan Pabrik  Baja/Besi dan beroperasionalnya kawasan industri, 

maka akan diperlukan tenaga kerja yang banyak dan berkualitas. Kondisi 

SDM di Kabupaten Kulon Progo yang masih rendah kualitasnya maka 

perlu meningkatkan kualitas SDM tersebut dengan mendidik/memberikan 

pelatihan kepada putra putri Kulon Progo guna menangkap peluang 

tersebut 

 
3.1.2 Neraca Daerah 

Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang 

menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah pada tanggal tertentu.  

Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi aset, kewajiban, dan 

ekuitas yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Neraca 

Daerah digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah 

dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh 

daerah secara efisien dan efektif.  

1. Aset  

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 

ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh 

pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, 

termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa 

bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena 

alasan sejarah dan budaya.  
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Nilai aset Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 

sangat fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan tiap tahunnya sebesar 159,63 

persen, dimana rata-rata pertumbuhan terbesar ada pada komponen aset 

lainnya yaitu sebesar 137,42 persen, pada aset lancar sebesar 20,32 persen, 

pada investasi jangka panjang sebesar 17,48 persen dan yang paling kecil 

adalah rata rata pertumbuhan pada aset tetap, hanya sebesar 6,75 persen. 

Adapun nilai aset daerah per 31 Desember 2012 adalah sebesar 

Rp1.270.642.243.306,02 dan per 31 Desember tahun 2016 naik menjadi 

Rp1.625.139.115.945,57. 

 

2. Kewajiban 

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 

pemerintah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah 

mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan 

pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban 

umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab 

untuk bertindak di masa lalu Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban 

jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek 

merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 

dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah 

kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) 

bulan sejak tanggal pelaporan. 

Jumlah kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah 

Kabupaten Kulon Progo rata rata kenaikannya sebesar 40,71  per tahun. 

Jumlah kewajiban pada tahun 2012 adalah sebesar Rp6.805.310.031,08 dan 

pada tahun 2016 menjadi Rp16.722.615.663,00. 

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang pada Fihak Ketiga, 

Pendapatan diterima dimuka, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah 

Pusat, utang beban dan Utang Jangka Pendek lainnya. Kewajiban jangka 

panjang meliputi utang Penerusan Pinjaman (Sub Loan Agreement-SLA) 

Nomor SLA-845/DP3/1996 dan untuk tahun 2016 terdapat pinjaman SKPD 

BLUD RSUD Wates pada Bank BPD DIY Cabang Wates untuk pembangunan 

gedung RSUD Wates dan pembelian alat kesehatan berdasarkan pada akad 

perjanjian kredit nomor 19 tanggal 15 Agustus 2016 antara RSUD Wates dan 

PT Bank BPD DIY.  
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3. Ekuitas 

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih 

antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Sebelum tahun 

2015, ketika basis akrual belum diterapkan, ekuitas disebut dengan Ekuitas 

Dana yang meliputi Ekuitas Dana Lancar (EDL), Ekuitas Dana Investasi (EDI) 

dan Ekuitas Dana Cadangan (EDC). Sejak tahun 2015, dengan diterapkannya 

basis akrual, ekuitas tidak disajikan seperti itu lagi. 

Nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2012–

2016 rata rata pertumbuhannya adalah sebesar 7,6 persen dengan saldo pada 

tahun 2012 sebesar Rp1.263.836.933.275,94 dan pada tahun 2016 menjadi 

Rp.1.608.416.500.282,57. Saldo akun dalam neraca tersaji dalam tabel berikut 

. 
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Tabel 3.6  
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 (dalam rupiah) 
 

No. Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 

Rata-rata 
Pertumbuhan 

(%) 

1 ASET             

1.1. ASET LANCAR        79,784,026,872.20       170,155,271,814.18       194,005,239,988.98       150,723,738,928.65       115,030,188,923.70  20.324 

1.1.1. Kas 67,498,078,643.93  101,494,066,284.10  145,771,462,899.01  117,245,057,433.52  73,485,668,463.84    

1.1.2. Piutang 4,464,296,786.00  13,150,356,697.94  22,272,494,328.00  20,199,530,854.00  31,122,877,098.00    

1.1.3. 
Penyisihan Piutang Tak 
Tertagih 

 (2,846,151,538.62)  (2,906,506,786.62)  (8,149,821,808.00)  (8,708,882,768.40)  (14,432,567,319.20)   

1.1.4. Persediaan 10,667,802,980.89  58,417,355,618.76  34,111,104,569.97  21,988,033,409.53  24,854,210,681.06    

1.2. 
INVESTASI JANGKA 
PANJANG 

       73,682,668,801.74         82,498,122,001.84       103,423,388,417.08       116,421,355,088.60       139,752,134,617.44  17.484 

1.2.1 
Penyertaan Modal 
Pemerintah Daerah 

73,682,668,801.74  82,498,122,001.84  103,423,388,417.08  116,421,355,088.60  139,752,134,617.44    

                

1.2. ASET TETAP   1,112,990,755,010.08  1,204,796,007,475.00    1,423,122,365,408.00    1,106,648,573,338.00    1,359,793,651,681.43  6.752 

1.2.1. Tanah 108,878,137,757.18  109,287,333,762.00  122,446,141,021.00  204,674,842,909.00  279,813,591,457.00    

1.2.2. Peralatan dan mesin 176,938,030,051.77  197,471,729,005.00  214,419,479,492.00  250,886,671,730.00  320,119,131,958.00    

1.2.3. Gedung dan bangunan 496,258,213,261.30  525,757,669,874.00  566,806,241,606.00  638,453,963,932.00  730,836,137,271.00    

1.2.4. Jalan, irigasi, dan jaringan 281,864,530,267.98  316,323,880,836.00  457,023,061,169.00  622,589,716,765.00  822,351,439,046.00    

1.2.5. Aset tetap lainnya 43,706,856,445.00  38,928,408,482.00  42,684,465,427.00  53,901,790,477.00  45,031,740,209.00    

1.2.6. 
Konstruksi dalam 
pengerjaan 

5,344,987,226.85  17,026,985,516.00  19,742,976,693.00  39,115,139,416.00  27,822,010,004.00    

1.2.7. Akumulasi Penyusutan        (702,973,551,891.00)  (866,180,398,263.57)   
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No. Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 

Rata-rata 
Pertumbuhan 

(%) 

1.3. ASET LAINNYA          4,184,792,623.00         25,998,363,278.00           7,431,796,072.00           4,386,194,117.00         10,563,140,723.00  137.423 

1.3.1. 
Tagihan penjualan 
angsuran 

-  -  -  -  -    

1.3.2. 
Tagihan tuntutan ganti 
kerugian daerah 

-  -  -  -  -    

1.3.3. 
Kemitraan dengan pihak 
kedua 

-  -  -  -  -    

1.3.4. Aset tak berwujud   517,524,509.00  1,122,397,609.00  1,579,897,609.00  2,335,559,343.00    

1.3.5. Aset lain-lain 4,184,792,623.00  25,480,838,769.00  6,309,398,463.00  3,969,650,756.00  9,622,565,595.00    

1.3.6. Amortisasi -  -  -   (1,163,354,248.00)  (1,394,984,215.00)   

                

  JUMLAH ASET DAERAH   1,270,642,243,307.02    1,483,447,764,569.02    1,727,982,789,886.06    1,378,179,861,472.25    1,625,139,115,945.57  159.626 

                

2 KEWAJIBAN          6,805,310,031.08           6,315,910,845.89           4,126,570,993.98           7,502,352,523.00         16,722,615,663.00  40.712 

2.1. 
KEWAJIBAN JANGKA 
PENDEK 

         6,535,947,913.04           6,162,454,459.59           4,078,133,194.50           7,502,352,523.00         12,734,746,997.00  28.543 

2.1.1. 
Utang perhitungan pihak 
ketiga 

30,000.00  4,727,340.00  12,997,170.00  8,783,869.00  48,607,840.00    

2.1.2. 
Bagian Lancar Utang 
Dalam Negeri 

61,890,134.73  56,491,303.95  51,092,473.18  -  -    

2.1.3. 
Pendapatan diterima 
dimuka 

-  -  -  175,341,670.00  6,416,667.00    

2.1.4. utang beban -  -  -  474,250,587.00  563,952,468.00    

2.1.5. 
Utang Jangka Pendek 
Lainnya 

6,474,027,778.31  6,101,235,815.64  4,014,043,551.32  6,843,976,397.00  12,115,770,022.00    

2.2. 
KEWAJIBAN JANGKA 
PANJANG 

            269,362,118.04              153,456,386.30                48,437,799.48                                    -             3,987,868,666.00  -55.733 

2.2.1 Utang Dalam Negeri 269,362,118.04  153,456,386.30  48,437,799.48  -    3,987,868,666.00    
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No. Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 

Rata-rata 
Pertumbuhan 

(%) 

3 EKUITAS DANA/EKUITAS   1,263,836,933,275.94  1,477,131,853,723.13    1,723,856,218,892.08    1,370,677,508,949.25    1,608,416,500,282.57  7.609 

3.1. EKUITAS DANA LANCAR        73,248,078,959.16       163,992,817,354.59       189,927,106,794.48  -  -  69.851 

3.1.1. SILPA 67,374,758,023.93  101,472,595,620.10  145,614,474,682.01  -  -    

3.1.2. Cadangan piutang 1,618,145,247.38  10,243,849,911.32  14,122,672,520.00  -  -    

3.1.3. Cadangan persediaan 10,667,802,980.89  58,417,355,618.76  34,111,104,569.97  -  -    

3.1.4. 
Dana yang hrs disediakan 
utk pembyran utang Jk. 
Pendek 

 (6,535,917,913.04)  (6,157,727,119.59)  (4,065,136,024.50) -  -    

3.1.5. 
Pendapatan yang 
ditangguhkan 

123,290,620.00  16,743,324.00  143,991,047.00  -  -    

          -  -    

3.2. 
EKUITAS DANA 
INVESTASI 

  1,190,588,854,316.78  1,313,139,036,368.54    1,533,929,112,097.60  -  -  13.554 

3.2.1. 
Diinvestasikan dalam 
investasi jangka panjang 

73,682,668,801.74  82,498,122,001.84  103,423,388,417.08  -  -    

3.2.2. 
Diinvestasikan dalam aset 
tetap 

1,112,990,755,010.08  1,204,796,007,475.00  1,423,122,365,408.00  -  -    

3.2.3. 
Diinvestasikan dalam aset 
lainnya 

4,184,792,623.00  25,998,363,278.00  7,431,796,072.00  -  -    

3.2.4. 
Dana yang harus 
disediakan utk Pembyran 
Utang Jk. Panjang 

 (269,362,118.04)  (153,456,386.30)  (48,437,799.48) -  -    

                

3.3 EKUITAS -    -  -  1,370,677,508,949.25  1,608,416,500,282.57    

                

  
JUMLAH KEWAJIBAN 
DAN EKUITAS DANA 

  1,270,642,243,307.02  1,483,447,764,569.02    1,727,982,789,886.06    1,378,179,861,472.25    1,625,139,115,945.57  50.087 

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2012-2016, BKAD Kabupaten Kulon Progo, 2017 (diolah) 
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3.1.3 Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah 

Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.Untuk neraca 

keuangan daerah,rasio likuiditas yang digunakan rasio lancar (current ratio) 

dan rasio cair (quick ratio).Rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan 

kewajiban jangka pendek,sedangkan Rasio cair adalah aset lancar dikurangi 

persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek. 

Kedua alat analisis tersebut, bertujuan sama yaitu untuk menilai 

kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. 

Perbedaannya Rasio Cair sudah mengeluarkan nilai persediaan dari aset 

lancar, karena persediaan meskipun termasuk aset lancar dianggap kurang 

cepat untuk dicairkan (kurang likuid). Angkarasio diatas 100 % menunjukkan 

hasil yang baik. Artinya Pemerintah Daerah dapat menjamin kewajiban jangka 

pendeknya dengan aktiva lancar yang ada.Sedangkan angka dibawah 100 % 

menunjukkan hasil yang kurang . 

Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah dalam 

melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, 

semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya. Berdasarkan 

perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Kulon 

Progo pada tahun 2012 – 2016 diatas 100 persen dimana tahun 2012 sebesar 

1.220,70 persen menjadi 903,28 persen pada tahun 2016. Nilai-nilai yang 

diperoleh ini mengindikasikan bahwa pemerintah dapat dengan mudah 

mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban 

jangka pendeknya. 

Quick Ratio lebih akurat dibandingkan dengan rasio lancar (current 

ratio), karena rasio cair telah mempertimbangkan mengeluarkan persediaan 

dalam perhitungannya. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai rasio cair 

neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bahwa nilai quick ratio 

dari tahun 2012 – 2016  tahun 2012 sebesar 1.057,48 menjadi 708,11 pada 

tahun 2016. Nilai dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan 

aset lancar Pemerintah Kabupaten Kulon Progo setelah dikurangi persediaan, 

mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka 

pendeknya. 
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Tabel 3.7  
Rasio Likuiditas Neraca Keuangan  

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 

 

No. Rasio Likuiditas 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Rasio Lancar 12,21 27,61 47,57 20,09 9,03 

2. Ratio Cepat 10,57 18,13 39,21 17,78 7,08 

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2012-2016, BKAD Kabupaten Kulon Progo, 2017 
(diolah) 
 
 

3.1.4 Rasio Solvabilitas 

Rasio ini disebut juga Ratio Leverage yaitu mengukur perbandingan dana 

yang disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjam dari pihak ketiga. 

Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva yang 

dimiliki dibiayai dengan hutang 

Dari data pada neraca daerah, rasio solvabilitas yang dapat dihitung 

adalah rasio kewajiban terhadap aset (Total Debt to Total Asset Ratio) dan 

rasio kewajiban terhadap ekuitas (Total Debt to Equity Ratio) 

Rasio kewajiban terhadap ekuitas merupakan perbandingan antara 

hutang–hutang dan ekuitas dalam pendanaan pemerintahan dan menunjukkan 

kemampuan modal sendiri dari perusahaan untuk memenuhi seluruh 

kewajibannya. Rasio ini dihitung dengan rumus total kewajiban dibagi dengan 

ekuitas. 

Rasio kewajiban terhadap aset adalah perbandingan antara hutang lancar 

dan hutang jangka panjang terhadap jumlah seluruh aktiva yang dimiliki. Rasio 

ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh 

hutang. Rasio ini dihitung dengan rumus total kewajiban dibagi dengan total 

aset. 

Tabel 3.8  
Rasio Solvabilitas Neraca Keuangan  

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 
 

No. Rasio Solvabilitas 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Rasio Kewajiban Terhadap Aset 0,005356 0,004268 0,00239 0,00544 0,01039 

2. Rasio Kewajiban Terhadap 

Ekuitas 

0,005385 0,004286 0,00239 0,00547 0,01040 

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2012-2016, BKAD Kabupaten Kulon Progo, 2017 
(diolah) 
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Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio kewajiban terhadap 

aset tahun 2012 sebesar 0,00535 atau 0,53% dan pada tahun 2016 sebesar 

0,01039 atau 1,03%. Semakin kecil nilai rasio solvabilitas, maka semakin baik. 

Jika dilihat dari hasil penghitungan tersebut, menunjukkan bahwa kemampuan 

keuangan selama tahun 2012-2016 tidak tergantung dari pinjaman. 

 

3.1.5 Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas  

Rasio ini digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas 

dana yang dijadikan jaminan keseluruhan kewajiban. Rasio kewajiban terhadap 

ekuitas dihitung dengan membandingkan keseluruhan ekuitas dana dengan 

keseluruhan kewajiban. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio tahun 2012 sebesar 

0,54  persen dan pada tahun 2016 sebesar 1,03 persen . Semakin kecil nilai 

rasio ini, maka semakin baik rasio rasio kewajiban terhadap ekuitas karena 

menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk membayar kewajibannya. 

Kinerja keuangan Pemda yang sangat baik, karena ekuitas dana yang dijadikan 

jaminan kewajiban hanya kecil sekali bahkan dibawah angka 1%. 

 

3.1.6 Rasio Ekuitas Dana terhadap Total Aset 

Rasio kewajiban terhadap ekuitas secara langsung membandingkan 

kewajiban dibagi dengan ekuitas. Ekuitas dana tersebut terdiri dari Ekuitas 

Dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan, dan Ekuitas Dana Cadangan. 

Rasio ini merupakan kebalikan dari rasio hutang terhadap total Aset, 

sehingga yang diukur adalah persentase jumlah dana yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah sendiri dalam membiayai pembangunan. Angka rasio yang 

mendekati 100% berarti baik, artinya pembiayaan pembangunan sebagian 

besar ditanggung oleh kemampuan sendiri. 

Rasio Ekuitas Dana terhadap total aset pada tahun 2013 sebesar 

99,57%, menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang sangat baik, 

artinya hampir seluruh biaya pembangunan dibiayai dari dana sendiri. 
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3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 

Dari seluruh proses pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan 

oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo secara umum telah dicapai hasil 

perbaikan tata kelola yang ditunjukkan dengan opini dari BPK RI terhadap 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari kondisi Wajar Dengan 

Pengecualian (WDP) di tahun 2007-2013 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) pada tahun 2012-2016. Upaya perbaikan tersebut diharapkan dapat 

ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya sehingga opini WTP dapat tetap 

dipertahankan. 

 

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran 

Kebijakan pengelolaan keuangan selama tahun 2012-2016 menunjukkan 

bahwa  pengeluaran yang digunakan untuk belanja aparatur semakin tinggi. 

Namun demikian, bila dibandingkan dengan total pengeluaran cenderung 

menurun. Hal tersebut menunjukkan bahwa proporsi belanja aparatur terhadap 

total pengeluaran pada tahun 2012 mencapai 66,54% menurun menjadi 

57,50% pada tahun 2016. Adapun belanja aparatur terbagi menjadi 2 pos, 

yakni Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja 

Tambahan Penghasilan, Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD 

serta Operasional KDH/WKDH, Belanja pemungutan Pajak Daerah, sedangkan 

pos Belanja Langsung meliputi Belanja Honorarium PNS, Belanja Uang 

Lembur, Belanja Beasiswa Pendidikan PNS, Belanja Kursus, Pelatihan, 

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS, Belanja premi asuransi kesehatan, 

Belanja makanan dan minuman pegawai, Belanja pakaian dinas dan atributnya, 

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu, Belanja perjalanan dinas, 

Belanja perjalanan pindah tugas, Belanja perjalanan pindah tugas, Belanja 

Pemulangan Pegawai dan Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, 

peralatan dan perlengkapan dll). 

Struktur belanja aparatur mengalami penurunan disebabkan pengurangan 

pegawai karena pensiun, moratorium penerimaan ASN, adanya perubahan 

peraturan tentang pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat bahwa bahwa 

mulai tahun 2016 dana Tugas Pembantuan dialihkan ke Dana Alokasi Khusus, 

adanya alokasi dana desa yang ditransfer ke daerah serta dana DID yang 

dikarenakan keberhasilan dari pengelolaan keuangan daerah, bantuan 

keuangan dari provinsi untuk pengentasan kemskinan dan penanganan 
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infrastruktur dan adanya kebijakan dari pemerintah daerah untuk 

penyederhanaan program dan kegiatan yang mana ini dapat efektif mengurangi 

belanja pegawai maupun ATK kegiatan. Secara lengkap proporsi belanja 

pemenuhan aparatur tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 3.9  
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur  

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 
 

No. Tahun 
Total belanja untuk 

pemenuhan kebutuhan 
aparatur (Rp) 

Total pengeluaran (Belanja + 
Pembiayaan Pengeluaran)  

Prosentase 

1. 2012 590.901.507.380,00  888.003.388.110,65  66,54 

2. 2013 602.634.098.118,00  970.319.994.551,89  62,11 

3. 2014 658.232.695.008,00  1.077.273.479.712,75  61,10 

4. 2015 762.484.902.921,20  1.258.616.262.983,86  60,58 

5. 2016 809.956.942.099,20  1.408.512.349.520,00  57,50 

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017 (diolah) 

 

Proporsi belanja pendidikan di Kabupaten Kulon Progo sangat tinggi bila 

dibandingkan dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang bahwa 

belanja pendidikan minimal 20 persen total anggaran belanja daerah, meskipun 

tiap tahunnya prosentasenya menurun. Namun demikian, masih diatas yang 

diamanatkan dalam Undang Undang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

 

Tabel 3.10  
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan  

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 
 

No. Tahun 
Total belanja untuk 
Pendidikan  (Rp) 

Total pengeluaran (Belanja 
+ Pembiayaan 
Pengeluaran)  

Prosentase 

1. 2012 446.639.968.468,00  888.003.388.110,65  50,30 

2. 2013 460.189.350.072,00  970.319.994.551,89  47,43 

3. 2014 465.923.416.317,00  1.077.273.479.712,75  43,25 

4. 2015 502.454.853.434,00  1.258.616.262.983,86  39,92 

5. 2016 513.782.771.305,00  1.408.512.349.520,00  36,48 

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017 (diolah)                
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Untuk proporsi belanja kesehatan posisinya juga diatas yang 

diamanatkan dengan UU dan tiap tahunnya cenderung naik. Secara rinci dapat 

diliha pada tabel berikut. 

 

Tabel 3.11  
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Biaya Kesehatan  

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 
 

No. Tahun 
Total belanja untuk  

kesehatan  (Rp) 

Total pengeluaran (Belanja + 
Pembiayaan Pengeluaran) - 

Belanja gaji pegawai  
Prosentase 

1. 2012    107.549.654.435,00                  469.255.131.725,65  22,92 

2. 2013    130.624.505.681,00                  531.455.575.137,89  24,58 

3. 2014    175.540.987.930,00                  615.360.400.669,75  28,53 

4. 2015    224.441.063.874,00                  775.494.357.747,66  28,94 

5. 2016    235.305.026.248,80                  893.965.380.019,80  26,32 

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017 (diolah) 

 

 

3.2.2 Analisis Pembiayaan 

3.2.2.1 Pembiayaan Daerah 

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan untuk 

memanfaatkan surplus atau untuk menutup defisit. Surplus atau defisit terjadi 

apabila ada selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Adapun 

pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran 

sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali 

pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pembiayaan disediakan 

untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali 

dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran 

yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam 

penganggarannnya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu 

Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. 

Realisasi pembiayaan Kabupaten Kulon progo tahun 2012-2016 dapat dilihat 

dalam tabel berikut. 
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Tabel 3.12  
Pembiayaan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 

No Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 

A. Realisasi Pendapatan Daerah  882,586,663,589.07  1,003,179,221,523.06  1,120,601,437,491.66  1,227,474,672,766.37  1,358,070,874,847.32  

B. Realisasi Belanja Daerah  881,690,249,329.85  964,587,545,892.94  1,060,754,009,534.60  1,243,069,952,899.06  1,388,596,506,420.00  

 
Surplus(Defisit) Anggaran 896,414,259.22  38,591,675,630.12  59,847,427,957.06   (15,595,280,132.69)  (30,525,631,572.68) 

C. Pembiayaan Daerah           

1. Penerimaan Pembiayaan 72,791,482,545.51  68,613,368,648.93  102,436,692,571.10  146,162,575,433.01  119,564,181,384.52  

  
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

(SILPA) Tahun Anggaran 
Sebelumnya  

70,769,976,973.51  67,374,758,023.93  101,472,595,620.10  145,587,988,986.01  115,020,985,215.52  

  b. Pencairan Dana Cadangan  -  -  -  -  -  

  
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah 

yang di Pisahkan  
-  -  -  -  -  

  d. Penerimaan Pinjaman Daerah  -  -  -  -  4,248,210,169.00  

  
e. Penerimaan Kembali Pemberian 

Pinjaman Daerah  
-  -  -  -  -  

  f. Penerimaan Piutang Daerah  2,021,505,572.00  1,238,610,625.00  964,096,951.00  574,586,447.00  294,986,000.00  

  g. Transfer dari Pemerintah atasan            

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah  6,313,138,780.80  5,732,448,658.95  16,696,131,543.90  15,546,310,084.80  19,912,000,000.00  

  a. Penyertaan Modal 6,221,751,496.00  5,641,061,374.15  16,604,744,259.10  15,454,922,800.00  19,912,000,000.00  

  b. Pembayaran Pokok Utang 91,387,284.80  91,387,284.80  91,387,284.80  91,387,284.80    

  Surplus(Defisit)  Pembiayaan  66,478,343,764.71  62,880,919,989.98  85,740,561,027.20  130,616,265,348.21  99,652,181,384.52  

  
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun Berkenaan (SILPA)  

67,374,758,023.93  101,472,595,620.10  145,587,988,984.26  115,020,985,215.52  69,126,549,811.84  

Sumber: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2012-2016, BKAD Kabupaten Kulon Progo, 2017 (diolah) 
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Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

(SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah dan 

penerimaan piutang Daerah.   

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya 

bersumber dari pelampauan pendapatan, efisiensi belanja dan sisa belanja 

SKPD. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun angggaran 

sebelumnya sebagian besar dari sisa dana Tambahan Penghasilan Guru 

(dana sertifikasi), Tambahan penghasilan guru (non sertifikasi) dan sisa 

DAK tahun 2010-2016. Kondisi SILPA dari tahun 2012 hingga tahun 2015 

selalu mengalami peningkatan dan di tahun 2016 mengalami penurunan 

dikarenakan ada sebagian dana tersebut digunakan untuk membiayai 

program-progam prioritas pembangunan dan sisa DAK tahun 2013-2014 

juga dimanfaatkan untuk penanganan jalan dan rehabilitasi gedung 

sekolah. Khusus sisa DAK tahun 2010, 2011, 2012 dan 2015 digunakan 

untuk penanganan jalan dan rehabilitasi gedung sekolah pada tahun 

anggaran 2017 sedangkan sisa DAK tahun 2016  rencana digunakan pada 

tahun anggaran 2018 untuk rehabilitasi pasar. 

b. Pinjaman daerah merupakan pinjaman dalam negeri tahun 2016 sebesar 

Rp4.248.210.169,00. Pinjaman tersebut merupakan realisasi penerimaan 

atas pinjaman BLUD RSUD Wates pada Bank BPD DIY Cabang Wates 

sebagaimana tertuang dalam akta perjanjian kredit Nomor 19 tanggal 15 

Agustus 2016 yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan 

pengembangan gedung RSUD Wates dan pembelian alat-alat kesehatan. 

c. Penerimaan kembali piutang adalah penerimaan yang berasal dari 

pelunasan piutang KOPPAS dan kelompok usaha ekonomi produktif, 

piutang penguatan modal koperasi dan UMKM dan piutang lainnya yang 

meliputi piutang pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran, pajak parkir dan 

TKPPP. 

Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari penyertaan modal dan 

pembayaran pokok utang.  

a. Penyertaan modal pada BUMD guna untuk peningkatan investasi dan 

peningkatan pendapatan daerah. Adapun gambaran penyertaan modalnya 

sebagaimana pada tabel berikut. 
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Tabel 3.13  
Penyertaan Modal pada BUMD tahun 2012-2016 

Penyertaan 
Modal pada 

BUMD 
2012 2013 2014 2015 2016 

BPD DIY 1,662,500,000.00  2,574,750,040.15  12,861,249,959.85  12,862,000,000.00  12,862,000,000.00  

Bank Pasar 1,059,251,496.00  1,066,311,334.00  1,243,494,297.50  1,492,922,800.00  6,000,000,000.00  

PDAM -    2,000,000,000.00  1,000,000,000.00  1,100,000,000.00  1,050,000,000.00  

PD. Aneka Usaha 3,500,000,000.00  -    1,500,000,000.00  -    -    

 

6,221,751,496.00  5,641,061,374.15  16,604,744,257.35  15,454,922,800.00  19,912,000,000.00  

Sumber: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2012-2016, BKAD Kabupaten Kulon Progo, 2017 (diolah) 

 

b. Pembayaran pokok utang ini digunakan untuk pembayaran utang  

Pembayaran pokok utang atas SLA-845/DP3/1996 Tanggal 19 Januari 

1996 sebesar Rp91.387.284,80 tiap tahunnya yang berakhir pada tahun 

2015. 

 

Dalam hal pembiayaan daerah untuk melaksanakan pembangunan selain 

dibiayai dari  APBD Kabupaten, juga dibiayai dari APBD provinsi melalui 

Bantuan keuangan khusus dan kegiatan di SKPD provinsi sendiri, Danais 

maupun APBN melalui dana tugas Pembantuan. Khusus untuk penanganan 

kemiskinan selain dibiayai APBD juga dari CSR, Masyarakat Rantau Kulon 

Progo, Bazda, dan Paguyuban Kristiani Kabupaten Kulon Progo. 

 

3.2.2.2 Defisit Riil Anggaran 

Defisit riil anggaran dihitung dengan realisasi pendapatan daerah 

dikurangi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Apabila 

nilainya positif dikategorikan surplus anggaran, sebaliknya apabila negatif 

dikategorikan defisit anggaran. Selama kurun waktu 2012-2016, APBD 

Kabupaten Kulon Progo mengalami tiga kali defisit anggaran tahun 2012 

mencapai Rp5.416.724.521,58, tahun 2015 sebesar Rp31.141.590.217,49  dan 

tahun 2016 sebesar Rp50.441.474.672,68. Namun demikian, defisit tersebut 

masih dapat ditutup dengan pembiayaan daerah. Surplus anggaran terjadi 

pada tahun 2013 dan 2014. 

Surplus anggaran yang terjadi disebabkan meningkatnya pendapatan 

daerah dan sisa belanja di SKPD yang sifatnya kontra pos yang terdiri dari sisa 

dana Tambahan Penghasilan Guru (dana sertifikasi), tambahan penghasilan 

guru (non sertifikasi) dan sisa DAK tahun 2010-2016 yang penggunaannya 

masih menunggu petunjuk teknis dari Pemerintah.   
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Tabel 3.14  
Defisit dan Surplus Riil Anggaran Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016 

 

NO Uraian 
2012 2013 2014 2015 2016 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

1. Realisasi Pendapatan Daerah 882,586,663,589.07  1,003,179,221,523.06  1,120,424,776,127.66  1,227,474,672,766.37  1,358,070,874,847.32  

  dikurangi realisasi:           

2. Belanja Daerah 881,690,249,329.85  964,587,545,892.94  1,060,577,348,170.60  1,243,069,952,899.06  1,388,600,349,520.00  

3. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 6,313,138,780.80  5,732,448,658.95  16,696,131,542.15  15,546,310,084.80  19,912,000,000.00  

A Surplus/(Defisit) riil  (5,416,724,521.58) 32,859,226,971.17  43,151,296,414.91   (31,141,590,217.49)  (50,441,474,672.68) 

  ditutup oleh realisasi penerimaan 
pembiayaan: 

          

4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 
Tahun Anggaran sebelumnya 

70,769,976,973.51  67,374,758,023.93  101,472,595,620.10  145,587,988,986.01  115,020,985,215.52  

5. Pencairan Dana Cadangan -  -  -  -  -  

6. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di 
Pisahkan 

-  -  -  -  -  

7. Penerimaan Pinjaman Daerah -  -  -  -  4,248,210,169.00  

8. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 
Daerah 

-  -  -  -  -  

9. Penerimaan Piutang Daerah 2,021,505,572.00  1,238,610,625.00  964,096,951.00  574,586,447.00  294,986,000.00  

B Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan 
Daerah 

72,791,482,545.51  68,613,368,648.93  102,436,692,571.10  146,162,575,433.01  119,564,181,384.52  

A-B Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 
berkenaan 

67,374,758,023.93  101,472,595,620.10  145,587,988,986.01  115,020,985,215.52  69,122,706,711.84  

Sumber: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2012-2016, BKAD Kabupaten Kulon Progo, 2017 (diolah) 
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Penutup defisit anggaran Kabupaten Kulon Progo dilakukan dengan 

realisasi Penerimaan Pembiayaan, yang terdiri dari: Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya dan Penerimaan Piutang. 

Untuk tahun 2013 dan 2014 APBD Kabupaten Kulon Progo terjadi surplus 

anggaran, maka terjadi SiLPA tahun berjalan dari akumulasi surplus anggaran, 

SiLPA tahun sebelumnya dan penerimaan Piutang. Secara lengkap komposisi 

penutup defisit dan surplus riil anggaran tahun 2012-2016 sebagaimana tabel 

berikut. 

Tabel 3.15  
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran 

Kabupaten Kulon Progo 2012-2016 
  

No. Uraian 

Proporsi dari total defisit riil 

2012 2013 2014 2015 2016 

(%) (%) (%) (%) (%) 

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
(SiLPA) Tahun Anggaran 
sebelumnya 

-1306,51 205,04 235,16 -467,5 -228,03 

2. Pencairan Dana Cadangan -    -    -    -    -    

3. Hasil Penjualan Kekayaan 
Daerah Yang di Pisahkan 

-    -    -    -    -    

4. Penerimaan Pinjaman Daerah -    -    -    -     11,87  

5. Penerimaan Kembali Pemberian 
Pinjaman Daerah 

-    -                                   
-    

-    -    

6. Penerimaan Piutang Daerah -37,32 3,77 2,23 -1,85 -0,58 

7. Sisa lebih pembiayaan anggaran 
tahun berkenaan 

-1243,89 308,81 337,39 -369,35 -137,04 

Sumber: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2012-2016, BKAD Kabupaten Kulon Progo, 2017 

(diolah) 

Untuk memberikan gambaran tentang komposisi SiLPA tahun berjalan 

Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dari pelampauan target penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang 

sah, realisasi target belanja. 

Realisasi SiLPA APBD Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2012-2016 

disebabkan adanya pelampauan pendapatan PAD disisi lain pada tahun 2016 

terjadi pengurangan PAD yang dikarenakan prediksi dari penerimaan BPHTB 

dari pembebasan lahan bandara tidak terealisasi, pelampauan maupun 

pengurangan dari penerimaan dana perimbangan dan pelampauan penerimaan 

lain lain pendapatan yang sah, dan sisa penghematan belanja di SKPD serta 

kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum 

terselesaikan. Pada tahun 2012-2016 ketidakterserapan anggaran terhadap 

SiLPA disebabkan hampir seluruhnya merupakan belanja kontra pos yang 

penggunaannya masih menunggu petunjuk teknis. 
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Tabel 3.16  
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

Kabupaten Kulon Progo 2012-2016 
 

No. Uraian 

2012 2013 2014 2015 2016 (UN AUDITED) 

Rata-rata 
pertumbuhan Rp 

% 
dari 

SiLPA 
Rp 

% 
dari 

SiLPA 
Rp 

% 
dari 

SiLPA 
Rp 

% 
dari 

SiLPA 
Rp 

% dari 
SiLPA 

1. Jumlah SiLPA 67,374,758,023.93    101,472,595,620.10    145,587,988,986.01    115,020,985,215.52    69,122,706,711.84                  8.30  

2. Pelampauan 
penerimaan PAD 

9,030,344,119.89  13.40  17,561,008,502.13  17.31  26,730,935,202.44  18.36  14,852,636,855.04  12.91  (40,106,443,007.66) (58.02)           (66.95) 

3. Pelampauan 
penerimaan dana 
perimbangan 

587,639,987.00  0.87  2,423,840,019.00  2.39   (2,130,268,528.00) (1.46)  (6,686,755,700.00) (5.81)  (6,309,205,006.00)  (9.13)             83.21  

4. Pelampauan 
penerimaan lain-lain 
pendapatan daerah 
yang sah 

703,744,325.00  1.04   (2,362,014,476.00) (2.33)  (724,528,057.50) (0.50)  (411,643,197.50) (0.36) 25,726,621,883.08  37.22         1,450.40  

5. Sisa penghematan 
belanja atau akibat 
lainnya 

67,374,758,023.93    101,472,595,620.10    145,587,988,986.01    115,020,985,215.52    69,122,706,711.84                  8.30  

6. Kewajiban kepada 
pihak ketiga sampai 
dengan akhir tahun 
belum terselesaikan 

6,805,310,031.08  10.10  6,315,910,845.89  6.22  4,126,570,993.98  2.83  7,502,352,523.00  6.52  16,707,961,160.50  24.17              40.66  

7. Kegiatan lanjutan -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Sumber: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2012-2016, BKAD Kabupaten Kulon Progo, 2017 (diolah) 
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Opini hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia menunjukkan masih dalam opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 

selanjutnya pada tahun 2013 – 2016  dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

dengan rincian catatan pada tahun 2012–2014 sebagai berikut: 

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten 

Kulon Progo dengan opini  Wajar Dengan Pengecualian menyajikan Aset Tetap 

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2012 dan 2011 masing masing  senilai 

Rp.176.938.030.051,77 dan  Rp 179.453.145.027,15. Nilai tersebut merupakan nilai 

aset tetap yang dilaporkan oleh 41 satuan kerja Pemkab Kulon Progo. Pemkab 

Kulon Progo belum menyelenggarakan pencatatan yang memadai dalam Kartu 

Inventaris Barang (KIB) B, Kartu Inventaris Ruangan (KIR) tidak mendukung KIB, 

serta pemberian tanda kepemilikan pada barang daerah belum seluruhnya 

dilakukan sehingga aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp.17.185.705.246,00 

tidak dapat ditelusuri dan diperbandingkan.  Sebagaimana diungkapkan dalam 

Catatan 5.2.1.3.c dan Catatan atas Laporan Keuangan , Pemerintah Kabupaten 

Kulon Progo menyajikan ast tetap Gedung dan Bangunan dan Jalan, Irigasi dan 

Jaringan per 31 Desember 2012 dan 2011 masing masing senilai 

Rp.496.258.213.261,30 dan Rp. 449.854.804.219,18 Rp.281.864.530.267,98 dan 

Rp. 202.066.544.587,00. Nilai tersebut merupakan nilai aset tetap yang dilaporkan 

oleh 41 satuan kerja Pemkab Kulon Progo. Pemkab Kulon Progo belum 

menyelenggarakan pencatatan yang memadai dalam KIB C dan KIB D, sehingga 

aset tetap Gedung dan Bangunan dan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan 

masing-masing senilai Rp.9.059.755.603,00 dan Rp.37.240.010.171,00 tidak dapat 

diyakini. 

2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten 

Kulon Progo dengan opini pemeriksaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan 

paragraf penjelas sebagai berikut: 

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyajikan Aset Lainnya Tahun 2013 sebesar 

Rp. 25.998.363.278,00, terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain masing-

masing sebesar Rp. 517.524.509,00 dan Rp.25.480.838.769,00. Pemerintah 

Kabupaten Kulon Progo belum sepanuhnya menyajikan Aset Tak Berwujud yang 

terdapat di masing-masing SKPD minimal sebesar Rp. 246.646.500,00. Selain itu 

Aset Lain-lain sebesar Rp. 9.886.094.707,00 yang dikategorikan sebagai barang 

rusak berat,  sebesar Rp.2.416.897.965,00 merupakan Aset Lain-Lain yang memiliki 
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kondisi baik dan rusak ringan. Sedangkan asset lainnya berupa barang-barang yang 

tidak ditemukan pada saat sensus barang milik daerah berdasarkan Laporan Hasil 

Pemeriksaan Inspektorat terdapat barang senilai Rp 63.818.333,00 yang  

dikategorikan Aset Tetap. 

3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten 

Kulon Progo dengan opini pemeriksaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan 

paragraf penjelas sebagai berikut: 

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuamgam 5.2.1.3.4, 

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyajikan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan 

jaringan tersebut, masih terdapat ruas jalan kabupaten dan ruas jalan desa masing 

masing Sembilan ruas jalan kabupaten dan 303 ruas jalan desa yang belum 

dilakukan penilaian dan belum tercatat pada KIB D 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015 dan 2016 Pemerintah 

Kabupaten Kulon Progo dengan opini pemeriksaan Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) tidak ada paragraph penjelas dan sistem keuangannya sudah berbasis 

akrual.  

 

3.3 Kerangka Pendanaan 

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja 

Sektor Pendapatan Daerah Kabupaten Kulon Progo meliputi Pendapatan 

Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 

Pendapatan Daerah Tahun 2019–2022 diproyeksi lebih rendah dibanding tahun 

2018. Hal ini sesuai dengan ketentuan pendapatan dari beberapa sumber yang 

belum diperhitungkan, antara lain: 

1. Dana Alokasi Khusus; 

2. Bantuan Keuangan Umum dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 

3. Denda atas Keterlambatan Pekerjaan; 

4. Denda Pajak dan Retribusi; 

5. Pendapatan Pengembalian; 

6. Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah; dan 

7. Bentuk-Bentuk Lain yang Merupakan Hak Daerah. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Hasil Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan dan Lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Sumber-sumber PAD tersebut 
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menunjukkan tren yang fluktuatif sesuai dengan prediksi dari masing-masing 

sumber yang dapat dijelaskan bahwa hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik secara proporsional dari 

tahun ke tahun, kecuali untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. 

Hal ini terjadi karena penurunan deviden dari Bank Pembangunan Daerah 

(BPD) DIY berdasarkan perhitungan bisnis mereka. Sedangkan untuk lain-lain 

pendapatan asli daerah tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan 

dengan tahun 2017. Hal ini terjadi karena sesuai dengan Keputusan Gubernur 

DIY Nomor 33/KEP/2016 tentang Penetapan Daftar Penerima dan Jumlah 

Dana Biaya Operasional Sekolah Tahun 2017 sebesar Rp44.527.200.000,00 

harus dicantumkan pada rekening Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Namun 

demikian untuk tahun-tahun berikutnya dicantumkan ke dalam dana hibah 

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 

2018. Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2020 dan seterusnya naik cukup 

berarti dibanding tahun sebelumnya karena diprediksikan sudah 

beroperasionalnya tambahan pelayanan. 

Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, 

Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dari tahun 2018–2022 naik 

secara proporsional. Namun demikian, jika dibandingkan dengan tahun 2017 

terjadi penurunan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 33 Tahun 2017 bahwa Dana Alokasi Khusus untuk tahun 2018-2022 

sebelum ada informasi resmi dari Pemerintah tidak bisa mencantumkan 

prediksinya. 

Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi 

pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana 

penyesuaian dan otonomi khusus dan bantuan keuangan dari provinsi, 

diproyeksikan fluktuatif naik turun. 

1. Pendapatan hibah pada tahun 2017 mendapatkan dari WISMP sebesar 

Rp6.293.736.576,00 terdiri dari WISMP Rp1.949.215.544,00; 

pembangunan sarpras air minum Rp3.000.000.000,00; PKP SPM DIKDAS 

Rp604.521.032,00 dan hibah air minum pedesaan sebesar 

Rp740.000.000,00; 

2. Pendapatan hibah tahun 2018 sebesar Rp49.527.200.000,00 mengalami 

kenaikan dibandingkan tahun 2017, pendapatan tersebut terdiri dari 
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pembangunan sarpras air minum Rp3.000.000.000,00; hibah air minum 

pedesaan Rp740.000.000,00 dan Hibah untuk BOSDA dan GTT/PTY (SD 

dan SMP) sebesar Rp44.527.200.000,00; 

3. Pendapatan hibah tahun 2019 sebesar Rp47.527.200.000,00 mengalami 

penurunan jika dibanding tahun 2018 karena tahun tersebut 2018 

mendapatkan hibah dari pembangunan sarpras air minum 

Rp3.000.000.000,00 dan Hibah untuk BOSDA dan GTT/PTY (SD dan 

SMP) sebesar Rp44.527.200.000,00; 

4. Pendapatan hibah untuk tahun 2020–2022 masing-masing hanya 

diproyeksikan dari Hibah untuk BOSDA dan GTT/PTY (SD dan SMP) 

sebesar Rp44.527.200.000,00. 

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi naik secara proporsional dan Dana 

penyesuaian dan otonomi khusus flat sebagaimana realisasi tahun 2017. 

Sedangkan bantuan keuangan dari Provinsi DIY pada tahun 2017 sebesar 

Rp19.424.064.373,00 untuk pembangunan Embung Krapyak Kalibawang, 

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan pengadaan alat deteksi dini bencana 

alam. Pada tahun 2018-2020 berturut-turut mendapat bantuan pembangunan 

RSUD Wates tahun 2018 sebesar Rp70.000.000.000,00; Tahun 2019 sebesar 

Rp70.000.000.000,00 dan tahun 2020 sebesar Rp49.000.000.000,00 

sedangkan tahun 2021 diharapkan ada bantuan untuk penyelenggaraan 

Pemilihan Kepala Daerah.  

Prediksi pendapatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 turun atau 

kurang dari tahun 2017 dikarenakan pendapatan dari denda atas 

keterlambatan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, pendapatan 

pengembalian, denda atas pelanggaran perda dan bentuk-bentuk lain yang 

merupakan hak Daerah tidak dimasukkan. Demikian juga dengan Dana Alokasi 

Khusus dan bantuan keuangan dari propinsi.  

Pajak hotel mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2019 ke 2020 

karena diperkirakan bandara New Yogyakarta International Airport  (NYIA) 

telah siap untuk opersional. Diprediksi akan muncul hotel-hotel baru yang 

beroperasi. Pajak Restoran mengalami kenaikan secara proporsional seiring 

dengan laju pertumbuhan jumlah rumah makan.  

Kenaikan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) mengalami 

kenaikan secara proporsional dengan upaya pengelolaan pajak MBLB yang 

lebih baik. Pajak Parkir mengalami kenaikan pada tahun 2020 karena 
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diperkirakan bandara NYIA telah beroperasional sehingga sudah ada tempat 

parkir baru yang beroperasi di sekitar bandara. Retribusi Izin 

Gangguan/Keramaian mulai pertengahan tahun 2017 pemerintah pusat 

menginstruksikan untuk tidak memungut retribusi izin gangguan sehingga untuk 

tahun 2018-2022 tidak diproyeksikan. 

Pendapatan Bunga deposito, pendapatan ini hampir stagnan karena 

sangat sedikitnya uang Idle, karena transfer dari pemerintah pusat melihat 

kebutuhan daerah. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan, 

pendapatan ini ditargetkan Rp0,00 dan akan disesuaikan dengan realisasi saat 

penyusunan perubahan APBD tahun berkenaan. Demikian pula dengan 

Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi dan Pendapatan dari 

Pengembalian, Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda dan Bentuk-

bentuk Pendapatan Lainnya yang Merupakan Hak Daerah akan disesuaikan 

dengan realisasi saat penyusunan perubahan APBD tahun berkenaan.  

Dana Perimbangan mengalami penurunan dari tahun 2018 karena belum 

mencantumkan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik. Hal ini terjadi karena 

terkait dengan alokasi pemerintah pusat. Hibah Pembangunan Sarpras Air 

Minum Rp9.000.000.000,00 yang diterima setiap tahun masing-masing 

Rp3.000.000.000,00 pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Penerimaan Hibah Air 

Minum Rp740.000.000,00diterima tahun 2017 dan Rp 2 miliyar yang akan 

diterima pada tahun 2018.  

Hibah untuk BOSDA dari pemerintah DIY pada tahun 2017 dimasukkan 

dalam pendapatan Lain-Lain PAD yang sah sesuai Surat Edaran Menteri 

Dalam Negeri. Namun demikian, untuk tahun selanjutnya akan dimasukan 

kedalam pendapatan hibah.  

Dilihat dari sektor Belanja Daerah, belanja pada tahun 2017 dan tahun 

2018  lebih tinggi dari tahun 2019 karena didalam alokasinya sudah termasuk 

Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru. 

Untuk tahun 2019-2022, alokasi kedua belanja tersebut belum dimasukkan ke 

dalam proyeksi belanja, karena Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan 

Penghasilan (Tamsil) Guru merupakan Dana Alokasi Khusus non fisik yang 

tidak boleh dicantumkan ke dalam struktur keuangan Pemerintah Daerah 

sebelum terbit Peraturan Presiden, namun dalam proyeksi anggaran belanja 

pada tahun 2018-2022 memasukkan prediksi belanja penerimaan CPNS 

kurang lebih sebanyak 100 orang setiap tahunnya. Sehingga pada tahun 2019 
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sampai tahun 2022 belanja pegawai mengalami kenaikan yang cukup 

signifikan. 

Belanja Hibah Tahun 2020 diproyeksikan mengalami kenaikan daripada 

tahun 2017, hal ini dilakukan karena pada Tahun 2020, Kabupaten Kulon Progo 

menjadi tuan rumah Pekan Olah Raga Daerah (PORDA), sehingga harus ada 

alokasi belanja hibah yang ditujukan kepada KONI Kabupaten Kulon Progo. 

Sedangkan untuk Tahun 2021, belanja hibah naik secara signifikan karena ada 

event Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Kulon Progo. 

Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2017 besarannya paling tinggi jika 

dibandingkan dengan tahun-tahun selanjutnya selama periode RPJMD ini. Hal 

ini disebabkan oleh adanya belanja RTLH yang dananya berasal dari DAK 

bidang Perumahan dan Permukiman. Secara lebih rinci Proyeksi Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 dapat dilihat 

dalam tabel berikut. 
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Tabel 3.17  
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 
 

REKENING URAIAN APBD-P 2017 PREDIKSI 2018 PREDIKSI 2019 PREDIKSI 2020 PREDIKSI 2021 PREDIKSI 2022 

1   PENDAPATAN DAERAH 1.440.881.554.674,81 1.536.826.458.785,33 1.307.999.735.841,14 1.330.033.252.049,48 1.326.925.923.965,53 1.385.105.309.111,18 

1 1  PENDAPATAN ASLI DAERAH 242.829.753.091,61 206.336.514.151,13 217.509.391.629,74 246.201.790.368,47 275.398.804.895,10 315.535.612.466,94 

1 1 1 Hasil Pajak Daerah 43.024.098.351,29 57.687.397.290,89 62.048.565.572,17 67.436.518.379,41 71.183.489.740,34 75.805.068.431,18 

1 1 2 Hasil Retribusi Daerah 7.407.197.578,13 8.879.783.127,13 9.514.426.304,00 9.917.536.978,82 10.344.564.232,84 10.748.025.729,37 

1 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
yang dipisahkan 

15.783.395.763,54 15.531.111.952,62 17.064.633.055,89 17.636.297.988,84 19.028.141.964,35 20.378.119.903,98 

1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang 
sah 

176.615.061.398,65 124.238.221.780,49 128.881.766.697,68 151.211.437.021,41 174.842.608.957,56 208.604.398.402,41 

               

1 2  DANA PERIMBANGAN 967.937.059.000,00 994.945.159.000,00 749.652.715.353,02 765.070.881.280,09 779.809.524.162,08 795.860.361.012,25 

1 2 1 Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 28.244.713.000,00 28.647.957.000,00 29.666.396.552,00 30.684.836.103,05 30.735.758.081,50 31.805.119.610,05 

1 2 2 Dana Alokasi Umum 705.868.940.000,00 705.868.940.000,00 719.986.318.801,02 734.386.045.177,04 749.073.766.080,58 764.055.241.402,19 

1 2 3 Dana Alokasi Khusus 233.823.406.000,00 260.428.262.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          

1 3  LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 
YANG SAH 

230.114.742.583,20 335.544.785.634,20 340.837.628.858,38 318.760.580.400,92 271.717.594.908,35 273.709.335.631,99 

1 3 1 Pendapatan Hibah 6.293.736.576,00 49.527.200.000,00 47.527.200.002,00 44.527.200.003,00 44.527.200.004,00 44.527.200.005,00 

1 3 2 Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 75.878.394.634,20 75.878.394.634,20 82.906.414.606,98 84.564.542.899,12 86.255.833.757,10 87.980.950.432,24 

1 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi 
Khusus 

50.890.070.000,00 62.250.000.000,00 62.250.000.000,00 62.250.000.000,00 62.250.000.000,00 62.250.000.000,00 

1 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 
pemda lainnya 

19.425.064.373,00 70.000.000.000,00 70.000.000.000,00 49.000.000.000,00 0,00 0,00 

1 3 7 Dana Desa 77.627.477.000,00 77.889.191.000,00 78.154.014.249,40 78.418.837.498,80 78.684.561.147,25 78.951.185.194,74 
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REKENING URAIAN APBD-P 2017 PREDIKSI 2018 PREDIKSI 2019 PREDIKSI 2020 PREDIKSI 2021 PREDIKSI 2022 

2   BELANJA       

2 1  BELANJA TIDAK LANGSUNG 847.339.962.069,65   831.670.113.881,33   759.187.467.709,64   788.843.668.277,52   827.807.281.559,61   830.841.905.478,14  

2 1 1 Belanja Pegawai 626.381.850.126,54   619.007.840.995,02   546.988.758.362,32   566.610.277.739,89   586.439.406.264,12   606.608.654.766,12  

2 1 2 Belanja Hibah  30.208.075.000,00   29.866.783.507,00   23.207.475.000,00   29.945.650.000,00   45.987.560.050,00   25.422.000.000,00  

2 1 3 Belanja Bantuan Sosial  27.731.054.400,00   20.738.700.000,00   22.527.435.000,00   23.600.170.000,00   24.672.905.000,00   25.745.640.000,00  

2 1 4 Belanja Bunga  463.757.840,00   477.109.379,00   315.134.375,00   153.159.375,00   16.011.284,72  0,00 

2 1 5 Belanja Bagi Hasil   6.288.916.745,00   6.656.719.000,00   7.156.299.187,62   7.735.405.535,82   8.152.805.397,32   8.655.309.416,06  

2 1 6 Belanja Bantuan Keuangan  152.750.618.660,00   152.922.961.000,00   153.992.365.784,70   155.799.005.626,81   157.538.593.563,46   159.410.301.295,97  

2 1 7 Belanja Tidak Terduga  3.515.689.298,11   2.000.000.000,00   5.000.000.000,00   5.000.000.000,00   5.000.000.000,00   5.000.000.000,00  

          

2 2  BELANJA LANGSUNG 652.932.799.317,00   707.902.344.904,00   534.558.268.131,50   515.024.533.698,96   480.112.142.405,92   536.763.403.633,04  

          

3   PEMBIAYAAN       

3 1  PENERIMAAN PEMBIAYAAN 44.448.455.408,00 13.000.000.000,00 10.000.000.000,00  13.000.000.000,00  14.000.000.000,00  15.000.000.000,00  

3 2  PENGELUARAN PEMBIAYAAN  9.731.500.000,00  10.254.000.000,00  24.254.000.000,00   39.165.050.073,00   33.006.500.000,00   32.500.000.000,00  

          

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017 
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3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan 

Kerangka pendanaan merupakan kapasitas kemampuan riil keuangan 

daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembungunan jangka 

menengah selama 5 tahun ke depan. Kapasitas kemampuan riil adalah total 

penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan 

pengeluaran yang wajib dan mengikat.  

Kapasitas Kemampuan Riil Keuangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 

2017-2022 yang dihitung dari realisasi pendapatan ditambah Sisa Lebih 

Penghitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya ditambah Penerimaan 

Pembiayaan dikurangi Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat pada tahun 

2017 sebesar Rp873.664.001.675,65 menjadi Rp966.819.097.259,10 pada tahun 

2018 atau naik sebesar 10,66%, namun pada 2019 kembali turun 4,72% 

dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan 

daerah yang dialokasikan untuk belanja langsung bagi kepentingan publik 

bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun.  

Target pendapatan daerah pada tahun 2019-2022 diprediksi meningkat. 

Peningkatan ini berasal dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan 

Dana Perimbangan, namun sektor Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh sektor pendapatan hibah yang 

diprediksi akan turun pada tahun selanjutnya. 

Pendapatan Asli Daerah berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi 

Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan Asli Daerah diprediksi akan 

turun pada 2018, namun direncanakan mulai meningkat pada tahun 2019, yaitu 

sebesar Rp217.509.391.629,74 menjadi Rp315.535.612.466,94 pada tahun 2022 

atau diproyeksikan meningkat rata-rata 13,21% per tahun. 

Hasil Pajak Daerah meningkat pada tahun 2018 sebesar 

Rp57.687.397.290,89 menjadi Rp75.805.068.431,18 pada tahun 2022 atau 

meningkat rata-rata 6,91% per tahun. Hasil Pajak Daerah meningkat signifikan 

pada tahun 2021 dan 2022, karena diperkirakan  bandara NYIA telah atau siap 

beropersional sehingga sudah ada hotel baru yang beroperasi, kenaikan secara 

proporsional dengan laju pertumbuhan jumlah rumah makan, kenaikan secara 

proporsional dengan laju pertumbuhan pelanggan dan pemakaian daya listrik, 

dan kenaikan secara proporsional dengan upaya pengelolaan pajak MBLB yang 

lebih baik. 
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Retribusi Daerah pada tahun 2018-2022 juga diprediksikan meningkat 

pada tahun 2018 sebesar Rp8.879.783.127,13 menjadi Rp10.748.025.729,37 

pada tahun 2022 atau meningkat rata-rata 4,15% per tahun.  

Selanjutnya komponen PAD yang lainnya, yaitu dari Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah meskipun pada 

2018 diprediksi akan turun, namun pada tahun-tahun selanjutnya masing-masing 

direncanakan akan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 6,11% dan 

17,42%. 

Dana Perimbangan masih menjadi sektor pendapatan utama daerah 

untuk belanja pembangunan di Kabupaten Kulon Progo. Dana Perimbangan 

yang terdiri Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana 

Alokasi Khusus pada tahun 2017-2022 diprediksikan meningkat walaupun hanya 

sebesar rata-rata 2%.  

Selanjutnya untuk Pendapatan dari sektor Lain-lain Pendapatan Daerah 

yang sah pada Tahun 2017-2022 yang meningkat hanya dari komponen Dana 

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda 

lainnya karena adanya perkiraan bantuan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten 

Kulon Progo tahun 2021.  

Dengan mengasumsikan pengeluaran belanja daerah dari pengeluaran 

wajib dan mengikat yang cenderung meningkat, dan tidak disertai dengan 

adanya peningkatan pendapatan daerah, maka kapasitas riil kemampuan 

keuangan daerah yang dialokasikan untuk pembangunan daerah selama periode 

RPJMD diprediksi cenderung turun. Kemampuan riil keuangan daerah untuk 

alokasi belanja langsung pada tahun 2017 sebesar Rp652.932.799.317,00 

menjadi Rp536.763.403.633,00 pada tahun 2022 adapun menurunnya 

kemampuan riil keuangan disebabkan karena dari mulai tahun 2019 – 2022 

belum memasukkan komponen DAK dan adanya rencana penambahan 

penyertaan modal pada Bank BPD DIY 

Proyeksi kemampuan riil keuangan daerah pada Tahun 2017-2022 

digambarkan dalam tabel sebagai berikut. 
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Tabel 3.18  

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan  

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 
 

No. Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Pendapatan 1.440.881.554.674,81  1.536.826.458.785,33  1.307.999.735.841,14  1.330.033.252.049,48  1.326.925.923.965,53  1.385.105.309.111,18  

2. Pencairan dana cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Sisa lebih riil perhitungan 
anggaran 

 69.122.706.711,84   13.000.000.000,00   10.000.000.000,00   13.000.000.000,00   14.000.000.000,00   15.000.000.000,00  

4. Total Penerimaan 1.510.004.261.386,65  1.549.826.458.785,33  1.317.999.735.841,14  1.343.033.252.049,48  1.340.925.923.965,53  1.400.105.309.111,18  

 dikurangi:       

5. Belanja pengeluaran pembiayaan 
yang wajib dan mengikat serta 
prioritas utama 

 873.664.001.675,65   972.123.326.235,25   921.187.021.285,83   915.499.977.837,65   873.920.072.034,26   899.175.862.854,42  

6. Kapasitas riil kemampuan 
keuangan 

 636.340.259.711,00   577.703.132.550,08   396.812.714.555,30   427.533.274.211,83   467.005.851.931,27   500.929.446.256,76  

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Dari kemampuan riil keuangan daerah pada tahun 2017-2022 tersebut, terjadi penurunan  Belanja Langsung dari tahun 2018 sebesar 

Rp707.902.344.904 menjadi Rp536.763.403.633 pada tahun 2022 atau turun sebesar 24,18%. Hal ini disebabkan oleh alokasi belanja dari 

Dana Alokasi Khusus (DAK) belum dicantumkan dalam alokasi Belanja Langsung tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.  
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Rencana penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2017-2022 digambarkan dalam tabel sebagai berikut. 

 

Tabel 3.19  
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah 

Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 
 

No   Uraian  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Kapasitas riil kemampuan keuangan   636.340.259.711,00   577.703.132.550,08  396.812.714.555,30  427.533.274.211,83  467.005.851.931,27  500.929.446.256,76  

2 Rencana alokasi pengeluaran 
prioritas 1  

      

 2a Belanja Langsung   652.932.799.317,00   707.902.344.904,00  534.558.268.131,50  515.024.533.698,96  480.112.142.405,92  536.763.403.633,04  

 2b  Pembentukan Dana Cadangan  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  dikurangi:       

 2c  Belanja langsung yang wajib dan 
mengikat serta prioritas utama  

 74.531.669.006,00   180.804.695.864,92  183.480.463.576,19  141.037.079.487,13   83.766.755.524,65   87.001.597.376,28  

 Total rencana pengeluaran prioritas 1 
(2a+2b)-(2c)  

 578.401.130.311,00  527.097.649.039,08 351.077.804.555,30  373.987.454.211,83  396.345.386.881,27  449.761.806.256,76  

  Sisa kapsitas riil kemampuan keuangan 
daerah setelah menghitung alokasi 
pengeluaran prioritas 1 (1 dan 2)  

1.214.741.390.022,00  1.104.800.781.589,16  747.890.519.110,61  801.520.728.423,66  863.351.238.812,53  950.691.252.513,51  

3 Rencana alokasi pengeluaran 
prioritas 2  

      

 3a  Belanja Tidak Langsung   847.339.962.069,65   831.670.113.881,33  759.187.467.709,64  788.843.668.277,52  827.807.281.559,61  830.841.905.478,14  

  dikurangi:       

 3b  Belanja tidak langsung yang wajib dan 
mengikat serta prioritas utama  

 789.400.832.669,65  781.064.630.370,33 713.452.557.709,64  735.297.848.277,52  757.146.816.509,61  779.674.265.478,14  

    Total rencana pengeluaran prioritas 2 
(3a -3b)  

 57.939.129.400,00  50.605.483.511,00  45.734.910.000,00   53.545.820.000,00   70.660.465.050,00   51.167.640.000,00  

  Surplus anggaran atau nilai 
berimbang (1-2-3)  

0,00  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017 
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BAB IV 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH 

 

 

 Permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta isu strategis serta visi dan 

misi pembangunan jangka menengah yang telah dirumuskan oleh Bupati dan Wakil 

Bupati terpilih merupakan langkah untuk mencapai sasaran pembangunan jangka 

menengah yang didukung dengan arah kebijakan. Pembangunan jangka menengah 

daerah dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Pembangunan daerah 

secara sederhana diartikan sebagai sebuah perubahan tingkat kesejahteraan secara 

sengaja dan terukur. Perencanaan daerah juga diharapkan mampu menepis 

ketidakpastian dalam proses merubah tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. 

Hakikat perencanaan itu adalah memperkecil peluang munculnya ketidakpastian. 

Dalam arti luas, perencanaan merupakan upaya manusia meminimalkan 

ketidakpastian. Dan, perencanaan yang ideal adalah langkah-langkah yang dilakukan 

manusia agar ketidakpastian semakin dekat dalam kehidupan manusia. Salah satu 

langkah atau tahapan untuk mendekati perencanaan ideal, sebagai dasar utama 

perumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah perlu diketahui isu-

isu strategis dan permasalahan-permasalahan pembangunan yang secara eksisting 

terjadi.  

Analisis permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis merupakan salah 

satu bagian terpenting, sehingga, penyajian analisis ini akan menjelaskan butir-butir 

penting isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 

5 (lima) tahun mendatang.  

 

4.1. Permasalahan Pembangunan  

 

Pendidikan 

Dalam rangka upaya mewujudkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang 

optimal (Tahun 2016 sebesar 72,38), diharapkan pendidikan dapat memberikan 

dukungan yang lebih baik. Saat ini, pendidikan memiliki berberapa permasalahan yang 

kompleks, antara lain:  

a. belum terpenuhinya jumlah dan kualitas sarana prasara pendidikan (tabel 2.49, 

tabel 2.50); 

b. Jumlah maupun kualitas pendidik dan tenaga kependidikan masih kurang (tabel 

2.50, tabel 2.51), dan masih adanya masyarakat usia produktif yang belum melek 

huruf (tabel 2.33); 
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c. Masih rendahnya prestasi generasi muda dan olahraga (tabel 2.138, tabel 2.139, 

tabel 2.137); dan 

d. Masih rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan (tabel 2.140). 

Capaian Angka Harapan Lama sekolah mengalami peningkatan yang lebih 

baik,  pada tahun 2012 sebesar 12,80, tahun 2013 sebesar 13,00, tahun 2014 

sebesar 13,27 sedangkan pada tahun 2015 sebesar 13,55 dan tahun 2016 sebesar 

13,97. Peningkatan capaian tersebut atas dukungan semua pihak, baik melalui 

penyelenggaraan pendidikan formal, maupun non formal. Namun peningkatan ini 

ternyata masih menempatkan Kabupaten Kulon Progo di peringkat 4 (empat) setelah 

Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.  Sedangkan capaian 

Angka Rata-Rata Lama Sekolah yang didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun 

yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh seluruh 

jenjang pendidikan formal yang dijalani menunjukkan trend peningkatan dari tahun 

2012 sebesar 7,93 tahun meningkat menjadi 8,02 tahun pada tahun 2013 dan 

menjadi 8,20 tahun di tahun 2014, tahun 2015 sebesar 8,40 dan tahun 2016 sebesar 

8,50. Capaian peningkatan rata-rata lama sekolah ini ternyata masih menempatkan 

posisi Kabupaten Kulon Progo pada posisi terakhir dibandingkan kabupaten/kota se-

DIY. 

Standar kompetensi pendidik juga belum memberikan daya dukung pada IPM, 

hal ini mengingat capaian pemenuhan kualifikasi akademik (S1/DIV) belum optimal 

atau yang berarti belum mencapai 100%. Capaian tahun 2014 sebesar 81,27%, tahun 

2015 sebesar 81,27% dan tahun 2016 sebesar 86,29%. Capaian pemenuhan pendidik 

yang telah sertifikasi profesi pada tahun 2014 sebesar 56,91%, tahun 2015 sebesar 

56,91% dan tahun 2016 sebesar 65,20%. Mendasar pada capaian tersebut maka 

diperlukan upaya peningkatan kapasitas pendidik. Kendala yang dihadapi selama ini 

dari sisi motivasi tenaga pendidik yang memasuki/menjelang purna tugas, pada kondisi 

itu untuk meningkatkan kapasitasnya sangatlah sulit.  

Di sisi yang lain, selaras dengan kebijakan nasional, bahwa sertifikasi profesi dilakukan 

bertahap, tidak secara bersama atau dengan kuota tertentu, sehingga ada jeda juga 

ada jarak waktu yang membuat seluruh pendidik mengantri melakukan sertifikasi 

profesinya. Adanya moratorium PNS, berdampak pada belum adanya rekruitmen guru 

baru yang sesuai standar kompetensi. 

Permasalahan lain yang menjadi pertimbangan dalam rangka pemenuhan IPM 

yang optimal (gambar 2.19) antara lain: belum terpenuhinya sarana dan prasarana 

pendidikan yang sesuai SPM (tabel 2.50, tabel 2.51), dalam pemenuhannya perlu 

adanya peran dari semua pihak, oleh pemerintah daerah, satuan pendidikan, maupun 

masyarakat (baik sebagai penyelenggara pendidikan maupun tidak). Standar sarana 
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dan prasarana tersebut tidak membedakan satuan pendidikan negeri maupun swasta, 

namun keseluruhan, mengingat peserta didik yang dilayani adalah warga negara yang 

memiliki hak yang sama.  

Selain itu, masih rendahnya prestasi pemuda dan olahraga juga merupakan 

permasalahan bersama (tabel 2.135, tabel 2.136, tabel 2.137), dari tabel tersebut 

capaian prestasi yang diperoleh belum sesuai dengan harapan, salah satunya adalah 

prestasi dalam PORDA DIY (dengan emas sebanyak 32, perak 28, dan perunggu 74) 

dengan ranking 4 se DIY (di atas Kabupaten Gunungkidul). Melihat permasalahan 

tersebut diperlukan upaya untuk meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga untuk 

menjadi yang terbaik di DIY.  

Hal yang terakhir adalah minat kunjungan masyarakat ke perpustakaan  yang 

masih rendah (tabel 2.140). Kondisi masih rendahnya kunjungan masyarakat ke 

perpustakaan diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana yang layak, serta 

aktivitas/kegiatan/event yang mendukung minat kunjungan masyarakat kunjungan 

perpuspustakan, tentu akan  menghasilkan peningkatan kapasitas pada aspek minat 

baca masyarakat, baik melalui layanan perpustakaan klasik maupun digital, baik 

perpustakaan di kabupaten, di kecamatan, di satuan pendidikan dan tempat khusus 

lainnya. 

Dari beberapa aspek di atas, bahwa upaya meningkatkan kapasitas di atas 

bertujuan agar adanya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dan prestasi 

generasi muda, sehingga dalam menghadapi tantangan global, baik dari urusan 

pendidikan, kepemudaan, keolahragaan serta perpustakaan optimal. Masyarakat 

dimaksud tidak hanya usia sekolah (PAUD 0- 6 tahun, SD 7-12 tahun, SMP 13-15 

tahun, maupun SMA/SMK 16-18 tahun), namun termasuk mereka yang mengikuti 

pendidikan non formal, kelompok pemuda, cabang olahraga, maupun kelompok 

masyarakat lainnya. Generasi muda mendasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 

tentang Kepemudaan, bahwa pemuda adalah warga yang berusia 16-30 tahun, tentu 

menjadi perhatian yang sama. Dampak atas peningkatan kapasitas di atas, bahwa 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kulon Progo lebih kompetitif seiring akan 

tumbuh dan berkembangnya Kulon Progo sebagai pusat perkotaan baru di DIY. 
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Gambar 4.1 

Analisis Permasalahan Pendidikan 
 
 
 

Kebudayaan 

  
Untuk mendukung terbentuknya karakter Sumber Daya Manusia yang 

berbudaya maka diperlukan perhatian terhadap upaya-upaya mengatasi permasalahan 

yng dihadapi yaitu belum optimalnya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur 

budaya (tabel 2.41, tabel 2.42). Permasalahan tersebut terjadi karena dengan berbagai 

macam jenis dan kelompok kesenian yang ada, baru beberapa yang bisa menjadi 

unggulan dan kelompok yang aktif sangat tergantung pada dukungan pemerintah. 

Implementasi nilai-nilai luhur budaya belum sepenuhnya menjadi perhatian dari 

masyarakat. Diperlukan dukungan dari lintas sektor untuk bisa mengimplementasikan 

hal tersebut. 

Selain itu lemahnya perlindungan hukum atas kekayaan budaya (tabel 2.43, 

tabel (2.44) menjadi permasalahan tersendiri. Kurangnya kesadaran dan pemahaman 

masyarakat akan pentingnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya, masih 

kurangnya SDM yang mempunyai kompetensi terhadap pelestarian dan perlindungan 

cagar budaya akan mempersulit tercapainya upaya pembentukan karakter masyarakat 

yang berbudaya. 

Dari dua permasalahan tersebut di atas maka perlu diambil langkah-langkah ke 

depan agar peningkatan kualitas SDM dapat tercapai. 

Masih rendahnya prestasi 
pemuda dan olahraga 

 

Kualitas 
Pendidikan 

Masyarakat dan 
Prestasi Generasi 

Muda Rendah 

Masih ada masyarakat usia 
produktif yang belum melek 

huruf 
 

SDM belum 
kompetitif 

Jumlah dan kualitas pendidik 
dan tenaga kependidikan masih 

kurang 

 

Masih rendahnya kunjungan 
masyarakat ke perpustakaan 

 

Inti Permasalahan 

Belum terpenuhinya jumlah dan 
kualitas sarana prasara 

pendidikan 

 

Akar permasalahan Dampak 



RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017 - 2022 

 

IV - 5 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Analisis Permasalahan Kebudayaan 

 

Kesehatan 

Letak geografi Kabupaten Kulon Progo selain berpotensi terjadinya bencana 

alam tetapi juga sangat berpotensi terjadi bencana non alam karena berada pada 

daerah yang vulnerable terhadap kejadian penyakit yang potensial wabah. Beberapa 

penyebabnya adalah berada di sekitar daerah endemik malaria dan kondisi topografi 

yang memungkinkan banyaknya vektor nyamuk malaria. Perkembangan kemajuan 

aktifitas keberadaan bandara juga akan meningkatkan aktifitas mobilisasi yang juga 

berasal dari daerah malaria, bahkan kemungkinan masuknya penyakit new emerging 

disease secara global ke Kulon Progo yang perpotensi terjadi Wabah atau KLB jika 

tidak diantisipasi dan respon dengan baik. 

Permasalahan kesehatan yang diukur dengan tiga indikator yang merupakan 

gambaran dari keadaan derajat kesehatan masyarakat, yakni : 

a. angka kematian ibu, 

b. angka kematian bayi, dan  

c. angka harapan hidup.  

Dari tiga indikator tersebut, Angka Harapan Hidup Kabupaten Kulonprogo sudah 

merupakan angka tertinggi di DIY, akan tetapi masih terdapat kematian ibu dan 

kematian bayi yang membuat derajat kesehatan masyarakat belum optimal (tabel 

2.53). Secara faktorial keadaan derajat kesehatan yang belum optimal ini disebabkan 

oleh beberapa aspek penting, yakni : 

- masih rendahnya kualitas kesehatan keluarga,  

- belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, 

- belum optimalnya ketahanan keluarga. 

Pelayanan kesehatan bukan hanya tentang sarana prasarana di fasilitas kesehatan, 

akan tetapi akses pelayanan kesehatan juga termasuk segi pembiayaan. Sesuai 

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Kesehatan Nasional, ditetapkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia akan dijamin 
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kesehatannya dan kepesertaannya bersifat wajib. Untuk masyarakat miskin, 

pembiayaan individu akan ditanggung oleh pemerintah. Ke depan, seluruh masyarakat 

miskin berdasarkan data album kemiskinan dan pemutakhiran Basis Data Terpadu yang 

selama ini dibiayai oleh Jamkesda secara bertahap akan diikutsertakan menjadi peserta 

BPJS kesehatan dan iuran setiap bulannya ditanggung oleh pemerintah kabupaten. 

Akan tetapi untuk mengantisipasi masih adanya masyarakat miskin yang belum 

terjaring dalam basis data tersebut, dana buffer tetap dibutuhkan. 

Cakupan Keluarga sehat tercermin dari hasil analisis pencapaian perilaku Hidup 

Bersih dan sehat sebelumnya baru mencapai angka 43% dengan beberapa masalah 

pokok terutama tentang perilaku merokok di dalam rumah. 

Sumber daya kesehatan yang terdiri dari dokter spesialis, dokter, dokter gigi, 

perawat, bidan sampai tenaga administrasi, epidemiolog, kesehatan lingkungan dan 

tenaga penyuluh kesehatan adalah ujung tombak sukses tidaknya pembangunan 

kesehatan. Dari data tercermin keberadaan yang belum mencukupi dalam hal jumlah 

maupun kompetensinya (bab II-86). Tenaga perawat yang ada memang telah melebihi 

rasio ideal, tetapi tenaga perawat adalah tenaga medis yang melayani masyarakat 

yang melakukan perawatan di rumah sakit atau Puskesmas.    

    Dari aspek sarana kesehatan, dari segi jumlah telah tercukupi, namun dari 

aspek kualitas dan akses masih belum optimal. Kualitas layanan dengan indikator 

Akreditasi baru terdapat 2 (dua) puskesmas strata utama dan sebagian besar masih 

dasar. Situasi ini dipengaruhi oleh keberadaan SDM di atas, ketersedian sarana dan 

alat kesehatan serta pembiayaan kesehatan yang harus difasilitasi oleh pemerintah 

terutama golongan masyarakat kurang mampu secara ekonomi. 

Rencana pembangunan bandara baru di Kulon Progo diprediksi akan 

meningkatkan kebutuhan pelayanan kesehatan. Rumah sakit yang mampu menjawab 

kebutuhan tersebut mutlak dibutuhkan. Arahan dari Gubernur DIY untuk Kulon Progo 

terkait hal tersebut adalah untuk mengembangkan RSUD Wates menjadi Rumah Sakit 

dengan pelayanan berstandar internasional. Dari arahan Gubernur DIY tersebut, 

Pemkab Kulon Progo dan Pemda DIY berencana melaksanakan pengembangan 

RSUD Wates dengan dibiayai bersama oleh APBD DIY dan APBD Kabupaten Kulon 

Progo. Dikarenakan besarnya biaya pengembangan RSUD Wates pembiayaannya 

direncanakan dengan pembiayaan tahun jamak. 

Keberadaan penyakit menular yang belum dapat terselesaikan terutama terkait 

belum berhasilnya target Eliminasi malaria pada tahun 2015 seperti yang ditetapkan 

Nasional untuk kawasan Jawa dan Bali,  ditambah semakin meningkatnya prevalensi 

penyakit tidak menular. Data Riset Kesehatan dasar tahun 2013 terlihat bahwa 
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kejadian PTM di Kulon Progo khususnya menyangkut hipertensi, stroke dan PPOK 

tertinggi se-DIY.  

 Dari sisi masyarakat sebagai pelaku utama kesehatan belum memiliki 

pengetahuan yang memadai mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan mencegah 

orang untuk menjadi sakit (paradigma sakit). Kebiasaan pola makan yang kurang 

sehat, kurangnya olah raga juga tergambar cukup tinggi (Riskesdas 2013). Pemakaian 

bumbu penyedap lebih dari 1 kali sehari sebanyak 74,3% , makanan berlemak 47,6% 

dan konsumsi makanan asin lebih 1 kali sehari sebesar 16,1% tertinggi se-DIY. Kurang 

aktifitas fisik sebanyak 68% dan kebiasaan makan buah sayur yang kurang dari 2 porsi 

40%. 

Pengetahuan yang terbatas itu ketika berhadapan dengan permasalahan 

penyakit, baik degeneratif maupun infeksi, tidak segera mengetahui tanda maupun 

cara pencegahannya. Pengetahuan yang kurang memang menjadi lingkaran setan 

ketika disebabkan oleh kondisi kemiskinan yang dialami.  

Belum optimalnya ketahanan keluarga menjadi salah satu faktor yang 

menyebabkan belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat. Beberapa indikator 

rendahnya ketahanan keluarga antara lain tingginya jumlah persalinan remaja (tabel 

2.113) dan tingginya jumlah perceraian (tabel 2.114). Ketahanan keluarga yang belum 

optimal antara lain disebabkan oleh komunikasi yang rendah dalam keluarga sehingga 

kedekatan antara anggota keluarga semakin renggang. Belum optimalnya advokasi 

dan KIE serta penguatan kelembagaan program kependudukan, keluarga berencana 

dan ketahanan keluarga juga menjadi penyebab belum optimalnya ketahanan 

keluarga. 
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Gambar 4.3 

Analisis Permasalahan Kesehatan Kulon Progo 

 

Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi 

 Pertumbuhan dan pemerataan merupakan kondisi yang dapat digambarkan 

dengan  pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan gini rasio. Laju 

pertumbuhan ekonomi Kulon Progo apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan 

ekonomi rata-rata di DIY, selalu di bawah laju pertumbuhan ekonomi rata-rata di DIY 

(gambar 2.12). Sementara itu persentase penduduk miskin Kabupaten Kulon Progo 

dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 secara umum semakin kecil tetapi pada 

tahun 2015 kemiskinannya meningkat menjadi 21,40 persen setelah sebelumnya pada 

tahun 2014 sebesar 20,64 persen, namun turun kembali menjadi 20,30 persen pada 

tahun 2016 (tabel 2.31, gambar 2.14, gambar 2.15). Sedangkan jika dibandingkan 

dengan kabupaten/kota di DIY, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo tahun 

2012-2016 selalu berada di atas DIY, dan masih menjadi kantong kemiskinan di 

wilayah DIY. Di Kabupaten Kulon Progo perkembangan Rasio Gini dari tahun ke tahun 

mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Jika  dibandingkan 

dibandingkan dengan Rasio Gini DIY maupun Nasional, Gini Rasio Kabupaten Kulon 

Progo masih dibawahnya. Hal tersebut menggambarkan kondisi ketimpangan antar 

penduduk di Kabupaten Kulon Progo masih relative lebih baik dibandingkan dengan 
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DIY dan Nasional. Meskipun demikian Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo masih 

berada pada kisaran ketimpangan moderat. Peningkatan pendapatan masyarakat, 

ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan perkapita dan pengurangan angka 

pengangguran terbuka. Pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten 

Kulon Progo mempunyai nilai terendah di DIY (tabel 2.29). Disparitas pendapatan 

perkapita atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada bab II (tabel 2.25, gambar 2.9). 

Pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku yang rendah mengambarkan nilai 

tambah bruto sektoral masih rendah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kulon 

Progo pada 5 tahun terakhir selalu berada pada posisi tertinggi ketiga setelah Kota 

Yogyakarta dan Kabupaten Sleman (tabel 2.77). TPT Kabupaten Kulon Progo dari 

tahun 2015 menuju tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup besar. 

 Di Kabupaten Kulon Progo rendahnya pendapatan perkapita dan tingkat 

pengangguran terbuka terkait dengan beberapa aspek penting yakni nilai usaha 

industri belum optimal (tabel 2.162), nilai usaha perdagangan belum optimal (tabel 

2.28), kurangnya kualitas KUMKM (tabel 2.130), produksi pertanian belum optimal 

(tabel 2.28, tabel 2.151), penyebaran penyakit hewan menular (tabel 2.153), 

diversifikasi pangan belum optimal (tabel 2.91 dan tabel 2.92). Produksi perikanan 

belum optimal (tabel 2.28, tabel 2.144), rendahnya kunjungan wisata (tabel 2.145, tabel 

2.146), realisasi Investasi yang relatif rendah (tabel 2.132, tabel 2.133), tingginya 

angka PMKS, produktifitas tenaga kerja yang masih rendah (2.76), tingkat partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan masih rendah, dan Meningkatnya angka kekerasan 

terhadap perempuan dan anak. Penjabaran dari aspek – aspek tersebut adalah 

sebagai berikut : 

a. Nilai usaha industri. 

Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Kulon Progo cukup besar, dengan 

jumlah IKM pada tahun 2016 sebanyak 16.546 (tabel 2.162). Jika dihubungkan 

dengan laju pertumbuhan ekonomi (tabel 2.27 dan gambar 2.12), terdapat fluktuasi 

pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2016 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,76, 

sedangan lima tahun kebelakang laju pertumbuhan ekonomi sektor industri 

pengolahan sangat fluktuatif (lihat tabel 2.27). Paling rendah tahun 2012 dengan 

laju pertumbuhan ekonomi sebesar – 4,09% dan tertinggi sebesar 8,55% pada 

tahun 2014. Laju pertumbuhan sektor industri yang fluktuatif secara tidak langsung 

mengambarkan nilai usaha industri yang belum optimal padahal potensi bahan 

baku industri masih bisa ditingkatkan kinerjanya. Kinerja industri salah satunya bisa 

ditingkatkan dengan hilirisasi industri dari atas sampai bawah dengan berbagai 

inovasi. Hilirisasi industri unggulan berupa gula semut, andesit dan tenun di 

Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu 
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untuk meningkatkan kinerja industri dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif 

untuk industri salah satunya melalui pengembangan, fasilitasi, pengawasan dan 

pengendalian kawasan industri. Salah satu rencana lokasi kawasan industri di 

Kabupaten Kulon Progo adalah Kawasan peruntukan Industri Sentolo.  

b. Nilai Usaha perdagangan 

Di Kabupaten Kulon Progo potensi perdagangan sangat potensial. Pada tahun 

2016 jumlah usaha perdagangan di luar pasar berijin pada tahun 2016 sebanyak 

4.547 dan pedagang pasar berijin pada tahun 2016 sebanyak 3.980 (tabel 2.161). 

Dari 8.527 usaha perdagangan dan pedagang pasar ada 6 eksportir di Kabupaten 

Kulon Progo yaitu Sun Chang, Karya Hidup Sentosa, Bintang Yasa Abadi, Aneka 

Sinendo, Kurnia Bumi Pertiwi dan Dian Niaga  dengan 9 komoditas (tabel 2.156, 

tabel 2.157). Komoditas tersebut adalah arang briket, kerajinan agel, kerajinan 

kayu, teh mahkota dewa, gula Kristal, synthethik wigs, sabut kelapa, traktor tangan 

dan stagen. Volume eksport pada tahun 2016 sebesar US$ 21.687.942,04 (tabel 

2.157). Total volume ekspor dari tahun ke tahun fluktuatif akan tetapi dari sejumlah 

komoditas pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun 2015 seperti 

kerajinan agel dengan prosentase penurunan 45,4%, kerajinan kayu 8,6%, gula 

Kristal 0,8%, stagen 98%. Hal ini membuktikan bahwa nilai usaha perdagangan 

masih bisa ditingkatkan dan masih belum optimal. Untuk sarana prasarana 

perdagangan khususnya pedagang di dalam pasar (tabel 2.159) masih belum 

semuanya dalam kondisii baik. Untuk itu pembangunan pasar tradisional baik 

berupa rehab berat maupun ringan masih diperlukan. Dengan peningkatan kualitas 

pasar tradisional diharapkan omzet pedagang pasar adalah Rp. 

193.941.000.000,00 

c. Kualitas KUMKM 

KUMKM di Kabupaten Kulon Progo merupakan sektor yang potensial. Volume 

usaha koperasi maupun omset UMKM setiap tahun selalu naik (tabel 2.130, 2.131) 

tetapi bila diprosentase dapat volume usaha koperasi terjadi fluktuatif. Pada tahun 

2014 terjadi kenaikan prosentase volume usaha koperasi 4,8%, Tahun 2015 

kenaikan 30,28%, tahun 2016 hanya terjadi kenaikan 0,31%. Untuk omset UMKM 

setiap tahun selalu terjadi kenaikan (tabel  2.131), akan tetapi bila diprosentase 

maka fluktuatif. Hal ini terlihat bahwa pada tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi 

kenaikan omset UMKM sebesar 0,12%, dari tahun 2015 ke tahun 2016 hanya 

terjadi kenaikan omset sebesar 0,076%. Penurunan prosentase volume usaha 

Koperasi dan omset UMKM seperti tersebut di atas disebabkan karena ketatnya 

persaingan dunia usaha dalam pasar bebas, rendahnya jiwa kewirausahaan, 

terbatasnya akses permodalan, kurangnya perlindungan terhadap KUMKM serta 
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lemahnya kelembagaan KUMKM. Dari fluktuatifnya volume usaha koperasi dan 

omset UMKM dapat dibuktikan bahwa kualitas KUMKM masih rendah. Hal lain 

yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut adalah telah berakhirnya masa 

kerjasama take over koperasi dengan toko modern dengan nama TOMIRA (tabel 

2.129), untuk itu diperlukan pendampingan lebih lanjut agar pengelolaan toko 

modern lebih optimal karena bersifat mandiri melalui koperasi sekunder Tomira 

dengan sistem dan manajemen terintegrasi. 

d. Produksi pertanian 

Potensi pertanian di Kabupaten Kulon Progo masih besar. Sektor pertanian 

kehutanan dan perikanan merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB atas 

dasar harga berlaku sebesar 1.658.81 pada tahun 2016 (lihat tabel 2.25) walaupun 

fluktuatif selama lima tahun ke belakang. Berdasarkan tabel distribusi PDRB (tabel 

2.28) dapat dilihat kontribusi sektor pertanian peternakan perburuan dan jasa 

pertanian pada tahun 2016 sebesar 15,92%. Bila dibandingkan lima tahun ke 

belakang kontribusi pertanian peternakan perburuan dan jasa pertanian semakin 

menurun. Hal ini membuktikan bahwa produksi pertanian belum optimal. 

Optimalisasi produksi pertanian karena adanya alih fungsi lahan, upaya yang 

dilakukan untuk mempertahankan produksi adalah cetak sawah baru (penambahan 

luas lahan sawah) seluas 350 Ha.  

Upaya yang dilakukan untuk pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan 

antara lain dengan menuntaskan sertifikasi padi khas Kulon Progo (Padi Menur 

atau Padi Serang) sampai dengan tahap pendaftaran varietas tanaman; 

mempertahankan kualitas dan kuantitas hasil panen gabah dan mewujudkan 

produksi beras organik dan beras premium; memperluas lahan dan meningkatkan 

kualitas panen bawang merah menjadi 300 ha; mewujudkan kampung kopi, teh 

dan kakao. 

e. Penyebaran penyakit hewan menular 

Untuk penyebaran penyakit hewan menular baik yang strategis maupun yang non 

strategis menunjukan bahwa penyebaran penyakit masih cukup tinggi pada tahun 

2016 sebanyak 4.295 kasus (tabel 2.153)., fluktuatif bila dibandingkan lima tahun 

sebelumnya. Selain itu ada kejadian luar biasa kasus anthraks di awal tahun 2017. 

Hal ini membuktikan bahwa penyebaran penyakit hewan menular merupakan 

permasalahan yang harus ditangani daerah. 

 

f. Diversifikasi Pangan 

Secara makro Kabupaten Kulon Progo mampu menghasilkan produksi pangan 

dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk. Namun 
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demikian, pangan yang tersedia itu tidak terdistribusi secara baik. Ada sebagian 

wilayah yang surplus sedangkan wilayah lain defisit pangan. Distribusi yang tidak 

merata tersebut terkait dengan kondisi alam (tabel 2.3, tabel 2.4). Di Kabupaten 

Kulon Progo Tahun 2016 masih terdapat 6 (enam) desa rawan pangan dari 88 

desa (tabel 2.92). Dari sisi Ketersediaan energi, pada tahun 2016 sebesar 3.494 

kkal/kapita perhari (tabel 2.91) bila dibandingkan dengan standar angka kecukupan 

gizi 2.200 kkal/kapita perhari relatif tinggi demikian juga ketersediaan protein per 

kapita. Walaupun demikian realisasi pencapaian ketersediaan protein per kapita 

selalu mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir. Hal tersebut karena 

perhitungan ketersediaan energi dan protein sangat dipengaruhi oleh produksi dan 

jumlah penduduk. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan upaya diversifikasi pangan 

melalui optimalisasi lahan pekarangan.     

g. Produksi Perikanan 

Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah yang potensial dalam perikanan baik 

perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Potensi perikanan budidaya dapat 

dilihat dapat dilihat dari sisi potensi lahan budidaya perikanan di Kabupaten Kulon 

Progo  22.801,77 Hektar pada Tahun 2016 dengan pemanfaatan sebesar 132,627 

Hektar atau baru sekitar 0,58% dari potensi luas lahan di Kabupaten Kulon Progo 

dengan capaian produksi pada Tahun 2016 sebesar 13.458 Ton (Tabel 2.144).  

Potensi kelautan di Kulon Progo dengan panjang pantai 24,8 km (lihat penjelasan 

II.4) dan luas laut 158,72 km² yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perairan 

(WPP) 573 dengan potensi lestari (Maximum Sustainable Yield) sebesar 929.330 

Ton (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 47 Tahun 2016) Sedangkan 

produksi perikanan tangkap laut di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 sebesar 

1.648 Ton (tabel 2.142) atau baru sebesar 0,08% dari Jumlah Tangkapan yang 

Diperbolehkan (JTB) 743.444 Ton. Hal ini menunjukkan bahwa potensi perikanan 

tangkap dan budidaya di Kabupaten Kulon Progo belum dikelola secara optimal. 

Di bidang perikanan tangkap, belum operasionalnya pelabuhan perikanan Tanjung 

Adikarta kendala utama yaitu pemecah gelombang (breakwater) dalam proses 

pengembangan menyebabkan nelayan tidak dapat keluar masuk pelabuhan setiap 

saat dengan aman. Nelayan di Kabupaten Kulon Progo merupakan nelayan kecil 

dengan menggunakan perahu motor tempel (PMT) yang melakukan aktifitas 

penangkapan hanya di sepanjang pantai 1-4 mil dan sangat tergantung oleh cuaca 

seperti angin, gelombang, posisi bulan, pasang surut dan terbukti dengan adanya 

kecelakaan melaut pada Tahun 2017 yang terjadi akibat terjangan ombak (Tabel 

2.14). Adanya abrasi pantai yang mengakibatkan pantai menjadi curam sehingga 

mempersulit operasional PMT. Ketrampilan nelayan dalam mengakses teknologi 
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menangkap ikan juga perlu ditingkatkan karena selama ini masih mengandalkan 

sistem penangkapan ikan secara tradisional atau berburu. Teknologi fishfinder  dan 

alat bantu penangkapan ikan modern hanya bisa diterapkan pada kapal motor  dan 

di Kabupaten Kulon Progo 100% menggunakan perahu motor tempel. Untuk 

mengoptimalkan potensi perikanan tangkap, maka pemberdayaan nelayan kecil 

menyongsong beroperasinya Pelabuhan Tanjung Adikarto diperlukan. 

h. Pariwisata 

Destinasi wisata di Kabupaten Kulon Progo didukung oleh panorama keindahan 

Kabupaten Kulon Progo dari wilayah Perbukitan Menoreh dan Pesisir Samudera 

Indonesia. Wilayah Perbukitan Menoreh di bagian utara menawarkan panorama 

alam yang indah sedangkan di wilayah selatan terhambar Samudera Indonesia dan 

laguna di tepian Pantai Glagah. Dengan dukungan alam yang sedemikian besar di 

kabupaten Kulon Progo, kunjungan wisatawan  bila dibandingkan dengan 4 

(empat) kabupaten lain di DIY jumlah kunjungan wisata ke Kulon Progo paling 

rendah peningkatan rata rata kunjungan wisatanya dibandingkan dengan 3 (tiga) 

kabupaten lainnya yaitu rata–rata sebesar 5,11% dari total kunjungan wisata di 4 

(empat) kabupaten/kota pada setiap tahunnya (tabel 2.145). Hal ini menunjukkan 

bahwa kunjungan wisata di Kabupaten Kulon Progo masih rendah. 

Penetapan KSPN Borobudur, dengan Kulon Progo menjadi salah satu kawasan 

penyangga memberikan peluang bagi pengembangan kepariwisataan di Kulon 

Progo khususnya di kawasan perbukitan Menoreh. Hal ini diperkuat dengan 

adanya Surat Keputusan Gubernur DIY No. 193/KEP/2017 tentang Kebijakan 

Strategis Pembangunan dan Pengembangan Kepariwisataan DIY tahun 2018–

2025 yang menyatakan kawasan pegunungan menoreh dan sekitarnya menjadi 

salah satu dari 7 (tujuh) destinasi prioritas kepariwisataan DIY. Posisi strategis 

tersebut perlu mendapat perhatian dengan upaya pengembangan kawasan 

pariwisata di perbukitan Menoreh baik itu sarana prasarana wisata maupun 

kapasitas pelaku pariwisata untuk dapat meningkatkan kunjungan wisata yang 

masih rendah.  

i. Investasi 

Untuk mewujudkan Kabupaten Kulon Progo Go-International dengan semangat 

The Jewel of Java ada berbagai pembangunan Mega Proyek seperti 

Penambangan Pasir Besi, Pelabuhan Tanjung Adikarto, Pembangunan Bandara 

New Yogyakarta International Airport (NYIA) serta kawasan industri perlu didukung 

berbagai pihak termasuk investor. Realisasi investasi yang ada di Kabupaten Kulon 

Progo prosentase pertumbuhannya mengalami penurunan walaupun nilai investasi 

dari tahun ke tahun selalu naik (tabel 2.132, tabel 2.133). Prosentase pertumbuhan 
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investasi pada tahun 2013 sebesar 150,76%, tahun 2014 sebesar 70,72%, tahun 

2015 sebesar 67,82% dan terus menurun pada tahun 2016 sebesar 8,79%. 

Dengan potensi investasi kabupaten Kulon Progo yang masih cukup besar serta 

didukung oleh ketersediaan tenaga kerja terampil, kondisi perekonomian yang 

terus mengalami pertumbuhan, serta adanya komitmen pemerintah daerah dalam 

menciptaan iklim investasi yang kondusif  akan tetapi pertumbuhan investasi dari 

tahun ke tahun terus menurun. Hal tersebut mengambarkan realisasi investasi 

masih relatif rendah.  

j. Angka PMKS 

Angka PMKS di Kulon Progo pada lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dan 

cenderung mengalami kenaikan pada dua tahun terakhir. Pada tahun 2016 PMKS 

di Kulon Progo sebanyak 74.737 mengalami peningkatan yang cukup besar dan 

menjadi nomor dua terbanyak setelah Gunung Kidul (tabel 2.71). Dalam hal rincian 

per jenis PMKS juga terjadi fluktuasi (tabel 2.72).  

k. Produktivitas Tenaga Kerja 

Masalah pokok ketenagakerjaan adalah produktivitas tenaga kerja yang masih 

rendah. Produktivitas tenaga kerja dapat dilihat dari tingkat pendidikan, 

berdasarkan struktur angkatan kerja Kabupaten Kulon Progo terlihat bahwa 

angkatan kerja terbesar tingkat pendidikan sekolah dasar sebesar 90.680 atau 

37,60% pada tahun 2015 (tabel 2.76). Hal ini menyebabkan penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi menjadi rendah. Minimnya penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja, 

sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap rendahnya kualitas hasil produksi 

barang dan jasa. 

Tabel 2.80 menunjukkan bahwa dominasi angkatan kerja berada pada usia 24-54 

tahun yaitu 64,34% pada tahun 2013, naik menjadi 64,56% dan sedikit turun pada 

tahun 2015 sebesar 64,43%. Persebaran angkatan kerja yang tidak merata juga 

merupakan salah satu faktor rendahnya produktifitas. Rendahnya kualitas dan 

produktivitas tenaga kerja akan menyebabkan sulit bersaing di pasar kerja baik di 

tingkat lokal, daerah maupun luar negeri. Disisi lain kesempatan kerja di Kulon 

Progo akan berkembang dengan pesat seiring dengan tumbuhnya beberapa 

proyek strategis nasional di Kulon Progo.  

l. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu hal yang diharapkan dapat 

menjadi penopang bagi pembangunan desa. Permasalahan urusan Pemberdayaan 

Masyarakat adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

dan belum optimalnya kualitas dan peran lembaga ekonomi desa. Tingkat 



RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017 - 2022 

 

IV - 15 

 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih berada dibawah angka 30% 

dan selalu mengalami penurunan pada tahun 2013 – 2015 dan ada kenaikan pada 

tahun terakhir (tabel 2.107). Sedangkan untuk kualitas lembaga ekonomi desa 

tidak berkembang bahkan mengalami penurunan jumlah lembaga yang aktif dan 

tidak adanya perkembangan pada lembaga keuangan desa yang masih berdiri 

(tabel 2.108). 

Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kelompok usaha bersama (KUBE), 

walaupun sudah membentuk dan mengembangkan dalam jumlah yang cukup 

besar (tabel 2.73) akan tetapi hasilnya belum memuaskan. Hal ini merupakan 

indikasi bahwa masih belum maksimalnya keterampilan para pengurus KUBE 

tersebut. Ke depan, pendampingan dan pembinaan KUBE akan lebih intensif. 

KUBE yang ditumbuhkan akan didampingi dan dibina selama setidaknya 3 tahun, 

pendampingan dan pembinaan di sini meliputi peningkatan keterampilan pengurus 

dan anggota. Selain itu di awal pembentukan akan diadakan screening awal, 

kelompok yang akan dibentuk diharapkan setidaknya ada anggota yang sudah 

memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang usaha yang akan dijalani. Dengan 

demikian ditargetkan pada akhir periode RPJMD sebanyak 70% KUBE yang 

dibentuk dapat berjalan dan berkembang dengan baik. 

m. Angka Kekerasan pada Perempuan dan Anak 

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang melanggar 

hak dan martabat perempuan dan anak sebagai manusia, tindakan kekerasan 

terhadap perempuan dan anak tidak saja menimbulkan dampak fisik tapi juga 

psikologis yang dapat mempengaruhi kualitas hidup perempuan dan anak korban 

kekerasan. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kulon Progo dari 

tahun ke tahun terjadi kenaikan (dilihat tabel 2.86, tabel 2.87) 
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Gambar  4.4 

Analisis Permasalahan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi   

 
 Analisis yang telah dilakukan membawa pada sebuah kesimpulan bahwa 

permasalahan inti yang dihadapi oleh Kabupaten Kulon Progo adalah: 

a. rendahnya pendapatan masyarakat,  

b. snilai usaha industri belum optimal,  

c. nilai usaha perdagangan belum optimal,  

d. kurangnya kualitas KUMKM,  

e. produksi pertanian belum optimal,  

f. penyebaran penyakit hewan menular,  

g. diversifikasi pangan belum optimal,  

h. produksi perikanan belum optimal,  

i. rendahnya  kunjungan wisata,  

j. realisasi Investasi yang relatif rendah,  

k. produktivitas tenaga kerja masih rendah,  

l. angka kekerasan pada perempuan dan anak semakin meningkat, 

m. tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum optimal dan  

n. tingginya angka PMKS.  

Permasalahan inti tersebut di atas disebabkan oleh : 

a. volume usaha, produksi, peluang kerja belum optimal,  

b. kompetensi dan produktivitas tenaga kerja,  

c. kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial ekonomi.  
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Hal ini berimplikasi secara langsung terhadap rendahnya pendapatan perkapita, 

tingginya kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Kulon Progo. 

 

Tata Kelola Pemerintahan 

Kinerja pemerintahan yang masih bernilai BB pada penilaian akuntabilitas 

SAKIP oleh Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi 

menunjukkan hasil yang baik namun masih perlu perbaikan. Beberapa hal penyebab 

belum efektifnya kinerja pemerintah dapat dilihat dari beberapa kondisi yang masih 

ada. Diantaranya belum optimalnya kualitas perencanaan (tabel 2.180). Hal ini 

diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab, diantaranya masih belum terpenuhinya 

kuantitas maupun kualitas SDM perencana pada semua OPD. Berdasarkan Tabel 

Jumlah ASN Perencana di OPD, dari kebutuhan perencana sebanyak 221 orang, baru 

terpenuhi sebanyak 143 orang, atau 64,71% dari kebutuhan. Dari 42 OPD, hanya 11 

OPD yang memiliki jumlah SDM perencana sesuai dengan yang dibutuhkan, atau 

sebesar 26% (tabel 2.181).   

Selain itu, pedoman teknis perencanaan dalam hal-hal tertentu belum 

dirumuskan, diantaranya penentuan pagu anggaran OPD dan penentuan bobot serta 

progres capaian fisik kinerja. Hal ini menimbulkan adanya multi tafsir dan kurangnya 

akurasi data kinerja. Selain itu permasalahan lain yang terjadi di fungsi perencanaan 

adalah belum tepatnya sasaran perencanaan untuk mampu menjawab permasalahan 

daerah. Kesemua permasalahan dalam fungsi perencanaan di atas berimplikasi pada 

belum optimalnya kualitas perencanaan yang pada akhirnya mempengaruhi pada 

kinerja pemerintah daerah yang belum optimal. 

Selain itu belum otimalnya peningkatan pendapatan daerah (sebagaimana 

tabel 2.185) ditunjukkan dengan ratio peningkatan peningkatan pendapatan daerah 

cenderung mengalami penurunan. Di sisi yang lain nilai belanja daerah dan ratio 

peningkatannya terus mengalami kenaikan. Hal ini akan menimbulkan limitasi dalam 

kemampuan keuangan daerah untuk mampu membiayai belanja pembangunan. 

Selain itu dinamika kebijakan pemerintah seperti ketentuan pengelolaan BUMD, 

Dana transfer, dan Asset serta dinamika implementasi penganggaran dari OPD turut 

menjadi penyumbang permasalahan ini. Peluang peningkatan pendapatan daerah 

masih terbuka melalui beberapa sumber seperti pajak dan retribusi serta hasil 

Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah. Sehingga strategi untuk 

menggali potensi potensi baru pendapatan daerah, mengoptimalkan pemanfaatan 

kekayaan daerah, meningkatkan kualitas dan efisiensi pengelolaan BUMD serta 

meningkatkan investasi daerah, perlu untukdikedepankan melalui upaya-upaya yang 

inovatif. 
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Namun demikian, dalam hal pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi 

standar akuntansi pemerintahan terbukti mampu memperoleh WTP bertutut-turut mulai 

tahun 2013-2016. Hal ini perlu dipertahankan melalui upaya tertib pengelolaan 

pendapatan, tertib pengelolaan belanja dan tertib pengelolaan asset daerah. 

Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah juga belum 

optimal sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.177 dan tabel 2.177. Indikasi 

permasalahan ini adalah adanya trend temuan pemeriksaan cenderung mengalami 

fluktuasi sepanjang 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini dimungkinkan karena faktor 

implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang belum optimal. 

Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP 2016 yang masih bernilai 3,20 perlu 

ditingkatkan pada level yang lebih tinggi yaitu terdefinisi, terkelola dan terukur serta 

optimum. Konstruksi SPIP yang mulai dibangun pada 2011 menjadi pondasi awal 

untuk lebih dipertajam melalui berbagai upaya. Dokumentasi atas praktik pengendalian 

intern perlu dilakukan dengan baik melibatkan seluruh unit organisasi dan efektivitas 

pengendalian perlu dievaluasi untuk memetakan penanganan atas kelemahan yang 

ada. 

Keterbatasan pemahaman SDM atas urgensi SPIP dan implementasinya 

menjadi faktor penyebab permasalahan ini. Hal ini ditunjang dengan kondisi SDM 

terbatas dengan beban tugas multitasking yang dialami oleh sebagian besar SKPD 

(tabel 2.180).  

Ketidakseimbangan antara penambahan dengan pengurangan pegawai 

menjadi penyebab munculnya permasalahan ini. Pengadaan CPNS sebagai jalur 

utama dalam penambahan pegawai tidak efektif dikarenakan adanya kebijakan 

moratorium CPNS. Penambahan pegawai yang dimungkinkan melalui penerimaan 

mutasi pegawai dari luar daerah dan pengangkatan pegawai non PNS. Penerimaan 

mutasi dari luar daerah tidak bisa ditentukan targetnya karena Pemerintah Daerah 

yang sebatas pasif menerima secara selektif atas permohonan mutasi yang masuk. 

Sedangkan pengangkatan pegawai non PNS terkendala oleh belum adanya regulasi 

manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebagai salah satu 

kategori Aparatur Sipil Negara selain PNS. 

Di sisi lain kualitas pegawai yang ada pun belum memenuhi semua standar 

syarat dalam menduduki jabatan. Hal itu terlihat dengan belum terpenuhinya 

kompetensi pejabat dalam hal unsur pemenuhan diklat kepemimpinan (tabel 2.183). 

Hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah pejabat struktural yang diangkat pada 

perubahan kelembagaan menyeluruh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 yang belum memiliki kompetensi syarat diklat sesuai jabatan yang 

diduduki. Melihat kesenjangan yang ada dapat dipahami bahwa sangat dibutuhkan 
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pemenuhan SDM sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mendukung tercapainya 

kinerja pemerintahan daerah. 

Belum optimalnya kinerja pemerintah desa juga dipengaruhi adanya Undang-

Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan pelaksanaannya, dalam aturan 

tersebut mengamanatkan  penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa 

berjalan dengan baik. Selama ini, masih dijumpai adanya 

ketidaksesuain/ketidaktepatan dalam penyusunan dan penetapan  dokumen 

perencanaan  RPJM Desa, RKP Desa, penetapan APB Desa serta pelaporan 

penyelengaaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini disebabkan oleh 

karena masih kurangya pemahaman terhadap regulasi dan materi cara penyusunan 

dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan desa oleh aparatur desa. Hal ini 

mengakibatkan masih banyaknya temuan dari hasil pengawasan yang perlu 

ditindaklanjuti oleh pemerintah desa (tabel 2.106) 

Peningkatan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang efektif, 

efisien serta memuaskan dari pegawai pemerintah sebagai pelayan publik semakin 

populer. Hal ini terkait dengan perkembangan kebutuhan, keinginan dan harapan 

masyarakat yang terus bertambah dan kian mutakhir. Salah satu instrumen yang 

digunakan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan publik adalah adalah melalui 

Survei Kepuasan Masyarakat. Hasil survei menunjukkan bahwa pemberian pelayanan 

publik yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo masih 

belum optimal (gambar 2.21). Hal ini disebabkan belum terpenuhinya serta masih 

rendah kualitas sarana dan prasarana pelayanan, masih rendahnya kualitas SDM, 

belum tersedianya sistem pelayanan publik yang memadai serta belum optimalnya 

tingkat partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan. (Survei 

Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu instrumen dalam mengukur 

tingkat/indeks kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan. Hasil survei 

kepuasan masyarakat semester I Tahun 2017 dengan nilai 74,82 mengalami 

penurunan sebesar (8,23%) dari Tahun 2016 dengan nilai 81,53 (gambar 2.21). 

Penurunan IKM ini dipengaruhi oleh adanya perubahan kebijakan tentang Pedoman 

Survei Kepuasan Masyarakat, serta masih rendahnya kualitas pelayanan yang 

berkaitan dengan Sistem Pelayanan, Sarana dan Prasarana serta SDM. 

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan adanya akses informasi 

yang cepat, mudah dan akurat, belum diimbangi dengan pemenuhan sarana prasarana 

yang memadai. Selain itu Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan salah satu 

bentuk pelayanan publik dengan tujuan agar masyarakat dapat dilayani dalam waktu 

relatif cepat dan transparan. Dalam implementasinya, terdapat kendala yaitu beberapa 

SIM yang seharusnya bisa diintegrasikan tetapi masih belum terintegrasi dengan baik 
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(tabel 2.123). Dari permasalahan yang ada, dapat disimpulkan bahwa masyarakat 

menuntut adanya pelayanan publik yang semakin meningkat sehingga ke depan hal ini 

harus menjadi priortas untuk segara ditindaklanjuti (tabel 2.124). 

Dari permasalahan belum optimalnya kinerja pemerintah daerah maupun belum 

optimalnya kualitas pelayanan publik, apabila tidak direncanakan dan ditindaklanjuti 

dengan baik akan berdampak pada buruknya tata kelola pemerintah daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

Analisis Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan 

 

 

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 

Persoalan ketentraman dan ketertiban pada saat ini maupun pada waktu yang 

akan datang akan tetap menjadi permasalahan krusial bagi Kabupaten Kulon Progo. 

Hal ini sejalan dengan dinamika yang berkembang bersamaan dengan transformasi 

masyarakat menuju masyarakat yang demokratis. Kondisi yang tentram dan tertib 

menjadi salah satu prasyarat utama bagi kelangsungan pembangunan. Dari sisi 

ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terdapat permasalahan 
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yakni belum optimalnya implementasi peraturan daerah. Permasalahan tersebut 

diakibatkan oleh beberapa faktor yakni 1) dampak sosial adanya pembangunan 

bandara, pelabuhan, dan mega proyek yang lain, 2) adanya pembangunan maupun 

usaha yang mengesampingkan perizinan, 3) makin tingginya kuantitas maupun 

kualitas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perkada dengan variasi 

pelanggaran yang makin beragam.  Hal ini dapat dilihat pada Tabel (2.69), dari tabel 

tersebut terdapat kenaikan jumlah pelanggaran dari tahun ke tahun, namun belum 

diimbangi dengan peningkatan sarana prasarana maupun SDM yang ada. 

Keterbatasan jumlah personil maupun PPNS menjadi salah satu kendala dalam upaya 

peningkatan penegakan peraturan perda.  

Keberadaan organisasi sosial, organisasi masyarakat, LSM dan Partai Politik 

yang ada di lingkungan masyarat belum menunjukan kinerja yang optimal, masih 

banyak organisasi masyarakat yang belum terdaftar. Kondisi ketenteraman, ketertiban 

umum  dipengaruhi oleh kenaikan jumlah demo yang terjadi dan dapat menyebabkan 

potensi konflik sosial. Meningkatnya kriminalitas dan gangguan ketertiban umum 

sangat mungkin terjadi dengan adanya peluang investasi yang semakin terbuka (tabel 

2.194, tabel 2.195). 

Kejadian kriminalitas maupun demo tersebut dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, 

faktor lingkungan pergaulan dan belum baiknya disiplin masyarakat dalam mematuhi 

hukum/peraturan perundang-undangan serta dengan adanya dampak negatif arus 

globalisasi yang tidak terbendung, menimbulkan adanya gangguan keamanan dan 

ketertiban serta pelanggaran dan tindakan kekerasan dalam masyarakat. Untuk itu 

diperlukan upaya peningkatan koordinasi lintas sektoral untuk melakukan deteksi dini 

terjadinya konflik serta peran aktif masyarakat. Sehingga kekhawatiran timbulnya 

dampak meningkatnya kerawanan dan gangguan ketertiban umum dapat diantisipasi 

dengan merencanakan program dan kegiatan yang terintegrasi antara pemerintah 

daerah, instansi vertikal dan masyarakat. 
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Gambar 4.6 

Analisis Permasalahan Ketenteraman, 

Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 

 

Infrastruktur Wilayah 

Infrastruktur memiliki peran yang luas dan mencakup berbagai konteks dalam 

pembangunan wilayah, baik dalam konteks fisik-lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, 

politik, dan konteks lainnya. Permasalahan infrastruktur di Kabupaten Kulon Progo 

berkaitan dengan kualitas pelayanan infrastruktur yang tersedia dan kuantitas 

ketersediaan yang diperlukan kualitas pelayanan pada prasarana transportasi, jaringan 

irigasi, perumahan, air bersih, listrik dan teknologi telekomunikasi. 

Kualitas transportasi jalan masih terbatas hal ini ditunjukkan dengan jalan kondisi 

baik pada tahun 2016 yang terdiri jalan kabupaten kondisi baik sebesar 73,26% (tabel 

2.55). Selain jalan kabupaten juga terdapat jalan Nasional dan Jalan provinsi yang 

kondisinya lebih baik dari jalan kabupaten yaitu sebesar 86,36% (tabel 2.56). Jumlah 

jembatan sebanyak 443 unit yang lebih banyak berada di daerah-daerah dengan 

keadaan geografis pegunungan yang dipisahkan oleh jurang dan sungai-sungai. 

Kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2016 sebesar 73,26% 

diharapkan akan meningkat menjadi 82,51 pada tahun 2022 . 

Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk melayani mobilitas penduduk 

dan sumberdaya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi. 

Interaksi antar wilayah tercermin pada keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang, 

barang, maupun jasa. Kondisi pelayanan transportasi belum optimal, disebabkan 

masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, menurunnya jumlah 

penumpang angkutan umum dan kinerja angkutan umum yang rendah (tabel 2.192) . 

Potensi meingkatnya 

permasalahan ketertiban dan 

keamanan di masyarakat 

Meningkatnya kerawanan dan 
gangguan ketertiban umum 

Belum optimalnya 

implementasi peraturan 

daerah 

Meningkatnya kriminalitas 

dan ganngguan ketertiban 

umum 

Dampak Akar Permasalahan Inti Permasalahan 
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Penyediaan prasarana sarana utilitas (air bersih, limbah, sampah, dan rumah 

hunian) masih terbatas. Pencapaian akses air bersih sampai dengan tahun 2017 

mencapai 89,92% (tabel 2.59). Pengelolaan air limbah domestik (tinja) di Kabupaten 

Kulon Progo telah diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2016, tetapi pelayanan masih 

belum optimal karena keterbatasan sarana prasarana dan SDM, sedangkan kesadaran 

dan peran serta masyarakat untuk mengolah limbah tinja di Instalasi Pengolahan 

Lumpur Tinja (IPLT) masih kurang. (catatan : data sarpras IPLT, sarpras sedot tinja, 

SDM pengelola, masyarakat yang berlanggaran sedot di perumahan permukiman). 

Rumah yang layak untuk tempat tinggal harus memenuhi syarat kesehatan sehingga 

penghuninya tetap sehat. Berdasarkan hasil pendataan pemerintah daerah Kabupaten 

Kulon Progo, Jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 14.891 unit tersebar di 12 

Kecamatan (tabel 2.68). Permasalahan yang dihadapi dalam hal perumahan masih 

tingginya angka defisit rumah (backlog) dan rumah kosong (housing stock), kawasan 

kumuh dengan rumah tidak layak huni (RTLH) yang belum teratasi tuntas, dari sisi 

kemitraan peran serta dan keswadayaan masyarakat masih rendah, terbatasnya akses 

masyarakat terhadap sumberdaya kunci termasuk didalamnya informasi mengenai 

pembiayaan perumahan. Selain hal tersebut juga disebabkan daya beli masyarakat, 

khususnya yang berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan 

menengah (MBM) masih lemah. Sedangkan permasalahan di lingkungan perumahan 

umum yaitu: genangan air atau banjir disebabkan penanganan sistem drainase yang 

tidak terpadu dalam satu  daerah  tangkapan  air, rumah sudah terbangun namun 

prasarana pendukung lingkungannya belum  optimal, pelaksanaan pembangunan atau 

pengembang lebih mementingkan cluster (persil) sehingga PSU tidak terpadu antar 

sistem.  

Sarana prasarana gedung pemerintah sampai dengan saat ini dalam kondisi baik 

baru mencapai 33,6%, sedangkan yang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak 

berat (tabel 2.61). Kondisi saluran irigasi dibawah kewenangan pemerintah kabupaten 

kondisinya masih memprihatinkan dimana kondisi tahun 2014 -2016 sebagian 

kondisinya baik dan sebagian lagi kondisinya rusak berat hampir 30% rusak berat dan 

sebagian kecil rusak sedang dan rusak ringan (tabel 2.58, tabel 2.59). Kondisi tersebut 

disebabkan karena kurangnya koordinasi lintas sektor, masih rendahnya pengetahuan 

dan keterampilan petugas dan petani tentang fisik bangunan jaringan irigasi, adanya 

kompetisi pemanfaatan air antar sektor, penurunan ketahanan fisik dari prasarana 

pengendali banjir serta penurunan keberlanjutan dari prasarana jaringan irigasi. 

Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Kulon Progo masih belum 

optimal, hal ini ditunjukkan capaian pemenuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan yang 

masih jauh di bawah target nasional yang ditetapkan Pemerintah Pusat melalui 
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Standar Pelayanan Minimal bidang Perhubungan sebesar minimal 60% menunjukkan 

penyediaan fasilitas perlengkapan jalan masih belum optimal (tabel 2.119). Beberapa 

permasalahan infrastruktur tersebut mengakibatkan belum optimalnya infrastuktur 

kawasan. 

 

Penataan Ruang 

Penataan ruang memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan 

performa wilayah yang baik. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya pengelolaan 

tata ruang yang baik. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang, ada 4 (empat) aspek penyelenggaraan penataan 

ruang, yaitu: pengaturan tata ruang, pembinaan tata ruang, pelaksanaan tata ruang, 

dan pengawasan tata ruang. Dari keempat aspek penyelenggaraan penataan ruang 

tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu perencanaan tata ruang dan 

perwujudan rencana tata ruang atau kesesuaian pemanfaatan ruang. Permasalahan 

yang terjadi dalam penyelenggaraan penataan ruang yakni belum optimalnya 

penyelenggaraan penataan ruang, hal tersebut terkait dengan 2 (dua) aspek yaitu 

aspek perencanaan tata ruang dan aspek pemanfaatan ruang.  

Permasalahan aspek perencanaan tata ruang meliputi:  

a. RTRW yang ada belum mampu mengakomodir dinamika pembangunan, 

b. Belum ditetapkannya Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) sebagaimana yang 

diamanatkan dalam perda RTRW,  

c. Belum ditetapkannya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). 

Sedangkan permasalahan aspek pemanfaatan ruang adalah adanya pemanfaatan 

ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Prosedur perencanaan tata ruang, 

khususnya dalam hal penyusunan RTRW dan RDTR memerlukan keterlibatan 

Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Dan Pemerintah 

Pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Selain itu juga memerlukan 

keterlibatan sektor lembaga lain, yaitu Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk 

memeriksa kebenaran dalam membuat peta tata ruang dan Kementerian Lingkungan 

Hidup Dan Kehutanan untuk memvalidasi Kajian Lingkugan Hidup Strategis (KLHS). 

Dengan banyaknya pihak-pihak yang terkait dengan perencanaan tata ruang 

menimbulkan permasalahan dalam proses penyelesaian menjadi lama. 

Pemanfaatan ruang berupa program-program untuk mewujudkan rencana 

struktur ruang ataupun investasi dari badan usaha atau masyarakat. Permasalahan 

yang terjadi adalah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya. 

Mensikapi permasalahan ini, maka pihak penyelenggara penataan ruang perlu 

melakukan pengendaliaan pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang 



RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017 - 2022 

 

IV - 25 

 

dapat dilakukan melalui pemberian rekomendasi kesesuaian tata ruang dalam rangka 

pemberian ijin lokasi atau penetapan lokasi, pemberian advice planning dalam rangka 

pemberian ijin mendirikan bangunan, dan pemberian ijin perubahan penggunaan tanah 

atau alih fungsi dari tanah pertanian menjadi tanah terbangun (pekarangan).  

 

Pertanahan 

Pertanahan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan performa 

daerah yang baik. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan pertanahan yang baik. 

Permasalahan pengelolaan pertanahan yang kurang optimal akan berdampak pada 

performa wilayah, khususnya pada tidak optimalnya pelayanan infrastruktur wilayah.  

Permasalahan pengelolaan pertanahan (tabel 2.94), akar masalahnya adalah: 

(1) belum optimalnya tanah-tanah masyarakat yang belum bersertifikat; (2) belum 

optimalnya tanah-tanah pemerintah yang juga belum bersertifikat; (3) belum 

optimalnya pengelolaan fasilitasi pemanfaatan tanah-tanah kas desa; (4) belum 

optimalnya pembayaran tanah kas desa yang dipakai oleh pemerintah; (5) belum 

optimalnya penyelesaian permasalahan sengketa pertanahan; dan (6) belum 

optimalnya identifikasi dan pengelolaan fasilitasi identifikasi dan inventarisasi tanah-

tanah Kasultanan Kraton Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. 

 

Bencana Alam 

Kabupaten Kulon Progo secara topografis dan geografis adalah daerah rawan 

bencana. Wilayah Kabupaten Kulon Progo dapat dikatakan tidak ada kawasan yang 

aman 100% dari ancaman bencana (tabel 2.16, tabel 2.17). Dengan topografi yang 

demikian masyarakat Kabupaten Kulon Progo banyak yang mendiami dan beraktifitas 

di daerah rawan bencana sehingga banyak kejadian bencana yang berakibat 

terganggunya kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam jangka panjang, baik di 

sektor ekonomi, infrastruktur, lingkungan, politik. Penanganan kerusakan dan kerugian 

yang diakibatkan bencana tersebut menyita sumber daya yang tidak sedikit sehingga 

menyebabkan terhambatnya pembangunan.  

Dalam menghadapi ancaman bencana dilakukan upaya mitigasi struktural dan 

non struktural. Salah satu upaya mitigasi non struktural adalah dengan regulasi dan 

kegiatan peningkatkan kapasitas masyarakat dengan pembentukan desa tangguh 

bencana. Upaya mitigasi struktural adalah dengan pemenuhan sarana prasarana 

penanggulangan bencana seperti peringatan dini, dan peralatan penanganan bencana. 

Namun demikian desa tangguh bencana yang telah terbentuk belum seluruhnya 

memenuhi kriteria utama (tabel 2.18). Hal ini mengakibatkan kejadian bencana masih 

menimbulkan resiko yang tinggi.   
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Berdasarkan uraian permasalahan di atas, meliputi: infrastruktur kawasan, 

pengelolaan pertanahan dan tata ruang, konektivitas antar kawasan yang belum 

optimal dan tingginya resko bencana mengakibatkan belum optimalnya pelayanan 

infrastruktur wilayah. 

 

 

Gambar 4.7 

Analisis Permasalahan Infrastruktur Wilayah dan  Lingkungan Hidup 

 

Keragaman konfigurasi fisik lingkungan membagi Kulon Progo menjadi tiga 

kawasan, yaitu: pegunungan, dataran dan pesisir. Selain merupakan modal bagi 

pembangunan daerah, karakteristik fisik wilayah juga menyimpan kerentanan terhadap 

kerusakan lingkungan sebagai akibat pengelolaan yang tidak optimal yang akan 

berakibat pada penurunan daya dukung lingkungan. Masalah daya dukung fisik 

wilayah dapat berupa konflik pemanfaatan ruang sehingga berdampak pada kerusakan 

lingkungan. 

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah pada Bab II Gambaran Umum 

wilayah (hal. II-22 – II-27), dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana 

alam, seperti banjir, kekeringan, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa 

tektonik/vulkanik dan lain-lain. Bencana banjir masih sering terjadi, yaitu di wilayah 
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rawan bencana banjir di bagian Selatan-Timur, yang mencakup beberapa daerah di 

sebagian Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Galur, Lendah, Sentolo, dan Pengasih. 

Permasalahan bencana ini sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan hidup 

yang ditempati oleh masyarakat. 

Permasalahan penataan ruang terutama terkait alih fungsi lahan dan regulasi 

yang belum mengakomodir dinamika pembangunan yang mengakibatkan banyaknya 

pemanfaatan ruang tidak sesuai peruntukannya. Alih fungsi lahan terjadi di kawasan 

pegunungan, kawasan dataran dan kawasan pesisir. Pada kawasan pegunungan 

permasalahan pemanfaatan ruang berupa penggunaan lahan yang kurang 

memperhatikan fungsi kawasan lindung terutama pada daerah resapan air dan 

kawasan genangan waduk yang akan memperkecil pasokan air permukaan maupun 

air tanah di musim kemarau. Selain  itu, pada kawasan pegunungan juga terjadi 

kegiatan penambangan yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. 

Pada kawasan dataran terjadi kecenderungan konversi lahan pertanian ke 

penggunaan non pertanian (pembangunan fisik bangunan) yang menyebabkan 

gangguan pada prasarana pertanian (rusaknya saluran air), rusaknya sumberdaya 

alam dan berkurangya lahan produktif pertanian. Pada kawasan pesisir, rencana 

pemanfaatan ruang mempunyai potensi kerusakan ekosistem apabila pemanfaatan 

ruang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.  

Berdasarkan gambaran kondisi prasarana sarana utilitas (tabel 2.60, tabel 

2.68) terlihat bahwa masih banyak terdapat rumah tidak layak huni dan akses air 

bersih yang belum dapat menjangkau seluruh kawasan perumahan serta  pengelolaan 

sampah yang belum optimal. Pengelolaan air bersih dilaksanakan oleh PDAM dan non 

PDAM (SPAMDES). Namun demikian, pengelolaan air bersih oleh SPAMDES belum 

dilakukan dengan manajemen yang baik.  

Permasalahan prasarana dan sarana utilitas (PSU) di lingkungan perumahan 

dan kawasan permukiman maliputi genangan air atau banjir disebabkan penanganan 

sistem drainase yang tidak terpadu dalam satu daerah tangkapan air, rumah sudah 

terbangun namun prasarana pendukung lingkungannya belum optimal, pelaksanaan 

pembangunan  atau  pengembang lebih mementingkan cluster (persil) sehingga PSU 

tidak terpadu antar sistem. 

Rendahnya kualitas lingkungan juga terkait dengan perilaku masyarakat 

dalam pengelolaan lingkungan terutama dalam pengelolaan sampah. Pertumbuhan 

penduduk suatu wilayah beserta aktivitas kegiatan penduduknya akan berimplikasi 

pada meningkatnya pertumbuhan produk sampah, baik sampah domestik maupun 

sampah non domestik. Perilaku dan kurangnya peran serta masyarakat dalam 

pengelolaan sampah mengakibatkan beban pencemaran lingkungan meningkat. Tabel 
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2.95 menunjukkan bahwa kualitas air belum memenuhi baku mutu. Hal ini merupakan 

akibat dari perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah yang masih kurang baik. 

Kesemua permasalahan sebagaimana diuraikan di atas merupakan aspek utama 

penyebab rendahnya kualitas lingkungan. 
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Gambar 4.8 

Analisis Permasalahan Infrastruktur Wilayah 

 

   

4.2. Isu Strategis  

Isu strategis yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berasal dari 

permasalahan pembangunan yang diprioritaskan untuk diselesaikan maupun dari 

dunia international, nasional maupun regional. Berikut ini disajikan isu strategis daerah 

yang memiliki pengaruh pada 5 (lima) tahun mendatang. 

 

4.2.1. Isu Strategis Internasional 

Selain isu internal, dalam penyelenggaraan pembangunan juga memiliki 

sejumlah masalah dan isu yang bersifat eksternal yang berasal dari dunia intenational. 

Terdapat beberapa hal yang dideteksi menjadi isu dari dunia intenational yang akan 

berpengaruh besar bagi pengembangan kesejahteraan di Kabupaten Kulon Progo. 

 

AFTA (ASEAN Free Trade Area) 

Isu strategis internasional yang berkaitan langsung dengan proses 

pembangunan di Kabupaten Kabupaten Kulon Progo adalah perdagangan bebas dan 
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AFTA (ASEAN Free Trade Area) yang akan mulai dilaksanakan tahun 2015 menjadi 

tantangan besar bagi daerah. Terbukanya pasar bebas ASEAN, maka aliran 

perdagangan barang dan jasa, investasi, dan perpindahan tenaga kerja antar negara 

ASEAN tak ada lagi hambatannya. Dengan adanya AFTA ini antara lain peningkatan 

perdagangan international, tebukanya peluang kerja lebih banyak, meningkatkan 

kompetisi antar pengusaha, terbukanya peluang pengusaha local untuk go 

international meningkatkan nilai ekspor, dapat meningkatkan devisa dari sektor 

pariwisata, tidak adanya bea cukai sehingga banyaknya produk dari Negara-negara 

tetangga masuk dan itu merupakan keuntungan bagi konsumen, serta kompetisi antar 

pengusaha, tentu ini akan menghadirkan peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi 

pembangunan ekonomi bagi Kabupaten Kulon Progo. 

 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah masyarakat yang masuk dalam 

kawasan bebas AFTA, atau negara-negara yang masuk dalam AFTA. Jadi kawasan 

ekonomi suatu negara yang termasuk dalam MEA ini akan menjadi lebih luas, adanya 

perekonomian yang menglobal diantara para negara-negara ASEAN. Dengan adanya 

MEA maka menjadi kesempatan yang baik bagi Kabupaten Kulon Progo untuk 

mengembangkan kualitas dan kuantitas produk daerah serta kualitas sumber daya 

manusia. 

 

Sustainable Development Goals (SDG’s)    

Konsep Sustainable Development Goals (SDG’s) merupakan kelanjutan dari 

konsep Millenium Development Goals (MDG’s). SDGs ada lah  sebuah  

k es epak a tan  pembangunan  baru  penggan t i  MDGs.  SDG’s adalah 

sasaran jangka panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan 

keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui keseimbangan pembangunan di 

sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam konsep ini, pertumbuhan, stabilitas dan 

efisiensi ekonomi tetap harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi 

masyarakat, serta terjaganya kelestarian lingkungan dalam jangka panjang untuk 

kembali menunjang pembangunan ekonomi di masa mendatang. SDG’s berisikan 17 

tujuan dan 169 sasaran pembangunan yang diharapkan mampu menjawab 

ketertinggalan pembangunan Negara-negara diseluruh dunia, baik Negara maju dan 

Negara berkembang. 

Tujuan dan sasaran dalam SDG’s sebagai berikut: 

1. Mengentaskan kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana. 
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2. Mengatasi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan 

mengembangkan pertanian berkelanjutan. 

3. Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk 

semua pada segala usia. 

4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan meningkatkan kesempatan 

belajar   seumur hidup bagi semua. 

5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan   perempuan dan anak 

perempuan. 

6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan atas air dan 

sanitasi untuk semua. 

7. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern 

untuk semua. 

8. Meningkatkan secara berkelanjutan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 

dan inklusif serta meningkatkan secara berkelanjutan pekerjaan penuh dan 

produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua. 

9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif 

dan berkelanjutan dan menggiatkan inovasi. 

10. Mengurangi ketimpangan di dalam suatu dan di antara negara-negara. 

11. Membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan 

berkelanjutan. 

12. Memastikan pola konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan. 

13. Mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. 

14. Konservasi dan penggunaan berkelanjutan sumberdaya samudera dan 

kepesisiran untuk pembangunan yang berkelanjutan. 

15. Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan dari 

ekosistem darat, pengelolaan hutan secara lestari, memerangi dan menghentikan 

proses penggurunan, memulihkan degradasi lahan dan menghentikan kehilangan 

keanekaragaman hayati. 

16. Meningkatkan ketenteraman masyarakat yang inklusif untuk pembangunan 

berkelanjutan, memberi akses keadilan bagi semua dan dibangun lembaga yang 

efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. 

17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk 

pembangunan berkelanjutan. 

Secara garis besar, 17 (tujuh belas) tujuan SDGs di atas dapat dikelompokkan 

dalam empat pilar, yakni pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, 

pembangunan lingkungan hidup, dan governance. Pilar pembangunan manusia 

menjadi isu penting pemerintah daerah, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, 
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peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan mencapai kesetaraan gender, serta 

memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.  

Upaya pencapaian SDGs di pilar ekonomi yakni meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi dan memperluas lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran 

terbuka, mendorong investasi, mendukung pengembangan ekonomi lokal dan 

pengembangan industri dengan komoditas unggulan, memastikan ketahanan pangan. 

Sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan. Dari sisi infrastruktur akan 

mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni serta pengurangan kawasan kumuh. 

Membangun infrstruktur pada kawasan strategis dan pusat pertumbuhan. Upaya 

pencapaian SDGs pada pilar pembangunan lingkungan hidup antara lain mengambil 

tindakan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, mengelola aset sumber 

daya alam secara berkelanjutan, konservasi sumberdaya alam dan perlindungan 

ekosistem serta keanekaragaman hayati; mengelola ekosistem yang berkelanjutan dan 

menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.  

Sedangkan tujuan dalam bidang governance, upaya mencapai tujuan SDGs 

antara lain memastikan masyarakat dalam kondisi yang aman, tertib dan tenteram, 

dan membangun organisasi/tata kelola pemerintah daerah yang efektif dan akuntabel. 

 

4.2.2. Isu Strategis Nasional 

4.2.2.1 RPJMN  

Secara sektoral, pemerintah pusat memiliki program-program unggulan yang 

secara positif atau negatif dapat berpengaruh kepada daerah, termasuk di Kabupaten 

Kulon Progo. Visi dan misi pembangunan daerah juga harus sinkron dengan visi dan 

misi pembangunan nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah 

ditetapkan Visi Pembangunan Nasional. 

Visi Pembangunan Nasional adalah: 

Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong-Royong 

Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi yaitu: 

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, 

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, 

dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.  

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan 

negara hukum.  
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3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai 

negara maritim.  

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.  

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.  

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan 

berbasiskan kepentingan nasional.  

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.  

Beberapa program kegiatan yang merupakan program strategis nasional akan 

dibangun diwilayah kulon progo. Program strategis nasional ini diperkirakan akan 

sangat mempengaruhi pembangunan wilayah baik pembangunan infrastruktur maupun 

perekonomian wilayah. Beberpa program strategis nasional tersebut antara lain 

adalah: 

1. Pembangunan Bandara Baru New Yogyakarta International Airport, yang berada 

di Kecamatan Temon. 

Pembangunan Bandara Baru New Yogyakarta International Airport ini 

membutuhkan pembangunan jalur jalan konektivitas antar wilayah, yaitu 

konektivitas bandara ke Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, konektivitas 

bandara ke Wilayah Magelang dan Jawa tengah termasuk dalam hal ini ke wilayah 

pendukung KSPN Borobudur, Konektivitas bandara ke Kabupaten Purworejo dan 

Jawa tengah di bagian selatan. Selain jalan provinsi yang sekarang sudah ada 

maka masih diperlukan lagi jalur jalan nasional (kolektor primer), Jalur Jalan Lintas 

Selatan (JJLS) dan kemungkinan jalan bebas hambatan/TOL. 

2. Kawasan penyangga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur (KSPN), 

yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 Tentang 

Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur.  

Penetapan wilayah Kecamatan Samigaluh yaitu Nglinggo–Tritis sebagai kawasan 

penyangga KSPN Borobudur memerlukan pembangunan infrastruktur dalam 

rangka pengembangannya. 

Salah satu pembangunan infrastruktur tersebut antara lain jalur jalan yang baik 

menuju kawasan dimaksud. Jalur jalan yang dikembangkan dan direncanakan 

dibangun sekaligus dalam rangka konektivitas KSPN Borobudur dan Bandara New 

Yogyakarta International Airport selain Ruas Sentolo-Dekso-Klango disisi timur 

wilayah Kulon Progo dan jalur Bedah Menoreh yang melewati sisi barat Kulon 

Progo berbatasan dengan Kabupaten Purworejo. 

3. Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan 
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Kabupaten Kulon Progo akan dilewati Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang 

menghubungkan pesisir selatan Pulau Jawa. Melewati Kecamatan Temon, 

Kecamatan Panjatan, dan Kecamatan Galur. 

4. Pembangunan Dermaga International Tanjung Adikarto 

Selain pembangunan infrastruktur darat, juga akan dibangun infrastruktur laut yaitu 

Dermaga internasional Tanjung Adikarto. Pembangunan Dermaga ini juga 

mendukung adanya bandara baru yang akan dibangun. 

 

Keberadaan bandara baru di wilayah selatan tentunya tidak akan dinikmati oleh 

masyarakat yang tinggal di wilayah selatan saja, akan tetapi masyarakat di wilayah 

utara juga akan merasakan dampak positif pembangunan bandara dan Kawasan 

Strategis Pariwisata Nasional Borobudur. Kedua pusat pertumbuhan baru tersebut 

akan saling terkait atau akan ada konektivitas yang menghubungkan keduanya. 

Semua moda transportasi akan ada menuju dan dari bandara baru termasuk jalur 

Kereta Api dari bandara udara tersebut yang akan terhubung dengan jalur kereta api 

yang sekarang sudah ada. 

Kabupaten Kulon Progo akan dilewati Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang 

menghubungkan pesisir selatan Pulau Jawa. Maksud dari pembangunan JJLS ini 

adalah membuka akses atau membuka isolasi wilayah selatan Pulau Jawa. Sehingga 

harapan keberadaannya dapat membuka akses sosial dan ekonomi di wilayah selatan 

yang cenderung terisolasi. Apalagi, sepertiga dari penduduk DIY berdomisili di wilayah 

selatan. Keberadaan JJLS, selain memudahkan akses dan distribusi barang serta 

jasa, juga merangsang masyarakat untuk bangkit membuka peluang usaha 

mandiri/merangsang aktifitas ekonomi masyarakat pedesaan. 

 

4.2.2.2 Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang 

terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan 

Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

 Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu 

Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh 

setiap warga negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimal (SPM) meliputi : 

a. SPM Bidang Pendidikan; 

b. SPM Bidang Kesehatan; 
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c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 

e. SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; dan 

f. SPM Bidang Sosial. 

Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang 

berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal 

(SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan pada pedoman SPM 

tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo akan menetapkan kebijakan Percepatan 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang capaiannya disesuaikan dengan kondisi 

dan kemampuan keuangan daerah. 

Mengingat SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemda 

untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya. Untuk itu dalam 

penetapan indikator SPM, Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian 

agar melakukan pentahapan pada jenis pelayanan, mutu pelayanan dan/atau 

sasaran/lokus tertentu. Sampai saat ini, pedoman kebijakan tentang Standar 

Pelayanan Minimal yang telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah baru SPM Bidang Kesehatan yaitu Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang  Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Kesehatan. 

 

4.2.2.3 Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting 

dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam 

pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar 

aktor pembangunan merupakan faktor kunci keberhasilan peningkatan daya saing. 

Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama 

dalam sistem inovasi nasional yang mewadahi proses interaksi antara komponen 

penguatan sistem inovasi.  

SIDa merupakan agenda nasional sesuai dalam Undang-Undang No. 17 tahun 

2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) Tahun 2005-

2025 dan Undang-Undang No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, 

Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Setiap daerah 

harus melakukan beberapa poin penting tentang penguatan SIDa, yaitu  : 

1. Kebijakan membuat tim koordinasi dan Roadmap SIDa 

2. Penataan SIDa baik kelembagaan maupun sumberdaya SIDa 

3. Mengembangkan SIDa melalui potensi lokal  

4. Melakukan koordinasi dan pelaporan SIDa hingga pemerintah pusat. 
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SIDa mempunyai peranan yang sangat strategis dalam upaya peningkatan 

kualitas regulasi dan kebijakan pemerintahan daerah, melalui kegiatan kelitbangan 

yang terdiri dari kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan dan 

pengoperasian yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh OPD yang melaksanakan 

fungsi penelitian dan pengembangan. Berkenaan dengan hal tersebut telah ditetapkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian 

dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan 

Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan 

Sistem Inovasi Daerah (SIDa). 

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perumusan kebijakan pembangunan 

daerah diperlukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Memperkuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berbasis 

kelitbangan. 

2. Mengarahkan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, 

perekayasaan dan pengoperasian) berdasarkan visi, misi, strategi dan kebutuhan 

daerah. 

3. Mengarahkan kegiatan kelitbangan sesuai arah dan kebutuhan perumusan 

kebijakan pemerintahan daerah. 

4. Mengarahkan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). 

 

4.2.2.4 Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan dan Pemenuhan Hak 

Anak 

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan 

perspektif gender dalam pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan 

gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi 

seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender 

dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan 

perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam 

pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari 

kebijakan dan program pembangunan.  

Upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah yakni dalam meningkatkan 

perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, meningkatkan kualitas 

hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, meningkatkan 

kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari 

berbagai tindak kekerasan. 
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Sementara, perlindungan anak meliputi seluruh kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan 

tindakan salah lainnya (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak). 

Tantangan yang akan dihadapi adalah meningkatkan berbagai upaya 

perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya 

dengan mengedepankan upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban 

secara efektif. 

 

4.2.2.5 Pengarusutamaan Resiko Bencana Dalam Pembangunan 

Kabupaten Kulon Progo secara topografis dan geografis adalah daerah rawan 

bencana. Wilayah Kabupaten Kulon Progo dapat dikatakan tidak ada kawasan yang 

aman 100% dari ancaman bencana. Isu strategis yang terkait dengan kawasan rawan 

bencana adalah: (1) kesadaran dan pemahaman terhadap risiko bencana dan 

kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana; (2) sistem peringatan dini di tingkat hulu 

dan hilir; (3) Pengarusutaman Pengurangan Risiko Bencana (PUPRB); (4) Standar 

Pelayanan Minimum (SPM) penanggulangan bencana; (5) koordinasi pelaksanaan 

penanganan darurat dan pemulihan pascabencana, termasuk perencanaan, 

penganggaraan dan monitoring; dan (6) penyusunan pedoman Rencana Tata Ruang 

Wilayah yang berbasis pengurangan risiko bencana. 

Kabupaten Kulon Progo dalam menghadapi ancaman bencana sudah 

melakukan upaya mitigasi struktural dan non struktural. Salah satu upaya mitigasi non 

struktural adalah dengan regulasi dan kegiatan peningkatkan kapasitas masyarakat 

dengan pembentukan desa tangguh bencana. 

 

4.2.3. Isu Strategis Regional 

RPJP DIY Tahun 2005-2025 memuat  Visi pembangunan jangka panjang DIY 

adalah “Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, 

Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan 

Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. 

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui empat misi 

pembangunan daerah sebagai berikut: 

1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang 

didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal. 
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2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan 

budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya 

secara berkesinambungan. 

3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif. 

4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada 

kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, 

kemandirian, dan kesejahteraan rakyat. 

Arah pembangunan merupakan penjabaran dari misi yang telah ditetapkan. Arah 

pembangunan yang di tempuh adalah: 

1. Dalam mewujudkan misi pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel 

yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal, maka arah 

pembangunan yang dilaksanakan adalah: 

a. Mendorong Perguruan Tinggi untuk menciptakan pusat-pusat keunggulan 

ilmiah (center of excellence); 

b. Pengembangan promosi dan jejaring pendidikan baik di dalam negeri 

maupun di luar negeri; 

c. Pelayanan pendidikan yang bermutu diselenggarakan secara terjangkau 

dengan pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar; 

d. Pelayanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan lewat 

peningkatan penguasaan teknologi; 

e. Pelayanan pendidikan diarahkan untuk menumbuhkan kebanggaan 

kebangsaan, akhlak mulia serta kemampuan peserta didik untuk hidup 

bersama dalam masyarakat yang multikultur; 

f. Pengembangan fasilitas/sarana penunjang pendidikan termasuk 

pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan 

budaya baca; 

g. Peningkatan mutu sistem pendidikan, kesejahteraan pendidik, dan tenaga 

kependidikan; 

h. Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang 

pembangunan. 

i. Peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga; 

j. Pengembangan lingkungan sosial/masyarakat yang kondusif untuk 

pendidikan dengan menekankan pada prinsip pendidikan sepanjang hayat; 

k. Pengembangan usaha jasa pendukung aktivitas pendidikan menjadi usaha 

yang profesional; 
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l. Pengembangan gerakan peduli pendidikan oleh masyarakat,dunia usaha 

dan dunia industri. 

 

2. Dalam mewujudkan misi budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, 

pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta 

nilai-nilai budaya secara berkesinambungan, maka arah pembangunan yang 

ditempuh adalah: 

a. Peningkatan peradaban dan kualitas hidup masyarakat; 

b. Menjunjung tinggi nilai budaya lokal dan ketahanan budaya serta 

mendorong terjadinya transformasi dan inovasi budaya di masyarakat 

berbasis kreativitas dan modernitas; 

c. Membina, melestarikan, melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan 

kebudayaan dalam setiap langkah tindakan secara bersama dengan 

melibatkan masyarakat, swasta dan pemerintah; 

d. Peningkatan lingkungan yang bersih dengan tata nilai budaya, kecerdasan 

budi pekerti, dan jati diri yang kuat pada masyarakat; 

e. Mengembalikan fungsi kawasan budaya dan benda cagar budaya; 

f. Mewujudkan pusat kajian budaya Jawa dan pengembangan kepustakaan 

Jawa. 

 

3. Dalam mewujudkan misi kepariwisataan yang kreatif dan inovatif, maka arah 

pembangunan yang ditempuh adalah: 

a. Fasilitasi dan pembangunan kawasan wisata dengan basis budaya dan 

pelestarian lingkungan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat; 

b. Peningkatan kualitas SDM pelaku pariwisata yang memiliki keunggulan 

daya saing; 

c. Pengembangan wisata edukasi secara komprehensif dan terpadu antar 

sektor; 

d. Optimalisasi aset wisata melalui peningkatan kerjasama yang harmonis 

antar pemangku kepentingan (stakeholders); 

e. Pengembangan jejaring baik di dalam negeri maupun di luar negeri; 

f. fInovasi pengembangan obyek wisata maupun paket wisata yang mampu 

bersaing di pasar global termasuk di dalamnya wisata Meeting, Incentive, 

Conference, dan Exhibition (MICE); 

g. Pengembangan yang terpadu dalam bidang Trade, Tourism, and 

Investment (TTI); 

h. Pengembangan agrowisata secara profesional; 
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i. Menumbuhkan dan mengembangkan wisata minat khusus kegunungapian, 

maritim dan potensi alam maupun budaya khas lainnya untuk menjaring 

wisatawan dalam dan luar negeri; 

j. Peningkatan daya saing pariwisata daerah yang ditandai dengan kenaikan 

pertumbuhan wisatawan tiap tahun (growth oriented). 

 

4. Dalam mewujudkan misi sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, 

berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, bagi 

kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat, maka arah pembangunan 

yang ditempuh adalah: 

a. Peningkatan good governance dan pemberantasan korupsi, kolusi dan 

nepotisme; 

b. Mewujudkan cyber province; 

c. Peningkatan kapasitas hukum, ketertiban dan keamanan masyarakat; 

d. Fasilitasi upaya perolehan kepastian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI); 

e. Pembangunan dan pelayanan sistem transportasi dan prasarana wilayah 

yang dititikberatkan untuk: 

1) Melayani perkembangan wilayah; 

2) Peningkatan aktivitas perekonomian di daerah maupun antar daerah; 

3) Peningkatan aksesibilitas sebagai pusat pendidikan, budaya dan daerah 

tujuan wisata; 

4) Mengurangi kesenjangan/disparitas pertumbuhan regional; 

5) Memperkuat keterkaitan antar wilayah dalam provinsi dan yang 

berbatasan; 

6) Pengembangan citra wilayah sebagai provinsi yang bertaraf 

internasional; 

7) Memanfaatkan layanan kereta api sebagai pendukung transportasi 

wilayah disinergikan dengan moda transportasi lain yakni jalan dan 

udara. 

f. Penciptaan transportasi yang efisien dan efektif secara terpadu untuk 

mendukung perekonomian, pendidikan, dan pariwisata; 

g. Percepatan pembangunan perdesaan dan pengembangan kota-kota kecil 

dan menengah untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah; 

h. Peningkatan dan pemanfaatan energi dan sumberdaya mineral untuk 

kesejahteraan rakyat; 



RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017 - 2022 

 

IV - 41 

 

i. Peningkatan fungsi konservasi dan perlindungan sumberdaya alam melalui 

optimalisasi fungsi hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi 

sumberdaya alam, reboisasi dan penanggulangan resiko bencana; 

j. Pengembangan pusat perbenihan (seed center) bagi komoditi pertanian 

secara luas; 

k. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian dalam arti 

luas yang didukung oleh pemanfaatan lahan dan teknologi secara optimal; 

l. Pengembangan sistem industri, dalam lingkup usaha mikro, kecil dan 

menengah, serta koperasi yang ramah lingkungan (non polutant) dan 

berbasis keluarga dan teknologi; 

m. Perlindungan terhadap lahan-lahan sentra penghasil utama pertanian dari 

ancaman pengalihan fungsi lahan dalam regulasi daerah; 

n. Pengembangan budidaya hasil pertanian secara selektif yang berorientasi 

pasar dalam negeri dan ekspor; 

o. Modernisasi sarana perikanan darat dan laut serta sarana pengolahan hasil 

laut; 

p. Mendorong dan memfasilitasi tumbuhkembangnya industry kreatif secara 

kompetitif; 

q. Fasilitasi terbentuknya kawasan pengembangan industry kreatif secara 

memadai; 

r. Mendorong peningkatan kualitas SDM bidang industri kreatif dengan 

melibatkan lembaga pendidikan dan profesional; 

s. Fasilitasi terbentuknya jejaring kerjasama dengan pihak-pihak yang 

berkompeten, baik dalam negeri maupun luar negeri; 

t. Peningkatan keharmonisan antar umat beragama dalam menjalankan 

kerukunan hidup beragama yang saling menghormati dan bertoleransi; 

u. Peningkatan pemahaman ajaran agama dalam pengamalannya sehingga 

penyimpangan terhadap ajaran agama dapat dicegah; 

v. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan, anak dan remaja dari 

tindak kekerasan, praktek kejahatan ilegal serta pengaruh buruk sebagai 

dampak dari globalisasi; 

w. Peningkatan penghormatan terhadap perempuan dan memberikan peran 

dalam pembangunan serta memenuhi hak dasar dalam segala bidang 

(kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik); 

x. Peningkatan kerjasama mendorong perekonomian rakyat; 

y. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat; 

z. Peningkatan ketahanan dan pelayanan sosial; 
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aa. Pengembangan sistem perdagangan dalam rangka meningkatkan daya 

saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap 

kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat; 

bb. Pengurangan angka pengangguran; 

cc. Peningkatan produktivitas pekerja; 

dd. Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja; 

ee. Penciptaan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya; 

ff. Peningkatan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan migrasi tenaga 

kerja; 

gg. Penciptaan kesempatan kerja melalui investasi, pengendalian distribusi 

penduduk dan peningkatan kualitas SDM; 

hh. Pembangunan kesehatan; 

ii. Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat. 

 

RPJMD DIY Tahun 2017-2022 sedang dalam proses penyusunan, namun demikian 

telah terdapat gambaran visi misi Gubernur DIY yang dapat dimasukan dalam 

RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022. Visi Gubernur DIY yaitu: 

“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” 

Visi gubernur tersebut tersebut dijabarkan ke dalam beberapa misi yaitu: 

1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang 

Berkeadilan dan Berkeadaban; 

2. Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi; 

3. Mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis; 

Program/kegiatan prioritas DIY yang berhubungan dengan Kabupaten Kulon Progo 

adalah pembangunan rumah sakit dengan pelayanan berstandar internasional yang 

pembiayaannya tahun jamak. Dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan 

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

4.2.4. Isu Strategis Lokal 

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan 

bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi 

isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan 

menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka 

panjang. 
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4.2.4.1 RPJP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025 

RPJMD tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari tahapan ketiga 

pelaksanaan RPJPD Kulon Progo tahun 2005-2025. Dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2005-2025 sudah 

dirumuskan visi Kulon Progo sampai dengan tahun 2025, adapun Visi 

Pembangunan Kulon Progo adalah “Masyarakat Kabupaten Kulon Progo Yang 

Maju, Mandiri, Sejahtera Lahir dan Batin“. Untuk mewujudkan visi tersebut 

ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan Kulon Progo 2005-2025 yakni : 

1. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berakhlak mulia, bermoral, beretika, 

berbudaya dan beradab berdasarkan Pancasila 

2. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berdaya saing 

3. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang demokratis berlandaskan hukum 

4. Mewujudkan Kulon Progo yang aman, damai dan bersatu 

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan 

6. Mewujudkan Kulon Progo asri dan lestari 

7. Mewujudkan wilayah pantai dan laut Kulon Progo yang maju dan mandiri 

8. Mewujudkan Kulon Progo berperan penting dalam lingkup regional maupun 

nasional 

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut sudah ditetapkan tujuan dan sasaran 

pokok  pembangunan, adapun tujuannya adalah “Mewujudkan masyarakat Kulon 

Progo yang maju, mandiri, sejahtera lahir dan batin dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang undang Dasar Negara 

republik Indonesia Tahun 1945”  sedangkan sasaran-sasaran pokok RPJP : 

1. Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang berakhlak mulia, bermoral, 

beretika, berbudaya, dan beradab ditandai oleh hal-hal berikut:  

a. Terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, berakhlak 

mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan 

watak dan perilaku manusia dan masyarakat Kulon Progo yang beriman, 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, 

bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi 

iptek.  

b. Makin mantapnya budaya daerah yang tercermin dalam meningkatnya 

peradaban, harkat, dan martabat masyarakat Kulon Progo, serta 

menguatnya jati diri dan kepribadiannya.  
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2. Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang berdaya saing untuk mencapai 

masyarakat yang sejahtera lahir dan batin ditunjukkan oleh hal-hal berikut: 

a. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan 

berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 

mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan daerah-daerah lain yang 

maju, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen 

dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.  

b. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan 

dalam pembangunan yang diupayakan dengan peningkatan pendidikan, 

kesehatan dan lain-lain, ditunjang dengan sarana dan prasarana yang 

memadai. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia 

ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan 

Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh 

seimbang.  

c. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan 

keunggulan kompetitif di semua wilayah. Sektor pertanian, dalam arti luas 

dan pariwisata yang didukung oleh sarana dan prasarana yang andal 

menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga 

menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing 

global sebagai motor penggerak perekonomian, jasa serta pertambangan 

yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan 

berdaya saing.  

d. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi 

satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien 

sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga 

dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terwujudnya konservasi 

sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya 

air.  

e. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah Kabupaten Kulon Progo 

untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan 

bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung 

pembangunan daerah .  

 

3. Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang demokratis, berlandaskan 

hukum ditunjukkan oleh hal-hal berikut:  

a. Terciptanya supremasi hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia 

yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1945. Terciptanya penegakan hukum tanpa 

memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi 

hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.  

b. Menciptakan peraturan perundang-undangan untuk memperkuat 

kelembagaan demokrasi di Kulon Progo.  

c. Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan 

politik.  

d. Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan 

pada prinsip-prinsip toleransi, non-diskriminasi, dan kemitraan.  

e. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik 

yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, 

birokrasi yang professional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik 

dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta adanya kemandirian daerah. 

 

4. Terwujudnya Kulon Progo yang aman, damai dan bersatu ditandai oleh hal-hal 

berikut:  

a. Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang menjamin terlaksananya 

pelaksanaan pembangunan daerah.  

b. Terwujudnya koordinasi dan kerja sama yang mantap antar elemen 

pemerintahan dan masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam 

menciptakan keamanan dan ketertiban.  

 

5. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, ditandai oleh 

hal-hal berikut:  

a. Tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan 

dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat; 

Terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; kawasan Industri; 

Agropolitan; Jalur Jalan Lintas Selatan; Pembangunan Pelabuhan 

penangkapan Ikan Samodra; kemungkinan pembangunan Bandara, 

Pangkalan Angakatan Laut Nasional, Penambangan pasir besi dan pabrik 

baja; Meningkatnya aktifitas dan pertumbuhan ekonomi di kota dan 

pedesaan, termasuk berkurangnya kesenjangan antar wilayah .  

b. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman, sehat dan 

dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya jaminan pangan 

sepanjang tahun untuk tingkat rumah tangga.  

c. Terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana 

pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem 
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pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan 

akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.  

d. Sebaran permukiman terdorong dan terkendali secara alami menempati 

lahan yang aman dari bencana alam dan lebih terkonsentrasi pada pusat-

pusat pertumbuhan ekonomi sehingga kebutuhan infrastruktur jalan, listrik, 

air minum dan pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien.  

e. Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan 

kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah 

bagi masyarakat.  

 

6. Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo asri dan lestari, ditandai hal-hal sebagai 

berikut:  

a. Terciptanya kondisi perkotaan dan pedesaan yang tertata rapi, indah, sehat 

dan nyaman. 

b. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan 

pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya 

sesuai dengan fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam 

mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara seimbang, dan 

lestari. Kawasan yang berfungsi Lindung diutamakan di kawasan hutan dan 

sepanjang kawasan bukit Menoreh.  

c. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya 

alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing masyarakat, serta modal 

pembangunan.  

d. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam 

pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup 

untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.  

 

7. Terwujudnya wilayah pantai dan laut Kulon Progo yang maju dan mandiri, 

ditandai hal-hal sebagai berikut :  

a. Teroptimalkannya potensi pesisir dan sumber kekayaan laut dalam rangka 

membangun ekonomi, keamanan baik di tingkat regional dan Nasional 

secara berkelanjutan, didukung dengan sarana dan prasarana yang 

memadai.  

b. Meningkatnya dan menguatnya sumber daya manusia dibidang kelautan 

yang didukung oleh pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi.  

c. Terkendalinya dampak bencana pesisir dan pencemaran laut.  
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8. Terwujudnya Kulon Progo berperan penting dalam lingkup regional maupun 

nasional, ditandai hal-hal sebagai berikut :  

a. Mewujudkan Kabupaten Kulon Progo dan mempromosikan identitas daerah 

sebagai Kabupaten demokratis dalam tatanan masyarakat regional maupun 

nasional.  

b. Meningkatnya keamanan dan ketertiban untuk mendukung kerjasama 

daerah, regional, nasional dan Internasional dalam rangka peningkatan 

pembangunan daerah.  

c. Terwujudnya kemandirian daerah dalam konstelasi regional, Nasional 

maupun global 

d. Meningkatnya investasi perusahaan-perusahaan tingkat nasional maupun 

Luar Negeri di Kabupaten Kulon Progo.  

 

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan 

RPJMD ke-1 Kabupaten Kulon Progo, RPJMD ke-2 Kabupaten Kulon Progo 

maka RPJMD ke-3 Kabupaten Kulon Progo ditujukan untuk lebih 

memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang 

dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian 

berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia 

berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.  

Misi pembangunan jangka panjang tersebut, dijabarkan dalam empat 

tahapan perencanaan pembangunan berdasarkan skala prioritas yang 

mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan, dengan tahapan 

pembangunan yang mempunyai keterkaitan dengan tahapan pembangunan 

berikutnya. Tahapan ketiga pembangunan jangka panjang dijabarkan dalam 

RPJMD Kulon Progo Tahun 2017-2022 merupakan keberlanjutan dari RPJMD 

Tahun 2011-2016.  

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan 

RPJM ke-2, RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan 

secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya 

saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan 

sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang 

terus meningkat. 
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4.2.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa 

prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam 

pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS 

sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, 

Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah 

dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan 

maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, 

dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Potensi dampak 

dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, 

Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat 

diantisipasi melalui KLHS. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya dalam pasal 15 

mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan, rencana, 

dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan 

hidup.  

Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-

2022 juga wajib untuk dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai 

amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Proses pembuatan dan 

pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis  melalui 

mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan / atau program 

terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan 

perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan 

kebijakan, rencana dan/ program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/ 

atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), 

perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta 

penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana 

dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.  

Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Kulon Progo telah diidentifikasi dan 

dirumuskan isu pembangunan berkelanjutan prioritas sebagai berikut  : 

1. Alih fungsi lahan pertanian; 

2. Pembangunan dan pengelolaan SDA belum menerapkan prinsip pembangunan 

berkelanjutan; 
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3. Rawan bencana alam; 

4. Pembangunan infrastruktur skala besar. 

Berdasarkan hasil KLHS dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek 

lingkungan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan KRP untuk meminimalisasi 

dampak lingkungan, sebaliknya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kulon 

Progo. Dengan minimnya dampak tersebut, maka diharapkan integrasi hasil KLHS ini 

dalam RPJMD mampu menjamin prinsip pembangunan berkelanjutan dalam 

penyusunan RPJMD Kabupaten Kulon Progo. 

 

4.2.4.3 Isu stategis Berdasarkan Analisis Permasalahan 

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Kulon Progo yang diperoleh dari 

analisis permasalahan daerah adalah sebagai berikut : 

1. Sumber Daya Manusia Belum Kompetitif 

Kesimpulan isu strategis sumber daya manusia belum kompetitif didasarkan pada 

beberapa permasalahan daerah yaitu: 

- kualitas pendidikan masih rendah yang disebabkan oleh belum terpenuhinya 

jumlah dan kualitas sarana prasarana pendidikan, jumlah dan kualitas 

pendidik dan tenaga kependidikan masih kurang, masih adanya masyarakat 

usia produktif yang belum melek huruf, masih rendahnya prestasi pemuda dan 

olahraga, masih rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan. 

- belum optimalnya pelestarian dan pengembangan seni dan kekayaan budaya 

disebabkan oleh belum optimalnya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai 

luhur budaya dan Lemahnya perlindungan hukum atas kekayaan budaya dan 

- belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat. 

Isu strategis yang muncul sebagai isu daerah dari bidang kesehatan adalah 

masih belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten 

Kulon Progo. Isu ini sebenarnya secara detail menyangkut isu tentang 

kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, dan lansia; status gizi masyarakat; 

keberadaan penyakit tidak menular dan penyakit menular; akses pelayanan 

kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas; akses dan kualitas pelayanan 

KB dan KR; ketersediaan farmasi, alat kesehatan; pengawasan obat dan 

makanan; persebaran dan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia 

Kesehatan (SDMK) di fasilitas pelayanan kesehatan; promosi kesehatan dan 

pemberdayaan masyarakat; pengelolaan BLUD RS dan Puskemas; validitas 

data dan pengembangan Jaminan dan Pembiayaan Kesehatan; 

Pengembangan sistem penanganan bencana dan kecelakaan; Pengendalian 

pengobatan tradisional; Eliminasi Malaria; advokasi dan KIE serta penguatan 
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kelembagaan KKBPK; serta Pengembangan Rumah Sakit dengan pelayanan 

berstandar internasional. 

 

2. Tingkat Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah belum optimal 

Penentuan isu strategis tersebut didasarkan atas beberapa permasalahan yang 

dihadapi daerah, antara lain : 

- Rendahnya pendapatan masyarakat yang disebabkan oleh produksi 

pertanian belum optimal, nilai usaha perdagangan, nilai usaha industri, 

produksi perikanan belum optimal, kurangnya kualitas KUMKM, nilai 

investasi rendah, penyebaran penyakit hewan menular dan masih terdapat 6 

desa rawan pangan, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan, tingginya Angka kemiskinan dan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya angka kekerasan terhadap 

perempuan dan anak dan tingginya tingkat pengangguran. 

 

3. Belum optimalnya tata kelola pemerintah daerah 

Penentuan isu strategis tersebut didasarkan atas beberapa permasalahan yang 

dihadapi daerah, antara lain : 

- Belum optimalnya kualitas pelayanan publik, yang disebabkan oleh belum 

terintegrasinya sistem informasi manajemen dan belum optimalnya kualitas 

dan sistem pelayanan publik, 

- Belum optimalnya kinerja pemerintah daerah yang disebabkan oleh belum 

optimalnya pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah, belum 

optimalnya kualitas perencanaan, belum optimalnya kinerja pemerintah desa, 

belum terpenuhinya kebutuhan pegawai dan belum optimalnya implementasi 

peraturan daerah. 

 

4. Meningkatnya kerawanan dan gangguan ketertiban umum 

Penentuan isu strategis tersebut didasarkan atas beberapa permasalahan yang 

dihadapi daerah, antara lain: 

- Potensi terjadinya permasalahan ketertiban dan keamanan masyarakat yang 

disebabkan oleh belum optimalnya implementasi peraturan daerah dan 

meningkatnya kriminalitas dan gangguan ketertiban umum. 

 

5. Belum optimalnya pelayanan infrastruktur wilayah 

Penentuan isu strategis tersebut didasarkan atas beberapa permasalahan yang 

dihadapi daerah, antara lain : 
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- Belum optimalnya infrastruktur kawasan 

- pengelolaan pertanahan dan tata ruang belum optimal 

- Belum optimalnya konektivitas antar kawasan 

- Risiko bencana tinggi 

Belum optimalnya infrastruktur kawasan merupakan permasalahan yang 

diakibatkan oleh beberapa factor penyebab, antara lain : 

 Sarana dan prasarana perumahan dan permukiman belum optimal (air 

minum, limbah, sampah, rumah hunian) 

 Sarana dan prasarana gedung belum optimal 

 Sarana dan prasarana jalan belum optimal 

 Sarana dan prasarana sumber daya air belum optimal 

pengelolaan pertanahan dan tata ruang belum optimal merupakan permasalahan 

yang diakibatkan oleh beberapa factor penyebab, antara lain : 

 belum ada RDTR yang ditetapkan, RTRW belum mengakomodir dinamika 

pembangunan, belum semua RTBL ditetapkan 

 Pengelolaan pertanahan belum optimal 

 pemanfaatan ruang tidak sesuai peruntukannya 

Belum optimalnya konektivitas antar kawasan merupakan permasalahan yang 

diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab, antara lain : 

 Topografi beragam (pesisir, dataran, perbukitan, pegunungan) 

 Kondisi jalan yang kurang baik 

 Pelayanan transportasi belum optimal 

Risiko Bencana Tinggi merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh beberapa 

factor penyebab, antara lain : 

 Kondisi Topografi kelerengan tinggi, struktur geologi tidak masif dan 

hidrologi dengan curah hujan tinggi dan permeabilitas rendah  

 Banyak warga masyarakat tinggal di daerah rawan bencana 

 Kapasitas sumber daya menghadapi bencana belum optimal 

 

6. Belum optimalnya kelestarian fungsi lingkungan hidup  

Penentuan isu strategis tersebut didasarkan atas beberapa permasalahan 

yang dihadapi daerah, antara lain : 

- Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya 

- Meningkatnya beban pencemaran lingkungan 

- Belum optimalnya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko 

bencana 
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- Belum optimalnya optimalnya Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) 

lingkungan perumahan pemukiman dan fasilitas umum 

Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya merupakan 

permasalahan yang diakibatkan oleh beberapa factor penyebab, antara lain : 

 Alih fungsi lahan 

 Regulasi belum mengakomodir dinamika pembangunan 

Meningkatnya beban pencemaran lingkungan merupakan permasalahan 

yang diakibatkan oleh beberapa factor penyebab, antara lain : 

 perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah masih kurang 

Belum optimalnya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko 

bencana merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh beberapa faktor 

penyebab, antara lain : 

 Banyaknya daerah rawan bencana 

 Kapasitas kelembagaan PB & PRB kurang optimal 

Belum optimalnya optimalnya PSU lingkungan perumahan pemukiman dan 

faslitas umum merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh beberapa 

faktor penyebab, antara lain : 

 Kelembagaan dan tata kelola sampah, limbah dan air bersih belum 

optimal   

 Kualitas dan Sarpras PSU belum optimal 

  

Latar belakang permasalahan pembangunan daerah yang telah diinventarisir 

dan dilakukan analisis, selanjutnya dikaitkan dengan keberadaan isu-isu strategis yang 

dihadapai. Dalam diagram 4.10 menyajikan rangkuman permasalahan yang dihadapi 

oleh Kabupaten Kulon Progo, yang bermuara pada isu strategis yang harus segera 

diselesaikan oleh Kabupaten Kulon Progo. 
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Gambar 4.9 

Analisis Isu Strategis yang menghasilkan permasalahan utama daerah 

 

 Masalah utama yang dihadapi oleh Kabupaten Kulon Progo adalah tingkat 

kesejahteraan masyarakat masih rendah. Rendahnya kesejahteraan tersebut bermula 

dari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang masih rendah karena kemiskinan 

dan tingkat pengangguran masih relatif tinggi, sebagai akibat dari sempitnya lapangan 

kerja yang tersedia akibat rendahnya investasi daerah. Investasi yang rendah itu 

disebabkan oleh daya saing daerah ini yang relatif rendah dibandingkan daerah 

lainnya. Semangat untuk senantiasa membeli produk lokal seperti yaitu slogan “Bela 

Beli Kulon Progo” masih perlu ditingkatkan. Hal ini akan sangat berpengaruh untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil dan akan mempengaruhi kesejahteraan 

secara umum di masyarakat. Diperlukan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada 

masyarakat berpenghasilan rendah guna pemerataan pendapatan dengan 

ketimpangan rendah. Peningkatan daya saing yang rendah terkait dengan beberapa 

aspek mulai dari sumber daya manusianya hingga infrastruktur yang tersedia. Potensi-

potensi sumberdaya alam baik dari aspek pertanian, perikanan, pariwisata, potensi 

tambang yang ada perlu dioptimalkan guna meningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Melakukan integrasi pembangunan antar sektor misal sektor pertanian dengan sektor 

pariwisata (agrowisata), sektor pertanian dengan sektor industri (agroindustri). 

Sumber daya manusia yang belum kompetitif akan mempengaruhi kesejahteraan 

masyarakat dari aspek pendidikan, berbudaya dan kesehatan masyarakat. Untuk 

menaikan kualitas sumber daya manusia maka masih perlu peningkatan jumlah dan 

kualitas sarana prasarana pendidikan, jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga 

kependidikan, peningkatan prestasi pemuda dan olahraga, meningkatkan 

minat/budaya baca di kalangan masyarakat,  peningkatan pendidikan karakter sejak 
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dini, peningkatan derajat kesehatan masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang 

sehat, berprestasi, berkarakter dan berbudaya. Upaya mendorong kualitas pendidikan 

terutama masyarakat miskin dilakukan beasiwa siswa miskin. Pelayanan kesehatan 

bukan hanya tentang sarana prasarana di fasilitas kesehatan, akan tetapi akses 

pelayanan kesehatan juga termasuk segi pembiayaan. Upaya lain untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia dilakukan pula melalui peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat. Sasaran prioritas untuk meningkatkan kesehatan adalah pembiayaan 

kesehatan masyarakat untuk masyarakat miskin. Sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, 

ditetapkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia akan dijamin kesehatannya dan 

kepesertaannya bersifat wajib. Untuk masyarakat miskin, pembiayaan individu akan 

ditanggung oleh pemerintah. Ke depan, seluruh masyarakat miskin berdasarkan data 

album kemiskinan dan pemutakhiran Basis Data Terpadu yang selama ini dibiayai oleh 

Jamkesda secara bertahap akan diikutsertakan menjadi peserta BPJS kesehatan dan 

iuran setiap bulannya ditanggung oleh pemerintah kabupaten. Namun demikian untuk 

mengantisipasi masih adanya masyarakat miskin yang belum terjaring dalam basis 

data tersebut, dana buffer tetap dibutuhkan. 

Pada sisi pemerintah, dukungan pemerintah untuk menjaga iklim investasi juga 

masih belum optimal. Kondisi keamanan dan ketertiban harus ditingkatkan kualitasnya, 

dengan peningkatan penegakan perda, dan peningkatan pelayanan perijinan 

(kemudahan akses, transparan dan cepat), dukungan pemenuhan sarana prasarana 

dasar di dalam kawasan strategis kabupaten seperti kawasan peruntukan industri. 

Kebutuhan prasarana wilayah yang memperhatikan konekivitas antar pusat 

pertumbuhan. Regulasi penataan ruang yang dapat mendorong iklim investasi daerah 

dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Penataan 

Perkotaan di wilayah Kabupaten Kulon Progo perlu semakin ditingkatkan untuk 

menciptakan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang 

dapat menampung aktivitas warga masyarakat dari berbagai segi usia/umur dan 

mampu menjawab kemajuan wilayah dengan adanya pusat-pusat pertumbuhan 

ekonomi. 
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BAB V 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

 

Visi dan misi dalam RPJMD adalah adopsi pendekatan politis dalam perencanaan 

pembangunan yang merupakan visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Perumusan visi 

dan misi kepala daerah terpilih dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 

merupakan penjabaran lima tahun ketiga dari Visi dan Misi Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025.  

RPJPD merupakan kaidah penuntun yang memuat haluan dan arah kebijakan 

yang ingin dicapai Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2025 guna meningkatkan 

kapasitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi dan daya saing daerah dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Untuk itu dengan 

melihat kondisi dan tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun yang memperhatikan modal 

dasar dan potensi yang dimiliki Kabupaten Kulon Progo maka dirumuskan Visi jangka 

panjang Tahun 2005-2025”Masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang Maju, Mandiri, 

Sejahtera Lahir dan Batin”.  

Selanjutnya untuk menjalankan RPJPD pada lima tahun ketiga rumusan Visi 

dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon 

Progo Tahun 2017-2022 didasarkan pada isu-isu strategis daerah. Penekanan pada lima 

tahun ketiga adalah untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di 

berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian 

berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta 

kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.  

Bertitik tolak pada RPJPD Kabupaten Kulon Progo dan pencapaian RPJMD lima 

tahun kedua (2011-2016), serta RPJMN Tahun 2015-2019 maka dengan memperhatikan 

perkembangan lingkungan strategis dan tantangan daerah dalam isu-isu strategis, maka 

dirumuskan visi misi jangka menengah lima tahun Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-

2022 sebagai berikut: 

 

5.1 Visi 

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 

2017-2022 yang hendak dicapai dalam tahapan ketiga Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah:“Terwujudnya masyarakat  
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Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram,  berkarakter, dan berbudaya 

berdasarkan iman dan taqwa.” 

Pernyataan visi Kabupaten Kulon Progo tersebut mempunyai pemahaman 

sebagai berikut: 

1. Pembangunan lima tahun mendatangdiharapkan mampu meningkatkan kualitas 

kesejahteraan masyarakat lahir dan batin, masyarakat dapat tercukupi kebutuhan 

dasar baik sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan maupun 

memiliki pendapatan secara layak. (SEJAHTERA) 

2. Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan suatu 

lingkungan tata kehidupan masyarakat yang bebas dari gangguan baik fisik 

maupun non fisik, yang mengancam kehidupan dan aktivitas masyarakat, 

sehingga diharapkan masyarakat dapat melangsungkan kehidupan dengan 

tenang dan damai, tercipta situasi yang kondusif untuk mendukung 

terselenggaranya pembangunan. (AMAN) 

3. Pembangunan diberbagai sektor lima tahun mendatang diharapkan dapat 

menciptakan kondisi masyarakat yang tenteram sehingga proses dan hasil 

pembangunan di daerah dapat dinikmati oleh masyarakat.(TENTERAM) 

4. Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan masyarakat 

dan aparatur pemerintah yang memiliki jiwa kebangsaan yang tangguh, 

kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa 

patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

dijiwai Pancasila, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

(BERKARAKTER) 

5. Pembangunan lima tahunmendatang diharapkan dapat mewujudkan suatu 

kondisi dimana nilai-nilai adiluhung diresapi masyarakat dan ditunjukan dalam 

pikiran, sikap, perilaku, tindakan, dan aktivitas sehari-hari, sehingga tercipta 

masyarakat yang memiliki nilai kesantunan, kesopanan, saling 

menghormatimenjunjung adat istiadat dalam hidup bermasyarakat berbangsa 

dan bernegara. (BERBUDAYA) 

6. Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu mewujudkan 

masyarakat dan aparatur yang mempunyai nurani moralitas serta kepekaan 

sosial yang tinggi, harga diri dan martabat yang tinggi dengan dasar keyakinan 

akan kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan 

tuntunan dalam menjalankan kehidupan. (BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA). 
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5.2 Misi 

Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 yaitu 

Terwujudnya masyarakat  Kulon Progo yang sejahtera, aman, tentram,  berkarakter, 

dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa,maka dirumuskan 4(empat) misi 

pembangunan sebagai berikut: 

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, 

berkarakter dan berbudaya. 

2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan. 

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan 

yang aman, tertib dan tenteram. 

4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber 

daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas. 

Misi Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, 

mandiri, berkarakter dan berbudaya.Sumberdaya manusia sebagai subyek dan 

obyek pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan 

dan mewujudkan keberhasilan pembangunan. Sebagai subyek pembangunan 

dibutuhkan sumberdaya manusia yang, sehat, berprestasi dan produktif untuk 

mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan melalui pembangunan pendidikan 

dan kesehatan. Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan 

kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan sehingga dapat 

membentuk sumberdaya yang berprestasi dan mampu bersaing dalam tantangan 

global. Pembangunan kesehatan mempunyai peranan penting dalam menghasilkan 

sumberdaya manusia yang sehat dan produktif sebagai investasi untuk mendukung 

pembangunan ekonomi.Pembangunan sumber daya manusia berlandaskan budaya 

akan menciptakan manusia dengan pikiran, sikap, perilaku, tindakan yang memiliki 

nilai kesantunan, kesopanan, saling menghormati menjunjung adat istiadat, 

berakhlak mulia, dan bermoral.Pembentukan watak dan penanaman budi pekerti 

harus mendapat prioritas pada generasi muda untuk mewujudkan karakter yang 

adiluhung yang nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang mengarah 

kepada upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. Dengan modal sumber daya manusia yang sehat, berprestasi 

berlandaskan budaya maka diharapkan tercipta sumber daya manusia yang mandiri 

dalam berkehidupan. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu 

mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat lain yang telah 

maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. 



RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017 - 2022 

 

V - 4 

Misi Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan. Untuk 

mewujudkan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan dibutuhkan 

pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya alam memperhatikan prinsip-

prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan keunggulan ekonomi yang 

berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang menghasilkan 

produk-produk berdaya saing tinggi.Pembangunan perekonomian yang memberikan 

nilai tambah ekonomi bagi masyarakat diupayakan meratasehingga kemampuan 

ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat.Pertumbuhan ekonomi yang 

dicapai oleh daerah mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap 

warga masyarakatsehingga pemerataan hasil-hasil pembangunan juga dapat 

tercapai. Dengan demikian setiap program pengembangan ekonomi harus ditujukan 

untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. 

Misi Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan 

kehidupan yang aman, tertib dan tenteram. Tata kelola pemerintahan yang baik 

berarti tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif. 

Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang 

baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada 

masyarakat.Ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan 

masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, dan 

merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan 

harapan dan cita-cita bersama. Kondisi yang tenteram dan tertib akan terwujud 

apabila terdapat kesadaran kolektif dan komitmen patuh dari seluruh stakeholder 

pembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama, yang 

direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum. Penegakan hukum 

dan ketertiban merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mewujudkan 

masyarakat yang adil dan bermartabat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus 

dilaksanakan secara konsekuen dan adil tanpa diskriminasi. Selain itu, faktor 

penting bagi terpeliharanya stabilitas kehidupan yang  tentram, tertib dan dinamis 

adalah adanya rasa saling percaya dan harmoni dari seluruh stakeholders 

pembangunan. 

Misi Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan 

sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang 

berkualitas.Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena 

secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat 

pertumbuhan ekonomimampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, 
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sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan 

infrastruktur akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan peran ganda sumberdaya alam sebagai modal pertumbuhan 

ekonomi dan sebagai sistem penopang kehidupan maka untuk mencapai tingkat 

kesejahteraan rakyat yang adil dan bermartabat, pemanfaatan sumberdaya alam 

harus dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Sebagai daerah dengan potensi 

pertanian sebagai basis ekonomi daerah maka sumberdaya alam merupakan tulang 

punggung utama perekonomian. Oleh karena itu, pemanfaatan sumberdaya alam 

berwawasan lingkunganakan menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi yang 

memberikan peningkatan pendapatan. Selain itu, dengan konfigurasi fisik wilayah 

yang rawan terhadap kerusakan lingkungan dan bencana alam, pemanfaatan 

sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan akan menghindarkan wilayah 

dari kerusakan lingkungan dan bencana alam. 

 

5.3 Tujuan dan Sasaran 

5.3.1 Tujuan  

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu serta menyelaraskan 

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-

2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kulon Progo 

Tahun 2005-2025, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan 

kemasyarakatan Tahun 2017-2022 adalah : 

1. Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas; 

2. Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi; 

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; 

4. Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan; 

5. Terwujudnya pembangunan kawasan berkelanjutan. 

 

5.3.2 Sasaran  

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran-sasaran pokok 

pembangunan: 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat; 

2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 



RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017 - 2022 

 

V - 6 

3. Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi 

muda; 

4. Meningkatnya pendapatan masyarakat; 

5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 

yang responsif dan akuntabel; 

6. Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang 

kondusif; 

7. Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah; 

8. Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup; 

9. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang. 

 

Keterkaitan antara visi dan misi yang ditetapkan dengan tujuan dan sasaran 

yang akan dilaksanakan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. 

 

Tabel 5.1  
Keterkaitan Visi Misi Tujuan dan Sasaran 

 

Visi: “Terwujudnya masyarakat  Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram,  

berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa.” 

Misi  Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 

Misi 1:     

Mewujudkan 

sumberdaya 

manusia yang 

sehat, berprestasi, 

mandiri, 

berkarakter dan 

berbudaya 

Terwujudnya 

sumberdaya 

manusia yang 

berkualitas  

 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

1. Meningkatnya 

kualitas 

pendidikan 

masyarakat 

1. Rata-rata lama 

sekolah 

2. Harapan Lama 

Sekolah 

3. Angka melek 

huruf 

2. Meningkatnya 

derajat 

kesehatan 

masyarakat 

1. Angka Harapan 

Hidup 

2. Angka Kematian 

Ibu 

3. Angka Kematian 

Bayi 
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Misi  Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 

3. Meningkatnya 

pelestarian/ 

pengembangan 

budaya dan 

prestasi generasi 

muda 

1. Cakupan 

Pelestarian dan  

Pengembangan 

Budaya daerah 

2. Cakupan prestasi 

generasi muda 

Misi 2:     

Menciptakan 

sistem 

perekonomian 

yang berbasis 

kerakyatan 

Terwujudnya 

pertumbuhan 

dan pemerataan 

ekonomi  

1. Gini Rasio 

2. Pertumbuhan 

Ekonomi 

3. Angka 

Kemiskinan 

Meningkatnya 

pendapatan 

masyarakat 

1. Pendapatan Per 

Kapita Penduduk 

2. Angka 

pengangguran 

terbuka 

Misi 3:      

Mewujudkan tata 

kelola 

pemerintahan yang 

baik dalam 

lingkungan 

kehidupan yang 

aman, tertib dan 

tenteram 

1. Mewujudkan 

tata kelola 

pemerintahan 

yang baik 

Indeks Reformasi 

Birokrasi 

Meningkatnya 

kualitas 

penyelenggaraan 

pemerintahan  dan 

pelayanan publik 

yang responsif dan 

akuntabel 

1. Nilai 

akuntabilitas 

kinerja 

pemerintahan 

daerah (AKIP) 

2. Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah (Opini 

BPK) 

3. Nilai Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

(IKM) 

 2. Mewujudkan 

keamanan, 

ketertiban dan 

ketenteraman 

lingkungan 

Indeks ketertiban 

dan ketenteraman 

Meningkatnya 

kedisiplinan, 

ketertiban, dan 

kehidupan 

bermasyarakat 

yang kondusif 

Cakupan 

penegakan 

peraturan daerah 

dan penanganan 

konflik sosial 

Misi 4:      

Mewujudkan 

pembangunan 

Terwujudnya 

pembangunan 

Indeks 

Pembangunan 

Meningkatnya 

pelayanan 

Indeks 

Pembangunan 
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Misi  Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 

berbasis kawasan 

dengan 

mengoptimalkan 

sumber daya alam 

dan didukung oleh 

teknologi serta 

infrastruktur yang 

berkualitas 

kawasan 

berkelanjutan 

Berkelanjutan 

 

infrastruktur yang 

mendukung 

performa wilayah 

Infrastruktur 

Meningkatnya  

kualitas lingkungan 

hidup 

IKLH 

 

 

Meningkatnya 

pengendalian 

pemanfaatan ruang 

Persentase 

Kesesuaian 

Ruang 

Sumber data : Bappeda Kulon Progo, 2017 

 

Untuk indikator target dari dampak (impacts) pencapaian sasaran program yang 

diukur dari hasil (outcomes) secara agregat dari misi yang telah ditetapkan dalam rangka 

mencapai visi, maka ditetapkan ukuran capaian tujuan dan sasaran jangka menengah 

yang sering disebut Indikator Kinerja Utama sebagai berikut: 
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Tabel 5.2  
Visi Misi Tujuan dan Sasaran Rencana Jangka Menengah 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 
 

Visi: “Terwujudnya masyarakat  Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram,  berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan 

taqwa.” 

No Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan  
Kondisi 

awal  
Target Capaian  Kondisi 

Akhir 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Mewujudkan 
sumberdaya 
manusia yang 
sehat, 
berprestasi, 
mandiri, 
berkarakter dan 
berbudaya 

Terwujudnya 
sumberdaya 
manusia yang 
berkualitas  

  

Indeks 
Pembangunan 
Manusia 

Nilai 72,38 
     

74,54 

1. Meningkatnya 
kualitas 
pendidikan 
masyarakat 

1.   Rata-rata 
lama sekolah 

tahun 8,50 8,56 8,65 8,73 8,80 8,88 8,96 

2.   Harapan 
Lama Sekolah 

tahun 13,97 14,01 14,25 14,49 14,73 14,79 15,21 

3.   Angka 
melek huruf 

% 95,70 96,62 97,48 98,33 99,19 100 100 

2. Meningkatnya 
derajat 
kesehatan 
masyarakat 

1.   Angka 
Harapan Hidup 

tahun 75,03 75,03 75,03 75,04 75,04 75,04 75,05 

2.   Angka 
Kematian Ibu 

per 
100.000 

Kelahiran 
Hidup 

136,80 56,26 55,8 55,35 54,92 54,74 54,55 

3.   Angka 
Kematian Bayi 

per 1000 
Kelahiran 

Hidup 
9,59 8,86 8,79 8,52 8,46 7,84 7,5 
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No Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan  
Kondisi 

awal  
Target Capaian  Kondisi 

Akhir 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

3. Meningkatnya 
pelestarian/ 
pengembanga
n budaya dan 
prestasi 
generasi 
muda 

1.   Cakupan 
pelestarian dan 
pengembangan 
budaya daerah % 71,11 72,41 73,55 74,66 75,75 76,82 77,87 

   

 2.Cakupan 
prestasi 
generasi muda % 25,13  25,33 31,70 38,07 44,45 50,82 57,22 

2 Menciptakan 
sistem 
perekonomian 
yang berbasis 
kerakyatan 

Terwujudnya 
pertumbuhan 
dan 
pemerataan 
ekonomi  

  

1.     Gini Rasio Nilai 0,37      0,29 

2. 
Pertumbuhan 
Ekonomi 

% 4,76      5,32 

3. Angka 
Kemiskinan 

% 20,30      13,25 

Meningkatnya 
pendapatan 
masyarakat 

1.  Angka 
pengangguran 
terbuka 

% 3,47 3,2 3,05 2,9 2,75 2,5 2,25 

2. Pendapatan 
Per Kapita 
Penduduk 

juta 
rupiah 

15,84 16,39 16,87 17,39 17,9 18,41 18,92 

3 Mewujudkan 
tata kelola 
pemerintahan 

1. 
Mewujudkan 
tata kelola   

Indeks 
Reformasi 
Birokrasi 

Nilai 64,69      74,00 
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No Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan  
Kondisi 

awal  
Target Capaian  Kondisi 

Akhir 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

yang baik dalam 
lingkungan 
kehidupan yang 
aman, tertib dan 
tenteram 

pemerintahan 
yang baik 

1. Meningkatnya 
kualitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan  
dan pelayanan 
publik yang 
responsif dan 
akuntabel 

1.   Nilai 
akuntabilitas 
kinerja 
pemerintahan 
daerah (AKIP) 

Nilai BB BB BB BB BB A A 

2.  Akuntabilitas 
Pengelolaan 
Keuangan 
Daerah (Opini 
BPK) 

Opini 
BPK 

WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 

3. Nilai Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) 

Nilai  77,00 77,15 77,65 78,15 78,65 79,35 79,65 

2. 
Mewujudkan 
keamanan, 
ketertiban dan 
ketenteraman 
lingkungan 

  

Indeks 
ketertiban dan 
ketenteraman 

Nilai 0,53      1,17 

Meningkatnya 
kedisiplinan, 
ketertiban, dan 
kehidupan 
bermasyarakat 
yang kondusif 

Cakupan 
penegakan 
peraturan 
daerah dan 
penanganan 
konflik sosial 

% 75,70 76,89 78,94 80,00 82,14 86,67 87,50 

4 Mewujudkan 
pembangunan 
berbasis 

Terwujudnya 
pembangunan 
kawasan 

  

Indeks 
Pembangunan 
Berkelanjutan 

Nilai 68,26      75,53 
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No Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan  
Kondisi 

awal  
Target Capaian  Kondisi 

Akhir 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

kawasan dengan 
mengoptimalkan 
sumber daya 
alam dan 
didukung oleh 
teknologi serta 
infrastruktur 
yang berkualitas 

berkelanjutan Meningkatnya 
pelayanan 
infrastruktur 
yang mendukung 
performa 
wilayah 

Indeks 
Pembangunan 
Infrastruktur 

Nilai 66,37 67,57 68,43 70,67 71,07 73,77 74,79 

Meningkatnya  
pengelolaan 
kualitas 
lingkungan hidup 

Indeks Kualitas 
Lingkungan 
Hidup (IKLH) 

Nilai 62,77 62,90 63,04 63,31 63,58 63,84 64,11 

Meningkatnya 
pengendalian 
pemanfaatan 
ruang 

Persentase 
Kesesuaian 
Ruang 

% 75,65 87,24 87,33 87,41 87,50 87,59 87,68 

Sumber data : Bappeda Kulon Progo, 2017 
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5.4 Keselarasan RPJMDdengan RPJPD Kabupaten Kulon Progo, RPJPD DIYdan 

RPJMN 

5.4.1 Keselarasan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 dengan RPJPD 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025 

Visi dan misi jangka menengah merupakan penjabaran lima tahunan dalam 

rangka mencapai target dalam pembangunan jangka panjang. Misi yang ingin 

dicapai dalam rencana pembangunan jangka menengah merupakan penjabaran 

misi dan arah kebijakan dalam visi jangka panjang. 

  Untuk mewujudkan visi jangka panjang, maka ditempuh melalui 8 (delapan) 

Misi Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo 

Tahun 2005-2025 dirumuskan sebagai berikut: 

1. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berakhlak mulia, bermoral, beretika, 

berbudaya dan beradab berdasarkan Pancasila 

2. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berdaya saing 

3. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang demokratis berlandaskan hukum 

4. Mewujudkan Kulon Progo yang aman, damai dan bersatu 

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan 

6. Mewujudkan Kulon Progo asri dan lestari 

7. Mewujudkan pantai dan laut Kulon Progo yang maju dan mandiri 

8. Mewujudkan Kulon Progo berperan penting dalam ringkup regional dan nasional. 

 

Korelasi antara Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kulon 

Progo dapat digambarkan sebagaimana gambar 5.1 : 
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Gambar 5.1 

Keterkaitan Misi RPJPD Kab. Kulon Progo dan Misi RPJMD 2017-2022 

 

5.4.2 Keselarasan RPJMD Tahun 2017-2022 dengan RPJPD DIY Tahun 2005-2025 

Visi pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 

yaitu:“Terwujudnya masyarakat  Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram,  

berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”dilaksanakan melalui 

pembangunan sumberdaya manusia yang unggul dan mandiri, menggerakkan 

ekonomi daerah yang berdaya saing, pembangunan infrastruktur, 

pemerataanpembangunan yang berkeadilan, serta hukum dan tata kelola 

pemerintahan yang baik. 

RPJPD 
2025 

Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, 

berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya 

Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis 

kerakyatan 

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 

dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan 

tenteram 

Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan 

dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan 

didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang 

berkualitas 

Misi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 

Misi 1 

Misi 2 

Misi 7 

Misi 8 

Misi 4 

Misi 6 

Misi 3 

Misi 5 
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Visi Kabupaten Kulon Progo ini sejalan dengan pembangunan jangka 

panjang DIY, yaitu: “Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat 

Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam 

lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”.Kabupaten Kulon Progo 

mempunyai visi menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi dan 

berakhlak mulia telah sesuai dengan visi DIY mewujudkan sumberdaya manusia 

yang Berkarakter dan Berbudaya. Kulon Progo memiliki visi kemandirian ekonomi 

daerah yang sejalan dengan dengan kemandirian DIY yang berlandaskan pada 

keunggulan daya saing, kekayaan sumberdaya alam, sumber daya manusia, dan 

budaya bangsa. Visi Sejahtera yang  tercantum dalam visi kabupaten Kulon Progo 

sejalan degan  Visi DIY yang mewujudkan dengan pendekatan penguatan 4-track 

development strategy (pro growth, pro job, pro poor, and pro environment)disertai 

dengan konsep pemerataan dan berkedilan.  

Misi 1 Kabupaten Kulon Progo ”Mewujudkan sumberdaya manusia yang 

sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya” telah sesuai dengan misi 1 

RPJPD DIY ”Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel 

yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal”, dan misi 2 RPJPD DIY 

”Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan 

budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya 

secara berkesinambungan” misi 2 Kabupaten Kulon Progo “Menciptakan sistem 

perekonomian yang berbasis kerakyatan” telah sesuai dengan misi 3 RPJPD DIY 

“Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif” dan misi 4 RPJP DIY 

”Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan 

budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan 

kesejahteraan rakyat”. Misi 3 Kabupaten Kulon Progo “Mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan 

tenteram” telah sesuai dengan misi 4 RPJPD DIY “Mewujudkan sosiokultural dan 

sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan 

dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat”. Hal itu 

dikarenakan sesuai dengan sasaran pembangunan DIY yaitu terselenggarakannya 

pemerintahan yang profesional, demokratis, transparan, akuntabel, dan 

berlandaskan supremasi hukum dan Terciptanya kelembagaan sosial, politik, 

hukum, dan ekonomi yang mantap. Misi 4 Kabupaten Kulon Progo ”Mewujudkan 

pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan 

didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas”telah sesuai dengan 

telah sesuai dengan misi 4 RPJPD DIY “Mewujudkan sosiokultural dan 
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sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan 

dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat”.Hal itu 

dikarenakan sesuai dengan sasaran pembangunan DIY yaitu terpenuhinya 

infrastruktur dan pelayanan sosial dan ekonomi masyarakat yang memadai dan 

Yogyakarta sebagai pusat keunggulan industri kreatif di Asia Tenggara.Korelasi 

antara Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kulon Progo 

dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang DIY dapat 

digambarkan sebagaiman gambar 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 

Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Kulon Progo dan Misi RPJPD DIY 

 

RPJMD DIY Tahun 2017-2022 sedang dalam proses penyusunan.Namun demikian, 

telah terdapat gambaran visi misi Gubernur DIY yang dapat dimasukan dalam RPJMD 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022. 

 

MISI RPJPD DIY 
2005-2025 

Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, 

berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya 

 

Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis 

kerakyatan 

 

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam 

lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram 

 

Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan 

mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung 

oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas 

 

Misi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 

Misi 1 

Misi 2 

Misi 3 

Misi 4 
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Visi Gubernur DIY yaitu: 

“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” 

Visi gubernur tersebut tersebut dijabarkan ke dalam beberapa misi yaitu: 

1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang 

Berkeadilan dan Berkeadaban; 

2. Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi; 

3. Mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis; 

Korelasi antara Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kulon 

Progo dengan Gambaran Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang DIY 

dapat digambarkan sebagaimana gambar 5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3 

Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Kulon Progo dan Gambaran Misi RPJMD DIY 

 

 

Gambaran 
Misi RPJMD 

DIY 

Mewujudkan sumberdaya manusia 

yang sehat, berprestasi, mandiri, 

berkarakter dan berbudaya 

 

Menciptakan sistem perekonomian 

yang berbasis kerakyatan 

 

Mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik dalam lingkungan 

kehidupan yang aman, tertib dan 

tenteram 

 

Mewujudkan pembangunan berbasis 

kawasan dengan mengoptimalkan 

sumber daya alam dan didukung oleh 

teknologi serta infrastruktur yang 

berkualitas 

 

Misi Kabupaten Kulon Progo Tahun 
2017-2022 

Meningkatkan Kualitas Hidup, 

Kehidupan dan Penghidupan 

Masyarakat Yang Berkeadilan 

dan Berkeadaban 

 

Meningkatkan kualitas 

pembangunan ekonomi 

 

Mewujudkan Pemerintahan 

yang Demokratis 
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5.4.3 Keselarasan RPJMD Tahun 2017-2022 dengan RPJMN Tahun 2015-2019 

Visi Kabupaten Kulon Progo selaras dengan visi pembangunan nasional 

Tahun 2015-2019 yaitu: ”Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian, Berlandasan Gotong Royong”, dimana visi pembangunan nasional 

tersebut mengedepankan upaya meletakkan dasar dan sekaligus memberikan arah 

pembangunan jiwa bangsa untuk menegakkan kembali kedaulatan, martabat, dan 

kebanggaan sebagai sebuah bangsa, menegaskan kembali fungsi publik negara, 

menggelorakan kembali harapan ditengah krisis sosial yang mendalam, 

menemukan jalan bagi masa depan bangsa, serta meneguhkan kembali jiwa gotong 

royong sesuai dengan Pancasila 1 Juni 1945.RPJMD Kulon Progo dan RPJMN 

mempunyai visi yang sama untuk memberdayakan sumberdaya manusia dalam 

mencapai kesejahteraan masyarakat.  

Misi pertama RPJMD Kulon Progo ”Mewujudkan sumberdaya manusia yang 

sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya” selaras dengan misi 

keempat RPJMN “Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, 

dan sejahtera” dan misi ke tujuh RPJMN “Mewujudkan masyarakat yang 

berkepribadian dalam kebudayaan”. Misi kedua RPJMD Kulon Progo ”Menciptakan 

sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan” telah selaras dengan misi pertama 

RPJMN ”Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan 

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya 

maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan”, misi 

keempat RPJMN “Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, 

dan sejahtera” dan misi kelima RPJMN “Mewujudkan bangsa yang berdaya 

saing”.Misi ketiga RPJMD Kulon Progo ”Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram” telah selaras 

dengan misi pertama RPJMN ”Mewujudkan keamanan nasional yang mampu 

menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan 

mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia 

sebagai negara kepulauan” dan misi kedua RPJMN ”Mewujudkan masyarakat maju, 

berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum”. Misi keempat 

RPJMD Kulon Progo ”Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan 

mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur 

yang berkualitas” telah sesuai dengan misi pertama RPJMN ”Mewujudkan 

keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang 

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan 



RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017 - 2022 

 

V - 19 

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan” dan misi keenam 

RPJMN ”Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, 

dan berbasiskan kepentingan nasional”. Korelasi misi RPJMN dengan misi 

Kabupaten Kulon Progo digambarkan sebagaimana gambar 5.4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.4 

Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Kulon Progo dan Misi RPJMN 

 

Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, 
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BAB VI 

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 

 

Untuk mendukung visi  “Terwujudnya masyarakat  Kulon Progo yang 

sejahtera, aman, tenteram,  berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan 

taqwa.” maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan pengembangan Kabupaten 

Kulon Progo Tahun 2016-2022. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan 

perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Kulon Progo  

melakukan upaya untuk mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja 

RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. 

 

6.1 Strategi 

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi 

pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam arah kebijakan, 

kebijakan umum dan program pembangunan daerah sebagai upaya-upaya 

operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. 

 

6.1.1 Misi Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, 

berkarakter dan berbudaya 

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi Mewujudkan 

sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan 

berbudaya adalah: 

1. Meningkatkan sistem pendidikan; 

2. Meningkatkan pembinaan olah raga prestasi dan pembinaan pemuda; 

3. Meningkatkan kualitas pengelolaan  perpustakaan; 

4. Peningkatan upaya promotif, preventif dan kuratif dan rehabilitatif kesehatan 

masyarakat; 

5. Peningkatan pelayanan, advokasi dan KIE keluarga berencana; 

6. Peningkatan pelestarian/pengembangan seni dan budaya. 

 

6.1.2 Misi Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan 

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi Menciptakan sistem 

perekonomian yang berbasis kerakyatan adalah: 

1. Meningkatkan usaha perdagangan, industri, KUMKM yang kompetitif berbasis 

kemandirian dan potensi lokal; 
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2. Meningkatkan daya saing komoditas unggulan pertanian dan perikanan; 

3. Mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan kearifan local;  

4. Meningkatkan investasi yang mendorong perekonomian rakyat dan  

kesempatan kerja  

5. Meningkatkan  kompetensi dan produktivitas tenaga kerja  

6. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan  

7. Meningkatkan perlindungan sosial  

 

6.1.3 Misi Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan 

kehidupan yang aman, tertib dan tenteram 

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi Mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib 

dan tenteram adalah: 

1. Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan 

inovatif; 

2. Meningkatkan sistem pelayanan publik; 

3. Meningkatkan upaya pencegahan dalam  memelihara ketertiban dan keamanan 

lingkungan 

 

6.1.4 Misi Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan 

sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang 

berkualitas 

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan 

berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung 

oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas adalah: 

1. Meningkatkan infrastruktur wilayah berbasis kawasan; 

2. Peningkatan pengelolaan lingkungan;  

3. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan;  

4. Peningkatan penanganan bencana alam . 

 

Alur rumusan visi, tujuan, sasaran dan strategi disajikan dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 6.1 

Visi,Misi,Tujuan Sasaran dan Strategi  

Kabupaten Kulon Progo 

 

Visi  : Terwujudnya masyarakat  Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram,  berkarakter, dan 
berbudaya berdasarkan iman dan taqwa.” 

Tujuan Sasaran Strategi 

Misi 1  : Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya 

Terwujudnya sumberdaya manusia 
yang berkualitas  

Meningkatnya kualitas pendidikan 
masyarakat  

Meningkatkan sistem pendidikan 

Meningkatkan kualitas pengelolaan 
perpustakaan 

Meningkatnya derajat kesehatan 
masyarakat  

Meningkatkan upaya promotif, 
preventif, kuratif dan rehabilitatif 
kesehatan masyarakat  

Meningkatkan pelayanan, advokasi 
dan KIE keluarga berencana  

Meningkatnya pelestarian 
/pengembangan budaya dan 
prestasi generasi muda 

Peningkatan 
pelestarian/pengembangan seni 
dan budaya.  

 

 Meningkatkan pembinaan olah raga 
prestasi dan pembinaan pemuda 

Misi 2 : Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan 

Terwujudnya pertumbuhan dan 
pemerataan ekonomi 

Meningkatnya pendapatan 
masyarakat 

Meningkatkan usaha perdagangan, 
industri, KUMKM yang kompetitif 
berbasis kemandirian dan potensi 
lokal  

Meningkatkan daya saing 
komoditas unggulan pertanian dan 
perikanan.  

Mengembangkan pariwisata 
berbasis budaya dan kearifan lokal 

Meningkatkan investasi yang 
mendorong perekonomian rakyat 
dan  kesempatan kerja  

Meningkatkan  kompetensi dan 
produktivitas tenaga kerja  

Meningkatkan kapasitas dan 
partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan 

Meningkatkan perlindungan sosial  

Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib 
dan tenteram 

Mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik 

Meningkatnya kualitas 
penyelenggaraan pemerintahan 
dan pelayanan publik yang 
responsif dan akuntabel  

Membangun sistem 
penyelenggaraan pemerintahan 
yang akuntabel dan inovatif  

Meningkatkan sistem pelayanan 
publik  

Mewujudkan keamanan, ketertiban 
dan ketentraman lingkungan 

Meningkatnya kedisiplinan, 
ketertiban dan kehidupan 
bermasyarakat yang kondusif  

Meningkatkan upaya pencegahan 
dalam  memelihara ketertiban dan 
keamanan lingkungan  
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Visi  : Terwujudnya masyarakat  Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram,  berkarakter, dan 
berbudaya berdasarkan iman dan taqwa.” 

Tujuan Sasaran Strategi 

Misi 4 : Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan 
didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas 

Terwujudnya pembangunan 
kawasan yang berkelanjutan 

Meningkatnya pelayanan 
infrastruktur yang mendukung 
performa wilayah  

Meningkatkan infrastruktur wilayah 
berbasis kawasan  

Meningkatnya kualitas lingkungan 
hidup  

Meningkatkan pengelolaan 
lingkungan  

Menguatkan pengendalian 
pemanfaatan ruang dan pertanahan 

Meningkatkan penanganan 
bencana alam  

Sumber data : Bappeda Kab. Kulon Progo, 2017 

 

 

6.2 Arah Kebijakan 

Arah Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan dalam mencapai 

tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Dalam rangka 

pencapaian Visi-Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 yang merupakan penjabaran visi-misi 

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 perlu disusun 

rumusan arahan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo 2017-2022 

yang merupakan penjabaran dari strategi pembangunan berdasarkan tujuan dan 

sasaran pembangunan. 

Kebijakan umum pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan 

keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator 

sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah 

daerah berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan. 

 

6.2.1 Arah Kebijakan dan Arah Kebijakan Umum Misi 1 

Arah Kebijakan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, 

berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya meliputi : 

1. Mewujudkan wajib belajar 12 tahun dan mengimplementasikan pendidikan 

karakter; 

2. Meningkatkan prestasi olahraga dan generasi muda ; 

3. Meningkatkan pembinaan pengelolaan perpustakaan ; 

4. Meningkatkan upaya promotif, preventif dan kuratif  dan rehabilitatif kesehatan 

masyarakat ; 

5. Peningkatan kualitas pelayanan, Advokasi dan KIE keluarga berencana ; 
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6. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur budaya, adat dan 

tradisi, kehidupan seni, bahasa, sastra dan cagar/warisan budaya.  

Dengan rumusan arah kebijakan umum sebagai berikut : 

1. Memenuhi kebutuhan sarana prasarana secara bertahap; 

2. Mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum muatan lokal dan 

meningkatkan peran masyarakat dalam pendidikan karakter; 

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 

4. Meningkatkan pembinaan olahraga dan generasi muda serta sarana prasarana 

olah raga; 

5. Meningkatkan sarana dan kapasitas sumber daya manusia perpustakaan; 

6. Meningkatkan pembinaan pelaku seni budaya dan pengelolaan cagar/warisan 

budaya; 

7. Peningkatan promosi kesehatan, kesehatan lingkungan dan pemberdayaan 

masyarakat; 

8. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; 

9. Peningkatan kualitas dan kuantitas  sumber daya kesehatan; 

10. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; 

11. Peningkatan pelayanan dan mengembangkan metode advokasi dan KIE 

keluarga berencana. 

 

6.2.2 Arah Kebijakan dan Arah Kebijakan Umum Misi 2 

Arah Kebijakan untuk menciptakan sistem perekonomian yang berbasis 

kerakyatan meliputi : 

1. Peningkatan pemberdayaan usaha industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM 

dengan semangat Bela Beli Kulon Progo; 

2. Peningkatan kontinuitas, kuantitas dan kualitas  produk pertanian dan 

perikanan;  

3. Pengembangan  pariwisata  berbasis kawasan dan masyarakat ; 

4. Peningkatan fasilitasi dan mendorong iklim investasi yang kondusif ; 

5. Peningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan 

perlindungan ketenagakerjaan; 

6. Peningkatan partisipasi  dan penguatan kelembagaan masyarakat ; 

7. Peningkatan upaya perlindungan  penyandang masalah kesejahteraan sosial 

(PMKS) dan pengarusutamaan gender. 
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Dengan rumusan arah kebijakan umum sebagai berikut : 

1. Peningkatan kualitas pelaku usaha  dan sarana prasarana perdagangan; 

2. Peningkatan kelembagaan, permodalan dan pemberdayaan industri; 

3. Peningkatan kelembagaan, permodalan dan pemberdayaan KUMKM; 

4. Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan dan peningkatan 

diversifikasi pangan; 

5. Meningkatkan kapasitas pelaku dan sarana prasarana pariwisata; 

6. Peningkatkan pelayanan dan promosi investasi; 

7. Peningkatkan pelatihan dan penempatan tenaga kerja; 

8. Peningkatkan partisipasi  dan penguatan kelembagaan masyarakat; 

9. Peningkatkan fasilitasi dan bantuan perlindungan sosial; 

10. Peningkatan kapasitas  PUG dan perlindungan perempuan dan anak. 

 

6.2.3 Arah Kebijakan dan Arah Kebijakan Umum Misi 3 

Arah Kebijakan untuk Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam 

lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram meliputi : 

1. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan desa; 

2. Meningkatkan manajemen  pelayanan publik; 

3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya  dan partisipasi  masyarakat dalam upaya 

memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan. 

Dengan rumusan arah kebijakan umum sebagai berikut : 

1. Peningkatan sumberdaya aparatur yang berkarakter; 

2. Peningkatan penggunaan teknologi informasi; 

3. Peningkatan menejemen kinerja pemerintah daerah; 

4. Peningkatan  dan pengembangan inovasi daerah; 

5. Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; 

6. Peningkatan kapasitas SDM dan sarpras pelayanan publik; 

7. Peningkatan upaya pengamanan dan penertiban. 
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6.2.4 Arah Kebijakan dan Arah Kebijakan Umum Misi 4 

Arah Kebijakan Untuk Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan 

mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta 

infrastruktur yang berkualitas meliputi : 

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah dengan 

mengutamakan kawasan pusat pertumbuhan; 

2. Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

3. Peningkatan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan 

pertanahan; 

4. Peningkatan mitigasi bencana dan peningkatan pelayanan tanggap darurat 

bencana.  

Dengan rumusan arah kebijakan umum sebagai berikut : 

1. Membangun infrastruktur dan sarana prasarana transportasi pada kawasan 

pusat pertumbuhan; 

2. Peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan 

lingkungan; 

3. Peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan tata 

ruang dan pertanahan; 

4. Peningkatan peran masyarakat dalam penanganan bencana. 

 

Untuk mencapai memperjelas alur arah kebijakan dan kebijakan umum 

pembangunan tahun 2017-2022, disajikan dalam tabel berikut ini: 

 

Tabel 6.2 

Arah Kebijakan Pembangunan 

Kabupaten Kulon Progo 

 

Arah Kebijakan Pembangunan  

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 

Mewujudkan wajib belajar 12 tahun dan mengimplementasikan pendidikan karakter  

Meningkatkan pembinaan pengelolaan perpustakaan  

Arah Kebijakan Umum 

Memenuhi kebutuhan sarana prasarana secara bertahap 

Mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum muatan lokal dan meningkatkan peran masyarakat 
dalam pendidikan karakter 

Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan                          

   Meningkatkan sarana dan kapasitas sumber daya manusia perpustakaan 
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Arah Kebijakan Pembangunan  

Meningkatkan prestasi olahraga dan generasi muda 

Arah Kebijakan Umum 

Meningkatkan pembinaan olahraga dan generasi muda serta sarana prasarana olah raga 

 

Arah Kebijakan Pembangunan  

Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat  

Arah Kebijakan Umum 

 Peningkatan promosi kesehatan, kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat 

Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit;                   

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan                                     

  Peningkatan kualitas dan kuantitas  sumber daya kesehatan 

 

Arah Kebijakan Pembangunan  

Peningkatan kualitas pelayanan, Advokasi dan KIE keluarga berencana 

Arah Kebijakan Umum 

Peningkatkan  Pelayanan dan Mengembangkan Metode   Advokasi Dan KIE Keluarga Berencana 

 

Arah Kebijakan Pembangunan  

Meningkatkan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, 
bahasa, sastra dan cagar/warisan budaya 

Arah Kebijakan Umum 

Meningkatkan pembinaan pelaku seni budaya dan pengelolaan cagar/warisan budaya 

 

Arah Kebijakan Pembangunan  

Peningkatan pemberdayaan usaha industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM dengan semangat Bela Beli 
Kulon Progo 

Arah Kebijakan Umum 

Peningkatan kualitas pelaku usaha  dan sarana prasarana perdagangan 

Peningkatan kelembagaan, permodalan dan pemberdayaan industri 

 Peningkatan kelembagaan, permodalan dan pemberdayaan KUMKM 

 

Arah Kebijakan Pembangunan  

Peningkatan kontinuitas, kuantitas dan kualitas  produk pertanian dan perikanan 

Arah Kebijakan Umum 

Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan dan peningkatan diversifikasi pangan 

 

Arah Kebijakan Pembangunan  

Pengembangan  pariwisata  berbasis kawasan dan masyarakat  

Arah Kebijakan Umum 

Meningkatkan kapasitas pelaku dan sarana prasarana pariwisata 

 

Arah Kebijakan Pembangunan  

. Peningkatan fasilitasi dan mendorong iklim investasi yang kondusif  
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Arah Kebijakan Umum 

Peningkatkan pelayanan dan promosi   investasi 

 

Arah Kebijakan Pembangunan  

Peningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan  

Arah Kebijakan Umum 

Peningkatkan pelatihan dan penempatan tenaga kerja 

 

Arah Kebijakan Pembangunan  

 Peningkatan partisipasi  dan penguatan kelembagaan masyarakat  

Arah Kebijakan Umum 

Peningkatkan partisipasi  dan penguatan kelembagaan masyarakat 

 

Arah Kebijakan Pembangunan  

Peningkatan upaya perlindungan  penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pengarusutamaan 
gender  

Arah Kebijakan Umum 

Peningkatkan fasilitasi dan bantuan perlindungan sosial 

Peningkatan kapasitas  PUG dan perlindungan perempuan dan anak 

 

Arah Kebijakan Pembangunan  

 Meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan desa 

Arah Kebijakan Umum 

Peningkatan sumberdaya aparatur yang berkarakter 

 Peningkatan penggunaan teknologi informasi 

Peningkatan menejemen kinerja pemerintah daerah 

Peningkatan  dan pengembangan inovasi daerah 

Peningkatan  pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa 

 

Arah Kebijakan Pembangunan  

Meningkatkan Manajemen Pelayanan Publik 

Arah Kebijakan Umum 

Peningkatan Kapasitas SDM  Dan Sarpras Pelayanan Publik 

 

Arah Kebijakan Pembangunan  

Meningkatkan kapasitas sumberdaya  dan partisipasi  masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan 
keamanan lingkungan  

Arah Kebijakan Umum 

Peningkatan upaya pengamanan dan penertiban 

 

Arah Kebijakan Pembangunan  

Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah dengan mengutamakan kawasan pusat 
pertumbuhan 

Arah Kebijakan Umum 

Membangun infrastruktur dan sarana prasarana transportasi pada kawasan pusat pertumbuhan 
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Arah Kebijakan Pembangunan  

Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup  

Arah Kebijakan Umum 

Peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 

 

Arah Kebijakan Pembangunan  

Peningkatan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan 

 

Arah Kebijakan Umum 

Peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan tata ruang dan pertanahan 

 

Arah Kebijakan Pembangunan  

Peningkatan Mitigasi Bencana dan Peningkatan Pelayanan Tanggap Darurat Bencana 

Arah Kebijakan Umum 

Peningkatan peran masyarakat dalam penanganan bencana 
 

Selanjutnya dari masing-masing strategi pembangunan dirumuskan menjadi 

program pembangunan. Adapun Program Pemerintah Daerah untuk mewujudkan 

indikator sasaran daerah adalah : 

1. Program Wajib Belajar 12 Tahun dan Implementasi Pendidikan Karakter). 

2. Program Peningkatan Prestasi Olah Raga dan Kapasitas Pemuda. 

3. Program Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat. 

4. Program Pelestarian, Penciptaan Kreasi dan Peningkatan Aktifitas Budaya. 

5. Program Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Guna Meningkatkan Pendapatan. 

Masyarakat, Menurunkan Pengangguran dan Kemiskinan Dengan Semangat Bela 

Beli Kulon Progo. 

6. Program Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan  Yang Akuntabel dan Transparan 

7. Program Peningkatan Ketertiban Masyarakat. 

8. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Terutama pada 

Kawasan Pusat Pertumbuhan Dengan Memperhatikan Prinsip Pelestarian 

Lingkungan. 

9. Program Pemanfaatan Sumberdaya Alam Secara Berkelanjutan. 

10. Program Penataan Ruang Wilayah Sinergi dengan Prioritas Nasional dan DIY. 

 

 

 

 



RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017 - 2022 

 

VI - 11 
 

Tabel 6.3. 
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif 

Kabupaten Kulon Progo 
 

Misi/Tujuan/ 
Sasaran 
Program 

Pembangunan 
Daerah 

Indikator 
Kinerja 

Satuan Kondisi 
Kinerja 
Awal 

RPJMD 
(2016) 

Transisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan  

Kondisi Kinerja pada 
Akhir Piriode RPJMD 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Misi : Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya   

Tujuan : Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas   

Sasaran : Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat    

Program Wajib 
Belajar 12 
Tahun dan 
Implementasi 
Pendidikan 
Karakter 

Rata-rata 
Lama 
Sekolah 

tahun 8,5 8,56 92.713,35 8,65 98.650,15 8,73 41.558,74 8,80 40.041,85 8,88 43.299,33 8,96 52.164,50 8,96 368.427,91 Dinas 
Pendidikan 
Pemuda dan 
Olah Raga, 
Dinas 
Perpustakaan 
dan 
Kearsipan 

  Harapan 
Lama 
Sekolah 

tahun 13,97 14,01 14,25 14,49 14,73 14,79 15,21 15,21 

  

Angka 
Melek 
Huruf 

% 95,7 96,62 97,48 98,33 99,19 100 100 100 

  
    

                                

Sasaran: Meningkatnya prestasi generasi muda   

Peningkatan 
Prestasi Olah 
Raga dan 
Kapasitas 
pemuda 

Cakupan 
prestasi 
generasi 
muda 

% 25,13 25,33 1.417,99 31,70 1.159,00 38,07 875,16 44,45 843,22 50,82 911,81 57,22 1.098,50 57,22 6.305,68 Dinas 
Pendidikan 
Pemuda dan 
Olah Raga 

  
    

                                

Sasaran : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 
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Misi/Tujuan/ 
Sasaran 
Program 

Pembangunan 
Daerah 

Indikator 
Kinerja 

Satuan Kondisi 
Kinerja 
Awal 

RPJMD 
(2016) 

Transisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan  

Kondisi Kinerja pada 
Akhir Piriode RPJMD 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) 

Peningkatan 
Derajat 
Kesehatan 
Masyarakat 

Angka 
Harapan 
Hidup 

tahun 75,03 75,03 197.233,81 75,03 302.209,28 75,04 243.706,61 75,04 218.167,83 75,04 181.788,39 75,05 224.074,34 75,05 1.367.180,2
5 

Dinas 
Kesehatan, 
RSUD Wates, 
RSUD Nyi 
Ageng 
Serang, Dinas 
Pemberdaya
an 
Masyarakat 
dan 
Pengendalian 
Penduduk 
Keluarga 
Berencana  

  Angka 
Kematian 
Ibu 

per 
100.000 
kelahiran 
hidup 

136,8 56,26 55,8 55,35 54,92 54,74 54,55 54,55 

  Angka 
Kematian 
Bayi 

per 1000 
kelahiran 
hidup 

9,59 8,86 8,79 8,52 8,46 7,84 7,5 7,5 

Sasaran : Meningkatnya pelestarian pengembangan budaya   

Pelestarian, 
penciptaan 
kreasi dan 
peningkatan 
aktifitas 
Budaya 

Capaian 
Pelestarian 
dan  
Pengemban
gan Budaya 
daerah 

% 71,11  72,41 868,63 73,55 1.773,45 74,66 1.339,14 75,75 1.290,26 76,82 1.395,22 77,87 1.680,88 77,87 8.347,58 Dinas 
Kebudayaan 

                                      

Misi : Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan   

Tujuan : Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi   

  

Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Masyarakat   

Program 
Pengembangan  
potensi 
ekonomi lokal 
guna 
meningkatkan 

Pendapata
n perkapita 
penduduk 

juta 
rupiah 

15,84  16,39 70.641,33 16,87 45.942,72 17,39 32.153,93 17,9 33.169,18 18,41 27.959,64 18,92 33.684,13 18,92 243.550,92 Dinas 
Koperasi 
Usaha Kecil 
dan 
Menengah, 
Dinas 
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Misi/Tujuan/ 
Sasaran 
Program 

Pembangunan 
Daerah 

Indikator 
Kinerja 

Satuan Kondisi 
Kinerja 
Awal 

RPJMD 
(2016) 

Transisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan  

Kondisi Kinerja pada 
Akhir Piriode RPJMD 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) 

pendapatan 
masyarakat , 
menurunkan  
pengangguran 
dan kemiskinan 
dengan 
semangat Bela 
Beli Kulon 
Progo 

Perdagangan, 
Dinas 
Pariwisata, 
Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu, 
Dinas 
Nakertrans, 
Dinas Sosial 
Pemberdaya
an 
Perempuan 
dan 
Perlindungan 
Anak, Dinas 
Pemberdaya
an 
Masyarakat 
dan 
Pengendalian 
Penduduk 
Keluarga 
Berencana, 
Dinas 
Pertanian 
dan Pangan, 
Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan 

  Angka 
Penganggur
an Tebuka 

Nilai 3,47 3,2 3,05 2,9 2,75 2,5 2,25 2,25 

                                      

Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram 
  

Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan 
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Misi/Tujuan/ 
Sasaran 
Program 

Pembangunan 
Daerah 

Indikator 
Kinerja 

Satuan Kondisi 
Kinerja 
Awal 

RPJMD 
(2016) 

Transisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan  

Kondisi Kinerja pada 
Akhir Piriode RPJMD 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) 

Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan  dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel 
  

Program sistem 
penyelenggaraa
n 
pemerintahan  
yang akuntabel 
dan transparan 

Nilai 
akuntabilita
s kinerja 
pemerintah 
daerah 
(AKIP) 

Nilai BB BB 90.335,73 BB 90.672,42 BB 71.884,18 BB 67.089,32 A 80.983,75 A 87.111,45 A 488.841,43 Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informasi, 
Bappeda, 
Badan 
Kepegawaian 
Pendidikan 
dan 
Pelatihan, 
Inspektorat 
Daerah, 
Badan 
Keuangan 
dan Aset 
Daerah, 
Sekretariat 
Dewan, 
Sekretariat 
Daerah, 
Dinas 
Perpustakaan 
dan 
Kearsipan, 
Dinas 
Kependuduk
an dan 
Pencatatan 
Sipil,  Dinas 
Pemberdaya
an 
Masyarakat 
dan 
Pengendalian 

  Akuntabilit
as 
Pengelolaa
n Keuangan 
Daerah  

Opini 
BPK 

WTP WTP   WTP 

  

WTP 

  

WTP WTP WTP WTP 

  Nilai Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM)  

Nilai 77 77,15   77,65   78,15   78,65 79,35 79,65 79,65 
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Misi/Tujuan/ 
Sasaran 
Program 

Pembangunan 
Daerah 

Indikator 
Kinerja 

Satuan Kondisi 
Kinerja 
Awal 

RPJMD 
(2016) 

Transisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan  

Kondisi Kinerja pada 
Akhir Piriode RPJMD 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) 

Penduduk 
Keluarga 
Berencana 

  
                                    

Tujuan : Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan 
  

sasaran : Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif 
  

Program 
Peningkatan 
Ketertiban 
Masyarakat 

Cakupan 
penegakan 
peraturan 
daerah dan 
penangana
n konflik 
sosial 

% 75,70 76,89 2.744,19 78,94 2.683,86 80,00 2.425,89 82,14 1.952,61 86,67 2.111,50 87,50 2.543,82 87,50 14.461,78 Kantor 
Kesbangpol, 
Satuan Polisi 
Pamong 
Praja 

                                      

Misi : Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas 
  

Tujuan : Terwujudnya pembangunan kawasan berkelanjutan 
  

Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah 
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Misi/Tujuan/ 
Sasaran 
Program 

Pembangunan 
Daerah 

Indikator 
Kinerja 

Satuan Kondisi 
Kinerja 
Awal 

RPJMD 
(2016) 

Transisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan  

Kondisi Kinerja pada 
Akhir Piriode RPJMD 

Perangkat 
Daerah 

Penanggung 
Jawab 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) 

Program 
Peningkatan 
kuantitas dan 
kualitas 
infrastruktur 
wilayah 
terutama pada 
kawasan pusat 
pertumbuhan 
dengan 
memperhatika
n prinsip 
pelestarian 
lingkungan 

Indeks 
Pembangu
nan 
Infrastruktu
r 

Nilai 66,37 67,57 177.910,26 68,43 159.045,84 70,67 136.900,57 71,07 148.391,77 73,77 137.792,92 74,79 129.744,46 74,79 889.599,91 Dinas 
Pekerjaan 
Umum 
Perumahan 
dan Kawasan 
Permukiman, 
Dinas 
Perhubungan 

Sasaran : Meningkatnya  kualitas lingkungan hidup 
  

Program 
Pemanfaatan 
sumberdaya 
alam secara 
berkelanjutan 

Indeks 
Kualitas 
Lingkungan 
Hidup 
(IKLH) 

Nilai 62,77 62,90 16.766,53 63,04 3.530,91 63,31 2.026,62 63,58 2.452,65 63,84 2.111,50 64,11 2.543,82 64,11 29.432,04 Dinas 
Lingkungan 
Hidup, Badan 
Penanggulan
gan Bencana 

      
                            

    

Program 
Penataan 
Ruang Wilayah 
Sinergi dengan 
prioritas 
nasional dan 
DIY 

Presentase 
Kesesuaian 
Ruang 

% 75,65 87,24 3.718,97 87,33 3.393,71 87,41 2.562,59 87,50 2.469,06 87,59 2.669,92 87,68 3.216,56 87,68 18.030,83 Dinas 
Pertanahan 
dan Tata 
Ruang 

Sumber : Bappeda Kabupaten Kulon Progo, 2017
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RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 – 2022 dilaksanakan dalam setiap 

tahun perencanaan dengan arahan prioritas tema tahunan sebagai berikut: 

 

Gambar 6.1. 

Indikasi Prioritas Tema Perencanaan Tahunan Kabupaten Kulon Progo 2017 - 2022 

 
Dengan tema pembangunan tiap tahun tersebut pembangunan di Kulon Progo 

mengarah pada konsep pembangunan yang holistik, integratif dan spasial dengan 

memprioritaskan pada pembangunan kawasan pusat pertumbuhan sesuai dengan 

potensi unggulan di masing-masing kawasan tanpa meninggalkan pembangunan di 

kawasan yang lain dalam rangka tetap mengimplementasikan prinsip pemerataan 

pembangunan. Dengan konsep dan prinsip tersebut dengan memperhitungkan 

kemampuan keuangan daerah dan dukungan keuangan dari pihak lain dalam 

membangun kawasan secara terintegrasi dilakukan secara bertahap sesuai tema tersebut 

di atas. 

 

Tahun 2018 :  

Membangun kawasan dengan menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur dalam 

arti luas untuk mendorong pengembangan sektor-sektor yang lain dalam kawasan 

tersebut. Dan tema ini berlanjut sampai dengan kawasan mampu tumbuh secara mandiri 

yang diharapkan untuk beberapa kawasan selesai akhir RPJMD. 

2018 

Memacu 
pembangunan 
infrastruktur pada 
kawasan pusat 
pertumbuhan 
dalam rangka 
peningkatan 
perekonomian 
daerah 

2019 

Meningkatkan 
kualitas SDM yang 
berkarakter dan 
berbudaya untuk 
mendorong 
pemanfaatan 
kawasan pusat 
pertumbuhan 
dalam rangka 
peningkatan 
perekonomian 
daerah 

2020 

Meningkatkan 
kualitas SDM yang 
berkarakter dan 
berbudaya untuk 
mendorong 
pengembangan 
kawasan pusat 
pertumbuhan 
dalam rangka 
peningkatan 
perekonomian 
daerah 

2021 

Meningkatkan 
kualitas SDM yang 
berkarakter dan 
berbudaya untuk 
memantapkan 
kawasan pusat 
pertumbuhan 
dalam rangka 
peningkatan 
perekonomian 
daerah 

2022 

Meningkatkan 
kualitas SDM yang 
berkarakter dan 
berbudaya untuk 
mengoptimalkan 
kawasan pusat 
pertumbuhan 
dalam rangka 
peningkatan 
perekonomian 
daerah 
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Tahun 2019 :  

Pembangunan kawasan diarahkan meningkatkan manfaat potensi yang ada dari aspek 

ekonomi  dengan tetap mengutamakan dukungan pembangunan sumberdaya manusia 

yang berlandaskan nilai-nilai budaya keistimewaan Yogyakarta.  

 

Tahun 2020 :  

Tahapan pembangunan diarahkan untuk mengembangkan  pembangunan kawasan yang 

lain dengan tetap melanjutkan tahapan sebelumnya dengan lebih diarahkan pada 

pengembangan fungsi kawasan, dengan tetap mengutamakan dukungan pembangunan 

sumberdaya manusia yang berlandaskan nilai-nilai budaya keistimewaan Yogyakarta.  

 

Tahun 2021:  

Pembangunan lebih diarahkan untuk memantapkan kawasan yang sudah terbangun 

dengan tetap mengutamakan dukungan pembangunan sumberdaya manusia yang 

berlandaskan nilai-nilai budaya keistimewaan Yogyakarta. Pada tahapan ini 

pembangunan kawasan diarahkan untuk lebih  mengutamakan penataan sistem 

pengelolaan kawasan. 

 

Tahun 2022:  

Pembangunan lebih diarahkan untuk mengoptimalkan kawasan yang sudah terbangun 

dengan tetap mengutamakan dukungan pembangunan sumberdaya manusia yang 

berlandaskan nilai-nilai budaya keistimewaan Yogyakarta. Pada tahapan ini semua 

potensi pada kawasan pusat pertumbuhan diharapkan sudah dimanfaatkan secara 

optimal dan mampu memberikan tambahan pendapatan yang signifikan bagi masyarakat 

dan daerah. 

 

Tahapan pembangunan 5 tahunan selalu dilakukan secara terintegrasi 

dengan pembangunan sumber daya manusia, dikandung maksud agar pembangunan 

kawasan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal dan berorientasi pada prinsip 

kelestarian lingkungan hidup. 
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BAB VII 

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN  

PROGRAM PERANGKAT DAERAH    

 

Kerangka pendanaan pembangunan daerah  merupakan kapasitas kemampuan 

riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan 

jangka menengah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kapasitas kemampuan riil adalah total 

penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan 

pengeluaran yang wajib dan mengikat.  

Pada periode RPJMD tahun 2017-2022 diasumsikan  bahwa pengeluaran belanja 

daerah dari pengeluaran wajib dan mengikat yang cenderung meningkat dan tidak disertai 

dengan adanya peningkatan pendapatan daerah yang signifikan, sehingga kapasitas riil 

kemampuan keuangan daerah yang dialokasikan untuk pembangunan daerah selama 

periode RPJMD diprediksi cenderung turun. Kemampuan riil keuangan daerah pada 

tahun 2017 sebesar Rp636.340.259.711,00 menjadi Rp500.929.446.256,76 pada tahun 

2022. Adapun menurunnya kemampuan riil keuangan disebabkan karena mulai tahun 

2019-2022 belum memasukkan komponen DAK dan adanya rencana penambahan 

penyertaan modal pada Bank BPD DIY. 

Belanja daerah dibedakan menjadi belanja tidak langsung langsung dan belanja 

langsung.  

1) Belanja Tidak Langsung 

Belanja tidak langsung sangat fluktuatif dimana pada tahun 2017-2019 mengalami 

penurunan sedangkan mulai tahun 2021-2022 mengalami kenaikan.   

a) Belanja pegawai. 

Anggaran belanja pegawai tersebut selain gaji dan tunjangan PNS daerah, 

meliputi gaji dan tunjangan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD, 

BPOP Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, BPOP DPRD, tunjangan komunikasi 

intensif DPRD, BP PBB, tambahan penghasilan PNS guru dan non guru tamsil 

bahaya radiasi, sertifikasi guru, dan juga sudah termasuk tunjangan 

kesejahteraan pegawai, insentif pajak dan retribusi daerah, iuran jaminan 

kecelakaan, iuran jamiman kematian dan subsidi iuran Askes PNS. Belanja tahun 

2017 sudah termasuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan 

Penghasilan (Tamsil) Guru. Untuk tahun 2018-2022 belum masuk TPG dan 

Tambahan Penghasilan Guru, namun ada prediksi penerimaan CPNS di tahun 

2018 yang akan berpengaruh pada proyeksi. 
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Belanja pegawai pada tahun 2017 sudah memasukkan tunjangan profesi guru 

dan tambahan penghasilan guru PNSD, sedangkan pada tahun 2018 sampai 

dengan tahun 2022 belum termasuk karena merupakan Dana Alokasi Khusus 

non fisik yang tidak boleh dicantumkan sebelum ada Peraturan Presiden. 

b) Belanja Bunga 

Belanja bunga dianggarkan untuk membayar bunga pinjaman RSUD Wates  

c) Belanja Subsidi 

Belanja subsidi tidak dialokasikan. 

d) Belanja Hibah  

Belanja hibah dianggarkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemeritah 

daerah, sehingga dalam hal tersebut mengambil kebijakan memberikan hibah 

kepada instansi semi pemerintah (seperti KONI, PMI, Pramuka, PKK), hibah 

pada sekolah swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat dan hibah ini 

secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya. Belanja Hibah Tahun 2020 

diproyeksikan mengalami kenaikan daripada tahun 2018, karena pada tahun 

2020 Kabupaten Kulon Progo menjadi tuan rumah PORDA (Pekan Olah Raga 

Daerah), sehingga ada hibah ke KONI dalam rangka pelaksanaan PORDA 

tersebut. Belanja hibah di tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan 

karena ada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo. 

e) Belanja Bantuan Sosial 

Belanja bantuan sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk 

uang yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan 

kehidupan sosial dan ekonomimasyarakat, bantuan sosial diberikan kepada 

kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat 

dan jumlahnya dibatasi. Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2017 dalam jangka 

lima tahun besarannya paling tinggi karena adanya belanja RTLH yang dananya 

berasal dari DAK bidang Perumahan dan Permukiman. 

f) Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi  kepada Pemerintah Desa   

Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari kabupaten ke Pemerintah Desa 

dihitung  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

g) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Parpol 

Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Parpol dihitung 

berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran tersebut digunakan 

untuk Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa,  bantuan kepada partai politik dan 

bantuan keuangan ke desa/lembaga untukmempercepat pencapaian tujuan dan 

sasaran daerah. 
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h) Belanja Tak Terduga 

Belanja ini dialokasikan untuk belanja yang sifatnya tidak biasa, tidak bisa 

diprediksikan dan atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan 

bencana alam,  bencana sosial yang tidak diperkirakan . 

 

2) Belanja Langsung 

Belanja Langsung ditujukan untuk  belanja prioritas program/kegiatan pembangunan 

mendukung pencapaian  tujuan dan sasaran daerah.  

Adapun kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2017-2022 tertuang dalam 

tabel berikut. 
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Tabel 7.1 

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo 

Tahun 2017-2022 
 

 
Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

A. KAPASITAS RIIL KEUANGAN 636.340.259.711,00  583.007.361.526,24  396.812.714.555,30  427.533.274.211,83  467.005.851.931,27  500.929.446.256,76  

B. BELANJA       

 1.  BELANJA TIDAK LANGSUNG 847.339.962.069,65  831.670.113.881,33  759.187.467.709,64  788.843.668.277,52  827.807.281.559,61  830.841.905.478,14  

1.1  Belanja Pegawai 626.381.850.126,54  619.007.840.995,33  546.988.758.362,32  566.610.277.739,89  586.439.406.264,12  606.608.654.766,12  

1.2  Belanja Hibah  30.208.075.000,00   29.866.783.507,00   23.207.475.000,00   29.945.650.000,00   45.987.560.050,00   25.422.000.000,00  

1.3  Belanja Bantuan Sosial  27.731.054.400,00   20.738.700.000,00   22.527.435.000,00   23.600.170.000,00   24.672.905.000,00   25.745.640.000,00  

1.4  Belanja Bunga  463.757.840,00   477.109.379,00   315.134.375,00   153.159.375,00   16.011.284,72   -  

1.5  Belanja Bagi Hasil   6.288.916.745,00   6.656.719.000,00   7.156.299.187,62   7.735.405.535,82   8.152.805.397,32   8.655.309.416,06  

1.6  Belanja Bantuan Keuangan  152.750.618.660,00  152.922.961.000,00  153.992.365.784,70  155.799.005.626,81  157.538.593.563,46  159.410.301.295,97  

1.7  Belanja Tidak Terduga  3.515.689.298,11   2.000.000.000,00   5.000.000.000,00   5.000.000.000,00   5.000.000.000,00   5.000.000.000,00  

 C.  BELANJA LANGSUNG 652.932.799.317,00  707.902.344.904,00  534.558.268.131,50  515.024.533.698,96  480.112.142.405,92  536.763.403.633,04  

 

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2017 
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Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Kulon Progo berisi program-

program untuk mencapai visi dan misi jangka menengah dan pemenuhan layanan OPD 

dalam menjalankan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan  Pelayanan 

Dasar, Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan  dengan  Pelayanan Dasar dan 

Urusan Pilihan serta Fungsi Penunjang. Rincian kebutuhan pendanaan dirinci dengan 

pagu indikatif dana yang dibutuhkan dalam pencapaian indikator kinerja program 

(outcomes) yang telah ditetapkan. 

Dalam menyusun perencanaan pendanaan ini berusaha menerapkan  prinsip “ 

money follow program”  sebagaimana arahan  Presiden Republik Indonesia pada sidang 

Kabinet tanggal 10 Februari 2016, bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran 

harus merubah dari paradigma “money follow function” menjadi “money follow program”.  

Hal ini berarti bahwa pengalokasian anggaran atau dana tidak lagi sekedar mengikuti 

fungsi struktur kelembagaan yang ada, tetapi anggaran harus dioptimalkan  untuk  

mendukung  pencapaian  program-program  prioritas yang   terkait   langsung dengan 

pencapaian visi misi dan pelayanan masyarakat. Konsep “money follow function” selama 

ini mengandung kelemahan, anggaran justru diorientasikan untuk membiayai fungsi atau 

organisasi   birokrasi   yang   mahal   untuk   menjalankan   kegiatannya. Akibatnya 

program-program strategis dan prioritas belum mendapatkan porsi anggaran yang 

memadai sebagai program unggulan daerah. 

 Ada beberapa kendala yang menyebabkan penyusunan pagu indikatif tidak bisa 

secara ideal dilakukan, sehingga konsep “money follow program” belum mampu 

diaplikasikan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain : 

1)  Banyaknya kewajiban dari Pemerintah Pusat yang harus dipenuhi oleh daerah 

dalam bentuk belanja wajib dan diarahkan, seperti : pemenuhan kewajiban 

alokasi dana untuk bidang pendidikan minimal 20%, bidang kesehatan 10%, 

Alokasi Dana Desa (ADD) minimal 10% dari Total dana perimbangan dikurangi 

Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana transfer wajib digunakan untuk belanja 

modal minimum 20 persen  dan  dana bagi hasil yang peruntukannya sebagian 

besar sudah ditentukan.  Kondisi tersebut menyebabkan sangat terbatasnya 

potensi dana yang bisa diarahkan secara ideal untuk mendanai program-

program prioritas daerah. 

2) Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu potensi dana yang 

besarannya cukup signifikan untuk mendanai program-program pembangunan 

di daerah akan tetapi besarannya belum dapat dimasukkan dalam proyeksi 

pendapatan dan kerangka pendanaan APBD sebelum ada aturan yang 

ditetapkan dan dipublikasikan serta dalam melaksanakan  harus sesuai 



RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017 - 2022 

 

VII - 6 
 

dengan petunjuk dari Pemerintah, sehingga dengan kondisi tersebut daerah 

tidak leluasa dalam penggunaannya untuk mendanai program prioritas daerah. 

3) Potensi dana yang bisa cukup leluasa diarahkan untuk pendanaan program 

prioritas bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun jumlahnya 

tidak terlalu signifikan untuk mendesain pagu indikatif secara ideal. PAD 

Kabupaten Kulon Progo hingga tahun 2017 hanya berkontribusi sebesar  13,87  

persen dari total pendapatan daerah.  

Namun demikian penyusunan pagu indikatif tersebut tetap diupayakan mengacu 

ketentuan yang ada, namun karena berbagai keterbatasan   tersebut   ada   beberapa   

kebijakan   daerah   yang   harus dilakukan  untuk  mensikapinya  sehingga  diperoleh  

solusi  yang  lebih realistis dan rasional. Secara umum beberapa pertimbangan yang 

dipergunakan sebagai penghitung pagu indikatif antara lain : pemenuhan kewajiban 

belanja wajib mengikat, prioritas-prioritas daerah terkait pencapaian visi misi jangka 

menengah, belanja untuk membiayai urusan wajib bersifat pelayanan dasar, dan belanja-

belanja prioritas yang sifatnya mendukung pencapaian kinerja daerah. 

Program-program telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif 

selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, 

termasuk dalam menjabarkan kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaan. 

Pencapaian kinerja kepala daerah yang bersifat dampak (impacts) merupakan 

agregasi program yang dilaksanakan juga didukung program/kegiatan yang bersumber 

dari APBD DIY, APBN, Dana Desa, Swasta ,Masyarakat  dan sumber dana lainnya yang 

tidak mengikat.  Mengingat kemampuan kemampuan daerah dalam membiayai program 

pembangunan tersebut sangat terbatas maka dalam  Bab VIII ini matrik yang ditampilkan 

bersumber dari APBD Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan kemampuan keuangan 

daerah sebagaimana yang tercantum dalam Bab III dan  program program yang 

direncanakan pembiayaanya dengan pihak lain. Adapun Program pembangunan yang 

direncanakan disertai pendanaan pembangunan dengan sumber dana APBD Kabupaten 

sebagai berikut. 
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Tabel 7.2 
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kulon Progo 

 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator/ Kinerja 
Program/ Outcome 

Tahun 
Awal 

Tahun 
2016 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

OPD  Tahun 2017 
(Transisi) 

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir Periode 
RPJMD 

Capaian  target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) 
  

BELANJA WAJIB  

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

Pendidikan 

Program 
Pendidikan Anak 
Usia Dini dan 
Pendidikan Non 
Formal 

Cakupan pembinaan 
pendidikan anak usia 
dini dan pendidikan 
non formal 

17,83 36,53 2640,03 37,94 2275,41 38,31 1513,53 39,35 1458,29 40,61 1576,92 41,76 1899,79 41,76 11363,97 Dinas 
Pendidikan 
Pemuda dan 
Olahraga 

Program 
Pembinaan 
Sekolah Dasar 

Cakupan pembinaan 
sekolah dasar 

63,55 59,35 47929,84 59,89 51294,91 60,43 18519,69 60,98 17843,72 61,52 19295,34 62,06 23245,90 62,06 178129,40 Dinas 
Pendidikan 
Pemuda dan 
Olahraga 

Program 
Pembinaan 
Sekolah 
Menengah 
Pertama 

Cakupan pembinaan 
sekolah menengah 
pertama 

78,88 86,36 28410,53 87,66 30953,89 88,96 10859,02 90,26 10462,67 91,56 11313,83 92,86 13630,24 92,86 105630,17 Dinas 
Pendidikan 
Pemuda dan 
Olahraga 

Program 
Pembinaan 
Ketenagaan 

Indeks peningkatan 
kapasitas  ketenagaan 

36,59 39,09 11759,34 41,19 12584,89 43,23 9502,85 45,18 9156,00 47,72 9900,86 49,38 11927,97 49,38 64831,90 Dinas 
Pendidikan 
Pemuda dan 
Olahraga 

Kesehatan 

Program 
Peningkatan  
Kesehatan 
Masyarakat 

Indeks Kesehatan 
Masyarakat 

57,03 58,35 1948,58 64,4 3276,79 67,16 688,04 69,93 662,93 72,7 716,86 74,8 863,63 74,8 8156,81 Dinas 
Kesehatan 

Program 
Pencegahan dan 
Pengendalian 
Penyakit  

Indeks Pencegahan 
dan Pengendalian 
Penyakit  

41,11 53,43 732,08 61,62 1008,21 69,94 549,87 78,19 529,80 82,45 572,90 86,56 690,20 86,56 4083,06 Dinas 
Kesehatan 

Program 
Peningkatan 
Pelayanan 
Kesehatan 

Cakupan Pelayanan 
Kesehatan 

63,15 77,04 60088,05 84,38 56799,03 91,17 34709,61 97,97 33515,71 99,46 34079,57 100,00 41057,07 100,00 260249,05 Dinas 
Kesehatan 
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Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator/ Kinerja 
Program/ Outcome 

Tahun 
Awal 

Tahun 
2016 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

OPD  Tahun 2017 
(Transisi) 

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir Periode 
RPJMD 

Capaian  target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) 
  

Program 
Peningkatan 
Sumber Daya 
Kesehatan 

Indeks Sumber Daya 
Kesehatan 

76,61 78,89 18103,64 79,98 12171,96 81,07 9191,05 82,85 8855,58 87,01 9576,00 89,52 11536,60 89,52 69434,83 Dinas 
Kesehatan 

                                    

Program 
Peningkatan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Rujukan RSUD 
Wates 

Cakupan Mutu 
Pelayanan dan 
Manfaat 

92,5 93,13 97728,83 93,13 209618,54 93,75 185724,96 93,75 160054,00 94,38 120063,00 94,38 150000,00 94,38 923189,33 RSUD Wates 

                                    

Program 
Peningkatan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Rujukan RSUD 
Nyi Ageng Serang 

Cakupan Mutu 
Pelayanan dan 
Manfaat 

79,13 80,38 16793,74 81,25 15928,40 81,88 12462,68 82,5 14183,30 83,13 16383,72 83,75 19449,35 83,75 95201,19 RSUD Nyi 
Ageng Serang 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Program 
Pembangunan 
dan Rehabilitasi/ 
Pemeliharaan 
Jalan dan 
Jembatan 

Capaian panjang jalan 
kabupaten dalam 
kondisi baik 

73,26 74,63 100292,78 76,36 106697,05 78,04 91700,09 79,64 102583,46 81,15 100973,54 82,59 85386,14 82,59 587633,06 DPUPKP 

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Kebinamargaan 

Capaian uji 
laboratorium dan alat 
berat 

74,12 78,57 1447,16 81,25 288,61 81,25 217,93 81,25 209,98 81,25 227,06 81,25 273,55 81,25 2664,28 DPUPKP 

Program 
Pengembangan, 
Pengelolaan dan 
Konservasi 
Sumber Daya Air 

Indeks ketersediaan 
air baku, peningkatan 
pelayanan irigasi, dan 
drainase pengairan 
dalam kondisi baik 

78,45 79,64 27510,93 80,87 19776,94 82,11 15645,80 83,30 14145,54 84,52 11360,27 85,56 13686,19 85,56 102125,67 DPUPKP 

Program 
Pembangunan 
dan Rehabilitasi 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung kantor 
dan Bangunan 
Umum 

Cakupan sarana 
prasarana gedung 
kantor dalam kondisi 
baik 

72,92 73,08 2241,53 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 2241,53 DPUPKP 
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Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator/ Kinerja 
Program/ Outcome 

Tahun 
Awal 

Tahun 
2016 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

OPD  Tahun 2017 
(Transisi) 

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir Periode 
RPJMD 

Capaian  target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) 
  

Program 
Pembinaan dan 
Pengendalian 
Jasa Konstruksi 

Cakupan peningkatan 
kualitas jasa konstruksi 

70,34 74,58 213,22 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 213,22 

DPUPKP 

Program 
Pembangunan 
dan Rehabilitasi 
Sarana Prasarana 
Perkotaan dan 
Perkantoran 

Cakupan sarana 
prasarana perkotaan 
dan perkantoran dalam 
kondisi baik 

81,77 82,48 ,00 83,81 17453,59 84,51 13179,21 85,56 12698,17 87,21 13731,19 87,93 16542,53 87,93 73604,69 DPUPKP 

Program 
Pengelolaan 
Kebersihan dan 
Pertamanan 

Cakupan taman dalam 
kondisi baik, layanan 
persampahan 

62,45 67,45 4465,96 68,14 3250,00 68,26 2454,07 67,75 5364,50 72,79 2556,86 80,83 3080,35 80,83 21171,75 DPUPKP 

Program 
Pembangunan, 
Pengembangan, 
Sarana Prasarana 
Air Minum dan 
Sanitasi 

Cakupan layanan air 
bersih dan air limbah 

66,48 66,80 1379,31 67,29 967,41 67,66 2730,49 67,84 2703,83 67,93 761,09 67,94 916,91 67,94 9459,03 DPUPKP 

Program 
Pembinaan Tata 
Ruang 

Cakupan pembinaan 
tata ruang 

n.a. 8,00 26,86 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 26,86 Dinas 
Pertanahan 
dan Tata 
Ruang 

Program 
Pelaksanaan Tata 
Ruang 

Cakupan 
pengendalian tata 
ruang 

n.a. 78,79 231,20 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 231,20 Dinas 
Pertanahan 
dan Tata 
Ruang 

Program 
Pengelolaan 
Database dan 
Sistem Informasi 
Tata Ruang 

Cakupan pengelolaan 
database dan sistem 
informasi tata ruang 

n.a. 3,00 85,13 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 85,13 Dinas 
Pertanahan 
dan Tata 
Ruang 

Program 
Perencanaan 
Penataan Ruang 

Cakupan perencanaan 
penataan ruang 

n.a. 28,13 1488,88 33,7 906,41 74,68 684,43 81,95 659,45 91,71 713,10 94,57 859,10 94,57 5311,36 Dinas 
Pertanahan 
dan Tata 
Ruang 

Program 
Pengendalian dan 
Pemanfaatan 
Penataan Ruang  

Cakupan pelaksanaan 
penataan ruang 

n.a. 79,17 ,00 85,42 288,98 89,58 218,21 93,75 210,25 95,83 227,35 100,00 273,90 100,00 1218,69 Dinas 
Pertanahan 
dan Tata 
Ruang 
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Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator/ Kinerja 
Program/ Outcome 

Tahun 
Awal 

Tahun 
2016 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

OPD  Tahun 2017 
(Transisi) 

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir Periode 
RPJMD 

Capaian  target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) 
  

 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Program 
Pengembangan 
Lingkungan 
Perumahan dan 
Permukiman 
Sehat 

Cakupan 
pengembangan 
lingkungan perumahan 
dan permukiman sehat 

40,97 41,94 33373,37 42,01 3889,94 42,15 3777,97 42,22 3676,57 42,36 2894,32 42,43 3486,90 42,43 51099,07 DPUPKP 

Program 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Perkotaan 

Capaian peningkatan 
infrastruktur perkotaan 

58,95 100,00 185,41 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 185,41 DPUPKP 

Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 

Program 
Peningkatan 
Wawasan 
Kebangsaan dan 
Politik Masyarakat 

Capaian peningkatan 
wawasan kebangsaan 
dan politik masyarakat 

62,29 63,62 1212,46 82,22 1283,14 82,22 968,90 81,33 933,54 81,33 1009,48 80,51 1216,16 80,51 6623,68 Kantor 
Kesatuan 
Bangsa dan 
Politik 

Program 
Peningkatan 
Ketenteraman 
dan Ketertiban 
Umum 

Cakupan peningkatan 
ketentraman dan 
ketertiban umum  

67,29 85,99 1531,72 86,83 769,23 92,68 980,14 93,35 559,64 98,42 605,17 99,46 729,07 99,46 5174,98 Satuan Polisi 
Pamong Praja 

Program 
Peningkatan 
Penegakan 
Peraturan Daerah 

Capaian peningkatan 
penegakan peraturan 
daerah 

100,00 77,78 ,00 100,00 631,50 100,00 476,84 100,00 459,44 100,00 496,81 100,00 598,53 100,00 2663,12 Satuan Polisi 
Pamong Praja 

Program 
Penanggulangan 
Bencana 

Cakupan 
penanggulangan 
bencana 

65,48 65,88 14899,74 66,87 1021,00 70,17 770,96 73,17 742,82 76,73 803,25 83,3 967,71 83,3 19205,48 BPBD 

Sosial                                   

Program 
Perlindungan dan 
Pemberdayaan 
Sosial 

Capaian Perlindungan 
dan Pemberdayaan  
Sosial  

38,01 65,19 2458,35   ,00 0,00 ,00 0,00 ,00   ,00 0,00 ,00 0,00 2458,35 Dinas Sosial 
PPPA 

Program 
Perlindungan 
Sosial 

Indeks Perlindungan 
Sosial 

45,15 52,98 ,00 52,98 1226,78 53,90 1426,34 54,42 1392,53 54,91 965,14 55,68 1162,75 55,68 6173,55 Dinas Sosial 
PPPA 
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Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator/ Kinerja 
Program/ Outcome 

Tahun 
Awal 

Tahun 
2016 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

OPD  Tahun 2017 
(Transisi) 

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir Periode 
RPJMD 

Capaian  target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) 
  

Program 
Pemberdayaan 
Sosial 

Indeks Pemberdayaan  
Sosial 

16,06 37,52 ,00 39,29 825,28 40,08 2123,17 41,01 2100,43 41,71 649,27 42,41 782,20 42,41 6480,36 Dinas Sosial 
PPPA 

TIDAK BERKAITAN DENGAN  PELAYANAN DASAR 

Tenaga Kerja 

Program 
Pengembangan 
dan Pelatihan 
Tenaga Kerja 

Cakupan penempatan 
dan pengembangan 
kompetensi tenaga 
kerja 

64,57 71,56 2083,24 72,10 2698,72 72,45 2037,80 72,89 1963,42 73,06 2123,15 73,61 2557,85 73,61 13464,19 Dinas Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 

Program 
Perlindungan 
Ketenagakerjaan 

Cakupan perlindungan 
ketenagakerjaan 

63,66 57,81 163,25 67,33 163,25 68,09 123,27 69,2 118,77 71,09 128,43 72,21 154,73 72,21 851,70 Dinas Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Program 
Kesetaraan 
Gender dan 
Peningkatan 
kualitas Hidup 
dan perlindungan 
Perempuan dan 
anak 

Cakupan Perlindungan 
Perempuan dan Anak 

47,31 65,19 1059,65 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 1059,65 Dinas Sosial 
PPPA 

Program 
peningkatan 
pemberdayaan 
perempuan dan 
pengarusutamaan 
gender 

Cakupan 
pemberdayaan 
perempuan dan 
pengarusutamaan 
gender 

67,17 68,19 ,00 82,34 242,00 83,93  182,73 85,51  176,06 87,10  190,39 89,20  229,37 89,20  1020,55 Dinas Sosial 
PPPA 

Program 
Peningkatan 
Perlindungan 
Perempuan dan 
Anak 

Cakupan Perlindungan 
Perempuan dan Anak 

66,66 66,65 ,00 77,76 508,00 83,31 383,59 88,87 369,59 94,42 399,66 99,97 481,48 99,97 2142,32 Dinas Sosial 
PPPA 

Pangan  

Program 
Peningkatan 
Ketahanan 
Pangan Daerah 

Cakupan upaya 
diversifikasi pangan 

75,73 76,05 1208,42 76,94 558,42 77,83 421,66 78,87 406,27 79,6 439,32 80,81 529,27 80,81 3563,36 Dinas 
Pertanian dan 
Pangan 
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Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator/ Kinerja 
Program/ Outcome 

Tahun 
Awal 

Tahun 
2016 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

OPD  Tahun 2017 
(Transisi) 

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir Periode 
RPJMD 

Capaian  target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) 
  

Program 
Pemberdayaan 
Penyuluhan  

Cakupan peningkatan 
pemberdayaan 
kelompok tani 

72,78 72,93 736,91 73,94 603,27 75,96 455,53 78,59 438,90 81,83 474,61 85,07 571,78 85,07 3281,00 Dinas 
Pertanian dan 
Pangan 

Pertanahan 

Program 
Penataan 
Penguasaan 
Pemilikan 
Penggunaan dan 
Pemanfaatan 
Tanah 

Cakupan penataan 
penguasaan pemilikan 
penggunaan dan 
pemanfaatan tanah 

n.a. 50,76 1829,12 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 1829,12 Dinas 
Pertanahan 
dan Tata 
Ruang 

Program 
Pengelolaan 
Database dan 
Sistem Informasi 
Pertanahan 

Cakupan pengelolaan 
database dan sistem 
informasi pertanahan 

n.a. 39,46 57,78 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 57,78 Dinas 
Pertanahan 
dan Tata 
Ruang 

Program 
Pengelolaan 
Pertanahan 

Cakupan pengelolaan 
penggunaan dan 
pemanfaatan tanah  

n.a. 79,89 ,00 80,19 2198,32 80,48 1659,95 80,77 1599,36 81,06 1729,48 81,36 2083,57 81,36 9270,68 Dinas 
Pertanahan 
dan Tata 
Ruang 

Lingkungan Hidup 

Program 
Pengelolaan dan 
Konservasi 
lingkungan hidup 

Cakupan pengelolaan 
dan konservasi 
lingkungan hidup 

46,79 47,38 744,59 51,4 680,16 55,02 513,59 58,24 744,84 59,43 535,10 60,63 644,65 60,63 3862,93 Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

Program 
Penaatan dan 
Pengendalian 
Pencemaran  

Cakupan peningkatan 
penaatan dan 
pengendalian 
pencemaran 

58,93 63,82 1122,20 63,92 1829,75 63,99 742,08 64,04 964,99 64,09 773,16 64,66 931,46 64,66 6363,64 Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Program 
Penataan 
Administrasi 
Kependudukan 

Capaian Penataan 
Administrasi 
Kependudukan 

98,17 100,00 2020,45 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 2020,45 Dinas 
Kependudukan 
dan Catatan 
Sipil 

Program 
Administrasi 
Pencatatan Sipil 

Capaian Administrasi 
Pencatatan Sipil 

n.a. 71,45 571,37 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 571,37 Dinas 
Kependudukan 
dan Catatan 
Sipil 



RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017 - 2022 

 

VII - 13 
 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator/ Kinerja 
Program/ Outcome 

Tahun 
Awal 

Tahun 
2016 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

OPD  Tahun 2017 
(Transisi) 

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir Periode 
RPJMD 

Capaian  target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) 
  

Program 
Pelayanan 
Pendaftaran 
Penduduk 

Cakupan Pelayanan 
Administrasi 
Kependudukan 

100,00 100,00 ,00 100,00 869,89 100,00 391,56 100,00 377,27 100,00 407,96 100,00 491,49 100,00 2538,18 Dinas 
Kependudukan 
dan 
Pencatatan 
Sipil 

Program 
Pelayanan 
Pencatatan Sipil 

Cakupan Pelayanan 
Pencatatan Sipil 

70,23 95,49 ,00 95,80 475,08 96,08 131,73 96,36 126,92 96,65 137,24 96,94 165,34 96,94 1036,31 Dinas 
Kependudukan 
dan 
Pencatatan 
Sipil 

Program 
Pengelolan 
Informasi 
Administrasi 
Kependudukan 

Cakupan Pengelolaan 
Informasi Administrasi 
Kependudukan 

100,00 100,00 ,00 100,00 861,09 100,00 338,10 100,00 325,76 100,00 352,26 100,00 424,39 100,00 2301,61 Dinas 
Kependudukan 
dan 
Pencatatan 
Sipil 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Program 
Penguatan 
Kelembagaan dan 
Peningkatan 
Partisipasi 
Masyarakat  

Cakupan Penguatan 
Kelembagaan dan 
Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat  

40,47 45,17 639,26 52,21 659,26 58,34 497,81 61,44 479,64 63,84 518,66 67,35 624,85 67,35 3419,47 Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
Desa 
Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana 

Program  
Peningkatan 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
desa  

Cakupan Peningkatan 
penyelenggaraan 
pemerintahan desa 

40,59 41,65 390,91 75,56 1797,77 80,26 1357,50 83,16 1307,95 85,51 7794,35 80,00 1703,93 80,00 14352,40 Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
Desa 
Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Program Keluarga 
Berencana dan 
Pembinaan 
Keluarga 

Indeks Pembinaan 
Keluarga Berencana 

67,12 63,37 1838,89 63,40 2451,29 63,87 283,29 64,44 272,95 65,06 295,16 65,53 355,59 65,53 5497,16 Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
Desa 
Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana 
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Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator/ Kinerja 
Program/ Outcome 

Tahun 
Awal 

Tahun 
2016 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

OPD  Tahun 2017 
(Transisi) 

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir Periode 
RPJMD 

Capaian  target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) 
  

Program Advokasi 
dan pengendalian 
penduduk 

Indeks advokasi dan 
pengendalian 
penduduk 

20,21 60,22 ,00 60,24 955,06 62,07 97,12 63,91 93,57 65,74 101,18 65,75 121,90 65,75 1368,83 Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
Desa 
Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana 

Perhubungan  

Program 
Peningkatan 
Pelayanan 
Sarana Prasarana 
Perhubungan 

Cakupan pelayanan 
sarana prasarana 
perhubungan 

63,39 63,82 1804,30 67,84 2911,49 77,39 2198,47 80,64 2118,23 89,54 2290,55 92,23 2759,52 92,23 14082,56 Dinas 
Perhubungan 

Program 
peningkatan tertib 
lalu lintas jalan 

Cakupan tertib lalu 
lintas jalan 

25,00 33,77 4996,29 41,84 3810,80 47,69 4996,53 52,43 4891,50 59,39 2998,05 65,25 3611,88 65,25 25305,05 Dinas 
Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika 

Program 
Pengembangan 
Komunikasi 
Informatika dan 
Media Masa 

Cakupan 
pengembangan e-Gov 

100,00 55,82 2351,22 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 2351,22 Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika 

Program 
Pengembangan 
Aplikasi 
Informatika 

Cakupan 
pengembangan e-Gov 

52,84 55,09 ,00 63,17 3207,98 69,49 2422,35 83,10 2333,93 91,55 2523,80 93,07 3040,53 93,07 13528,58 Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Program 
peningkatan 
kualitas 
kelembagaan dan 
Pengawasan 
KUMKM  

Indeks kualitas 
kelembagaan KUMKM 

44,15 47,42 161,71 49,98 250,71 53,33 189,31 53,48 182,40 53,66 197,24 53,74 237,63 53,74 1219,02 Dinas Koperasi 
Usaha Kecil 
dan Menengah 

Program 
Pengembangan 
Permodalan 
KUMKM 

Indeks Permodalan 
KUMKM 

31,65 46,7 66,76 48,14 46,76 49,51 35,31 50,96 34,02 51,71 36,78 53,91 44,32 53,91 263,94 Dinas Koperasi 
Usaha Kecil 
dan Menengah 
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Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator/ Kinerja 
Program/ Outcome 

Tahun 
Awal 

Tahun 
2016 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

OPD  Tahun 2017 
(Transisi) 

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir Periode 
RPJMD 

Capaian  target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) 
  

Program 
Peningkatan 
Pemberdayaan 
KUMKM 

Cakupan 
Pemberdayaan 
KUMKM 

31,38 33,44 1058,45 33,93 200,82 34,03 151,64 34,07 146,10 34,16 157,99 34,4 190,33 34,4 1905,33 Dinas Koperasi 
Usaha Kecil 
dan Menengah 

Penanaman Modal 

Program 
Pelayanan 
Investasi 

Indeks realisasi  
investasi 

61,86 61,86 417,31 65,85 337,19 70,33 254,62 71,15 245,32 73,30 265,28 74,11 319,59 74,11 1839,31 Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu 

Program 
Pemantauan dan 
Pengawasan 
Investasi 

Indeks pemantauan 
dan pengawasan 
investasi 

73,24 74,59 95,66 83,88 95,66 84,38 72,23 84,54 69,59 84,69 75,26 84,84 90,66 84,84 499,06 Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu 

Program 
Peningkatan 
Pelayanan 
Perijinan 

Indeks peningkatan 
pelayanan perijinan 

100,00 100,00 318,69 100,00 318,19 100,00 240,27 100,00 231,50 100,00 250,33 100,00 301,58 100,00 1660,56 Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu 

Kepemudaan dan Olah Raga 

Program 
Peningkatan 
Pembinaan 
Pemuda dan 
Olahraga 

Cakupan pembinaan 
pemuda dan olahraga 

37,33 38,91 1417,99 45,14 1159,00 51,8 875,16 57,47 843,22 62,5 911,81 68,00 1098,50 68,00 6305,68 Dinas 
Pendidikan 
Pemuda dan 
Olahraga 

Statistik 

Program 
Pengembangan 
Data 
/Informasi/Statistik 

Cakupan 
Pengembangan 
Data/Informasi/Statistik 

90,91 57,14 240,65 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 240,65 Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika 

Program 
Pengembangan 
Komunikasi Media 
Massa dan 
Data/Informasi/ 
Statistik 

Cakupan 
Pengembangan 
komunikasi Media 
Massa dan 
Data/Informasi/ 
Statistik 

42,46 56,75 ,00 56,75 861,74 68,25 650,70 77,78 626,95 84,52 677,96 90,48 816,76 90,48 3634,12 Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika 

Persandian 

Program 
Pengelolaan 
Persandian 

Cakupan Pengelolaan 
Persandian 

20,5 23,47 20,00 30,88 42,00 36,56 31,71 44,46 30,56 58,18 33,04 61,88 39,81 61,88 197,12 Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika 
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Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator/ Kinerja 
Program/ Outcome 

Tahun 
Awal 

Tahun 
2016 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

OPD  Tahun 2017 
(Transisi) 

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir Periode 
RPJMD 

Capaian  target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) 
  

Kebudayaan  

Program 
Pengembangan 
Nilai Budaya 

Capaian 
Pengembangan Nilai 
Budaya 

n.a. 100 518,53 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 518,53 Dinas 
Kebudayaan 

Program 
Pengembangan 
Seni Adat dan 
Tradisi 

Cakupan 
Pengembangan seni 
adat dan tradisi 

74,90 75,93 ,00 76,91 265,10 77,90 200,17 78,88 192,87 79,87 208,56 80,85 251,26 80,85 1117,96 Dinas 
Kebudayaan 

Program 
Pengembangan 
Sejarah Bahasa 
dan Sastra 

Cakupan 
Pengembangan 
sejarah bahasa dan 
sastra 

102,38 85,71 ,00 90,48 249,99 95,24 188,77 100,00 181,88 100,00 196,68 100,00 236,94 100,00 1054,27 Dinas 
Kebudayaan 

Program 
Pengelolaan 
Kekayaan Budaya 

Cakupan Pengelolaan 
Kekayaan Budaya 

68,55 70,07 350,10 71,31 1258,36 72,51 950,19 73,67 915,51 74,79 989,99 75,89 1192,68 75,89 5656,82 Dinas 
Kebudayaan 

Perpustakaan  

Program 
Pengembangan 
Budaya Baca 

Cakupan Peningkatan 
Layanan Perpustakaan 

47,43 47,7 555,62 47,83 382,05 48,39 288,48 49,01 277,95 49,91 300,57 51,04 362,11 51,04 2166,78 Dinas 
Perpustakaan 
dan Arsip 

Kearsipan 

Program 
Peningkatan 
Pengelolaan 
Kearsipan 

Cakupan Pengelolaan 
Kearsipan 

53,3 53,67 393,21 58,98 390,91 67,94 295,18 84,16 284,40 100,00 307,54 100,00 370,50 100,00 2041,74 Dinas 
Perpustakaan 
dan Arsip 

  

URUSAN PILIHAN 

Kelautan Perikanan 

Program 
Peningkatan daya 
saing produk 
kelautan 
perikanan 

Cakupan peningkatan 
daya saing produk 
kelautan perikanan 

100,00 100,00 457,30 100,00 382,30 100,00 288,67 100,00 278,14 100,00 300,76 100,00 362,34 100,00 2069,51 Dinas Kelautan 
dan Perikanan 

Program 
Peningkatan 
produksi   
perikanan 
budidaya  

Cakupan peningkatan 
Intensifikasi perikanan 
budidaya 

92,73 100,00 2899,44 100,00 1695,70 100,00 541,18 100,00 521,43 100,00 563,85 100,00 679,29 100,00 6900,89 Dinas Kelautan 
dan Perikanan 
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Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator/ Kinerja 
Program/ Outcome 

Tahun 
Awal 

Tahun 
2016 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

OPD  Tahun 2017 
(Transisi) 

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir Periode 
RPJMD 

Capaian  target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) 
  

Program 
Peningkatan 
Produksi  
Perikanan 
Tangkap Dan 
Pengendalian 
Sumber Daya 
Perikanan Dan 
Kelautan 

Cakupan peningkatan 
produksi perikanan 
tangkap dan 
pelestarian sumber 
daya perikanan dan 
kelautan 

99,96 100,00 1505,46 100,00 794,97 100,00 372,75 100,00 359,14 100,00 388,36 100,00 467,88 100,00 3888,56 Dinas Kelautan 
dan Perikanan 

Pariwisata 

Program 
Peningkatan 
Sarana  
Prasarana 
Pariwisata Dan 
Pengelolaan 
Daya Tarik Wisata 

Cakupan peningkatan 
sarana prasarana 
objek wisata dalam 
kondisi baik dan 
peningkatan 
pengelolaan daya tarik 
wisata 

34,29 50,00 5204,09 60,71 7381,76 71,43 3970,14 75,00 3825,23 87,5 4136,42 100,00 4983,31 100,00 29500,95 Dinas 
Pariwisata 

Program 
Peningkatan 
Pemasaran 
Wisata 

Cakupan peningkatan 
promosi berbasis IT 
dan efektifitas atraksi 
wisata 

80,00 100,00 505,31 100,00 397,80 100,00 300,38 100,00 289,41 100,00 312,96 100,00 377,03 100,00 2182,89 Dinas 
Pariwisata 

Program 
Peningkatan 
Pemberdayaan 
Pariwisata  

Cakupan peningkatan 
pembinaan usaha jasa 
pariwisata serta 
pengembangan 
kapasitas 
kelembagaan dan 
SDM 

40,89 38,12 345,80 43,71 298,49 46,81 225,39 49,83 217,16 51,98 234,83 52,46 282,90 52,46 1604,56 Dinas 
Pariwisata 

Pertanian 

Program 
Peningkatan 
Produksi dan 
Mutu Produk 
Tanaman Pangan 

Cakupan peningkatan 
produktifitas, 
ketersediaan sarana 
prasarana dan kualitas 
hasil tanaman pangan 

50,22 50,26 5406,84 50,31 3027,72 50,35 2964,80 50,39 4899,45 50,44 1715,52 50,48 2066,76 50,48 20081,09 Dinas 
Pertanian dan 
Pangan 

Program 
Peningkatan 
Produksi dan 
Mutu  Produk 
Hortikultura 

Cakupan peningkatan 
produktifitas, 
ketersediaan sarana 
prasarana dan kualitas 
hasil hortikultura 

50,55 50,6 1588,58 50,68 811,66 50,71 612,88 50,75 590,51 50,76 638,55 50,77 769,29 50,77 5011,47 Dinas 
Pertanian dan 
Pangan 
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Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator/ Kinerja 
Program/ Outcome 

Tahun 
Awal 

Tahun 
2016 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

OPD  Tahun 2017 
(Transisi) 

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir Periode 
RPJMD 

Capaian  target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) 
  

Program 
Peningkatan 
Produksi dan 
Mutu  Produk 
Perkebunan 

Cakupan peningkatan 
produktifitas, 
ketersediaan sarana 
prasarana dan kualitas 
hasil perkebunan 

50,4 50,44 332,93 50,5 1226,14 50,53 925,86 50,57 892,06 50,58 964,64 50,92 1162,14 50,92 5503,76 Dinas 
Pertanian dan 
Pangan 

Program 
Peningkatan 
Produksi dan 
Pemasaran Hasil 
Peternakan 

Cakupan peningkatan 
produksi dan 
pemasaran hasil 
ternak 

96,35 96,35 6753,42 96,37 5887,31 96,39 5445,51 96,40 5283,25 96,42 4631,70 96,45 5580,00 96,45 33581,20 Dinas 
Pertanian dan 
Pangan 

Program 
Peningkatan 
Kesehatan 
Hewan dan 
Kesehatan 
Masyarakat 
Veteriner 
(Kesmavet) 

Cakupan kesehatan 
ternak dan kesmavet 

88,62 88,62 760,57 88,62 714,71 88,62 539,68 88,62 519,98 88,62 562,28 88,62 677,41 88,62 3774,63 Dinas 
Pertanian dan 
Pangan 

Perdagangan  

Program 
Pembinaan dan 
Penataan Pasar  
Tradisional 

Cakupan peningkatan 
kualitas Pasar 
Tradisional 

29,83 39,03 30729,65 44,62 12472,75 48,56 5234,16 54,27 5043,12 60,23 5453,38 66,79 6569,92 66,79 65502,97 Dinas 
Perdagangan 

Program 
Pengembangan 
Usaha 
Perdagangan 

Capaian 
pengembangan usaha 
perdagangan 

14,45 16,74 1737,79 17,89 464,93 19,68 351,07 20,91 338,26 22,41 365,77 24,30 440,66 24,30 3698,49 Dinas 
Perdagangan 

Perindustrian 

Program 
Pengembangan 
Industri 

Indeks pertumbuhan 
industri 

11,45 11,48 2041,91 12,03 1747,07 12,31 1857,84 12,68 1826,53 13,08 893,77 13,60 1076,77 13,60 9443,89 Dinas 
Perdagangan 

Transmigrasi 

Program 
Penempatan 
Transmigrasi 

Capaian Penempatan 
Transmigran 

100,00 100,00 223,29 100,00 223,29 100,00 168,60 100,00 162,45 100,00 175,67 100,00 211,63 100,00 1164,92 Dinas Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 
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Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator/ Kinerja 
Program/ Outcome 

Tahun 
Awal 

Tahun 
2016 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

OPD  Tahun 2017 
(Transisi) 

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir Periode 
RPJMD 

Capaian  target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) 
  

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  

Perencanaan 

Program 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Persentase capaian 
jumlah program yang 
memenuhi target 

64,55 74,29 2753,47 75,23 883,54 79,82 1187,23 86,24 642,81 90,83 695,10 96,33 837,42 96,33 6999,57 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Program 
Perencanaan 
Pembangunan 
Pemerintahan 
dan Kesra 

Persentase capaian 
jumlah program yang 
memenuhi target 
bidang Pemerintahan 
dan Kesra 

68,09 86,00 ,00 73,58 247,55 79,25 186,92 86,79 180,10 90,57 194,75 94,34 234,62 94,34 1043,94 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Program 
Perencanaan 
Pembangunan 
Sosial dan 
Ekonomi 

Persentase capaian 
jumlah program yang 
memenuhi target 
bidang Sosial dan 
Ekonomi 

66,67 68,42 ,00 72,50 308,80 75,00 233,17 80,00 224,66 85,00 242,94 92,50 292,68 92,50 1302,24 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Program 
Perencanaan 
Pembangunan 
Infrastruktur dan 
Pengembangan 
Wilayah 

Persentase capaian 
jumlah program yang 
memenuhi target 
bidang Infrastruktur 
dan Pengembangan 
Wilayah 

56,52 57,89 ,00 68,75 250,17 75,00 303,90 81,25 182,01 87,50 196,81 93,75 237,11 93,75 1170,00 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Program 
Pengendalian 
Pembangunan 
Daerah 

Rata-rata persentase 
ketercapaian program 
pembangunan 

95,69 96,29 ,00 96,89 469,42 97,48 354,46 98,08 341,52 98,68 369,30 99,28 444,92 99,28 1979,62 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Keuangan 

Program 
Peningkatan 
Pengelolaan 
Anggaran dan 
Kualitas 
Kebijakan 
Pengelolaan 
Keuangan 

Cakupan peningkatan 
pengelolaan anggaran 
dan kualitas kebijakan 
pengelolaan keuangan 

100,00 100,00 565,13 100,00 564,75 100,00 426,44 100,00 410,88 100,00 444,30 100,00 535,27 100,00 2946,77 Badan 
Keuangan dan 
Aset Daerah 

Program 
Peningkatan 
Pengelolaan 
Perbendaharaan 

Cakupan peningkatan 
pengelolaan 
perbendaharaan 

97,99 98,48 340,23 99,04 349,38 99,22 263,82 99,46 254,19 99,71 274,87 99,97 331,14 99,97 1813,62 Badan 
Keuangan dan 
Aset Daerah 
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Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator/ Kinerja 
Program/ Outcome 

Tahun 
Awal 

Tahun 
2016 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

OPD  Tahun 2017 
(Transisi) 

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir Periode 
RPJMD 

Capaian  target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) 
  

Program 
Peningkatan 
Penerapan 
Akuntansi dan 
Pelaporan 

Capaian peningkatan 
penerapan akuntansi 
dan pelaporan 

100,00 100,00 224,04 100,00 224,04 100,00 169,18 100,00 163,00 100,00 176,26 100,00 212,35 100,00 1168,87 Badan 
Keuangan dan 
Aset Daerah 

Program 
Peningkatan 
Penerimaan Pajak 
Daerah 

Cakupan peningkatan 
penerimaan pajak 
daerah 

46,85 52,72 2268,77 52,89 4010,55 52,94 5504,17 53,00 5393,64 53,06 6027,14 53,06 6895,96 53,06 30100,23 Badan 
Keuangan dan 
Aset Daerah 

Program 
Peningkatan 
Pendapatan 
Daerah 

Cakupan Peningkatan 
Realisasi Pendapatan 
Daerah 

102,82 100,00 427,72 100,00 461,09 100,00 348,17 100,00 335,46 100,00 362,75 100,00 437,02 100,00 2372,22 Badan 
Keuangan dan 
Aset Daerah 

Program 
Peningkatan 
Pengelolaan 
Asset dan 
Investasi 
Pemerintah 
Daerah 

Cakupan peningkatan 
pengelolaan asset dan 
investasi pemerintah 
daerah 

96,67 96,67 310,74 96,67 732,49 96,67 553,11 96,67 532,92 96,67 576,27 96,67 694,26 96,67 3399,78 Badan 
Keuangan dan 
Aset Daerah 

Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 

Program 
Pendayagunaan 
Aparatur 

Cakupan peningkatan 
pendayagunaan 
aparatur 

89,80 84,34 220,43 85,58 218,14 86,79 164,72 87,82 158,71 88,75 171,62 89,87 206,75 89,87 1140,37 Badan 
Kepegawaian 
Pendidikan 
dan Pelatihan 

Program 
Pengembangan 
Aparatur 

Cakupan 
pengembangan 
aparatur 

86,07 91,80 3069,97 93,69 3928,80 94,42 2966,64 95,77 2858,36 97,16 3090,89 98,58 3723,72 98,58 19638,38 Badan 
Kepegawaian 
Pendidikan 
dan Pelatihan 

Program 
Pembinaan dan 
Pelayanan 
Aparatur 

Cakupan pembinaan 
layanan aparatur 

76,45 78,37 587,97 84,25 551,30 92,12 2134,79 99,96 401,09 99,96 2282,18 99,96 522,52 99,96 6479,84 Badan 
Kepegawaian 
Pendidikan 
dan Pelatihan 

Penelitian dan Pengembangan 

Program 
Kerjasama 
Pengembangan 
IPTEK 

Capaian tindak lanjut 
kerjasama 

90,91 100,00 330,25 100,00 453,31 100,00 342,29 100,00 329,80 100,00 356,63 100,00 429,64 100,00 2241,92 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 
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Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator/ Kinerja 
Program/ Outcome 

Tahun 
Awal 

Tahun 
2016 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

OPD  Tahun 2017 
(Transisi) 

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir Periode 
RPJMD 

Capaian  target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) 
  

Administrasi Pemerintahan 

Program 
Peningkatan 
Kapasitas 
Sumberdaya 
Manusia SKPD 

Capaian peningkatan 
kapasitas pegawai di 
SKPD 

100,00 100,00 955,95 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 955,95 Semua OPD 

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Perkantoran 

Capaian ketersediaan 
sarana dan prasarana 
kondisi baik 

97,47 100,00 29517,67 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 29517,67 Semua OPD 

Program 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Cakupan pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

100,00 100,00 10546,38 20,00 12159,95 20,00 9082,89 20,00 8751,36 20,00 9463,30 20,00 11400,83 100,00 61404,72 Semua OPD 

Program 
Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya 
Manusia OPD 

Cakupan peningkatan 
sarana/prasarana kerja 
dan kualitas sumber 
daya manusia OPD 

100,00 100,00 ,00 20,00 29896,98 20,00 21896,36 20,00 21097,14 20,00 22813,43 20,00 27484,29 100,00 123188,20 Semua OPD 

Program 
Perencanaan, 
Pengendalian dan 
Evaluasi Kinerja 

Cakupan 
perencanaan, 
pengendalian dan 
evaluasi kinerja 

100,00 100,00 2882,55 20,00 1581,48 20,00 1194,18 20,00 1150,59 20,00 1244,19 20,00 1498,93 100,00 9551,93 Semua OPD 

Program 
Penataan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Cakupan peraturan 
perundang-undangan 
yang disusun 

100,00 84,80 485,23 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 485,23 Sekretariat 
Daerah 

Program 
Pelayanan 
Bantuan Hukum 

Capaian pelayanan 
bantuan hukum 

100,00 100,00 276,86 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 276,86 Sekretariat 
Daerah 

Program 
Penataan 
Peraturan 
Perundang-
undangan dan 
Bantuan Hukum 

Cakupan penyusunan 
produk dan pelayanan 
hukum 

114,00 92,40 ,00 94,00 791,80 95,52 597,89 97,04 576,06 98,56 622,93 100,00 750,47 100,00 3339,15 Sekretariat 
Daerah 

Program 
Penataan dan 
Penguatan 

Capaian kelembagaan 
yang efektif dan efisien  

100,00 68,20 281,24 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 281,24 Sekretariat 
Daerah 
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Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator/ Kinerja 
Program/ Outcome 

Tahun 
Awal 

Tahun 
2016 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

OPD  Tahun 2017 
(Transisi) 

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir Periode 
RPJMD 

Capaian  target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) 
  

Organisasi 

Program 
Perumusan dan 
Pengendalian 
Kebijakan Daerah 

Capaian analisis 
kebijakan yang 
dijadikan bahan 
kebijakan 

100,00 100,00 420,95 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 420,95 Sekretariat 
Daerah 

Program 
Peningkatan 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Pemerintah 
Daerah 

Cakupan ketepatan 
laporan kinerja kepala 
daerah 

100,00 100,00 278,09 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 278,09 Sekretariat 
Daerah 

Program 
Peningkatan 
Pelayanan 
Kedinasan 
KDH/Wakil KDH 

Cakupan kinerja 
pelayanan kedinasan 
KDH/Wakil KDH 

100,00 100,00 1666,74 100,00 940,41 100,00 710,10 100,00 684,19 100,00 739,85 100,00 891,32 100,00 5632,61 Sekretariat 
Daerah 

Program 
Pengembangan 
Kapasitas 
Otonomi Daerah 

Cakupan 
pengembangan 
kapasitas otonomi 
daerah 

99,89 100,00 833,20 100,00 953,65 100,00 720,16 100,00 693,88 100,00 750,33 100,00 903,95 100,00 4855,17 Sekretariat 
Daerah 

Program 
Peningkatan 
Pelayanan 
Kemasyarakatan 

Capaian pelayanan 
kegiatan 
kemasyarakatan 

100,00 100,00 1235,57 100,00 1490,29 100,00 1125,32 100,00 1084,24 100,00 1172,45 100,00 1412,50 100,00 7520,37 Sekretariat 
Daerah 

Program 
Peningkatan 
Kapasitas Sistem 
Pelayanan Publik 

Cakupan Peningkatan 
Kapasitas Sistem 
Pelayanan Publik 

100,00 99,19 ,00 100,00 116,56 100,00 88,00 100,00 84,79 100,00 91,69 100,00 110,46 100,00 491,49 Sekretariat 
Daerah 

Program 
Perumusan dan 
Pengendalian 
Kebijakan 
Pemerintahan 

Cakupan perumusan 
dan pengendalian 
kebijakan 
pemerintahan 

100,00 100,00 ,00 100,00 152,80 100,00 115,38 100,00 111,17 100,00 120,21 100,00 144,82 100,00 644,38 Sekretariat 
Daerah 
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Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator/ Kinerja 
Program/ Outcome 

Tahun 
Awal 

Tahun 
2016 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

OPD  Tahun 2017 
(Transisi) 

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir Periode 
RPJMD 

Capaian  target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) 
  

Program 
Perumusan dan 
Pengendalian 
Kebijakan 
Kesejahteraan 
Rakyat dan 
Kemasyarakatan 

Cakupan Perumusan 
dan Pengendalian 
Kebijakan 
Kesejahteraan Rakyat 
dan Kemasyarakatan 

100,00 100,00 ,00 100,00 45,21 100,00 34,14 100,00 32,89 100,00 35,57 100,00 42,85 100,00 190,65 Sekretariat 
Daerah 

Program 
Perumusan dan 
Pengendalian 
Kebijakan 
Perekonomian 

Cakupan Perumusan 
dan Pengendalian 
Kebijakan 
Perekonomian 

100,00 100,00 ,00 100,00 201,00 100,00 151,78 100,00 146,24 100,00 158,14 100,00 190,51 100,00 847,67 Sekretariat 
Daerah 

Program 
Perumusan dan 
Pengendalian 
Kebijakan 
Pembangunan 

Cakupan Perumusan 
dan Pengendalian 
Kebijakan 
Pembangunan 

100,00 100,00 ,00 100,00 245,03 100,00 185,36 100,00 178,59 100,00 193,12 100,00 232,66 100,00 1034,76 Sekretariat 
Daerah 

Program 
Perumusan dan 
Pengendalian 
Kebijakan 
Penguatan 
Kelembagaan 

Cakupan Efektivitas 
dan Efisiensi 
kelembagaan 

90,24 62,33 ,00 69,59 218,02 78,49 164,63 87,39 158,62 97,24 171,52 100,00 206,64 100,00 919,43 Sekretariat 
Daerah 

Program 
Peningkatan 
Kualitas 
Pengadaan 
Barang/Jasa 

Capaian pengadaan 
barang dan jasa  

89,55 100,00 871,47 100,00 806,65 100,00 609,10 100,00 586,87 100,00 634,61 100,00 764,55 100,00 4273,26 Sekretariat 
Daerah 

Program 
Peningkatan 
BUMD dan 
Lembaga 
Keuangan  

Cakupan BUMD dan 
lembaga keuangan 
berkinerja baik 

95,79 95,79 173,32 98,25 172,73 98,95 130,43 99,30 125,67 99,65 135,89 100,00 163,72 100,00 901,76 Sekretariat 
Daerah 

                                    

Program 
Penganggaran 
Pembangunan 
Daerah 

Capaian penetapan 
dokumen perencanaan 
dan penganggaran  

n.a. 100,00 3041,85 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 3041,85 Sekretariat 
DPRD 
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Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator/ Kinerja 
Program/ Outcome 

Tahun 
Awal 

Tahun 
2016 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

OPD  Tahun 2017 
(Transisi) 

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir Periode 
RPJMD 

Capaian  target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) target (juta Rp.) 
  

Program 
Pengawasan 
Kebijakan dan 
Pembangunan 
Daerah 

Capaian rekomendasi 
hasil pengawasan 
kebijakan dan 
pembangunan 

n.a. 100,00 6197,12 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 6197,12 Sekretariat 
DPRD 

Program 
Pembentukan 
Peraturan Daerah 

Capaian penetapan 
peraturan daerah 

69,57 100,00 8437,20 100,00 6464,27 100,00 4881,17 100,00 4703,01 100,00 5085,61 100,00 6126,85 100,00 35698,11 Sekretariat 
DPRD 

Program 
Penganggaran 
dan Pengawasan 
Kebijakan 
Pembangunan 
Daerah  

Cakupan penetapan 
dokumen 
perencanaan, 
penganggaran dan 
rekomendasi hasil 
pengawasan kebijakan 
dan pembangunan 

100,00 100,00 ,00 100,00 6931,32 100,00 5233,84 100,00 5042,81 100,00 5453,05 100,00 6569,51 100,00 29230,54 Sekretariat 
DPRD 

                                    

Program 
Peningkatan 
Pelayanan 
Kecamatan 

Cakupan peningkatan 
pelayanan Keamatan 

37,14 42,14 667,13 61,43 692,04 76,07 522,56 85,71 503,49 92,86 544,45 100,00 655,92 100,00 3585,58 Kecamatan 

Program 
Peningkatan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Kecamatan 

Cakupan peningkatan 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
Kecamatan 

87,75 88,32 1940,35 89,74 2090,04 90,46 1578,19 90,88 1520,58 91,31 1644,29 91,60 1980,94 91,60 10754,39 Kecamatan 

Program 
Peningkatan 
Pelayanan 
Kelurahan 

Cakupan peningkatan 
pelayanan keluarahan 

59,00 63,27 22,99 69,55 22,99 80,36 17,36 89,18 16,73 95,73 18,09 100,00 21,79 100,00 119,94 Kecamatan 
Wates 

Program 
Peningkatan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Kelurahan 

Cakupan peningkatan 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
Kelurahan 

52,94 53,24 908,90 62,06 950,67 69,41 888,25 74,12 862,05 76,18 945,58 78,24 964,49 78,24 5519,94 Kecamatan 
Wates 

Pengawasan 

Program 
Peningkatan 
Sistem 
Pengawasan 
Internal 

Cakupan peningkatan 
sistem pengawasan 
internal dan 
pengawasan desa 

51,62 58,28 1289,77 62,44 1270,03 63,73 959,00 65,12 923,99 66,61 999,16 68,21 1203,73 68,21 6645,68 Inspektorat 
Daerah 
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Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo tidak semata-mata mengandalkan 

pendanaan dari APBD Kabupaten tetapi juga menjalin kerjasama dengan pihak lain. 

Secara garis besar pendanaan yang digunakan berasal dari pemerintah provinsi, 

pemerintah pusat dan kerjasama dengan perusahaan maupun Perguruan Tinggi.  

Program kegiatan yang direncanakan dikerjasamakan dengan perusahaan dan 

Perguruan Tinggi diantaranya adalah : 

1. Pembangunan Field Research Center kerjasama dengan UGM 

2. Penyusunan dokumen perencanaan spasial 

3. Pembangunan RTH perkotaan berkerja sama dengan perusahaan-perusahaan 

daerah maupun nasional 

4. Penelitian dan pengabdian masyarakat kerjasama dengan lembaga-lembaga 

perguruan tinggi 

5. Pengembangan dan pendampingan pertanian kerja sama dengan Perguruan 

Tinggi, perusahaan dan lembaga non pemerintah 

6. Penembangan pariwisata kerja sama dengan Perguruan Tinggi, Perusahan dan 

lembaga non pemerintah 

7. Pendampingan dan pemberdayaan UMKM kerjasama dengan Pergurua Tinggi, 

Perusahaan dan lembaga non pemerintah 

8. Penyelenggaraan even dalam rangka promosi daerah kerjasama dengan 

Perguruan Tinggi, Perusahaan dan lembaga non pemerintah 

9. Pembangunan infrastruktur dan PSU oleh perusahaan-perusahaan dan lembaga 

non pemerintah 

10. Pegembangan desa budaya kerjasama dengan lembaga-lembaga non pemerintah 

11. Pengembangan sumberdaya manusia bekerjasama dengan Perguruan Tinggi  

dan lembaga-lembaga non pemerintah 

12. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni kerjasama dengan lembaga-lembaga 

non pemerintah 

13. Pengendalian dan pencegahan penyakit kerjasama dengan PT, lembaga non 

pemerintah 

 

Program kegiatan yang direncanakan dengan anggaran dari pemerintah provinsi maupun 

pemerintah pusat diantaranya adalah :  

A. Pemerintah Provinsi  

1. Pembangunan RSUD Wates : direncanakan anggaran dari pemerintah provinsi 

sebesar 70% dari total biaya pembangunan 

2. Rehab dan pemeliharaan benda cagar budaya 
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3. Pembinaan seni budaya daerah, penataan ruang, pertanahan 

4. Pembangunan PSU permukiman dan kawasan 

5. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan 

6. Pengembangan dan pendampingan pertanian  

7. Pengembangan pariwisata  

8. Pendampingan dan pemberdayaan UMKM  

9. Pengendalian dan pencegahan penyakit menular 

 

 

B. Pemerintah Pusat 

1. Pembangunan RSUD Wates : direncanakan untuk pemenuhan alat-alat 

kesehatan 

2. Penyusunan dokumen perencanaan spasial  

3. Pembangunan RTH kawasan  

4. Pembangunan RTH dan area parkir perkantoran 

5. Pembangunan drainase perkotaan 

6. Normalisasi dan pengendalian banjir 

7. Penyusunan dokumen perencanaan spasial  

8. Pembangunan PSU permukiman dan kawasan 

9. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran 

10. Peningkatan produksi dan pengolahan hasil pertanian, keluatan dan perikanan 

11. Promosi kesehatan  

12. Pengendalian dan pencegahan penyakit menular 

13. Penanggulangan stunting dan gizi buruk 
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Tabel 7.3 
 

Usulan Program Bantuan Keuangan Khusus Pemda D.I.Yogyakarta 
        
        

No. Program 
Tahun 2017 

(Rp.) 
Tahun 2018 

(Rp.) 
Tahun 2019 

(Rp.) 
Tahun 2020 

(Rp.) 
Tahun 2021 

(Rp.) 
Tahun 2022 

(Rp.) 

1. Lingkungan Sehat 
Permukiman dan 
Pengembangan Perumahan 

5.675.000.000 
 

6.242.500.000 6.866.750.000 7.553.425.000 8.308.767.500 9.139.644.250 

2. Pengembangan Pengelolaan 
dan Konservasi dan 
Sumberdaya Air 

7.500.000.000 8.250.000.000 9.075.000.000 9.982.500.000 10.980.750.000 12.078.825.000 

3. Pembangunan RSUD Wates - 70.000.000 70.000.000 42.000.000 - - 

4. Peningkatan Produksi dan 
Mutu Produk Tanaman 
Pangan 

- 800.000.000 880.000.000 968.000.000 1.064.800.000 1.171.280.000 

5. Peningkatan Produksi dan 
Mutu Produk Hortikultura 

- 650.000.000 715.000.000 786.500.000 865.150.000 951.665.000 

6. Peningkatan Produksi dan 
Pemasaran Hasil Peternakan 

- 1.320.000.000 1.452.000.000 1.597.200.000 1.756.920.000 1.932.612.000 

7. Peningkatan Produksi dan 
Mutu Produk Perkebunan 

- 820.000.000 902.000.000 992.200.000 1.091.420.000 1.200.562.000 

8. Peningkatan Produksi 
Perikanan Budaya 

- 1.000.000.000 1.250.000.000 1.500.000.000 1.750.000.000 2.000.000.000 

9. Peningkatan Produksi 
Perikanan Tangkap dan 
Pengendalian Sumber Daya 
Perikanan dan Kelautan 

- 500.000.000 750.000.000 1.000.000.000 1.250.000.000 1.500.000.000 

10. Peningkatan Kualitas 
kelembagaan KUMKM 

- - 110.000.000 121.000.000 133.100.000 146.410.000 

11. Peningkatan Pemberdayaan 
KUMKM 

- - 1.100.000.000 1.210.000.000 1.331.000.000 1.464.100.000 

12. Pengembangan Permodalan - - 715.000.000 786.500.000 865.150.000 951.665.000 
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Tabel 7.4 
Rencana Program Dana Alokasi Khusus 

 

No. Program 
Tahun 2017 

(Rp.000) 

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 

(Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) 

1 Pembangunan dan 
rehabilitasi 
/Pemeliharaan Jalan 
Kabupaten 

21.959.000     17.131.000  29.040.777,5 33.396.894,12 38.406.428,24 44.167.392,48 

2 Penaatan dan 
Pengendalian 
Pencemaran 

           847.000  1.476.200 1.623.820 1.786.202 1.964.822,2 

3 Lingkungan Sehat 
Permukiman dan 
Pengembangan 
Perumahan 

8.842.000       4.276.000  10.698.820 11.768.702 12.945.572,2 14.240.129,42 

4 Pengembangan 
Pengelolaan dan 
Konservasi 
Sumberdaya Air 

6.000.000       5.337.000  7.260.000 7.986.000 8.784.600 9.663.060 

5 Pembangunan dan 
Rehabilitasi Sarana 
Prasarana Gedung 
Kantor dan 
Bangunan Umum 

- - 11.000.000 12.100.000 13.310.000 14.641.000 

6 Pengelolaan dan 
Konservasi 
Lingkungan Hidup 

- - 1.100.000 1.210.000 1.331.000 1.464.100 

7 Pelayanan Jaminan 
Persalinan 

749,272       1.966.468    2.482.079 2.730.287 3.003.316 

8 Akreditasi 
Puskesmas 

822,15 0 1.115.312 1.226.843 1.349.528 1.484.480 

9 Bantuan Operasional 
Kesehatan 

9.351.690     14.534.080  9.900.000 10.890.000 11.979.000 13.176.900 

10 BOK KB  732,5       2.930.640  632,06 695,266 764,792 841,271 
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No. Program 
Tahun 2017 

(Rp.000) 

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 

(Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) 

10 Pelayanan 
Kesehatan Dasar 

14.050.000       6.754.740  20.000.000 22.000.000 24.200.000 26.600.000 

11 Pelayanan 
Kefarmasian 

2.109.100      3.428.260  3.858.604 4.244.465 4.668.911 5.135.802 

12 Pelayanan Rujukan 
RSUD Wates 

13.591.569     31.147.648  56.357.000 59.265.000 35.000.000 37.000.000 

13 Pelayanan Rujukan 
RS NAS 

7.119.338       4.472.480  16.000.000 18.000.000 25.000.000 25.000.000 

14 Keluarga Berencana 720          510.000  1.225.000 1.450.000 650 700 

15 Pengembangan 
Industri 

770          611.000  1.500.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 

16 
Penataan Pasar 
Tradisional 

2.054.574 5.541.000 7.500.000 6.500.000 6.000.000 6.000.000 

17 
Peningkatan 
Produksi dan Mutu 
Tanaman Pangan 

2.592.591 780.000 5.390.000 5.929.000 6.522.000 7.174.000 

18 
Peningkatan Keswan 
dan Kesmavet 

-   898 988 1.087.000 1.195.000 

19 
Pemberdayaan 
Penyuluhan 

-   1.707.000 1.878.000 2.066.000 2.272.000 

20 
Peningkatan 
Produksi Perikanan 
Budidaya 

1.188.406          979.000  2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 

21 

Peningkatan 
Produksi Perikanan 
Tangkap dan 
Pengendalian 
Sumberdaya 
Perikanan dan 
Kelautan 

          700.000           300.000  1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 
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No. Program 
Tahun 2017 

(Rp.000) 

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 

(Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) 

22 

Peningkatan sarana 
prasarana dan 
penelolaan daya tarik 
wisata 

2.900.000        
2.124.000  

2.000.000 2.200.000 2.400.000 2.600.000 

23 
Pembinaan Sekolah 
Dasar (Fisik) 

5.849.000 3.286.000 4.000.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 

24 
Pembinaan Sekolah 
Menengah Pertama 
(Fisik) 

5.359.000 2.563.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

25 
Pendidikan Anak 
Usia Dini dan Non 
Formal (Fisik) 

-          271.000  1.000.000 1.200.000 1.300.000 1.300.000 

26 
Pembinaan Sekolah 
Dasar (Non 
Fisik)/BOS 

23.249.399,70 23.691.867 25.000.000 26.000.000 27.000.000 28.000.000 

27 
Pembinaan Sekolah 
Menengah Pertama 
(Non Fisik)/BOS 

13.620.000 14.918.339 16.000.000 17.000.000 18.500.000 20.000.000 

28 

Pendidikan Anak 
Usia Dini dan Non 
Formal (Non 
Fisik)/BOP 

12.227.400 11.638.200 15.000.000 16.000.000 17.000.000 18.000.000 

29 
Penataan 
Administrasi 
Kependudukan 

1.163.313 1.267.644 1.000.000 1.200.000 1.500.000 1.500.000 

30 
Administrasi 
Pencatatan Sipil 

- - 300 400 400 400 
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BAB VIII 

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan 

visi dan misi bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir masa 

jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcomes program 

pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap 

tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.  

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis 

pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcomes) terhadap 

tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator utama Bupati tersebut, 

merupakan agregasi dan akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja program yang 

bersifat outcomes yang dilaksanakan OPD. Selanjutnya indikator kinerja program yang 

terukur dilaksanakan OPD merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu 

atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (outputs) yang dilaksanakan 

OPD. 

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan 

di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap 

perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas 

pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara 

langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi 

kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve 

(SMART-C). 

Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja suatu daerah membutuhkan indikator 

yang mampu menggambarkan kemajuan daerah, yang diperlukan publik dalam rangka 

perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan. Indikator kinerja tersebut, antara 

lain berupa indikator kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, indeks pembangunan 

daerah, daya saing daerah dan daya tarik investasi. Secara komulatif hasil akhir tujuan 

otonomi daerah menggunakan ukuran peningkatan kualitas manusia yang digambarkan 

dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Perumusan indikator kinerja utama Bupati yang menggambarkan tingkat 

keberhasilan kinerja daerah diukur dengan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) urusan wajib, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator kinerja lainnya yang 

digunakan Pemerintah yang diintegrasikan dalam rumusan makro yang terukur dan 

kuantitatif untuk memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan pertanggungjawaban 
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kepada publik. Rumusan indikator kinerja utama Bupati disesuaikan dengan 

permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu 

keberhasilan kinerja daerah. Sedangkan rumusan indikator kinerja program OPD 

disesuaikan dengan arah kebijakan untuk mencapai indikator kinerja utama Bupati dan 

pelayanan yang harus dilaksanakan OPD. 

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari 

tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2017 - 2022 yang telah direncanakan, 

dimana tahun 2016 merupakan tahun dasar,  tahun 2017 merupakan tahun transisi dan 

indikatornya masih angka proyeksi,  tahun 2018 merupakan tahun pertama RPJMD dan 

tahun 2022 merupakan tahun ke lima RPJMD. Indikator-indikator kinerja tersebut 

dituangkan dalam tabel berikut ini. Perhitungan indikator kinerja (terlampir) dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan. 

 

Tabel 8.1 . 
Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon progo  

Tahun 2017-2022 
 

Indikator Satuan 

Capaian Kinerja 

Kondisi 
Awal  

Kondisi 
Akhir  

2016 2022 

target target 

Nilai IPM (Index Pembangunan Manusia) Nilai 72,38 74,54 

Gini Rasio Nilai 0,37 0,29 

Pertumbuhan Ekonomi % 4,76 5,32 

Angka Kemiskinan % 20,30 13,25 

Indeks Reformasi Birokrasi Nilai 64,69 74 

Indeks Ketertiban dan Ketenteraman Nilai 0,53 1,17 

Indeks Pembangunan Berkelanjutan Nilai 68,26 75,53 
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Tabel 8.2 . 
Indikator Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Kulon progo Tahun 2017-2022 

 

Indikator Sasaran Satuan 

Realisasi 
Kinerja 

Target Capaian Kinerja 

Awal Transisi I II III IV V 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

realisasi target target target target target target 

Rata-rata Lama 
Sekolah 

tahun 8,5 8,56 8,65 8,73 8,80 8,88 8,96 

Harapan Lama Sekolah tahun 13,97 14,01 14,25 14,49 14,73 14,79 15,21 

Angka Melek Huruf % 95,7 96,62 97,48 98,33 99,19 100,00 100,00 

Angka Harapan Hidup tahun 75,03 75,03 75,03 75,04 75,04 75,04 75,05 

Angka Kematian Ibu per 
100.000 

Kelahiran 
Hidup 

136,8 56,26 55,80 55,35 54,92 54,74 54,55 

Angka Kematian Bayi per 1000 
Kelahiran 

Hidup 

9,59 8,86 8,79 8,52 8,46 7,84 7,5 

Cakupan Pelestarian 
dan  Pengembangan 
Budaya daerah 

% 71,11 72,41 73,55 74,66 75,75 76,82 77,87 

Cakupan prestasi 
generasi muda 

% 25,13 25,33 31,70 38,07 44,45 50,82 57,22 

Pendapatan perkapita 
penduduk 

juta 
rupiah 

15,84  16,39 16,87 17,39 17,9 18,41 18,92 

Angka Pengangguran 
Terbuka 

% 3,47 3,2 3,05 2,9 2,75 2,5 2,25 

Nilai akuntabilitas 
kinerja pemerintah 
daerah (AKIP) 

Nilai BB BB BB BB BB A A 

Akuntabilitas 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Opini BPK) 

Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 

Nilai Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM)  

Nilai 77 77,15 77,65 78,15 78,65 79,35 79,65 

Cakupan penegakan 
peraturan daerah dan 
penanganan konflik 
sosial 

% 75,70 76,89 78,94 80,00 82,14 86,67 87,50 

Indeks Pembangunan 
Infrastruktur 

Nilai  66,37 67,57 68,43 70,67 71,07 73,77 74,79 

Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup 
(IKLH) 

Nilai  62,77 62,90 63,04 63,31 63,58 63,84 64,11 

Persentase Kesesuaian 
Ruang 

% 75,65 87,24 87,33 87,41 87,50 87,59 87,68 
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Tabel 8.3  
Indikator Kinerja Utama OPD Kabupaten Kulon Progo 

Tahun 2017-2022 
 

No 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Satuan 
Kinerja 

Capaian 
Kinerja  

Target Kinerja Organisasi perengkat Daerah (OPD) 

OPD 
Penanggungjawab 

Awal Transisi I II III IV V 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

realisasi target target target target target target 

1 Indeks 
Partisipasi 
Pendidikan 
Anak Usia Dini 
dan Pendidikan 
Non Formal 

Nilai 14,60 15,00 15,45 15,88 16,32 16,78 17,22 Dinas Pendidikan 
Pemuda dan 
Olahraga 

2 Angka 
Partisipasi 
Murni Sekolah 
Dasar 

% 99,44 99,49 99,54 99,59 99,64 99,69 99,74 Dinas Pendidikan 
Pemuda dan 
Olahraga 

3 Angka 
Partisipasi 
Murni Sekolah 
Menengah 
Pertama 

% 98,15 98,18 98,21 98,24 98,27 98,30 98,33 Dinas Pendidikan 
Pemuda dan 
Olahraga 

4 Cakupan 
prestasi 
generasi muda 

% 25,13 25,33 31,70 38,07 44,45 50,82 57,22 Dinas Pendidikan 
Pemuda dan 
Olahraga 

5 Indeks 
Keluarga Sehat 

% n.a 30,00 32,50 35,00 37,50 40,00 42,50 Dinas Kesehatan 

6 Cakupan 
Fasilitas 
Kesehatan 
Terakreditasi  

% 14,39 15,83 16,55 20,14 25,50 50,31 100 Dinas Kesehatan 
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No 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Satuan 
Kinerja 

Capaian 
Kinerja  

Target Kinerja Organisasi perengkat Daerah (OPD) 

OPD 
Penanggungjawab 

Awal Transisi I II III IV V 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

realisasi target target target target target target 

7 Nilai Kesehatan 
BLUD RSUD 
Wates 

Nilai AA AA AA AA AA AA AA RSUD Wates 

8 Nilai Kesehatan 
BLUD RSUD 
Nyi Ageng 
Serang 

Nilai BB BB BB AB AB AA AA RSUD Nyi Ageng 
Serang 

9 Capaian 
panjang jalan 
penghubung 
antar wilayah 
dalam kondisi 
baik 

% 73,69 76,60 78,81 79,65 80,44 81,20 81,92 Dinas Pekerjaan 
Umum Perumahan 
dan Kawasan 
Permukiman 

10 Indeks 
ketersediaan 
sumber daya 
air 

Nilai 81,95 82,30 82,71 83,13 83,50 83,91 84,30 Dinas Pekerjaan 
Umum Perumahan 
dan Kawasan 
Permukiman 

11 Cakupan 
gedung 
perkantoran 
pemerintah dan 
PSU perkotaan 
kondisi baik 

% 74,04 76,46 77,54 78,01 78,44 81,44 85,09 Dinas Pekerjaan 
Umum Perumahan 
dan Kawasan 
Permukiman 

12 Cakupan 
lingkungan 
sehat 
permukiman 
dan perumahan  

% 53,73 54,37 54,65 54,91 55,03 55,15 55,18 Dinas Pekerjaan 
Umum Perumahan 
dan Kawasan 
Permukiman 
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No 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Satuan 
Kinerja 

Capaian 
Kinerja  

Target Kinerja Organisasi perengkat Daerah (OPD) 

OPD 
Penanggungjawab 

Awal Transisi I II III IV V 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

realisasi target target target target target target 

13 Cakupan 
peningkatan 
wawasan 
kebangsaan 
dan politik 
masyarakat  

% 65,78 66,57 81,67 81,67 82,00 82,00 82,31 Kantor Kesatuan 
Bangsa dan Politik 

14 Cakupan 
penegakan 
hukum  

% 84,42 85,11 97,06 97,22 97,89 98,42 98,00 Satuan Polisi 
Pamong Praja 

15 Cakupan 
ketangguhan 
masyarakat 
menghadapi 
bencana 

% 78,67 79,11 80,00 85,33 90,22 95,11 100,00 Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

16 Indeks 
Penanganan 
Permasalahan 
Sosial 

% 59,73 61,27 62,28 63,00 63,80 64,68 65,37 Dinas Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

17 Cakupan 
peningkatan 
kualitas hidup 
perempuan dan 
anak 

% 50,00 72,62 76,19 78,57 80,95 83,33 85,71 Dinas Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

18 Indeks 
produktivitas 
tenaga kerja 

% 64,57 75,41 75,97 77,12 77,95 79,54 79,74 Dinas Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 

19 Persentase 
Kesesuaian 
Pemanfaatan 

% 75,65 83,00 83,50 84,00 84,50 85,00 85,50 Dinas Pertanahan 
dan Tata Ruang 



RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017 - 2022 

 

VIII - 7 

 

No 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Satuan 
Kinerja 

Capaian 
Kinerja  

Target Kinerja Organisasi perengkat Daerah (OPD) 

OPD 
Penanggungjawab 

Awal Transisi I II III IV V 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

realisasi target target target target target target 

Ruang 

20 Persentase 
lahan 
bersertifikat 

% 73,70 78,93 80,64 82,34 84,05 85,75 87,46 Dinas Pertanahan 
dan Tata Ruang 

21 Indeks Kualitas 
Air 

Nilai 34,00 34,13 34,27 34,54 34,81 35,07 35,34 Dinas Lingkungan 
Hidup 

22 Indeks Kualitas 
Udara 

Nilai 88,28 88,41 88,55 88,82 89,09 89,35 89,62 Dinas Lingkungan 
Hidup 

23 Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) 

Nilai 78,50 79,00 79,25 79,50 79,75 80,00 80,25 Dinas 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

24 Indeks 
Ketahanan 
Keluarga  

Nilai 57,68 56,88 56,73 58,73 60,83 62,97 63,26 Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Desa Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana 

25 Indeks 
Partisipasi 
Masyarakat 

Nilai 43,73 47,20 52,48 57,26 58,11 61,42 65,64 Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Desa Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana 
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No 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Satuan 
Kinerja 

Capaian 
Kinerja  

Target Kinerja Organisasi perengkat Daerah (OPD) 

OPD 
Penanggungjawab 

Awal Transisi I II III IV V 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

realisasi target target target target target target 

26 Cakupan 
Pengembanga
n Kapasitas 
Otonomi Desa 

% 41,21 41,65 75,56 80,26 83,16 85,51 80,00 Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Desa Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana 

27 Cakupan 
kualitas 
layanan 
transportasi 

% 48,45 48,13 48,43 57,65 57,95 67,17 67,47 Dinas 
Perhubungan 

28 Cakupan 
layanan 
komunikasi dan 
informatika 

% 42,35 51,82 58,02 67,27 78,06 87,52 91,51 Dinas Komunikasi 
dan Informasi 

29 Nilai rata-rata 
volume usaha 
koperasi 

Rp 459.801.077  502.424.356  503.117.206  504.034.267  505.142.447  506.413.991  507.825.475  Dinas Koperasi 
Usaha Kecil dan 
Menengah 

30 Pertumbuhan  
omzet UMKM 
yang difasilitasi 

% 19,10 19,11 19,12 19,13 19,14 19,15 19,16 Dinas Koperasi 
Usaha Kecil dan 
Menengah 

31 Nilai investasi  juta 
rupiah 

1.131.000 1.187.550 1.282.554 1.410.809 1.551.890 1.707.079 1.877.787 Dinas Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan Terpadu 

32 Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) 

Nilai 82,06 82,06 82,07 82,08 82,09 82,09 83,00 Dinas Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan Terpadu 
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No 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Satuan 
Kinerja 

Capaian 
Kinerja  

Target Kinerja Organisasi perengkat Daerah (OPD) 

OPD 
Penanggungjawab 

Awal Transisi I II III IV V 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

realisasi target target target target target target 

33 Cakupan 
Pelestarian dan  
Pengembanga
n Budaya 
daerah 

% 87,47 87,96 88,46 88,95 89,44 89,93 90,43 Dinas Kebudayaan 

34 Pemustaka 
yang 
memanfaatkan 
perpustakaan 

% 34,03 34,44 34,62 34,96 35,31 35,65 35,99 Dinas 
Perpustakaan dan 
Kearsipan 

35 Penerapan 
arsip sesuai 
kaidah 
kearsipan  

% 25,95 30,51 38,47 51,91 76,24 100 100 Dinas 
Perpustakaan dan 
Kearsipan 

36 Produksi 
perikanan 

ton         16.661          14.661           15.313           15.923           16.537           17.154           17.572  Dinas Kelautan dan 
Perikanan 

37 Peningkatan 
kunjungan 
wisatawan 

% 19,47 30,18 17,07 17,61 21,46 22,22 23,46 Dinas Pariwisata 

38 Produksi padi ton  116.452,00    120.926,40    121.955,20    122.655,60    121.357,60    123.413,50    124.413,57  Dinas Pertanian 
dan Pangan 

39 Produksi 
jagung 

ton     23.964,00      25.742,45      26.220,60      26.702,75      26.872,75      27.360,90      27.908,12  Dinas Pertanian 
dan Pangan 

40 Produksi 
kedelai 

ton       4.247,00        2.560,25        2.642,40        2.725,05        2.808,20        2.891,85        2.935,23  Dinas Pertanian 
dan Pangan 

41 Produksi cabe ton     10.630,20      11.160,00      11.231,40      11.303,30      11.375,70      11.448,50      11.520,63  Dinas Pertanian 
dan Pangan 
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No 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Satuan 
Kinerja 

Capaian 
Kinerja  

Target Kinerja Organisasi perengkat Daerah (OPD) 

OPD 
Penanggungjawab 

Awal Transisi I II III IV V 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

realisasi target target target target target target 

42 Produksi 
bawang merah 

ton       3.842,00        3.635,24        3.654,88        3.675,71        3.698,50        3.721,43        3.744,50  Dinas Pertanian 
dan Pangan 

43 Produksi melon ton     26.075,00      20.798,17     20.902,16      21.006,68      21.111,71      21.217,27      21.323,35  Dinas Pertanian 
dan Pangan 

44 Produksi durian ton      4.294,00       4.290,89       4.293,03        4.295,18        4.297,33        4.299,48        4.301,63  Dinas Pertanian 
dan Pangan 

45 Produksi jahe ton       3.579,09        2.878,89        2.892,42        2.905,96        2.919,51        2.933,08        2.946,57  Dinas Pertanian 
dan Pangan 

46 Produksi 
cengkeh 

ton          523,47           454,58          459,63           463,00           464,69           468,05           471,33  Dinas Pertanian 
dan Pangan 

47 Produksi kakao ton      1.164,94       1.151,27        1.155,87        1.163,33        1.168,30        1.169,81        1.171,33  Dinas Pertanian 
dan Pangan 

48 Cakupan 
ketersediaan 
karbohidrat non 
beras  

kkal/kap/
hr 

56,00 60,00 62,00 65,00 68,00 72,00 75,00 Dinas Pertanian 
dan Pangan 

49 Capaian 
ketersediaan 
protein nabati 
sayur dan buah  

gr/kap/hr 0,87 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 Dinas Pertanian 
dan Pangan 

50 Capaian 
ketersediaan 
protein unggas  

gr/kap/hr 14,58 20,00 20,25 20,50 20,75 21,00 21,50 Dinas Pertanian 
dan Pangan 

51 Jumlah 
kelompok tani 
yang naik kelas 

kelompo
k 

3 60 64 70 76 82 90 Dinas Pertanian 
dan Pangan 
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No 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Satuan 
Kinerja 

Capaian 
Kinerja  

Target Kinerja Organisasi perengkat Daerah (OPD) 

OPD 
Penanggungjawab 

Awal Transisi I II III IV V 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

realisasi target target target target target target 

52 Produksi 
daging 

kg   10.864.595    12.253.292    12.283.539    12.313.587    12.343.778    12.376.015    12.390.166  Dinas Pertanian 
dan Pangan 

53 Produksi telur kg     8.760.790      9.865.508      9.872.812  9.880.123     9.887.343      9.892.766      9.899.897  Dinas Pertanian 
dan Pangan 

54 Nilai usaha 
industri  

juta 
rupiah 

       705.457  864.500  1.025.000  1.186.000  1.356.000  1.531.000  1.731.000  Dinas 
Perdagangan 

55 Nilai Usaha 
Perdagangan 

juta 
rupiah 

1.958.400  2.291.320  2.409.299  2.557.643  2.722.407  2.905.096  3.087.785  Dinas 
Perdagangan 

56 Jumlah pasar 
tradisional 
dengan sarana 
prasarana 
kondisi baik 

pasar 13 16 19 21 24 27 30 Dinas 
Perdagangan 

57 Cakupan 
kualitas 
kebijakan 
penyelenggara
an 
pemerintahan 
daerah 

% 66,88 74,18 79,23 85,71 91,53 97,88 100 Sekretariat Daerah 

58 Persentase 
capaian jumlah 
sasaran OPD  
yang 
memenuhi 
target kinerja 

% 82,60 90,43 92,55 94,68 96,81 97,87 100 Sekretariat Daerah 

59 Indeks 
Kepuasan 

% n.a 74 76 78 80 82 85 Sekretariat Daerah 
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No 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Satuan 
Kinerja 

Capaian 
Kinerja  

Target Kinerja Organisasi perengkat Daerah (OPD) 

OPD 
Penanggungjawab 

Awal Transisi I II III IV V 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

realisasi target target target target target target 

Masyarakat 

60 Cakupan 
peningkatan 
kapasitas 
lembaga 
perwakilan 
rakyat daerah 

% 89,86 100 100 100 100 100 100 Sekretariat DPRD 

61 Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) 

Nilai 75,25 76,26 77,26 78,26 79,26 80,26 81,26 Kecamatan 

62 Cakupan 
peningkatan 
penyelenggara
an 
pemerintahan 
kecamatan  

% 87,75 88,32 89,74 90,46 90,88 91,31 91,60 Kecamatan 

63 Nilai Rata-rata 
Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) 

Nilai 78,25 77,90 78,61 79,23 79,84 80,46 81,07 Kecamatan Wates 

64 Cakupan 
peningkatan 
penyelenggara
an 
pemerintahan 
kecamatan  

% 87,75 88,32 89,74 90,46 90,88 91,31 91,60 Kecamatan Wates 
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No 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Satuan 
Kinerja 

Capaian 
Kinerja  

Target Kinerja Organisasi perengkat Daerah (OPD) 

OPD 
Penanggungjawab 

Awal Transisi I II III IV V 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

realisasi target target target target target target 

65 Cakupan 
peningkatan 
penyelenggara
an 
pemerintahan 
kelurahan 

% 50,59 53,24 62,06 69,41 74,12 76,18 78,24 Kecamatan Wates 

66 Capaian indeks 
maturitas SPIP 

Nilai 2,16 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 Inspektorat Daerah 

67 Persentase 
capaian jumlah 
sasaran daerah 
yang 
memenuhi 
target 

% 52,38 69,23  70,59   76,47   82,35   88,24   94,12  Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

68 Rata-rata 
persentase 
ketercapaian 
sasaran daerah 

% 83,57  86,11   88,65   91,20   93,74   96,28   98,82  Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

69 Cakupan 
pengelolaan 
keuangan dan 
asset 

% 99,87 98,48 99,04 99,22 99,46 99,71 99,97 Badan Keuangan 
dan Aset Daerah 

70 Capaian 
peningkatan 
kualitas 
aparatur 

% 79,27 81,35 83,48 85,61 87,65 89,66 91,83 Badan 
Kepegawaian 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

 



RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017 - 2022 

 

VIII - 14 

 

Tabel 8.4  
Indikator Kinerja Program Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 

No 
Program Prioritas 

Pembangunan 
Indikator Kinerja 

Program 
Satuan 

Realisasi 
Kinerja 

Capaian Kinerja Program 

OPD 
Awal Transisi 

Tahun 
ke-1 

Tahun 
ke-2 

Tahun 
ke-3 

Tahun 
ke-4 

Tahun 
ke-5 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Program Pendidikan Anak 
Usia Dini dan Pendidikan 
Non Formal 

Cakupan Pembinaan 
Pendidikan Anak Usia 
Dini dan Pendidikan 
Non Formal 

% 17,83 36,53 37,94 38,31 39,35 40,61 41,76 Dinas 
Pendidikan 
Pemuda dan 
Olah Raga 

2 Program Pembinaan 
Sekolah Dasar 

Cakupan Pembinaan 
Sekolah Dasar 

% 63,55 59,35 59,89 60,43 60,98 61,52 62,06 Dinas 
Pendidikan 
Pemuda dan 
Olah Raga 

3 Program Pembinaan 
Sekolah Menengah 
Pertama 

Cakupan Pembinaan 
Sekolah Menengah 
Pertama 

% 78,88 86,36 87,66 88,96 90,26 91,56 92,86 Dinas 
Pendidikan 
Pemuda dan 
Olah Raga 

4 Program Pembinaan 
Ketenagaan 

Indeks Peningkatan 
Kapasitas Ketenagaan 

nilai 36,59 39,09 41,19 43,23 45,18 47,72 49,38 Dinas 
Pendidikan 
Pemuda dan 
Olah Raga 

5 Program Peningkatan 
Pembinaan Pemuda dan 
Olah Raga 

Cakupan Pembinaan 
Pemuda dan Olahraga 

% 37,33 38,91 45,14 51,80 57,47 62,50 68,00 Dinas 
Pendidikan 
Pemuda dan 
Olah Raga 

6 Program Peningkatan  
Kesehatan Masyarakat 

Indeks Kesehatan 
Masyarakat 

nilai 57,03 58,35 64,40 67,16 69,93 72,70 74,80 Dinas 
Kesehatan 

7 Program Pencegahan 
dan Pengendalian 
Penyakit  

Indeks Pencegahan 
dan Pengendalian 
Penyakit  

nilai 41,11 53,43 61,62 69,94 78,19 82,45 86,56 Dinas 
Kesehatan 
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No 
Program Prioritas 

Pembangunan 
Indikator Kinerja 

Program 
Satuan 

Realisasi 
Kinerja 

Capaian Kinerja Program 

OPD 
Awal Transisi 

Tahun 
ke-1 

Tahun 
ke-2 

Tahun 
ke-3 

Tahun 
ke-4 

Tahun 
ke-5 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

8 Program Peningkatan 
Pelayanan Kesehatan 

Cakupan Pelayanan 
Kesehatan 

% 63,15 77,04 84,38 91,17 97,97 99,46 100 Dinas 
Kesehatan 

9 Program Peningkatan 
Sumber Daya Kesehatan 

Indeks Sumber Daya 
Kesehatan 

nilai 76,61 78,89 79,98 81,07 82,85 87,01 89,52 Dinas 
Kesehatan 

10 Program Peningkatan 
Pelayanan kesehatan 
rujukan RSUD Wates 

Cakupan Mutu 
Pelayanan dan 
Manfaat  

% 92,5 93,13 93,13 93,75 93,75 94,38 94,38 RSUD Wates 

11 Program Peningkatan 
Pelayanan kesehatan 
rujukan RSUD Nyi Ageng 
Serang 

Cakupan Mutu 
Pelayanan dan 
Manfaat  

% 79,13 80,38 81,25 81,88 82,5 83,13 83,75 RS Nyi Ageng 
Serang 

12 Program Pembangunan 
dan 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan dan Jembatan 

Capaian panjang jalan 
kabupaten dalam 
kondisi baik 

% 73,26 74,63 76,36 78,04 79,64 81,15 82,59 Dinas Pekerjaan 
Umum 
Perumahan dan 
Kawasan 
Permukiman 

13 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Kebinamargaan 

Capaian uji 
laboratorium dan alat 
berat 

% 74,12 78,57 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25 Dinas Pekerjaan 
Umum 
Perumahan dan 
Kawasan 
Permukiman 

14 Program Pengembangan, 
Pengelolaan dan 
Konservasi Sumber Daya 
Air 

Indeks ketersediaan 
air baku, peningkatan 
pelayanan irigasi, dan 
drainase pengairan 
dalam kondisi baik 

Nilai 78,45 79,64 80,87 82,11 83,30 84,52 85,56 Dinas Pekerjaan 
Umum 
Perumahan dan 
Kawasan 
Permukiman 
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No 
Program Prioritas 

Pembangunan 
Indikator Kinerja 

Program 
Satuan 

Realisasi 
Kinerja 

Capaian Kinerja Program 

OPD 
Awal Transisi 

Tahun 
ke-1 

Tahun 
ke-2 

Tahun 
ke-3 

Tahun 
ke-4 

Tahun 
ke-5 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

15 Program Pengelolaan 
Kebersihan dan 
Pertamanan 

Cakupan taman dalam 
kondisi baik, layanan 
persampahan 

% 62,45 67,45 68,14 68,26 67,75 72,79 80,83 Dinas Pekerjaan 
Umum 
Perumahan dan 
Kawasan 
Permukiman 

16 Program Pembangunan, 
Pengembangan, Sarana 
Prasarana Air Minum dan 
Sanitasi 

Cakupan layanan air 
bersih dan air limbah 

% 66,48 66,80 67,29 67,66 67,84 67,93 67,94 Dinas Pekerjaan 
Umum 
Perumahan dan 
Kawasan 
Permukiman 

17 Program Pengembangan 
Lingkungan Perumahan 
dan Permukiman Sehat 

Cakupan 
pengembangan 
lingkungan perumahan 
dan permukiman sehat 

% 40,97 41,94 42,01 42,15 42,22 42,36 42,43 Dinas Pekerjaan 
Umum 
Perumahan dan 
Kawasan 
Permukiman 

18 Program Pembangunan 
dan Rehabilitasi Sarana 
Prasarana Perkotaan dan 
Perkantoran 

Cakupan sarana 
prasarana perkotaan 
dan perkantoran 
dalam kondisi baik 

% 81,77 82,48 83,81 84,51 85,56 87,21 87,93 Dinas Pekerjaan 
Umum 
Perumahan dan 
Kawasan 
Permukiman 

19 Program Peningkatan 
Wawasan Kebangsaan 
dan Politik Masyarakat 

Cakupan peningkatan 
wawasan kebangsaan 
dan politik masyarakat 

% 62,29 63,62 82,22 82,22 81,33 81,33 80,51 Kantor Kesatuan 
Bangsa dan 
Politik 

20 Program Peningkatan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum  

Cakupan  peningkatan 
ketenteraman dan 
ketertiban umum  

% 67,29 85,99 86,83 92,68 93,35 98,42 99,46 Satuan Polisi 
Pamong Praja 
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No 
Program Prioritas 

Pembangunan 
Indikator Kinerja 

Program 
Satuan 

Realisasi 
Kinerja 

Capaian Kinerja Program 

OPD 
Awal Transisi 

Tahun 
ke-1 

Tahun 
ke-2 

Tahun 
ke-3 

Tahun 
ke-4 

Tahun 
ke-5 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

21 Program Program 
Peningkatan Penegakan 
Peraturan Daerah 

Capaian peningkatan 
penegakan peraturan 
daerah 

% 100 77,78 100 100 100 100 100 Satuan Polisi 
Pamong Praja 

22 Program 
Penanggulangan 
Bencana 

Cakupan 
penanggulangan 
bencana 

% 65,48 65,88 66,87 70,17 73,17 76,73 83,30 Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

23 Program Perlindungan 
Sosial 

Indeks Perlindungan 
Sosial 

Nilai 45,15 52,98 52,98 53,90 54,42 54,91 55,68 Dinas Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak 

24 Program Pemberdayaan 
Sosial 

Indeks Pemberdayaan  
Sosial  

Nilai 16,06 37,52 39,29 40,08 41,01 41,71 42,41 Dinas Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak 

25 Program Peningkatan 
pemberdayaan 
perempuan dan 
pengarusutamaan gender 

Cakupan 
pemberdayaan 
perempuan dan 
pengarusutamaan 
gender 

% 67,17 68,19 82,34 83,93 85,51 87,10 89,20 Dinas Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak 

26 Program Peningkatan 
Perlindungan Perempuan 
dan Anak 

Cakupan Perlindungan 
Perempuan dan Anak 

% 66,66 66,65 77,76 83,31 88,87 94,42 99,97 Dinas Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak 
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No 
Program Prioritas 

Pembangunan 
Indikator Kinerja 

Program 
Satuan 

Realisasi 
Kinerja 

Capaian Kinerja Program 

OPD 
Awal Transisi 

Tahun 
ke-1 

Tahun 
ke-2 

Tahun 
ke-3 

Tahun 
ke-4 

Tahun 
ke-5 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

27 Program Pengembangan 
dan Pelatihan Tenaga 
Kerja 

Cakupan penempatan 
dan pengembangan 
kompetensi tenaga 
kerja 

% 64,57  71,56   72,10   72,45   72,89   73,06   73,61  Dinas Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 

28 Program Perlindungan 
Ketenagakerjaan 

Cakupan perlindungan 
ketenagakerjaan 

% 63,66 57,81 67,33 68,09 69,20 71,09 72,21 Dinas Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 

29 Program Penempatan 
Transmigrasi 

Capaian Penempatan 
Transmigran 

% 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi 

30 Program Perencanaan 
Penataan Ruang 

Cakupan perencanaan 
penataan ruang 

% n.a 28,13 33,70 74,68 81,95 91,71 94,57 Dinas 
Pertanahan dan 
Tata Ruang 

31 Program Pengendalian 
dan Pemanfaatan 
Penataan Ruang 

Cakupan pelaksanaan  
Penataan Ruang 

% n.a 79,17 85,42 89,58 93,75 95,83 100 Dinas 
Pertanahan dan 
Tata Ruang 

32 Program Pengelolaan 
Pertanahan 

Cakupan Pengelolaan 
penggunaan dan 
pemanfaatan tanah 

% n.a 79,89 80,19 80,48 80,77 81,06 81,36 Dinas 
Pertanahan dan 
Tata Ruang 

33 Program Pengelolaan 
dan Konservasi 
lingkungan hidup 

Cakupan pengelolaan 
dan konservasi 
lingkungan hidup 

% 46,79 47,38 51,40 55,02 58,24 59,43 60,63 Dinas 
Lingkungan 
Hidup 

34 Program Penaatan dan 
Pengendalian 
Pencemaran  

Cakupan peningkatan 
penaatan dan 
pengendalian 
pencemaran 

% 58,93 63,82 63,92 63,99 64,04 64,09 64,66 Dinas 
Lingkungan 
Hidup 
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No 
Program Prioritas 

Pembangunan 
Indikator Kinerja 

Program 
Satuan 

Realisasi 
Kinerja 

Capaian Kinerja Program 

OPD 
Awal Transisi 

Tahun 
ke-1 

Tahun 
ke-2 

Tahun 
ke-3 

Tahun 
ke-4 

Tahun 
ke-5 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

35 Program Pelayanan 
Pendaftaran Penduduk 

Cakupan Pelayanan 
Administrasi 
Kependudukan 

% 100 100 100 100 100 100 100 Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil 

36 Program Pengelolaan 
Informasi Administrasi 
Kependudukan 

Cakupan Pengelolaan 
Informasi Administrasi 
kependudukan 

% 100 100 100 100 100 100 100 Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil 

37 Program Pelayananan 
Pencatatan Sipil 

Cakupan Pelayanan 
Pencatatan Sipil 

% 70,23 95,49 95,80 96,08 96,36 96,65 96,94 Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil 

38 Program Penguatan 
Kelembagaan dan 
Peningkatan Partisipasi 
Masyarakat  

Cakupan Penguatan 
Kelembagaan dan 
Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat  

% 40,47 45,17 52,21 58,34 61,44 63,84 67,35 Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Desa, 
Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana 

39 Program Peningkatan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa  

Cakupan  Peningkatan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa 

% 40,59 41,65 75,56 80,26 83,16 85,51 80,00 Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Desa, 
Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana 
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No 
Program Prioritas 

Pembangunan 
Indikator Kinerja 

Program 
Satuan 

Realisasi 
Kinerja 

Capaian Kinerja Program 

OPD 
Awal Transisi 

Tahun 
ke-1 

Tahun 
ke-2 

Tahun 
ke-3 

Tahun 
ke-4 

Tahun 
ke-5 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

40 Program Keluarga 
Berencana dan 
Pembinaan Keluarga 

Indeks Pembinaan 
Keluarga Berencana 

Nilai 67,12 63,37 63,40 63,87 64,44 65,06 65,53 Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Desa, 
Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana 

41 Program Advokasi dan 
Pengendalian Penduduk 

Indeks Advokasi dan 
Pengendalian 
Penduduk 

Nilai 20,21 60,22 60,24 62,07 63,91 65,74 65,75 Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Desa, 
Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana 

42 Program Peningkatan 
Pelayanan Sarana 
Prasarana Perhubungan 

Cakupan pelayanan 
sarana prasarana 
perhubungan 

% 63,39 63,82 67,84 77,39 80,64 89,54 92,23 Dinas 
Perhubungan 

43 Program Peningkatan 
Tertib Lalu Lintas Jalan 

Cakupan tertib lalu 
lintas jalan 

% 25,00 33,77 41,84 47,69 52,43 59,39 65,25 Dinas 
Perhubungan 

44 Program Pengembangan 
Aplikasi Informatika 

Cakupan 
Pengembangan e-Gov 

% 52,84 55,09 63,17 69,49 83,10 91,55 93,07 Dinas 
Komunikasi dan 
Informasi 

45 Program Pengembangan 
Komunikasi Media Massa 
dan 
Data/Informasi/Statistik 

Cakupan Komunikasi 
Media Massa dan 
Data/informasi/Statistik 

% 42,46 56,75 56,75 68,25 77,78 84,52 90,48 Dinas 
Komunikasi dan 
Informasi 



RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017 - 2022 

 

VIII - 21 

 

No 
Program Prioritas 

Pembangunan 
Indikator Kinerja 

Program 
Satuan 

Realisasi 
Kinerja 

Capaian Kinerja Program 

OPD 
Awal Transisi 

Tahun 
ke-1 

Tahun 
ke-2 

Tahun 
ke-3 

Tahun 
ke-4 

Tahun 
ke-5 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

46 Program Pengelolaan 
Persandian 

Cakupan Pengelolaan 
Persandian 

% 20,5 23,47 30,88 36,56 44,46 58,18 61,88 Dinas 
Komunikasi dan 
Informasi 

47 Program Peningkatan 
Kualitas Kelembagaan 
dan Pengawasan 
KUMKM  

Cakupan kualitas 
Kelembagaan KUMKM 

% 44,15 47,42 49,98 53,33 53,48 53,66 53,74 Dinas Koperasi 
Usaha Kecil dan 
Menengah  

48 Program Pengembangan 
Permodalan KUMKM 

Cakupan  
Permodalan KUMKM 

%i  31,65 46,70 48,14 49,51 50,96 51,71 53,91 Dinas Koperasi 
Usaha Kecil dan 
Menengah  

49 Program Peningkatan 
Pemberdayaan KUMKM 

Cakupan 
Pemberdayaan  
KUMKM 

% 31,38 33,44 33,93 34,03 34,07 34,16 34,40 Dinas Koperasi 
Usaha Kecil dan 
Menengah  

50 Program Pelayanan 
Investasi 

Indeks realisasi  
investasi 

Nilai  61,86 61,86 65,85 70,33 71,15 73,30 74,11 Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Perijinan 
Terpadu 

51 Program Peningkatan 
Pelayanan Perijinan 

Indeks peningkatan 
pelayanan perijinan 

Nilai  100 100 100 100 100 100 100 Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Perijinan 
Terpadu 

52 Program Pemantauan 
dan Pengawasan 
Investasi 

Indeks pemantauan 
dan pengawasan 
investasi 

Nilai  73,24 74,59 83,88 84,38 84,54 84,69 84,84 Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Perijinan 
Terpadu 
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No 
Program Prioritas 

Pembangunan 
Indikator Kinerja 

Program 
Satuan 

Realisasi 
Kinerja 

Capaian Kinerja Program 

OPD 
Awal Transisi 

Tahun 
ke-1 

Tahun 
ke-2 

Tahun 
ke-3 

Tahun 
ke-4 

Tahun 
ke-5 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

53 Program Pengembangan 
Seni Adat dan Tradisi 

Cakupan 
Pengembangan Seni 
Adat dan Tradisi 

% 74,90 75,93 76,91 77,90 78,88 79,87 80,85 Dinas 
Kebudayaan 

54 Program Pengembangan 
Sejarah Bahasa dan 
Sastra 

Cakupan 
Pengembangan 
Sejarah Bahasa dan 
Sastra 

%  102,38 85,71 90,48 95,24 100 100 100 Dinas 
Kebudayaan 

55 Program Pengelolaan 
Kekayaan Budaya 

Cakupan Pengelolaan 
Kekayaan Budaya 

% 68,55 70,07 71,31 72,51 73,67 74,79 75,89 Dinas 
Kebudayaan 

56 Program Pengembangan 
Budaya Baca 

Cakupan Peningkatan 
Layanan 
Perpustakaan 

% 47,43 47,70 47,83 48,39 49,01 49,91 51,04 Dinas 
Perpustakaan 
dan Kearsipan 

57 Program Peningkatan 
Pengelolaan Kearsipan 

Cakupan Pengelolaan 
Kearsipan 

% 53,3 53,67 58,98 67,94 84,16 100 100 Dinas 
Perpustakaan 
dan Kearsipan 

58 Program Peningkatan 
Daya Saing Produk 
Kelautan Perikanan 

Cakupan peningkatan 
daya saing produk 
kelautan perikanan 

% 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Kelautan 
dan Perikanan 

59 Program Peningkatan 
Produksi Perikanan 
Budidaya 

Cakupan peningkatan 
intensifikasi perikanan 
budidaya 

% 92,73 100 100 100 100 100 100 Dinas Kelautan 
dan Perikanan 

60 Program Peningkatan 
Produksi  Perikanan 
Tangkap dan 
Pengendalian Sumber 
Daya Perikanan Dan 
Kelautan 

Cakupan peningkatan 
produksi perikanan 
tangkap dan 
pelestarian sumber 
daya perikanan dan 
kelautan 

% 99,96 100 100 100 100 100 100 Dinas Kelautan 
dan Perikanan 
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61 Program Peningkatan 
Sarana Prasarana 
Pariwisata dan 
Pengelolaan Daya Tarik 
Wisata 

Cakupan peningkatan 
sarana prasarana 
objek wisata dalam 
kondisi baik dan 
peningkatan 
pengelolaan daya tarik 
wisata 

% 34,29 50,00 60,71 71,43 75,00 87,50 100 Dinas Pariwisata 

62 Program Peningkatan 
Pemasaran Wisata 

Cakupan peningkatan 
promosi berbasis IT 
dan efektifitas atraksi 
wisata 

% 80 100 100 100 100 100 100 Dinas Pariwisata 

63 Program Peningkatan 
Pemberdayaan 
Pariwisata 

Cakupan peningkatan 
pembinaan usaha jasa 
pariwisata serta 
pengembangan 
kapasitas 
kelembagaan dan 
SDM 

% 40,89  38,12 43,71 46,81 49,83 51,98 52,46 Dinas Pariwisata 

64 Program Peningkatan 
Produksi dan Mutu  
Produk Tanaman Pangan 

Cakupan peningkatan 
produktifitas, 
ketersediaan sarana 
prasarana dan kualitas 
hasil tanaman pangan 

% 50,22 50,26 50,31 50,35 50,39 50,44 50,48 Dinas Pertanian 
dan Pangan 

65 Program Peningkatan 
Produksi dan Mutu  
Produk Hortikultura 

Cakupan peningkatan 
produktifitas, 
ketersediaan sarana 
prasarana dan kualitas 
hasil hortikultura 

% 50,55 50,60 50,68 50,71 50,75 50,76 50,77 Dinas Pertanian 
dan Pangan 
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66 Program Peningkatan 
Produksi dan Mutu  
Produk Perkebunan 

Cakupan peningkatan 
produktifitas, 
ketersediaan sarana 
prasarana dan kualitas 
hasil perkebunan 

% 50,40 50,44 50,50 50,53 50,57 50,58 50,92 Dinas Pertanian 
dan Pangan 

67 Program Peningkatan 
Produksi dan Pemasaran 
Hasil Peternakan 

Cakupan peningkatan 
produksi dan 
pemasaran hasil 
ternak 

% 96,35 96,35 96,37 96,39 96,40 96,42 96,45 Dinas Pertanian 
dan Pangan 

68 Program Peningkatan 
Kesehatan Hewan dan 
Kesehatan Masyarakat 
Veteriner (Kesmavet) 

Cakupan kesehatan 
ternak dan kesmavet 

% 88,62 88,62 88,62 88,62 88,62 88,62 88,62 Dinas Pertanian 
dan Pangan 

69 Program Peningkatan 
Ketahanan Pangan 
Daerah 

Cakupan upaya 
diversifikasi pangan 

% 75,73 76,05 76,94 77,83 78,87 79,60 80,81 Dinas Pertanian 
dan Pangan 

70 Program Pemberdayaan 
Penyuluhan  

Cakupan peningkatan 
pemberdayaan 
kelompok tani 

% 72,78 72,93 73,94 75,96 78,59 81,83 85,07 Dinas Pertanian 
dan Pangan 

71 Program Pengembangan 
Industri 

Indeks pertumbuhan 
industri 

Nilai 11,45 11,48 12,03 12,31 12,68 13,08 13,60 Dinas 
Perdagangan 

72 Program Pembinaan dan 
Penataan Pasar  
Tradisional 

Cakupan peningkatan 
kualitas Pasar 
Tradisional 

% 29,83 39,03 44,62 48,56 54,27 60,23 66,79 Dinas 
Perdagangan 

73 Program Pengembangan 
Usaha Perdagangan 

Capaian 
pengembangan usaha 
perdagangan 

% 14,45 16,74 17,89 19,68 20,91 22,41 24,30 Dinas 
Perdagangan 
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74 Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Cakupan pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

% 100 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Semua OPD 

75 Program Peningkatan 
Sarana/Prasarana Kerja 
dan Kualitas Sumber 
Daya Manusia OPD 

Cakupan Peningkatan 
Sarana/Prasarana 
Kerja dan Kualitas 
Sumber Daya Manusia 
OPD 

% 100 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Semua OPD 

76 Proram Perencanaan, 
Pengendalian dan 
Evaluasi Kinerja 

Cakupan 
Perencanaan, 
Pengendalian dan 
Evaluasi Kinerja 

% 100 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Semua OPD 

77 Program Peningkatan 
Pelayanan Kedinasan 
KDH/Wakil KDH 

Cakupan kinerja 
pelayanan kedinasan 
KDH/Wakil KDH 

% 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat 
Daerah 

78 Program Penataan 
Peraturan Perundang-
undangan dan Bantuan 
Hukum 

Cakupan penyusunan 
produk dan pelayanan 
hukum 

% 114 92,40 94,00 95,52 97,04 98,56 100 Sekretariat 
Daerah 

79 Program Pengembangan 
Kapasitas Otonomi 
Daerah 

Cakupan 
pengembangan 
kapasitas otonomi 
daerah 

% 99,89 100 100 100 100 100 100 Sekretariat 
Daerah 

80 Program Peningkatan 
Pelayanan 
Kemasyarakatan 

Capaian pelayanan 
kegiatan 
kemasyarakatan 

% 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat 
Daerah 



RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017 - 2022 

 

VIII - 26 

 

No 
Program Prioritas 

Pembangunan 
Indikator Kinerja 

Program 
Satuan 

Realisasi 
Kinerja 

Capaian Kinerja Program 

OPD 
Awal Transisi 

Tahun 
ke-1 

Tahun 
ke-2 

Tahun 
ke-3 

Tahun 
ke-4 

Tahun 
ke-5 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

81 Program Perumusan dan 
Pengendalian Kebijakan 
Penguatan Kelembagaan 

Cakupan Efektifitas 
dan Efisiensi 
kelembagaan 

% 90,24 62,33 69,59 78,49 87,39 97,24 100 Sekretariat 
Daerah 

82 Program Perumusan dan 
Pengendalian Kebijakan 
Pemerintahan 

Cakupan Perumusan 
dan Pengendalian 
Kebijakan 
Pemerintahan 

% 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat 
Daerah 

83 Program Perumusan dan 
Pengendalian Kebijakan 
Kesejahteraan Rakyat 
dan Kemasyarakatan 

Cakupan Perumusan 
dan Pengendalian 
Kebijakan 
Kesejahteraan Rakyat 
dan Kemasyarakatan 

% 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat 
Daerah 

84 Program Perumusan dan 
Pengendalian Kebijakan 
Perekonomian 

Cakupan Perumusan 
dan Pengendalian 
Kebijakan 
Perekonomian 

% 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat 
Daerah 

85 Program Perumusan dan 
Pengendalian Kebijakan 
Pembangunan 

Cakupan Perumusan 
dan Pengendalian 
Kebijakan 
Pembangunan 

% 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat 
Daerah 

86 Program Peningkatan 
Kualitas Pengadaan 
Barang/Jasa 

Capaian pengadaan 
barang dan jasa  

% 89,55 100 100 100 100 100 100 Sekretariat 
Daerah 

87 Program Peningkatan 
BUMD dan Lembaga 
Keuangan 

Cakupan BUMD dan 
Lembaga Keuangan 
berkinerja baik  

% 95,79 95,79 98,25 98,95 99,30 99,65 100 Sekretariat 
Daerah 
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88 Program Peningkatan 
Kapasitas Sistem 
Pelayanan Publik 

Cakupan Peningkatan 
Kapasitas Sistem 
Pelayanan Publik 

% 100 99,19 100 100 100 100 100 Sekretariat 
Daerah 

89 Program Pembentukan 
Peraturan Daerah 

Capaian penetapan 
peraturan daerah   

% 69,57 100 100 100 100 100 100 Sekretariat 
DPRD 

90 Program Penganggaran 
dan Pengawasan 
Kebijakan Pembangunan 
Daerah 

Cakupan penetapan 
dokumen 
perencanaan, 
penganggaran dan 
rekomendasi hasil 
pengawasan kebijakan 
dan pembangunan 

% 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat 
DPRD 

91 Program Peningkatan 
Pelayanan Kecamatan 

Cakupan Peningkatan 
Pelayanan Kecamatan 

% 37,14 42,14 61,43 76,07 85,71 92,86 100 Kecamatan 

92 Program Peningkatan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Kecamatan  

Cakupan peningkatan 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
kecamatan  

% 87,75 88,32 89,74 90,46 90,88 91,31 91,60 Kecamatan 

93 Program Peningkatan 
Pelayanan Kelurahan 

Cakupan Peningkatan 
Pelayanan Kelurahan 

% 59 63,27 69,55 80,36 89,18 95,73 100 Kecamatan 
Wates 

94 Program Peningkatan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Kelurahan 

Cakupan Peningkatan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Kelurahan 

% 52,94 53,24 62,06 69,41 74,12 76,18 78,24 Kecamatan 
Wates 
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95 Program Peningkatan 
Sistem Pengawasan 
Internal  

Cakupan peningkatan 
sistem pengawasan 
internal dan 
pengawasan desa 

% 51,62 58,28 62,44 63,73 65,12 66,61 68,21 Inspektorat 
Daerah 

96 Program Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Persentase capaian 
jumlah program yang 
memenuhi target 

% 64,55 74,29 75,23 79,82 86,24 90,83 96,33 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

97 Program Perencanaan 
Pembangunan 
Pemerintahan dan Kesra 

Persentase capaian 
jumlah program yang 
memenuhi target 
bidang Pemerintahan 
dan Kesra 

% 68,09 86,00 73,58 79,25 86,79 90,57 94,34 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

98 Program Perencanaan 
Pembangunan Sosial dan 
Ekonomi 

Persentase capaian 
jumlah program yang 
memenuhi target 
bidang  Sosial dan 
Ekonomi 

% 66,67 68,42 72,50 75,00 80,00 85,00 92,50 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

99 Program Perencanaan 
Pembangunan 
Infrastruktur dan 
Pengembangan Wilayah 

Persentase capaian 
jumlah program yang 
memenuhi target 
bidang Infrastruktur 
dan Pengembangan 
Wilayah 

% 56,52 57,89 68,75 75,00 81,25 87,50 93,75 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 
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100 Program Pengendalian 
Pembangunan Daerah  

Rata-rata persentase 
ketercapaian program 
pembangunan 

% 95,69 96,29 96,89 97,48 98,08 98,68 99,28 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

101 Program Kerjasama 
Pengembangan IPTEK 

Capaian tindak lanjut 
kerjasama 

% 90,91 100 100 100 100 100 100 Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

102 Program Peningkatan 
Pengelolaan Anggaran 
dan Kualitas Kebijakan 
Pengelolaan Keuangan 

Cakupan peningkatan 
pengelolaan anggaran 
dan kualitas kebijakan 
pengelolaan keuangan 

% 100 100 100 100 100 100 100 Badan 
Keuangan dan 
Asset Daerah 

103 Program Peningkatan 
Pengelolaan 
Perbendaharaan 

Cakupan peningkatan 
pengelolaan 
perbendaharaan 

% 97,99 98,48 99,04 99,22 99,46 99,71 99,97 Badan 
Keuangan dan 
Asset Daerah 

104 Program Peningkatan 
Penerapan Akuntansi dan 
Pelaporan 

Capaian peningkatan 
penerapan akuntansi 
dan pelaporan 

% 100 100 100 100 100 100 100 Badan 
Keuangan dan 
Asset Daerah 

105 Program Peningkatan 
Pendapatan Daerah 

Cakupan Peningkatan 
Realisasi Pendapatan 
Daerah 

% 102,82 100 100 100 100 100 100 Badan 
Keuangan dan 
Asset Daerah 

106 Program Peningkatan 
Penerimaan Pajak 
Daerah 

Cakupan peningkatan 
penerimaan pajak 
daerah 

% 46,85 52,72 52,89 52,94 53,00 53,06 53,06 Badan 
Keuangan dan 
Asset Daerah 
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107 Program Peningkatan 
Pengelolaan Asset dan 
Investasi Pemerintah 
Daerah 

Cakupan peningkatan 
pengelolaan asset dan 
investasi pemerintah 
daerah 

% 96,67 96,67 96,67 96,67 96,67 96,67 96,67 Badan 
Keuangan dan 
Asset Daerah 

108 Program Pengembangan 
Aparatur  

Cakupan 
Pengembangan 
Aparatur  

% 86,07 91,80 93,09 94,42 95,77 97,16 98,58 Badan 
Kepegawaian 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

109 Program Pendayagunaan 
Aparatur 

Cakupan Peningkatan 
Pendayagunaan 
Aparatur 

% 89,8 84,34 85,58 86,79 87,82 88,75 89,87 Badan 
Kepegawaian 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

110 Program Pembinaan dan 
Pelayanan Aparatur  

Cakupan Pembinaan 
dan Layanan Aparatur  

% 76,45 78,37 84,25 92,12 99,96 99,96 99,96 Badan 
Kepegawaian 
Pendidikan dan 
Pelatihan 
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BAB IX 

PENUTUP 

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 

2017-2022 ini merupakan dokumen yang menjabarkan rencana kerja Pemerintah Daerah 

yang akan dicapai selama masa jabatan Bupati Kulon Progo Tahun 2017-2022.  Dokumen 

ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan serta program-program yang 

telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 

 

9.1  Pedoman Transisi  

Untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan serta dalam 

rangka mengisi kekosongan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setelah 

berakhirnya RPJMD periode 2017-2022, maka dokumen RPJMD Tahun  2017-

2022 ini akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD 

tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

terpilih periode berikutnya. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai 

macam permasalahan pembangunan yang belum dapat ditangani secara tuntas 

sampai dengan akhir periode RPJMD, serta untuk mencari solusi terhadap 

permasalahan pembangunan baru yang muncul pada tahun pertama masa 

pemerintahan Kepala Daerah yang baru.  

Untuk target pembangunan yang telah tercapai pada periode 

sebelumnya, maka TAPD perlu merumuskan kembali serta menetapkan 

besaran target baru yang akan dicapai pada masa transisi dengan 

menggunakan Peraturan Kepala Daerah. Selanjutnya, dokumen RKPD masa 

transisi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RPJMD periode 

selanjutnya. 

 

9.2 Kaidah Pelaksanaan  

 RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 diharapkan dapat 

dilaksanakan secara konsisten, jujur, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Dokumen 

ini menjadi dasar bagi OPD dalam rangka menyusun Rencana Strategis (Renstra-

OPD) dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:  
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1. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, beserta masyarakat termasuk dunia usaha 

berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang 

dimuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022 dengan sebaik-baiknya pada tahun 2017-

2022 serta masa transisi tahun 2023; 

2. Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berkewajiban untuk 

menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, 

serta program pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan 

berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2017-2022; 

3. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo wajib menjamin konsistensi antara RPJMD 

Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 dengan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

(RPJP) Daerah Istimewa Yogyakarta (karena RPJMD DIY telah habis masa 

berlakunya dan RPJMD yang baru belum ditetapkan). 

4. Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo wajib menjamin 

konsistensi antara dokumen RPJMD Tahun 2017-2022, dengan Rencana Strategis 

OPD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo.  

5. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2017-2022, Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kulon Progo wajib 

melakukan penyelarasan antara penjabaran RPJMD Tahun 2017-2022 ke dalam 

Rencana Strategis OPD, dan melakukan harmonisasi program dengan Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta melakukan monitoring, pengendalian 

dan evaluasi capaian kinerja untuk mengukur pencapaian target atau rencana 

kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2017-2022. 

6. Bagi program prioritas Pemerintah Daerah yang mempunyai hubungan dengan 

prioritas Pemerintah DIY maupun prioritas nasional, dimana terdapat kemungkinan 

bahwa Pemerintah Daerah tidak mampu mengalokasikan anggaran terhadap 

program tersebut, maka dalam hal pembiayaannya dapat dilakukan melalui 

berbagai macam skema, antara lain melalui kerjasama dengan Badan Usaha 

(Public Private Partnership), Corporate Social Responbility (CSR), Program 

Kemitraan dan Bina Lingkngan (PKBL), maupun Kerjasama Kemitraan dengan 

Lembaga Non Pemerintah, baik dalam negeri maupun lembaga-lembaga 

internasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undanganan yang 

berlaku. 

 





 

 

 

 

METADATA RPJMD KABUPATEN KULON PROGO 

TAHUN 2017-2022 



2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

1 Terwujudnya sumberdaya 

manusia yang berkualitas

Nilai IPM (Index Pembangunan Manusia) Nilai 72,8 73,25 73,06 73,56 74,05 74,54

2 Terwujudnya pertumbuhan dan 

pemerataan ekonomi 

Gini Rasio Nilai 0,34 0,33 0,33 0,32 0,31 0,29

Pertumbuhan Ekonomi % 4,88 4,97 5,06 5,15 5,23 5,32

Angka Kemiskinan % 19,25 18,25 17,25 16 14,75 13,25

3 Mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik

Indeks Reformasi Birokrasi Nilai 64 67 70 72 73 74

4 Mewujudkan keamanan, 

ketertiban dan ketenteraman 

lingkungan

Indeks Ketertiban dan Ketenteraman Nilai 0,72 0,95 1,19 1,18 1,8 1,17

5 Terwujudnya pembangunan 

kawasan berkelanjutan

Indeks Pembangunan Berkelanjutan Nilai 72,57 72,93 73,80 74,05 75,07 75,53

METADATA INDIKATOR TUJUAN

No Tujuan IKU Tujuan Satuan

Capaian Kinerja

METADATA RPJMD - 1



2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

1 Meningkatnya kualitas 

pendidikan masyarakat 

Rata-rata Lama Sekolah tahun Jumlah penduduk usia  > 15 tahun yang sedang sekolah atau telah 

berijazah

8,56 8,65 8,73 8,80 8,88 8,96

182.448               184.637               186.701               188.761               190.841               192.941               

Doktor/S3 (21 Tahun) 55                         90                         120                       150                       180                       210                       

S2 (18 Tahun) 350                       650                       800                       950                       1.100                   1.250                   

S1 (16 Tahun) 4.144                   5.269                   6.348                   7.418                   8.498                   9.588                   

DIII (15 Tahun) 3.390                   4.119                   4.924                   5.734                   6.554                   7.384                   

SMA/SMK (12 Tahun) 40.165                 40.165                 40.165                 40.165                 40.165                 40.165                 

SMP/MTs (9 Tahun) 49.639                 49.639                 49.639                 49.639                 49.639                 49.639                 

SD/MI (6 Tahun) 84.705                 84.705                 84.705                 84.705                 84.705                 84.705                 

Harapan Lama Sekolah tahun Jumlah penduduk yang bersekolah (Umur 7 - 15 Tahun) 14,01                   14,25                   14,49                   14,73                   14,79                   15,21                   

Umur 7 Tahun 6.239                   6.382                   6.542                   6.841                   7.002                   7.509                   

Umur 8 Tahun 6.980                   7.120                   7.399                   7.707                   7.955                   8.463                   

Umur 9 Tahun 7.885                   8.035                   8.385                   8.601                   8.707                   9.351                   

Umur 10 Tahun 8.552                   8.640                   8.891                   9.012                   9.287                   9.821                   

Umur 11 Tahun 9.436                   9.625                   9.845                   10.155                 10.258                 10.839                 

Umur 12 Tahun 10.793                 10.981                 11.120                 11.480                 11.610                 12.227                 

Umur 13 Tahun 11.350                 11.410                 11.693                 12.234                 12.301                 12.958                 

Umur 14 Tahun 12.592                 12.672                 12.884                 13.134                 13.289                 13.741                 

Umur 15 Tahun 13.350                 13.452                 13.772                 14.001                 14.112                 14.870                 

Jumlah penduduk (Umur 7 - 15 Tahun)

Umur 7 Tahun 6.532                   6.640                   6.763                   6.911                   7.180                   7.354                   

Umur 8 Tahun 6.485                   6.132                   6.640                   6.763                   6.911                   7.180                   

Umur 9 Tahun 6.306                   6.485                   6.132                   6.640                   6.763                   6.911                   

Umur 10 Tahun 6.194                   6.306                   6.485                   6.132                   6.640                   6.763                   

Umur 11 Tahun 5.840                   6.194                   6.306                   6.485                   6.132                   6.640                   

Umur 12 Tahun 6.282                   5.840                   6.194                   6.306                   6.485                   6.132                   

Umur 13 Tahun 6.098                   6.282                   5.840                   6.194                   6.306                   6.485                   

Umur 14 Tahun 6.144                   6.098                   6.282                   5.840                   6.194                   6.306                   

Umur 15 Tahun 6.352                   6.144                   6.098                   6.282                   5.840                   6.194                   

Angka Melek Huruf % angka melek huruf = ( jumlah penduduk usia > 15 tahun yang melek 

huruf / jumlah penduduk usia > 15 tahun x 100%)

96,62 97,48 98,33 99,19 100,00 100,00

Jumlah penduduk usia > 15 tahun yang melek huruf 323.750               324.200               320.780               318.370               312.873               304.740               

Jumlah penduduk usia > 15 tahun 335.063               332.575               326.215               320.982               312.873               304.740               

2 Meningkatnya derajat 

kesehatan masyarakat

Angka Harapan Hidup tahun Rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang dicapai oleh sekelompok 

penduduk

75,03 75,03 75,04 75,04 75,04 75,05

Angka Kematian Ibu per 

100.000 

Kelahiran 

Hidup

Rasio kematian ibu dan per 100.000 kelahiran hidup pada satu tahun 

tertentu = jumlah kematian ibu / jumlah ibu bersalin x 100%

56,26 55,8 55,35 54,92 54,74 54,55

METADATA INDIKATOR SASARAN DAERAH

No Sasaran Daerah IKU Sasaran Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja

METADATA RPJMD - 2



2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Sasaran Daerah IKU Sasaran Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja

Angka Kematian Bayi per 1000 

Kelahiran 

Hidup

Rasio kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1000 kelahiran 

hidup pada satu tahun tertentu = jumlah kematian bayi di bawah satu 

tahun / jumlah kelahiran hidup x 1000

8,86 8,79 8,52 8,46 7,84 7,5

3 Meningkatnya pelestarian/ 

pengembangan budaya dan 

prestasi generasi muda

Cakupan Pelestarian dan  

Pengembangan Budaya 

daerah

% ((( Jumlah event seni/ jumlah target event seni x 100%)+(jumlah Group 

kesenian yang aktif/ Jumlah Group kesenian x 100%) +(Jumlah event 

sastra / jumlah target event sastra x 100 %) + (jumlah rintisan desa 

budaya / jumlah target rintisan desa budaya  x 100 %)+(Jumlah cagar 

budaya yang ber SK/Jumlah warisan dan cagar budaya yang 

dipelihara*100%))/5

                    72,41                     73,55                     74,66                     75,75                     76,82                     77,87 

Jumlah event seni                           10                           11                           11                           12                           12                           13 

 jumlah target event seni                           10                           11                           11                           12                           12                           13 

jumlah Group kesenian yang aktif                        658                        683                        708                        733                        758                        783 

Jumlah Group kesenian                     1.269                     1.269                     1.269                     1.269                     1.269                     1.269 

jumlah event sastra                             2                             3                             3                             4                             5                             5 

jumlah target event sastra                             2                             3                             3                             4                             5                             5 

jumlah rintisan desa budaya                           12                           14                           16                           18                           20                           20 

jumlah target rintisan desa budaya                           12                           14                           16                           18                           20                           20 

Jumlah cagar budaya yang ber SK                           31                           43                           55                           67                           79                           91 

Jumlah warisan dan cagar budaya yang dipelihara                        304                        309                        314                        319                        324                        329 

Cakupan prestasi generasi 

muda

%  (((Jumlah pemuda berprestasi/jumlah pemuda peserta lomba 

kepemudaanx100%)+(Jumlah atlet berprestasi/jumlah atlet yang ikut 

kejuaraan x 100%))/2

25,33 31,70 38,07 44,45 50,82 57,22

Jumlah Pemuda berprestasi tk Prov/Nasional 2 3 4 5 6 7

Jumlah Pemuda peserta lomba kepemudaan tk Prov/Nasional 8 8 8 8 8 8

Jumlah Atlet Berprestasi tk prov/nasional 136 146 156 167 178 191

Jumlah Atlet Peserta kejuaraan tk prov/nasional 530 562 596 631 669 709

4 Meningkatnya Pendapatan 

Masyarakat

Pendapatan perkapita 

penduduk

juta rupiah PDRB per kapita penduduk = Nilai PDRB Atas Dasar Harga 

Konstan/Jumlah penduduk tengah tahun (jutaan rupiah)

16,39 16,87 17,39 17,90 18,41 18,92

Angka Pengangguran 

Tebuka

% Perbandingan jumlah penduduk usia kerja yang menganggur dengan 

banyaknya angkatan kerja

3,2 3,05 2,9 2,75 2,5 2,25

5 Meningkatnya kualitas 

penyelenggaraan 

pemerintahan  dan 

pelayanan publik yang 

responsif dan akuntabel

Nilai akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah (AKIP)

Nilai Hasil penilaian akuntabilitas  kinerja  pemerintah daerah.   Sumber  

data : Kemenpan dan RB

BB BB BB BB A A

Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Opini 

BPK)

Opini BPK

Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan 

Keuangan

WTP WTP WTP WTP WTP WTP

Nilai Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

Nilai Hasil survei IKM  pada unit pelayanan publik di Pemerintah Kan Kulon 

Progo.   Sumber data : Bag. Organisasi Setda Kulon Progo

77,15 77,65 78,15 78,65 79,35 79,65

METADATA RPJMD - 3



2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Sasaran Daerah IKU Sasaran Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja

6 Meningkatnya kedisiplinan, 

ketertiban, dan kehidupan 

bermasyarakat yang 

kondusif

Cakupan penegakan 

peraturan daerah dan 

penanganan konflik sosial

% ((Jumlah penindakan/jumlah pelanggaran*100%)+(Jumlah konflik sosial 

yang tertangani/Jumlah konflik sosial*100%)/2

76,89 78,94 80,00 82,14 86,67 87,50

Jumlah penindakan 350 525 550 575 575 600

Jumlah pelanggaran 450 525 550 575 575 600

Jumlah konflik sosial yang tertangani 19 20 24 24 24 24

Jumlah konflik sosial 25 25 30 30 30 30

7 Meningkatnya Pelayanan 

Infrastruktur yang 

Mendukung Performa 

Wilayah

Indeks Pembangunan 

Infrastruktur

Nilai ((jumlah panjang jalan nasional + jalan propinsi + jalan lokal primer 

dalam kondisi baik/jumlah panjang jalan keseluruhan x 100%)+((Jumlah 

panjang irigasi dalam kondisi baik/jumlah panjang irigasi x 35) + (jumlah 

luas areal yang dilayani irigasi/jumlah luas areal yang harus dilayani 

irigasi x 20) +(Jumlah panjang drainase dalam kondisi baik/jumlah 

panjang drainase x15)+(Jumlah kebutuhan air baku yang sudah dapat 

dilayani/jumlah kebutuhan air baku (liter/tahun) x 30))+(((Jumlah  

gedung kantor dalam kondisi baik/jumlah gedung kantor 

x100%)+(((((Jumlah rumah tangga berakses air bersih/Jumlah rumah 

tanggax100%)+ ((Jumlah rumah tangga berakses air limbah/jumlah 

rumah x 100%))/2)+((Jumlah rumah layak huni/jumlah seluruh rumah x 

100% )+ (Luas permukiman kumuh yang ditangani/( luas pemukiman 

kumuh yang seharusnya ditangani x 100%))/2)+(((Panjang jalan 

bertrotoar di perkotaan / panjang jalan di perkotaan)x 100%) + 

(Panjang jalan berdrainase di perkotaan / panjang jalan di perkotaan)x 

100%) ))/2)+(((Jumlah sampah yang tertangani/Jumlah produksi 

sampah x 100%)+ (Jumlah taman  dalam kondisi baik /jumlah 

keseluruhan Taman  x 100%))/2))/4)+(((Jumlah perlengkapan jalan 

dalam kondisi baik/jumlah perlengkapan jalan yg seharusnya 

adax100%)+'(Jumlah prasarana perhubungan dlm kondisi baik/Jumlah 

prasarana perhubungan yang seharusnya ada x 100%)/2))/5

67,57 68,43 70,67 71,07 73,77 74,79

jumlah panjang jalan nasional + jalan propinsi + jalan lokal primer 

dalam kondisi baik/jumlah panjang jalan keseluruhan x 100%

76,60 78,81 79,65 80,44 81,20 81,92
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target target target target target target

No Sasaran Daerah IKU Sasaran Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja

((Jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik/jumlah panjang irigasi x 

35%) + (jumlah luas areal yang dilayani irigasi/jumlah luas areal yang 

harus dilayani irigasi x 20%) +(Jumlah panjang drainase dalam kondisi 

baik/jumlah panjang drainase x15%)+(Jumlah kebutuhan air baku yang 

sudah dapat dilayani/jumlah kebutuhan air baku (liter/tahun) x 30%))

82,30 82,71 83,13 83,50 83,91 84,30

((Jumlah  gedung kantor dalam kondisi baik/jumlah gedung kantor 

x100%)+ (Panjang jalan bertrotoar di perkotaan / panjang jalan di 

perkotaan)x 100%) + (Panjang jalan berdrainase di perkotaan / panjang 

jalan di perkotaan)x 100%)+(Jumlah sampah yang tertangani/Jumlah 

produksi sampah x 100%)+ (Jumlah taman  dalam kondisi baik /jumlah 

keseluruhan Taman  x 100%))/5

76,46 77,54 78,01 78,44 81,44 85,09

((Jumlah rumah tangga berakses air bersih/Jumlah rumah 

tanggax100%)+ (Jumlah rumah tangga berakses air limbah/jumlah 

rumah x 100%)+(Jumlah rumah layak huni/jumlah seluruh rumah x 

100% )+ (Luas permukiman kumuh yang ditangani/( luas pemukiman 

kumuh yang seharusnya ditangani x 100%))/4

54,37 54,65 54,91 55,03 55,15 55,18

((Jumlah perlengkapan jalan dalam kondisi baik/jumlah perlengkapan 

jalan yg seharusnya adax100%)+'(Jumlah prasarana perhubungan dlm 

kondisi baik/Jumlah prasarana perhubungan yang seharusnya ada x 

100%))/2

48,13 48,43 57,65 57,95 67,17 67,47

8 Meningkatnya pengelolaan 

kualitas lingkungan hidup

Indeks Kualitas Lingkungan 

Hidup (IKLH)

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup = (indeks Pencemaran Air x 

30%)+(Indeks Pencemaran Udara x 30%)+(Indeks Tutupan Hutan x 40%)

62,90 63,04 63,31 63,58 63,84 64,11

Indeks Pencemaran Air 34,13 34,27 34,54 34,81 35,07 35,34

Indeks Pencemaran Udara 88,41 88,55 88,82 89,09 89,35 89,62

Indeks Tutupan Hutan 65,34 65,48 65,75 66,02 66,28 66,55

9 Meningkatnya 

pengendalian pemanfaatan 

ruang

Persentase Kesesuaian 

Ruang

% (Hasil Audit Kesesuaian  Struktur ruang+ Hasil Audit Kesesuaian Pola 

ruang)/2

87,24 87,33 87,41 87,50 87,59 87,68

Hasil Audit Kesesuaian  Struktur ruang 75 75,08 75,15 75,23 75,3 75,38

Hasil Audit Kesesuaian Pola ruang 99,47 99,57 99,67 99,77 99,87 99,97
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

1 Dinas 

Pendidikan 

Pemuda dan 

Olahraga

Meningkatnya 

derajat 

pendidikan 

masyarakat

Indeks 

Partisipasi 

Pendidikan Anak 

Usia Dini  dan 

Pendidikan Non 

Formal

Nilai (Angka Partisipasi PAUD*25%)+(Angka 

Partisipasi Paket A*15%)+(Angka 

Partisipasi Paket B*20%)+(Angka 

Partisipasi Paket C*20%)+(Angka 

Partisipasi Keaksaraan Fungsional*20%)

                                15,00                                 15,45                                 15,88                                 16,32                                 16,78                                 17,22 

Angka Partisipasi PAUD = (Jumlah 

peserta didik PAUD/Jumlah penduduk 

usia 0-6 tahun)x100%

                                57,05                                 58,79                                 60,58                                 62,43                                 64,34                                 66,16 

Jumlah peserta didik PAUD                               22.833                               23.061                               23.293                               23.526                               23.762                               23.970 

Jumlah penduduk usia 0-6 tahun                               40.024                               39.227                               38.447                               37.682                               36.932                               36.232 

Angka Partisipasi Paket A = (Jumlah 

peserta didik Paket A/Jumlah penduduk 

usia 7-12 tahun)x100%

                                  0,01                                   0,01                                   0,01                                   0,01                                   0,01                                   0,00 

Jumlah peserta didik Paket A                                         4                                         3                                         3                                         2                                         2                                         1 

Jumlah penduduk usia 7-12 tahun                               35.748                               35.494                               35.143                               34.895                               34.551                               34.221 

Angka Partisipasi Paket B = (Jumlah 

peserta didik Paket B/Jumlah penduduk 

usia 13-15 tahun)x100%

                                  1,57                                   1,63                                   1,60                                   1,56                                   1,53                                   1,49 

Jumlah peserta didik Paket B                                    299                                    287                                    276                                    265                                    254                                    243 

Jumlah penduduk usia 13-15 tahun                               19.046                               17.581                               17.223                               16.972                               16.628                               16.301 

Angka Partisipasi Paket C = (Jumlah 

peserta didik Paket C/Jumlah penduduk 

usia 16-18 tahun)x100%

                                  1,85                                   1,87                                   1,83                                   1,78                                   1,74                                   1,69 

Jumlah peserta didik Paket C                                    351                                    337                                    324                                    311                                    298                                    285 

Jumlah penduduk usia 16-18 tahun                               18.968                               18.050                               17.739                               17.433                               17.134                               16.877 

Angka Partisipasi Keaksaraan 

Fungsional = (Jumlah peserta didik 

KF/Jumlah penduduk usia >15  

tahun)x100%

                                  0,25                                   0,24                                   0,23                                   0,23                                   0,22                                   0,22 

Jumlah peserta didik KF                                    823                                    791                                    759                                    729                                    700                                    671 

Jumlah penduduk usia >15  tahun                             335.063                             332.575                             326.215                             320.982                             312.873                             304.740 

Angka Partisipasi 

Murni Sekolah 

Dasar

% Angka Partisipasi Murni SD/MI = (Jumlah 

peserta didik usia 7-12 tahun di Jenjang 

SD/MI/Jumlah penduduk usia 7-12 

tahun)x100%

                                99,49                                 99,54                                 99,59                                 99,64                                 99,69                                 99,74 

Jumlah peserta didik usia 7-12 tahun di 

Jenjang SD/MI
                              35.565                               35.332                               34.998                               34.770                               34.443                               34.131 

Jumlah penduduk usia 7-12 tahun                               35.748                               35.494                               35.143                               34.895                               34.551                               34.221 

Angka Partisipasi 

Murni Sekolah 

Menengah 

Pertama

% Angka Partisipasi Murni SMP/MTs = 

(Jumlah peserta didik usia 13-15 tahun di 

Jenjang SMP/MTs/Jumlah penduduk 

usia 13-15 tahun)x100%

                                98,18                                 98,21                                 98,24                                 98,27                                 98,30                                 98,33 

Jumlah peserta didik usia 13-15 tahun di 

Jenjang SMP/MTs
                              18.700                               17.267                               16.920                               16.679                               16.345                               16.029 

Jumlah penduduk usia 13-15 tahun                               19.046                               17.581                               17.223                               16.972                               16.628                               16.301 

Capaian Kinerja OPD

METADATA INDIKATOR KINERJA OPD

No Nama OPD Sasaran OPD IKU OPD Satuan Cara Perhitungan
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

Capaian Kinerja OPD

No Nama OPD Sasaran OPD IKU OPD Satuan Cara Perhitungan

Meningkatnya 

pembinaan 

pemuda dan olah 

raga

Cakupan 

prestasi generasi 

muda

% (( Jml Pemuda berprestasi / Jml Pemuda 

peserta lomba kepemudaan)x100) + 

((Jml Atlet berpretasi / Jml Atlet peserta 

kejuaraan)x100)/2))

25,33 31,70 38,07 44,45 50,82 57,22

Jumlah Pemuda berprestasi tk 

Prov/Nasional

2 3 4 5 6 7

Jumlah Pemuda peserta lomba 

kepemudaan tk Prov/Nasional

8 8 8 8 8 8

Jumlah Atlet Berprestasi tk prov/nasional 136 146 156 167 178 191

Jumlah Atlet Peserta kejuaraan tk 

prov/nasional

530 562 596 631 669 709

2 Dinas 

Kesehatan

Meningkatnya 

Keluarga Sehat

Indeks Keluarga 

Sehat

% = (Jumlah keluarga sehat / Jumlah 

seluruh keluarga) x 100% 

30,00 32,50 35,00 37,50 40,00 42,50

Jumlah keluarga sehat                               35.150                               38.079                               41.008                               43.937                               46.866                               49.795 

jumlah seluruh keluarga                             117.164                             117.164                             117.164                             117.164                             117.164                             117.164 

Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan 

kesehatan

Cakupan 

Fasilitas 

Kesehatan 

Terakreditasi 

% = (Jumlah faskes terakreditasi / jumlah 

seluruh faskes) x 100% 

15,83 16,55 20,14 25,50 50,31 100

Jumlah faskes yang sudah lulus 

akreditasi

22 23 28 38 80 159

Jumlah seluruh faskes (rumah sakit, 

puskesmas, klinik, tempat praktek 

mandiri dokter, tempat praktek dokter 

gigi)

296 139 139 149 159 159

Jumlah faskes terakreditasi 22 23 28 38 80 133

Jumlah rumah sakit terakreditasi 1 2 2 2 2 2

Jumlah puskesmas terakreditasi 21 21 21 21 21 21

Jumlah Klinik terakreditasi 0 0 5 15 15 15

Jumlah dokter umum praktek mandiri 

terakreditasi

0 0 0 0 30 71

jumlah dokter gigi praktek mandiri 

terakreditasi

0 0 0 0 12 24

Jumlah faskes 139 139 139 139 139 139

Jumlah rumah sakit 8 8 8 8 8 8

Jumlah puskesmas 21 21 21 21 21 21

Jumlah Klinik 15 15 15 15 15 15

Jumlah dokter umum praktek mandiri 71 71 71 71 71 71

jumlah dokter gigi praktek mandiri 24 24 24 24 24 24

3 RSUD Wates

Nilai Kesehatan 

BLUD RSUD 

Wates

Nilai Penilaian Kesehatan BLUD oleh 

Kementerian Kesehatan

AA AA AA AA AA AA

4 RSUD Nyi 

Ageng 

Serang
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Capaian Kinerja OPD

No Nama OPD Sasaran OPD IKU OPD Satuan Cara Perhitungan

Nilai Kesehatan 

BLUD RSUD Nyi 

Ageng Serang

Nilai Penilaian Kesehatan BLUD oleh 

Kementerian Kesehatan

BB BB AB AB AA AA

5 Dinas 

Pekerjaan 

Umum 

Perumahan 

dan Kawasan 

Permukiman

Meningkatnya 

kualitas 

infrastruktur jalan

Capaian panjang 

jalan 

penghubung 

antar wilayah 

dalam kondisi 

baik

% jumlah panjang jalan nasional + jalan 

propinsi + jalan lokal primer dalam 

kondisi baik/jumlah panjang jalan 

keseluruhan x 100%

76,60 78,81 79,65 80,44 81,20 81,92

Pembangunan dan 

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan 

Jembatan

74,63 76,36 78,04 79,64 81,15 82,59

Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Kebinamargaan

78,57 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25

Meningkatnya 

pelayanan 

sumber daya air

Indeks 

ketersediaan 

sumber daya air

Nilai ((Jumlah panjang irigasi dalam kondisi 

baik/jumlah panjang irigasi x 35%) + 

(jumlah luas areal yang dilayani 

irigasi/jumlah luas areal yang harus 

dilayani irigasi x 20%) +(Jumlah panjang 

drainase dalam kondisi baik/jumlah 

panjang drainase x15%)+(Jumlah 

kebutuhan air baku yang sudah dapat 

dilayani/jumlah kebutuhan air baku 

(liter/tahun) x 30%))

82,30 82,71 83,13 83,50 83,91 84,30

Jumlah panjang irigasi dalam kondisi 

baik

                            288.533                             290.931                             293.228                             295.726                             298.124                             300.522 

jumlah panjang irigasi                             399.630                             399.630                             399.630                             399.630                             399.630                             399.630 

jumlah luas areal yang dilayani irigasi                               10.282                               10.395                               10.498                               10.587                               10.675                               10.767 

jumlah luas areal yang harus dilayani 

irigasi 

                              10.635                               10.695                               10.735                               10.800                               10.835                               10.885 

Jumlah panjang drainase dalam kondisi 

baik

                                62,29                                 63,13                                 63,97                                 64,80                                 65,64                                 66,48 

jumlah panjang drainase                               119,45                               119,45                               119,45                               119,45                               119,45                               119,45 

Jumlah kebutuhan air baku yang sudah 

dapat dilayani

                     446.758.896                      448.392.130                      450.045.068                      451.718.398                      453.412.836                      455.129.118 

jumlah kebutuhan air baku (liter/tahun)                      448.746.856                      450.449.669                      452.174.620                      453.922.485                      455.694.065                      457.490.191 

Meningkatnya 

penataan 

perkotaan dan 

perkantoran

Cakupan gedung 

perkantoran 

pemerintah dan 

PSU perkotaan 

kondisi baik

% ((Jumlah  gedung kantor dalam kondisi 

baik/jumlah gedung kantor x100%)+ 

(Panjang jalan bertrotoar di perkotaan / 

panjang jalan di perkotaan)x 100%) + 

(Panjang jalan berdrainase di perkotaan / 

panjang jalan di perkotaan)x 

100%)+(Jumlah sampah yang 

tertangani/Jumlah produksi sampah x 

100%)+ (Jumlah taman  dalam kondisi 

baik /jumlah keseluruhan Taman  x 

100%))/5

76,46 77,54 78,01 78,44 81,44 85,09

METADATA RPJMD - 8



2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

Capaian Kinerja OPD

No Nama OPD Sasaran OPD IKU OPD Satuan Cara Perhitungan

Jumlah  gedung kantor dalam kondisi 

baik/jumlah gedung kantor x100%

                                73,08                                 76,92                                 78,85                                 81,73                                 86,54                                 88,46 

 Jumlah  gedung kantor dalam kondisi 

baik 

                                      76                                       80                                       82                                       85                                       90                                       92 

 Jumlah gedung kantor                                    104                                    104                                    104                                    104                                    104                                    104 

Panjang jalan bertrotoar di perkotaan / 

panjang jalan di perkotaan)x 100%

87,18 87,21 87,31 87,46 87,54 87,62

Panjang jalan bertrotoar di perkotaan 7.750                                7.753                                7.762                                7.775                                7.782                                7.789                                

 panjang jalan di perkotaan 8.890                                8.890                                8.890                                8.890                                8.890                                8.890                                

 Panjang jalan berdrainase di 

perkotaan / panjang jalan di perkotaan 

x 100% 

87,18 87,29 87,37 87,50 87,56 87,73

 Panjang jalan berdrainase di perkotaan  7.750                                7.760                                7.767                                7.779                                7.784                                7.799                                

 panjang jalan di perkotaan                                 8.890                                 8.890                                 8.890                                 8.890                                 8.890                                 8.890 

 Jumlah sampah yang 

tertangani/Jumlah produksi sampah x 

100% 

62,39 68,94 69,17 68,15 70,07 73,91

 Jumlah sampah yang tertangani 73,00 91,00 92,00 92,00 96,00 102,00

 Jumlah produksi sampah 117,00 132,00 133,00 135,00 137,00 138,00

 Jumlah taman  dalam kondisi baik 

/jumlah keseluruhan Taman  x 100% 

72,50 67,35 67,35 67,35 75,51 87,76

Jumlah taman  dalam kondisi baik 29,00 33,00 33,00 33,00 37,00 43,00

jumlah keseluruhan Taman 40,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00

Meningkatnya 

penataan 

lingkungan 

permukiman dan 

perkotaan

Cakupan 

lingkungan sehat 

permukiman dan 

perumahan 

% ((Jumlah rumah tangga berakses air 

bersih/Jumlah rumah tanggax100%)+ 

(Jumlah rumah tangga berakses air 

limbah/jumlah rumah x 100%)+(Jumlah 

rumah layak huni/jumlah seluruh rumah x 

100% )+ (Luas permukiman kumuh yang 

ditangani/( luas pemukiman kumuh yang 

seharusnya ditangani x 100%))/4

54,37 54,65 54,91 55,03 55,15 55,18

(Jumlah rumah tangga berakses air 

bersih/Jumlah rumah tanggax100%)

90,47 88,83 87,21 85,40 83,61 81,84

 Jumlah rumah tangga berakses air 

bersih 

107.463                            109.213                            110.963                            112.463                            113.963                            115.463                            

 (Jumlah rumah tangga berakses air 

limbah/jumlah rumah x 100%) 

43,13 45,74 48,12 50,29 52,26 54,03

 Jumlah rumah tangga berakses air 

limbah 

                              51.228                               56.228                               61.228                               66.228                               71.228                               76.228 

 Jumlah rumah tangga                             118.783                             122.940                             127.243                             131.697                             136.306                             141.077 

(Jumlah rumah layak huni/jumlah seluruh 

rumah x 100% )

79,24 79,37 79,49 79,62 79,74 79,87

Jumlah rumah layak huni 88777 89477 90177 90877 91577 92277

Jumlah seluruh rumah 112038 112738 113438 114138 114838 115538
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

Capaian Kinerja OPD

No Nama OPD Sasaran OPD IKU OPD Satuan Cara Perhitungan

Luas permukiman kumuh yang 

ditangani/( luas pemukiman kumuh yang 

seharusnya ditangani x 100%

4,64 4,64 4,81 4,81 4,98 4,98

Luas permukiman kumuh tertangani 13,644 13,644 14,144 14,144 14,644 14,644

Luas pemukiman kumuh 293,79 293,79 293,79 293,79 293,79 293,79

6 Kantor 

Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik

Meningkatnya 

wawasan 

kebangsaan dan 

politik 

masyarakat

Cakupan 

peningkatan 

wawasan 

kebangsaan dan 

politik 

masyarakat 

% ((Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang 

aktif/Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang 

tercatat x 100%)+ (Jumlah konflik sosial 

yang tertangani/Jumlah konflik sosial x 

100%))/2

66,57 81,67 81,67 82,00 82,00 82,31

Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang aktif 100 100 100 105 105 110

Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang 

tercatat

175 120 120 125 125 130

Jumlah konflik sosial yang tertangani 19 20 24 24 24 24

Jumlah konflik sosial 25 25 30 30 30 30

7 Satuan Polisi 

Pamong 

Praja

Meningkatnya 

penegakan 

hukum

Cakupan 

penegakan 

hukum 

% ((Jumlah penindakan/Jumlah 

pelanggaran x 100 %) + (Jumlah 

penertiban/(Jumlah perencanaan + 

Jumlah aduan) X 100 %))/2

85,11 97,06 97,22 97,89 98,42 98,00

Jumlah penertiban 416 400 425 455 460 480

Jumlah perencanaan dan aduan 450 425 450 475 475 500

Jumlah penindakan 350 525 550 575 575 600

Jumlah pelanggaran 450 525 550 575 575 600

8 Badan 

Penanggulan

gan Bencana 

Daerah
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

Capaian Kinerja OPD

No Nama OPD Sasaran OPD IKU OPD Satuan Cara Perhitungan

Meningkatnya 

kapasitas 

masyarakat 

dalam mitigasi 

bencana

Cakupan 

ketangguhan 

masyarakat 

menghadapi 

bencana

% ((Jumlah desa tangguh bencana/Jumlah 

desa rawan bencana x 100 %) + (Jumlah 

penanganan tanggap darurat yang 

dilakukan/Jumlah sasaran dampak 

bencana yang harus dilakukan tanggap 

darurat x100%) + (Jumlah kejadian 

bencana yang direkomendasikan 

Rehabilitasi dan rekonstruksi/Jumlah 

kejadian bencana yang harus dilakukan 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi x 100%))/3

79,11 80,00 85,33 90,22 95,11 100

Jumlah desa tangguh bencana 28 30 42 53 64 75

Jumlah desa rawan bencana 75 75 75 75 75 75

Jumlah penanganan tanggap darurat 

yang dilakukan (= % kejadian bencana)

100 100 100 100 100 100

Jumlah sasaran dampak bencana yang 

harus dilakukan tanggap darurat (=%  

kejadian bencana)

100 100 100 100 100 100

Jumlah kejadian bencana yang 

direkomendasikan rehabilitasi dan 

rekonstruksi ( = % rekomendasi 

rehabilitasi dan Rekonstruksi)

100 100 100 100 100 100

Jumlah kejadian bencana yg hrs 

dilakukan  rehabilitasi dan rekonstruksi.(= 

% kejadian yang perlu dilakukan 

Rehabiltasi dan Rekonstruksi)

100 100 100 100 100 100

9 Dinas Sosial 

Pemberdayaa

n Perempuan 

dan 

Perlindungan 

Anak

Meningkatnya 

Penanganan 

Permasalahan 

Sosial

Indeks 

Penanganan 

Permasalahan 

Sosial

% ((Jumlah PMKS yang menerima manfaat 

bantuan sosial /Jumlah PMKS) x 

70%)+((jumlah PMKS yang memperoleh 

pemberdayaan sosial/Jumlah PMKS) x 

30%)

61,27 62,28 63,00 63,80 64,68 65,37

Jumlah PMKS yang menerima manfaat 

bantuan sosial

                              52.250                               52.750                               53.250                               53.800                               54.500                               55.000 

Jumlah PMKS                               73.126                               73.126                               73.126                               73.126                               73.126                               73.126 

Jumlah PMKS yang memperoleh 

pemberdayaan sosial

                                8.050                                 8.430                                 8.600                                 8.800                                 8.950                                 9.100 

Jumlah PMKS yang seharusnya menjadi 

peserta program pemberdayaan 

masyarakat melalui KUBE atau 

kelompok sosial ekonomi sejenis skala 

kabupaten

                              21.457                               21.457                               21.457                               21.457                               21.457                               21.457 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

Capaian Kinerja OPD

No Nama OPD Sasaran OPD IKU OPD Satuan Cara Perhitungan

Meningkatnya 

Kualitas Hidup 

Perempuan dan 

Anak

Cakupan 

peningkatan 

kualitas hidup 

perempuan dan 

anak

% (((Jumlah kasus Kekerasan terhadap 

perempuan dan anak yang ditangani 

secara komprehensif /Jumlah kasus 

kekerasan terhadap perempuan dan 

anak) + (Jumlah SKPD  yang telah 

melaksanakan PPRG dan ARG/jumlah 

seluruh SKPD))/ 2)*100%

72,62 76,19 78,57 80,95 83,33 85,71

Jumlah  kasus kekerasan terhadap 

perermpuan dan anak yang ditangani 

secara komprehensif

100 100 105 110 115 120

Jumlah kasus kekerasan terhadap 

perempuan dan anak

100 100 105 110 115 120

Jumlah SKPD yang melaksanakan 

PPRG dan ARG

19 22 24 26 28 30

Jumlah SKPD 42 42 42 42 42 42

10 Dinas Tenaga 

Kerja dan 

Transmigrasi

Meningkatnya 

produktivitas 

tenaga kerja 

Indeks 

produktivitas 

tenaga kerja

% (Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan /

jumlah pencari kerja yang terdaftar x

30%) +(Jumlah tenaga kerja yang

dilatih/Jumlah pendaftar pelatihan

x20%)+ (Jumlah perusahaan yang

memiliki sarana HI /Jmlh Persh wajib

miliki sarana HI x10%) + (Jumlah Peserta

BPJS Ketenagakerjaan/Jumlah Pekerja

x20%) + (Jumlah Perusahaan yang

menerapkan Norma Kerja & K3/Jmlh

Perush x10% )+ (Jumlah Transmigrans

yang ditempatkan/Jumlah target

penempatan transmigran x 10%)

75,41 75,97 77,12 77,95 79,54 79,74

2.532                                2.649                                2.776                                3.000                                3.100                                3.200                                

3.000                                3.060                                3.150                                3.200                                3.250                                3.300                                

978                                   1.008                                1.040                                1.040                                1.056                                1.088                                

1.000                                1.050                                1.100                                1.200                                1.250                                1.300                                

                                70,03                                 70,79                                 72,06                                 73,21                                 75,31                                 75,72 

1                                       2                                       3                                       4                                       5                                       5                                       

1                                       2                                       3                                       4                                       5                                       5                                       

4.590                                4.600                                5.000                                5.155                                5.733                                5.750                                

8.322                                8.515                                8.700                                8.750                                9.000                                9.500                                

51                                     53                                     55                                     60                                     68                                     75                                     

130                                   133                                   135                                   137                                   139                                   140                                   

160                                   176                                   185                                   190                                   195                                   200                                   

13                                     13                                     13                                     14                                     14                                     15                                     

13                                     13                                     13                                     14                                     14                                     15                                     

287                                   293                                   298                                   300                                   305                                   310                                   

                                   100                                    100                                    100                                    100                                    100                                    100 

50 35 40 45 50 50

50 35 40 45 50 50
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

Capaian Kinerja OPD

No Nama OPD Sasaran OPD IKU OPD Satuan Cara Perhitungan

11 Dinas 

Pertanahan 

dan Tata 

Ruang

Meningkatnya 

kesesuaian 

pemanfaatan 

ruang

Persentase 

Kesesuaian 

Pemanfaatan 

Ruang

% Persentase luas wilayah pemanfaatan 

ruang yang sesuai dengan RTRW 

kabupaten = (Jumlah luas wilayah 

pemanfaatan ruang sesuai RTRW 

kabupaten/luas wilayah kabupaten) x 

100 %

83,00 83,50 84,00 84,50 85,00 85,50

Jumlah luas wilayah pemanfaatan ruang 

sesuai RTRW kabupaten

48660,83 48953,97 49247,11 49540,25 49833,38 50126,52

luas wilayah kabupaten 58627,51 58627,51 58627,51 58627,51 58627,51 58627,51

Meningkatnya 

kinerja layanan 

pertanahan

Persentase 

lahan 

bersertifikat

% (luas lahan bersertifikat/luas lahan yang 

seharusnya bersertifikat )x100%

                                78,93                                 80,64                                 82,34                                 84,05                                 85,75                                 87,46 

Luas lahan bersertifikat (m2) 462.743.024                     472.743.024                     482.743.024                     492.743.024                     502.743.024                     512.743.024                     

Luas lahan yang seharusnya bersertifikat 

(m2)

586.275.115                     586.275.115                     586.275.115                     586.275.115                     586.275.115                     586.275.115                     

12 Dinas 

Lingkungan 

Hidup

Meningkatnya 

konservasi, 

perlindungan dan 

pengendalian 

sumber daya 

alam dan 

lingkungan

Indeks Kualitas 

Air

Nilai Indeks Pencemaran Air (IPA) rata-rata 

untuk parameter TSS, DO, BOD, COD, 

Fosfat, Fecal coli dan Total-coliform

34,13 34,27 34,54 34,81 35,07 35,34

Indeks Kualitas 

Udara

Nilai Indeks encemaran Udara (IPU) 

konsentrasi rata-rata parameter CO2 dan 

NO2

88,41 88,55 88,82 89,09 89,35 89,62

13 Dinas 

Kependuduka

n dan 

Pencatatan 

Sipil

Meningkatnya 

pelayanan 

administrasi 

kependudukan 

dan catatan sipil

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

(IKM)

Nilai Hasil penilaian IKM dari Bagian 

Organisasi

79,00 79,25 79,50 79,75 80,00 80,25

14 Dinas 

Pemberdayaa

n Masyarakat 

dan Desa 

Pengendalian 

Penduduk 

dan Keluarga 

Berencana
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

Capaian Kinerja OPD

No Nama OPD Sasaran OPD IKU OPD Satuan Cara Perhitungan

Meningkatnya 

Ketahanan 

Keluarga 

Indeks 

Ketahanan 

Keluarga 

Nilai ((partisipasi KB aktif/ Jumlah PUS X40% 

)+(Jumlah keluarga yang masuk kel 

BKB/Jumlah keluarga sasaran BKB  x10 

% )+(Jumlah keluarga yang masuk kel 

BKR/Jumlah keluarga sasaran BKR  x10 

% (Jumlah keluarga yang masuk kel 

BKL/Jumlah keluarga sasaran BKL  x10 

%)+(Jumlah Sekolah SLTP yang 

mendapat pendidikan kependudukan 

/jumlah SLTP x 30%)

56,88 56,73 58,73 60,83 62,97 63,26

Peserta KB Aktif 53.670                              53.734                              53.799                              53.863                              53.928                              53.993                              

PUS 67.917                              67.988                              68.056                              68.124                              68.192                              68.261                              

Jumlah Keluarga anggota BKB 11.122                              11.678                              12.320                              13.060                              13.908                              14.743                              

Jumlah Keluarga yang menjadi sasaran 

kegiatan  BKB

13.130                              13.787                              14.476                              15.200                              15.960                              16.758                              

Jumlah Keluarga anggota  BKR 4.454                                4.458                                4.467                                4.476                                4.490                                4.503                                

Jumlah Keluarga yang menjadi sasaran 

kegiatan   BKR

5.239                                5.344                                5.354                                5.360                                5.365                                5.371                                

Jumlah Keluarga anggota  BKL 4.565                                4.611                                4.657                                4.703                                4.750                                4.798                                

Jumlah Keluarga yang menjadi sasaran 

kegiatan  BKL

5.499                                5.554                                5.526                                5.471                                5.416                                5.362                                

Jumlah sekolah  SLTP yang mendapat 

pendidikan kependudukan

0 0 5 10 15 15

Jumlah sekolah SLTP  82 82 82 82 82 82

Meningkatnya 

partisipasi 

masyarakat 

dalam 

pembangunan 

Indeks 

Partisipasi 

Masyarakat

Nilai ((Jumlah swadaya masyarakat/ Jumlah 

Dana Program x 60 %) +  (Jumlah PKK 

aktif, LPMD aktif /Jumlah PKK dan LPMD 

x40%)

47,20 52,48 57,26 58,11 61,42 65,64

Jumlah swadaya masyarakat 330.000.000                     465.000.000                     552.000.000                     580.500.000                     644.000.000                     735.000.000                     

Jumlah Dana Bantuan sosial yang 

disalurkan

1.250.000.000                  1.350.000.000                  1.350.000.000                  1.450.000.000                  1.450.000.000                  1.450.000.000                  

Jumlah PKK Aktif, LPMD Aktif 138                                   140                                   144                                   150                                   153                                   155                                   

Jumlah PKK dan LPMD 176                                   176                                   176                                   176                                   176                                   176                                   

Meningkatnya 

Kapasitas 

Otonomi Desa

Cakupan 

Pengembangan 

Kapasitas 

Otonomi Desa

% ((jumlah APBDes yang ditetapkan tepat 

waktu/jumlah Desa x 100%)+ (jumlah 

realisasi penyerapan ADD, DD, Bagi 

hasil Pajak, dan Retribusi /jumlah  ADD, 

DD, Bagi hasil Pajak, dan Retribusi x 

100%)+(jumlah  penyelesaian 

permasalahan penyelenggaraan 

pemerintahan desa/jumlah 

permasalahan penyelenggaraan 

pemerintahan desa  x100%)+(jumlah 

pengisian jabatan aparatur pemerintahan 

desa/jumlah jabatan aparatur 

pemerintahan desa yang kosong 

x100%)+(jumlah desa tertib asset/jumlah 

desa x 100% ))/5

41,65 75,56 80,26 83,16 85,51 80,00

Jumlah Perdes  APBDes yang 

disampaikan tepat waktu ( 7 hari kerja 

stlh tanggal ditetapkan)

18 87 87 87 87 87
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

Capaian Kinerja OPD

No Nama OPD Sasaran OPD IKU OPD Satuan Cara Perhitungan

jumlah Perdes  APBDes 87 87 87 87 87 87

Jumlah Perdes RKPDes yang 

disampaikan tepat waktu ( 7 hari setelah 

tanggal ditetapkan)

10 87 87 87 87 87

Jumlah Perdes RKPDes 87 87 87 87 87 87

Jumlah realisasi penyerapan ADD,DD. 

Pajak, dan Restribusi

              121.500.000.000               124.537.500.000               127.575.000.000               130.612.500.000               133.650.000.000               136.687.500.000 

Jumlah ADD,DD. Pajak, Restribusi               162.000.000.000               166.050.000.000               170.100.000.000               174.150.000.000               178.200.000.000               182.250.000.000 

jumlah penyelesaian permasalahan 

penyelenggaraan pemerintahan desa

7 10 10 10 10 10

jumlah permasalahan penyelenggaraan 

pemerintahan desa

16 16 16 16 16 16

jumlah pengisian jabatan aparatur 

pemerintahan desa

                                      38                                       59                                    575                                       79                                       65                                       17 

jumlah jabatan aparatur pemerintahan 

desa yang kosong x

                                      50                                       78                                    766                                    105                                       86                                       40 

jumlah desa tertib asset 20 35 60 75 87 87

jumlah desa 87 87 87 87 87 87

15 Dinas 

Perhubungan

Meningkatnya 

kualitas layanan 

transportasi

Cakupan kualitas 

layanan 

transportasi

% ((Jumlah perlengkapan jalan dalam 

kondisi baik/jumlah perlengkapan jalan 

yg seharusnya adax100%)+'(Jumlah 

prasarana perhubungan dlm kondisi 

baik/Jumlah prasarana perhubungan 

yang seharusnya ada x 100%))/2

48,13 48,43 57,65 57,95 67,17 67,47

31,98 32,57 33,16 33,75 34,34 34,94

Jumlah perlengkapanjalan yang ada 32.360                              32.959                              33.555                              34.151                              34.748                              35.353                              

Jumlah perlengkapan jalan yang 

seharusnya ada
101.179                            101.179                            101.179                            101.179                            101.179                            101.179                            

64,29 64,29 82,14 82,14 100,00 100,00

Jumlah Prasarana Perhubungan dalam 

kondisi baik
18 18 23 23 28 28

Jumlah Prasarana Perhubungan yang 

seharusnya ada
28 28 28 28 28 28

16 Dinas 

Komunikasi 

dan Informasi
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

Capaian Kinerja OPD

No Nama OPD Sasaran OPD IKU OPD Satuan Cara Perhitungan

Meningkatnya 

layanan 

komunikasi dan 

Informatika

Cakupan 

layanan 

komunikasi dan 

informatika

% {Jumlah Cakupan koneksi internet pada

OPD, UPT dan Ruang Publik/Jumlah

OPD, UPT dan Ruang Publik x 100%) +

(Jumlah Sistem Informasi Manajemen

yang ada/Jumlah Sistem Informasi yang

dibutuhkan x 100%) + (Jumlah PPID

Pembantu yang baik/Jumlah OPD x

100%) + (Jumlah data perencanaan

yang tersedia/jumlah data perencanaan

yang seharusnya tersedia x

100%)+(Jumlah jenis informasi yang

diamankan sesuai dengan

peraturan/Jumlah jenis informasi yang

wajib diamankanx100%))/ 5

51,82                                58,02                                67,27                                78,06                                87,52                                91,51                                

Jumlah Cakupan koneksi internet pada

OPD, UPT dan Ruang Publik dan Desa

43                                       61                                       70                                       99                                    118                                    118 

Jumlah OPD, UPT dan Ruang Publik dan

Desa

137 137                                   137                                   137                                   137                                   137                                   

Jumlah Sistem Informasi Manajemen

yang ada

26 27                                     29                                     31                                     32                                     33

Jumlah Sistem Informasi yang

dibutuhkan 

33 33                                     33                                     33                                     33                                     33                                     

Jumlah PPID Pembantu yang baik 23 23                                     28                                     33                                     38                                     42

Jumlah PPID Pembantu 42 42                                     42                                     42                                     42                                     42                                     

Jumlah data perencanaan yang tersedia 4 4 5 5 5 5

Jumlah data perencanaan yang 

seharusnya tersedia

7 7 7 7 7 7

Jumlah jenis informasi yang sudah 

diamankan peraturan

10 14                                     16                                     20                                     25                                     27                                     

Jumlah jenis informasi yang wajib 

diamankan

27 27                                     27                                     27                                     27                                     27                                     

17 Dinas 

Koperasi 

Usaha Kecil 

dan 

Menengah

Meningkatnya 

Kinerja Koperasi 

dan UMKM

Nilai rata-rata 

volume usaha 

koperasi

Rp ((Volume usaha simpan pinjam KSP 

(USP) yang difasilitasi /jumlah KSP 

(USP) yang difasilitasi) + (Nilai volume 

usaha sektor riil /Jumlah koperasi sektor 

riil yang difasilitasi ))/2

502.424.356                     503.117.206                     504.034.267                     505.142.447                     506.413.991                     507.825.475                     

Volume usaha simpan pinjam KSP 

(USP) yang difasilitasi

164.615.262.969             168.046.619.239             171.477.975.510             174.909.331.780             178.340.688.051             181.772.044.322             

jumlah KSP (USP) yang difasilitasi 283 285 287 289 291 293

Nilai volume usaha sektor riil 18.196.281.505                18.746.871.784                19.297.462.064                19.848.052.343                20.398.642.622                20.949.232.901                

Jumlah koperasi sektor riil yang 

difasilitasi

43 45 47 49 51 53

Pertumbuhan  

omzet UMKM 

yang difasilitasi

% (Selisih omzet UMKM setelah difasilitasi/ 

Jumlah omzet awal (sebelum 

difasilitasi)x100%

19,11 19,12 19,13 19,14 19,15 19,16

Jumlah omset UMKM yang difasilitasi 

tahun ke n

34.168.163.380                40.701.587.380                48.488.999.260                57.767.401.140                68.829.858.458                82.017.659.339                
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

Capaian Kinerja OPD

No Nama OPD Sasaran OPD IKU OPD Satuan Cara Perhitungan

Jumlah omset UMKM yang difasilitasi 

tahun ke n- 1

28.685.097.040                34.168.163.380                40.701.587.380                48.488.999.260                57.767.401.140                68.829.858.458                

Jumlah omset awal UMKM yang 

difasilitasi

28.685.097.040                34.168.163.380                40.701.587.380                48.488.999.260                57.767.401.140                68.829.858.458                

18 Dinas 

Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan 

Terpadu

Meningkatnya 

investasi daerah

Nilai investasi juta rupiah  Jumlah investasi yang masuk PMA dan 

PMDN  

                    1.187.550,00                     1.282.554,00                     1.410.809,40                     1.551.890,34                     1.707.079,37                     1.877.787,31 

Meningkatnya 

pelayanan 

perijinan

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

(IKM)

Nilai  Hasil penilaian IKM dari Bagian 

Organisasi 

                                82,06                                 82,07                                 82,08                                 82,09                                 82,09                                 83,00 

19 Dinas 

Kebudayaan

Meningkatnya 

pelestarian/peng

embangan 

budaya 

Cakupan 

Pelestarian dan  

Pengembangan 

Budaya daerah

% (( Jumlah event seni/ jumlah target event 

seni x 100%)+(jumlah Group kesenian 

yang aktif/ Jumlah Group kesenian x 

100%) +(Jumlah event sastra / jumlah 

target event sastra x 100 %) + (jumlah 

rintisan desa budaya / jumlah target 

rintisan desa budaya  x 100 %))/4

87,96 88,46 88,95 89,44 89,93 90,43

Jumlah event seni 10 11 11 12 12 13

 jumlah target event seni 10 11 11 12 12 13

jumlah Group kesenian yang aktif 658 683 708 733 758 783

Jumlah Group kesenian                                 1.269                                 1.269                                 1.269                                 1.269                                 1.269 1.269                                

jumlah event sastra                                         2                                         3                                         3                                         4                                         5                                         5 

jumlah target event sastra                                         2                                         3                                         3                                         4                                         5                                         5 

jumlah rintisan desa budaya 12 14 16 18 20 20

jumlah target rintisan desa budaya 12 14 16 18 20 20

20 Dinas 

Perpustakaan 

dan 

Kearsipan

Meningkatnya 

minat baca 

masyarakat

Pemustaka yang 

memanfaatkan 

perpustakaan

% (jumlah kunjungan perpustakaan /jumlah 

populasi yang harus dilayani x 100%)

34,44 34,62 34,96 35,31 35,65 35,99

Jumlah kunjungan perpustakaan                             164.515                             165.515 167.515 169.515 171.515 173.515

Jumlah populasi yang harus dilayani                             477.685                             478.115 479.120 480.120 481.120 482.120

Meningkatnya 

pengelolaan 

kearsipan

Penerapan arsip 

sesuai kaidah 

kearsipan 

% ((Jumlah unit kerja yang menerapkan 

arsip sesuai kaidah kearsipan / Jumlah 

unit kerja ) x 100 %) + (( Jumlah desa 

yang menerapkan arsip sesuai kaidah 

kearsipan / Jumlah desa) x 100 % ))/2 

30,51 38,47 51,91 76,24 100 100

Jumlah Unit Kerja yang menerapkan 

arsip sesuai kaidah kearsipan

33 45 54 80 106 106

Jumlah Unit Kerja 106 106 106 106 106 106
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

Capaian Kinerja OPD

No Nama OPD Sasaran OPD IKU OPD Satuan Cara Perhitungan

Jumlah desa yang menerapkan arsip 

sesuai kaidah kearsipan 

26                                     30                                     46                                     67                                     87                                     87

Jumlah desa 87                                     87                                     87                                     87                                     87                                     87

21 Dinas 

Kelautan dan 

Perikanan

Meningkatnya 

produksi 

perikanan

Produksi 

perikanan

ton Produksi ikan budidaya + Produksi ikan 

tangkap dalam 1 tahun

                              14.661                               15.313                               15.923                               16.537                               17.154                               17.572 

Produksi ikan budidaya tahun ke n                               12.488                               12.890                               13.250                               13.614                               13.981                               14.149 

Produksi ikan tangkap tahu ke n                                 2.173                                 2.423                                 2.673                                 2.923                                 3.173                                 3.423 

22 Dinas 

Pariwisata

Meningkatnya 

kunjungan 

wisatawan 

Peningkatan 

kunjungan 

wisatawan

% (jumlah kunjungan wisatawan beretribusi 

dan yang non retribusi tahun ke n - tahun 

(n-1)/jumlah kunjungan wisatawan 

beretribusi dan yang non retribusi tahun 

ke n x 100%)

30,18 17,07 17,61 21,46 22,22 23,46

orang kunjungan wisatawan beretribusi 816.390 935.450 1.075.450 1.265.450 1.495.450 1.779.586

orang kunjungan wisatawan non retribusi 839.360 1.002.996 1.204.294 1.503.600 1.888.865 2.398.650

23 Dinas 

Pertanian dan 

Pangan

Meningkatnya 

produksi 

pertanian

Produksi padi ton Jumlah produksi padi dalam 1 tahun                        120.926,40                        121.955,20                        122.655,60                        121.357,60                        123.413,50                        124.413,57 

Produksi jagung ton Jumlah produksi jagung dalam 1 tahun                          25.742,45                          26.220,60                          26.702,75                          26.872,75                          27.360,90                          27.908,12 

Produksi kedelai ton Jumlah produksi kedelai dalam 1 tahun                            2.560,25                            2.642,40                            2.725,05                            2.808,20                            2.891,85                            2.935,23 

Produksi cabe ton Jumlah produksi cabe dalam 1 tahun                          11.160,00                          11.231,40                          11.303,30                          11.375,70                          11.448,50                          11.520,63 

Produksi bawang 

merah

ton Jumlah produksi bawang merah dalam 1 

tahun

                           3.635,24                            3.654,88                            3.675,71                            3.698,50                            3.721,43                            3.744,50 

Produksi melon ton Jumlah produksi melon dalam 1 tahun                          20.798,17                          20.902,16                          21.006,68                          21.111,71                          21.217,27                          21.323,35 

Produksi durian ton Jumlah produksi durian dalam 1 tahun                            4.290,89                            4.293,03                            4.295,18                            4.297,33                            4.299,48                            4.301,63 

Produksi jahe ton Jumlah produksi jahe dalam 1 tahun                            2.878,89                            2.892,42                            2.905,96                            2.919,51                            2.933,08                            2.946,57 

Produksi 

cengkeh

ton Jumlah produksi cengkeh dalam 1 tahun                               454,58                               459,63                               463,00                               464,69                               468,05 471,33

Produksi kakao ton Jumlah produksi kakao dalam 1 tahun                            1.151,27                            1.155,87                            1.163,33                            1.168,30                            1.169,81                            1.171,33 

Meningkatnya 

kualitas 

kelembagaan 

tani dan 

diversifikasi 

pangan

Cakupan 

ketersediaan 

karbohidrat non 

beras 

kkal/kap/hr ((produksi komoditas karbohidrat non 

beras/target x50%) + (produksi protein 

nabati/target x 50%)

                                60,00                                 62,00                                 65,00                                 68,00                                 72,00                                 75,00 

produksi komoditas karbohidrat non 

berastarget

produksi protein nabati

target
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

Capaian Kinerja OPD

No Nama OPD Sasaran OPD IKU OPD Satuan Cara Perhitungan

Capaian 

ketersediaan 

protein nabati 

sayur dan buah 

gr/kap/hr Ketersediaan protein nabati cabe, 

bayam, kangkung, sawi, labu, terong, 

tomat, mangga, pepaya

                                  4,00                                   4,25                                   4,50                                   4,75                                   5,00 5,25

Capaian 

ketersediaan 

protein unggas 

gr/kap/hr Ketersediaan protein ayam kampung, 

telur kampung

                                20,00                                 20,25                                 20,50                                 20,75                                 21,00                                 21,50 

Jumlah 

kelompok tani 

yang naik kelas

kelompok jumlah kelompok tani naik kelas                                       60                                       64                                       70                                       76                                       82                                       90 

Meningkatnya 

produksi 

peternakan

Produksi daging kg Jumlah produksi daging dalam 1 tahun                        12.253.292                        12.283.539                        12.313.587                        12.343.778                        12.376.015                        12.390.166 

Produksi telur kg Jumlah produksi telur dalam 1 tahun                          9.865.508                          9.872.812                          9.880.123                          9.887.343                          9.892.766                          9.899.897 

24 Dinas 

Perdagangan

Meningkatnya 

usaha industri 

dan 

perdagangan

Nilai usaha 

industri 

juta rupiah nilai usaha industri tahun ke-n 864.500                            1.025.000                         1.186.000                         1.356.000                         1.531.000                         1.731.000                         

Nilai Usaha 

Perdagangan

juta rupiah Nilai Usaha Perdagangan tahun ke-n 2.291.320                         2.409.299                         2.557.643                         2.722.407                         2.905.096                         3.087.785                         

Jumlah pasar 

tradisional 

dengan sarana 

prasarana 

kondisi baik

pasar Jumlah pasar tradisional dengan sarana 

prasarana kondisi baik

                                      16                                       19                                       21                                       24                                       27                                       30 

25 Sekretariat 

Daerah

Meningkatnya 

kualitas 

kebijakan 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

daerah

Cakupan kualitas 

kebijakan 

penyelenggaraa

n pemerintahan 

daerah

% (Jumlah kebijakan yang tidak 

bermasalah/ jumlah kebijakan yang ada 

(Perda, Perbup, Keputusan Bupati, 

Peraturan Bersama)x 100%) + (jumlah 

kebijakan yang ada/jumlah kebijakan 

yang seharusnya ada) x 100%))/2

74,18 79,23 85,71 91,53 97,88 100,00

Jumlah kebijakan yang tidak bermasalah 463 463 463 463 463 463

Jumlah kebijakan yang ada 

(Perda,Perbub,Keputusan Bersama)

463 463 463 463 463 463

Jumlah kebijakan yang ada 88 107 135 157 181 189

Jumlah kebijakan yang seharusnya ada 182 183 189 189 189 189

Meningkatnya 

kualitas kinerja 

penyelenggaraan 

pemerintahan

Persentase 

capaian jumlah 

sasaran OPD  

yang memenuhi 

target kinerja

%  (Jumlah paket yang terealisasi /jumlah 

seluruh paket  pengadaan barang dan 

jasa secara elektronik  yang seharusnya 

x 100%)+(Jumlah Sasaran  OPD yang 

mencapai target/ jumlah Sasaran  OPD 

))/2

90,43 92,55 94,68 96,81 97,87 100,00

Jumlah paket yang terealisasi 230 200 230 230 230 230

Jumlah seluruh paket pengadaan barang 

dan jasa secara elektronik  yang 

seharusnya

230 200 230 230 230 230
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

Capaian Kinerja OPD

No Nama OPD Sasaran OPD IKU OPD Satuan Cara Perhitungan

Jumlah Sasaran SKPD yang mencapai 

target

38 40 42 44 45 47

Jumlah Sasaran SKPD 47 47 47 47 47 47

Meningkatnya 

pelayanan 

kemasyarakatan

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat

% Nilai IKM Pelayanan Kemasyarakatan 74 76 78 80 82 85

26 Sekretariat 

DPRD

Meningkatnya 

kapasitas 

lembaga DPRD

Cakupan 

peningkatan 

kapasitas 

lembaga 

perwakilan 

rakyat daerah

% (Jumlah Raperda yg ditetapkan/Jumlah 

prolegda x 100 %) + (Jumlah kebijakan 

anggaran yang disepakati tepat 

waktu/Jumlah kebijakan anggaran yang 

harus disepakati x 100 %) + (jumlah 

rekomendasi DPRD yang dikirim kepada 

Bupati/Jumlah rekomendasi DPRD 

kepada Bupati yang direncanakan x 

100%)/3

100 100 100 100 100 100

Jumlah raperda yang ditetapkan 12 12 12 12 12 12

Jumlah propemperda 12 12 12 12 12 12

jumlah kebijakan perencanaan & 

anggaran yang disepakati tepat waktu

5 5 5 5 5 5

jumlah kebijakan perencanaan & 

anggaran yang harus disepakati

5 5 5 5 5 5

jumlah rekomendasi DPRD yang dikirim 

kepada Bupati

8 8 8 8 8 8

Jumlah rekomendasi DPRD kepada 

Bupati yang direncanakan

8 8 8 8 8 8

27 Kecamatan

Meningkatnya 

pelayanan 

Kecamatan

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

(IKM)

Nilai Hasil penilaian IKM dari Bagian 

Organisasi

76,26 77,26 78,26 79,26 80,26 81,26

Meningkatnya 

kualitas 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

kecamatan

Cakupan 

peningkatan 

penyelenggaraa

n pemerintahan 

kecamatan 

% ((Jumlah sebagian urusan yang dapat 

dilaksanakan Kecamatan/Jumlah 

sebagian urusan yang dilimpahkan 

Kecamatan x 100%)+ (Jumlah Jenis 

kewenangan yg dilaksanakan/JJumlah 

Jenis kewenangan yg  seharusnya 

dilaksanaka x 100%)+(Jumlah dokumen 

yang disampaikan tepat waktu/Jumlah 

dokumen (RPTK dan Profil 

Kecamatan))/3

88,32 89,74 90,46 90,88 91,31 91,60

Jumlah sebagian urusan bidang yg dapat 

dilaksanakan

27 27 27 27 27 27

Jumlah sebagian urusan bidang yg 

dilimpahkan

27 27 27 27 27 27

Jumlah Jenis kewenangan yg 

dilaksanakan

152 162 167 170 173 175

Jumlah Jenis kewenangan yg  

seharusnya dilaksanakan

234 234 234 234 234 234

Jumlah dokumen yang disampaikan 

tepat waktu

2 2 2 2 2 2
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

Capaian Kinerja OPD

No Nama OPD Sasaran OPD IKU OPD Satuan Cara Perhitungan

Jumlah dokumen (RPTK dan Profil 

Kecamatan)

2 2 2 2 2 2

27 Kecamatan 

Wates

Meningkatnya 

pelayanan 

masyarakat 

Nilai Rata-rata 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

(IKM)

Nilai Hasil penilaian IKM dari Bagian 

Organisasi

77,90 78,61 79,23 79,84 80,46 81,07

Meningkatnya 

kualitas 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

kecamatan

Cakupan 

peningkatan 

penyelenggaraa

n pemerintahan 

kecamatan 

% ((Jumlah sebagian urusan yang dapat 

dilaksanakan Kecamatan/Jumlah 

sebagian urusan yang dilimpahkan 

Kecamatan x 100%)+ (Jumlah fasilitasi 

kegiatan yang dilaksanakan/Jumlah 

fasilitasi kegiatan yang seharusnya 

dilaksanakan x 100%)/2 (disamakan 

metadata Program)

88,32 89,74 90,46 90,88 91,31 91,60

Jumlah sebagian urusan bidang yg dapat 

dilaksanakan

27 27 27 27 27 27

Jumlah sebagian urusan bidang yg 

dilimpahkan

27 27 27 27 27 27

Jumlah Jenis kewenangan yg 

dilaksanakan

152 162 167 170 173 175

Jumlah Jenis kewenangan yg  

seharusnya dilaksanakan

234 234 234 234 234 234

Jumlah dokumen yang disampaikan 

tepat waktu

2 2 2 2 2 2

Jumlah dokumen 2 2 2 2 2 2

Meningkatnya 

kualitas 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

kelurahan

Cakupan 

peningkatan 

penyelenggaraa

n pemerintahan 

kelurahan

% ((Jumlah sebagian urusan yang dapat 

dilaksanakan Kelurahan/Jumlah 

sebagian urusan yang dilimpahkan 

Kelurahan x 100%)+ (Jumlah fasilitasi 

kegiatan yang dilaksanakan/Jumlah 

fasilitasi kegiatan yang seharusnya 

dilaksanakan x 100%)/2

53,24 62,06 69,41 74,12 76,18 78,24

Jumlah urusan yg dpt dilaksanakan 17 21 24 26 27 28

Jumlah urusan yg dilimpahkan 34 34 34 34 34 34

Jumlah fasilitasi yg dilaksanakan 48 53 58 61 62 63

Jumlah fasilitasi yg seharusnya 85 85 85 85 85 85

28 Inspektorat 

Daerah

Indeks maturitas 

SPIP

Capaian indeks 

maturitas SPIP

Nilai Angka nilai indeks maturitas SPIP yang 

diterbitkan Menpan RB

2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6

40 Badan 

Perencanaan 

Pembanguna

n Daerah
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

Capaian Kinerja OPD

No Nama OPD Sasaran OPD IKU OPD Satuan Cara Perhitungan

Meningkatnya 

pencapaian 

program 

kegiatan 

pembangunan

Persentase 

capaian jumlah 

sasaran daerah 

yang memenuhi 

target

% jumlah target indikator sasaran Daerah 

tahun n yang tercapai/jumlah indikator 

sasaran Daerah*100%  

                                69,23                                 70,59                                 76,47                                 82,35                                 88,24                                 94,12 

jumlah target indikator sasaran Daerah 

tahun n yang tercapai 9 12 13 14 15 16

jumlah indikator sasaran Daerah 13 17 17 17 17 17

Meningkatnya 

kualitas program 

kegiatan 

pembangunan

Rata-rata 

persentase 

ketercapaian 

sasaran daerah

% jumlah persentase capaian indikator 

sasaran daerah terhadap target tahun ke-

n /jumlah indikator sasaran daerah 

                                86,11                                 88,65                                 91,20                                 93,74                                 96,28                                 98,82 

1119,43 1507,09 1550,32 1593,55 1636,77 1680,00

jumlah indikator sasaran daerah 13 17 17 17 17 17

41 Badan 

Keuangan 

dan Aset 

Daerah

Meningkatnya 

kualitas 

pengelolaan 

keuangan 

daerah dan asset

Cakupan 

pengelolaan 

keuangan dan 

asset

% (Jumlah realisasi pendapatan/target 

pendapatan x 100 %) + (Jumlah 

Realisasi APBD/Jumlah APBD x 100%) + 

(Jumlah SKPD tertib administrasi asset / 

Jumlah SKPD x 100%)/3

98,48 99,04 99,22 99,46 99,71 99,97

Jumlah realisasi penerimaan daerah 1.400.107.832.411,62 1.360.315.628.460,39 1.382.695.808.329,90 1.404.440.528.283,16 1.428.950.707.094,75 1.454.013.122.292,23

Target penerimaan daerah 1.400.107.832.411,52 1.360.315.628.460,39 1.382.695.808.329,90 1.404.440.528.283,16 1.428.950.707.094,75 1.454.013.122.292,23

Jumlah Realisasi Belanja APBD 1.338.504.677.298,00     1.244.426.227.497,00     1.263.996.475.454,70     1.286.055.636.385,50     1.308.611.810.062,80     1.332.166.822.643,93     

Jumlah Belanja APBD 1.402.546.137.809,59     1.281.370.702.976,03     1.294.184.410.005,79     1.307.126.254.105,85     1.320.197.516.646,91     1.333.399.491.813,38     

Jumlah SKPD tertib administrasi asset 

tetap dan tak berwujud

42 42 42 42 42 42

Jumlah SKPD 42 42 42 42 42 42

42 Badan 

Kepegawaian 

Pendidikan 

dan Pelatihan

Meningkatnya 

kualitas aparatur 

Capaian 

peningkatan 

kualitas aparatur

% (Jumlah pejabat struktural /Jumlah 

pejabat struktural yg seharusnya ada x 

100 %) + (Jumlah PNS yang memenuhi 

diklat /Jumlah PNS yg ada x 100 %)+ 

(Jumlah pejabat fungsional /Jumlah 

pejabat fungsional yang seharusnya ada 

x 100 %))/3

81,35 83,48 85,61 87,65 89,66 91,83

Jumlah pejabat struktural 648 648 648 648 648 648

Jumlah pejabat struktural yg seharusnya 

ada 648 648 648 648 648 648

Jumlah PNS yang memenuhi diklat 5000 5200 5400 5600 5800 6000
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

Capaian Kinerja OPD

No Nama OPD Sasaran OPD IKU OPD Satuan Cara Perhitungan

Jumlah PNS yg ada 6632 6559 6486 6413 6340 6267

Jumlah pejabat fungsional 5706 5913 6114 6285 6440 6626

Jumlah pejabat fungsional yang 

seharusnya ada 8309 8309 8309 8309 8309 8309
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

1 Dinas 

Pendidikan 

Pemuda dan 

Olah Raga

Program 

Pendidikan Anak 

Usia Dini dan 

Pendidikan Non 

Formal

Cakupan 

Pembinaan 

Pendidikan 

Anak Usia Dini 

dan pendidikan 

Non Formal

% (Persentase PNF terakreditasi (LKP,

PKBM)*50%)+(Persentase PAUD terakreditasi

(TK, KB, SPS, TPA)*50%)

                           36,53                            37,94                            38,31                            39,35                            40,61                            41,76 

Persentase PNF terakreditasi (LKP, PKBM) = 

(Jumlah PNF terkareditasi (LKP, PKBM)/Jumlah 

PNF secara keseluruhan)x100%

                           29,03                            31,25                            31,82                            32,35                            34,29                            36,11 

Jumlah PNF terkareditasi (LKP, PKBM)                                 18                                 20                                 21                                 22                                 24                                 26 

Jumlah PNF secara keseluruhan                                 62                                 64                                 66                                 68                                 70                                 72 

Persentase PAUD terakreditasi (TK, KB, SPS, 

TPA) = (Jumlah PAUD terkareditasi (TK, KB, 

SPS, TPA)/Jumlah PAUD secara 

keseluruhan)x100%

                           44,02                            44,63                            44,81                            46,34                            46,93                            47,41 

Jumlah PAUD terakreditasi (TK, KB, SPS, TPA)                               372                               378                               380                               393                               398                               402 

Jumlah PAUD secara keseluruhan                               845                               847                               848                               848                               848                               848 

Program 

Pembinaan Sekolah 

Dasar

Cakupan 

Pembinaan 

Sekolah Dasar

% (Angka Kelulusan SD/MI*50%)+(Persentase 

sekolah terakreditasi A (SD/MI)*50%)

                           59,35                            59,89                            60,43                            60,98                            61,52                            62,06 

Angka Kelulusan SD/MI = (Jumlah lulusan 

Jenjang SD/MI/Jumlah peserta didik tingkat 

tertinggi pada tahun ajaran sebelumnya pada 

Jenjang SD/MI)x100%

                         100,00                          100,00                          100,00                          100,00                          100,00                          100,00 

Jumlah lulusan Jenjang SD/MI                            5.714                            5.601                            5.489                            5.380                            5.273                            5.160 

Jumlah peserta didik tingkat tertinggi pada tahun 

ajaran sebelumnya pada Jenjang SD/MI
                           5.714                            5.601                            5.489                            5.380                            5.273                            5.160 

Persentase sekolah terakreditasi A (SD/MI) = 

(Jumlah sekolah terkareditasi A (SD/MI)/Jumlah 

SD/MI secara keseluruhan)x100%                            18,70                            19,78                            20,87                            21,95                            23,04                            24,12 

Jumlah sekolah terakreditasi A (SD/MI)                                 69                                 73                                 77                                 81                                 85                                 89 

Jumlah SD/MI secara keseluruhan                               369                               369                               369                               369                               369                               369 

Program 

Pembinaan Sekolah 

Menengah Pertama

Cakupan 

Pembinaan 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

% (Angka Kelulusan SMP/MTs*50%)+(Persentase 

sekolah terakreditasi A (SMP/MTs)*50%)

                           86,36                            87,66                            88,96                            90,26                            91,56                            92,86 

METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

Angka Kelulusan SMP/MTs = (Jumlah lulusan 

Jenjang SMP/MTs/Jumlah peserta didik tingkat 

tertinggi pada tahun ajaran sebelumnya pada 

Jenjang SMP/MTs)x100%

                         100,00                          100,00                          100,00                          100,00                          100,00                          100,00 

Jumlah lulusan Jenjang SMP/MTs                            6.103                            5.982                            5.863                            5.746                            5.632                            5.746 

Jumlah peserta didik tingkat tertinggi pada tahun 

ajaran sebelumnya pada Jenjang SMP/MTs
                           6.103                            5.982                            5.863                            5.746                            5.632                            5.746 

Persentase sekolah terakreditasi A (SMP/MTs) = 

(Jumlah sekolah terkareditasi A 

(SMP/MTs)/Jumlah SMP/MTs secara 

keseluruhan)x100%

                           72,73                            75,32                            77,92                            80,52                            83,12                            85,71 

Jumlah sekolah terakreditasi A (SMP/MTs)                                 56                                 58                                 60                                 62                                 64                                 66 

Jumlah SMP/MTs secara keseluruhan                                 77                                 77                                 77                                 77                                 77                                 77 

Program 

Pembinaan 

Ketenagaan

Indeks 

Peningkatan 

Kapasitas 

Ketenagaan

Nilai (Persentase Kelulusan UKG (TK/RA, SD/MI dan 

SMP/MTs)*70%)+(Persentase Ketersediaan 

Tenaga kependidikan yang kompeten (TK/RA, 

SD/MI dan SMP/MTs)*30%)

                           39,09                            41,19                            43,23                            45,18                            47,72                            49,38 

Persentase Kelulusan UKG (TK/RA, SD/MI dan 

SMP/MTs) = (Jumlah Guru TK/RA, SD/MI dan 

SMP/MTs yang lulus UKG/Jumlah guru TK/RA, 

SD/MI, SMP/MTs secara keseluruhan)x100%

                           41,51                            44,14                            46,69                            49,10                            52,36                            54,73 

Jumlah Guru TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs yang 

lulus UKG (PNS)

                           2.547                            2.721                            2.890                            3.050                            3.266                            3.423 

Jumlah Guru TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs yang 

lulus UKG (Non PNS)

                              204                               204                               204                               204                               204                               204 

Jumlah guru TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs secara 

keseluruhan

                           6.627                            6.627                            6.627                            6.627                            6.627                            6.627 

Persentase Ketersediaan Tenaga kependidikan 

yang kompeten (TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs) = 

(Jumlah Tenaga Kependidikan TK/RA, SD/MI dan 

SMP/MTs yang kompeten/Jumlah Tenaga 

Kependidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs yang 

ideal)x100%

                           33,43                            34,30                            35,17                            36,04                            36,90                            36,90 

Jumlah Tenaga Kependidikan TK/RA, SD/MI dan 

SMP/MTs yang kompeten (PNS)

                              278                               298                               318                               338                               358                               358 

Jumlah Tenaga Kependidikan TK/RA, SD/MI dan 

SMP/MTs yang kompeten (Non PNS)

                              493                               493                               493                               493                               493                               493 

Jumlah Tenaga Kependidikan TK/RA, SD/MI, 

SMP/MTs yang ideal

                           2.306                            2.306                            2.306                            2.306                            2.306                            2.306 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

Program 

Peningkatan 

Pembinaan 

Pemuda dan Olah 

Raga

Cakupan 

Pembinaan 

Pemuda dan 

Olahraga

% (( Jml kegiatan kepemudaan /Jml Organisasi 

Pemuda ) x 100) x 25%)) + ((Jml Pemuda 

berprestasi / Jml Pemuda peserta lomba 

kepemudaan)x100)x25%)) + ((Jml kegiatan 

keolahragaan / jumlah organisasi olahraga ) x 

100) x 25%)) + ((Jml Atlet berpretasi / Jml Atlet 

peserta kejuaraan)x100)x25%))

38,91 45,14 51,80 57,47 62,50 68,00

Jumlah Kegiatan (event) kepemudaan dalam 1 

thn

6 8 10 11 12 13

Jumlah Organisasi Pemuda sampai saat ini 13 14 16 16 17 17

Jumlah Pemuda berprestasi tk Prov/Nasional 2 3 4 5 6 7

Jumlah Pemuda peserta lomba kepemudaan tk 

Prov/Nasional

8 8 8 8 8 8

Jumlah Kegiatan (event) keolahragaan dalam 1 

thn

20 21 24 26 28 30

Jumlah Organisasi Olahraga sampai saat ini 34 35 35 36 36 37

Jumlah Atlet Berprestasi tk prov/nasional 136 146 156 167 178 191

Jumlah Atlet Peserta kejuaraan tk prov/nasional 530 562 596 631 669 709

2 Dinas 

Kesehatan

Program 

Peningkatan  

Kesehatan 

Masyarakat

Indeks 

Kesehatan 

Masyarakat

nilai (100 - (jumlah balita Bawah Garis Merah / jumlah 

balita yang ditimbang x 100)) x 8% + (100 - 

(jumlah balita stunting / jumlah balita ditimbang x 

100)) x 8% + (100 - (jumlah ibu hamil dengan 

anemia / jumlah ibu hamil x 100)) x 8% + (100 - 

(jumlah bayi dengan BBLR / jumlah bayi x 100)) x 

8% + (jumlah bayi mendapat ASI eksklusif / 

jumlah bayi x 100) x 8% + (100 - (jumlah balita 

kurus / jumlah balita ditimbang x 100)) x 8% + 

(jumlah desa siaga yang sudah aktif (mandiri) / 

jumlah desa x 100) x 20% + (jumlah kecamatan 

sehat / 12 x 100)  x 16%+ (jumlah desa STBM 

semua pilar / jumlah desa x 100) x 16%

58,35 64,40 67,16 69,93 72,70 74,80

jumlah balita Bawah Garis Merah 218                             210                             200                             190                                                           180                               170 

jumlah balita yang ditimbang 21.868                        21.868                        21.868                        21.868                        21.868                        21.868                        

Jumlah balita stunting                            3.670 3.600                          3.500                          3.400                                                     3.100                            2.842 

Jumlah ibu hamil dengan anemia                               727 700                             650                             610                                                           580                               550 

Jumlah ibu hamil                            5.592                            5.592                            5.592                            5.592                            5.592                            5.592 

Jumlah bayi dengan Berat Bayi Lahir Rendah 

(BBLR)

                              380 370                             360                             350                                                           340                               330 

Jumlah bayi                            5.110                            5.110                            5.110                            5.110                            5.110                            5.110 

Jumlah bayi mendapat ASI eksklusif                            2.807 2.900                          2.950                          3.020                                                     3.050                            3.100 

Jumlah balita kurus                            1.321 1.189                          1.057                          925                                                           793                               657 

Kegiatan : Keselamatan Ibu dan Bayi

Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Keluarga

Kegiatan : Penanggulangan Permasalahan Gizi 

Masyarakat

Jumlah desa siaga yang sudah aktif (mandiri) 21 24 27 30 33 33
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

Jumlah desa 88 88 88 88 88 88

Kegiatan : Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat

Kegiatan : Pemberdayaan UKBM

Jumlah kecamatan sehat 9                                 12                               12 12 12 12                               

Jumlah desa STBM semua pilar 4                                 10                               20                               30                               40                               50                               

Kegiatan : Penyehatan Sanitasi Lingkungan

Kegiatan : Pengembangan Kawasan

Kegiatan : Peningkatan Kesehatan kerja dan OR

Program 

Pencegahan dan 

Pengendalian 

Penyakit 

Indeks 

Pencegahan 

dan 

Pengendalian 

Penyakit 

nilai ((Jumlah  KLB tertangani <24 jam / Jumlah  KLB 

x 100) x 7% + (60 + (100 - (Jumlah kasus PD3I / 

Jumlah Kasus PD3I th 2016 / 208 x 100)) x 7% + 

((Jumlah Desa mencapai UCI / Jumlah desa x 

100) x 7% + (Jumlah penderita BTA positip 

diobati yang sembuh atau lengkap / Seluruh 

penderita BTA positip diobati x 100) x 7%+ 

(Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV 

mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar / 

Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV x 100) x 7% 

+ (jumlah desa yang tidak memiliki indigenous 

malaria / Jumlah desa x 100) x 9% + (Jumlah 

kasus kusta indegenous / jumlah penduduk x 

100) x 7% + (Jumlah kasus filariasis indegenous  

/ jumlah penduduk x 100) x 7% +  (100 - (Jumlah 

kematian penderita DBD / penderita DBD 

keseluruhan x 100)) x 7% + (Jumlah penderita 

hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan 

sesuai standar / Jumlah penderita hipertensi x 

100) x 7% + (Jumlah  penduduk usia 18+  yang 

dilakukan pemeriksaan IMT / Jumlah  penduduk 

usia 18+ x 100) x 7% + (Jumlah sekolah yang 

melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok / 

Jumlah sekolah / Jumlah sekolah x 100) x 7% +  

(jumlah Desa mempunyai Posbindu / Jumlah 

desa x 100) x 7% + (jumlah TPKJM terbentuk / 

jumlah kecamatan X 100) x 7%)/14

53,43 61,62 69,94 78,19 82,45 86,56

Jumlah  Kejadian Luar Biasa tertangani <24 jam                                 20                                 18                                 17                                 16                                 15 15

Jumlah  Kejadian Luar Biasa                                 20                                 18                                 17                                 16                                 15 15

Jumlah Kasus Penyakit Dapat Dicegah Dengan 

Imunisasi (Rubella dan Campak)

                              187                               177                               166                               146                               130                               125 

Jumlah Desa mencapai Universal Child 

Iimmunization (UCI)

88 88 88 88 88 88

Jumlah  Desa 88 88 88 88 88 88

Kegiatan :  Imunisasi Dasar, Lanjutan, Khusus

Kegiatan : Penyelenggaraan surveylans, sistem 

kewaspadaan dini dan respon Kejadian Luar 

Biasa

Jumlah penderita TB Paru Bakteri Tahan Asam 

positip (BTA+)  diobati yang sembuh atau lengkap

                              120 126 132 138 146 149
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target target target target target target

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

Jumlah penderita TB Paru Bakteri Tahan Asam 

positip (BTA+) positip diobati

                              120 126 132 138 146 149

Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV 

mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

                           6.783                            7.122                            7.478                            7.851                            8.243                            8.635 

Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV                          31.538                          31.538                          31.538                          31.538                          31.538                          31.538 

Jumlah Desa tidak memiliki kasus indegenous 

malaria

                                78 80 82 86 87 88

Jumlah kasus kusta indegenous 0 0 0 0 0 0

Jumlah penduduk 437.441                       437.441                       437.441                       437.441                       437.441                       437.441                       

Jumlah kasus filariasis indegenous 0 0 0 0 0 0

Jumlah kematian penderita DBD                                   2 2 2 2 2 2

Jumlah penderita DBD 186 166 146 136 146 150

Kegiatan : Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit Menular Langsung

Kegiatan : Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit Tular vektor dan Zoonotik

Jumlah penderita hipertensi mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai standar

                         23.884                          47.769                          59.711                          83.595                          95.537 107.479                       

Jumlah penderita hipertensi                        119.421                        119.421                        119.421                        119.421                        119.421                        119.421 

Jumlah  penduduk usia 18+  yang dilakukan 

pemeriksaan Iindeks Massa Tubuh

33.232                        39.878                        49.847                        56.494                        63.140                        66.463                        

Jumlah penduduk usia 18+ 332.315                       332.315                       332.315                       332.315                       332.315                       332.315                       

Jumlah sekolah yang melaksanakan kebijakan 

kawasan tanpa rokok

1292 1312 1332 1352 1352 1352

Jumlah sekolah 1352 1352 1352 1352 1352 1352

Jumlah desa mempunyai posbindu 60 70 75 80 84 88

Jumlah Tim Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat 

(TPKJM) terbentuk

4 6 8 10 11 12

Jumlah kecamatan 12 12 12 12 12 12

Kegiatan : Pencegahan dan pengendalian 

penyakit tidak menular

Kegiatan : Pencegahan dan pengendalian  

Kesehatan jiwa dan Napza

Program 

Peningkatan 

Pelayanan 

Kesehatan

Cakupan 

Pelayanan 

Kesehatan

%  ((Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

sudah memanfaatkan Sistem Informasi 

Manajemen Pelayanan Kesehatan / Jumlah 

fasilitas pelayanan kesehatan x 100) + (Cakupan 

peserta jaminan kesehatan  yang berobat di 

puskesmas dapat dilayani / Peserta jaminan 

kesehatan  yang berobat di puskesmas  x 100) + 

(Cakupan pasien peserta jaminan kesehatan 

yang dirujuk ke RS dapat ditangani / jumlah 

pasien peserta kesehatan yang dirujuk x 100) + 

(jumlah puskesmas yang melakukan pelayanan 

yankestradkom / jumlah puskesmas x 100) + 

(Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

sudah lulus akreditasi / Jumlah seluruh fasilitas 

pelayanan kesehatan x 100)) /5

77,04 84,38 91,17 97,97 99,46 100,00

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah 

memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen 

Pelayanan Kesehatan (RS, Puskesmas, Klinik 

Pratama)

28 31 33 35 36 37
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (RS, 

Puskesmas, Klinik Pratama)

37 37 37 37 37 37

Cakupan peserta jaminan kesehatan  yang 

berobat di puskesmas dapat dilayani

100 100 100 100 100 100

Peserta jaminan kesehatan  yang berobat di 

puskesmas 

100 100 100 100 100 100

Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Dasar

Kegiatan : Peningkatan kualitas pelayanan 

jaminan kesehatan

Kegiatan (UPTD) : Pelayanan Jaminan 

Kesehatan 

Kegiatan (UPTD) : Pelayanan Laboratorium 

Kesehatan 

Cakupan pasien peserta jaminan kesehatan yang 

dirujuk ke RS dapat ditangani

100 100 100 100 100 100

Jumlah pasien peserta jaminan kesehatan yang 

dirujuk

100 100 100 100 100 100

Jumlah puskesmas yang melaksanakan 

pelayanan kesehatan tradisional komplementer

8 12 16 21 21 21

Jumlah puskesmas 21 21 21 21 21 21

Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Rujukan

Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Khusus

Jumlah Puskesmas yang memiliki nilai Survey 

Kepuasan Masyarakat di atas 81,26 (Sangat 

Baik)

15 17 19 20 21 21

Jumlah Puskesmas 21 21 21 21 21 21

Kegiatan : Manajemen Mutu Pelayanan 

KesehatanKegiatan : Pengembangan dan peningkatan 

kinerja fasilitas pelayanan kesehatan

Program 

Peningkatan 

Sumber Daya 

Kesehatan

Indeks Sumber 

Daya Kesehatan

Nilai (Jumlah Puskesmas yang tersedia kebutuhan 

obat dan perbekalan kesehatan / Jumlah 

Puskesmas x 100) x 20%) + (Jumlah item obat 

yang memenuhi syarat / Jumlah item obat x 100) 

x 20% +  (Jumlah sertifikasi produk pangan 

industri rumah tangga yang diterbitkan / Jumlah 

pemohon ijin produk pangan industri rumah 

tangga x 100)x 20% + (jumlah fasilitas pelayanan 

kesehatan yang harus berijin / jumlah fasilitas 

pelayanan kesehatan yang ada x 100) x 25% + 

(jumlah tenaga fungsional teknis yang dinilai 

prestasi kerjanya melalui penilaian angka kredit / 

jumlah tenaga fungsional teknis x 100 )x 15%

78,89 79,98 81,07 82,85 87,01 89,52

Jumlah Puskesmas yang tersedia kebutuhan obat 

dan perbekalan kesehatan

21 21 21 21 21 21

Jumlah puskesmas 21 21 21 21 21 21

Jumlah item obat yang memenuhi syarat 188 188 188 188 188 188

Jumlah item obat 188 188 188 188 188 188

Jumlah sertifikasi produk pangan industri rumah 

tangga yang diterbitkan

50 50 50 50 50 50

Jumlah pemohon ijin produk pangan industri 

rumah tangga

105 105 105 105 105 105

Kegiatan : Pengadaan Obat dan Perbekalan 

Kesehatan
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

Kegiatan : Pementauan dan Pembinaan 

Peredaran OMKABA

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang harus 

berijin

296                             297                             300 304 310 315                             

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada 296                             297                             300 304 310 315                             

Kegiatan : Pengadaan, perbaikan dan 

peningkatan sarana pelayanan kesehatan

Kegiatan : Perijinan dan Pemantauan Pelayanan 

Kesehatan Swasta

Jumlah tenaga fungsional teknis yang dinilai 

prestasi kerjanya melalui penilaian angka kredit

200                             250                             300                             400                             600 721                             

Jumlah tenaga fungsional teknis 687                             687                             687                             721                             721 721                             

Kegiatan : Pengelolaan Penilaian prestasi kerja 

SDMK

Kegiatan : Pembinaan dan pengembangan mutu 

sumber daya manusia kesehatan

3 RSUD Wates

Program 

Peningkatan 

Pelayanan 

kesehatan rujukan 

RSUD Wates

Cakupan Mutu 

Pelayanan dan 

Manfaat 

% ((capaian kinerja mutu pelayanan+capaian kinerja 

kepedulian kepada masyarakat+capaian kinerja 

kepuasan pelanggan+cakupan kinerja kepedulian 

terhadap lingkungan)/40)x100%

93,13 93,13 93,75 93,75 94,38 94,38

Capaian kinerja mutu pelayanan                            21,25                            21,25                            21,25                            21,25                            21,50                            21,50 

Capaian kinerja kepedulian kepada masyarakat                              5,00                              5,00                              5,25                              5,25                              5,25                              5,25 

capaian kinerja kepuasan pelanggan 6,00                            6,00                            6,00                            6,00                            6,00                            6,00                            

capaian kinerja kepedulian terhadap lingkungan 5,00                            5,00                            5,00                            5,00                            5,00                            5,00                            

4 RS Nyi Ageng 

Serang

Program 

Peningkatan 

Pelayanan 

kesehatan rujukan 

RSUD Nyi Ageng 

Serang

Cakupan Mutu 

Pelayanan dan 

Manfaat 

% ((capaian kinerja mutu pelayanan+capaian kinerja 

kepedulian kepada masyarakat+capaian kinerja 

kepuasan pelanggan+cakupan kinerja kepedulian 

terhadap lingkungan)/40)x100%

80,38 81,25 81,88 82,50 83,13 83,75

Capaian kinerja mutu pelayanan                            19,50                            19,50                            19,75                            20,00                            20,00                            20,00 

Capaian kinerja kepedulian kepada masyarakat                              3,90                              4,00                              4,00                              4,00                              4,25                              4,25 

capaian kinerja kepuasan pelanggan                              4,50                              4,75                              4,75                              4,75                              4,75                              5,00 

capaian kinerja kepedulian terhadap lingkungan                              4,25                              4,25                              4,25                              4,25                              4,25                              4,25 

5 Dinas 

Pekerjaan 

Umum 

Perumahan 

dan Kawasan 

Permukiman
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

Program 

Pembangunan dan 

Rehabilitasi/Pemeli

haraan Jalan dan 

Jembatan

Capaian 

panjang jalan 

kabupaten 

dalam kondisi 

baik

% (Jumlah panjang jalan Kabupaten dalam kondisi 

baik / jumlah panjang jalan Kabupaten)x100%

74,63 76,36 78,04 79,64 81,15 82,59

Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi 

baik (km)

1.493,080                    1527,69 1561,31 1593,24 1623,58 1652,40

jumlah panjang jalan kabupaten (km) 2.000,640                    2.000,640                                        2.000,640                     2.000,640                     2.000,640                     2.000,640 

Program 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana 

Kebinamargaan

Capaian uji 

laboratorium 

dan alat berat

% ((Jumlah permohonan uji laboratorium yang 

ditangani/ Jumlah permohonan uji laboratorium x 

100%) + (Jumlah alat berat dalam kondisi baik 

(berfungsi)/jumlah alat berat x 100% ))/2

78,57 81,25 81,25 81,25 81,25 81,25

Jumlah permohonan uji laboratorium yang 

ditangani 

                              300                               300                               300                               300                               300                               300 

Jumlah permohonan uji laboratorium                               300                               300                               300                               300                               300                               300 

Jumlah alat berat dalam kondisi baik/berfungsi 

(unit)

                                  8                                 10                                 10                                 10                                 10                                 10 

Jumlah alat berat (unit)                                 14                                 16                                 16                                 16                                 16                                 16 

Program 

Pengembangan, 

Pengelolaan dan 

Konservasi Sumber 

Daya Air

Indeks 

ketersediaan air 

baku, 

peningkatan 

pelayanan 

irigasi, dan 

drainase 

pengairan dalam 

kondisi baik

Nilai ((Jumlah panjang irigasi dalam kondisi 

baik/jumlah panjang irigasi x 30%) + (jumlah luas 

areal yang dilayani irigasi/jumlah luas areal yang 

harus dilayani irigasi x 20%) + (jumlah  

kelembagaan petani pengelola air yang 

diberdayakan/ jumlah kelembagaan petani 

pengelola air yang seharusnya ada 

x10%)+(Jumlah panjang drainase dalam kondisi 

baik/jumlah panjang drainase x 15%)+(Jumlah 

kebutuhan air baku yang sudah dapat 

dilayani/jumlah kebutuhan air baku (liter/tahun) x 

25%))

79,64 80,87 82,11 83,30 84,52 85,56

Jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik                        288.533                        290.931                        293.228                        295.726                        298.124                        300.522 

jumlah panjang irigasi                        399.630                        399.630                        399.630                        399.630                        399.630                        399.630 

jumlah luas areal yang dilayani irigasi                          10.282                          10.395                          10.498                          10.587                          10.675                          10.767 

jumlah luas areal yang harus dilayani irigasi                          10.635                          10.695                          10.735                          10.800                          10.835                          10.885 

jumlah  kelembagaan petani pengelola air yang 

diberdayakan

                              175                               200                               225                               250                               275                               295 

jumlah kelembagaan petani pengelola air yang 

seharusnya ada

                              295                               295                               295                               295                               295                               295 

Jumlah panjang drainase dalam kondisi baik                            62,29                            63,13                            63,97                            64,80                            65,64                            66,48 

jumlah panjang drainase                          119,45                          119,45                          119,45                          119,45                          119,45                          119,45 

Jumlah kebutuhan air baku yang sudah dapat 

dilayani

                446.758.896                 448.392.130                 450.045.068                 451.718.398                 453.412.836                 455.129.118 

jumlah kebutuhan air baku (liter/tahun)                 448.746.856                 450.449.669                 452.174.620                 453.922.485                 455.694.065                 457.490.191 

Program 

Pengelolaan 

Kebersihan dan 

Pertamanan

Cakupan taman 

dalam kondisi 

baik, layanan 

persampahan

% ((Jumlah sampah yang tertangani/Jumlah 

produksi sampah x 100%)+ (Jumlah taman  

dalam kondisi baik /jumlah keseluruhan Taman  x 

100%))/2

67,45 68,14 68,26 67,75 72,79 80,83

Jumlah sampah yang tertangani                            73,00                            91,00                            92,00                            92,00                            96,00                          102,00 

Jumlah produksi sampah                          117,00                          132,00                          133,00                          135,00                          137,00                          138,00 

Jumlah taman  dalam kondisi baik 29                                                               33 33                               33                               37                               43                               

jumlah keseluruhan Taman 40                                                               49 49                               49                               49                               49                               
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

Program 

Pembangunan, 

Pengembangan, 

Sarana Prasarana 

Air Minum dan 

Sanitasi

Cakupan 

layanan air 

bersih dan air 

limbah

% ((Jumlah rumah tangga berakses air 

bersih/Jumlah rumah tanggax100%)+ (Jumlah 

rumah tangga berakses air limbah/jumlah rumah 

x 100%))/2

66,80 67,29 67,66 67,84 67,93 67,94

 Jumlah rumah tangga berakses air bersih 107.463                       109.213                       110.963                       112.463                       113.963                       115.463                       

 Jumlah rumah tangga berakses air limbah                          51.228                          56.228                          61.228                          66.228                          71.228                          76.228 

 Jumlah rumah tangga                        118.783                        122.940                        127.243                        131.697                        136.306                        141.077 

Program 

Pengembangan 

Lingkungan 

Perumahan dan 

Permukiman Sehat

Cakupan 

Pengembangan 

Lingkungan 

Perumahan dan 

Permukiman 

Sehat

% ((Jumlah rumah layak huni/jumlah seluruh rumah 

x 100% )+ (Luas permukiman kumuh yang 

ditangani/( luas pemukiman kumuh yang 

seharusnya ditangani x 100%))/2

41,94 42,01 42,15 42,22 42,36 42,43

Jumlah rumah layak huni 88777 89477 90177 90877 91577 92277

Jumlah seluruh rumah 112038 112738 113438 114138 114838 115538

Luas permukiman kumuh tertangani 13,644 13,644 14,144 14,144 14,644 14,644

Luas pemukiman kumuh yang seharusnya 

ditangani

293,79 293,79 293,79 293,79 293,79 293,79

Program 

Pembangunan dan 

Rehabilitasi Sarana 

Prasarana 

Perkotaan dan 

Perkantoran

Cakupan sarana 

prasarana 

perkotaan dan 

perkantoran 

dalam kondisi 

baik

% ((Jumlah gedung kantor dalam kondisi 

baik/jumlah gedung kantor x 100% )+ (Jumlah 

panjang jalan perkotaan bertrotoar / Jumlah 

panjang jalan perkotaan x 100%) + ( Jumlah 

panjang jalan perkotaan berdrainase/Jumlah 

panjang jalan perkotaan x100%))/3

82,48 83,81 84,51 85,56 87,21 87,93

Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik/jumlah 

gedung kantor x 100%

73,08 76,92 78,85 81,73 86,54 88,46

 Jumlah  gedung kantor dalam kondisi baik                                 76                                 80                                 82                                 85                                 90                                 92 

 Jumlah gedung kantor                               104                               104                               104                               104                               104                               104 

 (Jumlah panjang jalan perkotaan bertrotoar / 

Jumlah panjang jalan perkotaan x 100% 

87,18 87,21 87,31 87,46 87,54 87,62

 (Jumlah panjang jalan perkotaan bertrotoar  7.750                          7.753                          7.762                          7.775                          7.782                          7.789                          

  Jumlah panjang jalan perkotaan                            8.890                            8.890                            8.890                            8.890                            8.890                            8.890 

  Jumlah panjang jalan perkotaan 

berdrainase/Jumlah panjang jalan perkotaan 

x100% 

87,18 87,29 87,37 87,50 87,56 87,73

  Jumlah panjang jalan perkotaan berdrainase 7.750                          7.760                          7.767                          7.779                          7.784                          7.799                          

 Jumlah panjang jalan perkotaan                            8.890                            8.890                            8.890                            8.890                            8.890                            8.890 

6 Kantor 

Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik

Program 

Peningkatan 

Wawasan 

Kebangsaan dan 

Politik Masyarakat

Cakupan 

peningkatan 

wawasan 

kebangsaan dan 

politik 

masyarakat

% ((Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang aktif/Jumlah 

Ormas, LSM dan OKP yang tercatat x 

100%)+(Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang telah 

mendapat pembinaan/Jumlah Ormas, LSM dan 

OKP yang tercatat x 100%) + (Jumlah konflik 

sosial yang tertangani/Jumlah konflik sosial x 

100%))/3

63,62 82,22 82,22 81,33 81,33 80,51

Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang aktif 100 100 100 105 105 110
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang telah 

mendapat pembinaan

101 100 100 100 100 100

Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang tercatat 175 120 120 125 125 130

Jumlah konflik sosial yang tertangani 19 20 24 24 24 24

Jumlah konflik sosial 25 25 30 30 30 30

7 Satuan Polisi 

Pamong Praja

Program 

Peningkatan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

Cakupan 

peningkatan 

ketentraman 

dan ketertiban 

umum 

% ((Jumlah Satlinmas yang aktif/Jumlah satlinmas 

terdaftar x 100%)+(Jumlah Penertiban/(Jumlah 

perencanaan + Jumlah aduan ) x 100%))/2

85,99 86,83 92,68 93,35 98,42 99,46

Jumlah Satlinmas yang aktif 35 35 40 40 44 45

Jumlah satlinmas terdaftar 88 88 88 88 88 88

Jumlah Penertiban 416 400 425 455 460 461

Jumlah Perencanaan dan aduan 450 425 450 475 475 477

Program 

Peningkatan 

Penegakan 

Peraturan Daerah

Capaian 

peningkatan 

penegakan 

peraturan 

daerah

% (jumlah penindakan/jumlah pelanggaran) X 100% 77,78 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Jumlah penindakan 350 525 550 575 575 600

Jumlah pelanggaran 450 525 550 575 575 600

8 Badan 

Penanggulang

an Bencana 

Daerah

Program 

Penanggulangan 

Bencana

Cakupan 

penanggulangan 

bencana

% (Jangkauan luas wilayah manajemen 

kebakaran/Luas wilayah x 100%)+(Jumlah Kasus 

Kebakaran di WMK yang Tertangani Dalam 

Waktu Paling Lama 15 menit/Jumlah Kasus 

Kebakaran Dalam Jangkauan WMKx100%) 

+(Jumlah desa tangguh bencana/Jumlah desa 

rawan bencana x 100 %) + (Jumlah tanggap 

darurat yang dilakukan/Jumlah sasaran dampak 

bencana yang harus dilakukan tanggap darurat 

x100%) + (Jumlah kejadian bencana yang 

direkomendasikan Rehabilitasi dan 

rekonstruksi/Jumlah kejadian bencana yang 

harus dilakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi x 

100%)/5

65,88 66,87 70,17 73,17 76,73 83,30

Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran 100 100 100 100 100 200

Luas wilayah 586 586 586 586 586 586

Jumlah Kasus Kebakaran di WMK yang 

Tertangani Dalam Waktu Paling Lama 15 menit 

(=% Kasus Kebakaran di WMK)

75 77,27 77,78 78,13 81,25 82,35

Jumlah Kasus Kebakaran Dalam Jangkauan 

WMK ( = % Kasus Kebakaran di WMK )

100 100 100 100 100 100

Jumlah desa tangguh bencana 28 30 42 53 64 75
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

Jumlah desa rawan bencana 75 75 75 75 75 75

Jumlah penanganan tanggap darurat yang 

dilakukan (= % kejadian bencana)

100 100 100 100 100 100

Jumlah sasaran dampak bencana yang harus 

dilakukan tanggap darurat (=%  kejadian 

bencana)

100 100 100 100 100 100

Jumlah kejadian bencana yang direkomendasikan 

rehabilitasi dan rekonstruksi ( = % rekomendasi 

rehabilitasi dan Rekonstruksi)

100 100 100 100 100 100

Jumlah kejadian bencana yg hrs dilakukan  

rehabilitasi dan rekonstruksi.(= % kejadian yang 

perlu dilakukan Rehabiltasi dan Rekonstruksi)

100 100 100 100 100 100

9 Dinas Sosial 

Pemberdayaa

n Perempuan 

dan 

Perlindungan 

Anak

Program 

Perlindungan Sosial

Indeks 

Perlindungan 

Sosial

Nilai ((Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial 

untuk memenuhi kebutuhan dasar/Jumlah PMKS 

skala kabupaten yang seharusnya memperoleh 

bantuan sosial)x70%)+((Jumlah korban bencana 

yang menerima bantuan sosial dalam masa 

tanggap darurat/Jumlah korban bencana yang 

seharusnya menerima bantuan sosial selama 

masa tanggap darurat dalam 1 tahun)x30%)

52,98 52,98 53,90 54,42 54,91 55,68

PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk 

memenuhi kebutuhan dasar

                           1.432                            1.432                            1.489                            1.522                            1.552                            1.600 

Jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh 

bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar

                           4.362                            4.362                            4.362                            4.362                            4.362                            4.362 

Jumlah korban bencana yang menerima bantuan 

sosial dalam masa tanggap darurat

                              150                               250                               250                               250                               250                               250 

Jumlah korban bencana yang seharusnya 

menerima bantuan sosial selama masa tanggap 

darurat dalam 1 tahun

                              150                               250                               250                               250                               250                               250 

Program 

Pemberdayaan 

Sosial

Indeks 

Pemberdayaan  

Sosial 

Nilai (jumlah PMKS yang menerima pemberdayaan 

sosial melalui KUBE atau kelompok ekonomi 

sosial sejenis lainnya/Jumlah PMKS yang 

seharusnya menjadi peserta program 

pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau 

kelompok sosial ekonomi sejenis skala 

kabupaten)x100%

37,52 39,29 40,08 41,01 41,71 42,41

PMKS yang menerima pemberdayaan sosial 

melalui KUBE atau kelompok ekonomi sosial 

sejenis lainnya
                           8.050                            8.430                            8.600                            8.800                            8.950                            9.100 

Jumlah PMKS yang seharusnya menjadi peserta 

program pemberdayaan masyarakat melalui 

KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis 

skala kabupaten

                         21.457                          21.457                          21.457                          21.457                          21.457                          21.457 

METADATA RPJMD - 34



2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

Program 

Peningkatan 

pemberdayaan 

perempuan dan 

pengarusutamaan 

gender

Cakupan 

pemberdayaan 

perempuan dan 

pengarusutama

an gender

% (((Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG dan 

ARG/jumlah OPD)+(Jumlah lembaga perempuan 

dan anak yang aktif/jumlah lembaga perempuan 

dan anak yang ada)+(jumlah pekerja 

perempuan/jumlah angkatan kerja 

perempuan))/3)x100%

68,19 82,34 83,93 85,51 87,10 89,20

Jumlah SKPD yang melaksanakan PPRG dan 

ARG 19 22 24 26 28
30

Jumlah SKPD 42 42 42 42 42 42

 jumlah lembaga perempuan dan anak yang aktif 22 34 34 34 34 34

jumlah lembaga perempuan dan anak yang ada

34 34 34 34 34
34

Jumlah pekerja perempuan 104.100                       109.305                       114.770                       120.509                       126.534                                              130.197 

Jumlah Angkatan kerja perempuan 109.998                       115.498                       121.273                       127.336                       133.703                                              135.401 

Program 

Peningkatan 

Perlindungan 

Perempuan dan 

Anak

Cakupan 

Perlindungan 

Perempuan dan 

Anak

% ((Jumlah kasus Kekerasan terhadap perempuan 

dan anak yang ditangani secara komprehensif 

/Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan 

dan anak) + (Jumlah Kecamatan yang ditetapkan 

sebagai Kecamatan Layak Anak/Jumlah seluruh  

kecamatan)+ (1-(Jumlah KDRT/jumlah 

keluarga)))/3)x100%

66,65 77,76 83,31 88,87 94,42 99,97

Jumlah  kasus kekerasan terhadap perempuan 

dan anak yang ditangani secara komprehensif

100 100 105 110 115 120

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan 

dan anak

100 100 105 110 115 120

Jumlah Kecamatan yang ditetapkan sebagai 

Kecamatan Layak Anak

0 4 6 8 10 12

Jumlah seluruh  kecamatan 12 12 12 12 12 12

Jumlah KDRT 70                               80                               90                               100                             110                                                           120 

Jumlah Keluarga 145.152                       145.152                       145.152                       145.152                       145.152                                              145.152 

10 Dinas Tenaga 

Kerja dan 

Transmigrasi

Program 

Pengembangan 

dan Pelatihan 

Tenaga Kerja

Cakupan 

penempatan 

dan 

pengembangan 

kompetensi 

tenaga kerja

% (jml penempatan tenaga kerja/jml pencari kerja kerja 

terdaftar)*50%+(((jml peserta sertifikasi tenaga 

kerja/jml peserta pelatihan)*20%+(jml 

pemagangan/jml pendaftar pemagangan)*20%+(jml 

peserta pelatihan/jml pendaftar 

pelatihan)*60%))*50%)

                                   71,56                                    72,10                                    72,45                                    72,89                                    73,06                                    73,61 

Jumlah penempatan tenaga kerja 2.532                                  2.649                                  2.776                                  3.000                                  3.100                                  3.200                                  

Jumlah pencari kerja yang terdaftar 3.000                                  3.060                                  3.150                                  3.200                                  3.250                                  3.300                                  

Jumlah Peserta Sertifikasi Tenaga Kerja 10                                       15                                       20                                       25                                       30                                       35                                       

Jumlah Peserta Pemagangan 75                                       75                                       75                                       75                                       75                                       75                                       

Jumlah peserta Pelatihan 978                                     1.008                                  1.040                                  1.040                                  1.056                                  1.088                                  

Jumlah Pendaftar Pelatihan 1.000                                  1.050                                  1.100                                  1.200                                  1.250                                  1.300                                  
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

Program 

Perlindungan 

Ketenagakerjaan

Cakupan 

perlindungan 

ketenagakerjaan

% ((jml kasus PHI yang terselesaikan/jml kasus 

ketenagakerjaan terdaftar)*100%+(jml buruh 

pserta BPJS/jml buruh)*100%+jml perusahaan yg 

memiliki sarana HI/jml perusahaan yg wajib 

memiliki sarana HI)100%+(jml perusahaan yg 

sudah menerapkan K3/jml perusahaan yg wajib 

menerapkan K3)*100%+(jml perusahaan yg 

menerapkan UMK/jml perusahaan)*100%)/5

                           57,81                            67,33                            68,09                            69,20                            71,09                            72,21 

Jumlah kasus PHI yang diselesaikan 1                                 2                                 3                                 4                                 6                                 7                                 

Jumlah kasus ketenagakerjaan terdaftar 1                                 2                                 3                                 4                                 6                                 7                                 

Jumlah buruh yang menjadi peserta BPJS 

ketenagakerjaan

5.600                          5.762                          6.130                          6.539                          7.000                          7.510                          

Jumlah buruh / Pekerja 8.576                          8.643                          9.195                          9.809                          10.502                        11.285                        

Jumlah perusahaan yang memiliki sarana 

Hubungan Industrial

51                               53                               55                               60                               68                               75                               

Jumlah perusahaan yang wajib memiliki sarana 

Hubungan Industrial

130                             133                             135                             137                             139                             140                             

Jumlah perusahaan yang  sudah menerapkan K3 160                             176                             185                             190                             195                             200                             

Jumlah Perusahaan yang menerapkan UMK 200                             209                             215                             220                             225                             230                             

Jumlah Perusahaan skala besar 13                               136                             140                             150                             165                             170                             

Jumlah perusahaan 287                             296                             298                             305                             310                             315                             

Program 

Penempatan 

Transmigrasi

Capaian 

Penempatan 

Transmigran

% (jml transmigrasi yg ditempatkan/jml target 

penempatan)*100%

                              100                               100                               100                               100                               100                               100 

Jumlah transmigran yang ditempatkan 50 35 40 45 50 50

Jumlah target penempatan 50 35 40 45 50 50

11 Dinas 

Pertanahan 

dan Tata 

Ruang

Program 

Perencanaan 

Penataan Ruang

Cakupan 

perencanaan 

penataan ruang

% (jumlah  persetujuan substansi dokumen 

perencanaan tata ruang/jumlahi  dokumen 

perencanaan tata ruang yang telah disusun) x 

100+(Dokumen RTH publik yang sudah 

direncanakan/Dokumen RTH publik yang 

seharusnya ada)x100%+ (jumlah dokumen RTBL 

yang diperbupkan/ jumlah  dokumen RTBL yang  

sudah disusun ) x 100)+(Jumlah realisasi 

penyebaran informasi/penyebaran informasi yang 

seharusnya)+(Jumlah realisasi bimbingan 

teknis/jumlah bimbingan teknis yg seharusnya)/5

                           28,13                            33,70                            74,68                            81,95                            91,71                            94,57 

(jumlah  persetujuan substansi dokumen 

perencanaan tata ruang /jumlah  dokumen 

perencanaan tata ruang yang telah disusun) x 

100

11,11                          27,78                          72,22                          83,33                          100,00                        100

jumlah  persetujuan substansi dokumen 

perencanaan tata ruang

                                  2                                   5                                 13                                 15                                 18 18,00

jumlah  dokumen perencanaan tata ruang yang 

seharusnya ada

                                18                                 18                                 18                                 18                                 18 18
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

(Dokumen RTH publik yang sudah 

direncanakan/Dokumen RTH publik yang 

seharusnya ada)x100%

16,67                          25,00                          58,33                          75,00                          100,00                        100

Dokumen RTH publik yang sudah direncanakan                                   2                                   3                                   7                                   9                                 12                                 12 

Dokumen RTH publik yang seharusnya ada                                 12                                 12                                 12                                 12                                 12                                 12 

(jumlah dokumen RTBL yang diperbupkan/jumlah  

dokumen RTBL yang  sudah disusun ) x 100

                           12,86                            15,71                            42,86                            51,43                            58,57                                 73 

jumlah dokumen RTBL yang ditetapkan                                   9                                 11                                 30                                 36                                 41                                 51 

jumlah  dokumen RTBL yang  seharusnya ada                                 70                                 70                                 70                                 70                                 70                                 70 

(jumlah realisasi penyebaran 

informasi/penyebaran informasi yang 

seharusnya)*100

                         100,00                          100,00                          100,00                          100,00                          100,00                               100 

jumlah realisasi penyebaran informasi                                   2                                   4                                   4                                   4                                   4                                   4 

penyebaran informasi yang seharusnya                                   2                                   4                                   4                                   4                                   4                                   4 

Jumlah realisasi bimbingan teknis / jumlah 

bimbingan teknis yang seharusnya

                         100,00                          100,00                          100,00                               100 

Jumlah bimbingan teknis                                 -                                   -                                     1                                   1                                   1                                   1 

Jumah bimbingan teknis yang seharusnya                                 -                                   -                                     1                                   1                                   1                                   1 

Program 

Pengendalian dan 

Pemanfaatan 

Penataan Ruang

Cakupan 

pelaksanaan  

Penataan 

Ruang

% (((Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang tepat 

waktu/jumlah permohonan pemanfaatan 

ruang)x100%))+((Jumlah Dokumen advice 

planning/jumlah pemohon advice 

planning)x100%))+((Dokumen kesesuaian 

pemanfaatan ruang/Dokumen kesesuaian 

pemanfaatan ruang yang seharusnya 

ada)x100%))+data dan peta tata ruang (RDTR) 

yg dikelola/data dan peta RDTR yg seharusnya 

dikelola)x100%) /4

                           79,17                            85,42                            89,58                            93,75                            95,83                          100,00 

((Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang tepat 

waktu/jumlah permohonan pemanfaatan 

ruang)x100)

                         100,00                               100                               100                               100                               100                               100 

Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang tepat 

waktu

256                             262                             275                             289                             303                             317                             

jumlah permohonan pemanfaatan ruang 256                             262                             275                             289                             303                             317                             

((Jumlah Dokumen advice planning/jumlah 

pemohon advice planning)x100))

                         100,00                          100,00                          100,00                          100,00                          100,00                          100,00 

Jumlah Dokumen advice planning                               760                              798                              837                              879                              923                              965 

jumlah pemohon advice planning                               760                              798                              837                              879                              923                              965 

((Dokumen kesesuaian pemanfaatan 

ruang/Dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang 

yang seharusnya ada)x100))

                         100,00                          100,00                          100,00                          100,00                          100,00                          100,00 

Dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang                                   1                                  1                                  1                                  1                                  1                                  1 

Dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang yang 

seharusnya ada

                                  1                                  1                                  1                                  1                                  1                                  1 

Data dan peta Perencanaan tata ruang 

(RTRW,RDTR) yang dikelola/data dan peta 

RDTR yang seharusnya dikelola*100

                           16,67                            41,67                            58,33                            75,00                            83,33                          100,00 

Data dan peta Perencanaan tata ruang (RDTR) 

yang dikelola

                                  2                                  5                                  7                                  9                                10                                12 

data dan peta RDTR yang seharusnya dikelola                                31                                12                                12                                12                                12                                12 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

Program 

Pengelolaan 

Pertanahan

Cakupan 

Pengelolaan 

penggunaan 

dan 

pemanfaatan 

tanah

% (((Luas lahan bersertifikat (m2)/luas lahan yg 

seharusnya bersertifikat)+(luas lahan pemda 

bersertifikat/luas lahan pemda yang seharusnya 

bersertifikat)+(fasilitasi pemanfaatan tanah desa 

yg dilaksanakan/fasilitasi tanah desa yg 

seharusnya)+(pembayaransewa tanan desa yg 

dilaksanakan/pembayaran tanah desa yg 

seharusnya)+(Jumlah masalah pertanahan yang 

diselesaikan/Jumlah masalah pertanahan 

)+(jumlah dokumen identivikasi dan 

invetariasi/dokumen identifikasi dan inventarisasi 

yang seharusnya))*100%)/6

                           79,89                            80,19                            80,48                            80,77                            81,06                            81,36 

((Luas lahan bersertifikat (m2) /Luas lahan yang 

seharusnya bersertifikat (m2)X100%

                           78,93                            80,64                            82,34                            84,05                            85,75                            87,46 

Luas lahan bersertifikat (m2) 462.743.024                472.743.024                482.743.024                492.743.024                502.743.024                512.743.024                

Luas lahan yang seharusnya bersertifikat (m2) 586.275.115                586.275.115                586.275.115                586.275.115                586.275.115                586.275.115                

((Luas aset pemda bersertifikat (m2)/Luas aset 

pemda yang seharusnya bersertifikat 

(m2)X100%))

0,44                            0,49                            0,54                            0,58                            0,63                            0,68                            

Luas aset pemda bersertifikat (m2) 179.619                       199.619                       219.619                       239.619                       259.619                       279.619                       

Luas aset pemda yang seharusnya bersertifikat 

(m2)

40.978.953                  40.978.953                  40.978.953                  40.978.953                  40.978.953                  40.978.953                  

((Fasilitasi Pemanfaatan Tanah Desa yang 

dilaksanakan (lokasi)/Fasilitasi Pemanfaatan 

Tanah Desa seharusnya (lokasi)X 100%

100                             100                             100                             100                             100                             100                             

Fasilitasi Pemanfaatan Tanah Desa yang 

dilaksanakan (lokasi)

5                                 6                                 6                                 6                                 6                                 6                                 

Fasilitasi Pemanfaatan Tanah Desa seharusnya 

(lokasi)

5                                 6                                 6                                 6                                 6                                 6                                 

((Pembayaran sewa Tanah Desa yang 

dilaksanakan (obyek sewa)/Pembayaran sewa 

Tanah Desa yang seharusnya (obyek 

sewa)X100%))

100,00                        100,00                        100,00                        100,00                        100,00                        100,00                        

Pembayaran sewa Tanah Desa yang 

dilaksanakan (obyek sewa)

400                             400                             402                             406                             408                             408                             

Pembayaran sewa Tanah Desa yang seharusnya 

(obyek sewa)

400                             400                             402                             406                             408                             408                             

(Jumlah masalah pertanahan yang diselesaikan 

/Jumlah masalah pertanahan )X100

100,00                        100,00                        100,00                        100,00                        100,00                        100,00                        

Jumlah masalah pertanahan yang diselesaikan 10                               10                               10                               10                               10                               10                               

Jumlah masalah pertanahan 10                               10                               10                               10                               10                               10                               

(Jumlah Identifikasi dan verifikasi 

pertanahan/dokumen identifikasi dan 

inventarisasi yang seharusnya)*100%

100,00                        100,00                        100,00                        100,00                        100,00                        100,00                        

jumlah dokumen identivikasi dan invetariasi 10                               10                               10                               10                               10                               10                               

dokumen identifikasi dan inventarisasi yang 

seharusnya

10                               10                               10                               10                               10                               10                               

12 Dinas 

Lingkungan 

Hidup
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

Program 

Pengelolaan dan 

Konservasi 

lingkungan hidup

Cakupan 

pengelolaan dan 

konservasi 

lingkungan 

hidup

% (((Luas kawasan yang dikonservasi/ luas 

kawasan yang seharusnya dikonservasi) x 

100%)+ ((Jumlah desa dan kelurahan yang 

memiliki lembaga pengelola lingkungan/Jumlah 

desa dan kelurahan) x 100% ))/2

47,38 51,40 55,02 58,24 59,43 60,63

Luas kawasan yang dikonservasi                            10,00                            15,00                            19,00                            23,00                            25,00                            27,00 

Luas  kawasan yang seharusnya dikonservasi                            127,0                            127,0                            127,0                            127,0                            127,0                            127,0 

Jumlah lembaga peduli lingkungan hidup                               106                               111                               116                               120                               121                               122 

Jumlah lembaga peduli lingkungan hidup yang 

seharusnya dibentuk

                              122                               122                               122                               122                               122                               122 

Program Penaatan 

dan Pengendalian 

Pencemaran 

Cakupan 

peningkatan 

penaatan dan 

pengendalian 

pencemaran

% (((Jumlah laporan atau pengaduan masyarakat 

yang ditindak lanjuti sesuai SOP/jumlah laporan 

atau pengaduan masyarakat yang masuk x 

100%)+ (( jumlah titik pantau yang  memenuhi 

baku mutu atau baku kerusakan 

lingkungan/jumlah titik pantau x 100%)+((jumlah 

usaha atau kegiatan yang taat lingkungan/jumlah 

usaha atau kegiatan yang diawasi))/3

63,82 63,92 63,99 64,04 64,09 64,66

Jumlah laporan atau pengaduan masyarakat yang 

ditindak lanjuti sesuai SOP

10 10 10 12 14 15

Jumlah laporan atau pengaduan masyarakat yang 

masuk 

10 10 10 12 14 15

Jumlah titik pantau yang memenuhi baku mutu 

atau baku kerusakan lingkungan

38 44                               44                               45                               48                               48                               

 Jumlah titik pantau 64 73 73 75 80                               80                               

Jumlah usaha atau kegiatan yang taat lingkungan                                 50                                 60                                 70                                 80                                 90                               105 

Jumlah usaha atau kegiatan yang memiliki ijin 

lingkungan yang diawasi

                              159                               189                               219                               249                               279                               309 

13 Dinas 

Kependudukan 

dan 

Pencatatan 

sipil

Program Pelayanan 

Pendaftaran 

Penduduk

Cakupan 

Pelayanan 

Administrasi 

Kependudukan

% (Jumlah penduduk yg ber KTP/Jumlah penduduk 

wajib KTP x 100 %) + (Jumlah Kepala Keluarga 

memiliki KK/Jumlah Kepala Keluarga * 100%)/2

100 100 100 100 100 100

Jumlah penduduk yg ber KTP/Jumlah penduduk 

wajib KTP x 100 % 

100 100 100 100 100 100

Jumlah penduduk yg ber KTP 317351,5965 317526,1399 317716,6556 317923,1714 318145,7176 318368

Jumlah penduduk wajib KTP 317351,5965 317526,1399 317716,6556 317923,1714 318145,7176 318368

Jumlah Kepala Keluarga memiliki KK/Jumlah 

Kepala Keluarga * 100%

100 100 100 100 100 100

Jumlah Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan                        136.044                        136.119                        136.200 136.289                       136.384                       136.480                       

Jumlah Kepala Keluarga                        136.044                        136.119                        136.200 136.289                       136.384                       136.480                       

Program 

Pengelolaan 

Informasi 

Administrasi 

Kependudukan

Cakupan 

Pengelolaan 

informasi 

administrasi 

kependudukan

% (Jumlah sarana SIAK yang terpelihara/Jumlah 

sarana SIAK yang ada x 100 )+(Jumlah buku 

yang tersusun/Jumlah buku yang seharusnya 

disusun x 100 )/2

                              100                               100                               100                               100                               100                               100 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

Jumlah sarana SIAK yang terpelihara                                 17                                 17                                 17 17                               18                               18                               

Jumlah sarana SIAK yang ada                                 17                                 17                                 17 17                               18                               18                               

Jumlah buku yang tersusun                                 25                                 28                                 30 30                               30                               30                               

Jumlah buku yang seharusnya disusun                                 25                                 28                                 30 30                               30                               30                               

Program Pelayanan 

Pencatatan Sipil

Cakupan 

Pelayanan 

Pencatatan Sipil

% ((Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran 

usia 0-18 tahun/jumlah penduduk usia 0-18 

tahun*100%)+(Jumlah akte kematian yang 

diterbitkan /Jumlah kematian di tahun yang 

bersangkutan x 100 % ))/2

                           95,49                            95,80                            96,08                            96,36                            96,65                            96,94 

Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran 

usia 0-18 tahun/jumlah penduduk usia 0-18 

tahun*100%

92,22 92,77 93,32 93,88 94,44 95,01

Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran 

usia 0-18 tahun

102114,00 103033,00 103960,00 104896,00 105840,00 106793,00

jumlah penduduk usia 0-18 tahun 110733,00 111065,00 111398,00 111733,00 112068,00 112404,00

Jumlah akte kematian yang diterbitkan /Jumlah 

kematian di tahun yang bersangkutan x 100 % 

                           98,77                            98,82                            98,84                            98,85                            98,86                            98,87 

Jumlah akte kematian yang diterbitkan di tahun 

yang bersangkutan

                           2.247                            2.270                            2.293                            2.316                            2.340 2364

Jumlah kematian di tahun yang bersangkutan                            2.275                            2.297                            2.320                            2.343                            2.367 2391

14 Dinas 

Pemberdayaa

n Masyarakat 

dan Desa, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Program Penguatan 

Kelembagaan dan 

Peningkatan 

Partisipasi 

Masyarakat 

Cakupan 

Penguatan 

Kelembagaan 

dan 

Peningkatan 

Partisipasi 

Masyarakat 

% ((Jumlah swadaya masyarakat/ Jumlah Dana 

Program x 30 %) + (jumlah profil desa ter 

update/jumlah desa dan kelurahanx20%)+ 

(Jumlah PKK aktif, LPMD aktif /Jumlah PKK dan 

LPMD x20%)+ (BUMDes kondisi baik/Jumlah 

BUMDesx15%)+(Pasar Desa kondisi baik/jumlah 

pasar desa x 15%))

45,17 52,21 58,34 61,44 63,84 67,35

Jumlah swadaya masyarakat                 330.000.000                 465.000.000                 552.000.000                 580.500.000                 644.000.000                 735.000.000 

Jumlah Dana Bantuan sosial yang disalurkan              1.250.000.000              1.350.000.000              1.350.000.000              1.450.000.000              1.450.000.000              1.450.000.000 

jumlah profil desa terupdate                                 44                                 50                                 54                                 60                                 61                                 62 

Jumlah desa dan kelurahan                                 88                                 88                                 88                                 88                                 88                                 88 

Jumlah PKK Aktif, LPMD Aktif                               138                               140                               144                               150                               153                               155 

Jumlah PKK dan LPMD                               176                               176                               176                               176                               176                               176 

BUMDes kondisi baik                                 25                                 37                                 45                                 47                                 50                                 54 

BUMDes                                 87                                 87                                 87                                 87                                 87                                 87 

Pasar Desa kondisi baik                                 15                                 17                                 20                                 22                                 22                                 23 

Jumlah Pasar Desa                                 31                                 31                                 31                                 31                                 31                                 31 

METADATA RPJMD - 40



2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

Program 

Peningkatan 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 

Cakupan  

Peningkatan 

penyelenggaraa

n pemerintahan 

desa

% ((jumlah APBDes yang ditetapkan tepat 

waktu/jumlah Desa x 100%)+ (jumlah realisasi 

penyerapan ADD, DD, Bagi hasil Pajak, dan 

Retribusi /jumlah  ADD, DD, Bagi hasil Pajak, dan 

Retribusi x 100%)+(jumlah  penyelesaian 

permasalahan penyelenggaraan pemerintahan 

desa/jumlah permasalahan penyelenggaraan 

pemerintahan desa  x100%)+(jumlah pengisian 

jabatan aparatur pemerintahan desa/jumlah 

jabatan aparatur pemerintahan desa yang kosong 

x 100%)+(jumlah desa tertib asset/jumlah desa x 

100% ))/5

41,65 75,56 80,26 83,16 85,51 80,00

Jumlah Perdes  APBDes yang disampaikan tepat 

waktu ( 7 hari kerja stlh tanggal ditetapkan)

18 87 87 87 87 87

jumlah Perdes  APBDes 87 87 87 87 87 87

Jumlah Perdes RKPDes yang disampaikan tepat 

waktu ( 7 hari setelah tanggal ditetapkan)

10 87 87 87 87 87

Jumlah Perdes RKPDes 87 87 87 87 87 87

Jumlah realisasi penyerapan ADD,DD. Pajak, dan 

Restribusi

         121.500.000.000          124.537.500.000          127.575.000.000          130.612.500.000          133.650.000.000          136.687.500.000 

Jumlah ADD,DD. Pajak, Restribusi          162.000.000.000          166.050.000.000          170.100.000.000          174.150.000.000          178.200.000.000          182.250.000.000 

jumlah penyelesaian permasalahan 

penyelenggaraan pemerintahan desa

7 10 10 10 10 10

jumlah permasalahan penyelenggaraan 

pemerintahan desa

16 16 16 16 16 16

jumlah pengisian jabatan aparatur pemerintahan 

desa

                                38                                 59                               575                                 79                                 65                                 17 

jumlah jabatan aparatur pemerintahan desa yang 

kosong

                                50                                 78                               766                               105                                 86                                 40 

jumlah desa tertib asset 20 35 60 75 87 87

jumlah desa 87 87 87 87 87 87

Program Keluarga 

Berencana dan 

Pembinaan 

Keluarga

Indeks 

Pembinaan 

Keluarga 

Berencana

Nilai ((partisipasi KB aktif/ Jumlah PUS X40% ) 

+(Jumlah PIK Remaja Jalur Sekolah/Jumlah 

Sekolah Menengah Atas Sederajat x 10%) 

+(Jumlah PIK remaja Jalur masyarakat/Jumlah 

Desa dan Kelurahan x 10%) + (Jumlah keluarga 

yang masuk kel BKB/Jumlah keluarga sasaran 

BKB  x10 % )+(Jumlah keluarga yang masuk kel 

BKR/Jumlah keluarga sasaran BKR  x10 % 

(Jumlah keluarga yang masuk kel BKL/Jumlah 

keluarga sasaran BKL  x10 %)+( Jumlah 

kelompok UPPKS / Jumlah Keluarga x 10 %)

63,37 63,40 63,87 64,44 65,06 65,53

Peserta KB Aktif 45.670                        45.725                        45.780                        45.835                        45.890                        45.945                        

PUS 64.266                        64.333                        64.398                        64.462                        64.527                        64.591                        

Jumlah PIK Remaja jalur Sekolah 27 28 29 30 31 32

Jumlah SMA Sederajat 54 54 54 54 54 54

Jumlah PIK Remaja jalur Masyarakat 31 31 32 33 34 34

Jumlah desa dan kelurahan 88 88 88 88 88 88

Jumlah Keluarga anggota BKB 11.122                        11.678                        12.320                        13.060                        13.908                        14.743                        

Jumlah Keluarga yang menjadi sasaran kegiatan  

BKB

13.130                        13.787                        14.476                        15.200                        15.960                        16.758                        

Jumlah Keluarga anggota  BKR 4.454                          4.458                          4.467                          4.476                          4.490                          4.503                          
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

Jumlah Keluarga yang menjadi sasaran kegiatan   

BKR

5.239                          5.344                          5.354                          5.360                          5.365                          5.371                          

Jumlah Keluarga anggota  BKL 4.565                          4.611                          4.657                          4.703                          4.750                          4.798                          

Jumlah Keluarga yang menjadi sasaran kegiatan  

BKL

5.499                          5.554                          5.526                          5.471                          5.416                          5.362                          

Jumlah anggota kelompok  UPPKS 15.234                        15.386                        15.494                        15.572                        15.618                        15.634                        

Jumlah keluarga 132.916                       134.245                       134.916                       135.321                       135.456                       135.592                       

Program Advokasi 

dan Pengendalian 

Penduduk

Indeks Advokasi 

dan 

Pengendalian 

Penduduk

Nilai  (Dokumen Data Kependudukan, KB dan 

Pembangunan Keluarga yang tersusun /Jumlah 

Total Dokumen Data Kependudukan, KB dan 

Pembangunan Keluarga yang harus dimiliki x 

40%)+(Jumlah Sekolah SLTP yang mendapt 

pendidikan kependudukan /jumlah SLTPx 30 

%)+((100-(jumlah PUS dengan usia istri di bawah 

21 tahun/jumlah PUS)x30)

60,22 60,24 62,07 63,91 65,74 65,75

Dokumen Data Kependudukan, KB dan 

Pembangunan Keluarga yang tersusun 1                                 

1                                 

1 1 1 1

Jumlah Total Dokumen Data Kependudukan, KB 

dan Pembangunan Keluarga yang harus dimiliki 1                                 

1                                 

1 1 1 1

Jumlah sekolah  SLTP yang mendapat 

pendidikan kependudukan

-                                  -                                  5                                 10                               15                               15                               

Jumlah sekolah SLTP  82                               82                               82                               82                               82                               82                               

Jumlah PUS dengan istri usia pernikahan 

pertama di bawah 21 tahun

21.824                        21.920                        22.041                        22.146                        22.241                        22.369                        

Jumlah PUS 66.944                        67.343                        67.756                        68.122                        68.455                        68.892                        

15 Dinas 

Perhubungan

Program 

Peningkatan 

Pelayanan Sarana 

Prasarana 

Perhubungan

Cakupan 

pelayanan 

sarana 

prasarana 

perhubungan

% ((Jumlah Prasarana Perhubungan dalam kondisi 

baik/Jumlah Prasarana Perhubungan yang 

seharusnya ada x 100%)+(Jumlah titik parkir 

kondisi ideal/Jumlah titik parkir yang tersedia x 

100%)+ (Jumlah kendaraan yang diuji/Jumlah 

kendaraan yang seharusnya diuji x 100%))/3

63,82 67,84 77,39 80,64 89,54 92,23

64,29 64,29 82,14 82,14 100,00 100,00

Jumlah Prasarana Perhubungan dalam kondisi 

baik
18 18 23 23 28 28

Terminal dan Sub Terminal 5 5 5 5 5 5

Halte 13 13 18 18 23 23

Jumlah Prasarana Perhubungan yang seharusnya 

ada
28 28 28 28 28 28

Terminal dan Sub Terminal 5 5 5 5 5 5

Halte 23 23 23 23 23 23

28,57 40,54 51,28 60,98 69,77 77,78

Jumlah titik parkir kondisi ideal 20 30 40 50 60 70

Jumlah titik parkir yang tersedia 70 74 78 82 86 90

98,61 98,68 98,75 98,81 98,86 98,91

Jumlah kendaraan yang lulus diuji 7.100                          7.500                          7.900                          8.300                          8.700                          9.100                          

Jumlah kendaraan yang diuji 7.200                          7.600                          8.000                          8.400                          8.800                          9.200                          
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

Program 

Peningkatan tertib 

lalu lintas jalan

Cakupan tertib 

lalu lintas jalan

%
((Jumlah perlengkapan jalan yang ada/Jumlah 

perlengkapan jalan yang seharusnya ada x 

100%)+(Jumlah operasi yustisi yang 

dilaksanakan/Jumlah operasi yustisi yang 

seharusnya dilaksanakan x 100%))/2

33,77 41,84 47,69 52,43 59,39 65,25

31,98 32,57 33,16 33,75 34,34 34,94

Jumlah perlengkapan jalan yang ada 32.360 32959 33555 34151 34748 35353

LPJU 2.047 2.287 2.527 2.767 3.007 3.257

APILL 6 7 8 9 10 10

Warning Lamp 1 2 2 2 3 3

Rambu LL 1.022 1.072 1.122 1.172 1.222 1.272

Cermin Tikungan 13 20 25 30 35 40

Guard raill 2.555 2.755 2.955 3.155 3.355 3.555

Marka Jalan 26.716 26.816 26.916 27.016 27.116 27.216

Jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya ada
101.179 101.179 101.179 101.179 101.179 101.179

LPJU 19.122 19.122 19.122 19.122 19.122 19.122

APILL 22 22 22 22 22 22

Warning Lamp 15 15 15 15 15 15

Rambu LL 4.298 4.298 4.298 4.298 4.298 4.298

Cermin Tikungan 40 40 40 40 40 40

Guard raill 30.988 30.988 30.988 30.988 30.988 30.988

Marka Jalan 46.694 46.694 46.694 46.694 46.694 46.694

35,56 51,11 62,22 71,11 84,44 95,56

Jumlah operasi yustisi yang dilaksanakan 16 23 28 32 38 43
Jumlah operasi yustisi yang seharusnya 

dilaksanakan

45 45 45 45 45 45

16 Dinas 

Komunikasi 

dan Informasi

Program 

Pengembangan 

Aplikasi Informatika

Cakupan 

pengembangan 

e-Gov

% (angka persentase cakupan koneksi internet 

*50%)+(angka persentase Sistem Informasi 

Manajemen*50%)

55,09 63,17 69,49 83,10 91,55 93,07

Jumlah Cakupan koneksi internet pada OPD,

UPT dan Ruang Publik dan Desa
43                                 61                                 70                                 99                               118                               118 

Jumlah OPD, UPT dan Ruang Publik dan Desa
137 137                             137                             137                             137                             137                             

Jumlah Sistem Informasi Manajemen yang ada
26 27                               29                               31                               32                               33

Jumlah Sistem Informasi yang dibutuhkan 33 33                               33                               33                               33                               33                               

Program 

Pengembangan 

komunikasi media 

massa dan 

Data/informasi/Stati

stik

Cakupan 

Pengembangan 

komunikasi 

media massa

dan  

Data/Informasi/ 

Statistik

% ((Jumlah PPID Pembantu yang baik/Jumlah OPD 

x 100%)+(Jumlah kecamatan yang memiliki KIM 

/Jumlah Kecamatan x 100%)+(jumlah data 

perencanaan  yang tersedia/jumlah data 

perencanaan yang seharusnya tersediax 

100%))/3

56,75 56,75 68,25 77,78 84,52 90,48

Jumlah PPID Pembantu yang baik 23 23                               28                               33                               38                               42                               

Jumlah PPID Pembantu 42 42                               42                               42                               42                               42

Jumlah KIM yang ada menurut kecamatan 7 7                                 8                                 10                               11                               12                               

Jumlah Kecamatan 12 12                               12                               12                               12                               12

Jumlah data perencanaan yang tersedia 4 4                                 5                                 5                                 5                                 5                                 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

Jumlah data perencanaan yang seharusnya 

tersedia

7 7                                 7                                 7                                 7                                 7                                 

Program 

Pengelolaan 

Persandian

Cakupan 

Pengelolaan 

Persandian

% (angka persentase Jenis informasi yang sudah 

diamankan*50%)+(angka persentase ruang yang 

sudah diamankan*50%)

23,47 30,88 36,56 44,46 58,18 61,88

Jumlah jenis informasi yang sudah diamankan 

peraturan

10 14                               16                               20                               25                               27                               

Jumlah jenis informasi yang wajib diamankan 27 27                               27                               27                               27                               27                               

Jumlah ruang yang sudah diamankan 10 10                               14                               15                               24                               24                               

Jumlah ruang yang harus diamankan 101 101                             101                             101                             101                             101                             

17 Dinas 

Koperasi 

Usaha Kecil 

dan Menengah 

Program 

peningkatan 

kualitas 

kelembagaan dan 

Pengawasan 

KUMKM 

Indeks kualitas 

kelembagaan 

KUMKM

Nilai ((Jumlah koperasi aktif tahun ke n) /(Jumlah  

koperasi tahun ke n-jumlah koperasi dibubarkan 

tahun ke n))x55%+(jumlah koperasi baru /(jumlah 

koperasi tahun ke n - jumlah koperasi dibubarkan 

tahun ke n )x15%+((Jumlah UMKM tahun ke n -

Jumlah UMKM tahun ke n-1) /Jumlah 

umkm)x15%)+((jumlah kop sehat/jmlh kop)*15%)

                           47,42                            49,98                            53,33                            53,48                            53,66                            53,74 

Jumlah koperasi aktif tahun ke n (peraturan lama)                               361                               342                               320                               298                               305                               312 

Jumlah koperasi aktif tahun ke n berdasarkan 

definisi.

                              240                               246                               252                               261                               267                               274 

Jumlah  koperasi tahun ke n                               394                               375                               353                               331                               338                               345 

Jumlah yang dibubarkan                                 32                                 32                                 32                                   3                                   3                                   3 

Jumlah koperasi baru tahun ke n                                   8                                   5                                   5                                   5                                   5                                   5 

Jumlah koperasi baru akhir tahun RPJMD

Jumlah umkm tahun ke n                          34.411                          34.829                          35.297                          35.822                          36.545                          36.773 

jumlah UMKM tahun ke n-1                          33.795                          34.103                          34.466                          34.934                          35.459                          36.091 

Jumlah umkm akhir tahun RPJMD                          36.733                          36.733                          36.733                          36.733                          36.733                          36.733 

jumlah koperasi sehat                               122                               125                               128                               130                               132                               134 

Jumlah  koperasi tahun ke n                               394                               375                               353                               331                               338                               345 

Definisi koperasi aktif: koperasi yang dalam tiga 

tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan 

RAT dan melakukan kegiatan usaha yang 

melayani anggota (Permenkop no.25 tahun 

2015).

Program 

Pengembangan 

Permodalan 

KUMKM

Indeks 

permodalan 

KUMKM

Nilai ((Jumlah modal dari anggota koperasi tahun ke n 

/Jumlah modal pinjaman koperasi tahun ke n)x45 

%+ (Jumlah koperasi sehat / jumlah koperasi)x 

20%+((jumlah modal UMKM dari kemitraan tahun 

ke n - jumlah modal UMKM dari kemitraan tahun 

ke n-1) /jumlah modal UMKM dari kemitraan 

tahun ke n-1)x 25% )+(ijin usaha SP/jml Kop aktif 

SP)*10%)

                           46,70                            48,14                            49,51                            50,96                            51,71                            53,91 

Jumlah modal dari anggota koperasi tahun ke n 

(Rp)

         127.114.745.531          140.287.289.437          152.919.833.343          166.132.377.249          179.344.921.155          193.957.465.061 

Jumlah modal pinjaman koperasi tahun ke n (Rp)          186.681.328.254          202.319.476.105          217.957.623.956          233.595.771.807          249.233.919.658          254.872.067.509 

Jumlah koperasi sehat tahun ke n                               122                               125                               128                               130                               132                               134 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

jumlah koperasi tahun ke n                               394                               375                               353                               331                               338                               345 

Jumlah koperasi sehat tahun akhir RPJMD                               134                               134                               134                               134                               134                               134 

jumlah modal UMKM dari kemitraan tahun ke n 

(Rp)

5.050.259.000             5.575.259.000             6.105.259.000             6.640.259.000             7.180.259.000             7.725.259.000             

jumlah modal UMKM dari kemitraan tahun ke n-1 

(Rp)

4.530.259.000             5.050.259.000             5.575.259.000             6.105.259.000             6.640.259.000             7.180.259.000             

jumlah modal UMKM pada tahun akhir RPJMD 

(Rp)

10.375.259.000           10.375.259.000           10.375.259.000           10.375.259.000           10.375.259.000           10.375.259.000           

Definisi ; kemitraan adalah kerjasama kemitraan 

antara UMKM dengan pihak lain dalam bentuk 

penguatan modal yang langsung difasilitasi

Koperasi aktif yang mempunyai usaha SP 230                             236                             242                             248                             254                             260                             

 ijin unit SP (Koperasi) 161                             181                             201                             221                             241                             260                             

ijin unit SP baru dan perpanjangan tidak ada 

ketentuan

Program 

Peningkatan 

Pemberdayaan 

KUMKM

Cakupan

pemberdayaan 

KUMKM

% ((Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya 

tahun ke n /jumlah UMKM yang mendapatkan 

fasilitasi tahun ke n-1)x50%)+((jumlah anggota 

koperasi non KUD yang dilayani tahun n /jumlah 

anggota koperasi non KUD tahun ke n)x50%)

                           33,44                            33,93                            34,03                            34,07                            34,16                            34,40 

Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya 

tahun ke n

                                10                                 10                                 10                                 10                                 10                                 10 

Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi tahun 

ke n-1

                              530                               535                               540                               545                               550                               555 

Jumlah anggota koperasi non KUD yang dilayani 

tahun n 

28.747                        30.645                        31.222                        31.993                        32.345                        32.970                        

jumlah anggota koperasi non KUD tahun ke n                          44.226                          46.431                          47.163                          48.256                          48.639                          49.209 

jumlah anggota KUD                          39.771                          38.405                          38.021                          37.640                          37.264                          36.891 

jumlah anggota Koperasi                          83.997                          84.836                          85.184                          85.896                          85.903                          86.100 

18 Dinas 

Penanaman 

Modal dan 

Perijinan 

Terpadu

Program Pelayanan 

Investasi

Indeks realisasi  

investasi

Nilai ((jumlah ijin prinsip yang diterbitkan tahun ke n/ 

investor yang difasilitasi tahun ke n x 70 %) + ( 

Jumlah perusahaan yang memiliki ijin teknis 

tahun ke n  / Jumlah ijin prinsip tahun ke n x 

30%)) 

61,86 65,85 70,33 71,15 73,30 74,11

jumlah ijin prinsip yang diterbitkan                                   7                                 10                                 15                                 22                                 25                                 27 

jumlah perusahaan/investor yang difasilitasi                                 10                                 13                                 18                                 25                                 28                                 30 

Jumlah perusahaan yang memperoleh ijin teknis                                   3                                   4                                   6                                   7                                   9                                 10 

jumlah perusahaan yang memperoleh ijin prinsip                                   7                                 10                                 15                                 22                                 25                                 27 

Definisi investor yang difasilitasi: investor yang 

tercatat pada investor tracking dan mendapat 

rekomendasi BKPRD.                  

Definisi ijin teknis: Ijin lokasi, IMB, ijin 

operasional.   
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

Program 

Peningkatan 

Pelayanan Perijinan

Indeks 

peningkatan 

pelayanan 

perijinan

Nilai (( 70%xJumlah perijinan yang diterbitkan/(jumlah 

pengajuan perijinan - jumlah pengajuan perijinan 

yang tidak memenuhi syarat))+  ( jumlah aduan 

yang terselesaikan/jumlah aduan yang masuk x 

30 %))

100 100 100 100 100 100

Jumlah perijinan yang diterbitkan                            3.000                            3.000                            3.000                            3.000                            3.000                                    2.500 

Jumlah pengajuan perijinan                            3.050                            3.050                            3.050                            3.050                            3.050                                    2.550 

jumlah pengajuan perijinan yang tidak memenuhi 

syarat

                                50                                 50                                 50                                 50                                 50                                 50 

jumlah aduan yang terselesaikan                                 10                                 10                                 10                                 10                                 10                                 10 

jumlah aduan yang masuk 10 10 10 10 10 10

Program 

Pemantauan dan 

Pengawasan 

Investasi

Indeks 

pemantauan 

dan 

pengawasan 

investasi

Nilai ((Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM 

/ Jumlah ijin prinsip dan ijin usaha yang 

dikeluarkan x 60%) + (Jumlah perusahaan 

penanaman modal yang menindaklanjuti hasil 

pengendalian/jumlah perusahaan yang 

dikendalikan x 40 %))

                           74,59                            83,88                            84,38                            84,54                            84,69                            84,84 

jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM 35 44                                 58                                 78                               100                               125 

jumlah perusahaan yang memiliki perijinan 

Penanaman modal 

39 49 64 86 111 138 

jumlah perusahaan penanaman modal yang 

menindaklanjuti hasil pengendalian

70 105 108 118 128 138

jumlah perusahaan yang dikendalikan 135 140 144 156 168 180

perusahaan yang dikendalikan : perusahaan yang 

dilakukan pengawasan, pembinaan dan monev.

jumlah perusahaan yang memiliki perijinan 

Penanaman modal (sampai dengan tahun n) 

termasuk di dalamnya PMA

19 Dinas 

Kebudayaan

Program 

Pengembangan 

Seni Adat dan 

Tradisi

Cakupan 

Pengembangan 

Seni Adat dan 

Tradisi

% (( Jumlah event seni/ jumlah target event seni x 

100%)+(jumlah Group kesenian yang aktif/ 

Jumlah Group kesenian x 100%))/2 

75,93 76,91 77,90 78,88 79,87 80,85

Jumlah event seni                                 10                                 11                                 11                                 12                                 12 13

 jumlah target event seni                                 10                                 11                                 11                                 12                                 12 13

jumlah Group kesenian yang aktif                               658                               683                               708                               733                               758 783

Jumlah Group kesenian                            1.269                            1.269                            1.269                            1.269                            1.269 1269

Program 

Pengembangan 

Sejarah Bahasa 

dan Sastra

Cakupan 

Pengembangan 

Sejarah Bahasa 

dan Sasra

%  ((Jumlah event sastra / jumlah target event 

sastra x 100 %)+(Jumlah kajian  dan penulisan 

sejarah daerah /Jumlah target kajian  dan 

penulisan sejarah daerah  x 100%)+(Jumlah jenis 

Kelompok Bahasa dan Sastra yang telah dibina 

/Jumlah jenis Kelompok Bahasa dan Sastra yang 

ada x 100% ))/3

85,71 90,48 95,24 100,00 100,00 100,00

Jumlah event sastra 2 3 3 4 5 5

 jumlah target event sastra 2 3 3 4 5 5

Jumlah kajian  dan penulisan sejarah daerah 2 2 2 2 2 2

Jumlah target kajian  dan penulisan sejarah 

daerah  

2 2 2 2 2 2
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

Jumlah jenis Kelompok Bahasa dan Sastra yang 

telah dibina 

4 5 6 7 7 7

Jumlah jenis Kelompok Bahasa dan Sastra yang 

ada

7 7 7 7 7 7

Program 

Pengelolaan 

Kekayaan Budaya

Cakupan 

Pengelolaan 

Kekayaan 

Budaya

% (( Jumlah  kajian, pembangunan dan 

pemeliharaan Warisan Budaya / jumlah target 

kajian pembangunan dan pemeliharaan Warisan 

Budaya x 100 % )+( jumlah rintisan desa budaya / 

jumlah target rintisan desa budaya x 100 

%)+(Jumlah cagar budaya yang ber SK/Jumlah 

warisan dan cagar budaya yang 

dipelihara*100%))/3 

70,07 71,31 72,51 73,67 74,79 75,89

 Jumlah  kajian, pembangunan dan pemeliharaan 

Warisan Budaya

5 5 6 6 6 6

 Jumlah target kajian pembangunan dan 

pemeliharaan Warisan Budaya

5 5 6 6 6 6

jumlah rintisan desa budaya 12 14 16 18 20 20

jumlah target rintisan desa budaya 12 14 16 18 20 20

Jumlah cagar budaya yang ber SK 31 43 55 67 79 91

Jumlah warisan dan cagar budaya yang dipelihara 304 309 314 319 324 329

20 Dinas 

Perpustakaan 

dan Kearsipan

Program 

Pengembangan 

Budaya Baca

Cakupan 

Peningkatan 

Layanan 

Perpustakaan

% (( Jumlah kunjungan perpustakaan / Jumlah 

populasi yang harus dilayani ) x 50 %) + (( Jumlah 

buku / Jumlah target buku ) x 30%)) + (( Jumlah 

perpustakaan  terstandar / Jumlah perpustakaan 

seluruhnya)x 20% ))

47,70 47,83 48,39 49,01 49,91 51,04

Jumlah kunjungan perpustakaan                        164.515                        165.515 167.515                       169.515                       171.515                       173.515                       

Jumlah populasi yang harus dilayani                        477.685                        478.115 479.120                       480.120                       481.120                       482.120                       

Jumlah buku                          49.152                          52.352 57.802                        63.582                        69.940                        76.934                        

Jumlah target buku                          49.152                          52.548 57.802                        63.582                        69.940                        76.934                        

Jumlah perpustakaan terstandar                                 16                                 21 30 45 69 101

Jumlah perpustakaan seluruhnya                               663                               663 663                               663                               663                               663 

Program 

Peningkatan 

Pengelolaan 

Kearsipan

Cakupan 

Pengelolaan 

Kearsipan

% ((Jumlah unit kerja yang menerapkan arsip sesuai 

kaidah kearsipan / Jumlah unit kerja ) x 100 %) + 

(( Jumlah desa yang menerapkan arsip sesuai 

kaidah kearsipan / Jumlah desa) x 100 % )) + (( 

Jumlah arsip statis yang didapatkan/ Jumlah 

rencana arsip statis yang akan didapatkan x 

100%)) /3))

53,67 58,98 67,94 84,16 100,00 100,00

Jumlah Unit Kerja yang menerapkan arsip sesuai 

kaidah kearsipan

33 45                                 54                                 80                               106                               106 

Jumlah Unit Kerja 106 106                               106                               106                               106                               106 

Jumlah desa yang menerapkan arsip sesuai 

kaidah kearsipan 

26                               30                                                               46                                 67                                 87                                 87 

Jumlah desa 87                               87                                                               87                                 87                                 87                                 87 

 Jumlah arsip statis yang didapatkan 4500 800                            1.000                            1.100                            1.200                            1.300 

 Jumlah rencana arsip statis yang akan 

didapatkan

4500 800                            1.000                            1.100                            1.200                            1.300 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

21 Dinas 

Kelautan dan 

Perikanan

Program 

Peningkatan daya 

saing produk 

kelautan perikanan

Cakupan 

peningkatan 

daya saing 

produk kelautan 

perikanan

%  (50%xjumlah perijinan usaha perikanan/target 

jumlah perijinan usaha perikanan)+(50%xjumlah 

permodalan usaha perikanan/target jumlah 

permodalan usaha perikanan)

100 100 100 100 100 100

jumlah perijinan usaha perikanan                            1.000                            2.500                            5.000                            7.500                          10.000                          11.000 

target jumlah perijinan usaha perikanan                            1.000                            2.500                            5.000                            7.500                          10.000                          11.000 

jumlah permodalan usaha perikanan          213.173.063.459          220.038.468.523          226.180.426.705          231.591.287.188          238.669.188.813          241.523.672.312 

Target jumlah permodalan usaha perikanan          213.173.063.459          220.038.468.523          226.180.426.705          231.591.287.188          238.669.188.813          241.523.672.312 

Program 

Peningkatan 

produksi   

perikanan budidaya 

Cakupan 

peningkatan 

intensifikasi 

perikanan 

budidaya

% (50 % x (jumlah sertifikat CBIB/ target jumlah 

sertifikat CBIB) + (10 % x jumlah sertifikat CPIB/ 

target jumlah sertifikat CPIB) + (40 % x realisasi 

kesehatan lingkungan  budidaya kondisi 

baik/target kesehatan lingkungan budidaya 

kondisi baik)

100 100 100 100 100 100

Jumlah sertifikat CBIB 50 110 180 260 350 371

Target jumlah sertifikat CBIB 50 110 180 260 350 371

Jumlah sertifikat CPIB 1 2 3 4 5 6

Target jumlah sertifikat CPIB 1 2 3 4 5 6

Realisasi Kesehatan Lingkungan 80 80 80 80 80 80

Target Kesling budidaya kondisi baik (dari seluruh 

sampel uji)

80 80 80 80 80 80

Program 

Peningkatan 

produksi perikanan 

tangkap dan 

pengendalian 

sumber daya 

perikanan dan 

kelautan

Cakupan 

peningkatan 

produksi 

perikanan 

tangkap dan 

pelestarian 

sumber daya 

perikanan dan 

kelautan

% (40%xjumlah nelayan/target jumlah 

nelayan)+(30%xjumlah sarana prasarana tangkap 

nelayan kecil/target jumlah sarana prasarana 

tangkap nelayan kecil)+(30%xpersentase sarana 

prasarana TPI kondisi baik/target persentase 

sarana prasarana TPI kondisi baik)

100 100 100 100 100 100

Jumlah nelayan                            1.843                            1.867                            1.891                            1.916                            1.940 2.042                          

Target jumlah nelayan                            1.843                            1.867                            1.891                            1.916                            1.940 2.042                          

Jumlah sarana prasarana tangkap nelayan kecil 

(30%)

                         10.733                          10.870                          11.008                          11.148                          11.290 11.875                        

Target jumlah sarana prasarana tangkap nelayan 

kecil

                         10.733                          10.870                          11.008                          11.148                          11.290 11.876                        

Persentase sarana prasarana TPI kondisi baik 

(30%)

70 70 75 75 80 80

Target persentase sarana prasarana TPI kondisi 

baik

70 70 75 75 80 80

Jumlah sarana prasarana tangkap nelayan kecil 

(30%)

                         10.733                          10.870                          11.008                          11.148                          11.290 11.875                        

Target jumlah sarana prasarana tangkap nelayan 

kecil

                         10.733                          10.870                          11.008                          11.148                          11.290 11.876                        

22 Dinas 

Pariwisata
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

Program 

Peningkatan sarana 

prasarana 

pariwisata dan 

pengelolaan daya 

tarik wisata

Cakupan 

peningkatan 

sarana 

prasarana objek 

wisata dalam 

kondisi baik dan 

peningkatan 

pengelolaan 

daya tarik 

wisata

% ((Jumlah Obyek Wisata dalam Kondisi 

baik/Jumlah Obyek Wisata) X 40%) + 

(Peningkatan tata kelola destinasi wisata/Jumlah 

Obyek Wisata) X 30 %) + (Jumlah Kunjungan 

Wisata/Jumlah Target Kunjungan Wisata) x 

30%))

50,00 60,71 71,43 75,00 87,50 100,00

Jumlah Obyek Wisata dalam Kondisi baik 3 4 5 6 7 8

Jumlah Obyek Wisata 7 7 7 8 8 8

Peningkatan tata kelola destinasi wisata 1 2 3 4 6 8

Jumlah Kunjungan Wisata 816.390                       935.450                       1.075.450                    1.265.450                    1.495.450                    1.779.586                    

Jumlah Target Kunjungan Wisata 816.390                       935.450                       1.075.450                    1.265.450                    1.495.450                    1.779.586                    

Program 

Peningkatan 

Pemasaran Wisata

Cakupan 

peningkatan 

promosi 

berbasis IT dan 

efektifitas 

atraksi wisata

% ((Jumlah realisasi Pengguna subdomain/Jumlah 

Target subdomain X 20%) + (Jumlah realisasi 

Pengguna Aplikasi Android/Jumlah Target 

Pengguna Aplikasi Android) X 20%) + (Jumlah 

Realisasi Peningkatan Kunjungan Wisata dengan 

adanya atraksi/Jumlah Target Peningkatan 

Kunjungan Wisata dengan adanya atraksi) X 

40%) + (Jumlah Jaringan Kerjasama Pemasaran 

dan Promosi tahun ke n/Jumlah Jaringan 

Kerjasama Pemasaran dan Promosi ahir tahun 

rpjmd)X20%)))

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Jumlah realisasi Pengguna subdomain 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400

Jumlah Target Pengguna subdomain 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400

Jumlah realisasi Pengguna Aplikasi Android 100 100 100 100 100 100

Jumlah Target Pengguna Aplikasi Android 100 100 100 100 100 100

Jumlah Realisasi Peningkatan Kunjungan Wisata 

dengan adanya atraksi

20.000 21.000 21.000 22.000 23.000 24.000 

Jumlah Target Peningkatan Kunjungan Wisata 

dengan adanya atraksi

20.000 21.000 21.000 22.000 23.000 24.000 

Jumlah Jaringan Kerjasama Pemasaran dan 

Promosi tahun ke n

14 19 24 29 34 39

Jumlah Jaringan Kerjasama Pemasaran dan 

Promosi akhir tahun rpjmd

14 19 24 29 34 39

Program 

Peningkatan 

Pemberdayaan 

Pariwisata

Cakupan 

peningkatan 

pembinaan 

usaha jasa 

pariwisata serta 

pengembangan 

kapasitas 

kelembagaan 

dan SDM

% ((Jumlah usaha pariwisata berijin sampai tahun 

ke n/Jumlah usaha pariwisata) x 40 %) + (Jumlah 

Desa Wisata kategori mandiri sampai tahun ke 

n/Jumlah desa wisata) x 30%) + (Jumlah 

pemandu wisata bersertifikat sampai tahun ke 

n/Jumlah pemandu wisata yang terdaftar) x 30%))

38,12 43,71 46,81 49,83 51,98 52,46

Jumlah usaha pariwisata berijin sampai tahun ke 

n

19 24 29 34 39 44

Jumlah usaha pariwisata 60 70 80 90 100 110

Jumlah Desa Wisata kategori mandiri sampai 

tahun ke n

2 3 4 5 6 7
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

Jumlah desa wisata 11 12 13 14 15 16

Jumlah pemandu wisata bersertifikat sampai 

tahun ke n

30 45 50 60 65 70

Jumlah pemandu wisata yang terdaftar 45 60 65 75 80 90

23 Dinas 

pertanian dan 

Pangan

Program 

Peningkatan 

Produksi dan Mutu  

Produk Tanaman 

Pangan

Cakupan 

peningkatan 

produktifitas, 

ketersediaan 

sarana 

prasarana dan 

kualitas hasil 

tanaman 

pangan

% (jumlah komoditas yang meningkat 

produktivitasnya/jumlah komoditas pertanian atau 

perkebunan x 100 % + panjang jaringan irigasi 

tersier kondisi baik/panjang jaringan irigasi tersier  

x 100 % + (jumlah alsin budidaya tahun n-jumlah 

alsin budidaya tahun n-1)/jumlah alsin budidaya   

tahun  n - 1 x 100 % + ( jumlah alsin pasca panen 

dan pengolahan  tahun n-jumlah alsin pasca 

panen dan pengolahan tahun n-1)/jumlah alsin 

pasca panen dan pengolahan akhir tahun n - 1 x 

100 % / 4 )

50,26 50,31 50,35 50,39 50,44 50,48 

Jumlah komoditas tanaman pangan yang 

meningkat produktivitasnya

                                  5                                   5                                   5                                   5                                   5                                   5 

Jumlah komoditas tanaman pangan (padi, jagung, 

kedelai,kacang tanah,ubi kayu)

                                  5                                   5                                   5                                   5                                   5                                   5 

Jumlah alat mesin  budidaya tanaman pangan 

tahun n
                           3.567 

                           3.597                            3.632                            3.672                            3.717                            3.767 

Jumlah rencana alat mesin budidaya tanaman 

pangan  tahun n-1

                           3.542                            3.567                            3.597                            3.632                            3.672                            3.717 

Panjang Jaringan Irigasi tersier Tanaman Pangan 

kondisi baik (meter)

                  121.736,15                   124.736,15                   127.736,15                   130.736,15                   133.736,15                   136.736,15 

Panjang Jaringan Irigasi tersier Tanaman Pangan  

(meter)

                  121.736,15                   124.736,15                   127.736,15                   130.730,15                   133.736,15                   136.736,15 

Jumlah alat mesin pasca panen dan pengolahan 

tanaman pangan tahun n

                           6.247                            6.271                            6.298                            6.326                            6.361                            6.397 

Jumlah  rencana alat mesin pasca panen dan 

pengolahan tanaman pangan  tahun n -1

                           6.226                            6.247                            6.271                            6.298                            6.326                            6.361 

Program 

Peningkatan 

Produksi dan Mutu  

Produk Hortikultura

Cakupan 

peningkatan 

produktifitas, 

ketersediaan 

sarana 

prasarana dan 

kualitas hasil 

hortikultura

% (jumlah komoditas yang meningkat 

produktivitasnya/jumlah komoditas 

pertanian/perkebunan x 100 % + panjang jaringan 

irigasi tersier kondisi baik/panjang jaringan irigasi 

tersier x 100 % + (jumlah alsin budidaya tahun n-

jumlah alsin budidaya tahun n-1)/jumlah alsin 

budidaya   tahun  n - 1 x 100 % + ( jumlah alsin 

pasca panen dan pengolahan  tahun n-jumlah 

alsin pasca panen dan pengolahan tahun n-

1)/jumlah alsin pasca panen dan pengolahan 

akhir tahun n - 1 x 100 % / 4 )

50,60 50,68 50,71 50,75 50,76 50,77 

Jumlah komoditas hortikultura yang meningkat 

produktivitasnya

                                11                                 11                                 11                                 11                                 11                                 11 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

Jumlah komoditas hortikultura (Cabe, Bawang 

Merah, Melon, Durian, Jahe, Semangka, 

Rambutan, Mangga, Pisang, Manggis,  Kunyit)

                                11                                 11                                 11                                 11                                 11                                 11 

Jumlah alat mesin  budidaya hortikultura tahun n                            2.685                            2.704                            2.724                            2.746                            2.769                            2.793 

Jumlah rencana alat mesin budidaya hortikultura 

tahun n-1

                           2.668                            2.685                            2.704                            2.724                            2.746                            2.769 

Panjang Jaringan Irigasi tersier kondisi baik 

Hortikultura

                         844,00                          894,00                          944,00                          994,00                       1.044,00                            1.094 

Rencana Panjang Jaringan Irigasi tersier 

Hortikultura

                         844,00                          894,00                          944,00                          994,00                       1.044,00                            1.094 

Jumlah alat mesin pasca panen dan pengolahan 

hortikultura tahun n

                           1.446                            1.475                            1.506                            1.539                            1.573                            1.608 

Jumlah  rencana alat mesin pasca panen dan 

pengolahan hortikultura tahun n-1

                           1.421                            1.446                            1.475                            1.506                            1.539                            1.573 

Program 

Peningkatan 

Produksi dan Mutu  

Produk Perkebunan

Cakupan 

peningkatan 

produktifitas, 

ketersediaan 

sarana 

prasarana dan 

kualitas hasil 

perkebunan

% (jumlah komoditas yang meningkat 

produktivitasnya/jumlah komoditas 

pertanian/perkebunan x 100 % + panjang jaringan 

irigasi tersier kondisi baik/panjang jaringan irigasi 

tersier x 100 % + (jumlah alsin budidaya tahun n-

jumlah alsin budidaya tahun n-1)/jumlah alsin 

budidaya   tahun  n - 1 x 100 % + ( jumlah alsin 

pasca panen dan pengolahan  tahun n-jumlah 

alsin pasca panen dan pengolahan tahun n-

1)/jumlah alsin pasca panen dan pengolahan 

akhir tahun n - 1 x 100 % / 4 )

50,44 50,50 50,53 50,57 50,58 50,92 

Jumlah komoditas perkebunan yang meningkat 

produktivitasnya

                                  5                                   5                                   5                                   5                                   5                                   5 

Jumlah komoditas perkebunan (Cengkeh, Kakao, 

Teh, Kelapa, Kopi)

                                  5                                   5                                   5                                   5                                   5                                   5 

Jumlah alat mesin  budidaya perkebunan                            3.617                            3.654                            3.694                            3.738                            3.784                            3.834 

Jumlah rencana alat mesin budidaya perkebunan  

tahun n-1

3.584                            3.617                            3.654                            3.694                            3.738 3.738 

Panjang Jaringan Irigasi tersier Perkebunan 

kondisi baik

                      2.195,86                       2.295,86                       2.395,86                       2.495,86                       2.595,86                       2.695,86 

Rencana Panjang Jaringan Irigasi tersier 

Perkebunan

                      2.195,86                       2.295,86                       2.395,86                       2.495,86                       2.595,86                       2.695,86 

Jumlah alat mesin pasca panen dan pengolahan 

perkebunan tahun n

3.017 3.046 3.077 3.110 3.144 3.179

Jumlah  rencana alat mesin pasca panen dan 

pengolahan perkebunan  tahun n-1

2.992 3.017 3.046 3.077 3.110 3.144

Program 

Peningkatan 

Produksi dan 

Pemasaran Hasil 

Peternakan

Cakupan 

peningkatan 

produksi dan 

pemasaran hasil 

ternak

% (35 % x  (jumlah populasi/target jumlah populasi 

ternak)) + (15 % x (jumlah pemotongan 

ternak/target jumlah pemotongan ternak)) + (15 

% x (ketersediaan pakan (hijauan dan limbah 

pertanian) /jumlah kebutuhan (pakan hijauan dan 

limbah pertanian)) + (20 % x ( jumlah produk 

olahan / target jumlah produk olahan )) + (10 % x 

( permodalan/target permodalan))+(5%*(Jumlah 

transaksi jual beli ternak untuk ternak besar & 

ternak kecil di Pasar Hewan/Target jumlah 

transaksi jual beli ternak untuk ternak besar & 

ternak kecil di Pasar Hewan))

96,35 96,37 96,39 96,40 96,42 96,45
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

Jumlah populasi ternak (Sapi potong, Kambing, 

Domba, Ayam, Itik, Puyuh)

                       129.596                        129.820                        130.030                        130.236                        130.434                        130.542 

Target Jumlah populasi ternak (Sapi potong, 

Kambing, Domba, Ayam, Itik, Puyuh)

                       129.596                        129.820                        130.030                        130.236                        130.434                        130.542 

Jumlah Pemotongan ternak (Sapi potong, 

Kambing, Domba, Ayam, Itik, Puyuh)

                       251.882                        252.312                        252.737                        253.162                        253.593                        253.846 

Target Jumlah Pemotongan ternak(Sapi potong, 

Kambing, Domba, Ayam, Itik, Puyuh)

                       251.882                        252.312                        252.737                        253.162                        253.593                        253.846 

Jumlah ketersediaan pakan (hijauan dan limbah 

pertanian dalam BK (Berat Kering))

                       109.334                        109.764                        110.195                        110.629                        111.063                        111.483 

Jumlah kebutuhan sumber serat kasar untuk 

ternak ruminansia (dalam BK)

                       144.437                        144.814                        145.159                        145.500                        145.825                        145.998 

Jumlah produk olahan                          15.120                          15.876                          16.670                          17.503                          18.378                          19.297 

Target Jumlah produk olahan                          15.120                          15.876                          16.670                          17.503                          18.378                          19.297 

Jumlah Permodalan usaha peternakan                            3.000                            3.000                            3.000                            3.000                            3.000                            3.000 

Target Jumlah Permodalan usaha peternakan                            3.000                            3.000                            3.000                            3.000                            3.000                            3.000 

Jumlah transaksi jual beli ternak (ternak besar & 

ternak kecil di Pasar Hewan)

                           2.300                            2.414                            2.535                            2.662                            2.795                            2.935 

Target Jumlah transaksi jual beli ternak (ternak 

besar & ternak kecil di Pasar Hewan)

                           2.300                            2.414                            2.535                            2.662                            2.795                            2.935 

Program 

Peningkatan 

Kesehatan Hewan 

dan Kesehatan 

Masyarakat 

Veteriner 

(Kesmavet)

Cakupan 

kesehatan 

ternak dan 

kesmavet

% (70%x(100%-(80%x(Jumlah ternak terkena 

penyakit menular /jumlah populasi)) +(20%x( 

jumlah ternak terkena penyakit tidak 

menular/jumlah populasi))))+(30%x(jumlah produk 

asal hewan berkualitas baik (sampel)/jumlah 

produk asal hewan (sampel))

88,62 88,62 88,62 88,62 88,62 88,62

Jumlah ternak terkena penyakit menular                            3.888                            3.895                            3.888                            3.907                            3.913                            3.938 

Jumlah ternak terkena penyakit tidak menular                            6.480                            6.491                            6.480                            6.512                            6.522                            6.564 

Jumlah populasi                        129.596                        129.820                        129.596                        130.236                        130.434                        131.281 

jumlah sampel produk asal hewan berkualitas 

baik

                              287                               294                               301                               308                               315                               346 

jumlah sampel produk asal hewan                               410                               420                               430                               440                               450                               494 

Program 

Peningkatan 

Ketahanan Pangan 

Daerah

Cakupan upaya 

diversifikasi 

pangan

% ((Luas pekarangan yang dikelola secara intensif/ 

Luas pekarangan total x 100) + (Jumlah desa 

yang tidak rawan pangan/ Jumlah desa x 100))/2

76,05                          76,94                          77,83                          78,87                          79,60                          80,81                          

Luas pekarangan yang dikelola secara intensif                       9.400,00                       9.500,00                       9.600,00                       9.750,00                       9.800,00                     10.000,00 

Luas pekarangan                     15.652,00                     15.652,00                     15.652,00                     15.652,00                     15.652,00                     15.652,00 

Jumlah desa yang tidak rawan pangan                                 81                                 82                                 83                                 84                                 85                                 86 

Jumlah desa                                 88                                 88                                 88                                 88                                 88                                 88 

Program 

Pemberdayaan 

Penyuluhan 

Cakupan 

peningkatan 

pemberdayaan 

kelompok tani

% ((Jumlah Kelompok Tani yang naik kelas/Jumlah 

Rencana Kelompok Tani naik kelas )x 100) + ( 

Jumlah petani yang menjadi anggota kelompok 

tani  / Jumlah total petani  x 100) + (Jumlah 

kelompok tani yang menyusun RDKK / Jumlah 

total Kelompok tani x 100) + (Luas lahan sawah 

yang menerapkan teknologi budidaya yang 

direkomendasikan/Luas total lahan sawah x 100)) 

/ 4

72,93 73,94 75,96 78,59 81,83 85,07

Jumlah Kelompok Tani yang naik kelas                                 60                                 64                                 70                                 76                                 82                                 90 

Jumlah rencana Kelompok Tani yang naik kelas                                 60                                 64                                 70                                 76                                 82                                 90 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

Jumlah petani yang menjadi anggota kelompok 

tani

                         79.888                          79.967                          80.047                          80.127                          80.208                          80.300 

Jumlah total petani 139.228                                              139.428                        139.567                        139.707                        139.846                        140.000 

Jumlah kelompok tani yang menyusun RDKK 1.136,00                      1.200,00                      1.300,00                      1.400,00                      1.500,00                      1.600,00                      

Jumlah total Kelompok tani 1.765,00                      1.765,00                      1.765,00                      1.765,00                      1.765,00                      1.765,00                      

Luas lahan sawah yang menerapkan teknologi 

budidaya yang direkomendasikan

7.207,00                      7.250,00                      7.500,00                      8.000,00                      8.750,00                      9.500,00                      

Luas total lahan sawah 10.296                        10.296                        10.296                        10.296                        10.296                        10.296                        

24 Dinas 

Perdagangan

Program 

Pengembangan 

Industri

Indeks 

pertumbuhan 

industri

Nilai (((Jumlah unit usaha industri baru ke n-Jumlah 

unit usaha industri baru ke n-1)/Jumlah industri 

baru tahun ke n-1 X 30%)) + (Jumlah industri 

berijin  /Jumlah industri wajib ijin  x20%) + 

((Jumlah nilai usaha industri tahun ke n- Jumlah 

nilai usaha industri tahun ke n - 1) /Jumlah nilai 

usaha tahun ke n-1)X50%)))

                           11,48                            12,03                            12,31                            12,68                            13,08                            13,60 

Jumlah unit usaha industri baru tahun ke n - 

Jumlah unit usaha industri baru tahun ke n-1

                                (8)                                 10                                 20                                 30                                 45                                 50 

Jumlah unit usaha industri baru ke n                                 90                               100                               120                               150                               195                               245 

Jumlah unit usaha industri baru ke n-1                                 98                                 90                               100                               120                               150                               195 

Jumlah unit usaha industri baru sampai tahun ke 

n

                              188                               190                               220                               270                               345                               440 

Jumlah unit usaha industri sampai tahun n-1                               293                               188                               190                               225                               275                               300 

Jumlah industri tahun n-1                          16.546                          16.636                          16.736                          16.861                          17.011                          17.161 

Jumlah industri berijin baru tahun ke n                                 90                               100                               115                               150                               165                               250 

Jumlah industi berijin tahun ke n-1                               718                               808                               908                            1.033                            1.183                            1.358 

Jumlah industri berijin tahun ke n                               808                               908                            1.023                            1.183                            1.348                            1.608 

Jumlah industri wajib ijin tahun n                          15.738                          15.728                          15.713                          15.678                          15.663                          15.553 

Jumlah nilai usaha industri tahun ke n - jumlah 

nilai usaha industri tahun ke n-1

                159.042.864                 160.500.000                 161.000.000                 170.000.000                 175.000.000 200.000.000                

Jumlah nilai  usaha industri tahun ke n (ribu 

rupiah)

                864.500.000              1.025.000.000              1.186.000.000              1.356.000.000              1.531.000.000              1.731.000.000 

Jumlah nilai usaha industri tahun ke n-1 (ribu 

rupiah)

                705.457.136                 864.500.000              1.025.000.000              1.186.000.000              1.356.000.000              1.531.000.000 

Program 

Pembinaan dan 

Penataan Pasar  

Tradisional

Cakupan 

peningkatan 

kualitas Pasar 

Tradisional

% ((Jumlah pedagang pasar tradisional yang berijin 

tahun ke n-jumlah pedagang berijin tahun ke n-

i/Jumlah pedagang pasar tradisional tahun ke n-1 

)X20%) +(Jumlah pasar tradisional dengan 

sarana prasarana kondisi baik /jumlah pasar 

tradisional X50%)+(Jumah omzet pedagang 

tahun ke n - jumlah omzet pedagang tahun n-

1/jumlah omzet pedagang tahun ke n-1)x30%))

39,03                          44,62                          48,56                          54,27                          60,23                          66,79                          

Jumlah pedagang pasar tradisional yang berijin                            4.152                            4.400                            4.650                            4.950                            5.350                            5.750 

Jumlah pedagang pasar tradisional                            8.337                            8.337                            8.337                            8.337                            8.337                            8.337 

Jumlah pasar tradisional dalam kondisi baik                                 16                                 19                                 21                                 24                                 27                                 30 

Jumlah pasar tradisional                                 30                                 30                                 30                                 30                                 30                                 30 

Jumlah omzet perdagangan tahun ke n          209.456.280.000          226.212.782.400          244.309.804.992          263.854.589.388          284.962.956.540          313.459.250.100 

Jumlah omzet perdagangan tahun ke n-1          193.941.000.000          209.456.280.000          226.212.782.400          244.309.804.992          263.854.589.388          284.962.956.540 

Jumlah omzet pedagang pasar ke n - jumlah 

omzet pedagang n-1 

           15.515.280.000            16.756.502.400            18.097.022.592            19.544.784.396            21.108.367.152            28.496.293.560 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

Program 

Pengembangan 

Usaha 

Perdagangan

Capaian 

pengembangan 

usaha 

perdagangan

% (((Jumlah usaha perdagangan baru tahun ke n-

Jumlah usaha perdagangan baru tahun ke n-

1)/Jumlah usaha perdagangan baru tahun ke n-1 

x 25%)) + (Jumlah usaha perdagangan 

berijin/Jumlah usaha perdagangan X20%) + 

((Jumlah nilai usaha perdagangan tahun ke n-

Jumlah nilai usaha perdagangan tahun ke n-1) / 

Jumlah nilai usaha perdagangan tahun ke n 

)X40%))+(jumlah UTTP tertib tera tahun ke-

n/jumlah UTTP tahun ke-n)x15%)

                           16,74                            17,89                            19,68                            20,91                            22,41                            24,30 

Jumlah usaha perdagangan baru tahun ke n - 

Jumlah usaha perdagangan baru tahun ke n-1

                              110                               115                               125                               250                               300                               350 

jumlah usaha perdagangan tahun ke n                          10.360                          10.475                          10.600                          10.850                          11.150                          11.500 

 Jumlah usaha perdagangan tahun n-1                          10.250                          10.360                          10.475                          10.600                          10.850                          11.150 

Jumlah usaha perdagangan berijin sampai tahun 

n

                           4.750                            5.100                            5.505                            5.945                            6.430                            6.900 

Jumlah Usaha Perdagangan                          10.360                          10.475                          10.600                          10.850 11.150                                                 11.500 

Jumlah nilai usaha perdagangan  tahun ke n - 

Jumlah nilai usaha perdagangan tahun ke n-1

         124.920.000.000          117.979.200.000          148.343.936.000          140.615.902.359          155.786.352.295          182.688.894.000 

Nilai usaha dalam daerah tahun ke n       2.075.000.000.000       2.180.000.000.000       2.310.000.000.000       2.450.000.000.000       2.600.000.000.000       2.750.000.000.000 

Nilai usaha luar daerah tahun ke n          216.320.000.000          229.299.200.000          247.643.136.000          272.407.450.000          305.096.344.000          337.785.238.000 

Jumlah nilai usaha perdagangan tahun ke n       2.291.320.000.000       2.409.299.200.000       2.557.643.136.000       2.722.407.450.000       2.905.096.344.000       3.087.785.238.000 

Nilai usaha dlam daerah tahun ke n-1       1.958.400.000.000       2.075.000.000.000       2.180.000.000.000       2.310.000.000.000       2.450.000.000.000       2.600.000.000.000 

Nilai usaha luar daerah tahun ke n-1          208.000.000.000          216.320.000.000          229.299.200.000          247.643.136.000          272.407.450.000          305.096.344.000 

Jumlah nilai usaha perdagangan tahun ke n-1       2.166.400.000.000       2.291.320.000.000       2.409.299.200.000       2.557.643.136.000       2.722.407.450.000       2.905.096.344.000 

 Jumlah UTTP tertib tera                            2.500                            3.100                            3.700                            4.300                            5.000                            6.000 

 UTTP tertib tera sampai tahun ke n                            2.500                            3.100                            3.700                            4.300                            5.000                            6.000 

 UTTP tertib tera sampai tahun ke n-1                            1.800  UTTP tertib tera 

sampai tahun ke n 

                           2.500                            3.100                            3.700                            5.000 

 Jumlah UTTP                            7.500                            8.000                            8.500                            9.000                            9.500                          10.000 

25 Sekretariat 

Daerah

Program 

Peningkatan 

Pelayanan 

Kedinasan 

KDH/Wakil KDH

Cakupan kinerja 

pelayanan 

kedinasan 

KDH/Wakil KDH

% ((Realisasi layanan keprotokolan/Jumlah 

Permintaan Layanan 

Keprotokolan)*100+(Realisasi Layanan SIM 

Persuratan/Jumlah Layanan SIM Persuratan 

Seharusnya)*100+(Penyebarluasan Informasi 

Pimpinan Melalui Media Massa/Jumlah 

Penyebarluasan Informasi Pimpinan Melalui 

Media Massa Yang Seharusnya)*100+(Jumlah 

dokumen amanat pimpinan yang disusun/Jumlah 

Permintaan Dokumen Amanat Pimpinan)*100)/4

100 100 100 100 100 100

Realisasi layanan keprotokolan 100 175 175 175 175 175

Jumlah Permintaan Layanan Keprotokolan 100 175 175 175 175 175

Penyebarluasan informasi pimpinan melalui 

media masa

350 350 350 350 350 350

Jumlah penyebarluasan informasi pimpinan 

melalui media masa yang seharusnya

350 350 350 350 350 350

Jumlah dokumen amanat pimpinan yang disusun 500 500 500

500 500 500

Jumlah permintaan dokumen amanat pimpinan 500 500 500

500 500 500
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

Program Penataan 

Peraturan 

Perundang-

undangan dan 

Bantuan Hukum

Cakupan 

penyusunan 

produk dan 

pelayanan 

hukum

% (((Jumlah perundangan yang disusun tepat 

asas/Jumlah perundangan yang seharusnya 

disusun *100)+(Jumlah JDIH yang tertib /Jumlah 

JDIH *100)+( Jumlah perundangan yang 

dipublikasikan/Jumlah perundangan yang 

diundangkan/ditetapkan*100)+(Jumlah 

perundangan yang dievaluasi/Jumlah 

perundangan yang seharusnya 

dievaluasi*100)+(Jumlah penyuluhan 

hukum/Jumlah penyuluhan produk hukum yang 

seharusnya dilakukan*+(100Jumlah kasus 

pemerintah daerah yang didampingi/jumlah kasus 

Pemerintah Daerah yang masuk)*100+ (Jumlah 

permohonan konsultasi hukum yang 

ditindaklanjuti/Jumlah permohonan konsultasi 

hukum)*100+(Jumlah perjanjian yang 

disusun/Jumlah perjanjian yang seharusnya 

disusun)*100+(Jumlah dokumen RANHAM yang 

disusun/Jumlah dokumen RANHAM yang 

seharusnya disusun)*100+(Jumlah koordinasi 

antar penegak hukum yang dilakukan/Jumlah 

koordinasi antar penegak hukum yang 

seharusnya dilakukan)))*100/10

92,40 94,00 95,52 97,04 98,56 100,00

Jumlah perundangan yang disusun tepat asas 463 463 463 463 463 463

Jumlah perundangan yang seharusnya  disusun 463 463 463 463 463 463

Jumlah JDIH yang tertib 30 50 69 88 107 125

Jumlah JDIH 125 125 125 125 125 125

Jumlah perundangan yang dipublikasikan 463 463 463 463 463 463

Jumlah perundangan yang 

diundangkan/ditetapkan

463 463 463 463 463 463

Jumlah perundangan yang dievaluasi 1 2 2 2 2 2

Jumlah perundangan yang seharusnya dievaluasi 1 2 2 2 2 2

Jumlah penyuluhan hukum 12 12 7 12 12 12

Jumlah penyuluhan produk hukum yang 

seharusnya dilakukan

12 12 7 12 12 12

Jumlah kasus pemerintah daerah yang 

didampingi

2 2 2 2 2 2

jumlah kasus pemerintah daerah yang masuk 2 2 2 2 2 2

Jumlah permohonan konsultasi hukum yang 

ditindaklanjuti

4 4 4 4 4 4

Jumlah permohonan konsultasi hukum 4 4 4 4 4 4

Jumlah perjanjian yang disusun 30 30 30 30 30 30

Jumlah perjanjian yang seharusnya disusun 30 30 30 30 30 30

Jumlah dokumen RANHAM yang disusun 2 2 2 2 2 2

Jumlah dokumen RANHAM yang seharusnya 

disusun

2 2 2 2 2 2

Jumlah koordinasi antar penegak hukum yang 

dilakukan

4 4 4 4 4 4

Jumlah koordinasi antar penegak hukum yang 

seharusnya dilakukan

4 4 4 4 4 4
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

Program 

Pengembangan 

Kapasitas Otonomi 

Daerah

Cakupan 

pengembangan 

kapasitas 

otonomi daerah

% (((Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti/Jumlah 

seluruh kerjasama) x 100%) + ((Jumlah sebagian 

urusan yang dapat dilaksanakan Kecamatan dan 

Kelurahan/Jumlah sebagian urusan yang 

dilimpahkan kecamatan/kelurahan) x 100%) + 

((Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan 

yang disampaikan tepat waktu/Jumlah laporan 

penyelenggaraan pemerintahan (LKPJ, LPPD, 

ILPPD )x 100%))/3

100 100 100 100 100 100

Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti 3 3 3 3 3 3

Jumlah seluruh kerjasama 3 3 3 3 3 3

Jumlah Sebagian Urusan yang dapat 

dilaksanakan Kecamatan dan Kelurahan

30 30 30 30 30 30

Jumlah Sebagian Urusan yang dilimpahkan 

Kecamatan/Kelurahan

30 30 30 30 30 30

Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan 

yang disampaikan tepat waktu

3 3 3 3 3 4

Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan 

(LKPJ, LPPD, ILPPD )

3 3 3 3 3 4

Program 

Peningkatan 

Pelayanan 

Kemasyarakatan

Capaian 

pelayanan 

kegiatan 

kemasyarakatan

% Jumlah jenis pelayanan kemasyarakatan yang 

dilaksanakan/ Jumlah jenis pelayanan 

kemasyarakatan yang harus dilaksanakan x 100 

%

100 100 100 100 100 100

Jumlah jenis pelayanan kemasyarakatan yang 

dilaksanakan

7 7 7 7 7 7

Jumlah jenis pelayanan kemasyarakatan yang 

harus dilaksanakan

7 7 7 7 7 7

Program 

Perumusan dan 

pengendalian 

kebijakan 

penguatan 

kelembagaan

Cakupan 

Efektivitas dan 

Efisiensi 

kelembagaan

% ((Jumlah dokumen  kelembagaan yang 

disusun/Jumlah  dokumen kelembagaan yang 

seharunya disusun (SKPD dan 

UPTD)*100)+(Jumlah dokumen kajian 

Anjab/Jumlah SKPD dan UPTD*100)+(Jumlah 

dokumen monev RB dan monev SOP/Jumlah 

SKPD*100)+(Jumlah dokumen kebijakan 

ketatalaksanaan yang dievaluasi/Jumlah 

dokumen kebijakan  ketatalaksanaan yang 

seharusnya dievaluasi*100)+(Jumlah dokumen 

LKJiP dan SPM yang disampaikan tepat waktu/ 

jumlah dokumen LKjIP dan SPM*100)/5

62,33 69,59 78,49 87,39 97,24 100,00

Jumlah dokumen kelembagaan yang disusun 31 36 42 48 54 58

Jumlah dokumen kelembagaan yang seharusnya 

disusun (SKPD dan UPPTD)

58 58 58 58 58 58

Jumlah dokumen kajian Anjab 31 36 42 48 54 58

Jumlah SKPD dan UPTD 58 58 58 58 58 58

Jumlah Dokumen monev RB dan monev SOP 2 10 20 30 42 42

Jumlah SKPD 42 42 42 42 42 42

Jumlah Dokumen  ketatalaksanaan yang 

dievaluasi

1 1 1 1 1 1
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

Jumlah dokumen ketatalaksanaan yang 

seharusnya  dievaluasi

1 1 1 1 1 1

Jumlah dokumen LKjIP dan SPM  yang 

disampaikan tepat waktu

3 3 3 3 3 3

Jumlah dokumen LKjIP  dan SPM 3 3 3 3 3 3

Program 

Perumusan dan 

Pengendalian 

Kebijakan 

Pemerintahan

Cakupan 

perumusan dan 

pengendalian 

kebijakan 

pemerintahan

% ((Jumlah dokumen kajian kebijakan yang disusun/ 

Jumlah dokumen kajian yang seharusnya  

disusun) x 100%+ (Jumlah  kebijakan yang  

dievaluasi  / Jumlah  kebijakan yang  seharusnya 

dievaluasi) x 100%))/2

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Jumlah kajian kebijakan 1 1 2 2 2 2

Jumlah dokumen kajian kebijakan yang disusun 1 1 2 2 2 2

Jumlah  kebijakan yang  dievaluasi 0 2 3 3 3 3

Jumlah  kebijakan yang  seharusnya dievaluasi 0 2 3 3 3 3

Program 

Perumusan dan 

Pengendalian 

Kebijakan 

Kesejahteraan 

rakyat dan 

Kemasyarakatan

Cakupan 

Perumusan dan 

Pengendalian 

Kebijakan 

Kesejahteraan 

Rakyat dan 

Kemasyarakata

n

% ((Jumlah dokumen kajian kebijakan yang disusun/ 

Jumlah dokumen kajian yang seharusnya  

disusun) x 100%+ (Jumlah  kebijakan yang  

dievaluasi  / Jumlah  kebijakan yang  seharusnya 

dievaluasi) x 100%))/2

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Jumlah kajian kebijakan 0 0 3 3 3 3

Jumlah dokumen kajian kebijakan yang disusun 0 0 3 3 3 3

Jumlah  kebijakan yang  dievaluasi 1 1 3 3 3 3

Jumlah  kebijakan yang  seharusnya dievaluasi 1 1 3 3 3 3

Program 

Perumusan dan 

Pengendalian 

Kebijakan 

Perekonomian

Cakupan 

Perumusan dan 

Pengendalian 

Kebijakan 

Perekonomian

% ((Jumlah dokumen kajian kebijakan yang disusun/ 

Jumlah dokumen kajian yang seharusnya  

disusun) x 100%+ (Jumlah  kebijakan yang  

dievaluasi  / Jumlah  kebijakan yang  seharusnya 

dievaluasi) x 100%))/2

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Jumlah kajian kebijakan 6 5 4 4 4 4

Jumlah dokumen kajian kebijakan yang disusun 6 5 4 4 4 4

Jumlah  kebijakan yang  dievaluasi 7 6 6 6 6 6

Jumlah  kebijakan yang  seharusnya dievaluasi 7 6 6 6 6 6

Program 

Perumusan dan 

Pengendalian 

Kebijakan 

Pembangunan

Cakupan 

Perumusan dan 

Pengendalian 

Kebijakan 

Pembangunan

% ((Jumlah dokumen kajian kebijakan yang disusun/ 

Jumlah dokumen kajian yang seharusnya  

disusun) x 100%+ (Jumlah  kebijakan yang  

dievaluasi  / Jumlah  kebijakan yang  seharusnya 

dievaluasi) x 100%))/2

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Jumlah kajian kebijakan 2 3 3 3 3 3

Jumlah dokumen kajian kebijakan yang disusun 2 3 3 3 3 3

Jumlah  kebijakan yang  dievaluasi 3 3 3 3 3 3
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

Jumlah  kebijakan yang  seharusnya dievaluasi 3 3 3 3 3 3

Program 

Peningkatan 

Kualitas Pengadaan 

Barang/Jasa

Capaian 

pengadaan 

barang dan jasa 

% Jumlah paket yang terealisasi /jumlah seluruh 

paket pengadaan barang dan jasa  x 100%

100 100 100 100 100 100

Jumlah paket yang terealisasi 230 200 230 230 230 230

jumlah seluruh paket pengadaan barang dan jasa 230 200 230 230 230 230

Program 

Peningkatan BUMD 

dan Lembaga 

Keuangan

Cakupan BUMD 

dan Lembaga 

Keuangan 

berkinerja baik 

% ((Jumlah BUMD berkinerja baik/Jumlah BUMD x 

100%)+ (Jumlah Lembaga Keuangan  Pedesaan 

yang dievaluasi/Jumlah Lembaga Keuangan 

pedesaan x 100%) + (Jumlah BUKP berkinerja 

baik/Jumlah BUKP x 100%))/3

95,79 98,25 98,95 99,30 99,65 100,00

Jumlah BUMD berkinerja baik( Jumlah BUMD 

Taat  asas)

4 4 4 4 4 4

Jumlah BUMD  4 4 4 4 4 4

Jumlah Lembaga Keuangan Pedesaan yang 

dievaluasi

76 90 92 93 94 95

Jumlah Lembaga Keuangan Pedesaan 87 95 95 95 95 95

Jumlah BUKP berkinerja baik ( Jumlah BUKP 

yang taat asas)

12 12 12 12 12 12

Jumlah BUKP 12 12 12 12 12 12

Program 

Peningkatan 

Kapasitas Sistem 

Pelayanan Publik

Cakupan 

Peningkatan 

Kapasitas 

Sistem 

Pelayanan 

Publik

% ((Jumlah dokumen standar pelayanan sesuai 

ketentuan/Jumlah unit pelayanan publik*100) + 

(Jumlah OPD Pelayanan Publik yang telah 

menerapkan PPK BLUD/Jumlah OPD Pelayanan 

Publik yang diutamakan menerapkan PPK 

BLUD*100)+(Jumlah OPD/Unit Pelayanan Publik 

yang wajib dilakukan survei kepuasan masyarakat 

(SKM) / Jumlah OPD/Unit Pelayanan Publik yang 

harus dilakukan survei kepuasan masyarakat 

(SKM)*100))/3

99,19 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Jumlah dokumen standar pelayanan sesuai 

ketentuan

41 41 41 41 41 41

Jumlah unit pelayanan publik 41 41 41 41 41 41

Jumlah SKPD Pelayanan Publik yang telah 

menerapkan PPK BLUD

22 22 22 22 22 22

Jumlah SKPD Pelayanan Publik yang diutamakan 

menerapkan PPK BLUD

22 22 22 22 22 22

Jumlah SKPD/Unit Pelayanan Publik yang wajib 

dilakukan survei kepuasan masyarakat (SKM)

40 41 41 41 41 41

Jumlah SKPD/Unit Pelayanan Publik yang harus 

dilakukan survei kepuasan masyarakat (SKM)

41 41 41 41 41 41

26 Sekretariat 

DPRD
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

Program 

Pembentukan 

Peraturan Daerah

Capaian 

penetapan 

peraturan 

daerah  

% (Jumlah raperda yang ditetapkan/Jumlah 

Propemperda) x 100%

100 100 100 100 100 100

12 Jumlah raperda yang ditetapkan 12 12 12 12 12 12

12 Jumlah propemperda 12 12 12 12 12 12

Program 

Penganggaran dan 

Pengawasan 

Kebijakan 

Pembangunan 

Daerah

Cakupan 

penetapan 

dokumen 

perencanaan, 

penganggaran 

dan 

rekomendasi 

hasil 

pengawasan 

kebijakan dan 

pembangunan

% ((Jumlah kebijakan perencanaan & anggaran 

yang disepakati tepat waktu/Jumlah kebijakan 

perencanaan & anggaran yang harus disepakati) 

x 100%)+(Jumlah rekomendasi DPRD yang 

dikirim kepada Bupati/Jumlah rekomendasi DPRD 

kepada Bupati yang direncanakan) x 100%))/2

100 100 100 100 100 100

jumlah kebijakan perencanaan & anggaran yang 

disepakati tepat waktu

5 5 5 5 5 5

jumlah kebijakan perencanaan & anggaran yang 

harus disepakati

5 5 5 5 5 5

jumlah rekomendasi DPRD yang dikirim kepada 

Bupati

8 8 8 8 8 8

Jumlah rekomendasi DPRD kepada Bupati yang 

direncanakan

8 8 8 8 8 8

27 Kecamatan

Program 

Peningkatan 

Pelayanan 

Kecamatan

Cakupan 

Peningkatan 

Pelayanan 

Kecamatan

% ((jumlah layanan sesuai SOP/jumlah layanan X 

100 %) + (jumlah sarana yang tersedia/jumlah 

sarana yang seharusnya ada X 100%))/2

42,14 61,43 76,07 85,71 92,86 100,00

Jumlah layanan perijinan sesuai SOP 1 3 4 5 6 7

Jumlah Layanan Perijinan 7 7 7 7 7 7

Jumlah Sarana yg tersedia 14 16 19 20 20 20

Jumlah sarana yg seharusnya ada 20 20 20 20 20 20

Program 

Peningkatan 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

kecamatan 

Cakupan 

peningkatan 

penyelenggaraa

n pemerintahan 

kecamatan 

% ((Jumlah sebagian urusan yang dapat 

dilaksanakan Kecamatan/Jumlah sebagian 

urusan yang dilimpahkan kecamatan x 100%)+ 

(Jumlah jenis kewenangan yang 

dilaksanakan/Jumlah jenis kewenangan yang 

seharusnya dilaksanakan x 100%)+ (Jumlah 

dokumen yang disampaikan tepat waktu/Jumlah 

dokumen (RPTK dan Profil Kecamtan) x 100 % )) 

/3

88,32 89,74 90,46 90,88 91,31 91,60

Jumlah sebagian urusan yg dapat dilaksanakan 27 27 27 27 27 27

Jumlah sebagian urusan yg dilimpahkan 27 27 27 27 27 27

Jumlah Jenis kewenangan yg dilaksanakan 152 162 167 170 173 175

Jumlah Jenis kewenangan yg  seharusnya 

dilaksanakan

234 234 234 234 234 234

Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu 2 2 2 2 2 2

Jumlah dokumen (RPTK dan Profil Kecamatan) 2 2 2 2 2 2

METADATA RPJMD - 59



2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

28 Kecamatan 

Wates

Program 

Peningkatan 

Pelayanan 

Kelurahan

Cakupan 

Peningkatan 

Pelayanan 

Kelurahan

% ((jumlah layanan sesuai SOP/jumlah layanan X 

100 %) + (jumlah sarana yang tersedia/jumlah 

sarana yang seharusnya ada X 100%))/2

63,27 69,55 80,36 89,18 95,73 100,00

Jumlah layanan sesuai SOP 18 20 22 23 24 25

Jumlah Layanan 25 25 25 25 25 25

Jumlah Sarana yg tersedia 12 13 16 19 21 22

Jumlah sarana yg seharusnya ada 22 22 22 22 22 22

Program 

Peningkatan 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Kelurahan

Cakupan 

Peningkatan 

Penyelenggaraa

n Pemerintahan 

Kelurahan

% ((Σ urusan yg dpt dilaksanakan/Σ urusan yg 

dilimpahkan X 100%) + (Σ fasilitasi yg 

dilaksanakan / Σ fasilitasi yg seharusnya 

dilaksanakan X 100%) + (Σ dokumen tepat 

waktu/Σ dokumen X 100%))/3

53,24 62,06 69,41 74,12 76,18 78,24

Jumlah urusan yg dpt dilaksanakan 17 21 24 26 27 28

Jumlah urusan yg dilimpahkan 34 34 34 34 34 34

Jumlah fasilitasi yg dilaksanakan 48 53 58 61 62 63

Jumlah fasilitasi yg seharusnya 85 85 85 85 85 85

Jumlah dokumen tepat waktu 2 2 2 2 2 2

Jumlah dokumen (Profil Kelurahan dan Hasil 

Musrenbang Kelurahan)

2 2 2 2 2 2

29 Inspektorat 

Daerah

Program 

Peningkatan Sistem 

Pengawasan 

Internal 

Cakupan 

peningkatan 

sistem 

pengawasan 

internal dan 

pengawasan 

desa

% ((Jumlah obrik yang tidak ada temuan/Jumlah 

obrik x 100 %) + ( Jumlah rekomendasi yg 

ditindaklanjuti tepat waktu/Jumlah rekomendasi 

temuan pemeriksaan x 100 %) + ( Jumlah SKPD 

dan desa yang diperiksa/Jumlah SKPD dan Desa 

yang seharusnya diperiksa x 100%) + (jumlah 

SKPD yang bernilai minimal B/jumlah SKPD x 

100%)) / 4

58,28 62,44 63,73 65,12 66,61 68,21

Jumlah obrik yang tidak ada temuan 15 20 22 24 26 28

Jumlah obrik 129 129 129 129 129 129

Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti tepat 

waktu

80 84 88 93 97 102

Jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan 258 245 233 221 210 200

Jumlah SKPD dan Desa yang diperiksa 129 129 129 129 129 129

Jumlah SKPD dan Desa yang seharusnya 

diperiksa

129 129 129 129 129 129

Jumlah LKjIP SKPD yang bernilai minimal B 38 42 42 42 42 42

Jumlah SKPD 42 42 42 42 42 42

30 Badan 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah

Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah

Persentase 

capaian jumlah 

program yang 

memenuhi 

target

% jumlah target indikator program tahun n yang  

tercapai/jumlah indikator program seluruh 

OPD*100%  

74,29 75,23 79,82 86,24 90,83 96,33
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

jumlah target indikator program tahun n yang  

tercapai

78 82 87 94 99 105

jumlah indikator program seluruh OPD 105 109 109 109 109 109

Program 

Perencanaan

Pembangunan 

Pemerintahan dan 

Kesra

Persentase 

capaian jumlah 

program yang 

memenuhi 

target bidang 

Pemerintahan 

dan Kesra

% jumlah target indikator program bidang 

Pemerintahan dan Kesra tahun n yang  

tercapai/jumlah indikator program  bidang 

Pemerintahan dan Kesra*100%

86,00 73,58 79,25 86,79 90,57 94,34

50

jumlah target indikator program bidang 

Pemerintahan dan Kesra tahun n yang  tercapai

43,00 39,00 42,00 46,00 48,00 50,00

jumlah indikator program  bidang Pemerintahan 

dan Kesra

50,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00

Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Sosial dan Ekonomi

Persentase 

capaian jumlah 

program yang 

memenuhi 

target bidang  

Sosial dan 

Ekonomi

% jumlah target indikator program bidang Sosial dan 

Ekonomi tahun n yang  tercapai/jumlah indikator 

program  bidang Sosial dan Ekonomi*100%

68,42 72,50 75,00 80,00 85,00 92,50

38 jumlah target indikator program bidang Sosial dan 

Ekonomi tahun n yang  tercapai

26,00 29,00 30,00 32,00 34,00 37,00

jumlah indikator program  bidang Sosial dan 

Ekonomi 

38,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

Program 

Perencanaan

Pembangunan 

Infrastruktur dan 

Pengembangan 

Wilayah

Persentase 

capaian jumlah 

program yang 

memenuhi 

target bidang 

Infrastruktur dan 

Pengembangan 

Wilayah

% jumlah target indikator program bidang  

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tahun n 

yang  tercapai/jumlah indikator program  bidang  

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah*100%

57,89 68,75 75,00 81,25 87,50 93,75

19 jumlah target indikator program bidang  

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah tahun n 

yang  tercapai

11 11 12 13 14 15

jumlah indikator program  bidang  Infrastruktur 

dan Pengembangan Wilayah

19 16 16 16 16 16

Program 

Pengendalian

Pembangunan 

Daerah 

Rata-rata 

persentase 

ketercapaian 

program 

pembangunan

% jumlah persentase capaian indikator program 

pembangunan terhadap target tahun ke-n /jumlah 

indikator program pembangunan

96,29 96,89 97,48 98,08 98,68 99,28

jumlah persentase capaian indikator program 

pembangunan terhadap target tahun ke-n

10110,26 10560,62 10625,83 10691,03 10756,24 10821,44

jumlah indikator program pembangunan 105,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00

Program Kerjasama 

Pengembangan 

IPTEK

Capaian tindak 

lanjut kerjasama

% ((Jumlah kerjasama Perguruan Tinggi yang 

ditindaklanjuti/Jumlah kerjasama) + (Jumlah 

kajian yang diimplementasikan/Jumlah kajian 

yang dihasilkan))/2

                         100,00                          100,00                          100,00                          100,00                          100,00                          100,00 

Jumlah kerjasama Perguruan Tinggi yang 

terintegrasi dengan program pembangunan

                                19                                 20                                 20                                 21                                 21 22                               

Jumlah Kerjasama                                 19                                 20                                 20                                 21                                 21 22                               
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

Jumlah rekomendasi DRD yang 

diimplementasikan dalam program pembangunan

                                  2                                   2                                   3                                   3                                   4                                   4 

Jumlah rekomendasi yang dihasilkan DRD                                   2                                   2                                   3                                   3                                   4                                   4 

31 Badan 

Keuangan dan 

Asset Daerah

Program 

Peningkatan 

Pengelolaan 

Anggaran dan 

Kualitas Kebijakan 

Pengelolaan 

Keuangan

Cakupan 

peningkatan 

pengelolaan 

anggaran dan 

kualitas 

kebijakan 

pengelolaan 

keuangan

% (Jumlah penerbitan dokumen keuangan daerah 

(Raperda APBD, Perda APBD, Raperda 

Perubahan APBD, Perda Perubahan APBD, 

Raperbup APBD, Perbup APBD, Raperbup 

Perubahan APBD, Perbup Perubahan APBD) 

tepat waktu/Jumlah dokumen keuangan daerah x 

100%) + (Jumlah analisis kebijakan menjadi 

bahan kebijakan / Jumlah analisis kebijakan yang 

disusun x 100%) + (Jumlah kebijakan yang 

dilaksanakan/jumlah kebijakan yang ada tahun n-

1 x 100%)/3

100 100 100 100 100 100

Jumlah penerbitan dokumen keuangan daerah 

(Raperda APBD, Perda APBD, Raperda 

Perubahan APBD, Perda Perubahan APBD, 

Raperbup APBD, Perbup APBD, Raperbup 

Perubahan APBD, Perbup Perubahan APBD) 

tepat waktu

8 8 8 8 8 8

Jumlah dokumen keuangan daerah 8 8 8 8 8 8

Jumlah analisis kebijakan menjadi bahan 

kebijakan

5 5 5 5 5 5

Jumlah analisis kebijakan yang disusun 5 5 5 5 5 5

Jumlah kebijakan yang dilaksanakan 5 5 5 5 5 5

Jumlah kebijakan yang ada tahun n-1 5 5 5 5 5 5

Program 

Peningkatan 

Pengelolaan 

Perbendaharaan

Cakupan 

peningkatan 

pengelolaan 

perbendaharaan

% (Jumlah penerbitan SP2D tepat waktu/Jumlah 

SPM yang lengkap dan benar X 100%) + 

(Laporan kas bulanan tepat waktu/laporan kas 

bulananx 100%) + (Jumlah Realisasi Belanja 

APBD/Jumlah Belanja APBD x 100%)/3

98,48 99,04 99,22 99,46 99,71 99,97

Jumlah penerbitan SP2D tepat waktu 2377 2377 2377 2377 2377 2377

Jumlah SPM yang lengkap dan benar 2377 2377 2377 2377 2377 2377

Laporan kas bulanan tepat waktu 12 12 12 12 12 12

laporan kas bulanan 12 12 12 12 12 12

Jumlah Realisasi Belanja APBD 1.338.504.677.298,00      1.244.426.227.497,00      1.263.996.475.454,70      1.286.055.636.385,50      1.308.611.810.062,80      1.332.166.822.643,93      

Jumlah Belanja APBD 1.402.546.137.809,59      1.281.370.702.976,03      1.294.184.410.005,79      1.307.126.254.105,85      1.320.197.516.646,91      1.333.399.491.813,38      

Program 

Peningkatan 

Penerapan 

Akuntansi dan 

Pelaporan

Capaian 

peningkatan 

penerapan 

akuntansi dan 

pelaporan

%  (Jumlah penerbitan dokumen 

pertanggungjawaban keuangan daerah tepat 

waktu dan sesuai dengan aturan/ ketentuan yang 

berlaku(Perda dan Perbup Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD, LRA, Neraca, LO, LPE, 

LPSAL, LAK, CALK)/Jumlah dokumen keuangan 

daerah x 100%)

100 100 100 100 100 100
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

Jumlah penerbitan dokumen pertanggungjawaban 

keuangan daerah tepat waktu  dan sesuai dengan 

aturan/ ketentuan yang berlaku(Perda dan Perbup 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, LRA, 

Neraca, LO, LPE, LPSAL, LAK, CALK

9 9 9 9 9 9

Jumlah dokumen keuangan daerah 9 9 9 9 9 9

Program 

Peningkatan 

Pendapatan Daerah

Cakupan 

Peningkatan 

Realisasi 

Pendapatan 

Daerah

% ((Jumlah realisasi penerimaan daerah/target 

penerimaan daerah x 100 %)+ (Jumlah SKPD 

tertib administrasi pendapatan/Jumlah SKPD 

pengelola pendapatan x 100%))/2

100 100 100 100 100 100

Jumlah realisasi penerimaan daerah 1.400.107.832.411,62 1.360.315.628.460,39 1.382.695.808.329,90 1.404.440.528.283,16 1.428.950.707.094,75 1.454.013.122.292,23

Target penerimaan daerah 1.400.107.832.411,52 1.360.315.628.460,39 1.382.695.808.329,90 1.404.440.528.283,16 1.428.950.707.094,75 1.454.013.122.292,23

Jumlah SKPD tertib administrasi pendapatan 17 17 17 17 17 17

Jumlah SKPD pengelola pendapatan 17 17 17 17 17 17

Program 

Peningkatan 

Penerimaan Pajak 

Daerah

Cakupan 

peningkatan 

penerimaan 

pajak daerah

% ((Jumlah realisasi penerimaan pajak/target 

penerimaan pajak x 100 %) + Jumlah realisasi 

pembayaran piutang pajak/jumlah piutang pajak 

x100%))/2

52,72 52,89 52,94 53,00 53,06 53,06

Jumlah realisasi penerimaan pajak 81519038321 31252521701 32918639281 34828466901 36700230478 38678671271

Target penerimaan pajak 81519038321 31252521701 32918639281 34828466901 36700230478 38678671271

Jumlah realisasi pembayaran piutang pajak 500000000 520000000 530000000 540000000 550000000 550000000

Jumlah piutang pajak 9200000000 9000000000 9000000000 9000000000 9000000000 9000000000

Program 

Peningkatan 

Pengelolaan Asset 

dan Investasi 

Pemerintah Daerah

Cakupan 

peningkatan 

pengelolaan 

asset dan 

investasi 

pemerintah 

daerah

% (Jumlah SKPD tertib administrasi asset tetap dan 

tak berwujud / Jumlah SKPD x 100%)+ (Jumlah 

SKPD tertib administrasi persediaan / Jumlah 

SKPD x 100%)+ (Jumlah penghapusan 

asset/jumlah permohonan penghapusan asset x 

100%) + (Jumlah optimalisasi asset/Jumlah asset 

yang belum optimal x 100%) + (Jumlah realisasi 

investasi/Jumlah rencana investasi x 100%)/5

96,67 96,67 96,67 96,67 96,67 96,67

Jumlah SKPD tertib administrasi asset tetap dan 

tak berwujud

42 42 42 42 42 42

Jumlah SKPD 42 42 42 42 42 42

Jumlah SKPD tertib administrasi persediaan 42 42 42 42 42 42

Jumlah SKPD 42 42 42 42 42 42

Jumlah penghapusan asset 32 32 32 32 32 32

Jumlah permohonan penghapusan asset 32 32 32 32 32 32

Jumlah optimalisasi asset 10 10 10 10 10 10

Jumlah asset yang belum optimal 12 12 12 12 12 12

Jumlah realisasi investasi 5 5 5 5 5 5

Jumlah rencana investasi 5 5 5 5 5 5

32 Badan 

Kepegawaian 

Pendidikan 

dan Pelatihan
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

target target target target target target

No Nama OPD Program

Indikator 

Kinerja 

Program

Satuan Cara Perhitungan

Capaian Kinerja Program

Program 

Pengembangan 

Aparatur 

Cakupan 

Pengembangan 

Aparatur 

% ((Jumlah dokumen formasi yang disusun tepat 

waktu/Jumlah dokumen formasi yang harus 

disusun x 100 %) + (Jumlah pejabat struktural 

/Jumlah pejabat struktural yg seharusnya ada x 

100 %) + (Jumlah PNS yang memenuhi diklat 

/Jumlah PNS yg ada x 100 %) )/3

91,80 93,09 94,42 95,77 97,16 98,58

Jumlah dokumen formasi yang disusun tepat 

waktu

1 1 1 1 1 1

Jumlah dokumen formasi yang harus disusun 1 1 1 1 1 1

Jumlah pejabat struktural 648 648 648 648 648 648

Jumlah pejabat struktural yg seharusnya ada 648 648 648 648 648 648

Jumlah PNS yang memenuhi Diklat 5000 5200 5400 5600 5800 6000

Jumlah PNS yang ada 6632 6559 6486 6413 6340 6267

Program 

Pendayagunaan 

Aparatur

Cakupan 

Peningkatan 

Pendayagunaan 

Aparatur

% ((Jumlah pejabat fungsional /Jumlah pejabat 

fungsional yang seharusnya ada x 100 %) + 

(Jumlah kenaikan pangkat PNS tepat 

waktu/Jumlah usulan permohonan nota 

pertimbangan kenaikan pangkat PNS x 100 %)) 

/2

84,34 85,58 86,79 87,82 88,75 89,87

Jumlah pejabat fungsional dan pelaksana 5706 5913 6114 6285 6440 6626

Jumlah pejabat fungsional dan pelaksana yang 

seharusnya ada

8309 8309 8309 8309 8309 8309

Jumlah kenaikan pangkat PNS tepat waktu 891 800 750 750 750 750

Jumlah usulan permohonan nota pertimbangan 

kenaikan pangkat PNS

891 800 750 750 750 750

Program 

Pembinaan dan 

Pelayanan Aparatur 

Cakupan 

Pembinaan dan 

Layanan 

Aparatur 

% ((Jumlah pegawai yg tidak dijatuhi hukuman 

disiplin/Jumlah pegawai x 100 %) + (Jumlah jenis 

layanan kepegawaian tepat waktu/Jumlah jenis 

layanan kepegawaian x 100 %) + (jumlah layanan 

kepegawaian daerah berbasis data terintegrasi / 

jumlah layanan kepegawaian daerah x100%))/3

78,37 84,25 92,12 99,96 99,96 99,96

Jumlah pegawai yg tidak dijatuhi hukuman disiplin 8294 8294 8299 8299 8299 8299

Jumlah pejabat fungsional dan pelaksana yang 

seharusnya ada

8309 8309 8309 8309 8309 8309

Jumlah jenis layanan kepegawaian tepat waktu 17 17 17 17 17 17

Jumlah jenis layanan kepegawaian 17 17 17 17 17 17

Jumlah layanan kepegawaian daerah berbasis 

data terintegrasi

6 9 13 17 17 17

Jumlah layanan kepegawaian daerah 17 17 17 17 17 17
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